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PEMBAHASAN

DIil4MATNl (PENJAMINAT$

Penjelasan: Secara bahasa kata &uUt mempakan kata

jadian dari kalimat i, ,ll{,, ? (menggabungkan dzimmah kepada

dzimmah [1;ang lainD.

Dalam Al fusith dikatakan: Kata 3uilJt merupakan kata

jadian dari'ibijlt. Artin5a adalah menjadikan utang dalam jaminan

orang 5ang tidak merniliki utang.

Telah keliru seseorang grang mengatakan bahwa kata &uiJr

diambil dari kata pt, 1rur",lu huruf .A/rzn dalam lata Aui:ajt adalah

asli. Dalam kata ii.lt lam fi'ilrrya adalah huruf Miim, sementara

dalam kata iqiatt lam fi ilnya adalah huruf Nuun. Ka1u AKA1 juga

disebut'iv; aarr"itK-

I Dhaman menurut kami mempakan penrbahasan khr,rsrrs. S€bagian ulama
Ivlalikiyt/ah menjadikannya bab khustrs dalam penrbahasan Glaslnb,sebagaimana
Snngdilalukan oleh lbnu Rusld dalam BidagtAlMujbhid.
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Sedangkan secara terminologi, Suilr adalah mewajibkan

sesuatu (membebankan utang) kepada orang mukallaf berakal yang

tidak terhalang karena kedunguan, sebagaimana yang akan

diuraikan nanti.

Hukum-Hukum'

Hulum asal kebolehan Su.ialr adalah dari Al Qur'an,

Sunnah dan ijmak.

Dalil Dari Al Qur'an:

Adapun dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah &,

W /6. b +'.q #;,rlrt & )r- U6

"Penyent-penyeru ifu berkab, 'I(ami kehilangan piala nja,

dan siap gng dapat mengembalilannya al<an maryeroleh bahan

makanan (sebemt) beban unb, dan aku met{amin terhadapn5m'-"

(Qs. Yuusuf l]^2l 721

hnu Abbas berkata, "Maksud za'im adalah omng yang

menjamin (menanggung). "

Contoh lainnya adalah seperti saMa Nabi $,
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IU,r;t *; :A al*r ,f, - o. ,o^'.*r, "i l-'.t

"Aku menj,amin (Za'im) isbna di pelatamn Suga bagi omng

Snng meninggall<an debat meskipun dia benar."

Dalam apt ini ada enam permasalahan:

Maslah Pertama: Para ulama berkata, "Ayat dalam

surah Yuusuf di atas menrpakan dalil tentang bolehnya l{afalah."

Qadhi Abu Ishaq Al Marwadzi berkata, "Dhaman frdak
termasuk l{afalah, karena di dalamnp tidak ada penjaminan oleh

seseorcng terhadap utang orang lain. Yang ada adalah orang yang

mannjibkan dirirya sendiri dan menjaminnla. Hukumnya
dibolehkan secaftt bahasa dan menjadi lazim secara synriat."

Pen3rair berkata:

Aku frdak damai di dalamnya

Akan tebpi aku manjamin diriku sendiri

Pen5rair lainnya berkata:

Aku manjamin bila aku kembali leqmtdi jalanan

hgkau al<an melihat burung bangnu berkeliamn

Imam Abu Bakar bin Al fuabi berkata, "Apa lrang
dikatakan Qadhi Abu Ishaq adalah benar. Akan tetapi masatah
per$aminan tetap ada dalilnlra.'
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Apabila seseorang berkata, "Aku menjadi penjamin,"

maksudnya adalah "Aku ms,r,rajibkan diriku sendiri." lalu apa

bedanya antara perkataan "Aku meurajibkan diriku sendiri" dengan

perkataan 'Aku mewajibkan diriku sendiri untuk orang lain"?

,,..... - Masalah Kedua, Firmar.r,Allah, ff;2 .*Yi| "Dan ata*.*

menjamin ," adalah berlaku dalam hak-hak yang boleh

digantikan. Adapun setiap hak yang tidak bisa digantikan oleh

orang Iain seperti Hudud, maka tidak ada l{afalah di dalamnya.

Berdasarkan hal ini maka ada permasalahan, gaifu,

Maslah Ketiga: Apabila seseorang berkata, "Aku

menjamin dirimu di hadapan si fulan," maka menurut Malik

wajib baginya. Sedangkan menumt AsySpfi'i
tidak uajib karena ada unsur penipuan, mengingat dia

tidak tahu apakah orang tersebut mengingkarinya atau tidak. Dalil

yang menunjukkan kebolehannya adalah bahwa Sang dimaksud

penjaminan adalah bahwa orang yang menjamin menduduki posisi

asaln5ra, dan Snng dimaksud hadimya asal adalah harta. Maka

begifu pula dengan orang yang menjamin.

Maslah Keempat Redaksi dalam ayat di atas

merupakan dalil tentang penjaminan, maka maknanya juga

menrpakan dalil tentang Ji'alahyang merupakan jenis ljanh. Akan

tetapi perbedaan antara Ji'alah dengan ljamh adalah bahua dalam

Ijanh kompensasi dan sesuafu yrang dikompensasikan ditenfukan

nilain5a, sementara dalam Ji'alah upah dan pekerjaann5a tidak

ditentukan.

Dalilnya adalah bahwa Allah & mensyariatkan jual-be.li

dalam harta benda unfuk untuk fujuan yang berbeda-beda dan

kondisi lang bembah-ubah. Ketika berpindahnya kepernilikan
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diperlukan maka Dia mensyariatkan cara jual-beli dan menjelaskan
hukum-hukumnya. Mengingat jasa sangat diperlukan khususnya
yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, karena semua
orang tidak bisa mengelola seluruh hartanya, maka Allah
mensyariatkan ljanh (sewa-menyewa) dengan adanya kompensasi
dari kontrak tersebut sesuai dengan tujuannya.

Masalah Kelima, Apabila hal ini telah tetap, maka
pekerjaan bisa ditentukan dengan wakfu, seperti dengan
mengucapkan, "Engkau bisa melayaniku malam ini." Bisa pula

dengan berkata, "Engkau bisa menjahitkan pakaianku." Jadi
pekerjaan bisa ditenfukan dengan dua bentuk ini. Terkadang
pekerjaannya tidak ditenfukan, misalnya dengan berkata, "Siapa
saja yang datang dengan membawa barangku yang hilang maka
dia akan mendapatkan anu." Salah safu dari kompensasi ini tidak
sah dan harus ditenfukan, karena sesuatu yang gugrlr karena hal
yang darurat tidak menyebabkan gugump sesuafu 3nng Udak

darurat. landasannya adalah hadits yang menjelaskan tentang
pengambilan upah unfuk budak dalam pekerjaan !/ang tidak
ditentukan. fiamh dan Ji'alah memang telah ada sebelum Islam lalu
keduanya diakui oleh syariat dengan meniadakan unsur penipuan
dan ketidak-jelasan dalam keduanya.

Maslah Keenam, Pada hakikatrp yang menyeru dalam
ayat di atas bukanlah raja, akan tetapi wakil Yusuf dan utusann3n.
Dia menjanjikan bahwa Nabi Yusuf & akan memberikan hadiah

bahan makanan seberat (beban) unta bagi siapa saja yang berhasil
menerrukan piala raja. Dalam kasus ini dia bertanggung jawab

atas nama Yusuf. Dengan dernikian maka ada tiga faidah dalam
masalah ini:
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Pertama: Jiblah- Yaitu akad yang di dalamnya harga (upah)

ditentukan, tapi sesuatu yang dinilai tidak ditentukan harganya.

Kdua: I{afalah. Disini ia disandarkan pada sebab yang

mauajibkannya dengan menggantungkan syaratrya. Para ulama

berselisih pendapat dalam masalah ini. Menurut ulama Malikiyyah,

ini merupakan dalil tentang dibolehkannya l{afalah karena

dilakukan oleh Nabi, sehingga merupakan sesuafu yang

disyariatkan.

Para imam juga berselisih pendapat tentang l{afalah.

Pengikut Abu Hanifah membolehkannya dengan sebab, misalnya

perkataan "Apa saja yang wajib dilakukan si fulan terhadapmu

maka ia juga wajib terhadapku," atau perkataan, 'Apabila bulan

sabit telah muncul, maka aku akan menanggung bebanmu

terhadapnya." Hal ini berbeda bila ia digantungkan dengan syarat

mumi, seperti perkataan "Apabila si fulan datang" dan "Jika

engkau berticara dengan 7aid." Sedangkan menumt Asy-Syafi'i,

hukumnya tidak dibolehkan. Ayat ini merupakan dalil tentang

kebolehannya lnng ada sebab wajibnya.

Ketiga. Orang yang berpiutang tidak diketahui. Menurut

ulama MalikiSa,rah, hukumnya dibolehkan meskipun sesuafu yang

dijamin tidak diketahui. Hal ini bertentangan dengan pendapat

sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Syafi'iyyah 5nng juga

disepakati oleh kalangan ulama Hanaflryah bahwa l{aklah frdak

dibolehkan bila orang yang berpiutang tidak diketahui. Akan tetapi

pengikut Abu Hanifah mengklaim bahwa hadits tersebut telah di-

naskh dari apt ihr saja. Sedangkan menumt imam-imam dari

kalangan ulama Syafi'i5yah, ayat tersebut merupakan dalil
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dibolehkannya Ji'alah dan ia merupakan syariat sebelum kita
(Sjmr'u Man Qablanal.

Mereka (ulama Syafi'iyyah) juga mengatakan:

Sesungguhnya dalam masalah mengetahui omng Sang berutang

dengan orang yang berpiutang ada tiga kondisi:

Pertama: Keduanya harus diketahui. Adapun mengetahui

omng yang berutang (yang dijamin), maka harus diketahui dulu

apakah dia orang yang layak disedekahi atau tidak. Sedangkan

berkenaan dengan orang yang berpiutang, harus diketahui apakah

dia orang yang layak bermuamalah atau tdak.

Kedua: Yang perlu diketahui adalah orang ]lang
berpiutang saja, karena muamalahnya han5ra dilakukan dengannya.

Ketiga: Tidak perlu mengetahui salah safu dari keduanya.

Inilah pendapat Srang benar berdasarkan hadits Abu Qatadah
bahwa Nabi $ menjamin orang yang telah wafat. Dalam hal ini
Nabi $ tidak menanyakan tentang orang yang berpiutang dan

orang png berutang.

Ayat di atas menrpakan dalil bahun orang yang berpiutang

tidak perlu diketahui, dan begifu pula dengan orang yang berutang.

Al Qurthubi berkata, "Apabila dikatakan, 'Bagaimana dia

mau menjamin (dengan memberikan hadiah) seberat muatan unta

padahal tidak diketahui? Sedang menjamin sesuatu Sang tidak

diketahui ifu tdak sah?', Maka dikahkan kepadan5n, 'Elarang

seberat muatan unta adalah sesuahr yang diketahui jelas menurut

mereka, seperti Waaq, sehingga sah menjamin denganryn.

Hanya saja dia mernberikan harta kepada pencrri padahal penorri

tersebut tidak halal mendapatkannya. Mungkin ini hukumnln sah
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menunrt mereka, atau bisa jadi ini merupakan Jiblah dan

memberikan harta kepada orang yang mencarinya'."

. Kemudian Al Qurthubi mengatakan bahwa sebagian ulama

berkata, "Ayat ini mengandung dua dalil. Perbma, boleh

memberikan upah, dan ia memang dibolehkan dalam kondisi

darurat. (Kernudian dia menyebutkan perkataan imam AsyS5nfi'i

Sang berkaitan dengan masalah ini). Kdua, boleh menjamin

seseorang, karena dalam hal ini yang mengizinkan dan memberi
jaminan adalah bukan Yusuf."

Al Qurthubi mengatakan lebih lanjut bahwa para ulama

berpendapat, apabila seorang laki-laki berkata, "Aku

menanggung," "Aku menjamin," "Aku menjadi penanggungmu,"

"Aku menjadi penjaminmu," "Apa yang menjadi bebanmu aku

tanggung atau aku jamin," maka sernua ucapan ini merupakan

Hamalah yang bersifat lazim. Penjaminan itu Udak berlaku kecuali

dalam hak-hak yang boleh digantikan yang berkaitan dengan

tanggungan harta dan bersifat tetap. Oleh karena ifu tidak sah

menjamin dengan fulisan karena ia bukan utang yang tetap,

karena seorang budak yang tidak mampu, statusnla tetap sebagai

budak dan angsuran yang dibayarkannp unfuk membebaskan

status budakn5n menjadi batal. Adapun setiap hak 5n tS tidak bisa

digantikan orang lain seperti Hudud, maka tidak ada penjaminan

di dalamnya, dan dalam kasus ini orang yang divonis harus

dipenjara sampai dia membayar tannggungannya.

Abu Yusuf dan Muhammad memiliki pendapat yang lain

dalarn masalah ini. KeduanSa membolehkan lkfalahdalam Hudud

dan Qishash. Keduaqn berkata, "Apabila orang png dituduh zina

atau orang yang menuduh mengatakan 'Saksiku hadir', maka dia

ll et uoj-u'SyorahAl Muhadzdzab



harus menanggung kebufuhan hidupnya selama bebempa hari."
Ath-Thahawi berargumen dengan hadits riwayat Abu Hamzah bin
Amr dari Umar, hnu Mas'ud, Jarir bin AMullah dan Al Asy'ats
bahwa mereka menetapkan, bahwa jiwa harus dijamin. Mereka
menetapkannya di hadapan para sahabat Nabi $.

Dalil Dari Sunnah

Adapun dalil dari Sunnah adalah hadits Abu Hurairah 1nng
diriwayratkan oleh Abu Daud dan At-Tirmi&i yang telah dinyatakan
sebagai hadits hasan oleh At-Tirmi&i. Disebutkan bahwa Nabi S
berpidato pada hari penaklukan Makkah,

t6-.
(a\-o> 3, 6)'"F # -lJ jr* ar '"0y.,fi

CSlrS ,iq:y a*l5 it'rg xrtAtj ,Wr) 9\V,,

i1 W. b W tVt b4:3,ts ,*# *s )G

-i'Gi+ltst#
"Ketahuilah, bahwa Allah S telah metnberikan hak kepada

setiap oftng yang berhak memilikinya. Tidak ada wasiat bagi ahli
waris. Janganlah s@rzng perempuan mertbelanjakan harb tnng
ada di rumahnya kuuali atas izin suamin5n. Pinjaman ifu harus
dikembalikan, pemberian harus dikunbalil<an lagi, ubng harus
dilunasi, dan oftng tnng menjanin adalah oftng tnng
menanggung utang."
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Seandainya jaminan tidak wajib atas orang png menjamin,

tentunSn Rasulullah $ Udak menyebutnya sebagai orang yang

menanggung utang.

Qabishah bin Al Mukhariq Al Hilali meriwayatkan bahwa

Nabi $ bersaMa,

'F'Y: fJs y>vJ, 'vg ist*,sr l, Y

.J$|"f w3; &xfi-*t{ &:4 lt,;,l.

"Tidak halal merninta-mina kquali karena tiga hal. 'Salah

safu lnng beliau sebutkan adalah "Onng yang menangpng utang

oftng lain; dia bolelz meminta-minta sarnpai dia melunasinya,

kemudian bqhenti.'

Dalam hadits ini Nabi $ membolehkan meminta sedekah

sampai orang tersebut membayar utang 3rang ditanggungryn. Ini

menunjukkan bahwa penjaminan utang menjadi uajib bagi omng

png melakukann3a.

Driwaptkan dari Salamah bin Al Alnua,

JtA.,fe;r *s *v ihr jr';r,tr 'o 
tg

0l

:i6 .g\fi; F,Ut3 t,i5 #'# Jw,*b
Y?:J# ,Y ,VG tlt35 d lti Ji
'"'lLrfr#y &4 rZ%il;':v:iU,Vlb k

a 1.<.?Ye
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#b ar

Seorang jeiir:razah laki-laki pemah dibawa kepada Nabi $
unfuk dishalati. Maka beliau pun bertanSra, 'Apakah dia purya
ubng?" Orang-orang menjawab, oYa, dua Dinar' Nabi $
bertanya, 'Apakah dia maninggall<an squafu unfuk mantfugr
utangrltn itu?' Mereka menjawab, "Tidak." Maka Nabi pun
mundur (tidak jadi menshalatinya). lalu beliau ditanya, 'Mengapa
engkau tidak mau menshalatinya?" Nabi $ menjawab, 'shalatku
frdak akan berguna bagtng bila dia masih puntn bngungan,
kquali bila alah s@ftng dari kalian ada jang mau manjamin
ubngryD." Maka Abu Qatadah berdiri seraya berkata, 'Akulah
5nng menjaminnya, wahai Rasulullah?" Maka Nabi $ pun mau
menshalatinla. (HR. Al Bukhari, Ahmad dan At-Tirmidzi). At-
Tirmidzi menilainp shahih. An-Nasa'i dan hnu Maiah juga
meriwaptkannya. KeduanSn mengatakan: Malra Abu Qataddr
berkata, ,r'..)i<A 6f "Akulah yang menjamin utangnla."

Hadits ini juga diriuralptkan oleh Ahmad, Abu Daud dan
An-Nasa'i dari Jabir bin AMullah. Juga diriuaptkan oleh hnu
Hibban, Ad-Daraquthni dan Al Hakim dengan rdaksi,

t1_s li br

,;'tt* y1 $i
'L, lht 

^xb(., ?, /_ .ir iy-: u '{.
;

t lu '-f)

,# b,yg ",& Jil 6,

.r*#"tv lli ui,t*J
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"Aku lebih berhak terhadap setiap oftng bqiman daripada

dirin5n sendii. Banngsiapa merniliki ubng akulah trang
merlanggangntn. Bamngsiapa mqtiliki harta maka ia unfuk ahli

umisnjn."

Hadits grang semakna juga diriwa5ntkan oleh Ad-Damquthni

dan Al Baihaqi dari Abu Sa'id Al Khudri Ap. Di dalamnya

disebutkan bahwa Ali berkata, "Akulah png menjaminnSta." Maka

Nabi pun mendoakannya lalu bersaMa,

{ll'r:lr *'Yy bl uti,, g3 
v,Y-* :y v

.aAt;u,"\J'

" ndaMah s@nng muslim mernbebaskan .tanggungan ubng
saudann5n kquali Allah akan membebaskan tanggungann5n pada

Hari Kiamat" Akan tetapi Al Haf2h hnu Hajar berkata,

"Sanadn5n dha'if"

Ath-Thabarani juga meriwayatkannln dari Salrnan dengan

redaksi yang sarna dengan hadits Abu Hurairah r$ dengan

tambahan,

"Dan onjib bagt pan pqguasa setelahku (agar

mqvanggung ubngl dari harta kaum muslimin (Baitul Mal)." Akan

tetapi dalam sanadnSn terdapat Abdullah bin Sa'id Al Anshari,

seorang yang divonis matukdan difuduh pendusta.

Hadits lainnSn juga diriuagntkan oleh hnu Hibban dalam

Tsiqatnyadari Abu Umamah, tapi sanadnp dha if.
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Adapun hikmah dari sikap Rasulullah # f.rrg tidak mau

menshalati orang yang memiliki utang adalah sebagai upaya

mendorong manusia agar segera melunasi utang selama masih

hidup agar bebas darinya. Dalam hal ini imam kita, An-Nawawi &
telah membahasnga se@ra panjang lebar dalam pernbahasan

Jenazah pada kitab Al Majmu'. Silahkan baca umiann5ra sebagai

referensi tambahan.

Dalil Dari Ijmak

Adapun dalil dari Iimak adalah, bahwa tidak ada seorErng

pun ulama yang kontra dalam masalah sahnya Dharnan, meskipun

mereka masih berselisih pendapat dalam masalah-masalah cabang,

sebagaimana Sang telah kami uraikan dalam kitab ini. Masalah ini

dalam hukum positif disebut llfrzam
(pertanggungiauraban/kqrajiban) dan ada beberapa kitab yang

membahasnSra dengan dinamakan teoi lltiann, sebagairnana Snng
akan kami uraikan nanti.

Apabila hal ini telah jelas, maka istilah Dhamin, I{afil, Qabil,
Hanil, h'tn dan Shabir adalah memiliki satu arti (lnihr otang
yang menjarnin, orang yang menangpng dan sebagainlra).

Dalam Dhaman harus ada orang yrang meniamin (Dhamirlt,

orang yrang bemtang (Madhmun Anhli, dan orang yang

berpiutang (fuIadhmun l-ahit. Dan dalam hal ini orang lang
menjamin harus rela di dalamrya. Apabila dia dipaksa untuk
menjamin utang orang lain maka hukumryn Udak sah.

Kerelaan orang png berutang Udak jadi patokan dalam

masalah ini. Dan sejauh yang kami ketahui para uhrna tidak
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berselisih pendapat dalam masalah ini. Karena seandainln orang

yang menjamin melunasi utang tanpa seizin orang yang berutang

hukumnyra sah.

Kerelaan orang lnng berpiutang iuga tdak dijadikan

patokan. Akan tetapi menumt Abu Hanifah, kerelaannya dijadikan

patokan, karena ia merupakan penetapan harta manusia sehingga

tidak berlaku tanpa kerelaannln atau wakilnln, seperti dalam jual-

beli. Wallahu A'lam.

Cabang Permasalahan

Pendapat Ulama Berkenaan dengan Definisi
Dhaman

Ma&hab kami menyatakan bahwa ddinisi Dhaman se@ra

syariat adalah akad Snng menetapkan ilfram hak 1lang tetap pada

tanggungan (beban) 1;ang lain atau menghadirkan zat benda yang

dibebankan, atau menghadirkan badan oleh orang Sang berhak

menghadirkannln.

Arti definisi di atas adalah bahwa Dhamanada tiga rxrcam:

Pertama: Menanggung utang- Maksr-rdnla adalah bahun

orang yang menanggung itu uniib menrbalrar utang orang yang

ditanggung dan menjadi beban di ptrndaknya sebagaimana ia tetap

menjadi beban orang 11ang banrtang. Apabila salah satu dari

keduanya telah mernba5rar utang tersebut, maka tanggung iaurab

pihak lainnya gugur. Inilah arti perkataan "Menanggung hak yang

tetap."
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Kedua: Menanggung pengembalian barang yang dijamin,

seperti barang yang di-ghasha6 dan barang png diprnjamkan.

Apabila Taid meng-ghashab barang dagangan milik Amr, maka

Khalid boleh menanggung barang yang &-ghasha6 oleh Taid
dengan mengembalikannya, dan dia tetap harus menanggungnya

selama barang tersebut masih ada. Adapun bila barang tersebut

telah rusak, maka tidak ada kalajiban apapun atasnya. Contoh
lainnya adalah apabila seseorang meminjam 'arn (mata uang

logam).

Ketiga: Keharusan menghadirkan orang yang dijamin

utangnya. Apabila Zaid memiliki utang pada Amr, maka tGalid
boleh menjamin unfuk menghadirkan orang yang benrtang bila
diperlukan. Dlnman ini disebut l{afalah. Ihfalah memang
termasuk jel,:is Dhanan, akan tetapi hanya khusus Dhaman badan.

Malik dan teman-tanannya berkata, "Dhaman, Ibfakh dan
Hamalah adalah satu arti. Yaifu, orang lnng mempun5rai hak
mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebann5a sendiri

yang disafukan, baik menangplung pekerjaan grang sesuai (sama)

maupun pekerjaan png berbeda."

Penjelasannya adalah bahwa Dhanan menumt mereka
terbagi meniadi tiga macam:

Pertama: Dhaman Mal (penjaminan harta). Apabila
seseorang menjamin omng lain dalam suafu harta maka
jaminannya berlaku unfuk harta tersebut, dan beban pernilik harta
tersebut tetap berlaku tanpa berganfung dengan hal lain.

Kdtn: Dlnnnn Wajh (pqiaminan dengan jiwa). Yaitu
keharusan mendatangkan orang Srang berutang kefika diperlukan.
Dharnan ini tidak sah pada selain harta. Orang Sang menjamin
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dengan harta tidak perlu mengerjakan tanggungannla kecuali bila

omng lrang berutang tidak hadir. Adapun bila dia

menghadirkannya. maka tidak lazim dengan utang tersebut. Unfuk
jenis ini terganhrng pada pengerjaan tanggungan oleh yang berhak

untuk tidak menghadirkan orang 1nng ditanggung.

Ketiga: Dhanan Thalab (jaminan permintaan). Yaitu

orang lang menanggr-lng hams mencari orang asing. Unfuk jenis

ini hukumnya sah bila Dhantarrnya pada selain harta. Dalam hal

ini orang lnng menjamin dengan harta tidak perlu mengums

tanggungannln bila telah jelas bahwa dia melampaui batas dalam

menghadirkan omng lpng ditanggung atau menunjukkannya,

misalnSn dia mengetahui tempatrln lalu meninggalkannya. Jadi

pengumsan tanggungan oleh orang yang menjamin terganfung

pada sikapn5a dengan tidak mendatangkan orang yang dijamin

dalam Dhaman Wajh, juga tergantung pada tindakan penjamin

yang melampaui batas dalam Dhaman Thalab. Definisi yang telah

disebutkan mencakup tiga jenis Dhamanni.

Ahrrad dan teman-temannlra berkata, "Dhaman adalah

ma,vajibkan sesuatu yang wajib (atas diri sendiri) atau wajib atas

orang lain dengan tetapnya kauajiban tersebut atas orang yang

ditanggung, atau mengharuskan agar mendatangkan orang yang

memiliki kanrajiban."

Dhaman (menurut Ahmad besertia pam pengikutnya) ada

empat rrrdcdtrl:

Pertama: Dhaman (penjaminan) utang png tetap. Apabila

seseorang menjamin utang orang lain maka dia harus bertanggung

jawab atas utang tersebut, layaknya beban yang ditanggung orang

aslinlra yang berutang. Jadi utang tidak berpindah dari tanggungan
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orang yang ditanggung kepada orang yang menanggung, akan

tetapi sifatrya tetap, hanya saja orang yang menanggung hams

menunaikannya. Dengan demikian, maka orang yang berpiutang
boleh menagih dua orang tersebut (penjamin dan orang yang

berutang [1nng dijaminD. Apabila tanggungan orang yang asli

berutang bebas baik dengan membayamya atau memindahkan
utangnya maka tanggungan orang yang menangpng (orang Spng
menjamin) juga bebas, karena dia mengikuti omng yang

ditanggung.

Adapun bila tanggungan orang yang menjamin telah bebas,

maka orang yang dijamin tidak bebas dari tanggungannSa.

MisalnSra hakim merrufuskan bahwa tanggungan penjamin bebas

atau dia memindahkan utangnya kepada orang yang b€rpiutang,

maka orang yang bemtang asli tidak bebas dari tanggungannya.

Dengan dernikian, maka orang yang berpiutang bisa menagih

utang tersebut kepadanla.

Adapun bila orang yang berpiutang menahan piutangnln
dari salah seorang dari keduanya, maka tanggungan keduanya
lepas. Kernudian bila penjamin menyerahkannya serala meniatkan

akan menunfut kepada onmg yang dijamin, maka dia bisa

menunfutnya. Adapun bila dia tidak meniatkannya maka dia tidak
boleh menunfukrla.

Kedua, Jaminan lang bisa menjadi wajib meskipun

awalnya tidak wajib. Seperti yang di-glnshab dan
dipinjam. Meskipun barang-bamng ini aunlnSn tidak wajib dalam
tanggungan orang yang merry-ghaslnb atau merrinjamnya, tapi ia
bisa menjadi wajib karena dia wajib mengernbalikannya atau
mengganti nilaiqn bila rusak.
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Adapun benda-benda yang sama dengan benda-benda yang

di-ghashab dan dipinjam adalah benda-benda png diterima dalam

penawaran pembelian. Maksudnya adalah seseorang menawar
barang dagangan tapi Udak jadi membeli, baik harganya dipotong
atau diterima tapi belum dibayar, atau tidak dipotong harganya,

tapi diterima unfuk dihrnjukkan kepada keluarga dan teman-

temannya. Barang-barang seperti ini harus ditanggung (diganti

rugi), seperti barang pinjaman dan barang yang dighashab.

Apabila ia rusak, maka wajib mengembalikan yang senilai

dengannya, atau kalau tidak, maka harus mengembalikan bamng

tersebut (yang sarna persis).

Adapun bila seseorang mengambil barang tanpa menawar
barang-barang yang Udak dijamin, seperti barang titipan, harta
Syirkah (persekufuan;koperasi) dan barang yang disamkan, maka
Udak sah melakukan penjaminan di dalamnya, karena orang yang

telah meletakkan tangann5ra di atasn5a Udak wajib
mengembalikannp. Maka begifu pula dengan orang yang

menjaminnln, dia Udak wajib melakukannya. Memang benar

bahwa tidak sah penjaminan dengan melampaui batas

terhadapnya, dengan artian bahwa apabila seseorang melampaui
batas terhadap orang lrang memegang bamng tersebut di
tangannya, maka dia urajib menanggungnya, dan begifu pula

dengan orang Sang menjaminnya.

Ketiga, Penjaminan utang yang wajib di masa mendatang.

Misalnya bila seseorang bermuamalah dengan seorang pedagang,

dia harus menanspng utang dagangan Srang diambilnp sedikit

derni sedikit.
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Keempat: Menjamin unfuk menghadir*an orang yang

memilfti karajiban berkenaan dengan harta saat dibuhrhkan. Ini
juga disebut l<afalah- Definisi di atas memang mencakup empat
jenis ini.

Adapun definisi Dham4n menurut Abu Hanifah dan para
sahabatrya ada dua, meskipun telah diketahui bahwa ulama
Hanafiyyah tidak membedakan antara l<a{alahdengan Dhaman.

Pertama. Dhaman faminan) adalah menggabungkan
jaminan kepada jaminan Sang lain dalam penagihan dengan jiwa,

utang, atau zat benda- Jenisn5a ad6 tiga: Jaminan jiwa terhadap
jiwa, jaminan terhadap utang dan jaminan terhadap zat benda.

Kedua, Dlnman adalah menggabungkan dzimmah kepada
dzimmahyang lain dalam pokok (asa0 utang-

Akan tetapi definisi p€rtama lebih benar daripada definisi
kdua, karena ia mencakup semua jatrs lkf-alahyang tiga tadi.

Adapun definisi pertanreL ia haqra mencakup penjaminan
terhadap utang saja. Penjelasannya adalah bila seseorang memiliki
piutang pada orang lain, maka dia bisa mencari orang lrang
menjamin utang tersebut unfuk digaburglon pada orang lnng
bemtang asli. Dalam hal ini para ulama Hanafi5aph berselisih
pendapat. Ada !/ang bahrrya iilo penjamin
digabungkan dengan orang grang bertrtang asli maka orang lrang
berpiutang bisa menagihnla tanpa melibatkan si penjamin, karena
pada dasamp utang tersebut ada pada tanEsungan orang yang
benrtang asli saia.

Bisa dikatakan kepada otang yang berpendapat seperti di
atas bahwa apabila kami berkata, 'Apabih tar{Bungan orang yang
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menjamin digabungkan dengan orang 3rang berutang asli maka

akan berakibat pada pengurusan tanggungan orang yang

menjamin-" Bila dernikian maka definisinp tidak mencakup semua

jenis-jenis l{afalah- Karena jaminan terhadap jiwa tidak ada

pen[lumsan terhadap tanggungan penjamin, tanpa diperdebatkan

lagr. Orang yang berpiutang hanla perlu diminta menghadirkan

orang yang berutang saja.

Contoh yang sama adalah jaminan terhadap zat benda yang

terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: 7at benda png dijamin dengan benda Srang

sama.

Kdua: Zat benda yang dijamin dengan lainnya-

Ketiga: Zat benda 1ang tidak diiamin.

Adapun zat benda yang dijamin dengan benda lnng sanra,

bag orang lnng mengambilnya uajib mengernbalikannf bila

benda tersebut masih ada. Apabila ia nrsak, maka dia wajib

mengganti dengan lang satna bila mernang ada barangnlla-

Apabila tidak ada, rnaka dia harus mengganti dengan sesuatu lnng
senilai dengannlp. Contohrya adalah seperti barang png di-

ghashab dan barang yang dijual dengan jual-beli Srang rusak.

Apabila seseomng marg,.ghaslnb seekor sapi dari seseorrng

misalnya, dia wajib mengembalikan sapi tersebut selama masih

ada. Apabila sapi tersebut mati, dia wajib mernbeli sapi 5rang satna,

lalu memberikannp kepada pernilik sapi Spng telah mati tersebut.

Begitu pula bila seseorang mury:ghasha6 mutiara Snng tidak ada

mutiara l6ng sama dengannln, dia harus memberikan sesgafu

5rang senilai dengannln kepada perniliknp apabila telah jdas

bahwa mutiara tersebut hilang berdasarkan sal<si atau
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pengakuan. Begitu pula bila seseorang membeli barang dengan

akad yang rusak, sebagaimana yang akan diumikan dalam
pembahasan tentang syarat-syarat Kafalah.

Adapun zat benda yang dijamin dengan lainnya, ia adalah
benda yang wajib diserahkan selama masih ada. Apabila benda

tersebut rusak, maka tidak wajib menyerahkan dengan benda yang
sarn dengannya, karena ia dijamin dengan lainnya 5raifu harganya.

Apabila seseorang membeli bamng lalu memberikan harganya
(pembafrannya), tapi belum menerimanya, lalu ada orang lain
yang menanggungnya untuknya (si pembeli), maka orang yang

menanggung tidak wajib memberikan benda yang sama maupun

5ang senilai dengannSa. Contoh yang sama adalah barang gadaian

yang dijamin dengan lainnya, yaitu utang. Apabila seseormg
merniliki utang pada orang lain, lalu dia memberikan kepadanp
barang sebagai jaminan unfuk utangnga, lalu dia menanggung

barang lain, kernudian bamng tersebut msak, maka omng yang
menan5gungnla Udak wajib memberikan hargaryn maupun
nilainSra.

Barang-barang yang dijamin dengan barang yrang sama dan
barang-barang 3ang diiamin dengan lainnln sah bila dilakukan
penjaminan terhadapnya. Akan tetapi tanggungan orang yang
menjamin tdak bersifat mutlak, menumt kesepakatan ulama.

PemiliknSra hanla perlu menagih kepada orang yang menjamin
unfuk menghadirkannya bila bamng tersebut o&, atau
mernberikan nilairyn atau memberikan barang yang sama

dengannya bila ia rusak. Akan tetapi ini hanya berlaku pada

barang yang dijamin dengan bamng yang sarna, sedangkan unfuk
barang 5ang dijamin dengan lainnp tidak perlu ditagih dengan
cara denrikian ketika rusak. Oleh karena itulah kami berkata,
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"I{afalah adalah menggabungkan jaminan kepada jaminan yang
lain dalam penagihan." Hal ini agar definisinlra mencakup tiga
macarn l<afalahtadi.

Adapun benda 3nng tidak dijamin baik dengan benda 5nng
sarna maupun dengan lainn5ra, maka tidak unjib menyerahkanngra

dan tidak sah melakukan l{afalah di dalamnlp. Ia adalah amanah
seperti barang titipan, harta Mudhambah, harta Syirkah dan png
sejenisnln.

Berkenaan dengan definisi kedua yaifu menggabungkan

dzimmah kepada dzimmah yrang lain dalam utang, masih ada SBng
mengkritiknya. Alasann5a adalah bahwa definisi ini mengharuskan

adanya utang lrang berbilang dan berlipat ganda. Apabila
seseorang memiliki utang senilai 1000 (dirham) pada orang lain,
lalu ada orang lain yang menang5lungnla, maka masing-masing

dari keduanln merniliki tungg,rngan 1000 dirham. Akan tetapi
kritikan ini tidak berarti apa-apa, karena sekalipun utang telah
ditanggung oleh penjamin, orang yang berpiutang tetap harus
mengambilnya dari salah safunya saja. Apabila salah seorang dari
keduanya telah merrberikannya kepadanp, maka orang yang
safungra lagi bebas dari tanggungan tersebut. Jadi adanya
tanggungan oleh dua orang tdak mengharuskan orang lrang
berpiutang mengambilnp dari keduanya. Contoh !,ang sarna

adalah ghashab dari orang lrang meng:ghaslab, karena Zaid yang

murgghasha6 pertama dan Khalid yang mag-glnsha6 kedua
s?rrrd€drn? menanluungrlra dan tidak ada Snng berbihng di
dahmnla. Jadi orang yang berpiutang hanlra boleh mengambil
hakryn dari salah sahrnya saja. Hanlra saja unfuk kasus Glraslnb,
tanggungan salah safu dari gugur bila pernilik barang

mernilih orang kedua dan orang tersebut meniamin
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Berbeda dengan tanggungan terhadap utang, dia tdak
membebaskan tanggungan hanya karena memilih salah safu dari

keduanya kecuali uflhrk menanggung utangnya. Bahkan dia tidak

membebaskan tanggungan tersebut kecuali dengan menerimanya.

Orang yang mendefinisikan lGfalah dengan mengatakan
"Kafalah adalati menggabungkan dzimmah kepada dzimmah lain

dalam penagihan Saja," pada prinsipnya dia mendefinisikannya

secara umum yang mencakup tiga jenis tadi.

Adapun orcrng yang berkata, "I{afalah adalah

menggabungkan dalam utang ifu sendiri bersama penagihan,"

sebenamya dia telah mengganti dengan beberapa argumen, di
antaranya adalah:

Bahwa orang yang berpiutang memberikanngra kepada

orang yang menjaminnp maka hukumn3n sah, dan orang lnng
menjamin berhak menagihnya kepada orang yang bemtang asli.

Seandaiqn tanggungan omng yang menjamin ifu diurus dengan

utang, tenfunya tidak sah bila orang lrang berpiutang

memberikannya kepadan5a, karena utang ifu tidak sah diberikan
kepada orang 1rang Udak memiliki ka,vajiban atas utang tersebut,

kecuali bila dia menyuruhnya menerimanla sebagaimana Sang
akan diuraikan dalam pembahasan Hibah. Ini menunjukkan bahwa

tanggungan orcng yang menjamin diurus dengan utang.

Disamping ifu, apabila orang yang berpiutang membeli barang

kepada orang yang menjamin dengan jaminan piutangnya, maka

hukumnya sah meskipun pembelian dengan utang fidak sah

kecuali bagi orang yrang memiliki utang. Dan lag pula, apabila

omng yrang menjamin wafat maka utanggn diambil dari harta
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peninggalannya. Seandainya tanggungannya tidak diurus dengan

utang maka penagihan menjadi gugur dengan kematiannya.

Masalah-masalah ini telah disepakati ulama. Maka

bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa ia merupakan

penggabungan dalam penagihan saja?

Jawabannla adalah, orang lpng mengatakan bahwa

I{afalah men:pakan penggabungan dalam penagihan, dia tidak

menafikan bahwa adakalanla penggabungan tersebut merupakan

penggabungan dalam asal utang. Dan pernberian definisi tersebut

masih kurang, karena ia tidak mencakup tiga jenis yang telah kami

sebutkan. Hal ini karena omng yang menggambarkannla sebagai

penggabungan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam asal

(pokok) utang adalah penjaminan dalam utang saja.

Adapun dua jenis terakhir, tdak ada pendapat !,ang
sepakat di dalamnya. Tidak bisa dikatakan bahwa orang lnng
mendefinisikannya sebagai "penggabungan dzimmah dalam utang

itu sendiri" han5ra melihat definisi unfuk safu jenis saja, karena hal

ini fidak menghalangi bahwa deftnisi tersebut kurang. Yang paling

benar adalah definisi ];ang mencakup tiga bagian. Berdasarkan hal

ini maka perbedaann5ra hanp pada definisi, bukan pada hasilnla.

Adapun bahwa hasilnp akan terlihat dalam sumpah,

karena orang yang bersumpah tdak merniliki utang akan

melanggar sumpahn5n dengan mengatakan bahua tanggungannln

diurus dengan utang, sedangkan bila dia bahua

tanggungannla diurus dengan penagihan udak dianggap

mdanggar sumpahnp, maka asnrmsi ini tdak merniliki arti apa-

apa.
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Yang dimaksud dengan &immah (tanggungan) adalah

penepatan janji png berhubungan dengan manusia. Perkataan

orangorang "Tanggungann5la sekian," adalah

tang6lungan dalam dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

Sedangkan perkataan para ulama "Menggabungkan &immah
kepada dzimmah yang lain," maksudngra adahh menggabungkan

seseomng kepada oftrng lain dalam penepatan janji dengan benar.

Sebagian ulama ada yang berkata, "la adalah sifat yang ditetapkan
syariat png metmjudkan kelalnkan terhadap kamjiban hartanya

dan sesuattr yang menjadi tangungannSra." Dalam hal ini
pengertian pertama lebih jelas. Sebagaimara telah kami katakan

sebelumnga bahwa lGfalah dan Dhaman memiliki sahr arti
menurut ulama Harafiyyah.

Apabila hal ini telah jelas, rrrka l<afalah Udak sah kecuali

bila omng png benrtang men!,uruhnya, sebagaimana yang akan

diuraikan nanti. Apabila lkfalalnya dengan perintah, maka dia
maruajibkan utang dan penagihan kepada ortrng yang menary[lung
utang tersebut setelah dilimpahkan. Dan orang Srang berpiutang
harrp menagih kepada orang !,ang menanglung utang tersebut.

Jadi dia marajibkan dua utang dan tiga penagihan. Wallahu

A'lan.

Cabang Permasalahan

Rukun-Rulrun Dhaman

Menurut kami (ulama Syafi'iy5nh) rukun Dhaman ada lima.

Dahm Ar-Raudhah dilr',atakan:
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Rukun Pertama: Al Madhmun 'Anhu (orang lpng
bemtang). Dalam hal ini tidak disyaratkan keridhaannya menurut
kesepakatan ulama. Karena bila utangnya dilunasi tanpa seizinnla
dibolehkan, maka bila utangnya dijamin tentu lebih dibolehkan.

Sebagaimana para ulama sepakat bahwa menanspng utang
mayat hukumnSa sah baik dia meninggalkan harta unfuk
melunasinya atau tidak (maka begifu pula dengan menang;ung
utang orang !/ang masih hidup). Menurut pendapat Sang paling

kuat, tidak dislaratkan mengetahui orang yang bemtang.

Aku berkata, "Baik orang yang berutang ifu orang merdeka
atau budak atau orang melarat." Wallahu Alam.

Rukm Kdua, N Madhmun lahu (orang lnng
berpiutang). Menurut pendapat yang paling benar, diqnratkan
mengetahuinya. Berdasarkan hal ini maka fidak dis!,aratlon
keridhaanrya menurut pendapat yang paling benar dan menurut
pendapat mayoritas ulama. Kalaupun kami mensyaratkannla,
maka fidak diqpratkan ia diterima dengan lafazh, menurut
pendapat lnng paling benar. Sdangkan bila kami fidak
mensyaratkannya, maka keridhaan harus lebih dulu ada sebelum

ada penjaminan, llaitu antara ljab dan Qabul dalam seluruh akad.

Apabila kami menqnratkannln, maka keridhaan ifu dengan

Dhaman harus ada antara tjab dan Qabul dalam seluruh akad.

Sedangkan bila kami fidak , maka keridhaan

harus lebih dulu ada sebdum Dhannn. Apabila ia ada setelah

Dhaman, rnaka ia mempakan pernbolehan bila lorni
mernbolehkan pernberhentian akad. Dernikianlah Srang dikatakan
oleh sang imarn. Dia mernbr.rat cabang atas
perkataan kami "Tidak disyaratkan keridhaannya" dengan berkata,

2S ll et W*"'S\oah Al Muhadzdzab



"Apabila seseorang menangslungnln tanpa keridhaan orang yang
berpiutang," maka harus dilihat dulu. Apabila dia menanggungnya
tanpa seizin orang yang berutang, maka orang yang berpiutang
boleh memilih; bila dia mau dia bisa menagih kepada orang yang
menanslungnVa, dan bila mau dia juga boleh meninggalkannya
(tdak menagihnya). Apabila dia menanggung dengan seizinnln,
bila kami katakan "Orang yang menanggung boleh menagih
kepada ormg yang berutang,' maka orang !,ang berpiutang bisa
dipaksa unfuk menerimanSn, karena apa yang dilaksanakannya itu
berkenaan dengan oftmg yang berutang. Sedangkan bila kami
katakan bahwa dia tidak boleh menagihnya, maka kasusn5a seperti
seandainga dia mengatakan kepada orang lain "Bayarkanlah

utangku!" dan tidak menqaratkan menagihnya. Padahal kami
mengatakan bahwa dia tidak perlu menagihqp. lalu apakah
orang yang berpiutang dalam kondisi dernikian boleh menolak
unfuk menerimanya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha S5nfi'iyyah
berdasarkan ketenfuan bahrrra orang lnng menurnikanngra
melakukan penebusan atau dihibahkan kepada orang yang
bemtang. Apabila kami mengatakan berdasarkan ketentuan kedua,
maka dia tidak boleh menolaknya. Inilah pendapat 3ang paling
terkenal, dan ini bisa terjadi dengan mengetahui orang yang
benrtang. Dalam hal ini ada beberapa pendapat fuqaha
S!,afi'il,!,rah. Yang paling benar adalah hanSa disyaratkan
mengetahui sesuafu yang diiamin saja. Pendapat kedua, bahwa
disyaratkan mengetahui keduanya. Pendapat ketiga, tdak
diq/amtkan dernikian. Sedangkan pendapat keempat,
sebagaimana lrang diriuraptkan oleh sang imam bahua
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disyaratkan nrcngetahui orarg yang berutang saja. Akan tetapi
pendapat ini aneh hgi lernah-

Menunrdnr: Apabih kita menqTaratkan penerimaan orang
yang berpiutang, maka orang 5tang menjamin harus menarik
jaminannya sebehrn dit€rima- Demikianlah yang dikatakan dalam

Al Hawi karena DlrurrurmSa belum sempurna sehingga mirip
jual-beli. Wa[aIN, A'lan

Ruktn lfutiga Omng yang menanggung (penjamin).

Syaratrya adalah sahnya ibarat dan lapk berderma.

Yaqg dimakqd mhngp ibarat adalah dia bukan anak kecil,

orang glla dan orilql png bicaranlTa tidak karuan, karena jaminan

yang dilalanltan nrerdra tdak sah. Apabila seseorang menjamin

sesuafu lalu bedranq 'Fada urakfu melalarkan penjaminan aku

masih kedl," sernerfrara ucapannlra ini bisa bersifat kemungkinan,

maka ucaparurya dft€rfona dengan sumpahnya. Begifu pula bila dia

berkata, 'Ahr sedang gila saat melakukan penjaminan," sementam

dia memang dik€hhd gila sebelumnya, atau dia mendatangkan

salsi, maka pearataanrryta bisa diterima. Apabila tdak, maka png
berlaku adahh p€diataan orElng yang berpiutang dengan

Adapxrn berkenaan dengan penjaminan orang mabuk, para

ulama bersdisih berkenaan dengan tindakannla. Aku

berkata, 'Ini arlahh untrk mabuk karena maksiat, sedangkan

mabuk karena s€$afu lang mubah, maka hukumnya seperti orcmg

gile.. Wallahu A'lanl"

Adapun 6ang bisa apabila dia tidak bisa memberi isyarat

1nng dipaharni dan fidak bisa menulis, maka kami fidak bisa

mengetahui FrnlnanrUp sampai kami membenarkan atau
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membatalkannya. sedangkan bila is}larakrp bisa diketahui, maka
jaminannya sah, seperti jual-beli dan perbuatan-perbuatan lainnya.
Dalam salah safu pendapat dikatakan, "Jaminannla tidak sah,
karena tidak ada yang darurat di dalamnya. Be6da dengan
pe6uatan-perbuatan lainnla. "

Apabila penjaminannya dengan hilisan, maka ada dua
pendapat fuqaha syafi'ig4nh dalam masalah ini, baik iqnratnSn
bagus atau tidak. Pendapat yang paling benar adalah sah, yaifu
ketika ada sesuafu yang menunjukkan perkataan tersebut. Dua
pendapat ini juga berlaku bagi orang yang bisa berbicara dan
dalam setnua perbtntan lainnya-

Adapun berkenaan dengan orcu.rg png layak berderma,
maksudn5a adalah bahwa fidak sah jaminan yang dilakukan omng
lang dicegah membelanjakan hartan5a (Mahjul karena
kdunguannyra meskipun uralinSra mengizinkann5n. Karena
findakan ini mempakan derrna, sedang derma ifu udak sah
meskipun dengan izin wali. Demikianlah 5lang dikatakan oleh
imam Al Ghazali. Dia berkata, 'sesungguhryn Dhanan adalah
derma, dan ia berlaku bila tidak ditagih kembali. Apabila ditagih
kernbali maka ia disebut pinjaman mumi." Dalil }nng menunjukkan
hal ini adalah pendapat Asy-sdi'i bahwa seandain5a seseorcrng
menjamin saat sakit 5rang menyebabkan kematiannya tanpa seizin
orang yang berutang, maka jaminan tersebut dihifung dari
sepertiga hartanya. sedangkan bila dia menjamin atas seizinn5n
maka dari harta pokoknya, karena ahli uraris bisa menagih kepada
orang png benrtang asli. Dan meskipun ia bukan derma, tetap
saia tidak bisa bila pelakun5a durrg,, (fidak berakar sehat), seperti
dalam jual-beli dan hansaksi harta lainnr. Apabila walin3n
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mengizinkannya maka hukumnya seperti 5ang beilaku dalam jual-

beli.

Menurutku: Yang dikatakan sang imam adalah yang benar.

Para fuqaha Syafi'iyph telah men3atakan bahwa jaminan lnng
dilakukan olehnya. tdak sah, tanpa membedakan apakah

mengizinkan atau tdak. Adapun tentang perkataan Ar-Rafi'i

bahwa ia bukan dema, maka pem5rataannlra ini tidak benar-

Karena seandainln diterima bahwa ia seperti pinjaman, maka

pinjaman ifu juga derma- Sedangkan perkataannya "Apabila

walinya mengizinkan maka seperti jual-beli," maksudn5a adalah

berlaku dua pendapat fuqaha S5rafi'i54ph dalam masalah ini. Akan

tetapi hukumnya juga tidak sah, karena jual-beli itu hanya sah

dengan wajah, mengingat tidak ada izin di dalamnya kecuali yang

bisa menghasilkan keuntungan atau maslahat, sementara Dhaman

ifu semuanya penipuan tanpa ada maslahatnya.

Adapun Dhaman 1lang dilalukan orang sakit, menuntt

pengarang Al Hawi, ia diambil dari sepertiga hartanya karena ia

mempakan derma. Apabila dia memiliki utang ban5nk, maka

Dhamarnya batal. Apabila dia mengeluarkan separuhnya dari

sepertiga harta, maka sah- Apabila dia menjamin saat

sdang sakit lalu dia mengaku punln utang maka utangnya harus

didahulukan dan tertundanp pengakuan tidak berpengaruh di

dalamnp. Wallahu A'lam

Cabangt Jaminan perernpuan hukumnln sah, baik dia

telah bersuami maupun belum bersuami. Dan dahm hal ini tdak
mernerlukan izin strami, seperti yang berlaku dalam tindakan-

tndakan lainnya.
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Rukun Keempat Hak yang dijamin. SyaraturSra ada tiga
sifat: Tetap, lazim dan diketahui.

sifat pertama adalah tetap. Dalam hal ini ada beberapa
permasalahan:

Maslah Pertama: Apabila seseorang menanggung
sesuatu ltang tidak wajib dan akan menjadi wajib dengan
menghimpun dari sana sini, atau melakukan jual-beli dan yang
serupa dengan keduanya, maka dalam hal ini ada dua rir,iuayat.
Pahm4 batal, karena ia merupakan sesuatu yang bisa
dijadikan p€gangan, sehingga tidak mendahului wajibnya hak,
seperti s5ahadah. Adapun pendapat Snng paling masyhur ada dua
pendapat imam Asy-SSrafi'i: pendapat barunya (eaul Jadid
menyatakan batal, sedangkan pendapat lamanya (eaut eadinl
men5ratakan sah karena dibufuhkan.

Sang imam mengutip beberapa cabang permasalahan
berdasarkan pendapat lama imam Asy-Syafi,i:

Pertama: Apabila seseorang berkata, .,Aku menjamin
h..gu 5ang engkau jual kepada si fulan," lalu dia menjual sdikit
demi sedikit, maka dia menjamin seluruhnlra. Hal ini karena kata
"t, (apa [sesuafuD" termasuk partikel qrarat sehingga harus

mengumumkan sesuafu yang dijual pertama kali, mengingat kata
"t3! (aRabila)" ifu bukan termasuk partikel syarat.

Kedua: Apabila kami mensyaratkan diketahuinya orang
5ang berpiutang ketika utangnla bersifat tetap, maka disini lebih
utama- Akan tetapi bila tidak, maka ada dua pendapat fuqaha
s5rafi'i547ah dalam hal ini. Begrtu pula bira disyaratkan mengetahui
orcng yang bmrtang.
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Ketiga: Omng lnng menanggung fidak perlu ditagih

selama utangnya tidak wajib atas orang yang asli, dan dia tidak

perlu menagihnya setelah sifutrya lazim. Adapun sebelum menjadi

Iazim, maka menurut riwapt dari hnu Suraij dia boleh

menagihnya, sedangkan menumt lainnyra tidak wajib menagihnya

karena dia menaruhnln ketika telah menjadi lazim.

Adapun bila kami mengatakan berdasarkan pendapat imam

Asy-Syafi'i lnng baru, apabila seseorang berkata, "Dia

meminjamkan sekian kepada si fulan dan sesuai jaminannya," lalu

dia meminjamin5a, maka menurut pendapat Srang benar hukumnya

tidak dibolehkan. Akan tetapi hnu Suraij membolehkannln.

Manlah Kdua, Jaminan terhadap nafkah isfui untuk

masa yang telah lalu hukumnp sah, baik nafkahnla orang ka3n

atau orang miskin. Begitu pula jaminan lauk-pauk, nafkah unfuk

pembanfu dan biaya$iaya lainn5ra.

Apabila seseorang menjamin nafkah safu hari, maka

ukurannSa standar, karena ia urajib ketika fajar terbit.

Adapun bila seseorang menjamin nafkah unfuk esok hari

dan bulan depan, maka dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy
S5rafi'i; berdasarkan ketenfuan bahwa nafkah ifu unjib dengan

akad atau dengan pengukuhan. Bila kami mengatakan

berdasarkan pendapat pertama yaifu Qaul Qadim, maka

hukumnya sah, sedangkan bila kami mengatakan berdasarkan

pendapat kedua yaitu Qaul Jadid, maka tidak sah. Dernikanlah

yang dikutip oleh mayoritas fuqaha Syafi'iy4Bh. Akan tetapi sang

imam men5ratakan bahwa png berlaku adalah dua pendapat,

meskipun kami merrgatakan bahwa menjamin sesuafu 5rang tidak
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wajib hukumn5a batal, karena sebab wajibnya pemberian nafkah
berlaku, yaitu nikah.

Apabila kami mernbolehkan jaminan untuk nafkah di masa
mendatang, maka ada dua q,rarat:

Perta naDamenenfukan unfuk beberapa wakfu. Apabila
dia menyebuhla secara mutlak, maka hukumnln sah unfuk lusa.
Dalam hal ini ada dua pendapat fuquhu syafi'igah. seperti halnya
bila seseo'mg berkata, 'upahmu setiap bulan safu dirham,"
apakah sah unfuk bulan pertama?

Kedua, Yang dijamin merupakan nafkah orang miskin,
meskipun orang Srang bertrtang merupakan orang miskin, karena
bisa 

'uja dia menjadi miskin. Ada juga pendapat lain !,ang
mernbolehkan iaminan nafkah orang kaya dan orang kelas
manengah, karena secara zhahir kondisinya tetap dernikian-

cabang: Tidak boleh menjamin nafkah orang dekat unfuk
rnasa mendatang. Adapun menjanin nafkah unfuk satu hari,
dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha s!nfi'i!l!ruh, karena
jalannSn adalah be6uat baik dan bersilahrrahim- oleh karena
ifulah ia gugur bih uakfunya telah leuat dan ada o*rng lain png
bertamu-

Masalah Ketiga: Apabila seseorcmg menjual sesuafu, raru
dia kehnr s€bagai orang yang Hlak terhadapngra, maka dia r,vajib
mengernbalikan rrarsanla dan tdak perlu ada glarat dan
kehanrsan. Al -Qara 

berkata, "Di antara tndakan bodoh adalah
menqnratkan dernikian dalam pertanggungiawaban, meskipun ada
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yang menjaminnya agar panbeli menarik harganla seandainya

barang yang dijual keluar sebagai hak milik. Ini adalah Dhaman

dan disebut Dhaman Dark. Masalah ini akan diumikan dalam

pasal-pasal tentang sahnya Dharnan Dark inqp Allah.

Rukun Kelima, Shighat (akad/ijab). Dalam hal ini ada

beberapa permasalahan:

Pertama: Shighabnya hams menunjukkan pev,rajiban atas

diri sendiri. Misalnya dengan berkata, 'Aku menjamin hartamu

atas si fulan," atau 'Aku menanggung badan si fulan," atau "Aku

akan mendatangkan harta ini," atau "Orang ini adalah penjamin

atau penanggung atau Za'im atau Hamil atau Qabil." Dalam L/
hSnn Al Ma'marani disebutkan pendapat lang menyatakan

bahwa kata Qabil tidak jelas, dan begitu pula dengan L<ata Hamil
dan kata-kata lnng tidak terkenal dalam akad. Begitu pula

perkataan, "Biarkan si fulan dan utangmu padanya aku tanggung,"

ia tidak jelas dalam Dhaman. Seandainln seseomng berkata,

'Utang si fulan ditanggung olehku," maka ada dua pendapat

fuqaha Syafi'iyyah dalam hal ini.

Menurutku: Yang paling la'rat adalah bahwa perkataan

tersebut tdak jelas. Wallahu A'lam.

Seandainya seseorang berkata, "Aku menyerahkan harta

atau menghadirkan seseorang," maka ini bukan mauajibkan diri

sendiri, akan tetapi janji. Seandainya dia menanggung sesuafu lalu

dibebaskan oleh orang 5ang berhak, kemudian dia mendapatinya

tetap bersetem, lalu dia berkata, "Bebaskan dia! Akulah yang akan

menantgungnla sebagaimana yang telah kutanggung dulu," maka

dia telah menjadi orang yang menanggung.
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Kedua, Seandainya seseorang mensgraratkan kepada
oftrng lrang menjamin atau orang yang menanggung unfuk
memilih bagi dirinya sendiri, maka Dhamarnya fidak sah.
Seandainya dia mensyaratkan terhadap orang yang berpiutang,
maka fidak apa-apa, karena opsi dalam penagihan dan
pembebasan merupakan miliknya selamanya.

Ketiga: Apabila seseorang mengganfungkan Dhaman

fiaminan) dengan waktu atau lainnya dengan berkata, ..Apabila

datang awal bulan, aku akan menjamin," atau "Apabila Malik tidak
memba5ar utangn5a besok pagi, akulah yang akan
menang[lungn5ra," maka perkataan ini tidak sah menurut madzhab
kami- Hukumnlp juga tidak sah bila digantungkan dengan waktu
tertenfu, seperti perkataan, "AkLl menjamin sampai sahr bulan-
Apabila telah berlalu satu buhn dan aktr belum menjaminnya,
maka aku bebas."

Diriwayatkan dari hnu Suraii, bahwa apabila menumt eaut
Qadim dibolehkan menanggung sesuafu yang diketahui dan
sesuatu png tidak wajib, maka dibolehkan pula menjamin dengan
mengganfungkan wakfunp.

Sang imam berkata: Berkenaan dengan menggantungkan,
Ialu membebaskan diri ada dua pendapat imam Asyspfi'i. Karena
ia merupakan penggugumn. Apabila kami mengatakan
berdasarkan Qaul Qadim, "Apabila kamu menjuar budakmu
seharga 1000 dirham maka aku menanggung seperderapannya,"
lalu orang tersebut menjualngra seharga 2000 dirham, maka
menurut Ibnu sumij dia tdak menanggurlg apapun. Dalam
pendapat lain dikatakan bahwa dia menanggung looo dirham,
apabila dia menjualnya seharga 500 dirham, maka berkenaan
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dengan stafusn5n sebagai penjamin ada dua pendapat fuqaha
Syafi'14ph.

Apabila seseormg berkata, 'Apabila kamu meminjaminlp
10 dirham maka aku yang menjaminnya." Kemudian tem5rata

orang tersebut merninjaminya. 15 dirham, maka dia menanggung
png 10 dirham menurut dua pendapat fuqaha Spfi'igph. Karena
orcmg yang meminjami 15 dirham, pada dasamya dia merninjami
10 dirham, mengingat menjual dengan h*gu 15 fidak sarna

dengan menjual dengan harga 10 dirham. Sedangkan bila dia
meminjaminya 5 dirham, maka menurut riura5rat dari hnu Suraij
oftrng tersebut telah menjaminnya. Sang imam berkata, 'lni
bertentangan dengan qi5rasnSra, karena qprattya belum
terlaksana."

Apabila seseomng mengganfungkan penjaminan fubuh
dengan datangnya bulan, apabila kami menrbolehkan
pengganfungan harga, maka ia lebih utama. Akan tetapi kalau

fidak, maka ada dua pendapat fuqaha S5rafi'iyph, seperti
perbedaan pendapat dalam pengganfungan l{afalah.
Perbedaannln adalah bahwa Kafalah itu dilandaskan pada

maslahat dan kebutuhan. Apabila dia mengganfungkanqn dengan
panennya tanaman, maka ada dua pendapat fuqaha S5nfi'igph
berkenaan dengannyra. Pendapat yang paling utama adalah

melarangnya, karena adanya unsur ketidak-jelasan. Begitu pula bila
dia mengganfungkannya dengan kedatangan Zaid, pendapat yrang

paling utama adalah karena asal kdatangan tidak
diketahui. Apabila kami mernbolehkan, lalu q,rarat lrang
diganfungkan ada, maka dia telah menjadi orang yang

menansNng.
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' Reempat Apabila seseorang menetapkan waktu Kafalahi

(Dhaman) badan dengan berkata, "Aku menanggungnya sampai

satu bulan. Apabila safu bulan telah berlalu, maka aku bebas,"

maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'igryah. Ada pula

lang mengatakan ada dua pendapat imam Asy-Syafi'i. Yang
paling benar dari keduanya adalah bahwa hukumnya batal, seperti
jaminan terhadap harta. Apabila dia melaksanakan l{afalah dan

mensyaratkan penundaan dalam menghadirkan sesuafu selama

satu bulan, maka hukumnla dibolehkan bila diperlukan, seperti

yang berlaku dalam lkfalah. Akan tetapi sang imam mernilih tidak

berkomentar. Sementara Al Ghazali dalam Al Wasith menjadikan

sikap 'No Comment'ini sebagai pendapat tersendiri. Apabila kami

membenarkannya lalu dia menghadirkann5n sebelum wakfu png
ditentukan dan menyerahkannya, tapi orang lang berpiutang

menolak meneriman5a, maka harus dilihat dulu, apakah fujuannya

menolak karena saksinya tidak ada atau utangnya ditangguhkan
ataukah fidak? Hulilrn dua bagian ini satna dengan kasus

sebelumnya lraifu orang yang menyerahkannya di selain tempat
yang ditenfukan. Apabila seseorang mensyamtkan tempo Sang
Udak diketahui unfuk menghadirkannya seperti uakfu panen,

maka tentang sahnya Kafalah ada dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah. Yang paling sah dari keduanSa adalah melarangn5ra.

Kelima, Apabila seseorang menjamin utang yang langsung

secara langsung atau menjaminnya s@ara mutlak, maka dia unjib
menjaminnSra secara langsung. Sedangkan bila dia menjaminnya

dengan ditangguhkan atau menjaminnyia s@ara mutlak, maka dia
wajib menjaminnya sesuai 5ang ditangguhkan.
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Apabila dia menjamin utang yang langsung secara tempo

dengan jangka waktu tertenfu, maka ada dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah dalam hal ini:

Pertana: Penjaminan tersebut tidak sah karena ada

perbedaan.

Kdua, Hukumnp sah karena diperlukan. Inilah pendapat

yang paling benar.

Berdasarkan hal ini, maka pendapat yang berlaku dalam

madzhab kami adalah tetapnya jangka waktu tersebut sehingga

orang yang menjamin tidak perlu ditagih kecuali sesuai yang

diwajibkan atas dirinya sendiri. Pendapat inilah yang dinyatakan

oleh Jumhur.

Akan tetapi imam Al Haramain berpendapat lain. Dia

mengklaim bahwa para fuqaha Syafi'iyryah telah menyepakati

bahwa jangka wakfu tersebut tidak berlaku, dan bahwasanlra

berkenaan dengan rusaknya Dhanan ada dua pendapat. Pendapat

yang paling benar adalah bahwa hukumnya tidak sah. Adapun bila

seseorang menjamin barang yang ditangguhkan secara langsung

dan menyatakan dirinya akan berderrna dengan menanggungnya

sexara langsung dengan asal Dhaman maka dalam hal ini ada dua

pendapat. Pendapat yang paling benar adalah bahwa hukumnya

sah. Berdasarkan hal ini, apakah jangka wakfunya berlaku dalam

haknya sebagai suatu tujuan ataukah hanya mengikuti? Ada dua

pendapat berkenaan dengan hal ini. Manfaat yang bisa diambil

adalah seandainSa orang aslinya wafat sementara kondisinya

demikian. Seandainya seseorang menanggung barang lnng
ditangguhkan sampai dua bulan menjadi satu bulan, maka ia
seperti menanggung barang yang ditangguhkan secara langsung.
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Keenam, Apabila seseorang melakukan lkfalah terhadap

badan seseorang atau jiwanya atau jisimnya atau rohnya, maka

hukumnya sah. Sedangkan bila dia melakukan lGfalah terhadap

anggota fubuhnya, maka dalam hal ini ada empat pendapat:

Pertama Hukumnf - batal, seperti iual-beli dan ljanh.
Berbeda dengan memerdekakan budak dan thalak, karena

keduanp memiliki kekuatan dan pengaruhnya. Pendapat ini
dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Qadhi Abu Ath-Tha1yib,

dan juga dipilih oleh hnu Ash-Shabbagh.

Kdua. Hukumnya sah.

Kefiga Apabila anggota tubuhnya tidak menyisakan badan

bila dilepas, seperti kepala, jantung, limpa dan otak, rnaka

sah. Sdangkan bila badan masih bisa eksis dengan

tidak adanya anggota tersebut sepefii kaki dan tangan, maka

fidak sah. Dalam At-TaMdb dilatakan, 'Pendapat

inilah 1lang paling benar."

Keantpat Anggota lang merruakili seluruh fubuh seperti
kepala dan leher sah, sedangkan lang fidak
mewakilinya seperti tangan dan kaki hukumnSTa fidak sah. Al
Qaffal berkata, 'Pendapat inilah yang paling benar. Adapun wajah,
hukumnya sama dengan anggota fubuh lainnya. Demikianlah yang

dikatakan oleh Jumhur. "

Sang imam berkata, "Hukumn5ra sah secara mutlak, karena

terkenalnyra akad ini dengan lkfalah Wajh. Adapun bagian yang

terkenal seperti setengah dan sepertiga, hukumnya sama seperti
bagian yang tidak menyisakan tubuh bila ia tidak ada. Jadi dalam
hal ini ada dua pendapat."
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Menurutku: Pengarang Al Hawi menyatakan bahwa
Ikfalah sah bila yang ditanggung kepala atau wajah atau mata
atau janfung atau limpa atau lainnya, yang seandainla organ fubuh
ini atau organ tubuh 5nng terkenal Iainnya tidak ada maka tidak
ada kehidupan. Wallahu A'lam.

AqlSyirazi e berkata: Menanggung utang mayat
hukumn3;a sah, berdasarkan hadits riwalnt Abu
Qatadah bahwa dia berkata,

*v iljr 
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'Pada masa Rasulullah $ pernah ada jenazah

yang dihadapkan kepada beliau, lalu beliau bertanln,
'Apal<ah teman kalian ini memiliki utang?' Orang-orang
menjawab, 'Dia punya utang 2 Dinar,. Maka
Rasulullah $ bersabda, 'shalafrlah teman rralian ini!'
[-alu Abu Qatadah bertanSTa, 'Utangnyra ]rang 2 Dinar aku
lrang tanggung, wahai Rasuhrllah'. Maka Rasulullah pun
menshalatinln." Menanggung utang orang yang masih
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hidup juga sah, karena ia merupakan utang yang
bersifat lazim sehingga sah bila ditanggung, seperti
utang yang dimiliki or:rng yang telah wafat.

- ',, Penjelasant Hadits di atas telah&-bkfuijsebelumnln.

Hukum-Hukum,

Menjamin utang orang yang telah wafat hukumnya sah,

baik dia meninggalkan harta unfuk melunasi utangnya atau tidak.

Pendapat ini dinptakan oleh Malik, Abu Yusuf dan Muharrrnad.

Sementara menurut Ats-Tsauri dan Abu Hanifah hukumnp tidak

sah bila orang png telah wafut tersebut tidak meninggalkan harta

unfuk melunasinlra atau ada omng yang menjaminnp.

Adapun dalil karni adalah hadits riwaSnt Abu Humimh
bahwa dia berkata,
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"Suafu k€fika )errazrlh yar.rg memiliki utang dibaun kepada
Nabi $, lalu beliau bertanyra, Apakah dia maningall<an lnth
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unfuk melunasi utangrya?'Maka ada yang menjawab, 'Dia tidak
meninggalkannya'. Maka Nabi bersaMa kepada kaum muslimin,
'shalatilah dia!' Kemudian setelah Allah & memberi banyak

kemenangan kepada kaum muslimin, Nabi S bersabda,

'Ehnngsiapa tnng meninggalkan harta maka dia untuk ahli
warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan utang maka akulah

tmng al<an membayamgm'-'Jadi Nabi $ menanggung pelunasan

utang orang yang telah wafat.

Begitu pula hadits Jabir yang telah kami sebutkan

sebelumnya yang redaksinya sebagai berikut,

I
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,9VA) F ,Vts s,ii

.di+fl
"Rasulullah $$ Udak mau menshalati laki-laki yang wafat

dengan meninggalkan utang. Suafu ketika orang yang telah wafat

dihadapkan kepada beliau, lalu beliau bertanya, Apakah dia punya
utang?' Orang-onng menjaumb, 'Ya, 2 Dinar' SaMa Nabi $,
'Shalatilah teman kalian ini!."

Hadits-hadits ini merupakan dalil tentang bolehnya

menanggung utang orang yang telah wafat. Disamping ifu yang

menghalangi Nabi $ menshalaQnya adalah karena dia (si mayat)

memiliki utang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya.

Jadi utanglah yang menghalangi beliau sehingga tidak mau
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menshalatinya. Dalilnya adalah hadits rftrayat Anas @ bahwa dia

berkata,

3s1 *S *v inr J, '"uLr
d2

oY(
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" Bamngsiap Jpng bisa mati bnp meningallan ubng

hendaknSa dia m&kul<ann5n, l<arena aku pmh
sendiri ada jenazah tmng dibwa kepda Nabi # lalu oftnganzng
berlab, 'Shalafrlah dia!', lalu Nabi $ babn5m, 'Bulanl<ah dia

meniliki ubng?' Mqel<a menjawab, 'Ya' Nabi $ betaMa,
'Shalatku frdak akan berguna bagrnlp l<arqn dia al<an terganfung

di kubwrya. Al<an tebpi bila ada sakh s@ftng dari kalian tnng
mau menangqg ubngntn aku akan beldiri unfuk
menshalatirya-"

Dalam Al kyan disebutkan setelah menampilkan hadits ini,
'a1i,3 Ab U<t 'Maka shatatku akan bagum bgrnW." Apabila

sah menanggung utang orang !,ang memiliki harta unfuk
memba5rar utangnya, rnaka sah pula menanlgung utangnp bila

dia tidak merniliki harta unfuk membagramSra, sebagaimana yang

berlalu pada orang hidup.
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Cabangt Abu Ali Ath-Thabari berkata, "Apabila seseorang

berkata, 'Aku menjamin utangmu pada si fulan," maka hukumnya
sah. Akan tetapi bila dia berkata, 'Aku menjadi @ QaOiitngd,"

maka perkataan ini belum jelas menumt salah safu dari dua
pendapat fuqaha Syafi'i547ah. Pendapat ini berbeda dengan
pendapat Abu Hanifah. Hal ini karena kata tl=3) Qabiil searti

dengan (4ol Qaabit seperti kata (6*-) Samii'yang searti dengan

lgvl Saani'. Dan ijab dari jaminan ini fidak tergantung pada

penerimannSra sehingga tidak sah. Apabila dia berkata, "Utang si

fulan ada padaku," maka perkataan ini belum jelas sebagai

penjaminan menumt salah safu dari dua pendapat, berbeda

dengan Abu Hanihh.

Adapun argumentasi kami adalah bahrva ucapan "Ada
padaku" bisa ditafsirkan sebagai izin dari orang lang menanggung

dan penjaminan darinya.

Apabila seseorang berkata, "Biarkan si fulan! Piutangmu
padanya jadi milikku," maka perkataan ini belum jelas sebagai

penjaminan. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah.
Karena kata "Jadi milikku" bisa digunakan pada selain sesuafu

yang ditanggung, seperti ucapan orang-oreng "Sang menteri ada

di sisi arnir".

Kaidah' Sesuahr yang sah bila digadaikan hukumnya juga

sah bila dijaminkan. Sedangkan sesuatu yang tidak sah digadaikan

hukumnya juga tidak sah bila dijaminkan.

Akan tetapi dikecualikan dari 5nng kedua yarfu Dhaman
'Uhdah dan mengembalikan barang 5ang dijamin. Hukumnya bila
dilakukan penjaminan terhadapnya, kecuali menggadaikannya.

44 ll ,U Uoj*u'SymahAl Muhadzdzab



Ketenfuan: Menurut kami tidak ada penjaminan utang

dengan akad pada barang yang tidak berpengaruh pada barang

lainn5a kecuali png dipinjamkan untuk digadaikan.

Kaidahr Barangsiapa melakukan penjaminan dengan izin,

dia bisa menariknyq-. meskipun dia melakukannSa tanpa izin.

Sedangkan orang yang melakukan penjaminan tanpa izin, maka

tidak boleh menariknya meskipun dia melakukannSa dengan izin.

Akan tetapi ada pengecualian, yaitu beberapa benfuk berilart ini:

Pqbma Penjaminan dengan izin telah dibuktkan dengan

keterangan saksi bahwa dia mungkar. Seperti orang yang

mengklaim memiliki uang 1000 dirham pada Zaid dan orang png
tidak ada, dan masing-masing dari keduanya saling menjamin safu

sama lain, akan tetapi Zaid meng , kernudian orang lpng
mengklaim mendatangkan saksi lalu mengambil dari Zaid, maka

Zaid tdak boleh rnenagih kepada orcmg Fng tidak ada, menurut
pendapat 32ang paling benar, karena dia dizhalimi dengan klaim
tersebut sehingga tidak boleh menunfut kecrnli kepada selain

ormg lang menzhalimiryra.

Asy-Syirazi e berkata' Pasal, Dhaman sah
dilakuton setiap orang yang boleh menggunakan

. Adapun orang lpng terhalang
membelanjakan hartanya baik karena masih kecil atau
gila atau dungu, maka Dhamarnya fidak sah- Karena
ia merupakan penetapan harta dengan alad, sehingga
tidak sah dilakukan oleh anak kecil, oftng gila dan
orang d*gr, sepbrti halnya dalam jual-beli. Adapun
or.rng lnng terhalang karena bangkrut, maka sah
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melakukan penjaminan, karena ia merupakan
penetapan harta dalam tanggungan dengan akad,
sehingga sah bila dilakukan orang bangkrut, seperti
membeli sesuatu dengan harga dalam tanggungan.
Adapun budak, apabila dia menjamin tanpa seizin
majikannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat
fuqaha Syafi'[l57ah- Menurut Abu Ishaq, jaminannSn sah
dan tetap berlaku bila dia telah merdeka, karena hal ini
tidak merugikan majikannya mengingat dia bisa ditagih
setelah merdeka. Jadi hukumnya sah, seperti
pengakuan akan perusakan hartanya. Akan tetapi
menurut Abu Sa'id Al Ishthakhri hukumnya tidak sah,
karena ia merupakan akad yang mengandung
penetapan harta sehingga tidak sah bila dilakukan
tanpa seizin majikan, seperti halnya dalam pernikahan.
Apabila dia melakukan penjaminan dengan inn
majikannya, maka hukumnya sah, karena pelarangan
itu disebabkan haknya, sehingga menjadi hilang bila
majikannya mengizinkannya. LaIu dari mana dia (si

budak) membalnr utang yang dijaminnp? Harus dilihat
dulu. Apabila majikannya berkata kepadanla, 'Bayarlah
dengan penghasilanmu!,' maka dia bisa membayar
dengan penghasilannya. Sedangkan bila majikannya
berkata, 'Bayarlah dengan uang yang kamu peroleh
dari dagangan!" Maka dia bisa membayarnya
dengannya, karena harta tersebut merupakan miliknya
dan telah mendapat izin- Sedangkan bila majikannya
fidak menyebutkan cara membayar utang tersebut,
maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
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Syafi'pyah- Pertama, tetap berlaku bila dia merdeka,
karena majikannya hanya mengizinkan penjaminan dan
bukan pembalnran - Kedua, hams dibagTar dari
penghasilanngra bila dia memiliki hasil usaha atau
sesuatu yang dimilikinya bila dia diizinkan berdagang.
Karena iaminan itu menyebabkan adanya kerugian
seperti nikah !/ang menyebabkan adanya mahar.
Apabila dia diizinkan menikah, maka dia harus
membayar mahar dengan sesuafu yang dimilikiqTa.
Begitu pula bila majikannya mengizinkannya melakukan
penjaminan, maka dia harus menjamin sesuafu lnng
telah menjadi tanggung jawabnSTa dengan menggunakan
sesuatu !/ang dimilikinya. Kemudian apabila orang yang
diberi izin memiliki utang sementara kami mengatakan
bahwa utang jaminan mengharuskan dibafr dengan
sesuafu lrang dimiliki di tangan, apakah orang-orang
yang berutang bisa bekerjasama di dalamn5Ta?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
$nfi'iyvah.

Pertama, boleh bekerjasama di dalamngra, karena
harta tersebut milik majikan, sementara dia telah
mengizinkan pelunasannya. Adapun bila pemberian
izinn3Ta jelas atau dari sisi hukum demikian, maka wajib
bekerjasama di dalamnya.

Kedua, fidak boleh bekerjasama di dalamnga,
karena harta tersebut berkaitan dengan orirng{rang
yang berutang sehingga fidak boleh ada kerjasama
dalam harta jaminan, seperti gadai- Adapun budak
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Mukatab, dia boleh menanggung utang tanpa seizin
majikannln, karena dia seperti budak tuIen. Apabila dia
menanggung dengan seizin majikanngn maka hukumnya
menjadi derma- Adapun berkenaan dengan derma
budak Mulatab dengan izin majikannyra, dalam hal ini
ada dua pendapat imam Asy-Syafi'i lrang akan kami
bahas dalam pembahasan Mukatab, ins57a Allah-

Penjelasan Hukumr Penjaminan lnng dilakukan orang
yang boleh mengelola hartanya hukumnya sah. Adapun anak kecil,

orang gila dan orang dungu (akalnya kurang sehat), penjaminan
yang dilakukannya Udak sah. Karena ia merupakan penetapan

harta dengan akad sehingga tidak sah, seperti halnya jual-beli.

Adapun redaksi "Dengan akad," adalah pengecualian dari
penetapan harta padanya karena tindakan kriminal, nafkah 5nng
wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan zakat

-lrang mempakan penetapan terhadap orang mukallaf-. Adapun
orang yang terhalang melakukannya karena bangkrut, maka
penjaminan lrang dilakukannya, hukumnya sah, karena ia
merupakan penetapan harta dalam tanggungan dengan akad

sehingga sah bila dilakukan orang lang bangkrut, seperti
pembelian dengan harga dalam tanggungannln sebagaimana yang

telah diuraikan dalam pembahasan kebangkmtan.

Adapun perempuan, penjaminan lrang dilakukan olehnp
sah bila dia termasuk orang yang boleh mengelola

hartanya. Akan tetapi menurut Malik tidak sah kecuali

atas seizin suaminlra.
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Adapun argumentasi kami adalah bahwa setiap orang yang

wajib memberikan pembayaran dalam jual-beli dan pemberian

upah dalam ljamh, dia sah melakukan penjaminan, seperti halnya

yang berlaku pada laki-laki.

Cabarrg Dhaman (penjaminan) tidak sah bila dilakukan

orang yang mengigau (f.lt; penderita radang selaput dada

sehingga ucapannya mengigau). Yang dimaksud barsam adalah

penyakit yang menyerang saraf yang menyebabkan penderitanya

tidak berakal, karena perkataannya Udak bisa dijadikan acuan.

Adapun oftmg bisu, apabila dia tidak bisa memberi iqamt
yang dapat dipahami atau fulisan lpng bisa dibaca, maka

penjaminan yang dilakukan olehnya tdak sah. Sedangkan bila dia

bisa memberi isyarat yang bisa dipaharrn atau fulisan png bisa

dibaca, maka masing-masing bisa kdudukan
pembicaraan selama bisa mengarahkan kepada tujuan lang
dimaksud dari penjaminan. Demikianlah menumt salah safu dari

dua pendapat fuqaha Syafi'iy4,rah. Apabila dia hanya bisa memberi

isyarat yang bisa dipahami sebagai penjaminan, maka hukumn5ra

sah. Begifu pula bila dia hanp bisa mernbuat tulisan png bisa

dibaca yang bisa dipahami bahwa ia merupakan penjaminan. Akan

tetapi menumt hnu Ash-Shabbagh, penjaminan lrang dilakukan

olehnya Udak sah, karena fulisan terkadang fujuannln hanya

sekedar main-main atau mencoba pena atau latihan menulis,

sehingga penjaminan tdak sah bila hanSp berdasarkan fulisan.

C^atlangr Apabila seorang budak menan(gung utang milik
selain fuann1a, apabila dia Udak diizinkan berdagang rnaka harus
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dilihat dulu. Apabila tanpa seizin majikannya, apakah penjaminan

yang dilakukan olehnlra sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah.

Pertama, penjaminan yang dilakukannya sah, karena dia

seorang mukallaf lrang perkataannya bisa dibenarkan. Yang

dilarang adalah bila dia melakukan sesuatu yang merugikan

majikannya. Padahal dalam kasus ini tidak ada yang berbahaya

dalam penjaminatrDg?, seperti halnyra bila dia mengakui harta

orang lain. Berdasarkan hal ini, maka tanggungannla tetap dalam

bebannya sampai dia merdeka.

Kedua, hukumnya tidak sah; karena ia merupakan
penetapan harta anak Adam dengan akad sehingga tidak sah bila

budak melakukannya tanpa seizin hrann5a, seperti halnya mahar.

Perkataan kami "Anak Adam" adalah pengecualian dari

nadzar. Sedangkan perkataan kami "Dengan akad," adalah

pengecualian dari pengakuan karena ia merupakan pemaksaan,

dan juga termasuk pengecualian dari tindakan kejahatan terhadap

selain fuannya. Apabila dia melakukan penjaminan dengan izin

majikannya, maka hukumnSn sah, karena larangan tersebut adalah

hak majikan, sementara dalam kasus ini sang majikan telah

mengizinkannla. Apabila majikan mengizinkannya untuk

membayamya dari hasil usahanya maka dia bisa melakukannya.

Akan tetapi bila sang majikan mengizinkan secaftr muflak maka

dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iglaht

Pertama: Dia harus membayamya dengan hasil usahanya,

seperti ,halnya bila majikannya mengizinkannya menikah, karena

mahar dan nalkah dibaSnr dengan menggunakan harta hasil

usahanya-
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Kedua, Dia tdak pedu membayamya dengan hasil

usahanya, akan tetapi keurajiban tersebut tetap berlaku bila dia

telah dimerdekakan- Karerra majikan hanln mengizinkan

penjaminan, bukan perrrbagpran, sehingga diganfungkan dengan

tanggungan budak glang boleh melakukan penjaminan. Kemudian

mahar dan nafkah hanrs dipisahkan, karena keduanya menjadi

wajib sebagai kompensasi kenikmatan yang diperoleh secara

langsung. Maka begitu pula dengan sesuafu yang mirip keduanya

yang didapat secam langsung-

Abu Ali An-Sinii meriwayatkan pendapat lain bahun
jaminan tersebut berkaitan dengan stafus budaknya. Apabila

seorang budak diizinkan berdagang, maka adakalanln dia

mendapat izin majikannSa atau tidak. Apabita dia menanggung

utang tanpa seizin majikannp maka harus dilihat dulu. Apabila dia

mengatakan, "Aku m€nan(Eung utangmu sampai aku

membayamyra dengan harta ini," maka penjaminan ini fidak sah.

Hal ini karena majikan hanya mengizinkan yang

menghasilkan unhrng dari harta yang dikelola, bukan harta yang

menjadi rusak setelah dikelola.

Apabila sang rnajikan memberi izin secara mutlak, apakah

penjaminannyra sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat berkenaan dengan budak

yang tidak diberi izin. Apabih kami katakan bahura hukumnlra

tidak sah, maka fidak p€rlu dibahas lagi. Sedangkan bila kami
katakan bahwa sah, maka dia boleh membagpmln

dengan harta 5ang ada di tangannya yang diperoleh dari harta
dagangan. Akan tetapi tanggungan tersebut tetap ada dalam
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pundaknya sampai dia merdeka. Apabila dia menanggung dengan
seizin majikannya maka hukumnya sah.

Apabila majikan memberi izin penjaminan secara mutlak,
maka dari mana sang budak membayar utang yang dijaminnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iygah:

Pertama: Dari hasil usahan5n.

Kedua, Tanggungan tersebut tetap berlaku baginya sampai
dia merdeka.

Apabila majikan mengizinkan budaknya melakukan
penjaminan dengan menggunakan harta yang ada di tangannya
lalu dia (budak) berkata, "Aku menanggung kewajibanmu pada si
fulan sampai aku membayamya dengan harta yang ada di
tanganku," maka hukumnya sah dan dia wajib membayamya
dengan menggunakan harta yang ada di tangannya yang
diperdagangkan, karena larangan tersebut disebabkan karena ada
majikan, sehingga bila majikan mengizinkan maka hukumnya
dibolehkan. Sedangkan bila orang merdeka berkata, "Aku
menanggung utangmu pada si fulan dengan menggunakan harta
id," maka hukumnya tidak sah. Perbedaan antara keduanya
adalah bahwa budak menanggung kewajiban yang sudah menjadi
bebannya dan dia hanya mengganfungkan pembayarannya dengan
harta yang ada padanya; sedangkan orang merdeka tidak
menanggung hak dalam tanggungannya, tapi hanya menanggung
dengan harta yang ada. Jadi seharusnya yang dikatakan orang
merdeka adalah, "Aku menjamin utangmu pada si fulan dan aku
mengambilnya dari harta ini." Bila seperti ini maka Dhamarnya
sah. Apabila budak memiliki utang yang menghabiskan sesuafu
yang ada di tangannya, lalu majikannya meng2inkannya
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meiakukan penjaminan dengan pembayaran dari harta dagangan

yang ada di tangannya, atau kami katakan bahwa dia wajib

membayamya menumt salah safu dari dua pendapat, apakah

orang-orang lainnya yang berutang bisa berserikat dengannya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah:

Pertama: Mereka bisa berserikat dengannya, karena

hartanln milik majikan, sedang dia (majikan) telah mengizinkannln

mernbayam5a baik dengan perkataan yang jelas atau dari sisi

hukumnSa.

Kedua, Mereka tidak bisa berserikat dengannya, karena

hak-hak pernilik utang terganfung dengan sesuatu yang ada di

tangannya sehingga ia menjadi seperti barang yang digdaikan
dengan hak-hak mereka. Kami berpendapat bahun seandainya dia

hendak mengambilnya sebelum orang-orang lang berutang

maka dia tidak boleh melakukanqn.

Cabang, Apabila seorang budak merniliki utang dalam

tanggungannlra, Ialu ada orang lain yang menanggung utangnya

maka penjaminan tersebut sah, karena utang tersebut dalam

tanggungannyra bersifat lazim. Dia tidak ditagih karena lernah saat

masih berstatus budak. Jadi penjaminannSa sah, seperti utang

yang ada pada orang miskin. Ash-Shumairi berkata, "Apabila

budaknya memiliki utang dengan muamalah lalu majikannla

menanggungnla, maka penjaminan tersebut sah seperti

penjaminan yang dilakukan orang lain."
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Cabang' Adapun budak Mukatab, apabila dia

menanggung utang majikannya tanpa se2in majikannya, apakah

penjaminannya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'i5yah

sebagaimana yang kami katakan berkenaan dengan selain budak

Mukatab. Apabila kami katakan tidak sah, maka tidak ada yang

perlu dibahas lagi. Sedangkan bila kami katakan sah, maka utang

tersebut tetap menjadi tanggungannya sampai dia merdeka.

Apabila dia menanggung dengan seizin majikannya, bila kami

katakan bahwa budak Mukatab boleh menghibahkan sesuatu dari

hartanya dengan izin majikannya sebagaimana yang telah kami
jelaskan hukumnya (maka berlaku sesuai yang telah dijelaskan).

Sedangkan bila kami katakan bahwa budak Mukatab tidak boleh

menghibahkan sesuatu kepada omng lain tanpa seizin majikannya,

maka yang berlaku dalam madzhab kami adalah bahwa Dhaman-

n5a sah dan tetap berlaku bila dia telah merdeka, dan dia tidak
perlu membayamya dengan harha yang ada di tangannya sebelum

pelunasan pembayaran cicilan kebebasannya- Wallahu A'lam

Cabang, Menumt pakar hukum Al Wadh'i, kev.rajiban

tersebut dinamakan katajiban positif dan kev.rajiban negatif.

Mereka mengklaim bahwa hukum ini diambil dari syariat Islam.

Yang dimaksud, ka,vajiban positif adalah kewajiban

memberikan, yakni keurajiban memindahkan kepernilikan atau hak

benda.

Ada beberapa kondisi dimana masalah ka,vajiban ini

ditenhrkan, yaitu kewajiban memberikan hak dalam akad-akad

yang disiapkan untuk memindahkan kepemilikan ketika ada
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sesuafu yang menghalanE terlaksana kalajiban ini oleh dirinya.

Dan disyaratkan unfuk sahnya pelaksanaan ini agar orang yang

melaksanakan memiliki sesuafu yang digunakan unhrk

membayamya (UU Perdata Mesir, Pasal 3251.

Mereka berkata, "Apabila pembayarannla sesuai nilainya,

maka orang lain tidak boleh membayamya unfuk menggantikan

orang yang berutang. Dan bagi orang yang berpiutang bisa

menolaknya bila yang membayamya selain orang yang berutang."

Dalam pasal 208 disebutkan, "Apabila telah terjadi

kesepakatan atau telah ditetapkan bahwa orang yang berutang

akan membayamya sendiri, maka orang yang berpiutang boleh

menolak pembayaran dari orang lain."

Adapun karajiban negative adalah keurajiban yang

menyebabkan orang Snng berutang boleh menolak pekerjaan yang

boleh dilakukannya seandainya tidak ada kalajiban tersebut.

Kewajiban ini juga terbagi menjadi keurajiban berkenaan dengan

benda dan keurajiban personal.

Apabila orang yang berpiutang menerima dari orang lain,

maka ada beberapa dampak yang ditimbulkan, baik yang

berhubungan dengan orang yang berutang dengan orang yang

berpiutang atau yang berhubungan dengan orang lain bersama

orang yang berpiutang.

Dalam pasal 359 UU Perdata Mesir disebutkan, "Boleh

meurakilkan kepada orang lain unfuk membayar utang, bila orang

yang berutang mendapat ridha dari orang png berpiutang."

Dalam pasal ini menunjukkan bahwa harus ada tiga unsur

di dalamnya: Orang yang menggantikan, orang yang digantikan
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dan orang yang diberi sesuafu oleh orang yang menggantikan.

Akad ini menurut pasal 359 merupakan satu perbuatan yang

unsur-unsumya banyak. Hanya saja perlu diketahui bahwa peran

orang yang menggantikan tidak penting, atau bisa dikatakan

bahwa dia bukan omng yang memulai hubungan antara orang

yang digantikan dengan orang yang menjadi objek dari sesuatu

yang digantikan. Yakni bahwa hubungan tersebut bisa dilakukan

tanpa perlu campur tangan orang lnng menggantikan- Menurut

para pakar, adanla orang yang menggantikan sebagai sikap hati-

hati dan orang yang digantikan sebagai orang png berutang asli.

Mereka menjadikan penggantian merupakan karajiban baru.

Adapun berkenaan dengan teori kalajiban ini ada pembahasan

khususnya dalam pembahasan pinjaman. Akan tetapi fikih kami

lebih kuat dari fikih tersebut yang menganggap orang yang

menggantikan sebagai orang berutang asli, sementara omng yang

diganukan sebagai omng yang benrtang sebagai cadangan. Dalam

teori karcjiban ada pembahasan khusus lpng berhubungan

dengan pembahasan pinjaman. Wallahu A'km

Aqrsyirazi e berkata' PasaL Dhaman

(penjaminan) sah meskipun tanpa keridhaan orang yang

berutang, karena bila utangnya boleh diba5nrkan tanpa
keridhaannlra, maka begifu pula menanggung utangnya
tanpa keridhaannya (sama-sama dibolehkan)- Akan
tetapi sahabat-sahabat kami berselisih pendapat tentang
orang yang berpiutang. Menunrt Abu Ali Ath-Thabari,
keridhaanngn dijadikan patokan, karena Dhaman
merupalon penetapan harta dalam tanggungan dengan
akad lnng lazim, sehingga hanrs ada keridhaannln,
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seperti harga dalam jual-beli- Akan tetapi menurut Abu
Al Abbas, keridhaannya tidak dijadikan patokan, karena
Abu Qatadah pernah melakukan penjaminan utang si
jenazah di hadapan Nabi # dan Nabi fidak menjadikan
keridhaan orang yang berpiutang sebagai patokan.

Pasal: Apakah perlu mengetahui or.rng yang
berpiutang dan orang yang berutang?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
S57afi'iyyah.

Pertama: Perlu mengetahui orang lnng berutang
unfuk mengetahui apakah dia orang yang layak dibantu
atau tidak. Orang yang berpiutang juga harus diketahui
unfuk mengetahui apakah layak bermuamalah
dengannya atau fidak- Harta yang dijadikan jaminan
juga harus diketahui untuk mengetahui apakah bisa
dijadikan jaminan atau tidak.

Keduaz Orang yang berpiutang harus diketahui,
karena dalam hal ini muamalah dilakukan dengannya.
Akan tetapi fidak perlu mengetahui orurng yang
berutang karena tidak ada muamalah antara dia
dengannya.

Ketiga: Tidak perlu mengetahui salah satu dari
keduanya, karena Abu Qatadah pemah melakukan
penjaminan utang seorang jenazah dan Nabi S tidak
menanlnkan tentang orang yang berpiutang dan or.rng
yang berutang.
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Penjelasan: Hadits tentang kisah Abu Qatadah

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i dari jalur Salamah bin

Al Akv.ra'. Di dalamnya ada redaksi, "Shalatilah teman kalian!"

Maka Abu Qatadah berkata, 'Shalatilah dia, orahai Rasulullah.

Utangnjn aku Snng tanggung.'Maka Nabi pun menshalatinya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dan Abu Daud.

Hukum-Hukumr Sah melakukan penjaminan tanpa

keridhaan orang yang berutang, karena Ali & dan Abu Qatadah

pemah menanggung utang mayat di hadapan Nabi $, dan

tentunya tidak mungkin mengetahui keridhaan mayat tersebut

(karena sudah wafat). Disamping ihr apabila menrbayarkan utang

tanpa seizin orang yang berutang dibolehkan, maka begifu pula

dengan menanggung utangnya tanpa seizinnya.

Adapun omng yang berpiutang, apakah keridhaannya bisa

dijadikan patokan?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha $nfi'164h.
Menunrt Abu Ali Ath-Thabari, keridhannya dijadikan patokan. Ini

adalah pendapat Abu Hanifah, sebagaimana png telah diuraikan

dalam penjelasan bab ini. Kecuali dalam satu permasalahan, yaitu

apabila omng yang sakit mengatakan kepada sebagian ahli

warisnla, "Tanggunglah utangku pada si fulan yang sedang

pergi!," maka orang yang diberi wasiat boleh menanggungnya

tanpa seizin orang yang berpiutang, meskipun orang tersebut tidak

menyebut utang sebagai benfuk tindakan menganggap baik,

karena Dhaman merupakan penetapan harta milik anak Adam

sehingga tdak sah kecuali dengan keridhaannln atau keridhaan

wakilnSa, seperti jual-beli.
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Adapun perkataan kami 'Milik anak Adam," adalah

pengecualian dari yang telah kami uraikan, yaifu nadzar.

Abu Al Abbas bin Suraij berkata, "Hukumnya sah tanpa

keridhaannya." Syaikh Abu Hamid juga tidak menyebutkan selain

pendapat tersebut. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Yusuf,

karena Ali dan Abu Qatadah pemah melakukan penjaminan di

hadapan Nabi $ tanpa keridhaan orcmg yang berpiutang.

Disamping ifu Dhaman adalah penetapan hak sehingga tidak

memerlukan keridhaan orang yang memiliki hak tersebut, seperti

kasus menghadirkan saksi orang yang memiliki utang, hukumn5n

sah meskipun orang yang dipersaksikan tidak ridha.

Adapun tentang penjaminan yang dilakukan Abu Qatadah,

haditsnya telah diumikan tadi. Adapun tentang penjaminan yang

dilakukan Ali, haditsnya diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari

beberapa jalur dha'if dan hadits Abu Sa'id Al Khudri. Di dalamnya

disebutkan saMa Nabi ,S,

t-:5 6ri^,,{iS F fiuyr ;f ilt lrF
'"'ly*i 

utt, gi * J.v ,!-Vi 3t5,, e3<3

.yqt iH{gfir 3ri

"Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan

membebaskan tanggunganmu sebagaimana engkau melakukan

penjaminan terhadap saudaramu. TidaHah seorang muslim

membebaskan beban saudaranya kecuali Allah akan membebaskan

bebannya pada Hari Kiamat."
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Adapun berkenaan dengan apakah orang yang

menanggung utang harus mengetahui orang yang berpiutang dan

orang yang berutang, dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha

Syafi'iyyah:

Pertama: Tidak perlu mengetahui salah seorang dari

keduanya, karena 5rang dijamin ifu nama dan nasab. Dalilnya

adalah bahwa Abu Qatadah dan Ali melakukan penjaminan dan

Nabi $ tidak menanyakan apakah keduanya mengenal orang

yang berpiutang dan orang yang berutang ataukah tidak.

Seandainla hukumnya berbeda, tenfunya Nabi $ akan

menjelaskannya. Disamping ihr lang wajib adalah menunaikan hak

sehingga tidak perlu mengetahui selain ihr.

Kedua, Tidak sah sampai orang yang menjamin

mengetahui keduanSn. Karena muamalahnya dengan orang lang
berpiutang sehingga harus mengetahuinya unfuk mengetahui

apakah orang tersebut laSnk dibanfu atau tidak.

Ketiga, Hanya perlu mengetahui orang yang berpiutang,

karena muamalahnya dilakukan dengannya, dan tidak perlu

mengetahui orang yang berutang karena muamalahnyra dilakukan

antara dia dengannya. Al Muhamili berkata, 'Apabila kami

mengatakan berdasarkan hal ini, maka diperlukan

persefujuannya." Apabila dikatakan, " Dhamattnya menjadi lazim,"

bila dia menolaknya maka hulo,rmn5ra batal. Apabila orang yang

menanggung menarik diri sebelum orang lang berpiutang

menerirna, maka hukumnya sah.
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Cabang Permasalahan

Pendapat Para Ulama Tentang Syarat-Syarat
Dhaman

Madzhab kami (madzhab Syafi'i) adalah bahwa syarat-syamt

Dhaman terbagi menjadi empat bagian.

Bagran Pertama: Berkenaan dengan oftrng yang

menanggung. Dalam hal ini ada beberapa syarat:

Pertama: Dia harus berakal. Jadi tidak sah penjaminan

yang dilakukan orang gila. Berbeda dengan orang yang hilang

akalnya karena mabuk, karena penjaminan yang dilakukannya sah.

Kedua, Baligh. Jadi tidak sah penjaminan yang dilakukan
anak kecil.

Ketiga, Tidak dicegah mengelola hartanya karena

kedunguan. Jadi tidak sah penjaminan yang dilakukan orang ltang
dicegah karena kedunguan. Adapun orang yang dicegah karena

bangkrut, maka penjaminannya sah. Begifu pula penjaminan

orang dungu 5ang tidak dicegah mengelola hartanya-

Keempat Tidak sakit yang menyebabkan kematiannya.

Orang yang seperti ini tidak sah penjaminannya, dengan dua

syarat:

Pertama: Dia memiliki utang yang menghabiskan seluruh

hartanya. Apabila dia tidak memiliki utang yang menghabiskan

seluruh hartan5ra maka penjaminannya sah.

Kdua: Tidak mendapatkan harta baru setelah

kematiannya. Apabila dia mendapatkan harta baru setelah
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kematiannya maka penjaminannya sah dan utangnya dibayar dari
harta tersebut. Adapun orang yang sembuh dari penyakihrya,
penjaminannya sah.

Bagian Keduat Berkaitan dengan orang yang berpiutang.
Disynratkan agar dia diketahui dengan baik oleh orang yang
menanggung utang. Jadi tidak cukup hanya mengetahui namanya
saja, karena orang ifu berbeda-beda dalam penagihan, ada yang

keras dan ada yang lunak.

L-alu apakah cukup hanya mengetahui wakil orang yang

berpiutang?

Ya, cukup hanya mengetahui wakilnSn, malumt pendapat

3nng dijadikan acuan.

Tidak disyaratkan keridhaan omng yrang berpiutang, karena
penjaminan tdak memgikannSn mengingat ia merupakan
penetapan kannjiban gnng menjadikan utangngn bertambah.

Juga tidak disyaratkan mengetahui orang yang berutang

dan Udak pula keridhaannya. Jadi seseomng boleh menanggung
utang jenazah 1nng tidak dikenalnya. Ini adalah berkenaan dengan
selain Dharnan Nafsi. Karena unfuk Dhaman Nafsi dis5raratkan

keridhaan orang yang ditanggung, mengingat penjamin tidak wajib
datang bersamanya unfuk menyerahkannya kecuali bila omng yang

mengizinkan untuk ditanggung. Barangsiapa yang
menjamin tanpa seizinnya maka apa yang dilakukan bersifat derma
sehingga tidak perlu dituntut.
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Bagian Ketiga' Berkenaan dengan shighat (akad/ijab).

Dalam hal ini harus ada dua syarat:

Pertama: Perkataannya menunjukkan pewajiban terhadap

diri sendiri. Misalnya dengan berkata, "Aku menjamin utangmu,

aku menanggung utangmu," dan lain sebagainya yang

menunjukkan bahwa dia telah malajibkan sesuafu yang

ditanggungnya.

Adapun bila perkataannya tidak menunjukkan pa,rrajiban

terhadap diri sendiri, misalnya dia berkata, "Aku akan

membayarkan utangmu pada si fulan dengan harta yang aku miliki
atau menghadirkan seseorang di sisinya," maka perkataan ini

bukan penjaminan, tapi hanya sekedar janji. Kecuali bila dia

meniatkan penjaminan, maka baru menjadi penjaminan.

Kedua, Perkataan (ijabnya) tidak digantungkan atau

ditenhrkan wakfunya (bersifat sementara). Apabila seseorang

berkata, "lnsya Allah besok aku akan menjaminmu," atau "Aku

akan menan![png harta si fulan selama safu bulan atau

menanggung fubuhnya selama safu minggu," maka hukumnya
tidak sah. Memang benar bila dia menanggung utang si fulan yang

harus dibayar langsung unfuk dibayar dengan tempo
(ditangguhkan) setelah safu bulan, hukumnya sah. Apabila
seseorang memiliki utang pada orang lain yang ditangguhkan
pembayarannya, lalu ada orang lain yang menanggungnya setelah

satu bulan maka penanggugannya sah dan jafuh tempo tersebut

berlaku bagi orang yang menanggung, bukan orang yang berutang

asli. Bahkan seandainya orang yang berutang asli wafat,

tanggungan tersebut tidak lepas dari orang yang menanggungnya.

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll Og



Adapun bila utangnSn dibayar secara tempo, lalu ada orang

yang menanggungnya unfuk membayamln secara kontan, maka

orang yang menanggung tidak wajib membayamya secara kontan,

karena jafuh temponya tetap berlaku pada orang lrang berutang

asli, dan keurajiban si penanggung mengikuti kalajiban orang yang

berutang asli. Oleh karena itu utang tersebut tidak boleh ditagih

dari salah seomng dari keduanya sebelum jafuh temponla. Apabila

orang yang berutang asli wafat, maka utang tersebut lepas dari

keduanSn.

Bagian Keempat: Berkenaan dengan objek jaminan baik

utang atau harta benda atau orang. Unfuk utang disyaratkan harus

bersifat lazim baik seketika atau bertenfuk harta. Sedangkan

contoh utang yang lazim dalam seketika adalah pinjaman dan

harga barang dagangan yang dijual dan lain sebagainya.

Utang lnng kembali pada kelaziman harga barang

dagangan selama masa memilih, meskipun ia tidak lazim dalam

seketika, akan tetapi ia lazim sebagai harta, sehingga

penjaminannln sah.

Disgramtkan pula agar utangnla dikehhui, sehingga tidak

sah bila penjaminannp tidak diketahui baik kadamya atau jenisn5ra

atau sifatrya. Oleh karena ih.r harus dijelaskan; misalnya dengan

berkata, 'Aku menjamin hartiamu pada Zaid benrpa utang senilai

20 Pound Mesir atau 20 Dolar Atrstralia." Seandainp dia berkata,

"Aku menjamin hartamu berupa utang pada Zaid' lalu dia diam,

atau mengatakan *Aku menjamin 10 Pound Snng ada pada Zaid"

tanpa menjelaskanng?, atau mengatakah 'Aku menjamin 20
Pound" tanpa menjelaskan sifatnya, maka hukumnya tidak sah.
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Akan tetapi ada pengecualian dalam hal ini, yaifu unta Drft.
Hukumnya sah bild menjaminnya meskipun tanpa menyebut
sifatrya, karena usia dan jumlahnSTa diketahui, sernentara sifafu.rya

bisa merujuk pada unta-unta lokal, sehingga tidak perlu

menyebutkan sifatrya.

Adapun berkenaan dengan harta benda, ia terbagi menjadi

dua bagian. Ada harta benda yang dijamin sebagaimana telah
diuraikan sebelumn5a. Untuk sahnya penjaminan harta benda

dislnratkan agar ia dijamin dan wajib diberikan kepada pemiliknSn.

Jadi arti penjaminannya adalah penjaminan pengembaliannya

kepada pemiliknya.

Adapun tentang penjaminan nilainya apabila rusak,

hukumnya tidak sah, karena ia tidak rusak saat terjadi penjaminan

unh.rk menetapkan nilainya dalam tanggungan- Apabila ia rusak
karena suafu perbuatan, maka penjaminan nilainya sah setelah

rusak karena tetapnya ia dalam tanggungan.

Contoh hartia benda yang dijamin adalah harta benda yang
di-ghashabdan harta benda yang dipinjamkan.

Adapun contoh harta benda yang tidak dijamin adalah
harta titipan, harta yang diwasiatkan dan harta yang disalakan.
Tidak sah bila ada penjaminan unfuk mengembalikan harta-harta
ini, karena pengernbaliannya tidak wajib atas orang lrang
meletakkan tangannya. Yang wajib hanyalah melepaskan antara ia
dengan pemiliknya.

Adapun penjaminan terhadap jiwa, unfuk keabsahannya

disyara&an ada hak manusia pada orang yang dijamin badannya,

baik berupa harta atau hukuman.
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Adapun menurut ulama Malikiyyah (madzhab Maliki), dalam

penjaminan llkfalah/Dhaman) ada beberapa syarat lang
sebagiann5a berkaitan dengan orang yang bemtang, sebagiannya

berkaitan dengan orang yang menangglung utang, sebagiannya

berkaitan dengan harta yang ditanggung, dan sebagiannya

berkaitan dengan Shishat (liab / al<adl.

Berkenaan dengan orang yang ditanggung (orang yang

berutang), diqnratkan agar dia bukan orang yang dicegah dalam

sesuafu yang ditanggung karena kedunguan, karena perbuatan

omng dungu (akalnya kurang) terbagi menjadi dua bagian:

Pertama Dia membeli atau mmjual atau mernbelanjakan

sesuatu yang lazim bagnla dan sangat penting.

Kdua, Dia melakukan sesuatu 1nng tidak lazim baginya,

akan tetapi dia bisa meninggalkannla. Apabila hilang sesuatu yang

lazim baEnln maka sah bila dilakukan penjaminan terhadap4n.

Apabila orang lang menanglung menyerahkannln, maka dia bisa

menuntut pada orang yang dicegah lalu hartanya diambil menumt
pendapat yang kuat. Adapun bila dia melakukan sesuafu lnng
tidak dibutuhkan maka penjaminannya tidak sah dan tidak perlu

menunfut kepada oftmg yang dicegah.

[-alu apakah orang ]rang menangpng harus menyerahkan

harta yang ditanggungnlp kepada orang yang berpiutang ataukah

tdak?

Dalam hal ini ada perinciannya, yraihr bila orang lnng
menansgmg mengetahui bahwa orang tersebut dihalangi, Ialu dia

menangllungnln setelah itu, sementara orang 3nng berpiutang

tdak mengetahuinla, maka orang yang menanggung harus

menyerahkan harta Snng dijaminnSra menumt kesepakatan ulama
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dan apa yang telah dia serahkan menjadi sia-sia, sehingga dia tidak

boleh menunfut kepada orang yang dicegah tersebut.

Adapun bila kasusn5n sebaliknya, yaitu bahwa penjamin

tidak mengetahui bahwa orang yang berpiutang tahu bahwa orang

tersebut terhalangi, atau keduanya sama-sarna tidak tahu, maka

dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mereka

berkata, "Orang yang menjamin harus menyerahkan sesuatu yang

dijaminnya," sedangkan sebagian lainnya berkata, "Dia tidak wajib

menjamin apapun." Apabila seseorang menjamin hak tanpa

perintah walinya maka penjaminannya sah dan si penjamin bisa

menagih apa yang telah diberikannya berkenaan dengan harta si

anak. Contohnya adalah bila seorang anak kecil memecahkan kaca

atau memsak barang lainnya, lalu ada orang yang memberikan
ganti yang senilai dengannya kepada pemilik kaca, maka dia bisa

meminta apa yang telah diberikannya dalam harta si anak. Kecuali

bila si anak masih sangat kecil, misalnya usia 6 bulan yang belum

saatrya dilarang (karena belum paham), karena apa yang

dirusaknya dalam kondisi tersebut tidak lazim baginya.

Adapun berkenaan dengan orang yang berutang, tidak

disyaratkan dia harus mampu menyerahkan barang png menjadi

tanggungannya. Oleh karena ifulah penanggungan utang mayat
yang miskin hukumnya sah. Maksudnya adalah menanggung

utangnya, bukan menggabungkan tanggungan orang yang

menanggung pada tanggungan orang yang telah wafat, karena

tanggungan orang yang telah wafat telah selesai. Kemudian bila

orang yang menanggung mengetahui bahwa si mayit tidak

memiliki harta, lalu kemudian dia (si mayit) memiliki harta yang

tidak diduga sebelumnya, maka orang yang menanggung tidak

boleh mengambil harh tersebut, karena dia telah memberikannya
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secara sukarela. Adapun bila orang yang menanggung menduga

bahwa si mayit akan memiliki harta atau ragu dalam hal tersebut

tapi kemudian si mayat memiliki harta, maka dia bisa menagihnya,

dan yang berlaku adalah ucapan orang yang menangslung, kecuali

bila ada bukti lrang menunjukkan bahwa dia melakukannya secara

sukarela-

Berkenaan dengan orang yang menanslung (I{afiil ada

beberapa s5nrat:

Pertama: Dia hams baligh. Jadi tidak sah bila anak kecil

menjamin orang lain.

Kedua, Dia harus berakal. Jadi tidak sah penjaminan yrang

dilakukan orang gla.

Ketiga Dia tidak dicegah mengelola hartan5ra karena

kedunguan. Jadi oftrng dungu tidak sah menjamin orang lain.

Keempat Dia bukan perempuan bersuami yang hendak

menanggung utang 5ang lebih banyak dari sepertiga hartanya

tanpa seizin suaminln. Apabila dia menanggung utang Snng lebih

banyak dari sepertiga hartanya, maka suaminga berhak

membatalkan penanggungan (penjaminan) tersebut. Adapun bila

dia menangpng utang yrang nilainp sama dengan sepertiga

hartanya, maka sah meskipun suaminla tidak

mengizinkannSn. Contohnya adalah bih seorirng perempuan

bersedekah atau menghibahkan sesuafu atau memerdekakan

budak atau lainnlra, maka perbuatannln hangn sah unfuk sesuafu

yang senilai sepertiga hartanya saja. Apabila dia memberi lebih

bantnk dari ifu tanpa seizin suaminya, maka zuami boleh

merrbatalkanrya.
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Kelima, Dia sakit keras dan hendak menanggung utang

yang nilainyra lebih besar dari sepertiga hartanya. Apabila dia
menanggung utang png lebih besar dari sepertiga hartanya meski

hanya lebih satu Dinar maka penanggungannya tidak sah, kecrrali

bila ahli warisnSa mengizinkannya.

Ketahuilah, bahwa sgrarat keempat dan kelima termasuk

syarat berlakunya, bukan syarat sahnya, karena penjaminan tanpa
keduanya sah, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan

izin suami dan ahli waris.

Adapun syrarat kedua dan ketiga adalah qnrat-qnrat sah.

Di antara qarat berlaku (pelaksanaan) adalah dia (orang

lang menanggung) bukan budak. Apabila seorang budak

menanggung utang tanpa seizin majikannya, maka
penanggungannya sah, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan kecuali

bila majikannya membolehkannya. Apabila seorang budak

merdeka, rnaka penjaminannya tetap berlaku baginya setelah dia
merdeka.

Keenarm Orang yang menjamin tidak memiliki ubng yang

menghabiskan seluruh hartanya. Apabila dia memiliki utang png
menghabiskan seluruh hartanya, maka penjaminannya tidak sah

dan dia bukan termasuk orang yang layak berderma-

Kemudian disyaratkan agar harta yang ditanggung

merupakan utang. Oleh karena ifu tidak sah melakukan
penjaminan dalam amanah-amanah, seperti harta benda 5rang
dipinjamkan, harta yang dititipkan, harta Mudhanbah dan harta

Syirlah.
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Apabila saseorang meminjam barang kepada orang lain lalu

dia datang dengan membawa orang yang menjamin akan

mengembalikan barang tersebut, maka hukumnya tidak sah.

Begihr pula bila seseorang menitipkan barang kepada orang lain

atau menitipkan harta untuk dikelola sebagai Mudhanbah.

Memang benar bahwa sah bila dia mendatangkan penjamin yang

menjamin nilaingra bila barang tersebut hilang karena tindakan

zhalim atau lengah dalarn menjagan5a. Apabila orang yang

meminjam lengah dalam menjaga barang yang dipinjamnln atau

partner dalam Syirkah lalai dalam mengelola harta Syirl<ah ataru

merusakn3ra karena tindakan melampaui batas, maka orang yang

menjamin harus mengganti dengan sesuafu yang senilai

dengannSra.

Berkenaan dengan utang, disyaratkan bersifat lazim atau

senantiasa tetap. Contoh utang png bersifat lazim yang sah

dilakukan penjaminan terhadapnln adalah utang pinjaman dan

harga barang grang diiual. Apabila seseorang mernbeh barang dari

orang lain dengan harta 5rang ditangguhkan (secara tempo) lalu dia

membawa orang yang menjamin hargan3n (pembayamnnSra),

maka sah dan rnenjadi lazim baEnya. Contoh lainnya

adalah bila seseorang menyeru.ra tanah dengan bia5a se\A/a lrang
diketahui, lalu dia datang dengan rnembawa penjamin, maka

penjaminan tersebut sah dan bersifat lazim.

Adapun contoh utang Srang tidak lazim Snng tidak sah

dilakukan penjaminan terhadapn5n adalah utang anak kecil tanpa

seizin v.ralinfia dan utang orang dungu png dilarang mengelola

hartan5ra, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumn5a. Contoh
lainn5ra adalah utang budak tanpa seizin majikannya dan utang

budak Mukabb. Apabila dia datang dengan membawa penjamin,
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maka hukumnya tidak sah karena utangnya tidak lazim, karena dia

boleh membatalkan akad Kibbah. Jadi utang tersebut tidak sah

dijamin karena ia tidak bersifat tetap pada orang 5rang berutang

bila masih tersisa.

Contoh utang. yang tdak lazim secara langsung tapi
menjadi lazim di masa mendatang adalah utang upah. Barangsiapa

menetapkan upah unfuk pekerjaan tertentu maka upah tersebut

hams dibayar setelah pekerjaan tersebut selesai. Jadi
penjaminannya sah, karena sekalipun tidak lazim secarcl langsung

tapi lazim di masa mendatang. Apabila seseorang berkata kepada

omng lain "Apabila kamu datang kepadaku dengan membawa

untaku yang hilang maka engkau akan mendapat upah 10 Pound"
seraya mendatangkan orang yang menjamin upah tersebut, maka

hukumngra sah meskipun pekerjaannya belum dilakukan, karena

bila dia datang dengan membawanya maka upahnya wajib

diberikan karena telah menjadi beban yang harus dibayarkan.

Begrtu pula tanggungan orang yang menanggung. Akan tetapi bila

orang tersebut tidak membawanya, maka tidak berlaku ketetapan

apapun. Inilah pendapat yang kuat. Sebagian dari mereka berkata,
"Utang upah sebelum pekerjaan dilakukan adalah seperti utang

Kitabah, tidak sah melakukan penjaminan terhadapnya."

Penjaminan utang langsung dengan ditangguhkan

hukumnya sah. Misalnya Zaid memiliki utang 10 Pound pada Amr
dan jatuh temponya habis, maka Khalid boleh mengatakan kepada

7a1d, "Ber'l<an dia tempo lagi 1 bulan unfuk membayamya dan

akulah yang menanggung utangnya."

Hukumnya rnemang sah bila terlaksana salah safu dari dua
hal:
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Pertama: Orang yang berutang dalam kondisi kaya pada

waktu saat penjaminan, dimana orang yang berpiutang bisa

mengambil darinya.

Adapun bila miskin saat penjaminan maka hukumnya tidak

sah, karena penangguhan akan menjadi pinjaman tanpa bunga

yang menghasilkan manfaat, dan hal ini dilarang. Hal ini karena

orang yang berpiutang pada kondisi pertama menjamin haknya

dan mampu mengambilnya. Apabila dia menangguhkannya

dengan seorang penanggung, maka Udak ada manfaat pada

penanggung tersebut. Jadi keridhaannya dengan memberi tangguh

Iagr, sarna seperti pinjaman tanpa manfaat yang kembali

kepadanya.

Adapun bila orang yang berutang dalam kondisi miskin,

maka orang yang berpiutang tidak bisa mengambil piutang

darinya. Apabila dia memberi tempo lagi unfuk pembaSnran utang

tersebut karena ada penjamin, maka dia telah memberinla

pinjaman tanpa manfaat.

Kedua, Orang yang berutang tidak dalam kondisi kaya

saat penjaminan, akan tetapi penjamin menjaminn5ra selama

beberapa wakfu tanpa ada dugaan darinSa bahwa orang yang

berutang akan kaya mendadak. Justu Snng ada dalam dugaannya

orang yang berutang tersebut akan tetap miskin. Hal ini karena

orang Snng berpiutang wajib menunggu orang yang berutang

sampai kondisinya mampu secara alami. Jadi penjaminannla tidak

bermanfaat bagrnln.

Adapun bila orang yang berutang kondisinln menjadi

mampu pada masa penangguhan tersebut, maka hukumnya tidak

boleh. Apabila seseorang memiliki utang 10 Pound pada orang
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lain dan jatuh temponya telah habis, kemudian dia meminta diberi

tempo lagi 3 bulan dengan penjaminan orang lain, apabila orang

yang berutang memiliki 10 Pound tersebut sebelum temponya

habis, maka penjaminannya sah.

Adapun bila kondisinya menjadi mampu setelah safu atau

dua bulan, misalnSa dia berhak mendapatkan wakaf yang tinggal

menunggu waktu perolehannya saja, atau dia menjadi pegawai

yang tinggal menunggu penerimaan gajinya, maka penjaminan

yang dilakukan fidak sah. Karena orang yang berpiutang dalam

kondisi demikian telah menangguhkan piutangnya disamping

mengambil manfaat pada penjamin pada saat dia miskin. Ada pula

yang berkata, "Dia telah mengambil manfaat dalam bentuk

pertama dengan penjamin selama masa miskinnya seluruhnya, lalu

apakah bedanya?"

Penjaminan utang yang ditangguhkan secara kontan juga

sah. Misalnya seseorang memiliki utang pada orang lain yang

ditangguhkan pembayarannla sampai dua bulan. lalu orang yang

bemtang berkata, "Sekarang temponya tidak berlaku dan utang ini
akan dibayar kontan," kemudian dia membawa penjamin yang

menjaminnya, maka bentuk ini sulit diterapkan, karena tidak

masuk akal bila orang yang berutang membatalkan tempo

pembayaran utangnya, lalu dia membawa penjamin karena takut

akan menunda-nunda lagi. Dalam hal ini ada beberapa perincian

yang tidak perlu disebutkan.

Berkenaan dengan objek jaminan (hutang), tidak

dislpratkan harus ditentr.rkan. Apabila seseormg

kepada ormg lain, *Benrtanglah kepada si firlan dan akulah yang

menjaminnln,' maka penjaminannya sah dengan mendatangkan
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bukti. Pengakuannya tidak bisa menjadi alasan di hadapan

penjamin. lalu apakah penjamin wajib menjamin seluruh utang

orang tersebut seberapapun besam5a? Ataukah dia hanya wajib

menjamin sesuafu yang telah ditentukan saja? Dalam hal ini ada

dua pendapat. Dalam kasus ini penjamin bisa menarik

penjaminannya baik sebelum terlaksana, bukan sesudahnya.

Apabila dia telah melaksanakan sebagiannya maka dia hanya wajib

menjamin yang telah dilaksanakan saja.

Adapun berkenaan dengan shighat(akad/ijab), disyaratkan

agar dia menunjukkan penjaminan secara umum. Misalnya dengan

berkata, "Aku menanggung utang si fulan atau menjaminnya atau

sebagai wakilnya atau sebagai pengurusnya" atau dengan ucapan

"Utangnya aku yang jamin atau aku yang tanggung" atau dengan

kata-kata lainnya yang sejenis. Semua perkataan ini hukumnya sah

dijadikan kalimat penjaminan.

Dalam penggunaan shighat adatiga benfuk:

Pertama: Menyebut kalimat penjaminan secara muflak

tanpa dibatasi dengan perkataan lang menunjukkan penjaminan

terhadap harta atau jiwa. Misalnp seseorang berkata, "Aku

menanggung si fulan" tanpa berkata, "Dalam harta lrang

merupakan tanggungannya" atau "Dengan menghadirkan dirinya-"

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka

berkata, "la merupakan penjaminan terhadap harta," sebagian

lainnya berkata, "Jushnl ia merupakan penjaminan terhadap jiwa-"

Kedua, Menyebut kata penjaminan dengan menyebut pula

kata yang menunjukkan sesuatu yang dijamin, misalnya dengan

berkata, "Aku menjamin utang yang menjadi beban si fulan" atau

"Aku menjamin jiwa si fulan." Para ulama tdak berselisih

z4 ll .il uoi*"'SyoahAt Muludzdzab



pendapat bahwa dalam kondisi ini si penjamin harus melakuka.n

sesuatu berkenaan shighatyang diucapkan.

Ketiga, Menyebut kata penjaminan seraya membatasinya

dengan sesuatu yang menunjukkan barang yang dijamin di

Misalnya dengan berkata, "Aku menjamin si fulan"

dengan meniatkan utangnya atau dirinya. Unhrk kondisi ini

penjamin harus melakukan sesuai yang diniatkannya dengan

benar, karena dia merupakan orang yang bederma, dan hukum

asalnya adalah bahwa dia bebas dari tanggungan. Wallahu A'lam.

Adapun menurut madzhab Hambali, para ulama Hanabilah

berkata, 'Unfuk Dhaman ada beberapa syarat. Di antaranya ada

yang berkaitan dengan Dhaman. Syaratrya adalah bahwa orang

yang melakul<an Dhaman (penjaminan) hams orang 5rang layak

mengelola hanan5a. Oleh karena itu tidak sah bila Dharnan

dilakukan oftmg gila, anak kecil dan, oremg dungu. Akan tetapi

Dhaman yang dilakukan orang bangkrut sah, karena Dhaman itu
berhubungan dengan tanggungan. Disyamtkan pula keridhaan

orang yang menjamin- Oleh karena ifu sah Dhaman yang

dilakukan oftmg yang dipaksa. Orang yang menjamin tidak

disyaratkan mengetahui orang yang berpiutang dan juga tidak

disyaratkan mengetahui omng yang berutang. Oleh karena itu
dibolehkan menanggung oftmg yang tidak dikenal baik masih

hidup atau sudah mati."

Di antaran5a ada png berkaitan dengan barang yang

dijamin yaitu utang atau harta atau jiwa. Unfuk sahrya penjaminan

utang, disyamtkan utangnln bersifat lazim baik smra kontan

rntrupun s@ara ternpo. Contoh yang pertama adalah seperti

pinjaman dan harga barang 5ang dijual png tidak ada pilihan di

Al Majmt'syarattAl Muhadzdzab ll Zt



dalamnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah seperti harga

barang yang dijual sebelum berakhimya masa memilih, ia bersifat

lazim. Jadi tidak sah menjamin utang yang tidak lazim seperti

utang Kibbah (hutang [cicilan] untuk membebaskan diri dari status

budak), karena si budak bisa membatalkan akad dan berhenti

menyicil utangyra. Jadi utangn5ra tidak bersifat lazim baik secara

kontan atau tenrpo.

Adapun berkenaan dengan penjaminan terhadap harta

benda, disyamtkan agar ia dijamin oleh orang yang memegangnlra

di tangannya, seperti harta yang di-ghashab dan harta yang

dipinjam.

Yang dimaksud penjaminan harta tersebut adalah

penjaminan unfuk mengembalikannya atau mengembalikan

sesuatu yang senilai dengannya bila ia rusak- Adapun harta yang

tidak dijamin, maka tidak sah melakukan penjaminan terhadapnya,

seperti barang titipan, barang yang disa;,rakan, harta Sy:trkah, harta

Mudhambah, barang yang diserahkan kepada penjahit atau fukang

celup dan lain-lainnya. Memang benar bahwa sah menjaminnya

bila melampaui batas terhadapryn, sebagaimana yang telah

diuraikan sebelumnya.

Di antaranya ada yang berkaitan dengan shighat (akad atau

ijab). Disyamtkan agar lafazhnya dapat dipahami sebagai

penjaminan secara umum. Misalnya dengan berkata, "Aku

menjamin, menanggung," dan lain sebagainya.

Penjaminan juga sah dengan perkataan yang diganfungkan

dan yang bersifat langsung (Udak digantungkan). Seperti

perkataan, "Jika engkau memberi kepada si fulan, maka akulah
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yang menjaminnya." Juga seperti perkataan, "Aku menjamin si

fulan."

Penjaminan juga sah dengan perkataan yang dikaitkan

dengan wahu. Misalnya dengan berkata, "Apabila datang awal

bulan, aku akan menjamin si fulan."

Seseorang sah menjamin utang orang lain secara kontan

sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila Zaid memiliki utang

pada Amr yang wakhr pembayarannya telah tiba, Ialu Khalid

menjamin utang tersebut dengan ketenfuan akan membayamya

setelah safu tahun, maka hukumnya sah dan jangka wakfunya

berlaku bagi si penjamin. Jadi seandainla orang yang dijamin

wafat, maka waktu pembayaran yang ditangguhkan tetap berlaku.

Adapun menumt Abu Hanifah (madzhab Hanafi), syarat-

syarat l{afalahterbagi menjadi lima bagian:

hstan Pertama: Berkenaan dengan orcmg lrang
menjamin (Ikfiit. Disyaratkan agar dia orcmg yang b€rakal lagi

baligh. Maka tidak sah penjaminannla orang gila dan anak kecil

kecuali dalam satu kondisi. Anak kecil sah menjamin harta, bukan
jiwa, apabila dia 5ratim dan walinya berutang, baik wali tersebut

ayahnya atau orang lain unfuk menafkahin3ra guna memenuhi
keperluannya. Dalam kondisi demikian anak kecil boleh menjamin

harta tersebut atas perintah walinSra. Penjaminan yang

dilakukannya hukumnya sah. Dia bisa ditagih memberikan harta

tersebut sebagaimana unlinf juga demikian.

Adapun bih anak kecil tersebut disuruh menanggung
rnnlinya unfuk si pernilik harta, dengan artian bahua si anak

menghadirkan walinSra saat dibufuhkan, maka penjaminanrya tidak
sah. Karena anak kecil dalam penjaminan harta Srang dibelaniakan
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unfuk keperluannya merupakan sesuafu yang lazim baginya.

Penjaminannya terhadap wali dalam harta tersebut semakin

bertambah kuat. Berbeda dengan penjaminan jiwa yang mumi

derma, hanya saja dia belum layak berderma.

Orang lnng menjamin juga disyaratkan harus orang

merdeka. Ini adalah sSnrat pelaksanaan, bukan sl,rarat sah, karena

penjaminan budak hukumnya sah, hanya tidak bisa dilaksanakan

tanpa seizin majikannya atau setelah dia dimerdekakan. Apabila

dia telah merdeka, maka wajib melaksanakan apa yang dijaminn5ra

saat masih berstahrs budak.

Syarat lainnya adalah berkenaan dengan penjaminan yang

lebih dari sepertiga hartanya. Apabila orang sakit menanggung

utang 5nng lebih besar dari sepertiga hartanya, maka hukumnp
tidak sah. Apabila dia memiliki utang yang menghabiskan seluruh

hartanla maka penjaminannya batal.

Orang sakit tidak sah menjadi penjamin ahli waris atau

dijamin ahli waris. Apabila utangnya kurang dari sepertiga

hartanya, maka diqnratkan penjaminnya harus baligh dan berakal

sebagai syarat eh, dan juga syarat merdeka sebagai qprat
pelaksanaan, kemudian syrarat sehat yaihr unfuk penjaminan 5nng
lebih dari sepertiga hartanya.

Bagian Kedua, Berkenaan dengan orang png berutang.

Disyaratkan agar dia orang yang mampu menyerahkan sesuafu

yang ditanggung baik oleh dirinya sendiri maupun wakilnya.

Apabila dia menanggung utang orang mati yang bangkrut, maka

hukumnya tidak sah, karena orang mati 5rang bangkrut tidak

rn unpu menyerahkan sesuafu yang dijamin baik dengan dirinya

maupun wakilnya, 5raifu ahli waris, mengingat dia telah bangkrut.
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Akan tetapi bila orang yang telah wafat rneninggalkan harta, ma!'.a

penjaminannya sah sesuai kadar harta tersebut- Inilah pendapat

yang benar.

Disyaratkan pula agar orang yang berutang dikenal- Jadi

tidak sah menjamin orang yang tidak dikenal bila penjaminannya

untuk masa mendatang yang disebut Mudhafah. Apabila seseorang

berkata kepada orang lain, "Aku menjamin sesuatu yang engkau

beli kepada masSarakat dengan cara utang (menyicil)," maka

penjaminannya tidak sah. Kasus ini bisa terjadi bila misalnya

seseorang hendak mengajari anaknya berdagang dan berusaha

menarik simpati konsumen yang membeli barangnya, dimana dia

berkata kepadanya, "Juallah kepada pembeli, meskipun dengan

utang (<redit) dan aku yang menjamin apa png engkau jual

tersebut," maka penjaminan ini tidak sah, karena orang-orang

yang dilamin tidak dikenal.

Contoh lainnya adalah bila dia berkata kepadanya, "Apabila

seseorang mug-ghashab hartiamu, maka aku yang

menanggungnln-" Ini disebutkan sebagai penjaminan lang
diganfungkan dengan syarat, dan ini semakna dengan lkfalah

Mudhafah (penjaminan yang disandarkan). Yang dimaksud

disandarkan dan diganfungkan adalah sesuahr yang teriadi di masa

mendatang. lawan dari keduanya adalah penjaminan ]rang

dilakukan se@ra langsung yang terjadi pada saat itu juga. Untuk

penjaminan ini tidak disyaratkan agar orang yang berutang dikenal.

ContohnSra adalah bila seseorang mengatakan kepada orang lain,

'Aku menjamin utang mas5arakat padamu," maka hukumnya sah

dan dia harus membuktikan siapa saia png benrtang, karena

dengan adanln penjaminan tersebut dia berhak meneliti siapa saja

5rang benrtang.

Al Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll Zg



Orang yang berutang tidak disyaratkan harus merdeka,

baligh dan berakal. Dengan demikian maka penjaminan yang
dilakukan anak kecil terhadap harta dan jiwa hukumnya sah, baik
dia sudah mumajryiz atau belum, baik dia diizinkan berdagang atau
tidak. Kemudian bila penjaminan tersebut atas perintah wali, maka
si anak bisa dipaksa unfuk datang bersama orang yang menjamin
dalam penjaminan jiwa, kemudian si penjamin bisa menagih
jaminan pada harta si anak tersebut. Sedangkan bila
penjaminannya tidak atas perintah walinya, tapi atas perintah si

anak, bila dia diizinkan berdagang dan tidak dicegah mengelola

hartanya, maka si penjamin bisa menagih sesuafu Snng ditanggung
pada harta si anak dalam penjaminan harta, dan si anak bisa

dipaksa datang bersamanya dalam penjaminan jiwa. Akan tetapi
bila tidak demikian maka tidak perlu melakukannln.

Baglan Ketiga, Berkenaan dengan orang yang
berpiutang. Diqnratkan agar dia dikenal. Jadi tidak sah seseorang

menanggung (utang) orang yang tidak dikenaln5n. Dia juga harus
berakal, sehingga tidak sah menjamin saat sedang gila. Begitu pula
anak kecil Srang belum berakal, karena orang yang berpiutang tidak
bisa melakukan penjaminan secara sempuma kecuali dengan
meneriman5n, menurut pendapat Sang benar. Jadi dia unjib dari
kalangan orang yang diterima. Penjaminan juga tidak sah bila yang
menerima walinya. Adapun tentang stafus merdeka orang yang
menanggung, maka ini bukan s5amt.

Bagian Keempak Berkenaan dengan sesuafu yang

dijamin baik bempa utang atau harta (barang) atau jiwa. Untuk
sahnya penjaminan dalam utang ada dua s5rarat:
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Pertama: Utangnya sah. Yang dimaksud utang yang sah

adalah utang yang tidak gugur kecuali dengan dibayar atau

dibebaskan oleh orang yang berpiutang dengan memaafkan orang
yang berutang. Berkenaan dengan pembebasan utang, orang yang

berpiutang bisa melakukan sesuafu yang bisa menggugurkan utang
tersebut. Misalnya adalah mahar istri sebelum disetubuhi; ia bisa

gugur bila si perempuan rela bila sang anak (dari calon suami)

menciumn5ra dengan syahwat. Meskipun secara hakekat tidak

membebaskan tapi dengan perbuatan si perempuan tersebut bisa

membebaskannya secara hukum.

Hutang yang sah adalah utang yang tidak gugur kecuali

dengan dibayar atau dibebaskan baik scam hakikat maupun
hukum. Inilah utang yang sah bila dilakukan penjaminan

terhadapnya. Adapun selain ifu, maka tidak sah. Seperti utang
Kitabah, karena orang yang berutang yaifu si budak Mukatabbisa
membatalkan akad Kitabah l<apan saja dia mau. Akan tetapi ada

pengecualiannya yaifu utang yang ditanggung bersama oleh dua
orang, karena meskipun ia mempakan utang yang sah tapi tidak
sah bila salah satu dari keduanln menjaminnla.

Contohn5ra adalah bila seseorang membeli barang dari dua
orang Srang berserikat seharga 20 Pound dengan pembayaran

secara tempo, hukumrya tidak sah bila salah safu dari keduanya

menjamin pembeli dalam harganya, karena bila dia menjaminnya

sementara SyAl<ahrrya masih tetap berlaku dan dia menjamin
separuh lpng merupakan milik bersama, maka dia hanya

menjamin unfuk dirinyra sendiri. Karena setiap bagian yang

diberikan oleh si penanggung atau diberikan oleh orang yang

berutang menjadi bagiannya di dalamnya. Apabila dia
menjaminnSra dalam sebagian milik mitranya tanpa menjadi
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kepemilikan bersama, maka artinya ia mempakan pembagian

utang sebelum diterima, dan ini tidak dibolehkan. Karena arti
pembagian adalah agar masing-masing dari keduanya

mendapatkan bagiannln dan menjaganya, dan ini tidak bisa

terlaksana dalam utang lnng belum diterima, mengingat dia sibuk
dengan menanggflrng orang yang berutang. Ini adalah perkara

Srang bersifat maknawi. Apabila penjamin orang asing, maka
penjaminannS;a sah dengan tetapngra Syirkah. Barangsiapa

membeli barang dari dua pedagang, lalu mendatangkan penjamin
kepada keduanya maka hukumnya sah dan apa lrang diberikan
oleh penjamin satna dengan apa yang diberikan oleh berutang asli.

Akan tetapi ada pengecualian, yaitu nafkah 1nng ditetapkan
dengan pengadilan atau dengan adanya saling ridha (antara kedua
pihak), karena ini bukan utang yang sah mengingat ia bisa gugur

dengan kematian atau thalak. Meski demikian, penjaminan
terhadapnya sah. Adapun bahwa nafkah tersebut gugur dengan
kernatian atau thalak, maka ini terjadi bila diutangkan dengan
perintah hakim. Apabila tidak demikian, maka ia merupakan utang
sah png tidak gugur sama sekali.

Kedua, Utang tersebut bersifat tetap. Maksudnp adalah
bahwa utang tersebut tidak gugur. Apabila seseorang memiliki
piutang pada orang mati yang bangkrut, maka tidak sah

melakukan penjaminan terhadapnlra, karena orang mati lrang
bangkrut utangn5n gugur.

Tidak disyaratkan agar utang tersebut diketahui. Oleh
karena ifu sah melakukan penjaminan pada utang yang tidak
diketahui dan belum diberikan harganya, lalu ada orang yang

menjaminrya.
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Contoh utang yang sah adalah pinjaman dan harga barang

yang dijual dengan akad yang sah. Apabila seseorang membeli

barang pada omng lain dan memberikan harganla, kemudian

temyata akadnya rusak setelah itu, maka orang yang menanggung

boleh memilih apakah akan menarik kernbali apa lnng telah

diberikannya kepada penjual atau menagihnya kepada pernbeli.

Adapun bila akad jual-belinya sah pada waktu penjaminan

lalu ditambahkan syarat yang memsaknya setelah ihr, maka orang

png menjamin bisa menunhrt apa yang telah diberikannya kepada

pembeli saja, sementara pembeli bisa menagihnya kepada penjual.

Perbedaannya adalah bahwa penjual dalam kondisi pertama telah

menerima apa yang menjadi haknya, karena akad waktu

penjaminan telah rusak sehingga si penjamin bisa menagihnSra.

Adapun dalam kondisi kedua, penjual telah menerima apa yang

menjadi haknya, karena akadnya sah dan si penjamin hanya

menagih kepada pernbeli saja dan tidak perlu menagih kepada

penjual.

Adapun berkenaan dengan penjaminan terhadap harta

('Ainl, disyaratkan agar ia dijamin dengan sendiri atau dengan

lainnya, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam definisi

l{afalah. Di antara harta yang dijamin dengan sendirinya adalah

bamng yang dijual dengan penawaran saat dibeli. Apabila

seseorang menawar dagangan yang dijual orang lain lang
harganya telah disebutkan kemudian dia menerimanSa dengan

ketenfuan keluarganya ingin melihatnya terlebih dahulu sebelum

barang tersebut dibeli, maka penjaminan ini sah. Adapun bila

harganya Udak disebutkan maka ia menjadi amanah. Dan tidak sah

menjamin sesuafu yang fldak dijamin seperti barang titipan, harta

Mudhanbah dan harta Syirl<ah, karena harta-harta ini tdak
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dipaksa untuk diserahkan sehingga tidak sah bila dilakukan
penjaminan terhadapnya.

Ada juga bagian lain, yaifu harta yang wajib diserahkan
akan tetapi merupakan amanah, seperti barang pinjaman dan
barang yang diseura oleh orang yang menyeru/a- Penjaminan
terhadapnya hukumnya sah. Akan tetapi bila ia rusak, si penjamin
tidak unjib mengganti dengan yang sanilai dengannya. Apabila
seseorang menyewa binatang funggangan pada orang lain, lalu ada
orang lain yang menjaminnya, kemudian binatang tersebut mati di
tangan orang yang menye\^ra, maka si penjamin tidak wajib
mengganti dengan 5rang senilai. Kemudian, meskipun penjaminan
tidak sah dengan bamng yang sama yang tidak dijamin, akan
tetapi sah menyerahkannya. Apabila seseorang menanggung akan
menyerahkan barang titipan orang lain yang ada pada si fulan
maka hukumnya sah. Contohnya adalah bila dia menanggungnya

akan menyerahkan barang pinjaman yang ada padanya.

Adapun berkenaan dengan penjaminan terhadap jiwa,

disyaratkan agar orangnya bisa diserahkan. Jadi tdak sah
menjamin orang png sedang pergi tanpa diketahui tempaturya,

karena dia fidak bisa menghadirkan dan menyerahkannya.

Contohnya adalah bila seseorang mengeluarkan harta kepada

orang lain unfuk membangun rumah dengan s5rarat orang tersebut

membangunnya sendiri, maka hukumnya fidak sah- Karena
penjaminan orang lnng mengurus pekerjaan sendirian tidak sah,

mengingat kemampuannya tidak sama dengan kemampuan si

penjamin unfuk memaksanya bekerja. Memang benar bahwa
penjaminan terhadap jiwa dimana si penjamin bisa

menghadirkannya saat dibutuhkan hukumnya sah.
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Di antara syarat-syarat yang berkenaan dengan sesuafu

yang dijamin (hutang dan sebagainya) adalah bahwa ia bukan

mempakan Had atau Qishash. Jadi tidak sah melakukan

penjaminan terhadap keduanya karena keduanya tidak mungkin

diserahkan. Yang sah adalah penjaminan orang yang wajib

dihukum Had atau Qishash, yaifu dengan menghadirkannya ketika

telah tetap hukumnya.

Bagian Kelima, Berkenaan dengan shighat Disyaratkan

agar ia tidak digantungkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan

penjaminan. MisalnSn seseorang dengan mengatakan kepada

orang lain, "Aku menanggung utangmu pada si fulan jika furun

hujan atau angin bertiup atau lain sebagainya." Bentuk ucapan

seperti ini tidak sah dijadikan sebagai penjaminan, karena ia

berhubungan dengan syarat yang tidak terealisasi teriadinya,

mengingat hrjuan penjaminan adalah menguatkan, sementara

syarat ini tdak sesuai dengannya. Adapun penjaminan yang

diganhrngkan pada syarat yang sesuai maka hukumngra sah.

Syarat dianggap sesuai dengan penjaminan dengan salah

satu dari tiga hal:

Pertama: Syaratrya merupakan sebab lazimnSn hak.

Misalnya seseorang berkata kepada temannya, "Aku menjamin

unfukmu barang lang dijual bila temlata ia milik selain

penjualnya." Jadi syarat disini yaitu adanya barang yang dijual

bukan milik penjual adalah mentpakan sebab lazimnya hak yang

ddamin, yaitu wajibnya harga bagi penjual atas pembeli.

Contoh lainnya adalah bila seseorang mengatakan kepada

temannya, "Aku menjamin untukmu barang yang dititipkan pada si

fulan bila dia mengingkarinya." Hal ini karena pengingkarannya
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merupakan sebab bagi wajibnya harganya atasn5ra. Berbeda bila

dia mengatakan kepadanya, "Berjalanlah di jalan anu! Jika kamu

dimakan binatang buas maka aku yang menanglungnya," maka

penjaminan ini tidak sah, karena perbuatan binatang buas tidak

bisa dijamin.

Kedua, Ia mempakan sebab yang memudahkan orang

lang menanggung mengambil harta secara penuh dari orang png
berutang asli. Misalnya dengan mengucapkan, "Jika Zaid datang

maka akulah yang menanggung utangnya." Syarat dalam contoh

ini yaitu kedatangan Zaid, merupakan sebab yang memudahkan

orang yang berpiutang mengambil haknp dari omng yang datang,

yang memiliki utang, yaitu Zaid. Dan disyamtkan agar Zaid yang

datang itu merupakan orang yang berutang kepada orang yang

berpiutang, sebagaimana yang telah kami uraikan, atau dia

seoftrng yang melakukan Mudhambah atau orang yang meng-

ghashab atau sejenisnya. Adapun bila dia merupakan orang lain,

misalnya dengan berkata, "Aku menjamin utangmu pada Zaid bila

Aryr pulang dari perjalanannya," maka hukumnya tidak Sfr,
karena Amr yang merupakan orang lain bukan orang yang

berutang dan tidak ada kaitann5a dengan utang, sehingga tidak

sah mengganfungkannya dengan kedatangannya.

Ketiga, Ia merupakan sebab yang menyulitkan

pengambilan hak secara penuh. Misalnya seseorang berkata, "Jika

Zard pergi dari negeri ini maka akulah yang menanggungnya."

Syarat yang disebutkan yaitu kepergian Zaid mempakan sebab

utang tersebut tidak bisa diambil. Hukumnya sah menjamin

dengan benfuk seperti ini.
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Contoh lainnya adalah bila seseorang mengatakan kepada

temannla (misalnya), "Aku menjamin utangmu pada si fulan bila

dia mati tanpa meninggalkan apapun," dan lain sebagainya-

Kesimpulannya adalah bahwa mengganfungkan

penjaminan tersebut, sampai jangka waktu yang tidak diketahui

tapi sangat parah. Misalnya dengan berkata, "Aku menjamin

unfukmu diri Zaid saat angin bertiup atau saat furun hujan." Dalam

kondisi seperti ni Kafalah berlaku dan jangka batal.

Adapun bila jangka waktunya tidak diketahui tapi terlalu

parah, misalnya dengan berkata, "Aku menjamin Zaid unfukmu

sampai \ taktu panen atau sampai musim Nairu/ dan lain

sebagainya, maka hukumnya sah, penjaminannya berlaku dan

jangka waktunya juga berlaku.

Adapun bila jangka waktu penjaminan ditenfukan sampai

waktu tertenfu, misalnya dengan berkata, 'Aku menjamin Zaid

unfukmu atau utangmu pada Zaid sejak saat ini sampai safu

bulan," maka dia telah menjamin selama safu bulan, tanpa

diperselisihkan laE. Adapun bila dia berkata, "Akrul menjaminmu

safu bulan," tanpa menyebutkan dari dan sampai kapan, maka

para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama

berkata, "Dia senantiasa menjamin." Sebagian lainnSn berkata,

"Dia hanya menjamin selama waktu yang disebutkannp dan tidak

menjamin setelah ifu-" Adapun bila dia berkata, "Aku menjamin

sampai safu bulan saja" tanpa menyebutkan "sejak," maka para

ulama juga berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan

bahwa hukumnya seperti yang pertama, sementara sebagian

lainnya mengatakan bahwa hukumnya seperti yang kedua.
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Intinya adalah bahwa shighat Kafatah (penjaminan)

disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Apabila menurut tradisi
ucapan tersebut tidak dimaksudkan kecuali untuk menangguhkan
I{afalah dengan jangka waktu yang diketahui, maka hukumnya
berlaku demikian. Tidak ada bedanya apakah dengan menyebut
kata "Sejak" dan "Hingga" atau tidak menyebut kata-kata tersebut.
Seandainya seseoftrng berkata, "Aku menangslungmu selama safu
bulan," maka dia menanggungnya selama masa tersebut saja dan
tidak perlu menanggungnya setelah itu kecuali bila ada korelasi
yang bertentangan dengan tradisi tersebut, lalu ditempkan
demikian.

Sebagaimana penjaminan tidak sah bila digantungkan
dengan syarat yang tidak sesuai, maka membebaskan diri darinya
juga tidak sah bila diganfungkan dengan syarat yang tidak sesuai.
Apabila orang yang berpiutang mengatakan kepada omng yang
menanggung utang, "Apabila tiba esok hari maka engkau bebas

dari utang tersebut," maka pembebasan ini tdak sah dan orang
yang berpiutang tetap hams menagih utang tersebut kepadanya (si

penjamin) sebagaimana sebelumnya.

Yang dimaksud syarat yang tidak sesuai adalah setiap
syarat yang tidak bermanfaat apapun bagi orang yang berpiutang
sebagaimana yang telah kami jelaskan. Begitu pula perkataan,
"Kalau kamu masuk nemka maka engkau bebas dari penjaminan
tersebut," dan perkataan-perkataan lahnya yang syamt-syaratnya
tidak sesuai dengan kebiasaan. Adapun syarat-syarat 5rang sesuai

dengan kebiasaan yang bisa diambil manfaatrya oleh orang yang
berpiutang, maka hukumnya sah bila mengganfungkan
pembebasan penjaminan tersebut dengannya. Seperti perkataan,
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"Apabila kamu mernbayar sebagian utang tersebut kepadaku,

maka engkau bebas dari penjaminan yang tersisa."

Asy-Syirazi ag berkata: Pasal' Apabila seseor.rng

menjual barang dengan syarat harganya akan dijamin
oleh seseorang, maka hukumnya tidak dibolehkan
sampai si penjamin menenfukannya- Karena fujuannSn
berbeda sesuai dengan perbedaan orang yang
menjamin- Sebagaimana ia juga berbeda sesuai dengan
perbedaan barang yang digadaikan dengan jaminannya.
Apabila dia mensyaratkan agar barang tersebut dijamin
oleh orang yang bisa dipercaya, maka hukumnya tidak
dibolehkan sampai dia menenfukannya, karena orang
yang bisa dipercaya juga berbeda-beda tingkatannya.
Apabila dia fidak bisa melaksanakan apa yang
disyaratkan berupa penjaminDg?, maka penjual boleh
memilih, karena dia masuk dalam akad dengan syarat
sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, tapi belum
menerima syarat tersebut sehingga berlaku baginya
unfuk memilih, seperti halnya bila dia mensyaratkan
unfuknya jaminan dan tidak melaksanakan jqminannya.

Apabila dia mensyaratkan agar ada dua saksi
yang menyaksikannya, maka hukumnya dibolehkan
tanpa menenfukan, karena fujuannya fidak berbeda
dengan adangra perbedaan pada saksi- Apabila dia
menenhrkan dua saksi, maka keduanya boleh diganti
dengan yang lain? Dalam hal ini ada dua pendapat
fuqaha Syafi'17yah:
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Pertama, tidak boleh, sebagaimana tidak
dibolehkan dalam penjaminan;

Kedua, boleh, karena tujuannya tidak berbeda-

Penjelasan Hukum-Hukum, Apabila seseorang menjual

sesuafu kepada orang lain dengan harga dalam tanggungannya

dengan syarat ada orang tertenfu yang menjamin harganya, maka

penjualan dan syaratrya sah, karena kondisi memang

membufuhkan syarat omng yang menjamin dalam akad jual-beli,

mengingat dia masuk dalam jual-beli dengan syarat tersebut.

Apabila pembeli tidak melaksanakan sSnratnyia, maka penjual

boleh memilih. Sedangkan bila pembeli mendatangkan penjamin

yang tidak ditentukan, maka penjual tidak wajib menerimanya dan

tetap boleh memilih, meskipun penjamin yang dibawa pembeli

lebih kuat dari penjamin yang ditenfukan, karena bisa saja ada

tujuan tertentu dalam penjaminannya yang ditenfukan. Apabila dia

mensyaratkan dalam jual-beli agar ada orang yang menjamin

harganya bersamanya maka syarat tersebut tidak sah dan jual-

belinya batal, karena orang yang bisa dipercaya ifu berbeda-beda.

Apabila syaratrya fidak diketahui maka jual-belinya batal.

Cabang, Apabila seseorang menjual bamng dagangan

kepada orang lain dengan harga tertentu dengan syarat ada dua

saksi yang menyaksikannya, maka hukumnya dibolehkan tanpa

penenfuan. Apabila dia harus mendatangkan dua saksi tertenfu lalu

dia mendatangkan dua saksi yang adil tapi tidak tertenfu, maka

hak memilih pihak lainnya gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat

fuqaha Syafi'iyyah:
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Pertama: Pihak lain tidak wajib menerimanya. Dia boleh

memilih apakah akan membatalkan jual-beli sebagaimana yang

telah kami katakan berkenaan dengan penjamin tertentu-

Kedua, Dia wajib menerimanya dan tidak ada pilihan

baginya, karena tidak ada tujuan baginya dalam saksi-saksi yang

ditentukan tersebut bila keduanya merupakan orang yang adil.

Oleh karena itulah kami katakan, "Berkenaan dengan

orang yang menanggung, disyaratkan dia harus ditenfukan.

Sedangkan untuk saksi, boleh mensyaratkan dua saksi adil

meskipun tidak ditentukan. Adapun pendapat yang berlaku dalam

ma&hab kami adalah bahwa syarat yang berkenaan dengan saksi

ini hukumnya sah menjadi pegangan bagi masing-masing dari dua

orang yang bertransaksi jual-beli, dan masing-masing dari

keduanya boleh memilih apabila mensyaratkan demikian kepada

yang lainnya, sementara pihak lainnya tidak melaksanakannya. Hal

ini karena penjual memiliki fujuan dalam menguatkan dengan

kesaksian, karena khawatir barang yang dijual akan dimilikinya

sehingga dia bisa menagih harganya kepada penjual."

Asy-Syirazi aU berkata' Pasal, Sah melakukan
peniaminan semua utang yang bersifat lazim, seperti
harga, upah, kompensasi pinjaman, utang jual-beli
dengan pembayaran langsung tapi barangnya
belakangan, diyat Jinayah dan jaminan barang yang
rusak, karena ia merupakan pegangan unfuk
mendapatkan hak dengan penuh- Jadi hukumnya sah
dalam setiap utang yang lazim, seperti gadai- Adapun
utang yang tidak lazim seperti utang Kitabah, maka
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tidak sah melakukan penjaminan terhadapnSra, karena

budak Mukatab tidak wajib membayarnln sehingga
tidak wajib dijamin. Disamping itu penjaminan

bertujuan menguatkan utang, sedang utang Kitabah rnt
tidak mungkin dikuatkan karena si budak tidak bisa
menggugurkannya bila dia mau, oleh karena tidak ada

artinlra bila ia dijamin. Sedangkan berkenaan dengan
harta Ji'alah dan harganya, selama masr memilih
(Khipt ada tiga pendapat fuqaha Slnf iyyah:

Pertama, penjaminannya tidak sah, karena ia
merupakan utang yang tidak lazim sehingga fidak sah

dijamin, seperti utang Kitabah.

Kedua, utangnya sah, karena ia bisa menjadi
lazim sehingga penjaminannya sah.

Ketiga, penjaminan harga selama masa memilih,
hukumnya sah, akan tetapi tidak sah menjamin harta
Ji'alah, karena akad jual-beli bisa kembali meniadi
lazim, sementara akad Ji'alah tidak bisa menjadi lazim
seketika. Adapun harta yang diqlaratkan dalam lomba
lari dan lomba memanah, dalam hal ini ada dua
pendapat. Pertama, ia seperti ljarah sehingga sah

melakukan penjaminan terhadapnya. Kedua, ia seperti
Ji'alah sehingga berkenaan dengan penjaminannya ada

dua pendapat fuqaha Syafi'i5ryah.

Penjelasan Hukurn'

Para sahabat kami berkata, "Hak-hak ada empat macam:
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Pertama; hak yang lazim seperti harga (pembayaran)

dalam tanggungan setelah diterimanya barang yang dijual, upah
dalam tanggungan setelah selesainya ljarah, harta upah setelah

selesainya Ji'alah, mahar setelah bersefubuh atau separuhnya

setelah akad sebelum bersetubuh, kompensansi Qardh, benda
yang senilai dengan benda yang dirusak. Semuanya sah dijamin
karena ia merupakan utang yang lazim lagi tetap.

Kedua; Utang yang lazim tapi tidak tetap, seperti mahar
sebelum bersetubuh, harga barang yang dijual sebelum dijual, upah
sebelum ljamh selesai, dan utang jual-beli Salan. Semuanya sah

dijamin- Akan tetapi menurut Ahmad bin Hanbal dalam satu dari
dua riwayat menyatakan bahwa penjaminan seorang muslim
terhadapnya tidak sah, karena ia akan menyebabkan barang yang

diterima diambil secara penuh dari barang yang seharusnya tidak
diterima, jadi ia seperti Hiwnlah. Adapun dalil yang kami jadikan

acuan adalah bahwa ia merupakan utang yang lazim sehingga sah

di;amin, seperti mahar sebelum terjadi persetubuhan.

Ketiga; Utang yang tidak lazim dan tidak bisa menjadi
lazim, yaifu utang Kitabah. Tidak sah menjamin utang ini, karena

budak Mul<ahb tidak bisa menggugurkannya dengan alasan dirinya
lemah. Oleh karena ifu tidak sah menjaminnya. Disamping
tanggungan orang yang menanggung ifu merupakan cabang dari
tanggungan orang yang ditanggung. Apabila asalnya tidak lazim,

maka cabangnya juga tidak lazim, mengingat salah safu hukum
penjaminan adalah ia harus bersifat lazim. Akan tetapi bila budak

Mukatab memiliki utang pada orang lain, maka penjaminannya

sah, karena ia mempakan utang yang lazim atasnya.
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Sedangkan bila dia memiliki utang pada majikannya selain

utang Kitabah (cicilan unhrk memerdekakan dirinya), apakah sah

penjaminannya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha

Syaf i54Tah:

Pertama, penjaminannya sah, karena dia dipaksa unfuk

membalamya.

Kedua, fidak sah penjaminannya, karena terkadang dia

tidak bisa memba5nmya sehingga tanggungan tersebut gugur- Al

Imrani mengatakan: Asal dari keduanya adalah dua pendapat

fuqaha Syafii5ryah berkenaan dengan kasus apakah utang

senantiasa tetap dalam tanggungannya terhadap majikannya

setelah menjadi miliknya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha

syafi'i}yah. Apabila kami katakan bahwa ia senantiasa tetap, maka

penjaminannya sah. Sedangkan bila kami katakan bahwa ia tidak

senantiasa tetap maka penjaminannya tidak sah'

Keempaf; utang 5ang tidak lazim akan tetapi bisa menjadi

lazim, yaifu harta Ji'atah sebelum pekerjaan dilakukan. Misalnya

seseorang berkata, "Barangsiapa mengembalikan untaku yang

hilang, maka dia akan mendapat upah sahr Dinar." Akan tetapi

bila ada orang lain yang menjaminnya sebelum unta tersebut

kembali, apakah hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat

fuqaha Syafi'ryph'

Perbma,hukumnp sah, berdasarkan firman Allah &'
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"Penyeru-penyent ifu berkata, Kami kehikngan piala raja,

dan siapa yang dapat mengem akan memperoleh bahan

makanan (sebemt) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'."
(Qs. Yuusuf lLZl:72],.

Dalam alrat ini penjaminan yang dilakukan penyem

terhadap harta Ji'alah dan hadiah seberat beban unta adalah

sesuatu diketahui jelas.

Kedua, tidak sah, karena ia merupakan utang yang tidak
lazim sehingga tidak sah dijamin, sebagaimana harta Kitabah. Ada
pula ulama yang berkata, "Penyeru tidak menjaminnya, akan

tetapi han5ra memberitahukan tentang raja yang akan memberi
upah seberat beban unta kepada orang yang bisa mengembalikan
piala raja, dan bahwasanya sang rajalah yang berkata, 'Dan aku

menjamin terhadapnya' - "

Adapun penjaminan terhadap harga barang yang dijual

dalam masa memilih, sahabat-sahabat kami berselisih pendapat

dalam hal ini- Di antara mereka ada yang berkata, "Ada dua
pendapat fuqaha Syafi'iyyah dalam masalah ini seperti pendapat

mereka dalam harta Jihlah sebelum pekerjaan dilakukan." Ada
pula yang mengatakan, penjaminann5a sah karena bisa menjadi
lazim. Demikianlah menurut satu pendapat. Disamping itu
harganya telah menjadi lazim. Dia memang boleh
menggugurkannya karena utang tersebut lazim lagi tetap, jadi ia
seperti mahar sebelum terjadi persetubuhan. Adapun sebelum

dilakukan pekerjaan, apabila orang yang mengeluarkan unfuk
salah safu dari keduanya atau orang lain, apakah penjaminannya

sah?
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Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah, seperti

harta Jiblah -meskipun harta untuk hadiah lomba dari salah satu

dari keduanya dan antara keduanya ada Muhallilnya-. Apabila

kami katakan bahwa ia seperti liarah, maka penjaminannya sah,

seperti penjaminan upah sebelurn habisnya masa liarah.

Sedangkan bila kami katakan bahwa ia seperti Jiblah, maka

tentang penjaminan harta unfuk kduanya atau salah safunya ada

dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah, seperti halnya yang berlaku

dalam harta Jiblah.

Cabangr Adapun berkenaan dengan diwt Jinayah (harta

tebusan karena tindak kejahatan), apabila benfuknya Dirham atau

Dinar, misalnya seseorcmg berbuat kriminal terhadap seorang

budak atau ada unta yang hilang, atau kami katakan bahwa dipt'
nya wajib dengan 1000 Mtsqal atau 12.000 Dirham, maka

penjaminannSa sah. Sdangkan bila yang wajib berupa unta,

apakah wajib menjaminnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah

berdasarkan dua pendapat imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan

menjualnSa.

Cabang, Adapun berkenaan dengan penjaminan nafkah

isti, apabila seseorang menjaminnya selama beberapa saat dan

telah berlalu, maka hukumnya sah, karena ia merupakan utang

yang bersifat lazim lagi tetap, jadi ia seperti mahar setelah terjadi

persefubuhan. Sedangkan bila dia menjamin nafkahnya pada hari

gilirannya, maka hukumnya juga sah, karena ia merupakan utang

yang lazim sehingga sah dijamin. Adapun bila ia tidak tetap,
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seperti penjaminan terhadap mahar sebelum terjadi persefubuhan,

maka hukumnya tidak sah. Adapun bila seseorang menjaminnya
unfuk masa mendatang yang diketahui jelas, apakah hukumnya
sah? Dalam hal ini ada dua pendapat imam AsySyafi'i
berdasarkan ketenfuan bahwa nafkah menjadi wajib, karena
adanya akad atau karena adan5a akad dan kemampuan
bersefubuh.

Dalam pendapat lamanya (Qaul Qadinl beliau (Asy-Syafi'i)

berkata, "la menjadi wajib karena adanya akad dan harus dibayar
secara penuh selama satu hari dan seterusnya-" Berdasarkan hal
ini maka sah menjamin nafkah unfuk beberapa waktu yang

diketahui. Akan tetapi tidak perlu menjamin kecuali untuk
nafkahnya orang miskin, meskipun setr,raktu terjadi penjaminan,

suami dalam keadaan kaya- Hal ini karena nafkah orang miskin
bersifat pasti, sedangkan yang lebih dari itu diragukan. Sedangkan
dalam pendapat barunya (Qaul Jadid beliau berkata, "Nafkah tidak
wajib kecuali karena adanya akad dan kemampuan bersefubuh.
Berdasarkan hal ini maka tidak sah menjamin nafkah untuk masa
yrang akan datang-"

Masalah ini telah diuraikan dalam cabang permasalahan

tentang rukun-rukun Dhaman dalam masalah kedua dari masalah-

masalah rukun keempat yang dikutip dari Raudhatuth Thalibin
karya imam An-Nawawi *S.

Asy-Syirazi as berkata, Pasal, Tidak boleh
meniamin sesuafu yang tidak diketahui, karena
penjaminan merupakan penetapan harta dalam
tanggungan dengan akad terhadap manusia, sehingga
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ia tidak dibolehkan bila tidak diketahui, seperti harga
dalam jual-beli. Sedangkan berkenaan dengan unta
diWt ada dua pendapat fuqaha S5;afi'iglah:

Pertama; Tidak boleh menjaminnya, karena ia
tidak diketahui warna dan sifatn5Ta.

Kedua; boleh menjaminnya, karena ia diketahui
umur dan jumlahDgo, sementara untuk wama dan sifat
disesuaikan dengan tradisi yang berlaku-

Pasal: Tidak sah menjamin sesuafu lnng fidak
wajib. Misalnya dengan berkata, 'Apabila kamu
melakukan utang-piutang dengan si fulan maka akulah
yang menjaminmu.' Hal ini karena peniaminan
mempakan penetapan hak sehingga ia fidak
mendahului hak tersebut, seperti kesaksian.

Penielasan Hulnrm, Tidak sah menjamin harta png
tidak diketahui dan harta yang tidak wajib. Abu Al Abbas Ibnu

Surarj berkata, "lni adalah pendapat imam Asy-Syafi'i yang lama

(Qaul Qadim)." Dia berkata, "Sah hukumnya menjamin nafkah isbi

unhrk masa !,ang akan datang, sedangkan ini (kasus larn)

mempakan penjaminan sesuafu yang tidak wajib dan penjaminan

sesuafu yang tidak diketahui." Ini adalah metode ulama Khurasan

bahwa ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Sahabat-sahabat kami

berselisih pendapat dalam masalah ini. Mereka mengatakan tidak

sah, dan ini merupakan satu pendapat saja. Mengenai perkataan

Asy-Syafi'i *S dalam pendapat lamanln bahwa sah menjamin
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nafkah isti unfuk masa 5ang akan datang, maka dia hanya
membolehkannya disebabkan nafkah itu wajib karena adanya
akad, sedang dia telah menjamin sesuatu Snng wajib baginya. Dan
tidak ada png sah darinya kecuali penjaminan sesuatu yang

diukur, tapi tidak majhul."

Adapun dalil kami bahwa tidak sah menjaminnya adalah,
bahwa penjaminan merupakan penetapan harta dalam tanggungan
dengan adanya akad png lazim sehingga tidak sah bila yang

ditanggung itu Udak diketahui dan tidak tetap, seperti harga dalam
jual$eli dan mahar dalam pernikahan. Jadi perkataan kami
"Dalam tanggungan" adalah pengecualian dari oftmg lang meng-
ghashab sesuafu yang tidak diketahui. Sedangkan perkataan kami
"Dengan adanya akad" adalah pengecualian dari oftrng yang

merusak harta dan barang orang lain atau menyehrbuhi
perempuan dengan akad Sang msak, karena yang ini berlaku
dalam tanggungannSn meskipun nilainya tidak diketahui.

Cabang, Dalam Al lbanah dikatakan, bahwa apabila
seseorang tidak mengetahui nilai utang tapi dia berkata, "Aku
menjamin utangmu dari 1 Dirham sampai 10 Dirtnm," sementara
kami mengatakan bahwa tidak sah menjamin sesuafu png tidak
diketahui, apakah penjaminan tersebut sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat imam AsySyafi'i:
Pendapat yang paling terkenal adalah bahwa hukumnya sah,

karena jumlah yang dijamin ifu diketahui. Sedangkan menumt
pendapat kedua yang lebih dekat dengan qilns flebih tepat) adalah
bahwa hukumnya tidak sah, karena ukuran hak tersebut tidak
diketahui.
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Cabang, Adapun bila seorang laki-laki mengatakan

kepada orang lain, "Aku menjamin apa yang engkau berikan

kepada wakilku dan apa yang dia ambil darimu," maka hukumnya
menjadi lazim, tidak dari sisi penjaminan, tapi dari sisi mewakilkan
tersebut, karena wakil ifu merupakan representasi dari orang yang

mewakilkan.

Asy-Syirazi au berkata, Pasal' Tidak boleh
menggantungkan penjaminan dengan slrarat, karena ia
merupakan penetapan harta anak Adam dengan akad,
sehingga tidak boleh digantungkan dengan syarat,
seperti jual-beli. Apabila seseor.rng berkata,'Buanglah
barang-barangmu ke laut dan akulah yang akan
menanggungnya," maka hukumnya sah- Apabila dia
telah membuangtrga, maka penjamin wajib
melalsanakan apa yang dijaminnya, karena dia
menlmruh merusak dengan kompensasi unfuk fujuan
!/ang benar- Ucapan ini mirip dengan perkataan
'Ceraikan istrimu atau merdekakan budakmu seharga
1000 Dirham!" Apabila dia berkata, 'Juallah budakmu
kepada Zarid dengan harga 500 Drham dan aku yang
akan menanggung uang 500 Dirham !/ang lain,' lalu
oftrng yang disuruh menjualnln, maka dalam hal ini ada
dua pendapat fuqaha Syafi'ignh:

Pertama; Jual belinya sah dan dia berhak
menerima gantinya, karena harta tersebut diberikan
sebagai ganti dari penghilangan kepemilikan sehingga
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mirip dengan perkataan, 'Ceraikan istrimu atau
merdekakan budakmu dengan harga 1000 Dirham!"

Kedua; Hukumnya tidak sah, karena ia
merupakan penyerahan harta unfuk fujuan yang tidak
benar sehingga fidak dibolehkan. Hal ini berbeda
dengan sesuafu yang diberikan dalam perceraian dan
pembebasan budak, karena ia merupakan penyerahan
harta unfuk fujuan yang benar yaifu melepaskan
perempuan dari suaminya dan melepaskan budak dari
majikannya.

Penjelasan Hukum,

Tidak sah mengganfungkan penjaminan dengan syarat,

misalnya dengan mengatakan "Apabila datang awal bulan aku

akan menjamin utangmu pada si fulan." Akan tetapi Al Mas'udi
meriwayatkan dari Abu Hanifah bahun dia berkata, "Hukumnya

sah."

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa

penjaminan menrpakan penetapan harta anak Adam dengan akad

sehingga tidak sah menggantungkannya dengan syamt, seperti
jual-beli.

Adapun perkataan "Anak Adam" adalah pengecualian dari

nadzar, sebagaimana lrang telah diuraikan pada pembahasan

sebelumnya. Sdangkan perkataan "Dengan akad" adalah
pengecualian dari wajibnya memberikan nafkah kepada kerabat

dan istri yang digantungkan dengan syarat.
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Cabangr Apabila seseorang mengatakan kepada orang

lain di laut saat ombak besar dan takut tenggelam, "Buanglah

barang-barangmu ke laut dan aku yang akan menanggungnya!"

lalu orang tersebut membuangnya, maka omng yang meminta

wajib menang[lungnya. Akan tetapi menumt Abu Tsaur hukumnya

tidak sah menjamin sesuatu yang tidak wajib.

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa orang

tersebut menyrruh merusak kepemilikan unfuk tujuan yang benar

sehingga hukumnya sah. Seperti halnya bila seseorang

mengatakan, "Ceraikan istrimu dan aku akan menanggung 100

Dirham!" dengan fujuan benar unfuk melenyapkan konflik atau

menolak bahaya, maka hukumnya sah. Begifu pula bila seseorang

berkata, "Merdekakan budakmu dan aku yang menangflung 100

Dirham!" maka fujuannya adalah benar, karena dengan

penjaminan tersebut seorang manusia bisa dibebaskan dari

perbudakan, dan ini juga mempakan bentuk ibadah kepada Allah

dan impelementasi salah safu dari fujuan sSnriat yang mulia.

Apabila seorang laki-laki berkata, "Juallah budakmu kepada

7-aid seharga 1000 Dirham dan aku lrang menanggung 500

Dirham!" lalu orang yang disuruh menjualnya, maka menurut Ash-

Shaidalani, apabila perkataan ini diucapkan dalam akad apakah

akadnya sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat Abu Al Abbas bin Suraij:

Pertama; sah melakukan jual-beli dan penjual berhak

mendapatkan 500 Dirham dari pembeli dan orang yang meminta
juga berhak mendapatkan 500 Dirham. Hal ini karena harta

tersebut diserahkan sebagai kompensasi dari hilangrun

kepemilikan sehingga hukumnyn sah.
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Kedua; hukumnya tidak sah dan orang yang menyerahkan

tidak berhak atas apapun, karena seluruh harga menjadi wajib atas

pembeli. Apabila dia mensyaratkan sebagiannya pada orang lain,

maka hukumnya tidak sah.

Apabila seseorang berkata, "Juallah mobilmu kepada si

fulan dan aku akan menanggung 1000 Dirham bila dia

mengizinkan 500 Dirham!" maka hukumnya dibolehkan. Akan
tetapi harus dilihat dulu, apabila dia menjamin sebelum barangnya

dijual, maka tidak wajib baginya, karena dia menjamin sebelum

wajib. Sedangkan bila dia menjaminnya setelah dijual, maka
hukumnya menjadi wajib atasnya.

AqlSyirazi e berkata: PasaL Dibolehkan
menangfJung utang yang harus dibayar kontan sampai
jangka waktu tertenfu, karena ini merupakan perbuatan
baik dan hukumnya disesuaikan menunrt kondisi- Lalu
apakah boleh menanggung utang yang ditangguhkan
secara langsung?

Dalam hd ini ada dua pendapat fuqaha
S!7afi'iyyah:

Pertama; boleh, sebagaimana dibolehkan
menanggung harta yang ditangguhkan-

Kedua; fidak boleh, karena penjaminan ifu
merupakan cabang dari sesuafu yang ditanggr,rng,
sehingga fidak boleh bila cabang disegerakan sementara
yang pokok ditangguhkan.
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Penjelasan Hukum: Apabila seseorang memiliki utang

pada orang lain yang harus dibayar kontan, lalu ada seseorang

yang menangguhnya sampai jangka waktu tertenfu, maka

hukumnya sah dan ia harus disegerakan oleh omng yang berutang,

sementara orang yang menanggung boleh menangguhkannya,

karena penjaminan mempakan perbuatan baik dan harus sesuai

syaratnya. Begitu pula bila utangnya dibayar tempo sampai safu

bulan, lalu ada orang yang menanggungn!/a sampai dua bulan,

maka utang tersebut ditangguhkan selama satu bulan bagi orang
yang berutang, sementara unfuk orang yang menanggung

ditangguhkan sampai dua bulan. Apabila dikatakan, "Kalian

memiliki utang kontan yang tidak ditangguhkan, maka bagaimana

bisa ia ditangguhkan atas orang yang menanggung?" Jawabannya

adalah, bahwa utang tersebut tidak tetap atas penjamin secara

kontan, tapi yang berlaku baEnya adalah pembayaran dengan cara

tempo, kemudian sejak awal utang tersebut memang ditangguhkan
pembayarannya.

Adapun bila seseorang memiliki utang yang harus dibayar

secara tempo, Ialu ada omng yang menjamin akan membayamya

secam kontan, atau ia ditangguhkan pembayarannya atas orang
yang berutang sampai dua bulan, lalu ada orang yang

menjaminnya dengan pembayaran secara tempo sampai tiga

bulan, maka dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'lyah
yang diriwayatkan oleh Al Muhamili dan hnu Ash-Shabbagh:

Pertama: Penjaminannya sah dan penjamin wajib

mernbaSamya se@ra langsung, akan tetapi omng yang berutang

tidak r,rnjib memba5nmya secara langsung, karena si penjamin

menjamin utang dengan akad, sehingga sesuai perjanjian yang
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dibuat, seperti halnya bila dia menjamin utang yang harus dibayar

kontan secara tempo fterjangka).

Kedua; Penjaminannya tidak sah, karena orang yang

menjamin merupakan cabang dari omng yang berutang sehingga

tidak boleh bila yang hanya dituntut orang lnng menjamin,.

sementara orang yang berutang tidak.

Ketiga; Penjaminannya sah, akan tetapi tdak wajib
menyegerakannla sebagaimana asalnya (pokoknya).

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seseorang

menanggung utang yang kontan secara tempo, lalu dia wafat,

maka utang tersebut tetap berlaku baginya dan pembayarannya

harus diambil dari harta peninggalannya, dan ahli warisnya tidak
perlu menagih kepada orang yang berutang sampai batas

wakhrnya habis. Akan tetapi menurut Zutar, mereka harus

menagihnya dalam utang yang dibayar kontan, karena si penjamin

menggabungkannya dengan orang yang berutang dan dia (orang

yang berutang) telah mengetahui bahwa penjaminan tersebut

berakhir dengan kematiannya.

Adapun argumentasi kami adalah bahwa orang yang

berutang tidak mengizinkan panjaminan tersebut kecuali dengan

pembayaran sampai jangka waktu tertentu, sehingga dengan

demikian, maka dia tidak boleh difuntut unfuk membayamya

secara kontan. Apabila orang yang berutang wafat, dan jika orang

Srang berpiutang memilih menagih utang tersebut pada orang yang

menjaminnya, maka dia tidak boleh menagihnya sebelum batas

waktunya habis. Apabila dia memilih menagihnya dari harta

peninggalan orang yang bemtang, maka harus dengan
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pembayaran kontan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad

dan para sahabatnya-

AsfSyirazi db berkata: Pasal: Dalam penjaminan

(Dhamanl tidak berlaku Khi5nr (memilih), karena Khi5Tar

ifu unfuk mencegah terjadinya penipuan dan mencari
kepuasan (dalam memilih kualitas), sementara oremg

yang menjamin itu masuk dalam akad dengan penuh

ketelitian bahwa dia ditipu dan tidak memiliki bagian
dalam akad tersebut. Oleh karena ifulah dikatakan
bahwa penjaminan ifu awalnya penyesalan, tengahnya
celaan dan akhimya penanggungan-

Penjelasan: Redaksi "Penjaminan itu awalnlta-..,"

merupakan perkataan ]Iang menggambarkan manusia yang

sengsara disebabkan banfuan dan pertolongan yang dilakukannya

kepada orang yang tidak bisa membayar utangnya. Perkataan ini

pada dasamya tidak benar.

Hukum-Hukum'

Dalam penjaminan tidak boleh ada syarat l{hiyar(memilih).

Apabila ada s5rarat demikian, maka hukumnya batal. Hal ini karena

I{h\pr ihr berhrjuan unhrk mencari bagian (agar puas dalam

bertransaksi), sementara orang 5ang menjamin telah mengetahui

bahwa dia ditpu bukan dari segi harta, tapi dari segi pahala. Oleh

karena itulah dikatakan "penjaminan ifu aunlnlp penyesalan,

tengahnlra celaan dan akhimya p€nanggungan." Apabila telah jelas
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bahwa tidak ada syarat l{hiyar di dalamnya, maka kami katakan

bahwa Dhatnan adalah akad yang tidak memillh l{hiyar syamt di
dalamnya sehingga bila ada, maka hukumnya batal, seperti Sharf
dan Salarn-

Cabang, Pendapat para ulama berkenaan dengan masalah

ini:

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Dhaman dan

Kafalah tidak ada KhQ^n karena Khilnr itu bertujuan untuk

mengetahui bagian, sementara orang yang menjamin dan

menanggung ifu mengetahui bahwa dia tidak memiliki bagian di
dalamnya. Disamping itu ia adalah akad yang tidak membutuhkan
penerimaan {qabullsehingga tidak ada l{hiWr di dalamnya, seperti

nadzar. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad.

Dalam Al Mnghni dikatakan, "Sejauh yang kami ketahui tidak ada

seorang pun dari para ulama yang memperselisihkannya -" Wallahu

A'lam

Aslr-Syirazi *lu berkata: Pasal' Penjaminan menjadi
batal bila syarat-sgraratnln rusak, karena ia merupakan
akad yang bisa batal bila hartanya tidak diketahui. Jadi
ia batal bila syaratnya rusak, seperti jual-beli- Apabila
seseorang menslnratkan penjaminan yang rusak dalam
akad jual-beli, apakah jual-belinya batal?

Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi'i,
seperti dua pendapat dalarn gadai lrang rusak bila
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disyaratkan dalam jual-beli. Kami telah menjelaskan dua
pendapat tersebut dalam pembahasan gadai.

Penjelasan Hukum'

Penjaminan hukumnya batal karena syarat-syarafurla rusak,

karena ia mempakan akad yang bisa menjadi batal bila hartanya

tidak diketahui, sehingga hukumnya juga batalbila syarat-syaratnya

rusak, seperti jual-beli. Ini juga merupakan pengecualian dari

wasiat. Apabila seseorang berkata, 'Aku menjual mobilku

kepadamu seharga 1000 Dirham dengan ketentuan si fulan

menanggung pembayarannya kepadamu dan dia boleh memilih,"

maka syarat ini msak sehingga membuat penjaminannya ikut

rusak. Lalu apakah jual-beli juga menjadi rusak (tidak sah) bila ada

persSnratan demikian?

Dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-Spfi'i seperti

dua pendapat tentang orang yang mensyaratkan gadai 5ang rusak

dalam jual-beli. Masalah ini telah diuraikan dalam pembahasan

gadai.

Asy-Syirazi ** berkata: Pasal, Penjaminan utang
menjadi wajib atas orang yang menjamin, akan tetapi
utang tersebut fidak gugur dari orang yang berutang (A/
Madhmun 'Anhdr. Dalilngn adalah hadits riwaSTat

Jabir d&, dia berkata,
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'Seorang laki{aki dari kami wafat, Ialu kami
mendatangi Nabi $ agar beliau menshalatinlra. Maka
beliau pun melangkah satu langkah lalu bertangn,
'Apalnh ma5nt ini puntn utang?'Kami menjauab, 'Dua
Dinar'. [-alu utang tersebut ditanggrrng oleh Abu
Qatadatr. Kemudian sehari hari setelah itu Nabi g
bertan5Ta (kepada Abu Qatadah), 'Elagaimana dengan 2
Dinar ifu?' Abu Qatadah menjawab, 'Dia baru saja
wafat kemarin'- Pada esok hariryTa Nabi $ mengulangi
lagi pertanyaan tersebut, lalu Abu Qatadah menjawab,
'Aku telah melunasinya'- Mal<a Nabi $ bersaMa,
'Selranng kulib5p telah menjadi dingin fiaa* IaSl
disiksal -"

Penjaminan adalah penetapan uhng dalam
tanggungan sehingga utang tersebut fidak gugur dari
tanggungan tersebut, seperti gadai.
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Orang yang berpiutang boleh menagih kepacla

orar-lg yang menjamin utang tersebut dan boleh pula
menagih kepada orang yang. berutang, , karena utang
tersebut berlaku dalam tanggungan keduanya, sehingga
boleh ditagih dari keduanya-

Apabila orang yang menjamin dilamin'iigi oteh
orang ketiga, maka hukumnya iuga dibolehkan, kargTr]
ia merupakan penjaminan utang yang tetap, sehingga

dibolehkan demikian, seperti h.lnSn pada penjaminqn
pertama-

Apabila orang yang berutang menjamin si

penjamin, maka hukumnya tidak dibolehkan, karena dia
merupakan orang ya4g berutang asli, semerrtara si

penjamin merupakan cabangnya. Oleh karena itu tidak
dibolehkan bila yang asal (pokok) meniadi cabqng,

sementara yang cabang , menjadi asal (pokok).

Disamping itu dia sendiri memiliki tanggungan,
sehingga tidak ada manfaatnya bila dia menanggung
utang tersebut karena dia sendiri berutang.

Penjelasan: Hadits Jabir rS redaksinya adalah,

,,5? ,i(kj ivaLS ia*i F.:'i';
r*S *v tnr irr'g;rlr
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Seorang laki-laki wafat, lalu kami mernandikannSn,

memberi ralnuan pengawet pada fubuhnln lalu mengkafaniqn.
Setelah ifu kami mendatangi Nabi $ lalu berkata, "Maukah

engkau menshalatinya?" Maka beliau pun melangkah safu langkah,

lalu bertanya, 'Apakah mapt ini punta ubng?" Kami menjaruab,

"Dua Dinar." Maka beliau pun per$. Lalu utang tersebut

ditanggung oleh Abu Qatadah. Kemudian karni mendatangi

Nabi $, lalu Abu Qatadah berkata, "Utangnya yang dua Dinar
ditanggung olehku." Nabi $ bertanya, 'Apakah Allah telah

mqtunaikan hak omng tnng berpiubng dan si ma5nt telah fubas
dari utangnjta?' Abu Qatadah menjawab, 'Ya." Maka Nabi pun

menshalatinla. Kemudian sehari setelah ifu Nabi bertanSra,

'Elagaimana dangan ubng yang dua Dinar ifu?' A}rnr Qatadah
menjawab, "Dia baru wafat kernarin." Lalu Nabi kembali lag pada
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esok harinya, maka Abu Qatadah berkata, "Aku telah

membayarnya." Maka Nabi @ bersabda, "Sekarang kulitnya

menjadi dingin. " Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud,

An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni. Hadits ini juga di-shahihkan oleh

Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Adapun berkenaan dengan redaksi, C, * t{J1 $ "Kami

membawanya kepada Nabi #," Al Hakim menambahkan, "Kami

menaruhnya di dekat tempat berdirinya malaikat Jibril &."
Sedangkan redaksi, J'F6 "Lalu beliau pergi" adalah riwayat Al

Bukhari dalam hadits Abu Hurairah: Maka Nabi $ bersabda, ,i*

|<-gV ,)e 
*shalatilah ternan kalian ini!"

Al Hafizh berkata dalam At'Talkhish. Hadits dengan

redaksi: Seorang jenazah dibawa kepada Nabi $ untuk dishalati.

Lalu Nabi bertanya, 'Apakah teman kalian ini pun5n utang?"Para

sahabat menjawab, "Ya, dua Dinar." I--alu Abu Qatadah berkata,

"Utang ifu aku yang tanggung, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun

menshalatinya-

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur Salamah

bin Al Al$/a dengan redaksi yang panjang. Dalam redaksinya

disebutkan "Utangnya tiga Dinar." Hadits ini juga diriwayatkan

oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan hnu Hibban dari jalur

Jabir dengan redaksi, "Utangnya dua Dinar." Ahmad, Ad-

Daraquthni dan Al Hakim menambahkan bahwa Nabi 1$ bersabda

setelah Abu Qatadah membayar utang mayat tersebut, bS|.'o1t

l'.t), * 'sekarang kulibtya menjadi dingin.'Dalam riwaSat lain

disebutkan, 'o# 'MakamnSn' Hadits ini juga diriwayatkan oleh

An-Nasa'i dan At-Tirmidzi -dan telah di-shahilrkan olehnya- dari
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jalur Abu Qatadah tanpa menyebutkan nominal utang tersebut.

Sementara dalam riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan hnu Hibban

utangnya disebutkan 'Tujuh belas Dirham." Dalam riwayat hnu
Hibban juga disebutkan, "Delapan belas Dirham." hnu Hibban
juga meriwayatkan dari jalur Abu Qatadah "Utangnya dua Dinar."

Dalam Tsiqatnya juga diriwayatkan dari jalur Abu Umamah

dengan redaksi lrang sama, hanya saja nama orang yang menjamin

tidak disebutkan, "Lalu berdirilah seorang laki-laki dari kaum yang

hadir serala berkata, 'Akulah yang akan membayar utangnya'."

Adapun redaksi, "Ketika Abu Qatadah menanggung utang si

ma5at, Nabi S bertanya, 'I{amu mau menangung hak onng

J/ang berpiutang dan membebaskan si ma5at?'Abu Qatadah
menjawab, 'Ya'. Maka Nabi pun merrshalatinya. Hadits ini
diriwa5atkan oleh Ad-Daraquthni dengan rdaksi lrang sama dan

Al Baihaqi dengan redaksin5n, hanlra saja di akhir redaksi

riwayatr5a disebutkan, "Sel<anng kulibryn telah dingin.'
Kemudian dia berkata, "Menurut para ulama peristiwa ini teriadi

pada masa awal Islam. Akan tetapi setelah Allah memberi banSrak

kemenangan kepada kaum muslimin dengan ditaklukkanqn
beberapa negeri; Nabi $ bersabda,

BSi b'byrV$ti
'Aku lebih berhak terhadap oftn(Forzng beriman daripda

diri mqela sendiri'.'

Menunrtku: Hadits riwa3rat Abu Sa'id Al Khudri Ap

menguatkan hadits rirraSnt Abu Qatadah,
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"Kami pemah menghadiri jenazah bersama Rasulullah $.
Setelah jaroiah tersebut diletakkan, Rasulullah bertaryn, Apakah

tqnan lalian ini puntn utang?' Para sahabat menjawab, 'Ya, dua

Dirham'. Nabi $ bersabda, 'Shalatilah teman l<alian z/1 Maka Ali
pun berkata, 'Wahai Rasulullah, utang dua Dirham ifu aku 5nng
tanggung'. Maka Nabi pun berdiri lalu menshalati jenazah tersebut.

Setelah ifu beliau menoleh ke arah Ali seraya bersabda, 'Semoga

Allah membalasmu dengan kebail<an dan membebaskan

tanggunganmu sebagaimana engkau membebaslan tanggungan

fiudammu'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi

dari beberapa jalur dengan sanad-sanad dha'if. Dt akhir redaksinya

disebutkan,
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" TidaHah s@nng muslim membebasl<an bnggungan

saudamnja kquali Allah akan membebaskan tanggungannSm pada

Hai Kiamal." Sedangkan dalam seluruh redaksinya disebutkan, 3l

9rstff,) 3rS ';;tlt '(Jtang tersebut dua Dinar.' Ada juga redalsi

tambahan,

,{:jb {ta la./4-pl; 1"i,6

"Apakah ini haqn unfuk Ali atau untuk kaum muslimin

secara umum?" Jawab Nabi, 'Unfuk l<aum muslimin seam
umurn."

Hukum-Hukum: Apabila seseomng menanglung utang

orang lain maka utang tersebut berada dalam tanggungannln dan

orang yang benrtang tidak bebas dari utang tersebut. Pendapat ini
dinyatakan oleh Malik, Abu Hanifah dan pam ulama lainnya.

Sernentara menunrt hnu Abi [-aila, Ibnu Syubrumah, Daud dan

Abu Tsaur, orang gang berutang bebas dari utangryra dengan

adanya penjaminan tersebut dan tanggungan tersebut berpindah
kepada orang png menjamin. Mereka berargumen dengan saMa
Nabi $ kepada Abu Qatadah r&, 'Hak onng tang bapiubng
engkau gng bngguttg dan si maSat akan bebas dari

Al Majmu'S\maltAl Mthodzdzab ll ,rt



tanggungannyaT" Abu Qatadah, "Ya." Juga berdasarkan sabda

Nabi kepada Ali, Agi 3r5, *SJ u! $st ittt At "semoga Atlah

membebaskan tanggunganmu sebagaimana engkau membebaskan

tanggungan saudaramlt. "

Adapun dalil yang kami jadikan acuan adalah hadits riwayat

Jabir i& yang telah kami uraikan dengan redaksi, 'r'+ * &5;; ifir
"Sekarang kulih5n telah menjadi dingin-" Seandainya utang

tersebut berpindah dari orang yang berutang kepada orang yang

menjamin dengan adanya penjaminan tersebut, tentunya kulit si

penjamin menjadi dingin dengan penjaminan tersebut. Disamping

itu penjaminan adalah penetapan utang sehingga tidak

menggugurkan tanggungan orang yang berutang, seperti gadai dan

kesaksian.

Adapun tentang sabda Nabi kepada Abu Qatadah r8,,,

l*i. 4 t>Vt'1 'Dan si mayat akan bebas?" maksudnya adalah

bebas sehingga tidak ditagih dari harta peninggalannya. Sedangkan

tentang sabda beliau kepada Ali ;&, eyi Aa, 6gJ rS cfl;rtirr e.t3

"Semoga Allah membebaskan tanggunganmu

engl<au membebaskan tanggungan saudanmu," maksudnya

adalah bahwa awalnya Nabi $ enggan menshalati mayat tersebut

karena utang yang ditanggungnya. Setelah Ali menjaminnya, maka

Allah membebaskan tanggungannya, karena Nabi telah

menshalatinya, sebab shalat beliau adalah rahmat.

Apabila hal ini telah jelas, maka orang yang berpiutang

boleh menagih kepada siapa saja yang dikehendakinya baik orang

yang menjamin maupun orang yang berutang. Pendapat ini

din5ratakan oleh Abu Hanifah. Sementara menunrt Malik, orang

yang menjamin tidak perlu ditagih kecuali bila orang yang berutang
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tidak bisa ditagih. Adapun argumentasi kami adalah bahwa hak

tersebut berkaitan dengan tanggungan masing-masing dari

keduanya sehingga orang yang berpiutang boleh menagih kepada

masing-masing dari keduanya, layaknya dua orang yang menjamin.

Cabang, Al Imrani berkata dalam N Ba5an, "Apabila

seorang penjamin dijamin lagi oleh omng lain, maka penjaminan

tersebut sah, karena ia mempakan utang yang bersifat lazim

atasnya, seperti penjaminan pertama. Sedangkan bila seseorang

menjamin si penjamin dan orang yang berutang, maka

penjaminannya tidak sah, karena dalam penjaminan ada hak

menuntut, semerrtara dengan penjaminan tersebut tidak ada

manfaatrya karena hak tersebut telah tetap dalam tanggungan

sebelum ada penjaminan. Disamping ifu penjamin adalah cabang

dari orang yang berutang (omng yang dijamin) sehingga tidak
dibolehkan asal menjadi cabang sementara cabang menjadi asal."

AsySyirazi g berkata: Pasal' Apabila seseor.rng
menanggung utang or.rng lain tanpa seizin orang yang
berutang, maka dia tidak boleh meminta kepada orang
yang berutang agar membebaskan utangnya, karena dia
fidak masuk di dalam permasalahan dengan seizinnya
sehingga tidak waiib membebaskannya. Sedangkan bila
dia menanggung dengan seizinnya, maka hanrs dilihat
dulu. Apabila orang lrang berpiutang menunfutnya
maka dia boleh menunfutnya agar membebaskannga;
karena apabila dibolehkan menanggung utang orang
lain maka dibolehlnn menunhrhrya dengan sesuafu
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yang menjadi tuntutan. Sedangkan bila dia tidak
menunfutngn, maka dalam hal ini ada dua pendapat
fuqaha Syafi'[7gnh.

Pertama: Dia boleh menunfutnya, karena utang
tersebut ditanggung dengan seizinnya, sehingga boleh
meminta agar membebaskan tanggungannya, seperti
oftmg yang meminjamkan barang kepada orang lain
untuk digadaikan kemudian barang tersebut digadaikan.

Kedua: Dia tidak boleh menuntutnya. Inilah
pendapat lrang benar, karena apabila dia tidak
menanggungnlra sebelum orang tersebut berutang,
maka dia juga fidak boleh menunfutnya sebelum orang
tersebut dituntut- Hal ini berbeda dengan kasus apabila
seseorang meminjamkan barang kepada orang lain
untuk digadaikan, lalu barang tersebut digadaikan,
karena perbuatan tersebut membahayakan, mengingat
barangnya ditahan dan dilarang unfuk digunakan.
Sedangkan bila seseor.rng menanggung utang, maka
tidak ada bahaln padanya bila fidak ditagih.

Adapun bila orang yang berutang menyerahkan
sejumlah harta kepada si penjamin seraya berkata,
'Ambillah harta ini sebagai ganti dari utang yang wajib
engkau ba3ar," maka dalam hal ini ada dua pendapat
fuqaha Syafi'i367ah:

Pertama: Si penjamin boleh memiliki harta
tersebut, karena penunfutan ifu berhubungan dengan
dua sebab; penjaminan dan kerugian- Sdah satu dari
keduanya telah ada sehingga boleh didahutukan atas
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yang lainnya, seperti mengeluarkan zakat sebelum
genap safu tahun dan mengeluarkan kafarat sebelum
terjadi pelanggaran sumpah. Apabila utang telah
dibayar maka kepemilikan tersebut tetap padanSn
sesuai yang diterimanya. Sedangkan bila dia dibebaskan
dari utang sebelum utang tersebut dibaynr, maka dia
wajib mengembalikan apa !/ang telah diambilnya,
sebagaimana wajib baginya mengembalikan zakat yang
dikeluarkan lebih awal apabila nishabnya rusak sebelum
genap safu tahun.

Kedua: Dia tidak boleh memilikinya, karena dia
mengambilnrc sebagai ganti dari apa lnng diwajibkan
pada yang keduanya sehingga dia fidak boleh
memilikingra. Seperti halnya orang yang memberikan
sesuatu kepadanya dari jual-beli yang fidak sah. Maka
wajib baginya mengembalikannya. Apabila barang
tersebut rusak, maka dia harus menggantinSra, karena
dia menerimanya sebagai ganti, seperti h.lnf barang
yang diterima saat ditawar dalam jual-beli.

Penjelasan Hukum' Apabila seoftrng laki-laki menjamin

utang orang lain tanpa seizin orang yang berutang, maka dia tidak

boleh meminta kepada oftu1g yang berutang agar mernbebaskan

tanggungannya, karena dia udak masuk di dalamnya dengan

seizinnln. Sedangkan bila dia menanggung utang tersebut atas

seizin orang yang berutang, apabila orang yang berpiutang

menagih kepadanp (orang yang menanggung utang), maka dia

bisa meminta kepada orang yang berutang agar membebaskan
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tanggungannya, karena dia melakukan penjaminan dengan seizin

orang yang berutang. Adapun bila orang png berpiutang tidak

menagih kepada orang yang menanggung utang tersebut, apakah

orang yang menanggung boleh menunfut kepada orang yang

berutang?

Menurut Slraikh Abu Hamid hams dilihat dulu. Apabila dia

berkata, "Berikan kepadaku harta yang aku jamin unfukmu, agar

ketika oftrng yang berpiutang menagihnya aku bisa

memberikann5n kepadanya," maka dia tidak boleh melakukan

demikian karena dia tidak membayar utang tersebut. Sedangkan

bila dia berkata, "Bebaskan aku dari hak orang 5rang berpiutang

dan bebaskan tanggunganku dari hakn5ra, karena engkau telah

melibatkanku di dalamnya," apakah ini boleh dilakukan?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'ig4,ah.

Pertama: Dia boleh melakukannyra, karena dia wajib

memberikan hak tersebut atas kehendak dan perintahnSra sehingga

dia boleh menunfut agar tanggungannya dibebaskan. Sebagaimana

bila seseorang meminjam buku unfuk digadaikan, lalu buku

tersebut digadaikan, maka orang lnng meminjamkan boleh

meminta kepada omng yang meminjam agar membayar utangnya

dan membebaskan tanggungan buku tersebut.

Kedua. Dia tidak boleh melakukanqn, karena bila orang

yang berpiutang tidak menagih utang tersebut, maka fidak apa-apa

bila karajiban tersebut ada dalam tanggungannln sehingga dia

tidak boleh menuntutrln. Kasus ini berbda dengan buku yang

digadaikan, karena pemilik buku rugi ketika buku tersebut

disadaikan-
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Al Mas'udi berkata: Asal dua pendapat ini adalair

berdasarkan perkataan hnu Sumij, "Apakah sah penjaminan

antara si penjamin dengan orang yang dijamin (orang yang

berutang)?" dimana dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-

Syafi'i. Oleh karena ih,rlah ada lima faidah yang bisa disimpulkan:

Pertama, masalah yang telah diumikan sebelumnya.

Kedua, apabila orang yang berutang menyerahkan harta

jaminan kepada orang yang menjamin utang sebagai kompensasi

dari apa yang ditanggung, apakah si penjamin boleh memilikinya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyph.

a. Dia bisa memilikinya, karena penarikan harta tersebut

berkaitan dengan dua sebab, yaifu penjamiran dan

kemgian, sdang salah satu dari keduaryra telah ada

sehingga boleh didahulukan atas yang lainnSn, seperti

mengeluarkan zakat setelah mencapai nishab sebelum

genap satu tahun. Berdasarkan hal ini, apabila hak

tersebut telah dibayarkan, maka kepemilikan tersebut

berlaku bagnya sesuai yang diterimanSn. Sedangkan

bila dia mernbebaskannya dari utang sebelum utang

tersebut dibayar, maka dia wajib mengembalikan apa

yang telah diambilnya.

b. Dia tidak boleh merniliki apa yang telah diteriman3n,

karena dia mengambilnya sebagai ganti dari apa Snng

wajib pada lnng kedua, sehingga dia tdak boleh

mernilikinya. S€perti halnln bila dia menyerahkan

kepadanya sesuafu dari jual-beli yang belum

dilaksanakan. Berdasarkan hal ini, maka dia wajib
mengernbalikanqp. Apabila barang tersebut nrsak,

Al Majmu'SyoahAl Muhadzdzab ll ,f



maka dia harus menggantinya, karena dia menerimanya

sebagai ganti, sehingga dia harus menggantinya, seperti

bamng yang diterima dengan penawaran dalam jual-beli.

Ketiga, apabila orang yang menjamin membebaskan

tanggungan orang yang berutang, apakah hukumnya sah? Dalam

hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah.

Keempa( apabila orang yang menjamin dijamin lagi oleh

orang lain yang menjamin orcung yang ben-rtang, apakah

hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah. Berdasarl<an qi5ns ini, apabila orang yang berutang

menggadaikan kepada omng yamg menjamin, apakah hukumnya

sah. Dalam hal ini juga ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah.

Berdasarkan qiyas ini, apabila seseorang menjaminnya dengan

seizinnya dengan syarat dia menggadaikan sesuafu Snng diketahui

kepadanya, apakah hukumnya sah? Dalam hal ini ada dua

pendapat fuqaha Syafi'i5ryah. Wallahu A'lam.

Cabangt Pendapat para ulama berkenaan dengan masalah

ini:

Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi berkata dalam Mukhbshar-
n5ra, "Tidak boleh melakukan l{afalah, Dhaman dan Harnalah, darr

juga tidak wajib menurut Abu Hanifah, kecuali setelah orang yang

berpiutang menerimanya. Kecuali dalam safu hal. Karena Abu

Hanifah membolehkan penjaminan meskipun orang yang

berpiutang tidak menerimanya. Yaitu bila seorang laki-laki wafat,

lalu mengatakan kepada ahli warisnya, 'Aku memiliki utang, maka

tanggunglah utangku', kemudian mereka bersedia menanggungnya

tanpa dihadiri anggota keluarga yang lain, lalu dia wafat. Dalam
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kasus seperti ini penjaminannya sah karena dianggap baik.

Adapun menurut Abu Yusuf dan Muhammad ig,, keduanya

membolehkan penjaminan meskipun orang yang berpiutang tidak

menerimanya, dalam semua kasus yang telah kami uraikan-" Ath-
Thahawi berkata, "Pendapat inilah yang kami anut."

AslrSyirazi *g berkata: Pasal' Apabila orang lrang
berpiutang telah menerima haknya dari orang yang
berutang, maka si penjamin bebas dari tanggungannya.
Karena penjaminan merupakan penetapan hak 1nng
menjadi lepas bila hak tersebut telah diterima oleh
pemiliknya, seperti gadai. Apabila orang yang
berpiutang telah menerima haknya dari orang lpng
menjamin, maka orang yang berutang juga bebas dari
tanggungannya, karena dia telah haknya
dari penetapan tanggungan tersebut sehingga orang
yang berutang bebas dari tanggungannya, seperti
halnya bila dia membayar utang dari harga gadai.
Apabila orang yang berutang dibebaskan dari utangnya,
maka orang yang menjamin juga bebas dari
tanggungannya, karena orang lpng menjamin sekedar
mengr.ratkan utang tersebut- Apabila orang lrang
berpiutang telah membebaskan piutangnp, maka
penetapan tanggungan tersebut berakhir, sebagaimana
gadai menjadi berakhir bila orang lrang menggadaikan
dibebaskan dari uhngn37a. Sedanglran bila orang yang
menjamin dibebaskan dari tanggung:rnnya, orang !,ang
berutang fidak bebas dari tanggungann3Ta, karena

merupakan pengguguran penetapan
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tanggungan tanpa adanya penerimaan (piutang),

sehingga orang yang berutang fidak bebas dari
tanggungannya, seperti pembatalan gadai.

Penjelasan Hukumt Apabila orang yang berpiutang telah

menerima haknp dari orang yang berutang, maka omng yang

menanspng utang tersebut bebas dari tanggungannya- Karena

penjaminan utang ifu merupakan penetapan hak yang menjadi

lepas bila hak tersebut telah diberikan kepada pemiliknya, seperti

haln5n bila omng yang menerima gadai telah menerima haknya

dari selain gadai. Apabila dia telah menerima haknya dari orang

yang menjamin, maka orang 5ang berutang iuga bebas dari

tanggungann ra, karena dia telah menerima haknya dari penetapan

hak tersebut sehingga orcmg yang berutang ikut bebas dari

tanggungannya; seperti orang yang menerima gadai yang telah

menerima haknya dari harga gadai. Apabila oftrng yang berpiutang

membebaskan orang yang berutang, maka orang yang berutang

bebas dan orang lnng rnenjamin utang tersebut juga ikut bebas,

karena orang Srang berutang merupakan asal (pokok), sedang

orang yang menjamin merupakan cabang, sehingga bila asalnya

bebas, maka cabangnya juga ikut bebas.

Adapun bila orang yang menjamin dibebaskan dari

tanggungannla, maka dia bebas, tapi orang 57ang berutang Udak

bebas dari tanggungannya. Seperti omng lang menerima gadai

yang menggugurkan haknya dari gadai, maka omng lnng
menggadaikan tidak bebas dari tanggungannya.

Al Mas'udi berkata, "Apabila ormg yang berpiutang

berkata kepada orang png menjamin utang, 'Aku menghibahkan
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hakku kepadamu atau aku menyedekahkannya kepadamu', rnalia

ini merupakan pembebasan utang kepada orang yang menjamin

utang." Sedangkan menurut Abu Hanifah, hal tersebut sama

seperti orang yang telah menerima haknya dari orang lain yang

wajib memberikannya kepadanya.

Adapun argumentasi kami adalah, bahwa pengambilan hak

tersebut adalah bila orang yang menjamin membayar

tanggungannya berupa utang, sedang dalam kasus ini dia tidak

membayar tanggungannya.

Cabangr Apabila orang yang menjamin utang dijamin lagi

oleh orang kdua, lalu orang kedua dijamin hgi oleh orang ketiga,

lalu orang ketiga dijamin lagi oleh orang keempat maka hukumnya

sah. Apabila orang yang berpiutang menerima haknya dari salah

seorang dari mereka, maka semuanya terbebas dari tanggungan

tersebut, karena dia telah menerima hakqa dengan penuh.

Apabila orang yang berpiutang membebaskan utang dari orang
yang berutang pertama, maka sernuanya bebas dari tanggungan

tersebut. Apabila salah seorang penjamin dibebaskan dari

tanggungannya, maka dia bebas dari tanggungan tersebut dan

cabangnya serta cabang lainnya juga ikut bebas. Akan tetapi orcmg

yang berutang asli tidak bebas dari tanggungan tersebut,

berdasarkan penjelasan kami dalam masalah sebelumnya.

Disamping itu penjaminan adalah penetapan hak yang menjadi

Iepas meskipun hak tersebut belum diterima, Jadi tanggungan

orerng yang benrtang asli tidak lepas, seperti gadai yang dibatalkan

meskipun belum diterima. Apabila ada salah seorang peniamin
yang telah membayar tanggungan tersebut, maka semuanlra bebas
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dari tanggungan terhadap orang yang berpiutang, karena ia
merupakan safu hak. Semua pendapat ini dinyatakan oleh

sahabat-sahabat Ahmad. Wallahu A'lam.

Asy-Syirad e berkata: Pasal: Apabila or.rng lpng
menanggung utang membalrar utang yang
ditanggungnlp, maka harus dilihat dulu- Apabila dia
menanggJungnya atas seizin or.rng lrang berutang dan
membayarnya atas seizinnln pulia, maka dia bisa
menagih kepadanya, karena orang lrang berutang telah
mengizinkannSn unfuk menjamin utang dan
membalnmyra. Sedangkan bila dia menanggung utang
tanpa seizin orang yang berutang dan membayar utang
tersebut tanpa seizinnya, maka dia fidak boleh
menagihngra (kepada orang yang berutang), karena
perbuatannya merupakan derma sehingga fidak boleh
menagihnyra-

Adapun bila dia menanggung utang tanpa seizin
orang yang berutang, tapi memba3nmln atas seizinnya,
maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
Syafi'iyyah. Ada yang berpendapat bahwa dia boleh
menagihnln karena dia membayarnya dengan
seizinnya. Sedangkan pendapat kedua mengatakan
bahwa dia tidak boleh menagihnlra- Inilah pendapat

lrang berlaku dalam madzhab kami, karena penjaminan
tersebut dilakukan tanpa seizinngn sehingga tidak
berpengaruh terhadap pembayaranngra.
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Adapun bila dia menanggung utang dengan seizin
orang yang berutang, tapi membayarnya tanpa
seizinnya, maka menurut pendapat yang berlaku adalah
bahwa dia boleh menagihnya- Ini adalah pendapat Abu
Ali bin Abu Hurairah, karena dia menanggung utang
tersebut atas seizin or.rng yang berutang, sehingga bila
dia telah membayarnya maka dia bisa menagihn5a,
seperti halnya bila dia meminjamkan harta kepadanya,
lalu harta tersebut digadaikan unfuk membayar
utangnya dan diiual unfuk membayar utangngn-

Abu Ishaq mengatakan: Apabila dia bisa meminta
izin kepada or.rng yang berutang, maka dia tidak boleh
menagihnya, karena dia membayarngra dengan
keinginannya sendiri- Sedangkan bila dia tdak bisa
meminta izin, maka dia boleh menagihqTa karena dia
membalnmyra dengan selain kehendaknya. Apabila
orang yang menanggung utang memindahkan
tanggungannya kepada or:rng lain yang memiliki utang,
maka tanggung?rn or.rng yang berutang bebas, karena
pemindahan utang merupakan jual-beli, seperti halnya
bila dia memberikan kepadanla kompensasi dari utang.
Sedangkan bila dia memindahkannya kepada orang
yang fidak memiliki utang dan orang lpng dilimpahi
utang tersebut menerimanya, sementara kami
mengatakan bahwa hukumnya sah, maka oftmg !/ang
menanggung utang bebas dari tanggungannln, karena
dengan adanya pemindahan utang, apa yang
ditanggungnya telah berpindah tangan. Dan dia tidak
perlu menagih kepada orang yang berutang karena
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orang tersebut belum membayar utangnya- Akan tetapi
bila dia menerimanya darinya, lalu menyerahkannya
kepadanSn, apakah dia boleh menagih kepada orang
yang menanggung utang? dalam hal ini ada dua
pendapat fuqaha Syafi'!ryah berdasarkan dua pendapat
Ary-Syafi'i tentang perempuan lrang diberi mahar oleh
suami, lalu sang suami menceraikannya sebelum
menyefubuhinya.

Pasal: Apabila orang yang menanggung utang
menyerahkan pakaian kepada orang yang berpiutang
unfuk membalar utang yang ditanggungryra di suafu
tempat dengan ketenfuan dia bisa menagihn5p, maka
dia boleh menagihrya dengan yans paling ringan dari
dua hal dari nilai pakaian tersebut atau sesuai nilai
utang tersebut- Apabila nilai pakaian tersebut 10
(dirham) sementara utangnya 20 (dirham), maka dia
fidak boleh menagih yang lebih dari 10, karena dia
belum membayar utangnya. Sedangkan bila nilai
pakaian tersebut 20 (dirham) sementara utangnya 10
(dirham), dia juga fidak boleh menagih lrang lebih dari
10, karena dia telah mendermakan yang lebih sehingga
fidak boleh menagihnya- Apabila utang yang
ditanggungnya dibayar secara tempo (dengan jangka
waktu tertenfu) lalu dia menyegerakan pemba3rarannlra,
maka dia fidak boleh menagihnya sebelum jangka
wakturyn habis, karena dia telah berderma dengan
menyegerakan pembayarannlra.
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Penjelasan Hukum: Apabila omng lang menanggung

utang membayar utang yang ditanggungnya, apakah dia boleh
menagih kepada orang yang berutang? Dalam hal ini ada empat
permasalahan:

Pertama, apabila orang yang berutang berkata,
"Tanggunglah utangku ini atau bayarkanlah unfukku!" maka orcmg

lang menanggung boleh menagihnya kepadanya. Sedangkan bila
dia berkata, "Tanggunglah utang ini atau bagrarkan utang ini!"
tanpa berkata, "Utangku!" maka orang yang menanggung tidak
boleh menagih kepadanya, kecuali bila keduanya merupakan
sahabat. Misalnya salah safunya menitipkan barangnSa kepadanya
atau meminjam sesuafu kepadanya atau merniliki hubungan
kekerabatan atau perbesanan, maka sebagai benfuk perbuatan

baik dia boleh menagihnya kepadanya. Karena dia menjaminnya
atas perintahnyra dan membayar atas perintahnSTa sehingga boleh
menagih kepadanya. Seperti halnya bila seseorerng berkata,
"Tanggunglah utangku!" Atau bila antara keduanya terdapat
hubungan kekerabatan.

Kedua, apabila orang yang menjamin melakukan
penjaminan tanpa perintah omng lnng ben_rtang dan
membayamya tanpa seizinnya, maka dia tidak boleh menagihnla
kepadanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah. Sementara
menurut Malik dan Ahmad rg, dia boleh menagihnya.

Adapun dalil lrang kami jadikan acuan adalah bahwa
Nabi S tidak mau menshalati orang yang memiliki utang,

kemudian Ali dan Abu Qatadah menjamin utang dua mayat di
hadapan Nabi $ tanpa seizin keduanya, lalu Nabi $ menshalati
dua mayat tersebut. Disamping ifu Nabi $ bersaMa kepada Abu
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Qatadah, 'sekarang kulitya telah menjadi dingin. " Seandainya

setelah utang si mayat dibayar si penjamin harus menagihnya,

tentunya kulit si mayat tidak akan menjadi dingin. Disamping itu si

penjamin melakukan penjaminan tanpa seizin si mayat dan

membayar utangnya tanpa seizinnya sehingga tidak perlu ditagih,

seperti orang yang memberi makan binatang funggangannya atau

memberi makan pembanfunya.

Ketiga, apabila si penjamin melakukan penjaminan tanpa

seizin orcng yang berutang, lalu mernbayar utang tersebut dengan

seizinnya, apakah dia boleh menagihnya kepadanya? Dalam hal ini

ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah

a. Dia tidak boleh menagihnya. Inilah pendapat lrang
berlaku dalam madzhab kami, karena dia wajib

menanggungnya tanpa seizinnya. Sedangkan berkenaan

dengan perintahnya unh.rk membayar utang tersebut,

maka ini berkaitan dengan tanggungan yang wajib

difunaikannya.

b. Dia boleh menagihnya, karena dia melakukannya atas

perintahnya sehingga boleh menagihnya, seperti halnya

bila dia menanggung utangnya atas seizinnya. Asal dua

pendapat ini adalah berkenaan dengan kasus orang

lrang mengatakan kepada orang lain, "Bayarlah

utangku!" lalu orang Snng disuruh tersebut membayar

utangnya. Dalam kasus ini apakah dia boleh menagih

kepadanya? Dalarn hal ini ada dua pendapat fuqaha

SPfi'iY9rah.

Al Mas'udi dan Ash-Shumairi berkata, "Akan tetapi yang

paling benar disini adalah bahwa dia boleh menagihnln.
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Sedangkan yang paling benar unhrk pendapat pertama adalah dia

tidak boleh menagihnya. Perbedaan antara keduanya adalah

bahwa dalam penjaminan wajib melakukan penjaminan meskipun
tanpa seizin orang yang berutang, sedangkan dalam pembayaran

utang tidak berhubungan dengan tanggungannln, akan tetapi
pembayaran tersebut dilakukan karena seizinn5ra." Apabila
seseorang berkata, "Bagarlah utang tersebut!" tanpa berkata,
"Hutangku!" apabila kami mengatakan bahwa dia tidak boleh

menagih kepadaryn, maka dalam kasus ini 5nng lebih utama

adalah tidak boleh menagihnya. Sedangkan bila kami katakan di
tempat lain bahwa dia boleh menagihnya, maka dalam hal ini ada

dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Ash-
Shumairi, yaitu bahun yang benar adalah bahwa Udak perlu

menagihnya.

Sedangkan bila dia berkata, "Bayarlah utangku dan nanti
engkau bisa menagihku!" lalu orang yang disuruh mernbalar utang

tersebut, maka dia (orang yang disuruh) boleh menagihnya.

Demikianlah menurut safu pendapat. Hal ini berdasarkan sabda

Nabi $, i#* * 8$rdr " Omng-omng beriman itu tugantung

dengan qnrat tpng merel<a buat-" Sementara bila dia berkata,
"Bayarlah utang si fulan!" lalu orang 5rang disuruh membayar utang

si fulan, maka menumt Al Mas'udi dia tidak boleh menagihnya.

Demikianlah menurut satu pendapat. Karena tidak ada fujuannya

di dalamnya.

Keempt, apabila seseorang melakukan penjaminan utang

atas perintah orang yang berutang, lalu memba3rar utang tersebut

tanpa perintahnp, apakah dia boleh menagihnya kepadanya?

Dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang

diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid:
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Dia boleh menagihnya. Inilah pendapat yang berlaku dalam

madzhab kami. Karena ia merupakan utang yang lazim atas

seizin orang yang berutang sehingga boleh ditagih, seperti

halnya bila dia melakukan penjaminan dengan seizinnya

dan membayar utang dengan seizinnya.

Dia Udak boleh menagihnSn, karena dia telah

menggugurkan utang tersebut tanpa seizin orang yang

berutang sehingga tidak boleh menagihnya, seperti halnya

bila dia melakukan penjaminan tanpa se2innya.

Apabila si penjamin terpaksa membayar utang tersebut,

misaln5ra dia ditagih oleh orang yang berpiutang sementara

orang yang bemtang sedang pergl atau ada di tempabrya,

tapi kondisinln sedang tidak mampu, maka si penjamin
boleh menagihnga, karena dia membalnr utang tersebut

dengan terpaksa. Sedangkan bila dia fidak terpaksa

membalramya, misalnya orang yang berutang sedang ada di
tempatn5a dan dalam kondisi mampu, sehingga orang lang
menjamin bisa meminta kepadanya agar membebaskan
penjaminannya, Ialu dia (orang yang menjamin) memba5ar

utang tersebut, maka dia tidak boleh menagihnla, karena

dia telah membayamya secara sukarela. Setiap kondisi
dimana orang lnng menjamin boleh menagih kepada orang

Snng bemtang, lalu orang yang menjamin memindahkan
utang tersebut kepada orang lain png memiliki utang,

maka dia boleh menagihnlra kepada orang yang berutang
saat ifu juga, karena pemindahan utang hukumnSn seperti
penerimaan utang. Apabila dia memindahkan utang
tersebut kepada orang 5rang tidak memiliki utang dan orang
tersebut menerimanya, sementara kami katakan bahwa
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hukumnya sah, maka omng yang menjamin dan orang yang

bemtang sama-sama bebas, dan orang yang menjamin tidak

boleh menagih apapun kepada orang yang bemtang,

karena dia tidak membayar utangnga. Apabila orang yang

berpiutang telah menerima dari orang yang membayar

utang tersebut, lalu orang yang memba5ar utang tersebut

menagihnya kepada orang yang menjamin utang tersebut,

maka si penjamin boleh menagihnya kepada orang lang
berutang. Apabila orang yang berpiutang membebaskan

utang tersebut (dengan mengatakan), "Piutangku kulepas

dariku!" tapi orang yang dilimpahi pemindahan utang tetap

membalamya, apakah dia boleh menagihnln? Dalam hal

ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'i54ph.

Al Mas'udi dan Ash-Shumairi berkata, "Akan tetapi png
paling benar disini adalah bahwa dia boleh menagihnla.

Sedangkan yang paling benar untuk pendapat pertama adalah dia

tidak boleh menagihnya. Perbedaan antara keduanya adalah

bahwa dalam penjaminan wajib melakukan penjaminan meskipun

tanpa seizin oftrng yang berutang, sedangkan dalam pembayaran

utang tidak berhubungan dengan tanggungannln, akan tetapi
pembayaran tersebut dilakukan karena seizinnya." Apabila

seseorang berkata, "Bayarlah utang tersebut!" tanpa berkata,

"Utangku!" apabila kami mengatakan bahwa dia tidak boleh

menagih kepadanln, maka dalam kasus ini yang lebih utama

adalah tidak boleh menagihnya. Sedangkan bila kami katakan di
tempat lain bahwa dia boleh menagihngn, maka dalam hal ini ada

dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang diriuaptkan oleh Ash-
Shumairi, yaitu bahwa yang benar adalah bahun tidak perlu

menagihqp.
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Sedangkan bila dia berkata, "Bayarlah utangku dan nanti

engkau bisa menagihku!" lalu orang yang disuruh membayar utang

tersebut, maka dia (orang yang disuruh) boleh menagihnya.

Demikianlah menurut satu pendapat. Hal ini berdasarkan sabda

Nabi $, ?#* 'e i\kiit " Orang-onng beriman itu tergantung

dengan s5amt tnng merel<a buat" Sementara bila dia berkata,

'Bayarlah utang si fulan!" lalu orang 5rang disuruh membayar utang

si fulan, maka menumt Al Mas'udi dia tidak boleh menagihnya.

Demikianlah menumt safu pendapat. Karena tidak ada fujuannya

di dalamn5a.

Keempt, apabila seseorang melakukan penjaminan

utang atas perintah orang yang berutang, lalu membayar utang

tersebut tanpa perintahnya, apakah dia boleh menagihnya

kepadanya? Dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha Syafi'i5yah

yang diriwayatkan oleh Sgnikh Abu Hamid.

a. Da boleh menagihnya. Inilah pendapat yang berlaku dalam

madzhab kami- I(arena ia merupakan utang yang lazim atas

seizin orang yang berutang sehingga boleh ditagih, seperti

halnya bila dia melakukan penjaminan dengan seizinnya

dan membaSrar utang dengan seizinnya.

b. Dia Udak boleh menagihnya, karena dia telah

menggugurkan utang tersebut tanpa seizin orang lang
berutang sehingga tidak boleh menagihnln, seperti halnya

bila dia melakukan penjaminan tanpa seizinnya.

c. Apabila si penjamin terpaksa memba5ar utang tersebut,

misalnya dia ditagih oleh orang yang berpiutang sementara

orang 5ang berutang sedang pergl atau ada di tempatr5ra,

tapi kondisinya sedang tidak mampu, maka si penjamin

boleh menagihn5a, karena dia membayar utang tersebut
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dengan terpaksa. Sedangkan bila dia tidak terpaksa

memba5ramya, misalnya orang yang berutang sedang ada di
tempatnya dan dalam kondisi mampu, sehingga orang yang

menjamin bisa meminta kepadanla agar membebaskan

penjaminannya, lalu dia (orang yang menjamin) membayar

utang tersebut, maka dia tidak boleh menagihnya, karena

dia telah membagramya secara sukarela. Setiap kondisi

dimana orang yang menjamin boleh menagih kepada orang
yang berutang, lalu orang yang menjamin memindahkan

utang tersebut kepada orang lain yang memiliki utang,

maka dia boleh menagihnya kepada orang 5nng berutang

saat ifu juga, karena pemindahan utang hukumnya seperti

penerimaan utang.

Apabila dia memindahkan utang tersebut kepada orang
yang tidak memiliki kalajiban membayar utang, lalu orang yang

dilimpahi utang tersebut (Vang harus memba5ar utang tersebut)

menerimanSa, sementara kami katakan bahwa hukumnya sah,

maka si penjamin bebas dan orang yang berutang juga bebas. Dan
si penjamin tidak boleh menagihnya kepadanya orang yang

berutang pada saat itu, karena orang tersebut tidak membaSar

utangnya. Apabila orang yang berpiutang menerima piutang

tersebut dari orang png wajib membayar utang, lalu dia (omng

yang wajib membayar utang) menagih kepada si penjamin, maka si

penjamin boleh menagihnya kepada orang yang berutang. Apabila
orang yang berpiutang membebaskan tanggungan orang yang

wajib memba5ar utang dari pemindahan utang tersebut, maka

orang yang wajib membayar utang tidak boleh menagihnla kepada

orang yang memindahkan utang, yaitu si penjamin, dan si

penjamin juga tdak boleh menagihnya kepada orang yang
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berutang, karena salah satu dari keduanya belum membayar

utangnya. Apabila orang yang berpiutang telah menerima haknya

dari orang yang wajib membayar utang, kemudian dia

menghibahkannya kepadanya, atau orang yang berpiutang telah

menerima haknya dari si penjamin, lalu dia menghibahkannya

kepadanya, apakah keduanya boleh menagihnya?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah

berdasarkan dua pendapat imam Asy-Spfi'i tentang perempuan

yang menghibahkan mahamya kepada suaminya, lalu si suami

menceraikannya sebelum menyefubuhinya.

Cabang' Apabila seorang laki-laki memiliki piutang pada

dua orang laki-laki senilai 1000 Dinar, lalu masing-masing dari

keduanya ada orang yang menjaminnya, maka dia boleh menagih

uang 1000 Dinar tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya.

Apabila dia telah menerima uang tersebut dari salah safunya, maka

keduanya bebas, sementara orcmg yang telah memberikan uang

tersebut boleh menagihnya kepada ternannya (yang tidak

membayamya) apabila dia menjaminnya dengan seizinnya dan

membayamya dengan seizinnya. Sedangkan bila dia menerima

500 Dinar dari salah safunya, apabila oftIng yang memberi uang

tersebut berkata, "Ambillah uang ini yang merupakan

tanggunganku!" maka orang yang mernberi tidak boleh

menagihnya kepada temannya. Sedangkan bila dia berkata,

"Ambillah uang ini sesuai jaminanku!" maka keduaryn slna-s:na
bebas, dan berkenaan dengan kebolehan menagih kepada

temann5a adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Apabila dia memberikan kepadanya secara mutlak (tdak
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merincinya), lalu orang yang menyerahkan dan orang yang

menerima berselisih pendapat, kemudian orang yang

menyerahkan berkata, "Aku menyerahkannya dan menenfukannya

untuk orang yang aku jamin atau aku meniatkannya untuknya!"
lalu orang yang berpiutang berkata, "Justru aku menentukannya

atau meniatkannya untuk sesuatu yang merupakan pokok atas

dirimu," maka yang berlaku adalah ucapan orang yang

menyerahkan dengan sumpahnya, karena dia lebih mengetahui

ucapan dan niatnya. Sedangkan bila keduanya sepakat bahwa dia

tidak menentukannya unfuk salah sahr dari keduanya dan tidak

meniatkan demikian, lalu keduanya berselisih pendapat dalam sisi

penyerahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha

Syafi'i1yah.

1. Uang tersebut diberikan kepada keduanya dengan dibagi

dua (separuh-separuh).

2. Orang yang menyerahkannya boleh memberikannya

kepada siapa saja yang disukainya dari keduanya. Dalil dua

pendapat ini telah diuraikan dalam pembahasan tentang
gadai.

Apabila orang yang berpiutang membebaskan 500 Dinar,

lalu keduanya berselisih pendapat tentang siapa yang dibebaskan,

maka dalam masalah ini yang berlaku adalah ucapan orang yang

berpiutang dalam apa yang dibebaskannya apabila keduanya

berselisih pendapat tentang penentuannya atau niatrya.
Sedangkan bila dia menyebutkannya secara mutlak, maka dalam

hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'ig;ah.

a. Diberikan kepada keduanya.
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b. Orang yang berpiutang bisa menenfukannya untuk

orang yang dikehendakinya.

Cabang, Apabila seseorang menanggung 1000 Dirham

untuk orang lain.

Al Imrani berkata dalam Al Ba5nn,'Apabila uang 1000

Dirham tersebut mulanya pecahan, lalu dia memberikan

kepadanya 1000 secara bulat dimana dia bisa menagihnya kepada

orang yang berutang, maka dia tidak boleh menagihnya dalam

bentuk bulat, karena dia telah memberikanngra secara sukarela. Dia

hanya boleh menagihnya dalam benfuk pecahan."

Dia berkata lebih lanjut: Apabila dia menanggung 1000

Dirham dalam bentuk bulat, lalu dia memberikann5ra 1000 Dirham

dalam benfuk pecahan, maka dia tidak boleh menagih kecuali

dalam benfuk pecahan, karena dia tidak membayar utang tersebut

dengan selain itu. Sedangkan bila orang lnng menjamin

menawarkan uang 1000 Dirham tersebut dalam benfuk pakaian,

maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syrafi'iyyah,

a. Dia boleh menagih kepada orang Sang berutang dengan

meminta yang paling ringan dari dua hal, apakah nilai

pakaiannya ataukah uang yang 1000 Dirham tersebut.

Karena bila nilai pakaian tersebut lebih kecil, maka dia tidak

boleh menagih kelebihannSra karena dia tidak membayar

dengan selain itu, sedangkan bila nilai pakaian lebih besar

dari 1000 Dirham, maka dia juga tidak boleh menagih lnng
lebih dari 1000 Dirham, karena dia telah berderma dengan

kelebihan tersebut. Inilah pendapat yang terkenal.
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b. Dia boleh menagih uang 1000 Dirham tersebut. Pendapat

ini diriwayatkan oleh Al Mas'udi dan Syaikh Abu Nashr Al

Mamrdzi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu
Hanifah g. Seperti halnya bila seseorang membeli

sepotong kain dengan harga 1000 Dirham, lalu si penjual

memberikan kepadanya pakaian yang senilai 500 Dirham

sebagai ganti dari harga 1000 tersebut, maka si pernbeli

bisa menagih uang 1000 tersebut kepada orang yang

punya hak membeli lebih dulu. Adapun bila si penjamin

bemegosiasi dengan orang lnng berpiutang dengan

memberikan 500 Dirham sebagai ganti dari 1000 Dirham,

sementara kami katakan bahwa hukumnya sah, maka si

penjamin dan orang yang berutang sama-sarna gugur dari

uang 1000 Dirham tersebut. Seperti halnya bila dia

mengambil pakaian seharga 500 Dirham, padahal dia telah

memberikan 1000 Dirham. Al Mas'udi berkata, 'Si
penjamin tidak boleh menagih kepada orang yang dijamin

(orang lnng berutang) kecuali 500 Dirham saja.

Demikianlah menurut safu pendapat. Karena dia tidak

membayar utang tersebut dengan selain ifu."

Cabang, Apabila seomng muslim memiliki utang 1000

Dirham pada orang kafir Dzimmi, lalu utang tersebut ditanggung

oleh oftrng kafir Dzimmi (yang lain), kemudian orang yang

menanggung bemegosiasi dengan orang yang berpiutang tentang

utang yang ditanggungn!/a bahwa tanggungan tersebut diberikan

dalam bentuk khamer atau babi, apakah negosiasi ini sah?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'i1ryah:
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1. Hukumnya tidak sah dan salah satu dari keduanya tidak

bebas dari tanggungannya terhadap orang yang berpiutang,

karena tanggungan tersebut berhubungan dengan hak

seorang muslim.

2. Hukumn5ra sah, karena ia mempakan muamalah antara dua

tanggungan.

Apabila kami berpendapat seperti ini, lalu bagaimana si

penjamin menagih kepada orang muslim? Apabila kami katakan

bahwa bila tedadi negosiasi dengan memberikan pakaian, bisa

ditagih dengan yang paling ringan dari dua hal, maka disini dia

tidak bisa menagih apapun. Sedangkan bila kami katakan bahwa

dia bisa menagih 1000 Dirham, maka dia bisa menagihnya.

Cabangr Apabila seseorang menanslung utang orang lain

dengan pembayaran berjangka (secara tempo) dengan seizn orang

5rang berutang, lalu dia menyegerakan pembayamn utang tersebut

kepada omng yang berpiutang sebelum jafuh tempo, maka dia

tidak boleh menagih kepada orang yang berutang sebelum jafuh

tempo, karena apa yang dilakukannya merupakan derma. Apabila

seseorang menanggung mahar seomng perempuan lalu dia

memberikann5a kepadanya, lalu perempuan tersebut murtad

sebelum disettrbuhi maka mahamln gugur.

Al Mas'udi berkata, "Perempuan tersebut harus

mengernbalikan mahar tersebut kepada suami, lalu oleh suarni

dikernbalikan kepada si penjamin."

140 ll etr"i^u'SyorahAl Muhadzdzab



Cabangr Apabila seseorang menanggung utang orang lain

sebesar 1000 Dirham dengan seiizin orang yang berutang, lalu dia

mengklaim bahwa dia telah membayarkan utang tersebut kepada

orang yang berpiutang, akan tetapi orang yang berpiutang

mengingkarinya tanpa ada saksinya, maka yang berlaku adalah

ucapan orang yang berpiutang dengan sumpahnya. Karena hukum

asalnya uang tersebut belum diterima. Apabila orang yang

berpiutang telah bersumpah, maka dia bisa menagih kepada siapa

saja yang dikehendaki.rya dari keduanya (orang yang berutang dan

orang yang menjamin), karena haknya masih tetap pada

keduanya. Apabila dia telah mengambil uang tersebut dari orang

yang bemtang, maka tanggungan orang tersebut bebas dan

tanggungan orang yang menjamin juga bebas. [-alu apakah orang

yang menjamin boleh menagihnya kepada orang yang berutang?

Harus dilihat dulu, apakah uang tersebut diberikan dengan dihadiri

orang yang berutang ataukah tidak. Apabila yang tersebut

diberikan dengan dihadiri olehnya, maka hams dilihat pula apakah

ada saksi 5nng melihat pemberian tersebut atau tidak, dan dalam

hal ini harus dilihat pada orang yang bemtang.

Apabila si penjamin membenarkan bahwa orang yang

berutang telah memberikannya, apakah dia boleh menagih

kepadanya? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Spfi'iyyah
yang diriwayatkan oleh lbnu Ash-Shabbagh.

Pertama. dia boleh menagihnya, karena dia telah

membenarkan bahwa orang yang berutang telah membebaskan

tanggungannya dengan memberikan uang tersebut, seperti halnya

bila dia memberikannya di hadapannya. Ini adalah pendapat Abu

Ali bin Abu Hurairah.
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Kedua, dia tidak boleh menagihnya. Pendapat ini

dinyatakan oleh Abu Ishaq dan inilah pendapat yang terkenal. Dan
Spikh Abu Hamid AI Isfirayini tidak menyebutkan pendapat lain.

Karena dia berkata, "Apabila engkau telah memberikannya, maka
engkau tidak memberikan sesuatu yang dapat membebaskanku

dari haknya, karena engkau tidak menggugurkan penagihan dariku
sehingga aku tidak berhak menagihnyra."

Pengarang Al Bayan mengatakan: Kasusnya berbeda

apabila dia memberikannya dengan dihadiri olehnya, karena lnng
melampaui batas unfuk orang yang berutang. Apabila orang yang

berutang mengingkarinya, apakah dia harus bersumpah? Bila kami

katakan "Apabila dia membernrkannSa maka dia boleh
menagihnln," maka orcng yang berutang harus bersumpah bahwa

dia telah memberikannya. Sedangkan bila kami katakan "Apabila

dia membenarkannya, maka dia tidak boleh ,' maka

orang yang berutang tidak perlu bersumpah.

Apabila orang yang berpiutang (Al Madhmun l-ahd
memilih menagih piutangnya pada si penjamin, maka tanggungan

orang yang ben-rtang dan tanggungan si penjamin sama-salna

bebas. [-alu apakah si penjamin boleh menagih kepada onmg yang

berutang bila dia membenarkan hal tersebut? Apabila kami
katakan berdasarkan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah bahwa si

penjamin bisa menagrhnya kepada orang yang benrtang bila orang
yang berpiutang telah menagihnya pada orang yang benrtang,

maka si penjamin boleh menagihnp kepada orcrng yang bemtang,
dan dia tidak boleh menagihnya unfuk kedua kalinla, karena dia
telah mengakui bahwa orang yang berpiutang telah zhalim dengan

mengambilnya sehingga dia tidak boleh menagih kepada selain

oremg lnng menzhaliminya.
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Sedangkan bila kami katakan berdasarkan saksi-saksi

bahwa dia tidak boleh menagihnya pada yang pertama, apakah dia

boleh menagihnya disini? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha

Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Pertama, dia fidak boleh menagihnya. Adapun yang

pertama, kami telah menjelaskannya dengan dalilnSn. Sedangkan

yang kedua, dia tidak boleh menagihnya, karena dia mengakui

bahwa orang yang berpiutang telah berbuat zhalim dengan

mengambilnya sehingga dia tidak boleh menagih kepada selain

orang lrang menzhaliminya.

Kedua, Dia boleh menagihnya. Dan Syaikh Abu Hamid

tidak menyebut peldapat lainnya, karena dia telah membebaskan

orang yang berutang dengan menyerahkannya secara lahir dan

batin sehingga dia bisa menagih kepadanya, seperti halnya bila dia

menyerahkannya dengan bukti.

Apabila kami mengatakan berdasarkan hal ini, manakatr

dari keduanya yang dia tagih? Dalam hal ini ada tiga pendapat

fuqaha Syafi'iyyah.

a. Dia boleh menagih yang kedua, karena menunfut kepada

orang yang berutang menggu secara zhahir.

b. Dia boleh menagih dengan yang pertama, karena bebasnya

tanggungan akan tercapai dengannya secara batin-
. c. Dia boleh menagih dengan yang paling ringan dari

keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Ash-

Shabbagh. Karena bila dia mengklaim bahwa dia telah

memberikan pada kali pertama berupa pakaian yang senilai

(dengan 1000 Dirham) tanpa memberikan uang 1000

Dirham tersebut, sementara pada kali kedua dia
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memberikan 1000 Dirham, maka dia telah mengaku bahwa

untuk yang kedua dia telah dizhalimi oleh orang lrang
berpiutang, sehingga dia tidak boleh menagihn3n kepada

selain orang yang menzhaliminya.

Sedangkan bila dia mengklaim bahwa pada kali pertama dia

telah menyerahkan 1000 Dirham, lalu pada kali kedua dia
menyerahkan pakaian yang senilai dengannp, maka dia tidak
boleh menagih keruali nilai pakaian tersebut, karena dia tidak
berhak menagih dengan yang pertama sehingga hanla berhak

menagih nilai pakaian tersebut. Apabila ketika si penjamin

menyerahkan uang 1000 Dirham yang p€rtama tersebut tidak

dihadiri oleh omng lang bemtang yang menjadi saksingra, apabila

ada buktinya maka png berlaku adalah perkataan orang yang

berpiutang dan sumpahnya tidak diterima, kemudian si penjamin

bisa menagih kepada orang lrang bemtang. Sedangkan bila
buktinya (saksinln) tidak ada dan dibenarkan oleh orang 5nng
berpiutang bahwa si penjamin telah memberikannya, maka hanrs

dilihat dulu.

Apabila dia memiliki dua saksi adil, hpi keduanya sedang

pergr atau sudah wafat atau keduanya manjadi fasik, maka bila
orang yang berpiutang bersumpah dia bisa menagihnlra kepada

orang yang dikehendakinya dari keduangn. Apabila dia menagih

kepada orang Snng berutang, maka si penjamin juga bisa menagih

uang 1000 Dirham tersebut kepada ormg yang berutang yang

telah diberikan kepadanya, karena dia telah mengakui bahun dia
telah menolak pembebasan tersebut dan tdak ada lnng
dilakukannp berkenaan dengan uzumya kesaksian.
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Sedangkan bila orang yang berpiutang menagih kepada si

penjamin, maka dia tidak boleh menagih dengan yang kedua

karena dia telah menzhaliminya dengannya. Akan tetapi dia harus

menagihnya dengan yang pertama, sebagaimana yang telah kami

uraikan.

Apabila orang yang menjamin mendatangkan dua saksi

kafir atau dua saksi fasik yang menampakkan kefasikannya s@ara

terang-terangan, maka hukumnya seperti orang yang fidak

mendatangkan saksi. lalu apakah dia bisa menagih kepada orang

yang berutang? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha

Syafi'i56rah, apabila orang gnng berpiutang mernbenarkan bahwa

dia telah menyemhkannya meskipun tanpa saksi, berdasarkan

cabang perrnasalahan yang telah diuraikan sebelumnp tentang
penagihan dengan cara 5tang pertama.

Sedangkan bila dia memiliki dua saksi lnng scara zhahir

terlihat adil, tapi kemudian diketahui bahwa keduanya fasik, maka

dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'ig4ph:

Pertama. si penjamin bisa menagih kepada orang lang
berutang, karena dia (si penjamrn) fidak lengah dalam

mendatangkan saksi. Disamping itu dia tidak meng€hhui batin
salsi tersebut. Berdasarkan hal ini, maka hukumnp seperti orang
yang memiliki dua saksi adil, lalu keduanp wafat.

Kedua, hukumnya seperti orang grang tidak merniliki saksi,

karena dia mendatangkan saksi yang tdak layak bersaltsi. Apabila
dia merniliki seorang saksi adil yang merdeka, bila saksi tersebut

ada di ternpat, maka dia harus bersaksi bersamanya, dan
hukumn5a seperti orang yang memiliki dua saksi adil, dan
kesaksian ini bisa diterima. Sedangkan bila saksi tersebut sudah
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wafat atau tidak ada di terrpat atau tiba-tiba menjadi fasik, maka

dalam hal ini ada dua pendapat frrqafn Slafi'iyyah:

a. Hukumnlra s€e€rti orang yang merniliki dua saksi adil, lalu

keduanya menldi fa$lq karena dia hanya mernbela

hujjahn5n s€ndiri padahal sebenamSra tidak ada, seperti

Udak adanya dua saksi.

. b. Hukumqp sep€rti orang yang tidak memiliki sal$i, karena

dia lengah dis€babkan m€ndatanglon sal$i yang

konboversial. Jadi dia s€pert orang png tidak merniliki

saksi.

Adapun bih si penlmin merrrberikan uang 1000 Drham

1rang pertama dengan disaksilan oleh orang Snng benrtang, bila

dia mendatangkan sal$i atas perryerahan tersebut, rnaka

hukumnya berlalar. Sedand{an bih saksinya tidak ada, maka

hukumnyra seperti yang tdah diuraikan sebelumnya. Sedargkan

bila dia tidak mendatarEkan sal$i, hlu orang yang berpiutang

bersumpah, rnaka dia orang fiang b€rpiutang bisa menagih kepada

siapa saja Sang dikehendakinyta dari keduanSla. Lalu apakah si

penjamin boleh rrena$h keeada orang 1nng b€rutang?

Dalam hal'ini ada dr.a pendapat fuqaha qpfi'i!,!Eh. Di
antara sahabat-sahabat kami ada yang berkata, 'Hukumnya seperti

orang yrang tidak rnendatangkan salsi- Jadi penyerahan kepada

orang yang berutang seperti 3Bng telah kami uraikan, karena dia

telah lengah dengan tdak mendatangkan saksi sehingga

dernikian-" Sedanglon kedua adalah bahura

dia boleh menagihn!,a, karena !,ang lengah dengan tdak
mendahngkan saksi adahh orang 3nng benrtang. Inilah pendapat

yang sesuai nash.
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Apabila si penjamin mengklaim telah menyerahkan hak

tersebut kepada orcmg yang berpiutang, tapi orang yang

berpiutang dan orang yang berutang mengingkarinSa, sementara

tidak ada saksi dalam kasus ini, maka yang berlaku adalah

perkataan oftrng yang berpiutang dengan sumpahnya. Apabila dia

tidak mau bersumpah, maka sumpah tersebut dikembalikan

kepada si penjamin. Apabila dia bersumpah, maka kami

mengambil dua pendapat berkenaan dengan orang

yang mengklaim ketika orang yang diklaim menarik sumpahnya.

Apabila kami katakan bahwa dia seperti saksi, maka si penjamin

dan orang yang dijamin (orang yang berutang) bebas dari utang

terhadap orang yang berpiutang, lalu si pmjamin bisa menagihnlra

kepada orang yang berutang.

Sedangkan bila kami katakan bahwa sumpah si pengklaim

(pendakrua) ketika orang yang diklaim menarik seperti

pengakuan orerng yang diklaim, maka hukumnp seperti orcmg

png berpiutang yang membenarkan bahwa si penjarnin telah

menyemtrkannlE, tapi orang llang bemtang mengingkarinya.

Dalam kasus ini orang yang berpiutang tdak bisa menagih kepada

salah safu dari keduanln, karena telah berlaku padaryra bahun hak

tersebut telah diberikan.

lalu apakah si penjamin bisa menagih kepada omng ]rang
berutang? Dalam hal ini ada dua pendapat Abu Al Abbas Ibnu

Suraij.

a. Yang berlaku adalah ucapan orang yang benrtang dengan

sumpahnya, dan orang yang menjamin tdak boleh menagih

apapun padanya, karena dia telah mengklaim telah

mernberikannlp agar dia bisa menagitrrya sehingga tidak
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diterima karena hukum asalnya adalah tidak-adanya

pemberian tersebut. Dsamping ifu orang 5rang berpiutang

bersaksi atas perbuatan dirin3p sehingga tidak diterima.
b. Si penjamin boleh menagih kepada orang 5ang berutang,

karena penerimaan orang 5nng b€rpiutang bisa dibuktikan

dengan saksi atau dengan pengakuan. Seandain5a terbukti

bahwa dia telah menerimanSra berdasarkan keterangan

saksi, maka dia bisa menagihnp. B€itu pula bila terbukti

berdasarkan pengakuan. Wallahu A'lan.

A$rSyirazi e berhata: PasaL Sah hukumnya
menjamin Dank menunrt pendapat lrang berlaku- Akan
tetapi Abu Al Abbas meriwagratkan pendapat lain
bahwa hutrumnSTa fidak sah, karena ia merupakan
penjaminan barang yang dijual yang berhak dimiliki,
sedanglran dalam kasus ini tidak diketahui.

Pendapat yang benar adalah bahwa hukumnya
boleh- Demikianlah menurut pendapat Aslrsyaf i.
Karena hal tersebut memang dibutuhkan, karena si
pembeli telah membrilon sementara tdak
ada jaminan bahwa dia benar-benar memiliki barang
3nng diiual tersebut- Dan dia fidak mungkin mengambil
gadai atas harga tersebut, karena si penjual tdak
memberikan barang yang dijual kepadanlp sebagai
gadai- Dan dia juga fidak mungkin mencari kepastian
dengan saltsi, karena bisa saja si penjual bangtrut
sehingga kesaksian tersebut fdak berguna, sehingga
tidak ada lagr lpng bisa dijadikan buld selain
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peniaminan. Disamping itu fidak mungkin menjadi nilai
lrang menjadi hak untuk diketahui, sehingga bila sesuatu
tersebut fidak diketahui maka dimaafkan, seperti orang
yang dimaafkan karena tidak tahu pondasi dinding
(pagar rumah atau kebun dan sebagainya). Hal ini
berbeda dengan penjaminan sesuafu yang fidak
diketatrui, karena bisa saja utang tersebut diketahui lalu
dijamin.

Adapun berkenaan dengan waktu penjaminanryra
ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah dalam hal ini:

Pertama, hukumngn tdak sah sampai si penjual
menerima harganS;a. Karena sebelum menerima
hargarryTa dia fidak waiib melakukan apapun, sedang
menjamin sesuahr yang fidak wajib adalah fidak sah.

Kdua, hukumnSn sah sebelum menerima
harganS;a. Karena kebufuhan menyebabkan adangTa
penjaminan tersebut dalam akad jual-beli sehingga
dibolehkan sebelum menerima harga. Apabila dia
membeli budak perempuan dan menanggung Darak-nya
lalu sebagiiilmya keluar sebagai sesuafu lpng berhak
dimiliki, apabila kami mengatakan bahwa jual-belingTa

sah pada sisangra, maka dia bisa menagih harga yang
berhak aimititrintn- Sedanglmn bila lnmi katalmn bahwa
jual-belinSp batal dalam keseluruhannya, maka dia bisa
menagih kepada penjamin dengan harga yang berhak
dimilikingTa. [-alu apakah dia boleh menagih harga S/ang
tersisa? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
Syafi'lrph:
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Pertama, dia boleh menagihqn, karena ,ual-
beliqTa batal disebabkan kepemililran hah sehirrsga dia
harus menanggungnlra seperti orang lrang berhak-

Kdua, dia tidak boleh menagihnlra, karena dia
fidak menang[lung kecuali lrang berhak sehirrgga dia
fidak menjamin selain itu- Apabita dia men tn(XJung

Darak, lalu mendapati barang yang diint dalarn
keadaan cacat kemudian dia mengernbalikanrrya,
apakah dia boleh menagih kepada si
penjamin? Dalam hal ini da dua pendapat ftryha
Syafi'iy57ah:

Pertama, dia fidak boleh merragihnga- hi adalah
pendapat Al Muzani dan Abu Al Abbas. IGrena
kepemilikan tersebut telah hilang daringn, karena
sesuatu lrang teriadi sehingga dia tidak blsa menagih
hargan5la, seperti halnSn bila barang terseht berupa
bagran yang dipotong-potong, hlu diambil ohh onrlg
yang melakukan Syfah.

Kedua, Dia boleh menagihryn, trarena dia
menagih hargarryn dalam artiryla sdrna:Siffin metalnrkan
akad sehingga dia bisa menagih kepada omng yang
menjamin, seperti halnSn bila dia keluar sebagai orang

lpng berhak memilikiryn- Apabita diteurukan cacat
padanln, ketika barang tersebut sdah ada padarry;-a,

apakah dia bisa dituntrt meurbaynr d€nda mt
tersebut? Dalam hd ini ada drn peodapat ftrq3ha
Slraf ilryah sebagaimana !,ang tehh lomi urailnn-
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Penjelasan: Redaksi " !.ril, (Darak)' dengan Ra' berfathah

dan bersukun adalah akibat (Tabi'ahl.

Dalam Ash-Shihah dikatakan, "Dank yang ada pada

hakmu akan aku lepaskan."

Hukum-Hulnrmt Sah hukumnya melakukan penjaminan

akad, berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam Al Umm.

Maksudnga adalah seseorang membeli barang dengan harga dalam

tanggungannya, lalu ada orang lain yang menjamin harga yang

diberikan si penjual bila barang tersebut keluar sebagai hak milik.

Akan tetapi menumt Abu Al Abbas bin Suraij

tidak sah. Pendapat ini juga dinyatakan oleh lbnu Al Qash.
Alasannya adalah karena ia mempakan penjaminan sesuahr Sang
Udak wajib. Disamping itu ia adalah penjaminan sesuatu yang Udak

diketahui, karena dia tidak tahu apakah dia berhak memiliki

barang Snng dijual tersebut atau hanya sebagianngra saja.

Pendapat gnng benar adalah bahwa sah, karena

penjual tidak mernberikan jaminan bersama bamng yang dijual

tersebut. Dan kesaksian tidak berlaku dalam hal ini, karena bisa

saja si penjual bangkrut sehingga kesaksian tdak lagi berlaku,

sehingga tidak ada yang tersisa yang dapat menguatkan si pernbeli

selain jaminan.

Adapun berkenaan dengan pendapat hnu Al Qash bahwa

ia merupakan penjaminan sesuahr yang fidak wajib dan
penjaminan sesuatu S;ang tidak diketahui, maka pendapat ini tdak
benar, karena bila barang yang d[ual tersebut bukan hak milik,
rnaka Udak ada penjaminan sama sekali. Sedangkan bila ia
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merupakan hak milik, maka dia telah menjamin hak tersebut

setelah menjadi wajib. Penjaminan sah disini meskipun sesuatu

yang berhak dimiliki pembeli tidak diketahui, karena kebuhrhan

memang menghendaki demikian.

Abu Yusuf berkata, "Apabila seseorang menjamin suafu

jaminan (Dhanan Danh, maka dia menjamin akibat negatif dari

suafu pembelian." Al Mawardi dalam Al Hawi
Pendapat ini fidak benar, karena secara kadisi jaminan itu
menrpakan gambaran dari Damk dan penjaminan terhadap harga

(pembalaran) sehingga sesuatu 5ang mutlak ditafsirkan demikian.

Apabila kami berkata, 'Sah hukumnln melakukan Dhaman

Danh maka hukumnya sah setelah menerima harga.

Demikianlah menumt satu pendapat- Karena ia mertrpakan

penjaminan hak setelah menjadi wajib. Lalu apakah sah

menjamiffrya sebelum penjtal menerima harga4n
(pernbayaranqd?

Dalam hal ini ada dua pendapat frqaha Syaf iyph:

Pertama, hukumnya sah, karena kebutuhan menghendaki

penjaminan tersebut sebelum harga diterima, sebagaimana ia juga

dibutuhkan setelah harga diterima.

Kdta, sah, karena ia merupakan penjaminan

hak sebelum menjadi wajib, Dan dkr tidak menyebutkan pendapat

lain.

hnu Ash-Shabbagh mengatakan, 'Redaksin3p adalah

dengan mengucapkan, 'Aku menjamin sesuafu yrang dijaminnya

atau harganyra ataiu hnk-nya', atau mengatakan kepada pembeli,

'Aku menjamin pembebmanmu darinlra', atau berkata, 'Apabila
jr-ral-betinyra telah menjadi hak milik, maka aku menjamin harganya
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unfukmu'. Apabila dia berkata, 'Aku menjamin pernbebasan

barang yang dijual unfukmu', maka hukumnya tidak sah, karena

perkiraannya adalah barang tersebut keluar sebagai hak milik."

hnu Suraij berkata, "Tidak akan menjamin Damk barang

yang dijual kecuali orang bodoh."

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila seseoranE

melakukan Dhaman Darak (penjaminan terhadap harga atau

pemba5aran) baik berupa rumah yang dibeli atau rumah png
dilepas hingga menjadi hak, maka dia bisa menagih harganla
kepada si penjamin, apabila dia hendak melepaskan seketika maka

dia bisa menyerahkan kepadan5ra. Teman-teman kami

menafsirkann5ra dengan dua penafsiran.

Pertama. bahwa png dimaksud adalah "Pernbebasanmu

dengannSra."

Kedua, bahua yang dimaksud adalah "Dan
pernbebasannya." Terkadang kalimat (el) "Atau" searti dengan (r)

"Dan." Allah S berfirman,

"Dan IAmi ufus dia kepda senfus ribu onng atau l&ih."
(Qs. Ash-Shaaffaat I37l: L471. Dan firman Allah

gng l{afir di anbr mqel<a." (Qs. Al Insaan [76]: 241.

1'+i5.ifr,XVtsytcsfi;

6jKicrq,4#r;
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Adapun penjaminan yang difulis dalam dokumen dengan

redaksi, "Si fulan penjual menjamin si fulan bin fulan sang pembeli

terhadap nilai sesuatu yang terjadi pada barang yang dijual, baik

berupa tanaman atau bangunan atau lainnlra, bila ia keluar sebagai

hak milik," maka menumt sahabat-sahabat kami (fuqaha

Syafi'ignh) penjaminan tersebut batal menurut ma&hab Syafi'i,

tanpa diperselisihkan lag. Karena ia merupakan penjaminan

sesuatu yang tidak wajib dan sesuatu Sang tidak diketahui. Apabila

disebutkan lebih spesifik dengan berkata, "Dari Dirham ke Dirham

lain," maka hukumnlp tidak sah, karena ia merupakan penjaminan

sesuatu 5ang tidak wajib dan sesuatu Sang tidak diketahui. Apabila

dikatakan demikian, lalu disebutkan, "Dari safu Dirham ke seribu

Dirham," maka hukumnya juga tidak sah, karena ia merupakan

penjaminan sesuahr yang tidak uajib dan tidak dikehhui.

Akan tetapi menurut Abu Hanifah e hukumnla sah. Imam

Abu Ja'far Ath-Thahawi dari kalangan ulama Hanaf[ryah

mengatakan dalam Al Mul<hhshar, "Bamngsiapa melakukan

Dhaman Damk (penjaminan terhadap harga [pembayaran]

terhadap pernbeli apabila dia berhak mendapatkan bamng yang

dijual atau terdapa.t cacat padanla) terhadap seseorang dalam

rumah 5ang dibelinya, maka menunrt Abu Hanifah penjaminan

tersebut batal. Dia berkata, "Dhaman 'Uhdah (Dhaman Darak)

menunrtku adalah penjaminan kertas (dokumen)." Sementara

menunrt Abu Yusuf dan Muharnmad, penjaminan tersebut

dibolehkan, ]laihr Dlwnan Damk dalam rurnah llang dijual.

Apabila rumah tersebut telah menjadi haknlra, maka si pembeli

bisa menagih harganya kepada penjualnp dan menagih

bangunann5n bila terjadi sesuahr, yang disebabkan oleh si penjual.
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Apabila ini telah dilakukan, maka dia bisa menagihnya kepada

penjualmaupun penjaminnya. Pendapat inilah yang kami ambil.

Muhammad Najib Al Muthi'i bin Slraikh hrahim bin

Abdurrahman bin Ahmad bin Bukhait -semoga Allah

mengampuninya dan mengampuni orang fuanya- mengatakan:

Dhaman 'Uhdah (Dhaman Darak) menumt Ath-Thahawi adalah

penjaminan kertas, yakni penjaminan terhadap cek (bukti hak

milik). Hukumnya tdak dijamin oleh penjual sampai

penjaminannya sah- Apabila seseorang menjamin lepasn5ra bamng

yang dijual atau menjamin nilai sesuatu yang teriadi pada barang

yang diiual baik benrpa bangunan atau tanaman, apabila

penjaminan tersebut diluar akad jual-beli, maka harus dilihat dulu,

apabila penjaminan tersebut dipisahkan dan Dhannn 'Uhdah,

maka jual-belinla dan Dhaman 'Uhdalrnya tdak batal. Yang batal

adalah peniaminan terhadap lepasnya barang yang diiual dan
penjaminan terhadap sesuafu yang terjadi padarrya baik berupa

bangunan atau tanaman. Apabila penjaminannSa dilakukan

bersamaan dengan Dhaman 'Uhdah, maka pelepasan barang 5ang
dijual tersebut dan segala yang terjadi padanya batal. lalu apakah

Dhaman 'Uhdalrnya batal? Dalam hal ini ada dua pendapat imam

Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapafuiya terrtang pemisahan

tansaksi.

Apabila penjaminan tersebut disyaratkan dalam jualteli
dengan berkata, "Juallah kepadaku tanah ini dengan harga 100
Dinar, dengan syamt ada orang Snng menjaminku berkenaan

pelepasannya dan nilai dari apa yang aku buat terhadapnyra baik

berupa bangunan atau tanaman bila aku telah berhak

terhadapnSa," lalu si penjual berkata, 'Ahl menjualnya

kepadamu," atau qnrat tersebut disebutkan pada waktu mernilih,
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maka jual-belinya msak, karena ia mempakan jual-beli dengan

qarat yang rusak.

Syaikh Abu Hamid berkata, 'Ada pula pendapat lain, yaihr

bahwa jual$elinya tidak batal bila dia mensyaratkan penjaminan

nilai sesuatu yang teriadi pada tanah tersebut, sebagaimana yang

kami katakan tentang orang yang mensyaratkan jaminan lnng
rusak dalam iual-beli. "

Akan tetapi pendapat yang lebih benar adalah pendapat

pertarna.

C^atrangr Apabila seorang lak-laki melakukan Dhanan
'UMahterhadap laki-laki lain semerrtara seluruh barang lang driual

telah meniadi hak orang 1nng diiarnin dan dia telah mernberikan

kepada penjual, rnaka si pernbeli bol€h menrilih. Bila dia

mau, dia bisa menagih harganln kepada penjtral; sedangkan bila

dia rnau, dia bisa menagihnya kepada penlmin. Apabila

sebagiannya menjadi hah rnaka jtml$elinya batal dan si pernbeli

bisa menagih kepada si penlmin sestrai nilai 17ang keluar

tersebut meniadi hak tersebut. lalu apakah jtnl$eJinla batal pada

sisanya? Dalam hal ini ada dua imam Aqr$nfi'i.

Apabila kami mengatakan bahwa jual-belinla batal, atau

kami mengatakan tdak batal tapi pembeli memilih mernbatalkan

iual-beli tersebut, apakah pernbeli boleh menagih kepada

si peniamin sesuai kadar tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat

frrqala Syafi'i167ah:

Pertama, dia boleh menagihnya, karena harga tersebut

b€rlaku bagnya disebabkan hak kepemilikan.
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Kedua, dia tidak boleh menagihnya, karena dia tidak

menjamin kecuali harga yang menjadi haknSa. Jual belinya batal

karena transaksin5ra tidak dipisahkan dan dibatalkan oleh pernbeli.

Apabila pernbeli menemukan cacat pada barang yang dijual

sehingga dia mengembalikannya, apakah dia bisa menagih

harganya kepada si penjamin? Teman-teman kami mengatakan:

Apabila si penjamin berkata, "Aku menjamin segala akibat yang

terjadi padamu pada barang yang dijual," atau 'Aku menjamin

segala akibat pada barang yang dijual dalam semua cacat lnng
ada," maka dia boleh menagih harganya kepada si penjamin.

Demikianlah menunrt satu pendapat. Begitu pula bila terdapat

cacat pada barang pembeli dan sebelumnya telah ditemukan cacat

padanSn, maka dia bisa menagih Di5nbnya kepada si penjamin,

karena penjaminnln menyebabkan harus berlaku demikian.

Apabila dia melakukan Dhaman Dank (penjaminan harga

pada pembeli bila dia berhak mendapatkan barang 5rang dijual atau

terdapat cacat padanya) pada barang lnng dijual dan tdak
melakukan penjaminan lain, apakah dia boleh menagih harganla

kepada si penjamin, bila ditemukan cacat pada barang tersebut?

Atau menagih ditpt bila terjadi cacat lain padanp? Dalam hal ini

ada dua pendapat fuqaha Syafi'i34ph:

Pertama, dia boleh menagih harganSn, karena harga

kernbali padanya, dalam artian bahwa dia menyertai akad dengan

adangn kelalaian dari penjual, sehingga dia bisa menagih hargan!,a

kepada penjual, sebagaimana dia berhak mendapatkan barang

Slang dijual.

Kdua, dia tdak boleh menagihnSTa kepada si penjamin,

tapi managihnya pada si peniual. Ini adalah pendapat Al Mrrzani
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dan Abu Al Abbas bin Suraij, karena kepemilikannp hilang dari

barang yang dijual tanpa adanya hak memiliki, sehingga dia tidak

boleh menagih harganSn kepada penjamin. Seperti halnya bila

barang yang dijual bempa bagian tertenhr, lalu diambil oleh orang

yang melakukan Sgfah.

Cabangr Apabila seseorang melakukan Dhaman '[)hdah,

lalu tem5nta jual-belinya batal tanpa adanla kepernilikan barang

tersebut, apakah si pembeli boleh menagih harganya

(pemba5nrannya) kepada si penjamin? Dalam hal ini ada dua

pendapat fuqaha Spfi'i5yah sebagaimana yang diriunSatkan

dalam Al lbanah-

Pertama, dia boleh menagihngn kepadanSn, karena dia

disebabkan maksud png menyertai akad jual-beli

sehingga seperti orang yang berhak mernilikinyra.

Kdua, dia tidak boleh menagihnSra kepadanya, karena dia

bisa menahan barang yang dijual. Kecuali bila dia menunfut harga

yang telah diberikan, tapi tetap tidak boleh menunfutnSra kepada si

penjamin. Berbeda seandainln dia berhak mendapatkan barang

yang dijual di tangan penjual sebelum menerimanSra atau terjadi

pembatalan pada barang yang diiual, atau barang tersebut

mempakan bagian tertenhr, lalu diambil oleh oftrng yang

melakukan Syf'ah, maka si pernbeli fidak boleh menagih

kepada si perrjamin, karena harga tersebut kembali

dengan arti yang terjadi setelah akad dan tidak dijamin

oleh si penjamin kecuali ketika barang 1rang dijual tersebut berhak

dimiliki. Cabang permasalahan ini akan diuraikan lebih detail

dalam cabang permasalahan seputar Dhaman Dank dalam .4r-
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Raudhah. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya.

Semoga Allah memberimu Taufik.

Cabangr AI Mas'udi berkata, "Apabila seseorang membeli

sesuatu dengan harga tertenfu, lalu menerimanla, kemudian ada

orang lain yang menjamin si penjual berkenaan dengan timbangan

yang kurang atau harga png buruk, lalu temyata harganya kurang

atau buruk atau cacat, maka dia bisa menagih harga yang kurang

tersebut kepada si peniamin. Dia juga bisa menolak harga yang

buruk dan sesuafu yang cacat pada si pernbeli dan menunfut

harganSa kepada si penjamin."

Cabang, Berkenaan dengan pendapat Abu Hanifah yang

telah disebutkan sebelumn5ra. Imam Ali bin Muhammad Al Isb[ani

mengatakan dalam Stnnh Mukhbshar Ath-Thalnwi, "Apabila

pembeli membangun sesuafu dalam rurnahnya, lalu ada omng lain

yrang berhak mernilikinya dengan adanya saksi, lalu bangunan

tersebut dirusak, maka si pernbeli bisa menunfut harganya kepada

si penjual dan menunfut nilai tersebut sesuai

kepadanya. Apabila nilai kerugian png rusak tidak

diberikan kepada si penjual, maka dia tidak boleh menunfut

kepadanya kecuali dengan harga saja. Diriwayratkan dari Abu

Yusuf bahura dia berkata, "Dh bisa menagih targary/a dan nilai

bangunannya-"

Ath-Thahawi berkata, "Dia boleh mengambil keduanya

sekaligus. I(ahu dia rnau, dia bisa il keduaryra dari

p€niual, dan lohu mau dia bisa mengambil keduanya dari si

peniamin, hlu si peniamin bisa menagihnga kepada si peniual bila
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penjaminan tersebut atas perintahnya." Akan tetapi pendapat Ath-
Thahawi ini tidak benar. Sedangkan menurut Muhammad dalam

rir,rnyat Srang kuat, nilai bangunan tersebut hanln ditagih pada si

penjual saja dan fidak ditagih pada si penjamin.

Dalam ternpat lain setelah ini dia berl<ata: Penjelasannya

adalah bahun orcmg Sang menjamin seseorang unfuk orang lain
dalam sesuafu Sang rusak atau mernba5nrkan tanggungannya atau

menjamin harga sesuafu yang dibelin3p atau sesuafu yang

dipinjamkannSn, atau menjamin hartanln lang msak, maka
penjaminan ini sah meskipun tidak ada sesuafu lrang menafikan
kondisinlra, karena ia disandarkan pada sebab gang diiamin, oftrng
yang berpiutang dan orang !,ang berutang yang bisa

mernbaSlamSn. Apabila si penjamin berkata, 'Apa grang engkau
jual kepada si fularr, nilainln aku yang tanggung," atau

"Setiap kali engkau menjual sesuafu kepada si fulan,"
atau "Sesuafu Spng engkau jual kepada si fulan," maka
berlaku dalam setnua yrang diiual.

Seandainya penjamirnn Udak kata-kata tadi,

tapi dengan berkata, "Kalau engkau menjual kepadanp maka
nilainlra aku yang tanggung," atau berkata, "Apabila kamu
menjualnSn kepadanlra," atau berkata, 'Kapan saia engkau

menjualn3ra ," maka si penjamin hanya ditagih harga

png disebutkan pada aural hansalsi dan tidak ditagih pada harga-

harga transaksi sesudahnyra.

Apabila dia mengatakan kepadanSn, 'Apa saja yang msak
karena ulah salah seorang manusia maka aku yang

menanslungnlra," rnaka hulnamnya tdak sah, karena sesuafu gnng

dfamin tdak diketahui. B€itu pula bila dia berkata, "Apa saja
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yang rusak yang menjadi milik seseorang, akulah yang

menanggungnya," maka hukumnya tidak sah karena sesuatu yang

ditanggung tidak diketahui.

' Cabang{abang Permasalahan Tentang Masalah-
Masalah yang Berkaitan dengan Dhaman Darak

dalam Ar-Raudhah

Maslah Pertama: Di antara lafazh-lafazh dalam

Dhanan ini adalah seseorang mengatakan kepada pembeli, 'Aku
menjamin untukmu 'Uhdalrnya atau Damk-nya atau

keterlepasanmu darinya." Apabila seseorang berkata, "Aktt

menjamin unfukmu terlepasnya barang lrang dijual," maka

hukumnya tidak sah, karena dia tidak independent dalam

pelepasannla apabila berhak memilikinya. Apabila seseorang

menjamin tanggungan harga dan lepasnya barang yang diiual

sekaligus, maka penjaminan pelepasan tersebut tidak sah,

sedangkan berkenaan dengan tanggungan tersebut ada dua

pendapat yang berkaitan dengan transaksi. Apabila dia

mensyaratkan adan5ra penjamin dalam jual-beli agar melepaskan

barang 5rang dijual, maka batal. Bertda bila dia

mens5aratkan orang yang menjamin hargangra-

Masalah Kdua, Dis5aratkan agar nilai harganya

diketahui oleh si penjamin, meskipun nilai harga dalam penenfuan

laba tidak diketahui.

Masalah Ketiga Dibolehkan orang png menyerahkan di

melakukan peniamirnn terhadap orang yang
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menyerahkan kepadanya apabila harta pokoknya menjadi hak
milik setelah orang yangmenyerahkan di dalamnla menerimanya,

karena orang lrang menyerahkan di dalamnya dahm tanggungan

sementara hak milik tersebut tidak bisa digambarkan. Yang bisa

digambarkan adalah barang lrang diterima- Dalam kondisi
demikian orang yang menyerahkan bisa menuntukryn dengan

sesuatu yang sarna, bukan dengan harta pokoknya.

Masalah Keempaf: Apabila hak memiliki telah terlihat,
maka si pembeli bisa menagih kepada siapa saia yang

dikehendakinp baik si penjual atau si penjamin. Dan tidak ada

bedanya apakah barang tersebut keluar sebagai hak milik atau

hanya keltrar sebagiannya saja karena ada Syuf'ah dalam jual-beli

sebelumnya. Dalam tnl ini Asy-Syafi'i berpedornan dengan sistem
jual-beli tersebtrt. Apabila tern5rata jual-beliryp rusak, maka

berkenaan dengan penagihann5n kepada si penjamin ada dua
pendapat ftqaha Syafi'!4,rah:

Periam4 Ya, seperti tetapn5ra hak.

Kdua Tidak, karena memang tdak diperlukan
disebabkan ada kemampuan barang png dijual tersebut ditahan
sampai dia meminta kembali harganla. Apabila barang yang dijual
keluar dalam keadaan cacat, lalu pernbeli mengembalikannya,

maka berkenaan dengan penagihan kepada si penjamin ada dua
pendapat fuqaha Spfi'lyah. Yang paling utama adalah agar tidak

ditagih, karena pengembalian disini karena sebab Snng terjadi
sedang dia masih bisa memilih, jadi kasus ini mirip pembatalan

karena l{hiyar majlis atau saling membatalkan. Hal ini bila
cacatr;ra b€rsamaan dengan akad.
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Adapun bila cacatrya teriadi di tangan peniual setelah akad,
maka dalam At-Tatimmah disebutkan bahura si penjamin tidak
ditagih harganya. Demikianlah merrurut satu pendapat. Karena
sebab pengernbalian harga tersebut tidak bertarengan dengan
akad dan si penjual tidak mehmpaui di dalamnp- cacat 5rang ada
saat akad ada sebabnya terdapt saat akad. Apabila si penjual
melampui batas dengan meqrembunyikannlra rnaka penetapan
hak menrang harus dilakukan menunrt safu pendapat.

Aku berkata, "Pendapqt lrang paling benar dari dua
pendapt pertarna adalah bahua dia fidak ditagih. Apabila
barargnln keltnr dalam keadaan cacat dan keuka dipegang
pernbeE juga teriadi cacat, maka berkenaan dengan penunfutan
dnt terhadap si.peniamin ada dua pendapat frrqaha syafi'!4ph."
WallahrA'bm

- Cabang: Apabila barang l,ng diiual rusak sebelum
dit€rim setelah harsanya (pernbapran) dl;erahkan (kepada
perfual) Sang menyebabkan akadnya batal, apakah si penjamin
harus ditagih tnrganla?

Apabila lrami l.takan bahwa batal seiak asalnSra,
maka h seperti munculnya kenrsakan tanpa ada tetapnp hak.
sedanekan bila kami katakan bahura h batal seiak saat itu, maka

seperti mengernbalikan banng karena cacat. Apabila
s€baghn barang yang diiual tehh menjadi halq rnala berkenaan
dengan sahnp jualteli pada sisanlla ada dr.ra pendapat tentang
al.udn1n- Apabih kami katakan bahun sah dan pembeli
dibolehkan, bila kami katakan bahura dibolehlon menagih seturuh
harga, maka si peniamin tdak ditagih apaBrn- sedangkan bila
kami katakan bisa ditagih dengan menyicil, rnaka dia bisa ditagih
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dengan harga yang merupakan hak yang harus diambil. Apabila
terjadi fasakh (pembatalan), maka dia bisa ditagih dengan cara

menyicil. Dan penagihan barang yang tersisa adalah seperti
penagihan ketika teriadi pembatalan disebabkan adanya cacat.

Sedangkan bila kami katakan tdak sah, maka berkenaan

dengan penagihan harga kepada si penjamin ada dua riwayat:

Pertama: Hukumnya seperti kasus rusaknya akad dengan

syarat dan sejenisnSra-

Kedua; Penagihan dilakukan karena kerusakan

disandarkan pada tehpnya hak. Semua ini berlaku bila shighat

Dhamarrnya sebagaimana yang telah kami umikan dalam masalah

perhama. Adapun bila tetapn5n hak ditenfukan, misalnya dengan

mengatakan 'Aku menjgmin unfukmu harga ini apabila barang

yang dijual telah menjadi hak milik," maka dia tidak ditagih dengan

cara lain. Begitu pula bila shighabnya ditentukan dengan selain

tetapnya hak, maka dia Udak ditagih ketika bamng tersebut sudah

menjadi hak milik.

Manlah Kelima, Seseorang mernbeli tanah, lalu

membangun di ahsnlra dan menanarn tanaman, lalu tanah

tersebut keluar sebagai hak milik, kernudian orcmg yang berhak

memilikinya meninggalkan bangunan dan tanaman tersebut,

apakah wajib memberikan dryt kekurangannya pada si peniual

ketika nilainya masih tetap atau tidak?

Dalam hal ini ada dua pandapat fuquhu Syafi'i5ryah.

Pendapat yang paling sah adalah bahun wajib.

Berdasarkan hal ini, apabila seseorang drjamin oleh penjamin,

maka hams dilihat dulu. Apabila hal tersebut terjadi sebelum

adanya hak milik atau setelahnlp dan sebelum ditinggalkan, maka
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hukumnya fidak sah. Sedangkan bila hal tersebut terjadi

setelahnya, maka hukumryn sah bila kadamya dik€tahui. Apabila

seorang laki-laki melakukan Dhaman 'Uhdah pada tanah dan diyat

kekurangan bangunan dan tanaman dalam safu akad, rnaka unfuk

Dijnbnya fidak sah, sedangkan unfuk 'UMI>nya ada dua

pendapat yang berkenaan dengan akad (transal$i)-

Apabila barang grang dijual disyaratkan dibail{an kepada

orang yang menanspngnlra, maka hukumnya s€e€rti orang yang

menqaratkan jaminan 5nng rusak dalam jualteli. Sqolongan

fuqaha Syafi'iyryah b€rkata, "Penjaminan tahadap kelmrangan

bangunan dan tanaman, sebagaimana ia tidak sah dilakukan oleh

selain pembeli, ia juga tidak sah bila dilakukan oleh pernbeli. HaL

ini adalah maksudnp hanF main-rnain, seperti hakrya bila

seseomng menjamin '(lh&h gnng wajib dan pernbalpran diyat

tanpa adan5ra kanajiban padanya. Jadi ia berlaku menuntt

pendapat yang kuat dalam ma&hab kami. Apabila tidak demikian,

maka ini menuniukkan bahura tidak ada kauajiban membagrar

Ditat"

Sifat Kedua' Kelaziman. Uhng 1;ang b€rsifat tetap ada

dua rnacam:

Perhma, utang 1nng tidak bisa meniadi bdm secara

seketika, 5raihr utang l{ibbh (cicilan pelunasan agar bebas dari

stahrs budak). Tidak sah meniamin utang ini mernrnrt perrdapat

png benar. Apabila seseorang menjamin budak Muhbb selain

cicilannln, apabila dia menjamin unfuk omng lain rnaka hukumnlla

sah. Apabila dia telah memba5rar utang tersebnrt, rmka dia bisa

menagihnla kepada si budak Mukabb bila penllrnirnn tersebut
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atas sekinnya. Apabila dia menjaminnln unfuk majikannya, maka

boleh dilanjutkan prosesnlra. lalu apakah utang tersebut menjadi

gugur bila dia tdak rnampu?

Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha $pfi'i14ph. Apabila

kami katakan "Ya" -dan inilah lnng pa[ng benar-, maka

hukumnya fidak sah, seperti penjaminan cicilan Kitabah.

Kedua, utang png bisa benrbah menjadi lazim. Apabila ia

menjadi lazim pada saat penjaminan, maka peniaminan tersebut

sah, baik ia bersifat tehp atau tidak, seperti mahar sebelum teriadi

persettrbuhan dan harga sebelum menerima barang lnng diiual.

Dalam hal ini tdak p€rlu melihat kernungkinan gugumln

sebagaimana tidak p€rlu melihat kernungkinan gugumln sesuafu

5rang tetap dengan , pengerrbalian barang yang ada

cacahya dan lain fuinta. Apabila ia tidak menjadi lazim saat

teriadi penjaminan, rnaka ada dua ienis:

a- Hukum asalnya adalah menjadi lazirn, seperti harga

dalam masa memilih. Adapun berkenaan dengan porjaminannya

ada dua pendapat fuqaha $nfi'iyyrah. Yang paling sah dari

keduanya adalah bahwa hulcrmnya sah. Dalam At-Tatimmah

dikatakan, "Perbedaan pendapat ini teriadi apabila png merniliki

hak memilih pernbeli atau keduangra. Adapun bila hak mernilih

hanya pada peniual saja, maka hukumnp sah secara pasti, karena

utangnln bersifat ladrn bagi orang png merniliki

terhadapnya. Merrurut sang ifilatn, pelrrbenaran tanggungan

mempakan cabang p€rrrnsalalnn dari hak mernilih Fng tidak

menghalangi berpindahnf keeernililon dalam lurga kepada

penjual. Adapun bih h nrenghahnginln maka ini merupakan

penjaminan sesuahr Snng tidak wajib."
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b. Hukum asalnSn adalah boleh, seperti pernberian upah

dalam Ji'ahh. Dalam hal ini ada dr:a pendapat fuqatta Syafi'i34,rah

sebagaimana png telah diuraikan dalam bab Gadai.

Adapun pelaksanaan berdasar*an dua pendapat tadi adalah

setelah melakukan pekeriaan dan sebelum ia selesai, sebagaimana

png telah dijelaskan. Adapun perriaminan harta perlombaan -bila
kita menjadikannya sebagai llanb, hukurnnya dalah sah. Kalau

udak, maka ia s€p€rti upah dalarn Ji'alah.

Sifat Ketiga' Diketahld- Dahrn hal ini ada beberapa

bentuk:

knfuk Perlama. Meniamin sesuatu 1Bng tidak dikehhui.

Dalam hal ini ada dua riwapt dahm madzhab kami (As!rsyafi'i),

seperti peniaminan sesuatu lpng tdak waiib. Apabila kami

menf;angFpnlra benar, rnaka q;aratrrya adalah bisa diketahui.

Misalnya dengan berkata, "Aku menimin harya sesuafu lnng
engkau jual pada si fulan," padahal dia fidak merrgetahui, karena

unhrk mengetahuinya mudah. Adap.rn bila sesorang berkata,

"Aku menjamin unfukmu sesuatlr yarE wafb diberikan kepada si

fulan,' rnaka Udak sah. Adapun dua pendapat tentang

sahnln penjaminan sesuafu yang tidak diketahui, keduaryn berlaku

dalam sahrya pernbebasan darinp. M€rurut mereka ada dua

pendapat yang be6eda tentang perribebasan ini:

Pertama Peftedaan pendapat terrtang sahnp qnrat

bebas dari cacaf karena cacat tersehrt fidak dk€tahui jenis dan

kadaqp.
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Kedua, Apakah pembebasan itu pengguguran seperti

memerdekakan budak? Ataukah ia menjadikan tanggungan pada

omng yang bertrtang, lalu kefika dia memilikinya maka utang

tersebut menjadi guErr?

Dalam hal ini ada dua pendapat. Apabila kami katakan

sebagai penggugumn maka hukumnya sah. Sedangkan bila tdak

demikian, maka disyaratkan hanrs diketahui, seperti orang lnng
menerima. Contoh lainnya adalah bila seseorang memiliki piutang

pada orang lain dan piutang lain pada orang yang lain pula, lalu

dia berkata, "Aku membebaskan utang salah seorang dari kalian

berdua." Apabila kami katakan bahwa ia merupakan peng5luguran,

maka hukumnSra sah dan penjelasannln bisa diambil. Akan tetapi

bila tidak, maka hukumnlp fidak sah. Sebagaimana bila dia

memiliki seorang budak pada tangan masing-masing dari

keduan5n, lalu dia berkata, "Aku menjadikan budak yang ada di

tangan salah seoramg dari kalian berdua sebagai milikn5/a." Contoh

lainnya adalah, bila a5nhnla memiliki utang pada seseorang, hlu

utang tersebut dibebaskan dan dia tidak tahu bahun aphn5ra telah

wafat. Apabila kami katakan bahwa ia mempakan pensguguran,

maka hukumnla sah. Sebagairnana seseorang berkata kepada

budak alnhnya, 'Aku memerdekakanmu," sedang dia tidak tahu

bahwa ayahnSn telah wafat. Apabila kami katakan bahwa hal

tersebut merupakan tndakan menjadikan milik, maka ini

berdasarkan perbedaan pendapat tentang kasus seandainln

seseorang menjual harta alnhnlra karena menduga bahura aphnya

masih hidup, tapi terqpta aSnhnya sudah wafat. Contoh lainnln

adalah bahura hal tersebut tidak mernbutuhkan penerirnaan bila

kami menjadikannlra sebagai p€t{guguran.
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Sedangkan bih lomi menlrdikanqra s€bagai tindakan

menjadikan milih rnaka hal tersehrt iuga tidak merrlrun*lonrryB,
menunrt pendapat yang benar. Apabila kami menganggap batnm

5ang b€rlaku adalah p€nerimaan, maka bim ditolak Alran tetapi

kalau tdah rnaka ada dua pendapat frrytta qpfi't lph dahm
masahh ini.

Aku berkata, 'Yang pafing b€nar adahh tdak ditolak-

Wallahu A'larn."

Masalatrmasalah ini te{ah diuraikan dahm At-Tatimnmh

dengan rnasalah-rnasahh llarg s€rupa. Adaptrn aryurn€ntasi bagi

Undakan menjadikan milik adahh batrwa dia mengatakan k€eada

oErng yang benrtang, *Aku utang yang ada dalam

tanggr.nrganmu meniadi milikmu,' maka hularnnya sah dan

bebas, meskipun tanpa ada niat dan rnaksrd

dernikian. Seandainya ia bukan unfuk menladilon rfhh rnaka

tenfunln mernbufuhkan niat atau rrnksud- Sep€rtr haklp bih dia

mengatakan kepada budaknla, 'Aku menidikan hdalnnu
menjadi milikrnu," atau keeada bhirl4 'Akr
menjadikanmu merniliki diri dirfuru serdiri,' maka pedotaan ini
mernbufutrlcan niat.

Cabangr Apabih seseomrg mengguniing orang hfrq hlu
berkata, 'Aku tehh menggunjingmu, rnaka rnaaflranlah alor!" lalu

orzrng 1lang digunjirg menraaflrannya, padahal dia fidat( tatm apa

1lang dlguniingkan, maka dalam hal ini ada drra p€ndapat frrq3tta

Sgafi'iy5ah:

Pqiama, oremg SBnS digunfing bebas, karerra hal tersebut

mempakan pernbebasan. S€p€rfi orang png rnerrotang arggota
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tubuh seorang budak, lalu majikannln memaafkannSn sehingga dia

tidak dihukum Qishash, meskipun sang majikan tidak mengetahui

anggota tubuh Sang dipotong, maka hukumn3p sah.

Kedua; dia fidak bebas, karena tujuannya adalah

keridhaannya, sedang keridhaan tidak mungkin ada pada sesuafu

png tidak diketahui. Kasus ini berbeda dengan Qishash yang

berdasarkan pada ketrmuman. Jadi hukumnp berbeda dengan

penggugumn tindakan zalim.

Benfuk Kedua, Penjaminan d$Anndak pidana (Jinayah).

Hukumnya sah bila bentuknln Dirham atau Dinar. Adapun

berkenaan dengan penjaminan dengan uno. d$nt-bila kami fidak

membolehkan penjaminan sesuatu yang udak diketahui-, rnaka

dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah. Ada puh png
ada dua pendapat imam AsySyafi'i dalam masalah

ini. Pendapat SnnS palins benar adalah bahura huktrmnya sah.

Ada pula png mengatakan bahwa sah secara

pasti, sebagaimana sah pula mernbebaskan darinln. Apabila dia

mernberikan binatang sernentara penjaminann3ra bisa ditagih,

apakah dia bisa menagih binatang tersebut ataukah derrgan

sesuafu yang senilai denganqn? Sang imam berkata, "Para ulama

berselisih pendapat tentang merninjamkan binatang. Dan tidak

boleh menjamin d$/,at pada aqihh sebelum genap safu tahun,

karena ia tidak tetap setelahnln.'

Benfuk Ketiga, Apabila kami melarang peniaminan

sesrrafu yang tidak diketahui, lalu ada orang 57ang berkata, *Aku

menjamin tanggunganmu pada si fulan dari safu Dirham sampai

sepuluh Dirham,' maka dalam hal ini ada dua pendapat firqaha

S5nfi'igah. Ada pula 1nng mengatakan bahun ada dua pendapat
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imam AsySyafi'i- Pendapat 1nng paling b€nar adalah sah, karena

tidak adanya penipuan. Berdasarkan hal ini, maka dia uajib
mernberikan 10 Drham, malurut pendapat 3nng paling b€nar.

Ada pula yang mengatakan 8 Dirham. Ada puh yang mengatakan

9 Dirham.

Menurutku: Yang paling benar adalah sernbilan Dirham.

Kami akan menjelaskanrya dalam pernbatrmn terrtarg
pengaluan, insya Allah.

Catnng, Apabila seseomrg berkata, 'Aku menjamin

utangrrm antara 1 Dirham dan 10 Dirharn,' apabila dia

mengetahui bahura utangq;a tdak kumng dad 10 Dirham, maka

hukumrya sah dan dia bisa merrjamin 8 Dirtram- Tapi bih dia

udak mengetahuiqp, rrErka berkenaan dengan keabsahan

menjamin 8 Dirham ada dua pendapat irram Aslrqpfi'i atau dua

pendapat ftrq3tra Syafi'i!,!,ah- Apabila dia berkaa, 'AkLr menjamin

utangmu beberapa Dlrham pada si fulan," pdattal dh tdak
mengetahui ,umlah pastinya, apalCIh sah merriamin 3 Dirtnrn
karena ia rnasuk dalam rrnlsud perkataan t€rs€brfr?

Dalam hal ini ada dtn pendapat fr.q3ha qpfi'i!,Fh. Sep€rfi

halnp orang 1ang dib€ri upah satu Dirham settp brnanrrya. talu
apakah rah pada bulan p€rtarna? Ivlasalah-'rnasabh ini berlaku

dalam pernbebasan-

C-atnngr Sah melalnrkan p€r*rminan zakat unhrk orang

png urajib , menunrt pendapat 1ang b€nar. Ada

pula yang berpendapat fidak sah, karena ia rn€rupakan fiak
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Allah &, seperti peniaminan badan saksi unfuk menunaikan

kesaksian. Berdasarkan png benar, izinnSra dianggap
berlaku ketika menuraikannya, menurut pendapat 1nng paling
benar-

Cabang, Boleh meniamin rnanfuatrmanfuat Sang tetap
dalam tanggungan, seperti harta berrda. Senruanln telah dijelaskan
oleh imam An-Naurawi e dahm Ar-Raudlnh.

AslrSyirazi a berkata: Pasal' Dibolehkan
melakukan penjaminan tubuh (I{afalah Badan
[Penjaminan Jiwall berdasarkan keterangan-keterangan
yang disebutkan dalam ldtabhtab- Dalam Ad-Ila'aw:a
Wa Al Baryinatdisebutkan,'sesunggutrnyra peniaminan
tubuh lemah-" AI<an tehpi ada sebagian dari kalangan
fuqaha $nfi'iyryah mengatakan bahwa hutrumrya sah-
Dan dalam hal ini h.n!r. ada satu perdapat mia di
kalangan mereka- Sedanglon pedetaan 'I-errlah,'
maksudn5n adalah dari sisi qUps- D[ arrtara sahabat-
sahabat kami (Fuqaha Syafi'il,!,ah) iuga ada lnng
mengatakan bahura dalam rnasalah ini ada dua
pendapat imam Aqrsyafi'i-

Pertama trdak sah, karena ia menrpakan
penjaminan sesuatu yang ada dalam tanggungan
dengan akad, sehingga hulnrrrnya fidak sah, seperti
pembelian buah tarrma s@arir Salam (dibayar dimuka
tapi barangnp bdakanganl-
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Kdua, sah. Inilah pendapat yang lebih kuat. Hal
ini berdasarkan afur riwalrat Abu Ishaq As-Sabi'i dari
Haritsah bin Mudharrib, dia berkah: Aku pemah
menunaikan shalat Subuh bersama Abdullah bin
Mas'ud. Setelah dia salam, seofttng hld{aki memuji
Allah dan men3anir.rng-Nya, lalu berkah, 'Amma
Eb'du. Demi Allah, kemarin aku menginap tanpa ada
dendam terhadap seorang pun dalam diriku. Ketika ifu
alni mengetuk pinfu rumah seorang lald-lah dari Bani
Hanifah. Dia menyuruhku agar pada
saat malam rnasih gelap (di akhir malarr). Ketika aku
tba- di masjid Bani Hanifah, lpitu masjid Abdullah bin
ArrNarpunhah, aku mendengar muadzinngra
mergumandangkan adzan dengan bersaksi bahwa fidak
ada Tuhan selain Allah dan Musailamah Rasulullatr."
Saat ihr aku masih tdal( perczrlra, htu aku menutup
mulut kudalru hingga aku mendengar bahwa seltrmh
omng lpng ada di maiid sepakat mengucapkan
demikian- Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Bawa
kernari AMullah bin Ar'Naurwahah!" Maka Abdullah
bin An-Naunmhah hadir dan mengakuingra. L^alu

Abdullah bin Mas'ud bertarrSp, 'Di rnana kamu saat ifu?
Apatnh kamu membaca Al Qr.n'an?' Jauabnga, 'Aku
menghindari lolian dengan serrarrtiasa membacanya-'
Abdullah bin Mas'ud berkah, 'Bertobaflah!" Tapi
Ab&dlah bin Naunpahah fidak mau bertobat- Maka dia
pun dikeluarkan dari rumahrya, hlu dibawa ke pasar,
kemudian kepalan5Ta dipenggal. [-alu AMullah bin
Mas'ud bermuqrawarah derrgan para sahabat Nabi $

Al Mqinru'SloattAl lutuhdz.dzab ll ,r,



tentang apa yang harus dilakukan terhadap kaum
Abdullah bin An-Nawurahah yang tersisa- Maka, Adi bin
Hatim berkata, 'Kutil (orang murtad) ini telah menjadi
kafir dan kepalanya telah terlihat (terprsah dari badan),
maka dia wajib dipotong-"

Jarir bin AMullah dan Al Asy'ats bin Qas
berkata, "Suruhlah mereka bertobat. Kalau mereka mau
bertobat maka keluarga mereka harus menjamin
mereka." I-alu keduanya pun meminta mereka bertobat
dan mereka pun mau bertobat dan keluarga mereka
menjamin mereka-

Disamping itu badan itu boleh diserahkan dengan
adanya akad sehingga penjaminan tubuh (Kafalahjiun)
iuga dibolehkan- Apabila kami katakan 'Hukumngra
sah," maka penjaminan tubuh boleh dilakukan oleh
semua orang yang uraiib hadir di majlis haldm dalam
sengketa utang, karena ia merupakan hak 57ang tadm
sehingga sah melalnrkan penjaminan tersebut, seperti
penjaminan terhadap utang. Apabila dia wajib dihul$m
had, maka had tersebut berkaitan dengan hak Allah,
maka penjaminan tersebut tdak sah- Karena
penjaminan ifu bertujuan unfuk penetapan, sedang hak
Allah itu dilandaskan pada penolakan dan pengguguran
sehingga fidak boleh melakukannyra. Sedangkan bita
hukuman had tersebut berupa Qishash atau hd
Qadzaf, maka datam hal ini ada dua pendapat fuq.h.
S!7afi'i567ah:
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Pqhna, mak sah- I(arena penfrminan fidak sah
dahm sesuatu yang uraiib atasrryra sehingga fidak satt
pula menjamin dengannya, seperti orang yaqg b€rhak
mendapatkan tnd Allah {p.

Kdtn- Sah. IGrena-ia merupakan hah rnanrsi;a
sehingga dibolehlen melalrukan penpminan terha&p
fubuh orang !,ang uaiib melakukanrya, seperti rdarqg-
Adapun omng yang merrihki utang lrarg fidail( lazim,
seperti hdak Mukabb, malra fidak boleh menjamin
tubuhn57a, karena dia fidak uniib hadir sehtoEa fidak
boleh merriaminrrya, seeerti utang Kitabh-

Penieilasan: tladib Abu Istraq As-Sabi'i dirirra3atkan oleh
Abu Daud dari tshrr Haribah btui Mudharrib Al Abd Al Kufr- Dia
adahh periwagpt Wh dan terrnasuk ilEba@h kedua Tehh
kefiru, oral1l yarg nrcngutip dari Al Madinini bahura da (Al lrtadnfl
rn€nilaintn nmhtk Dernikianhh 3arg disebutkan dalan At-
TaMdb l€rya lbnu Hair- Diriwayatkan di dahrrnrya bahrc
Haribah bin Mudtranib mendatangi Abdulhh bin lttras'ud laftr

berliata, 'Aku tilak merniliki d€ndam (perrnusuhan) tertmdap sahh
seomng dad bargsa Arab. Tapi aku pernah meleuati rnaSd Bani
Hanifah dan terrryata m€rda berirnan kepada Mnsailarnah.' IV[aka

Abdulhh bfoi lrlas'ud menymrh mernbawa mereka keeadann hhr
dia rnerryrnrh merdra bertobat kecua[ Ib'nu AnJrhumraha]u Dia
berliata, 'Aku rnendengar Rasrlulhh * b€rsa@ 'fuetry
aglau hrlan dE4 tqfu alu Mak al@, nwtfunrtnxt'-
Sdiardng engkau hdran uhtsan-' Lalu dta nrcnt uruh Qtrd-rh Hn
Kat agar mencbas l€herrrya di pasar. l-ah & b€rlEafi4
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"Barangsiapa ingn melihat lbnu An-Nawurahah teuras di pasar
(silahkan datang ke pasar)."

Kisah lbnu An-Nawwahah kernbali teriadi pada rnasa
Nabi $ ketika Musaihrnah mengutuEnlra untuk menemui Nabi $
bersama orang lair\ lraitu Tzurrnrnah bin Utsal. Saat ifu Nabi $
bertan5a kepada keduanla,

Atl

,I* rtr i*: $11 ,,,11 i*:
au

'aA'r.":,'bI W:yri .$t jp: {i oua*t
Azr,'&i *b fil

.6$A'y*: xS A *,ly:S E:A

#X\ -,l$ti\ 'fui,;iz;i:$r 3* Jrs

'Apl<ah bhan Mn bqsksi bhva aht wrug ufr$an
Allah?" Keduanya menjannb, ol(af,ni bersaksi bahua Musailamah
seorang ufusan Alhh." I\,Iaka Rastrlullah $ b€rsabd4 'Aku

beriman kepda Allah en RailLIW. S@rillatuUp alru dibolehl<an

mernbunuh utuszrn, psfi abn lafunuh bfran d@." AMullah
berkata, "Maka berlakulah Smnah batu,a uh$an tdak boleh
dibunuh." (HR Ahnad, Abu Daud, Al Hahm dan AtNasa'i
secam ringkas dari hadits Abdulhh bin lvlas'ud)-

Dalam riurayat-riurayat ini tdak disebu*an bahura Ibnu An-
Naurunhah masuk Ishm- Aka'n tetapi ada sahh s@tang sahabat

5rang bergabung dengan Musailarnah dan meniadi murtad kefika

Musailamah mernplokamirkan diri rnerrlrdi l{abi palsu, padahal dia
ternrasuk p€ndrapat Al Qtrr'an dan sorang yang alin\ akan
tetapi salangn!,a berkhianat dan berlxnt dosa. Dra adahh Ar-
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Rajjal bin Unfuunh. Dialah orrng yang berada di barisan terdepan

pasukan Musailamah ketrka diserang oleh kaum muslimin dengan

dipimpin oleh Khalid bin Al Walid- Dahm perternpuan tersebut

dia teuns dan Allah menyegerakannya masuk neraka.

Adapun Ibnu AN-Nawqnhah, kernungkirnn dia masuk

Islam lalu menjadi murtad bsarna Musailamah dan tetap menjadi
pendukung setianya sebagai benfuk f-arntisme kesulnran, karena

orang-omng berkata, 'Pendusta dari Rabiah l€bih baik daripada

orang iuiur dari Mudhar."

Nabi $ me{nang tidak mernbunuh dtra utusan tersebut

5ang di antamnya adalah hnu An-Nawwahah. fuelah pemng

terhadap kaum murtad, Abdullah bin Mas'ud bedalan mengendap
endap pada mahm hari demgan lalda iantan untuk menyelidih
orangforang Bani Hanifah. Dia telah sepakat derrgan p€rrilik kuda
jantan agar mendatangi mereka pada akhir rnalam (saat suasana

masih Selap). Setelah fiba di rnasjid Bani Hanifah yarg dibangun

oleh AMullah bin Ar.Nawunhah, dia mendengar mua&in bersaksi

bahwa Musailarnah seorang rasul. S€tdah dia b€nar-benar pkin
akan hal tersebut dia pun merrinta konfirrrnsi kepada orang
orang Bani Hanifah dan mereka . Saat ihr pam

sahabat ]rang dimintai pendapat sepakat bahun kutl telah

menampakkan kepalarya dan wajib untuk dipotong (aihitanglon).

Tentang redaksi "Adi bh Hatim Ath-Tha'i,' dia adalah

salah seorang sahabat yang teguh keislarnanqTa pada wakhr

oranlfor?u1g ban1pk yang murtad. Dia il<trt belsabung dalam

perang melawan lrak dan furut serta berperang bersarra Ali. Dia

wafat pada tahun 68 H{riydh. Alahnya, Mudharrib adalah orang

Snng takenal sangat derrnaunn sehingga diiadikan perumpamaan.
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Tentang redaksi'Jarir bin AMullah," dia adalah hnu Jabir

Al Bajali, seorang sahabat terkenal lrang memllilro Kungh (nama

gelar) Abu Amr- Dkatakan bahura dia adalah Asy-syulail bin Malik,

salah seonmg kefrrnrnan Anmar bin Nizar- Para ahli nasab Udak

berselisih perrdapat bahwa Buiailah adalah ibu mereka, sehingga

mereka dinisbadGn kepadanya (Al Bajali). Dia adalah Bujailah binti

Sha'ab. Jarir adalah pernimpin kabilahn5n- Dia masuk Islam pada

tahun ketika Nabi $ unfat dan dia sendiri berkata, "Aku masuk

Islam 40 hari sebelum Nabi $ wafat-" Tentang dia Nabi $
bersaMa, 'Apbih &bng kepaaa kalian pantimpin suafu kawn,

hormatilah dh!"

Bed<enaan derrgan Jarir, seorang penlair berkata:

Sea*nry Mak a& Jadr, nnka Buiailah al<an binas

Dn ilabh daik-bik pqtuda

Uary eiailah a&lah s&uruk-buruk kabilah

Unrar g, berkata, 'fidak akan memuji orang lrang

menghujat kaurnrrla.' urrnr iuga berkata, 'Jarir bin Auullah

adalah Yusuf unat ini," karena ketampanannlp-

Jarir adahh uhsan Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah,

lalu dia ditahan dalarn unlfu larna. Di antara tokoh lpng
meriwayatkannlp adalah Anas bin Malik, Qais bin Abi Hazim,

Hamrnam bin Al Harib dan Aqr$a'bi- Rrtra-putranp iuga

meriuayatkan darinla, !,aitu ubaidillah, Al Mr.rndzir dan hrahim.

Disini alon kami kutipkan perkataan imam An-Nawawi

tentang Jarir bin Abdullah dahm Tahdzib Al,*ma'i wa Al-Lughal

"sahabat Jark bin Abdullah. Narnaryra telah disebutkan benrlang-

ulang dalam At ltfirmrhslnr hn Al Muhadzdzab- Dia adalah Abu
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Amr Jarir bin AMullah bin Jabir bin Malik Uirt'Nasfr bin Tsa'labah

Al Bajali Al Ahmas Al Kufi. Bujailah adahl binti Sha'ab bin Sa'ad

Al Asyirah, Ummu Walad dari Arrnrar bin Arasy. Kernudian
mereka dinisbatkan kepadanya (Al Bajali). Jarir menetap di Kufah,
lalu melakukan migrasi ke Qirqisi5n dan wafat disana pada tahun
51 Hijriyah. Dia meriwayatkan 100 hadits dari Rasulullah S Snng
disepakati oleh delapan periwayat hadits, sementam Al Bukhari

menyendiri dalam satu hadits darinya dan Muslim

meriwayatkan 6 hadits darinya (secara menyendiri). Orang-orang

5rang meriwaSntkan darirya adalah Anas bin Malik, Qais bin Abi
Hazim, AsfSrc'bi dan tiga putraryn pihr Ubaidilhh, hrahim dan

Al Mun&ir, serta lainngra."

hnu Qutaibah berkata, "Jarir menemui Nabi $ pada tahun

10 Hfriyah pada bulan Ramadhan, lalu dia membaiat Nabi $ dan
rnasuk Islam." Dia berkata lebih lanjut, "tImar bin Khaththab Ag

berkata, "Jarir adalah Yusuf umat ini karena ketampananqn.
Posfur tubuhnln tinggl hingga mencapai punuk unta dan
terompahnya sepanjang sahr dzim'. Dia menyemir jenggohrya

dengan 7a,'faran pada malam hari dan menorcinga pada pagi hari.

Dia meniauh dari Ali dan Muawiyah. Dia menetap di Al Jazirah

dan daerah pinggirannya hingga wafat pada tahun 54 Hiiriyah."

Kami meriwaptkan dalam Shahih Al Bukhan dan Shahih

Muslim dari Anas, dia berkata: Aku pemah bepergian bersama

Jarir dan dia melapniku. Maka aku pun berkata, "Jangan lakukan
ifu!" Dia berkata, "Aku melihat oran[rcrcng Anshar melalnni
Rasulullah $, sehingga aku bertekad untuk melapni setiap orang

Anshar 57ang aku ternani (dalam perplanan)." Padahal Jarir lebih
tua dari Anas &.
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Kami juga meriwaptkan dalam Shahih Al Bukhai dan

Shahih Muslim dari Jarir. Dia berkata, "Aku membaiat

Rasulullah $ unfuk menunaikan shalat, membayar zakat dan

menasehati setiap orcmg Isla,rn.'

Diriwa3ntkan dalam Slnhih Al Bukhari dan Shahih Muslim
dari Jabir, "Rasulullah $ tidak pemah mengemyitkan alisnln

kepadaku (melihat dengan mata mendelik perfanda tidak suka)

sejak aku masuk Ishm. Setiap kali melihatku beliau selalu

tersenyrm ke arah wajahku. Aku pernah mengadu kepadanln

bahwa aku tidak bisa kokoh di atas kuda. Maka beliau menepuk

dadaku serala bersabda,

.e-#Wt^1#t
'Ya Allah, kokohlanlah dh dan jadikan dia orug 5ang bia

mantbai pefunjuk'."

Diriwayatkan dahm SIDhih Al Buldnri dan Shahih Muslim

dari Jarir: Nabi $ bersabda kepadaku pada waktu Haji Wada',

.o$t-J*3*t
"Suruhlah onnlfomr{l qw mandangwl<an plabanku

dengan baik!"

Diriwayatkan dalarn Shahih Al Buklnri dan Shahih Muslim

dari Jarir: Pada nursa Jahillyyah ada rumah (ternpat ibadah) milik

Khats'am yang bnarna Dad Khalshah dan Ka'bah Yamani.

Suatu ketika Rasulullah $ bersabda kepadaku, 'Apahh lamu
mau mernbanfulru untuk manglancurlan Dzul Klnlslnh dan

I<a'bah Yannni?' Maka aku pun Uerangt<at menuju rurnah ibadah
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tersebut bersama 150 penunggang kuda dari suku Ahmas, lalu
kami menghancurkan rumah ibadah tersebut dan membunuh
orang-oremg yang kami temui di dalamnya- Kemudian kami
menemui Nabi $ dan memberitahukan penghancuran tersebut

kepadan3ra. Maka beliau pun mendoakan kami dan suku Ahmas.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi S bersabda,
'Pergihh dan bal<arlah ta npat iba&h tqsebut dazgan api.'lralu

Jarir mengirim uhrsan unfuk menemui Nabi $ guna mengabarkan

kepada beliau (tentang pembakaran tersebut). Maka Nabi pun
mendoakan keberkahan bag, kuda-kuda Ahmas dan para
penungpfang kudanya sebanyak lima kali.

Masih banSnk kisah-kisah menarik tentang Jarir. Di antam
kisah yang menarik adalah bahwa seorang rqkit Jarir membelikan
unfuknSra seekor kuda seharga 300 Dirham. Ketika Jarir
melihatrya, dia mengkhayalkan bahua lmda tersebut seharga 400
Dirham. lalu Jarir berkata kepada pemilik kuda tersebut, "Maukah
engkau menjualryra kepadaku seharga 400 Dlrham?" Si pemilik
kuda berkata, "Mau.'[-alu dia menghhalal hgi bah\/a harga kuda
tersebut 500 Dirham, kemudian dia berkata, 'Maukah engkau
menjualn5ra dengan harga 500 Dirham?" Si pemilik
kuda menjawab, "Mau." [-alu dia mengkhayal lagi bahun harga
kuda tersebut 500 Dirham, lalu dia mmgk{'rayral lagi bahwa harga
larda tersebut 700 Dirham, lalu dia mengkha3pl lagi bahwa harga
kuda tersebut 800 Dirham. AkhimS;a dia mernbelinya dengan
hargu 800 Dirham.

Adapun tenbng AI Asy'ats bin Qais, Al Hafizh An-Nawawi
berkata dalam At-Tizhdzih Al Aql'ats bin Qais disebut dalam kitab
Al Mulndzda6 dalam pembahasan tentang penjaminan tubuh
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(I{afalah jiwa). Narrnnya juga disebut dalam Al Wasith di arral

pernbahasan Nikah. Dia adalah Abu Muhammad Al Asy'ats bin

Qais bin Ma'd\nlaib, kakek Muawiph bin Jabalah bin Adi bin

Rabi'ah bin Al Harits bin Muawiph bin Al Harits Al Ashghar bin

Muawlnh bin Al Harits Al Akbar bin Muaw[nh bin Tsaur bin

Muratta' bin Muawiyah bin Tsaur bin Ufair Al Kindi. tsaur bin

Ufair adalah Kindah. Disebut Kindah karena dia mengingkari

nikmat yang diberikan oleh a5rahrya. Berkenaan contoh kata ini

Allah S berfirman,

" SaunguhnSa ntanusia itu angat @raf frdak bqtqima
l<asih kepda Tuhannlp (Qs. Al 'Aadilaat [100]: 6].

Al Asy'ats menjadi delegasi Kindah untuk menemui Nabi $
pada tahun 10 Hijriyah dengan rombongan beriumlah 60 orang

penunggang kuda, kemudian mereka rnasuk Islam, lalu pulang

kernbali ke Yaman. Al Asy'ats termasuk orang yang muhd
setelah Nabi $ wafat. lalu Abu Bakar.&, mengirim pasukan ke

Yaman, kernudian pasukan Islam mengepung Al Asy'ats, lalu

membawan5ra kepada Abu Bakar, kemudian Al Asy'ats masuk

Islam kernbali, lalu berkata, 'Biarkan aku hidup agar bisa

mernbanfumu dalam p@erangan, dan kawinkanlah aku dengan

saudara perempuanmu." lvlaka Abu Bakar pun membebaskannla,

lalu menikahkannla dengan saudara perempuannla, lraifu Ummu

Muhammad bin Al Asy'ats. Al Asy'ats ikut bergabung dalam

perang Yarmuk di S1ram, lalu perang Al Qadisignh di lrak, Al

Mada'in, Jalula dan Nahaunnd. Dia tnggal di Kufah dan ikut

bergabung dalam p€raryl Shiffin bersarna Ali &,. Dia iuga

"K${$'flsy
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menghadiri proses perundingan oleh dua juru runding di Daumaful
Jandal. Utsman mengangkafurya menjadi gubemur Azerbaijan dan

Al Hasan bin Ali menikahi pubinya.

Dia meriwayatkan dari Rasulullah $ sembilan hadits yang

..satu di antaranya disepakati k*shahibxtn5n oleh Al Bukhari dan

Muslim. Adapun orang yang meriwayatkan darinya adalah Qais
bin Abi Hazim, Abu Wa'il, Asy-Sya'bi dan lainnya. Dia tinggal di

Kufah dan wafat di sana 40 hari setelah Ali bin Abi Thalib tewas.

Ada pula lnng mengatakan setelah itu, yaitu tahun 42 Hijrillah.

Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim menyebutkan nasabnya

sebagai berilart: Al Asy'ats bin Qais bin Ma'diSalaib bin Muawiyah
bin Tsa'labah bin Adi bin Rabi'ah Al Kindi. Nama KunSahnya
adalah Abu Muhammad.

Kemudian dia berkata, "Dia menjadi delegasi Kindah untuk
menghadap Nabi $ pada tahun 10 Hrjri!,ah dengan rombongan
penunggang kuda berjumlah 60 orang." Lalu Al Asy'ats berkata
kepada Nabi $, "Engkau termasuk golongan kami.' Maka
Nabi $ bersabda, 'I(ami, funi An-Nadhr bin Kinanah tidak

menuduh ibu l<ani berbuat lacur dan tidak mengingkari naab aSah

kami. "Al Asy'ats berkata, "Tidaklah didatangkan kepadaku orang

lang menafikan suku Quraisy dari Bani An-Nadtr bin Kinanah
kecuali aku akan menderanya."

Setelah AI Asy'ats masuk Islam, dia meminang Ummu
Farwah, saudara perempuan Abu Bakar Ash-Shiddiq &, Ialu

kernbali lagr ke Yaman.

Dia ikut berterrrpur dalam perang Yarmuk hingga salah satu

matan5ra buta, kemudian setelah ifu pergi ke lrak dan bergabung

dalam perang Al QadisiSnnh, AI Mada'in, Jalula dan Nahavrnnd.
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Dia tinggal di Kufah dan ikut bergabung dalam perang Shiffin

dengan masuk ke dalam barisan Ali. Dia termasuk oftmg lang
memaksa Ali agar mengikuti Tahkim dan menyaksikan

perundingan oleh dua orang juru runding di Daumahrl Jandal.

Utsman mengangkatnya menjadi gubemur A&erbaijan dan Al
Hasan bin Ali menikahi putin5ra. Dikatakan bahwa putinyalah
yang meracuninya hingga dia mati. Dia meriwayatkan dari Nabi $
beberapa hadits, sedangkan orang png meriuraptkan darinya

adalah Qais bin Abi Hazim dan Abu Wa'il.

Tentang Al Asy'ats bin Qais, pemah furun alat,

)A-Ii 6#i;'fi4t-ijiejfoy
" Saungwhnln omng-omng tnng manukar janji (rya

dengan) Allah dan sumpah-sumph merela dqAen harge yang

sdikit" (Qs. Aali 'lmman l3l: 771, karena dia pemah bertengkar

dengan seorang laki-laki tentang sebuah sulnur. Dia rrrafat pada

tahun 42 Hijrifh dan dishalati oleh Al Hasan bin Ali.

hnu Mandah berkata, "Pendapat tersebut salah, karena Al

Hasan tidak tinggal di Kufah. Dia menyerahkan kepemimpinan

kepada Muawi5rah, lalu kembali ke Madinah."

Akan tetapi Abu Nu'aim menguatkan pendapat yang

mengatakan bahwa Al Asy'ats wafat 40 malam setelah Ali wafat

dan dishalati oleh Al Hasan.

Hukum-Hukum'

Menurut pendapat imam AqrSff i dalam mayoritas ktab-

kitabnya, penjaminan tubuh (fkfahhjiua) hukumnya sah.
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Dalam Ad-Da'wa Wa N Ba5yinaldisebutkan, "Ihfalah jiwa

menurutku lemah. Teman-teman kami berselisih pendapat tentang
hukumnya. Di antara mereka ada yang berkata, 'Ikfalah jiwa

sah, menumt satu pendapat'."

Akan tetapi pemyataan dalam Ad-Da'wa Wa Al fuStyinat
lenrah, karena yang dimaksud adalah qgas, meskipun kuat dalam

atar-nya. Menurut Al Muzani dan Abu Ishaq, masalah ini
berdasarkan dua pendapat imam AqlSyafi'i tidak sah. Karena

Ikfalah (penjaminan) itu terhadap harta benda sehingga lkfalah
jiwa tidak sah, seperti penjaminan terhadap ishi dan fubuh saksi.

Disamping itu ia adalah penjaminan harta dalam tanggungan

dengan adanya akad sehingga tidak sah. Seperti halnp orang

yang melakukan perrbelian buah kurma (pada pohon kurma)

secara elam.

Adapun tentang redaksi "Dalam tanggungan," ia adalah
pengecualian dari penjual, karena dia menjamin barang 1tang diiual

di tangannSra, bukan dalam tanggungannya. Apabila barang

tersebut rusak sebelum diterima, maka dia tidak maniaminnlp
dalam tanggungannla. Sedangkan tentang rdaksi "Denga akad,"
adalah pengecrralian dari oftrng yang mug-ghasha6, karena dia
menjamin bamng yarq di-glashaD di tanganryp, bukan dalam

tanggungannlp.

Adapun perrdapat kedua adalah bahwa penjaminan hrbuh
(l<afalah jiwal sah. Pendapat ini diryatakan oleh
Syuraih, AsyS3n'bi, Malik, Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'd,
AMullah bin Al Hasan dan Ahmad. Inihh pendapat 3rang benar,
berdasarkan firrnan Allah 8t,
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" I-anbnn ifu ambillah salah s@nng dianbn kami sebagai

gantinp, kami melihat l<amu termasuk onng,orang
yang betbuat baik." (Qs. Yuusuf [12]: 78). JuSa berdasarkan hadits

riwayat Abdullah bin Mas'ud yang meminta pendapat kepada para

sahabat tentang orang-omng trnng mernbuat gaduh di masjid Bani

Hanifah 5rang mengakui Musailamah sebagai Nabi. Saat itu Jarir

bin AMullah dan Al Asy'ats bin Qais berpendapat bahwa mereka

harus disuruh tobat terlebih dahulu dengan dijamin oleh keluarga

mereka. Maka dia pun mereka bertobat, lalu mereka

bertobat dengan dijamin oleh keluarga mereka. Ini menunjukkan

bahwa penjaminan badan ll<afahhjiwa) sudah dikenal di kalangan

sahabat Nabi $, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang

mengingkarinya. Seandainya dalam kondisi tersebut Udak

memerlukan lkfakh jiwa, tentungra fidak sah melakukan lkfalah
jiwa. Akan tetapi Abdullah bin tr{as'ud dan sahabat-shabahrya

hendak menerapkan hukum demikian pada orang-oftrng murtad

tersebut.

Apabila kami katakan bahwa l{afalahjiua tidak sah, maka

tidak ada lagi cabang permasalahan yang berkenaan dengannya.

Sedangkan bila kami katakan bahura hulmmnlp sah, maka ia sah

dilakukan terhadap hrbuh setiap ormg lang hadir ke majlis

perundingan dalam kasus utang-piutang, karena hukumnya lazim.

Oleh karena ltu l{afalahjiwa hukumnp sah terhadap setiap oftmg

5nng uajib atasn5la, seperti Snng berlalm dalam utang.
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Cabang, Adapun l{afalah jiwa terhadap orang wajib
dihukum dera, apabila berkenaan dengan hak Allah seperti zina

dan meminum khamer atau yang serupa dengan keduanya, maka

tidak sah karena dua arti:

. Pertama: Apabila penjaminan terhadap orang yang

merniliki tanggungan fidak sah, maka Udak sah pula melakukan
penjaminan tubuh (I{afalah iiwal terhadap omng lnng wajib
melakukannya.

Kedua, Tidak demikian, karena lkfalah mempakan
penetapan hak, sementara had Allah tdak bisa diperlakukan
dernikian karena ia bisa gugur disebabkan adanya hal.hal 3nng

ryubhat.

Apabila hukum had-nya berkenaan dengan manusia seperti
had Qadzaf dan Qishash, apakah sah melal.rukan fhfahhjiwa di
dalamnya? Dalam hal ini ada dua pendapat frrqaha Spfi'iyyah:

a. Tidak sah, karena lGklah fidak sah terhadap orang yang

memiliki hak sehingga tidak sah pula melakukan l{afalah
jiwa, seperti orang yang wajib dihukum had karena
melakukan zina.

6- Sah melakukan lGhlah jiwa, karena ia merupakan hak
manusia sehingga sah melakukannya, seperti halnya orang

3nng memiliki utang pada seseorang.

Catlangr Apabila seseorcng melakukan l{afalah jiura

tertradap budak Mukabbmilik seorang majikan perernpuan karena

harta lfibbah, rnaka hukumn3n fidak sah. Karena hak Spng ada
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padanya tdak lazim baginya sehingga fidak sah melakukan

penjaminan terhadapnya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila seseoftmg melakukan

I{aklahjiwa terhadap anak kecil atau orang gila maka hukumnya

sah, karana haknya wajib atas keduanya. Terkadang kduanya
perlu dihadirkan sebagai saksi atas perusakan. Apabila seseoftrng

menggadaikan sesuatu tapi belum menerimanya, lalu ada orang

lain yang menjaminnya maka tdak sah, karena penyemhan

tersebut tdak lazim baginya, sehingga tdak sah melakukan
penjaminan terhadapnya. Apabila seseomng mengklaim hak atas

orang lain, lalu orcmg tersebut mengingkarinlra, maka dibolehkan

melakukan penjaminan jiwa terhadapnla, karena dia punya hak

hadir dan l<aklahberlaku dengan menghadirkannya. "

Cabang, Apabila seorang lah-lak mengatakan kepada

laki-laki lain, "Jaminlah si fulan unhrk si fulan!" lalu orang tersebut

rnelakukannya, maka lkfalalnya berlaku unfuk oftmg yang

langsung melakukannya, bukan orang lrang menyuruhnya- Karena

orang yang melakukannya mengerjakannya atas kehendaknya

sendiri, dan perintah tersebut merupakan anjuran melakukan

kebaikan. Begitu pula 5ang berlaku dalam penjaminan. Wallahu

Atam.

AslrSyirazi e berkata' PasaL Apabila seseorang
memiliki utang lrang fidak diketahui, malm dalam hal ini
ada dua pendapat fuqaha Syafi'ignh- Abu Al Abbas
berkata, "Tidak sah melakukan l<afalah jiwa
(penjaminan tubuh), karena bisa jadi lrang dijamin
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wafat, sehingga dia wajib membayar utangnya- Apabila
utangnya tdak diketahui maka fidak boleh
menagihnya.' Sedangkan pendapat kedua adalah
bahwa hukumngTa sah. Inilah pendapat yang dianut
madzhab kami, karena penjaminan tubuh fidak
berkaitan dengan utang.

Pasal: Sah melakukan Kafalah jiwa (penjaminan

terhadap fubuh) terhadap si penjamin, sebagaimana sah

melakukan penjaminan utang terhadap orang yang
menjamin.

Penjelasan Hukum:

Apabila seseor.rng melakukan l{afalahjiwa terhadap oftmg

yang memiliki utang, lalu orang yang ditanggung wafat, maka

rcfabtnVa batal dan orang yang menangpng tdak wajib

mernbayar utang yang dijamin tersebut. Pendapat ini dinyatakan

oleh Abu Hanilah g. Sementara menumt Malik dan Abu Al

Abbas bin Suraij, orang yang menanggung wajib membayrar utang

yang ditanggungnya, karena l{afalah menrpakan penetapan hak.

Apabila utang fidak bisa dibaSrar oleh orcrng lnng wajib

mernbayamya, maka yang wajib membayamln adalah yang

menanggungnla, seperti halnln gadai.

Adapun argumentasi kami adalah bahwa dia menjamin

tubuhn5ra (melakukan l{afatahjiua), bukan utangnla, sehingga dia

Udak wajib mernbalpr utang tersebut, seperti halryn bila dia tidak

ada. IGsus ini berteda dengan gadai, karena gadai ifu
mengganfungkan utang sehingga harus dibapr, sernentara dalam

peniaminan ini fidak bisa dilakukan kecuali dengan menghadirkan
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orang yang dijamin, sedang orang yang dijamin ifu tidak bisa

dihadirkan karena telah wafat. Apabila kami mengatakan

berdasarkan pendapat madzhab, maka Kafalah jiwa terhadap

orang yang memiliki utang yang tidak diketahui hukumn5ra sah

saat dilakukan orang yang menjamin.

Sedangkan bila kami mengatakan berdasarkan pendapat

Abu Al Abbas, maka lhfalah jiwa terhadap orang yang merniliki

utang 1nng tidak diketahui, hukumnya tidak sah ketika dilakukan

orang yang menjamin.

Cabangt Apabila seseorang melakukan lhfalah jir,ra

terhadap seseorang dengan mens5raratkan bahua bila orang

tersebut tidak hadir, maka tanggungann5ra akan dijamin olehnln,

atau mengatakan "Aku wajib menanggung ini dan ifu," maka

Ihfahlnya tdak sah dan dia tidak wajib menrberikan harta yang

dijaminnSra. Pendapat ini dinyatakan oleh Muhammad bin Al
Hasan. Sementara menumt Abu Hanifah dan Abu Yusuf, apabila

hartan5ra tidak didatangkan (maka Udak sah).

Adapun argumentasi kami adalah, bahwa hal tersebut

merupakan larangan sehingga tdak boleh mengganhrngkan

penjaminan atasnya. Sebagaimana bila seseorang berkata,

"Apabila hujan datang, maka aku menjamin tubuhnp. Apabila

tumn hujan, aku juga menjamin hrbuhngn." Apabila dia berkata,

"Aku menjamin tubuh Zaid bila aku datang mernbawanya. Tapi
kalau tdak, maka aku menjarnin hrbuh Amr unfukmu," maka

hukumnya tidak sah, karena dia tidak mauajibkan diri untuk
menghadirkan salah seorang dari keduanga sehingga hukumqp
seperti ormg yang menjamin salah sahr dari keduanya, bukan
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bendanya- Apabila seseorang menjamin fubuh seseorang dengan
syarat memilih, maka hukumnya tidak sah. Abu Hanifah berkata,
"Syaratrya rusak dan penjaminannya sah."

Adapun argumentasi kami adalah bahwa ia mempakan
akad yang Udak boleh ada s5arat memilih di dalamnya. Apabila
ada s5arat memilih, maka hukumn5n msak, seperti Sharf Apabila
seseorang mernbuat pengakuan dengan berkata, "Aku menjamin
unfukmu fubuh si fulan dengan syarat aku memilih," maka dalam
hal ini ada dua pendapat imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Pengakuannya diterima dalam seluruhn5ra

sehingga l{afaklnyadingntakan batal. Sebagaimana bila seseorang

berkata, 'Aku wajib mernbayar kepadanya 1000 Dirham, kecuali

500 Dirham."

Kdua, Pengakuann5n diterima unfuk l{afalah, tapi tidak
diterima bahun harus dengan syarat memilih, karena pengakuan

tersebut sampai kepada sesuafu yang menggugurkannya sehingga

tdak sah. Seperti halnya bila seseomng berkata, "Aku wajib
mernbayar 1000 Dirham kecuali 1000 Dirham."

As:lrSyirazi e berkata: Pasal' Boleh melalnrkan
Ihfalah secara langsung maupun fidak langsung
(dengan ditangguhton), sebagaimana dibolehkan
menjamin utang baik secara langsung maupun fidak
langsung- [^alu apaloh dibolehkan menjamin sampai
batas waktu yang diketahui? Dalam hal ini ada dua
pendapat fuqaha Syafi'i1ryah:
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Pertama, boleh, karena ia merupakan derrna tanpa

kompensasi sehingga dibolehkan untuk sesuatr lnng tdak
diketahui, seperti pembolehan makanan.

Kdua, fidak boleh, karena ia merupakan penetapan hak

dalam tanggungan manusia sehingga Udak boleh dilakukan sampai

batas waktu 1rang tidak dikehhui. Ini berbeda dengan pernbolehan,

karena bila dia membolehkan salah safu dari dua makanan

hukumnya dibolehkan. Adapun bila seseorang menjamin fubuh

salah seorang dari dua laki-laki, rnaka frdak dibolehkan.

Penjelasan Hukurn:

Apabila seseotang menjamin fubuh seseomng, rnaka harus

diFrhat dulu- Apabila dia menqlaratkan untuk menghadir*annya

secar?r langsung, maka dia wajib menghadirkannSTa secara

langsung- Sebagaimara bila dia menjamin tubuhrya se@ra mutlak,

maka dia boleh menghadirkannp se@ra langsrrng. Sebagairnana

yang kami kahkan berkenaan dengan orang yarg meniual sesuafu

dengan harga secarr mutlak, maka dibol€kan menjualryra secara

langsung. Apabila seseorang menjamin fubuh orang lain sampai

batas u/aktu tertentu, maka perfaminannln sah dan dh fidak wajib

menghadirkannya sebelum batas wakfun5ra, seperti orang lrang
menjamin utang sampai batas unltu tertenfu.

Apabila seseorang menjamin fubuh ses@mng (melakukan

I{afalah jiura) sampai batas u,al{tu png udak dik€tahui, apakah

hukumnf sah? Dahm hal ini ada dua pendapat fuqaha

Syafi'iy1Bh:
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Pertama: Sah, sebagaimana sah meminjamkan sesuatu

sampai batas wakfu yang tidak diketahui.

Kedua, Tidak sah, inilah pendapat yang benar. Karena ia

merupakan penetapan hak tanggungan manusia sehingga tidak
sah bila batas waktunya tidak diketahui, seperti penjaminan harta.

Hal ini berbeda dengan pinjam-meminjam, karena ia tidak lazim.

Oleh karena ifulah bila seseomng meminjamkan sesuafu sampai

batas wakfu tertentu si peminjam boleh meminta barang Srang

dipinjamkan sebelum jangka waktunya habis.

Apabila seseorang menjamin fubuh orang lain sampai batas

uaktu tertentu, maka dia tdak boleh ditagih sebelum batas

wakhrnya habis. Disamping itu pinjam-meminjam dibolehkan
meskipun hnpa menenfukan batas wakfunya. Oleh karena itulah
bila seseorang berkata, "Aku meminjamimu salah safu dari dua

buku ini," maka hukumnya dibolehkan. Apabila seseorang berkata,

"Aku menjamin unfukmu tubuh salah seorang dari dua laki-laki

ini!" maka hukumnya tidak dibolehkan. Walkhu A'lam.

AslrSyirazi * berkata: Pasal, Dibolehkan
melakukan penjaminan dengan menyerahkan sesuafu
yang dijamin di tempat tertentu. Dan dibolehkan pula
melakukannya sec.ra mutlak- Apabila penjaminannya
dilakukan secara mutlak, maka wajib menyerahkanryra
di tempat akad, sebagaimana ia juga boleh dilakukan
secara langsung atau tidak langsung (secara tempo
dengan batas waktu). Apabila dilakulon secara mutlak,
maka wajib menS;erahl<annya pada saat akad-
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Penjelasan Hukum: Boleh melakukan l<aklah terhadap

fubuh seorang laki-laki untuk disemhkan di tempat tertentu,

sebagaimana sah melakukan Salam $ual-beli dengan pembayaran

dimuka) dengan sSarat barangnya diserahkan di ternpat tertenfu.

Dibolehkan melakukan lkfalah terhadap tubuh seseorang

meskipun tdak menyebutkan tempat penyerahannyra. Berdasarkan

hal ini, maka tempat penyemhann5n adalah di ternpat akad.

Ikfalah juga sah dilakukan s@ara langsung atau tidak

langsung. Apabila disebutkan secam muthk, maka sebaiknya

dilakukan se@ra langsung.

Apabila seseorang melakukan lGfalahjiun terhadap tubuh

seseorang unhrk diserahkan kepada orang png diberi jaminan di

tempat tertenfu, lalu temlnta diserahkan di selain tempat png
telah ditentukan tersebut, maka orang 3rang diberi jaminan tidak

wajib menerimanya, karena akan zulit bagqn menerirnanla di

selain tempat tersebut. Bahkan mungkin ada tujuan tstenfu
dengan menyemhkannSra di tempat tersebut- Apabila seseorang

melakukan lhfalahjiura untuk menyerahkannla di tempat tertentu

di suafu negeri dengan mengatakan di majlis hakim atau di

masjidnya, "Semhkan dia kepadan5ra di negara tersebut di selain

ternpat yang telah ditenfukan," apakah dia wajib meneriman5n?

Dalam hal ini ada dua pendapat Abu Al Abbas bin Suraij:

Pertama: Dia tidak wajib menerfunanla, sepati halnp bila

omng png melakukan lkfalah menyemhkannla di selain negeri

tersebut.

Kdua, Dia wajib meneriman5a, karena se@ra tradisi tidak

ada biaya unfuk memindahkannya dari suafu ternpat di negeri

tertenhr ke tempat lain di negeri tersebut.
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Asy-Syirazi e berkata' Pasal, Tidak sah

melakukan Kafalah jiwa tanpa seizin orang yang
ditanggung (obiek jaminan), karena bila dia
melakukannya tanpa seizinnya, dia fidak bisa
menyerahkannya kepadanya (orang yang dijanjikan
jaminan)- Akan tetapi di antara sahabat-sahabat kami
ada yang berkata, 'Hukumnya sah, sebagaimana
sahnya menanggung utang tanpa seizin oftmg yang
berutang."

Penielasan Hukum:

Apabila seseorang menjamin fubuh seseoftrng (melakukan

I{afalah iiwa) dengan seizin oftmg }rang diiamin, maka
penjaminannya sah. Apabila orang yang dijanjikan tanggungan (l/
Makful Lahd menanyakan kepada orang yang menjamin agar

menghadirkan oremg yang dijamin, maka si penjamin wajib
menghadirkannla dan omng yang dijamin harus hadir, karena si

penjamin melakukannya atas seizinnya. Sdangkan bila orang png
dijanjikan tanggungan tidak memintanla, lalu si penjamin

mengatakan kepada oftmg Sang dijamin, 'Hadirlah bersamaku,

karena aku akan mengembalikanmu kepada otang 1lang dUanjikan

tanggungan agar tanggunganku berupa penjaminan bebas," maka

orang yang dijamin akan dihadirkan harus hadir bersaman5a,

karena menghadirkan tersebut berkaitan dengan perintahrya
sehingga harus dilaksanakan.

Apabila s@ftmg laki-laki menjamin hrbuh seseonmg unfuk
orang lain tanpa seizin orcmg yang dilrmin (objek iaminan), apakah

sah? Dalam hal ini ada dua fuqaha
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Syafi'iy4,rah. Menurut mayoritas sahabat-sahabat kami hukumnya
tidak sah, karena tujuan l{afalahjiwa adalah menghadirkan objek
jaminan saat diminta. Apabila hal tersebut dilakukan tanpa seizin

objek jaminan, maka dia (objek jaminan) tidak urajib hadir bersama
orang yang menjamin sehingga l{afabl>nya tidak berlaku.
Berdasarkan hal ini, apabila seseorang menjamin fubuh anak kecil
atau orang gila, maka hukumnya tdak sah kecuali dengan seizin

walinya, karena anak kecil dan orang tidak memiliki hak memberi
ii:n.

Abu Al Abbas bin Surarj berkata, "I{afalah jiwa sah

meskipun tanpa seizin objek jaminan, sebagairrnna sah melakukan
penjaminan utang tanpa seizin orang 3rang berutang."

Dia berkata lebih lanjut, "Berdasarkan hal ini, apabila orang
yang dijanjikan tanggungan mengatakan kepada orcng lrang
menans[lung 'Hadirkanlah objek jaminannp!', maka orang yang
menanglung wajib meminta kepada objek jaminan (1rang bempa
orang) agar hadir. Apabila orang lang menanglung meminta
kepada objek jaminan, maka sang objek jaminan wajib hadir tanpa
dianggap sebagai l<afalah, tapi karena ormg yang memiliki hak
telah merpakilkan kepada orerng yang menjamin agar

menghadirkann5n.

Apabila orang yang dijanjikan hnggungan mengatakan

kepada orang lrang menanSlrng, 'Baula apa yang

engkau jamin!' atau 'Kembalikan kepadamu apa yang engkau
jamin!', apakah sang objek jaminan wajib hadir? Dalam hal ini ada

dua pendapat fuqaha Syafi'i5r5rah.

Pertatna: Wajib hadir, karern hal tersebut mengandung

izin unfuk menghadirkannSn.
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Kedua, Tidak wajib hadir, karena omng yang dijanjikan

tanggungan hanya menagih kepada omng yang menanggung agar

menghadirkan objek jaminan. "

Abu Al Abbas berkata, "Berdasarkan hal ini, orang yang

dijanjikan tanggungan bisa menahan orang yang menanggung."

hnu Ash-Shabbagh berkata, "Menunttku ini menunjukkan

bahwa pendapatrya tidak benar, karena orang lrang menanggung

ditahan dalam hal yang dia tidak dapat melakukannya."

Aq;-Syirazi e berkata' Pasal' Apabila seseorang

menjamin salah satu anggota tubuh orang yang diiamin
(obiek jaminan), dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha
S3lafi'iyyah.

Pertama, hukumnya sah, karena dengan
menyerahkannga sama saja seperti menyerahkan
selunrh anggota fubuhnya-

Kedua, fidak boleh, karena menyerahkan salah
safu anggota tubuh dengan akad fidak sah, dan
meninggalkan anggota tubuhnya yang lain juga fidak
bisa karena tdak mungkin dilakukan, jadi hukumnya
batal-

Ketiga, apabila anggota tubuhnya fidak
menyisakan badan tanpan5n (sangat vitd, yang
seandaingra fidak ada maka orangnln akan mati) seperti
kepala dan jantung, maka hukumnya fidak dibolehkan,
karena fidak mungkin menyerahkannSla kecuali dengan
menyerahkan hrbuhngTa. Sedangkan bila anggota
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fubuhnya menyisakan badan tanpanSn seperti tangan
dan kald, maka hukumnya fidak sah, karena bisa
anggota fubuh tersebut harus dipotong dan orang
tersebut akan bebas meskipun masih ada.

Penjelasan Hularm:

Apabila seseonmg menangpng anggota fubuh orang lain
seperti tangannln atau kakinya atau kepalanln atau anggota
lainnya llang tak terbagi seperti separuh tubuh atau sepertiganya
atau seperempatr5ra, maka dalam hal ini ada tiga pendapat fuqaha
SSnfi'[6ph:

Pertama: Hukumnya sah; karena tdak mungkin
menyerahkan sebagiannSa atau sepertiganSn kecuali dengan
menyerahkan seluruh badan. Tangan dan kaki tidak bisa
disemhkan kecuali dalam kondisinya yang demikian (menempel
pada tubuh) pada saat penjaminan. Dan hal ini tdak bisa dilakukan
kecuali dengan menyerahkan seluruhnSn.

Kedua, Hukumnp tidak sah, karena anggota fubuh yang
tidak ditinggalkan, apabila ada angota tubuh png dikhususkan
atau bagian tertenfu darinya, hukumnya tidak sah, seperti menjual
salah safun1a, melakukan set ra-menyeura dan wasiat. Pendapat ini
dinyatakan oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib dan diriunyatkan oleh
hnu Ash-Shabbagh dari Syaikh Abu Hamid. Ini merupakan
pengecualian dari pembebasan budak dan thalak.

Ketiga, Apabila seseorang menjamin anggota fubuh yang
tdak tubuh kecuali dengannSla (sangat vital yang
seandainln ia tidak ada, maka orangnya akan mati) seperti kepala,
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janfung, limpa, separuh tubuh dan sepertiganln, maka hukumnya

s*, karena fidak mungkin menyerahkannSla kecuali dengan

merryerahkan seluruh fubuh- Sedangkan bila seseorang menjamin

anggota fubuh lang masih menyisakan badan tanpanSn, seperti

tangan dan kaki, maka hukumryra juga tidak sah, karena anggota

fubuh tersebut harus dipotong dan fubuhnSn rnasih tersisa, dan

juga karena tidak ada manfaatnSra menyerahkan anggota tubuh

tersebut. Wallahu A'km.

Aqrsyirazi g berkata' Pasal, Apabila objek

jaminan dihadirkan fidak pada tempatn3n atau di selain

tempat yang dijanjikan, apabila dengan menerimangra

akan menimbulkan bahaSTa atau dengan

menyerahkannga ada hriuan tertenfu, maka fidak wajib
menerimanya- Sedangkan bila dengan menerimanya
fidak ada bahalnnya dan tidak ada tujuan tertentu di
dalamnya, maka waiib menerimanln- Apabila dia tidak
diserahkan, maka dia hanrs dihadirkan di hadapan

hakim, dan orang lrang menan(NJung bebas dari
tanggunganngn, sebagaimana lrang kami katalcn
tentang utang Salam-

Apabila oftmg yang menanggung

menghadirkannln, tapi ada orang yang

menghalangin5Ta, maka dia fidak bebas dari
tanggr.rngannya, karena penyerahan lrang berlaku
adalah yang fidak ada penghduttgttr. Oleh karena itu,
seandainya seseorang merryerahkan barang yang diiual,
tapi ada penghalangqn, maka hulmmnw fidak sah-
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Sedangkan bila dia menyerahkannya ketika objek
jaminan ditahan oleh hakm maka penyerahan tersebut
sah. Disamping itu penahanan hakim itu bukan
penghalang, dia bisa dihadirkan dan dituntut
kewaiibannya.

Apabila objek jaminan datang dengan sendirinya
dan menyerahkan diri, maka orang yang menjamin
bebas dari tanggungannlra, sebagaimana orang lnng
menjamin bebas dari tanggungannya apabila dia telah
membagnr utang orang lain 57ang dijaminnlra. Apabila
objek jaminan per$ ke zuatu tempat yang fidak
diketahui, maka dia tidak boleh dituntut. Sedangkan
bila dia pergr ke suafu tempat yang diketahui, maka dia
juga tdak boleh ditunhft sampai berlalu waktu dimana
dia bisa pulang dan pergi, karena penyerahan tersebut
fidak wajib, kecuali bila ada kemampuan untuk
menyerahkann!,a.

Apabila telah berlalu waktu dimana objek jaminan
bisa diserahkan, tapi orang lnng menanggung tidak
melakukannya, maka dia harus ditahan agar
menghadirkan objek jaminan tersebut. Apabila orang
lrang dijanjikan tanggungan membebaskan tanggungan
tersebut dari si penanggung, maka si penanggung bebas
dari tanggungiulnya, seperti or:rng !/ang menjamin
menjadi bebas bila dibebaskan oleh orang yang
berpiutang.

Apabila seseorang datang lalu berkata, 'Bebaslian
si penjamin ini dan alnrlah yang al<an menjamin apa
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lnng dijaminngn," maka dalam hal ini ada dua
pendapat fuqaha S57af iyyah. Abu Al Abbas berkata,
"Hukumnya sah, karena orang tersebut
memindahkan penjaminan tersebut kepada dirinya,
sehingga dia seperti orang !/ang menjamin harta
orang lain, lalu dia melimpahkan penjaminan
tersebut kepada orang lain." Sedangkan menurut
Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib
Ath-Thabari &, hukumnya tidak sah, karena orang
tersebut menjamin dengan qTarat agar si penjamin
bebas, dan ini merupakan syarat yang rusak sehingga
menghalangi sahng7a akad.

Apabila seseorang menjamin hrbuh seseorang
untuk dua or:rng, lalu dia menyerahkanryra kepada
salah safu dari keduan3n, maka dia tidak bebas dari
tanggungan kepada pihak satunln- Karena dia
menjamin dua penyerahan sehingga tidak bebas bila
h.nSn menyerahkan kepada satu orang sia. Seperti
h.krSn bila dia menjamin dua utang untuk keduangra,

lalu harr5Ta membayar utang salah safun3a. Sedangkan
bila dua oriang menjamin hlbuh seorang lah-lald untuk
seseorang, lalu yang menghadirkan hartf salah satu
dari keduarr5Ta, maka menurut Slpit,h kami At Qadhi
Abu Ath-Thayyib *, pihak saturryn tidak bebas dari
tanggungannSra, karena bila salah saturrgn dibebaskan
maka pihak lrang sahrnyra lagr fidak bebas- Apabila
salah safu objek jaminan h.nF diserahkan oleh salah
seorang dari keduan5la, maka pihak satrrryTa lagi tidak
bebas dari tanggungann5Ta. AIGn tehpi menurutku
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pihak safunlra bebas dari tanggungannya, karena lpng
harus dilakukan adalah menghadirkan objek jaminan
tersebut dan ifu sudah dilakukan, sehingga keduanln
bebas dari tanggungan tersebut. Seperti halnya bila
seseorang menjamin pembagaran utang orang lain, lalu
salah safu dari keduanSTa membayamya- Dalam hal ini
utang berbeda dengan kompensasi. Apabila utang
.tersebut dilimpahkan kepada orang yang tidak memiliki
utang, lalu or.rng yang dilimpahi utang tersebut
menerim.rnya, sementara kami katalnn bahwa hal
tersebut merupakan pembebasan, maka pembebasan
tersebut berbeda dengan pelaksana.rn- Adapun
argumentasinlra adalah, bahwa dalam penjaminan
harta, apabila salah safu dari dua penjamin dibebaskan,
maka penjamin satunya fidak bebas dari
tanggungannga, sedangkan bila salah satunya
membagnr utang tersebut maka penjamin saturyn bebas
dari tanggungan tersebut.

Penjelasan Hukum'

Apabila seseorang menjamin hrbuh seseorang unfuk
dihadirkan sampai batas wakfu tertenfu, lalu dia menghadirkannSa

sebelum batas waktunya habis, apabila orang png dijanjikan
tanggungan menerimanln, maka dia (orang 5nng menjamin) bebas

dari tanggungannSa. Sedangkan bila orang yang diianiikan
tanggungan tidak mau menerimanSra, maka harus dilihat dulu.

Apabila ketika dia (orang lnng diianiikan tanggungan)

meneriman5a akan menimbulkan bahaya, misalnya hakqn akan
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ditangguhkan, atau haknya akan diberikan secartl hngsnmg, haryp

saja saksiryn tidak ada (sedang pergi), maka dia tdak q,aiib

menerimanla karena akan merugikannla.

Sdangkan bila dia Udak mau menerimanlra, mclurut
Syaikh Abu Hamid, orang png menlamin harus mengadukanq,a

kepada hakirn, lalu hakim bisa menyerahkannlra k€eada orlng
yang dilmjikan tanggungan tersebut, agar dia (si peniamin) b€bas

dari tanggunganryra. Adapun bila dia tidak menernukan seorang

hakirn, dia bisa menghadirkan dua saksi unfuk bersaksi bahqa dia

telah menyerahkan objek ,aminan tersebut atau bersaksi bahura

orang lnng dijanjikan tanggungan tidak mau menerirnanla.

Al Qadhi Abu Ath-Tha162ib menSratakan bahtra berkenaan

dengan penolakan orang png dijemiikan tanggurEan, dia hartrs

mendatangkan dua saksi lang ksaksi demikian.

hnu Ash-Shabbagh berkata, 'Menurutku pendapat ini l€bih

tepat, karena dengan adanla orang yang berhak, obiek Frtinan
tidak unjib disemhkan kepada u/akil si peniamin apaloh da hakim

atau lainnya. Apabila si penjamin telah menghadirkannl4

sementara ada tangan penguasa png melarangngla sedang dia

tidak mampu menolaknSn, maka si penjamin tdak b€bas dari

tanggungannSn, karena omng lnng wajib menerirnanlp bisa

meneriman5a tanpa ada penghalang. Apabih si per$rnin

menyerahkannp ketika dia ditahan oleh hakim, rnaka;rang yang

dijanjikan tanggungan wajib menerimanln, karena

hakim tidak menghalanginp unfuk mdaksarnkan halmya.

Apabila karajiban si peniamin telah berlaku berdasarlon

saksi, dan hakim meminta menghadirkan obiek

jaminan, maka hakim bisa menghadirkannp untuk mernutuskan
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kasus keduanya. Apabila terbukti demikian dan dia diminta
ditahan, maka hakim bisa menahannSa karenanla dan karena hak
yang pertama."

Apabila hak salah satu dari keduanp gugur, maka tdak
boleh mengosongkann5ra kecuali setelah hak lainqn gugur.
Apabila objek jaminan (orang !,ang driadikan jaminan) datang
kepada orang yang dijanjikan jaminan dan menyerahkan dirinya
kepadanya, maka si penjamin bebas dari tanggungannla,
sebagaimana orang yang menjamin bebas dari tanggungannya bila
orang png berutang menyerahkan harta jaminan.

Cabangr Apabila seseorang menjamin tubuh seseorang,
lalu objek jaminan murtad dan pergi ke negeri konflik (negeri yang
terjadi peperangan), atau dia tahan karena suafu kasus, maka si
penjamin harus menghadirkannya dengan pergr ke negeri konflik
tersebut, dan orang Srang ditahan bisa menunaikan haknya dan
dibebaskan dari penahanan.

Cabangr Apabila objek jaminan pergi, maka harus dihhat
dulu; Apabila dia pergr ke tempat !,ang diketahui, maka si
penjamin harus menghadirkannya. Apabila telah berlalu beberapa
waktu dimana dia bisa pulang dan pergi, tapi dia tidak datang,
maka hakim bisa menahannya. Demikianlah perrdapat karni.

hnu Sytrbrumah berkata, "Dia harus ditahan seketika ifu
juga, karena haknSra telah berlaku." Akan tetapi pendapat ini tdak
benar, karena meskipun hak tersebut telah jatuh tempo,
harus diperhatikan tentang kernampuan menyerahkann!,a.

tetap

Yang

ZA ll il Mqi*r'SyoahAl Muhadzlzab



wajib bagi si penjamin adalah menghadirkan orang yang pergi

ketika dia mampu melakukanrya. Apabila kepergiann5p terpuhrs-

pufus sehingga tidak diketahui tempatnSra, maka si penlrmin Udak

boleh dituntut untuk menghadirkannya. Apabih objek Fminan
dibebaskan dari hak tersebut, maka dia bebas, sebagairnana yang

telah kami katakan berkenaan dengan orang yang b€rpiutang yang

membebaskan tanggungan orcmg lpng menangpng utang-

Cabang, Apabila seseorang menjamin tubuh seseomlrg,

lalu datang orang lain kepada omng yang diianjikan Fminan sclalra

berkata, "Aku menjamin tubuh si fulan lrang merrldi objek
jaminan unfukmu derrgan syarat engkau mernbebaskan orarg yang

menjaminnya,' rnaka dalam hal ini ada dua frqaha

Syaffiyph. Abu Al Abbas berkah, "Penjaminan orarg k€dua sah

dan perrjamin pertama bebas dari tanggurgannsB," karena

penjamin kedua tdah melimpahkan penjaminan tersebut kepada

dirinya sehingga perrjamin p€rtarna bebas, seperti halnya bila dia

merniliki keunjiban hlu merrindahkan karajibanryla keeada omng

lain. Sernenhra menurut Syaikh Abu Hamid dan Al @hi Abu

Ath-Tha!,yib, p€njaminan orang kedua sah, tapi per*min p€rtarna

tdak b€bas dari fiminanryn, karena penlminan dan

penan5gungan tdak mernindahkan hak sehingga p6*minan
omng kdua tdak mernbebaskan omng pertarna dari

penjaminannya. Apabila penjamin pertarna tidak bebas, rnaka

orang kedua tidak melakukan penjaminan kecuali dengan ryarat
tersebut. Apabila qBmtqn Udak sah maka perrlminannp iuga
fidak sah.
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Cabangr Apabila seorang laki-laki melakukan penjaminan

untuk dua lakilaki dengan akad, lalu dia menolak untuk salah satu

dari keduanya, maka dia bebas dari karajibannya tapi tidak bebas

dari kauajiban terhadap pihak safunya sampai dia menolaknga,

karena akad bersama dua orang seperti dua akad. Hal ini sarna

seperti orang yang menjamin unfuk salah safu dari kduanya
dengan akad sendiri-sendiri. Sedangkan bila dua laki{aki
melakukan penjaminan jiwa unfuk seomng laki-laki, lalu salah satu

dari keduanya menghadirkan objek jaminan tersebut kepada orang
orang lnng dijanjikan jaminan, maka orang yang telah
menghadirkannya bebas dari jaminannya. Lalu apakah si penjamin

lain bebas? Dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha Spfi'ig4Bh:

a- Dia bebas dari hnggungannln, sebagaimana bila dua
orang laki-laki menjamin utang seseorcmg pada orang lain lalu

salah safu dari keduanya memba5nmya, maka penjamin safungn

bebas dari tanggungannln. Ini adalah pendapat Al Muzani dan
Syaikh Abu Ishaq png disebutkan dalam Al Mulndzdzab.

b- Dia tidak bebas dari tanggungannya, karena hak telsebut
tehp ada dan tdak gugur. Ini adalah pendapat Abu Al Abbas,

$nikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan hnu Ash-
Shabbagh. Dua penjamin adalah dua orang yang menetapkan hak,

sehinggga salah satunya tidak lepas meskipun pihak safun1p telah
lepas dari tangguryfan. Hal ini sarna seperti kastrs seandainyra ada

hak ynng digadaikan, lalu salah sahrnlp lepas meskipun hak
tersebut masih ada, maka Snng lainnga tidak bebas dari hak
tersebut. Akan tetapi kazus ini berbeda bila salah sahr dari dua
penjamin telah mernberikan harga yang diiaminnln, maka hak
tersebut menjadi gugur dan penetapan hak tersebut ikut gugur,

sementara disini hak tersebut tdak gugur.
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Cabangr Apabila seorang lakiiaki merrjamin tubuh

seorang laki-laki kepada orang lain, lalu orang 1nng diianjikan

tanggungan mengatakan kepadanp, "Aku Udak merniliki hak pada

objek jaminan tersebut," maka menunrt Abu Al Abbas ada dua

pendapat fuqaha Syafi'i5ryah dalam hal ini,

a. Objek jaminan bebas dari apa yang \r/ajib atasnya dan

penjaminan tersebut batal, karena perkataan orang tersebut

"Aku tidak memiliki hak pada objek jaminan tersebut'

mertrpakan peniadaan dalam benhrk nakinh sehingga

bersifat utnurn.

b. Orang yang ditanggung jaminan hanrs diklarifikasi. Apabila

dia berkata, "Yang aku maksud adalah bahura tidak ada

hakku pada dia," rnaka penjaminannya batal dan objek
jaminanqTa bebas. Sedangkan bila dia berkata, "Yang aku

maksud adalah bahwa tidak ada hakku padanSp yang

bempa barang piniaman atau banng titipan," lalu

perkataan ini dibenarkan oleh orang yang meniamin dan

objek jaminan, maka perkataannya diterima- S€danglon

bila keduangp, atau salah safunp mendustakanq;a, maka

lnng berlaku adalah perkataannln dengan sumpahnSra,

karena dia telah mengehhui niatrSn. Sedangkan bila dia

berkata, "Tidak ada haldm padanSra dalam tanggunganqra

nraupun di tanganrya," maka kedtnnla s"rnd-sorrur bebas.

Slaikh Abu Hamid pemah ditan3a, "Bagairnana apabila

seorang laki-laki merniliki utang pada orang lain, lalu dia berkata,

'Aku tdak merniliki karcjiban apa-apa teilradapnla?'.

Jawabann3n, 'Yang berlaku adalah seperti dua pendapat di atas'."
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Aslrsyirazi & berkata: PasaL Apabila seseoftrng

menjamin fubuh seseoriulg, lalu orang lpng dijadikan
objek jaminan wafat, maka si penjamin bebas dari
tanggungannya- Abu Al Abbas berkata, 'Si penjamin

urajib melaksanakan penjaminannlra bempa utang yang

dimilild oleh or:rng yang dijamin, karena penjaminan
mempakan penetapan hak (sesuatu lrang dapat
dijadikan pegangan)-" Apabila orang yang memiliki
utang wafat, maka utangnya harus dibayarkan, seperti
gadai. Akan tetapi pendapat lpng berlaku dalam
madzhab kami adalah pendapat pertama, karena dia
fidak men:rnggung utang sehingga fidak wajib bagrnya

apa lnng dia tanggung.

Pasah Apabila seseorang meniamin em harta
benda seperti uang dan sebagainya), maka harus dilihat
dulu; Apabila ia merupakan amanah seperti barang
titipan, maka hukumnya fidak sah- Karena apabila
orang yang dititipi tidak waiib menjaminnga, maka
tentungra ia juga fidak wajib dijamin oleh orang lrang
menjaminnya- Sedangkan bila ia merupakan 'Ain yang
dijamin seperti barang yang dr-ghashab atau barang
pinjaman serta barang lrang diiual lnng sebelum

diterima, maka dalam hal ini ada dua pendapat fuqaha
Slnfi'iyfh berdasarkan dua pendapat Aslrslnfi'i
tentarrg l<afakhiiwa.

Apabila kami katakan bahwa hukumnya sah, lalu
'Arn tersebut nrsak, maka menunrt Abu Al Abbas ada

dua pendapat fuqaha Syafi'iy1nh.
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Wajib menjaminnlra,
Kdu4 fidak uraiib. Stpikh Abu Hamid
berkata, 'fidak boteh melandaskanngn
dengan pendapat terrtang l{afalah jiwa,
karena iika tubuh nsak ffiak ditanggung
dengan gantin!/a, sementara iika 'Aia nrsak
hanrs ditanggung denganngra.'

Penjelasan Hulnrn,

Apabfu ses@rang menlamin fubuh s€seorcmg untuk

seseoEmg, bfu orang 3ang dilrniikan raminan membebaskan orang

png meniamin, lalu dia melihat objek iarninan senantiasa bersama

orang !,ang dijarfikan tanggrrngan, kernudian dia berkata,

"Lepaskan dh dan aku akan kernbali m€nangungnla atau

sebagaimarn yang tdah lnrlakukan s€b€furnntn," maka menunrt

Abu Al Abbas bin Sumij peniamirnnnf sah, karena bisa jadi hal

tersebut pernberibhuan terrtang penlamirannya atau

pengalnrannya atau pernulaan penlmirnn @a saat ifu, sehingga

bisa merrpdi sah.

Apabila seseomng menlamin fubtrh ses@ftmg, lalu ada

omng keernpat SBng menjamin orarg kedisa, rnaka serruanSa sah.

Apabila objek iaminan p€rtama hadir s€rdiri atau dihadirkan oleh

penjaminnya, rnaka sernrh penlmin b€bas dari tanggungannya.

Apabila obiek iamirxan png merniXiki utang waht, maka sexnua

penjamin bebas menurut madzhab karni- Apabila penjamin

pertama bebas, rnaka seluruh penlrmin b€bas. Sedangkan bila

penjamin kedua wafat, rnaka penlmin k€tiga dan penjamin

keempat bebas- Apabila penlmin ketba uafat, maka peniamin

a-

b-

At lvtajnru'S)tahAt l*tuMz.dzab ll ZOg



keempat bebas sementara penjamin-penjamin sebelumn5ra fidak
bebas. Apabila penjamin keempat wafat, maka penjaminannya

batal, dan hukum penrbebasan ini seperti hukum kematian.

Apabila objek jaminan wafat, maka penjaminannya gugur dan si
penjamin Udak wajib menanggung apa-apa. Pendapat ini
dinyatakan oleh Syuraih, AsgrSya'bi, Hammad bin Abi Sulaiman,

Abu Hanifah dan Ahmad.

Al Hakam, Malik dan AFLaits berkata, "Si penjamin wajib
membayar utang gnng ditanggungn3p. "

Pendapat ini dirfuayatkan dari hnu Suraij, karena orang
yang menjamin adalah orang lrang menetapkan hak. Apabila
orang png berutang tdak bisa mernbaSnr utangngra, rnaka lpng
harus membayamya adalah orang yang menetapkan hak tersebut,

seperti gadai. Dsamping ittr objek jaminan Udak bisa dihadirkan
sehingga penjaminnSra harus , seperti halnya bila dia
pergt.

Adapun argumentasi kami adalah, bahua orang lnng
diiadikan objek jaminan Ergur dari kewajiban hadir sehingga orang
grang menjarninnlp b€bas, seperti halnSn bila dia bebas dari utang.

Disamping ifu apa yang rrrajib dibayar gugrrr dari orang aslinSTa

sehingga ia juga gugur dari cabangn3n fi,aitu peniamin), seperti
penjamin yang bebas apabila orang yang bemtang telah mernbapr
utangnya atau dia diMaskan. Hal ini be6eda bila dia pergi,

karena dia tidak gugur dari karajiban hadir. Kasus ini iuga berMa
dangan gadai, karena ia berkaitan dengan harga sehingga harus

dibaSnr.
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Cabang, Apabila seseorirng melakukan peniaminan utang

orang lain pada saat dia sakit Sang menyebabkan kematiann5n,

maka penjaminan tersebut diambil dari sepertiga hartanla, karena

dia melakukan derma dengan perbuatannya tersebut. Hal ini sama

bila dia pergl ke ternpat kembali unfuk orang lain.

Apabila hal ini telah tetap, apabila seseorang melakukan

penjaminan utang orang lain sebesar 90 Dirham pada saat dia

sakit yang menyebabkan kematiannya dengan seizin orang yang

bertrtang, lalu dia (si penjamin) wafat, sementara dia hanya

meninggalkan harta 90 Dirham.dan tidak n harta

lainnya, lalu orang png benrtang juga waht dan dia ha.,ya

merniliki harta peninggalan sebesar 45 Dirham, apabila orang

yang berpiutang menagih utang tersebut dari harta peninggalan si

penjamin, maka ada bebempa proses dalam penyelesainn5a.

Caranla adalah dengan berkata, "Orang yang berpiutang bisa

menagihnlra dari 90 Dirham, akan tehpi dia bisa menagih

sepanrhnya kepada mereka (ahli unris). Karena apa yang

difingga[<an omng yang bertrtang separuh peningFlan orang yang

meniamin, sehingga bisa diketahui bahua dh tdak menagih dari

mereka kecuali separuhrya- Harus ada penyarnaan kecuali pada

separuh lpng tersisa lang s€banding dengan sesuafu llang
sernpuna. Dengan dernikian 90 Dirham tersebut harus

disernpurnakan dengan mengambil separuh png kurang darinlra,

lalu dikernbalikan kepada sesuahr lpng s€lnpurna, sehingga 90

Dirham sebanding dengan sesuatu dan sepanrhnln, dua pertiganya

lnifu 60 Dirham. Dengan demikian rnaka omrrg png berpiutang

bisa mengambil 60 Dirham dari harta patinggalan si penjamin,

lalu ahli warisnya berhak menagihnya dari harta peninggalan orang

png berutang. Karena penlminan tersebut dilakukan dengan
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seizinnya. Kemudian piutang tersebut tersisa 30 Dirham dan orang
png berpiutang bisa menagihrya dari harta peninggalan omng
y'ang berutang, karern harta peninggarann3n lebih sedikit dari
harta orang yang menjamin. Kemudian orang yang berpiutang
mengambil bagian dari ahli uraris si penjamin dari 45 Dirham
tersebut sesuai nilai hak mereka, lalu ahli waris si penjamin
mendapatkan dua pertigan3n yaifu 30 Dirham, sementara orang
yang berpiutang mendapatkan sepertiganln yaifu 15 Dirham.
Dengan demikian mal<a ahli waris si penjamin mendapatkan 60
Dirham, lalu mereka mengeluarkan penjaminan sebesar 30
Dirham, kemudian pada mereka masih tersisa seperti lrang
dikeluarkan."

Apabila hal ini telah tetap dan telah diketahui hak orang
gnng berpiutang SnrE bisa diambil dari harta peninggalan si
pergamin, maka dia boleh memilih. Apabih dia mau, maka dia
bisa melakukan seperti 5nng telah kami jelaskan. Dan bila mau dia
iuga bisa mengambil 75 Dirham dari harta ahli uraris si penjamin,
lalu ahli waris si perrj,amin bisa menagih seluruh harta peninggalan
orang png berutang. Apabila kondisinla dernikian, han5n saja
orang png bertrtang tnnlra meninggalkan 30 Drham, maka grang

harus dilakukan adalah mengeluarkan sesuafu dari 90 Drham
tersebut karena penjamirnn, hlu dia bisa menagih kepada mereka
sepertiganp, karena harta peninggalan ormg SEng berpiutang
sepertiga dari harta si penjamin. Dengan dernikian
maka png tersisa pada ahli u,aris si penjamin adalah 90 Dirham
ke"t'li dua pertigarrya !,ang sebanding dengan sesuatu dan
sepertiganp.

Apabila !,ang 90 Dirham telah dihrtup, maka ia bisa
disamalon dengan drn sesrnfu, lnifu s€earurrnla benrpa 45
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Dirham yang bisa diambil dari harta peninggalan si peniamin, lalu

orang png berpiutang dan ahli waris si penlamin bim menagih

dari harta peninggalan orang !,ang b€rutarg dengan dua

separuhnya, karena hak kedtnnlp sam.l- Kelrnrdian dia bisa

menagih kepada ahli waris si penlmin 15 Dirham. Dengan

demikian maka untuk mereka 60 Dirham dan keluar

dari mereka 30 Dirham; sementara pada orang 1ang berpiutang

terkumpul 60 Dirham dan piutangnya gugur 30 Dirharn. Apabila

dia mau, dia bisa melakukan 37ang telah kami s€butkan. Dan bila

mau, dia juga bisa il 60 Dirham s€hmfinla dari harta

peninggalan si penjamin, hlu ahli waris peniamin bisa menagih

seluruh harta peninggalan omng yang b€rutang.

Apabila orang 3nng berpitfiang tnau, dia bisa mengambil

seluruh harta peningsalan orarg 1lang benrtarE, laitu 30 Dirham,

lalu mengambil dari harta peningsahn si perriamin sepertiganla

yaihr 30 Dirham- Kernudian bagi mereka t€rsisa 60 Dfi,am seperti

yang keluar dari mereka. Apabila orang !,ang berutang

meninggalkan harta 60 Dirham, mal<a piutang orcmg yang

berpiutang tidak berlnrang sdikit pun, dan yang hanrs dilakukan

adalah mengqijas*annya dengan apa lrang tdah kami jelaskan.

HanF Allah 1nng bisa dimintai pertolongan.

Masalah' Apabila seorlng laki-hld mengldaim terhadap

orang Sang hadir bahwa dia telah mernbeli darinya s€buah mobil

seharga 1000 Dinar dengan seomng lald-laki yang sedang pergr,

dimana masing-masing dari kedr.ranya merry€rahkan 500 Dinar

dan keduanya telah menerimanln, dan rnasirEtnasing saling

menjamin satu sama lain, apabila latGlaki lpng hadir
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mengakuinya, maka dia wajib menyerahkan 1000 Dinar kepada

orang lnng mengklaim tersebut. Apabila orang yang pergr telah

datang dan merrbenarkan omng yang hadir, maka orang lrang

hadir bisa menagih uang png telah dibayamln kepadanya, lnitu
500 Dinar. Sedangkan bila omng yang pergl mendustakan orang

ilil"g hadir, maka yang beilJm adalah ucapann!,a derilfii -

sumpahnSn. Apabila dia telah bersumpah, maka gugurlah hak

orang yang hadir. Apabila orang yang hadir mengingkari klaim

orang !,rang mengklaim, apabila orang yang mengklaim tidak

merniliki saksi, maka yang berlaku adalah perkataan orang yang

hadir dengan sumpahngp. Apabila dia telah bersumpah, maka

gugurlah hak menunfut padanya.

Apabila orang png pergi datang, lalu orang SBng menjual

mangklaimnln, apabila dia mengingkarinla maka dia tarus

bersumpah. Sedangkan bila dia mengakui apa !,ang diklaim

terhadap keduanya, maka orang png datang harus mernberikan

500 Dinar tersebut. lalu apakah dia wajib mernbaSnr 500 Dinar

milik parkremln png dijamirrnya? Dalam hal ini ada dua pendapat

fuqaha Slnfi'i!,yah. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, 'Dia tidak

wajib memberikannya, karena telah kami katakan bahun

pernba5raran tersebut gugur dari orcmg lnng hadir dengan

sumpahnya."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Orang png datang wajib

mernbaSnmya, karena sumpah tdak membebaskann5n dari

pernbayaran tersebut. Yang S-tgr.r hanplah penagihan se@ra

zhahir. Apabila dia telah mengakui bahwa dia manjaminnya maka

dia harus mernbayamln. Oleh karena itu, apabila ada saksi 3png

msrdukungnya setelah sumpahnla, maka dia uajib
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Jadi jelaslah bahwa hak tersebut tidak gugur dari orang yang hadir

dan orang lnng pergl."

Apabila orang yang mengklaim merniliki bukti terhadap

orang yang hadir bahwa keduanya telah membeli darinln sebuah

mobil seharga 1000 Dinar dan keduanya telah menerimanln, dan

masing-masing dari keduanya menjamin ternannya 500 Dinar,

maka orang yang mengklaim bisa menunfut uang 1000 Dinar

tersebut kepada orang yang hadir, karena bukti telah menunjukkan

dernikian. lalu apakah orcrng lang hadir bisa menuntut

separuhnya kepada orang gnng pergi bila dia telah datang?

Al Muzani mengutip pendapat 3nng mengatakan bahwa dia

boleh menuntut separuhnya kepada orang 5ang sedang pergl.

Akan tetapi sahabat-sahabat kami berselisih pendapat dalam hal

ini. Di antara mereka ada yang berkata, 'Dia tidak boleh menunfut

apapun." hnu Ash-Shabbagh fidak menyebut pendapat lainnSn,

karena orang yang diklaim ingkar ketika ada buktinln dan dia

menyatakan bahwa orang lnng mengklaim telah bertuat zhalim

kepadanya, sehingga dia tidak boleh menagihnya kepada orang

yang menzhalimin5n. Orang-orang yang berpendapat seperti ini

menafsirkan pendapat Snng dikutip Al Muzani menjadi ernpat

penafsimn:

Pertama: Bisa jadi orang yang hadir mernbenarkan orang

yang mengklaim atas klaim tersebut, hanya saja orang yang

mengklaim berkata, 'Aku juga akan mendatangkan saksi," lalu dia

mendatangkan saksi tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini orang

png hadir boleh menuntutrya (kepada ormg 1nng pergi), karena

dalam hal ini tidak ada pendustaan terhadap bukti tersebut.
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Kdua. Orang !,ang hadir udak dan tidak

mengingkari, bpi hanya diam, lalu orang !'ang mengklaim

mendatangkan saksi. Maka dalam hal ini tidak ada pendustaan.

Ketiga Orang 3rang hadir merrgingkari bahwa dia telah

mernbelinya dan tdak takin bahwa parkrerrrya juga membelinya,

lalu didatangkanhh salsi atas kasus ini.

Keempt Orang yang hadir menging|<ari bahun dia dan

partrernya melrrbelinln dan masingmasing saling menjamin sahr

sarna lainnp. HanF saja ketika ada salsi lnng memberikan

kesaksian di hdapan orang 5nng hadir, dia mengambil 1000

Dinar dari orang !,ang mengklaim se@ra zhalim, maka dalam hal

ini orang yang sedang pergl bisa merragih 500 Dnar tersebut

berdasar{<an ketemrEan saksi-

Dabm hal ini orang yang mengklaim telah mengambil 500

Dinar dari orarg yang hadir secara zhalim, sehingga orang yang

hadir bisa mengarnbil 1lang diberikan orang png mengklaim pada

orarrg 1nng sedans p€rgi.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang sepakat dengan

Al Muzani dan b€rkah, "orang yang hadir bisa merruntut kepada

ormg lang s€dang pergl 500 Dinar, meskipun dia mengingkari

pernbelian dan penjaminan tersebut. Karena dia berkata, 'Masalah

ini sulit bagihl tapi saksi telah menguraikan kesulitan ini'. Maka

datam hal ini dia seperti orerng Snng mernbeli sesuahr, lalu barang

tersebut diklafon oleh omng lain bahwa barang tersebut miliknya,

hfu omlg 1a1g mernbeli mengingkarinlra, kemudian datanglah

saksi, hlu orarg lrang mernbeli brang tersebut dari

orarg !,arg m€ngklaim tersebut. Ivlaka dahm hal ini dia boleh

menagih pernbayarannp kepada si penjual. Dan tidak boleh
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dikatakan,'sesungguhnya dengan pengakuannya bahwa orang

yang mengklaim telah zhalim, maka gugurlah haknya berupa

penagihan tersebut'."

Syaikh Abu Hamid berkata dalam At-Ta'liq. Harus dilihat

dulu berkenaan dengan orang yang hadir. Apabila saksinya

didustakan, misalnSra dengan berkata, "Siapa yang menjual

kepadamu? Kami tidak berhak atas apapun," lalu saksinya datang,

maka dalam hal ini orang yang hadir tidak boleh menuntut kepada

orang yang sedang pergl, karena dia mendustakan saksi dan

menganggap bahwa orang yang mengklaim telah menzhaliminya.

Kemudian apabila orang yang pergi datang dan mengakui

kebenaran orang yang mengklaim, lalu berkata, "Janganlah dia

difuntut apa-apa, karena dia mengakui sesuahr yrang tidak dia

klaim," apabila tidak pendustaan dalam kesaksiannya, misalnya

dengan berkata, "Tidak ada milikmu padaku," maka dia bisa

menagih kepada temannya 500 Dirham, karena orang tersebut

menjamin atas seizinnya. Menufutku, "Kemungkinan pernilik

pendapat pertama fidak bertentangan dengan pendapat SSnikh

Abu Hamid tentang jawaban orang png hadir, dan bahwasanp

hukumnln ifu berbeda-beda sesuai pertedaan jawabannya

sebagaimana yang telah disebutkan. Wallahu A'lam."

AslrSyirazi * berkata, Pasal, Apabila seseorang

menjamin utang orang lain, lalu keduanya berselisih
pendapat, lalu si penjamin berkata, ..Aku meniaminnln
saat aku masih kecil,' lalu orang yang berpitrtang
berkata, 'Kamu menjaminnya saat engkau sudah

baligh,' maka lpng berlaku adalah ucapan si penjamin,
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karena hukum asalnya belum batigh. Sedangkan bila si
penjamin berkata, 'Aku menjaminnlp saat aku gila,'
lalu orang yang berpiutang berkata, 'Justru engkau
menjaminnya saat dalam keadaan berakal sehat,'
apabila tidak diketahui tanda-tanda gila padanya, maka
yang berlaku adalah ucapan or.rng yang berpiutang,
karena hukum asalnya berakal sehat dan
penjaminannya sah. Sedangkan bila ada tanda-tanda
glla pada orang yang menjamin, maka yang berlaku
adalah ucap.rn si penjamin, karena bisa jadi penjaminan
tersebut dilakukan ketika dia sudah waras atau ketika
masih gila- Maka hukum asalnya adalah fidak adanya
penjaminan dan bebas dari tanggungan-

Apabila seseorang menjamin utang oftmg lain dan
telah membayamya, lalu dia mengklaim bahwa dia
melakukan peniaminan atas seizin orang yang berutang
dan membayarnlra atas seizinnln, agar dia bisa
menagihnSa, akan tetapi orang lpng berutang
mengingkari bahwa dia telah memberi izitr, maka si
penjamin tidak boleh menagihnSra, karena hukum
asalnya tdak ada izin. Apabila seseorang melalnrkan
I{afalah jiwa terhadap seseor.rng, lalu dia mengklaim
bahwa dia telah menjaminnya dan fidak ada hak
atasnla, maka lrang berlaku adalah orang !/ang
dijanjilmn jaminan, karena orang !/ang menjamin telah
mengakui penjaminan tersebut, sedang penjaminan ifu
fidak berlaku kecuali pada oftrrg yang memiliki h.k,
jadi 37ang berlaku adalah ucapan orang lnng dijanjilon
jaminan- Apabila orang yang menjamin meminta
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sumpah orang yang dijanjikan jaminan, maka dalam hal
ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyph:

Perbma: Dia harus bersumpah, karena yang
diklaim si penjamin terhadapnya bisa saia teriadi,
sehingga dia harus bersumpah unfuk menghindari
persetenran.

Kdta: Dia tdak boleh bersumpah, karena
pengakuanryn terhadap penjaminan menghendaki
wajibnya hah dan apa yang diklaimnp mendustalon
pengakuannya, sehingga orang yang diHaim fidak perlu
bersumpah-

Apabila orang lnng menjamin mengklaim bahwa
dia telah melaksanakan kewajiban or:rng yang berutang
dan orang yang berpiutang mengakuinya, tapi orang
yang benrtang mengingkarinya, maka dalam hal ini ada
dua pendapat fuqaha Syafi'i3;yah:

Pertama: Yang berlaku adalah ucapan orang yang
benrtang. Karena si peniamin mengHaim telah
memba3nr utang tersebut agar dia bisa menagihnyra,
sehingga ucapannya fidak diterima- Sementara orang
yang berpiutang bersaksi atas perbuatannya bahwa dia
telah menerimangn, sehingga kesalrsiann3Ta fidak
diterima. Jadi perkataan keduaq7a gugur dan orang
yang benrtang harus bersumpah.

Kduaz Yang berlaku adalah ucapan si penjamin,
karena penerimaan oleh orang lrang berpiutang
menetaplran pengaluan satu kali dan kesaksian safu
kali. Apabila terbukti bahwa dia telah menerimanga,

Al Majmu'SluahAl Muhddzab ll ,rg



maka or.rng yang menjamin bisa menagihnya kepada
orang yang berutang. Begitu pula bila terbulti
berdasarkan pengakuan-

Penjelasan Hukum'

Apabila seseorang menjamin utang orang lain, lalu

keduanya berselisih, dimana si penjamin bakata, "Aku

menjaminnla saat masih kecil," Ialu orang yang berpiutang

berkata, "Jushr engkau menjaminnya saat sudah baligh," apabila

orang yang berpiutang memiliki saksi yang menyatakan bahwa si

penjamin menjaminn5a saat sudah baligh, maka penjaminannya

sah. Sedangkan bila tidak ada saksinya, maka yrang berlaku adalah

ucapan si penjamin, karena hukum asaln5a belum baligh.

Sedangkan bila si penjamin berkata, "fih menjaminnln ketika

glla," lalu orang yang berpiutang berkata, 'Justu engkau

menjaminnya saat berakal sehat," apabila orang grang berpiutang

memiliki saksi yang menyatakan bahwa si penjamin menjaminnya

saat berakal sehat, maka penjaminannya sah. Sedangkan bila tidak

ada saksinya, apabila tidak diketahui tanda-tanda gila pada si

penjamin, maka lrang berlaku adalah ucapan orang yang

berpiutang dengan sumpahnln, karena hukum asalnya penjaminan

yang dilakukan si penjamin sah. Sedangkan bila diketahui ada

tanda-tanda gila padanya, maka yang berlaku adalah ucapan si

penjamin dengan sumpahnln, karena bisa jadi dia menjaminnya

saat gila, sehingga yang berlaku adalah ucapan si penjamin dengan

sumpahnya. Karena bisa jadi dia menjaminnlp saat gila dan bisa

jadi menjaminnya saat berakal sehat. Dan hukum asalnya adalah

bebas dari tanggungan.
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Cabangt Apabila orang yang menjamin mengklaim bahwa

orang yang berpiutang telah membebaskannya dari tanggungan,

tapi orang yang berpiutang mengingkarinya, kemudian dia (si

penjamrn) mendatangkan dua saksi yang salah safunya adalah

orang yang berutang, maka menumt Ash-Shumairi, bila orang

yang berutang fidak menyuruhnya menjamin utangnya, maka

kesaksiannya diterima; sedangkan bila orang yang bemtang

menyuruhnya menjamin utangnya, maka kesaksiannya fidak

diterima.

Cabangr Apabila seseorang mengklaim seseotang bahwa

dia memiliki piutang pada orang yang sedang pergl dan orangn5a

jelas, tapi si penjamin mengingkarinya, lalu orang 5ang berpiutang

mendatangkan saksi lrang menyatakan adanya penjaminan

tersebut, apabila dia menjelaskan nilai harta grang dijamin dan saksi

mengakuinya maka pemlntaannya bisa diterima. Sedangkan bila

dia mengklaim penjaminan dengan harta 5lang diketahui,

semenbra yang dijamin tidak diketahui dan saksi menyatakan

demikian, apakah kesaksian tersebut boleh didengar? Dalam hal

ini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyryah:

a- Kesaksiannya tidak perlu didengar dan si penjamin tidak

memiliki kauajiban apa-apa, karena orcmg yang memiliki

ka,vajiban apabila tidak diketahui, maka haknya tidak tetap.

Apabila asaln5n tidak tetap maka si penjamin iuga tidak

tetap-

b. Berlaku ketuajiban pada si penjamin, karena saksirya telah

menptakan demikian. Bukankah bila saksi bersaksi bahwa

si penjamin memiliki tanggungan 1000 Dirham
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kesaksiannya didengar? Maka begitu pula dalam kasus yang

sama.

Cabangt Apabila seseorang menjamin utang orang lain

dan telah memba5amya, lalu si penjamin mengklaim bahwa orang

yang berutang telah mengizinkannya dan dia telah membayamya

dengan seizinnSa sehingga dia bisa menagihnya, akan tetapi orang

yang berutang mengingkarinya; apabila si penjamin memiliki saksi,

maka dia boleh menagihnya kepada orang yang berutang.

Sedangkan bila dia tidak memiliki saksi, maka yang berlaku adalah

ucapan orang yang berutang dengan sumpahnya, karena hukum

asalnya adalah tidak adanya izin.

Cabang, Apabila seseorang berkata, "Aku telah menjamin

untukmu fubuh si fulan secara dicicil (dibayar tempo)," lalu orang

gnng dijanjikan jaminan berkata, "Kamu telah menjaminnya secara

iangsung," lalu masing-masing dari keduanSn mendatangkan saksi

atas ucapannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat imam Asy-

SSnf i yang diriwayatkan oleh Ash-Shaidalani.

Pertama, dia tidak wajib memberikannya kecuali secara

tempo (dengan penangguhan), karena dia tidak mengakui lainnya.

Kdua, masing-masing dari keduanya harus bersumpah

dengan saksinya dan menggugurkannya, lalu penjaminan tersebut

dilakukan s@ara langsung.

Catnng, Apabila orang 5nng menjamin mengklaim bahwa

orang png dijamin bebas dari tanggungannya dan penjaminan
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tersebut telah gugur, akan tetapi orang yang dijanjikan jaminan

mengingkarinya dan tidak ada saksinya, maka yang berlaku adalah

ucapan oftIng yang dijamin tanggungan dengan sumpahnyra,

karena hukum asalnya adalah tetapn5ra hukum tanggungan

tersebut, karena ia tidak bebas dengan sumpah orang lain.

Sedangkan bila orang yang menjamin berkata, "Akulah yang

menjaminn5a dan tidak ada hak bagimu atasnya," maka yang

berlaku adalah ucapan orang yang dijanjikan tanggungan (orang

yang berpiutang), karena secara zhahir penjaminannla sah. [-alu

apakah dia harus bersumpah?

Abu Al Abbas berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat

fuqaha Syafi'iy5nh.

a. Dia tidak perlu bersumpah, karena klaim si penjamin berteda

dengan perkataannp secara zhahir.

6- Dia harus bersrrmpah, karena apa yang diklaim'si penjamin

bisa saja teriadi. Apabila dia bersumpah maka dianggap

selesai. Sedangkan bila dia menarik sumpahnSp, maka

sumpah tersebut dikembalikan kepada si peniamin, karena

tidak boleh dikebhui bahwa tidak ada hak bagi orang yang

dijanjikan tanggungan dengan pengakuannSn. Wallahu

A'hm.
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Cabang Permasalahan

Pendapat Ulama Tentang Hukum-Hukum yang
Diambil dari Uraian-Uraian Sebelumnya

Telah diketahui berdasarkan uraian sebelumnya bahwa

ma&hab kami berkenaan dengan hukum-hukum seputar masalah

ini adalah sebagai berikut:

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwasan3p tidak

sah melakukan penjaminan dengan sSnrat bebasnya orang yang

berutang asli. Apabila seseorang berkata, "Aku menjamin utang

terhadap si fulan dengan syarat orang yang berutang asli bebas

dari tanggungan utangnya." Apabila seseorang berkata, "Aku

menjamin utang pada si fulan dengan syarat tanggungannya

bebas," maka hukumnya tidak sah. Karena alr.erd l{afalah yang

berlaku itu bahwa orang png berutang dan omng yang menjamin

utang ifu sama-sarna memiliki tanggungan. Apabila seseorang

memiliki seorang penjamin, lalu datang orang lain dengan berkata,

"Aku akan menjamin utangnya dengan syarat si penjamin perhama

bebas dari tanggungannya," maka tidak sah.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah omng yang

berpiutang atau ahli warisnya bisa menagih piutangnya kepada si

penjamin dan orang yang berutang, atau menagihnla kepada

salah safu dari keduanya, baik seluruh utangnya atau sebagiannya.

Apabila salah sahr dari keduanya telah menyerahkannya, maka

pihak safunya bebas dari tanggungan tersebut, sebagaimana yang

telah diuraikan sebelumnya. Karena dua tanggungan tersebut

ditetapkan dengan satu utang. Jadi utang tersebut seperti fardhu
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kifayah yang berhubungan dengan tanggungan yang bermacam-

macam dan bisa gugur dengan dibayar setengahnya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang yang

berutang asli bebas dari tanggungannya, maka orang yang

menjamin utang juga ikut bebas. Apabila orang grang menjamin

bebas karena telah membaSar utang tersebut atau dibebaskan oleh

orang Sang berpiutang atau karena hal lainnp, maka tanggungan

orang yang benrtang juga ikut bebas.

Adapun bebasnya tanggungan orang yang menjamin tanpa

membayar utang tersebut, maka ini tidak berarti bahwa omng yang

berutang asli bebas dari tanggungannya. Adapun bila orang yang

menjamin bebas dari tanggungannln, apabila kebebasannya

karena dia telah membayar utang tersebut, maka orang llang
benrtang asli juga bebas dari tanggungannla. Adapun bila

kebebasannya tanpa membayar utang tersebut, misalnya orang

yang berpiutang membebaskannya, apabila pembebasan tersebut

dari jaminan saja, maka orang yang berutang tidak bebas dari

tanggungannp. Adapun bila pernbebasan tersebut dari orang yang

bemtang, maka orang yang berutang asli juga bebas dari

tanggungan tersebut bila omng yang berpiutang bermaksud

membebaskannya juga. Akan tetapi bila fidak dernikian, maka dia

tdak b€bas.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah utang yang dibapr
secara ternpo beratrhir dengan wafahrya ormg yrang benrtang atau

orang png menjamin utang. Apabila omng png berutang asli

wafat, maka orang png berpiutang bisa menagih piutangnp

dengan mengambil dari harta peninggalannlp sebelum batas

waktunya habis. Apabila dia terlambat dalam menagih piutangnya,
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maka orang yang menjamin yang disuruh orang yang berutang
bisa menagihnya dengan mengambilnya dari harta peninggalannya

atau dengan membebaskannya dari penjaminan, karena bisa saja

harta peninggalannya dikacaukan sehingga si penjamin tidak
menemukan sesuafu yang bisa digunakan unfuk membayar
utangngn.

Adapun penjamin yang menjamin tanpa perintah orang
yang berutang, dia tidak boleh mendorong orang png berpiutang
agar mengambil piutangnya dari harta peninggalan orang yang
berutang, karena dia tidak punla hak unfuk menagihn5ra,

sebagaimana ]lang telah dijelaskan dalam slrarat-syarabrya.

Apabila si penjamin wafat sebelum batas waktunya habis,

maka orang yang berpiutang bisa mengambil piutangnya dari harta
peninggalannya secara langsung, dan ahli r*nrisnln tidak memiliki
hak unfuk menagihnya kepada orang yang berutang asli yang

mengizinkan penjaminan tersebut sebelum jahrh temponya habis.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa apabila
orang yang menjamin utang mengadakan perdamaian dengan
omng lrang berpiutang dengan ketenfuan bahwa orang yang

berpiutang hanya mengambil piutang dalam jurnlah minimal, maka
dia tidak berhak mengambil lebih banyak dari apa grang telah
ditetapkan dalam perjanjian. Apabila dia menjamin 100 Dirham,
lalu berdamai dengan ketenfuan akan membalnr 70 Dirham, maka

orang yrang berpiutang hanla mengambil 70 Dirham saja dari
orang grang berutang. Apabila utang tersebut berupa pakaian-

pakaian bagus, lalu dia berdamai dengan ketenfuan akan
memberikan pakaian-pakaian jelek, rnaka omng png berpiutang

xL6 ll et uoj*u'Srloah At Muhadzdzab



hanya berhak mengambil pakaian-pakaian lrang diberikan

kepadanya.

Apabila orang yang berpiutang memiliki piutang 100

Pound -misalnya-, lalu si penjamin menjual beberapa pakaian

dengannln, maka orang yang-berpiutang han5a boleh menagih

kepada orang yang berutang asli 1.00 Pound Snng dengann5n dia

menjualn5a, bukan dengan nilai pakaian tersebut, baik nilainya

lebih kecil dari 100 atau lebih besar.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa

pemindahan utang seperti membayamya. Apabila si penjamin

memindahkan utangnya kepada orang lain, apabila dia diizinkan

orang yang benrtang, maka dia bisa menagihnya. Akan tetapi bila

tidak diizinkan rnaka tidak boleh.

Adapun pendapat dalam madzhab Hanbali (menurut ulama

Hanabilah), sernuanlra telah dijelaskan secara rinci- Dan secara

global bisa disimpulkan: Apabila seseoftmg berkata kepada orang

lain, "Jaminlah utang si fulan," maka Dhaman dan l{afalah Sdrn?r-

sarna menjadi lazim bagi orang lnng melakukannga. Sedangkan

orang png menyumhnya tidak wajib melakukan apa-apa. Ada
juga pendapat lain Snng telah diuraikan dalam definisi tentang

Dhaman dan syarat-qraratryra.

Adapun pendapat dalam madzhab Hanafi (menurut ulama

Hanafl6ah), hul$m-hukum urnutn 5nng berkaitan dengan l{afalah

adalah sebagai berikuP:

Di antara huhm-hukurn tersebut adalah lkfalah sah tanpa

adan5ra perintah dari orang yang berutang. Apabila seseorang

z-l.jlr- Al frdtu 'Ah Al luhdahib Al Atba'ah, kartp st6l& Abdurmhrnan Al
Jadri, iuz 3.
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menanggung utang orang lain tanpa perintahnya, maka apa yang

dilakukannya mempakan derma (tindakan sukarela) sehingga dia
tidak boleh menagihnya kepada orang yang berutang. Contohnya
adalah bila seseorang menanggung utang seseorang atas perintah
orang lain. Apabila Taid mengatakan kepada Amr, "Tanggunglah

utang Khalid pada Bakar," lalu orang yang disuruh tersebut
melakukannya, maka dia dianggap melakukan derma dan tidak
perlu menagihnya baik kepada orang yang bemtang maupun
kepada Zaid.

Adapun orang yang berutang ditanggung utangnya atas
perintahnya, maka dia bisa ditagih dengan dua syarat:

S5nrat Pertama: Menetapkan bahwa utang yang dijamin
bersifat lazim. Misalnya dengan mengatakan kepadanya,
"Tanggunglah utang si fulan 100 Pound, dan apa yang engkau
tanggung aku yang membayamya." Shighat ini menjadikan orang
yang menangpng utang berhak menagih kepada orang yang

berutang, tanpa diperselisihkan lagi. Hukum yang sama juga

berlaku bila seseorang berkata kepadanya, "Tanggunglah utang si

fulan 100 Pound atas namaku," karena kata "Atas namaku"
adalah melazimkan utang yang diberikan olehnya atas namanya.

Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya shighaf tersebut

diperselisihkan. Akan tetapi yang berlaku adalah bahwa tidak ada

perselisihan bahwa orang yang menanggung utang berhak
menagihnya."

Adapun shighat yang diperselisihkan adalah bila dia
mengatakan kepadanya, "Tanggunglah utang si fulan 100 Pound"
tanpa mengatakan "Dariku" atau "Atas namaku" dan tanpa
menetapkan bahwa sifahTya lazim. Sebagian ulama berkata,
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"Orang yang menanggung berhak menagihnya s@ara mutlak,"

sedangkan sebagian lainnp berkata, "Dia tidak boleh menagihnya

kecuali bila penjamin yang mengatakan kepadanya menunda-

nunda. Misalnya dia sebagai aSnh atau istri atau tebngga atau

sekuhr dalam Syirl<ah Inan atau lainnya.

Syarat Kedua, Orang yang menyuruh bukan anak kecil

yang dicegah mengelola hartanya atau seorang budak. Apabila

yang menyuruhnSa anak kecil agar menanggung utangnya, maka

orang 5rang disuruh menanggung utang tersebut tidak berhak

menagihnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam pernbahasan

tentang syrarat-syarat. Adapun bila orang Slang menyrruh seomng

budak, maka omng yang menanggung tidak boleh menagihnya

kecuali ketika budak tqrsebut merdeka.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila si

penjamin memiliki utang, maka hnggungan orang png berutang

gugur dan orang yang berpiutang Udak berhak menagih

kepadanya. Tanggungan tersebut beralih kepada si penjamin 5ang

membayamya. Akan tetapi terkadang si penjamin bisa bebas, tapi

omng 5ang benrtang tidak bebas, yaitu bila si penjamin memiliki

utang pada orang lain, lalu dia memindahkan utang tersebut

dengan mensyamtkan pembebasan dirinya saja. Maka si penjamin

bebas dalam kondisi tersebut dan orang Sang berpiutang boleh

menagihnp kepada orang yang berutang asli atau orang lrang

dilimpahi utang tersebut (Snng wajib membayamln), dengan syarat

orang lnng dilimpahi utang tersebut sdang bangkrut atau

mengingkari utang tersebut dan tidak ada saksinya.

Adapun bila orang yang dilimpahi utang tersebut (omng

Sang unjib utang tersebut) mengakui utang tersebut dan
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dia dalam kondisi memiliki harta, maka tanggungan orang yang

berutang asli ikut bebas dan yang ditagih hanya orang yang

dilimpahi (pemindahan) utang saja.

Begifu pula bila orang yang berutang asli memba5ar

utangn5n, maka orang lang menang[Jungnya ikut bebas karena

tanggungan orang yang berutang asli bebas. Contohnya adalah bila

orang yang berpiutang membebaskan utang dari orang yang

berutang atau memperpanjang batas waktu pembayarannla, maka

orang yang menanggungnya mengikutinya dalam hal ini. Kecuali

bila dia menanggungnya dengan syarat agar dibebaskan. Apabila

orang yang menanggung mengatakan kepada orang yang

berpiutang, "Aku akan menjamin piutangmu dengan slarat engkau

membebaskan orang yang berutang darinya," maka tanggungan

omng yang berutang bebas dan yang menangglungnla hanya

orang yang menjamin saja, karena dalam kondisi seperti ini
berubah menjadi Hionlah (pemindahan utang) dan bukan lhfalah
(penjaminan utang). Apabila orang yang berpiutang wafat,

sementara orang 5rang berutang ahli warisn5a, maka si penjamin

bebas dari tanggungannln.

Apabila orang yang berpiutang membebaskan orang yang

berutang dari tanggungamga, tapi orang Snng berutang tidak

menerimanlra, maka orang yang bemtang tidak bebas dari

tanggungaoDla, karena penerimaannya merupakan syarat

pembebasan utangnya. Lalu apakah tanggungan orang yang

menjamin ikut bebas dan utang tersebut fidak kernbali kepadanya?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Adapun bila orang png berpiutang mernbebaskan orang

!,ang menjamin, maka hukumnln sah meskipun omng yang
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menjamin tdak menerimanya, karena dia bukan omng yang

berutang, tapi hanya orang yang ditagih, dan tidak disyamtkan

unfuk gugumya penunfutan adanya penerimaan, sebagaimana

telah diuraikan dalam definisi Kafalah. Apabila penjamin

dibebaskan, maka orang yang berutang tidak wajib dibebaskan.

Akan tetapi orang yang menjamin tdak boleh menagih harta yang

dijaminnya kepadanya setelah ihr. Justru omng yang berpiuhnglah

yang menagihnya kepada orang yang bemtang asli.

Adapun bila orang lang berpiutang menyedekahkan

piutangnp pada orang yang menanggung utang tersebut, maka

dia tidak wajib menangguhkan penagihannSn kepada orang yang

berutang asli. Apabila jahrh temponya habis, lalu orang yang

berpiutang memperpanjang rEsa pernbayarannya kepada orang

yang menanggung selama sahr bulan, maka dia tidak berhak

menagihnya, tapi dia berhak menagihnp kepada omng yang

bertrtang asli, karena dia hanya memberi penangguhan penagihan

kepada ofturg lrang menan[Elung, bukan kepada orang lnng
bemtang-

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang lnng

menjamin harta tersebut menjamin 1000 Dirham, lalu dia

melakukan kesepakatan damai dengan orang png berpiutang

bahwa dia akan mernbayar 500 Dirham, maka dia han5n ditagih

500 Dirham, bukan 1000 Dirham 5nng diiaminnya-

Adapun bila seseorang menjamin harta bam, lalu

mernberikan kupada perniliknya harta ielek, rnaka dia bisa

menagih kepada orang yang berpiutang harta Snng jelek- Hal ini

karena hukum peniaminan itu bahua orang l,ang menjamin

merniliki utang dengan menrbapmyra. Jadi dia menempati posisi
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orang yang berpiutang yang menghutangkan barang bagus dan

bisa menagrt yang bagus. Maka begifu pula orang yang menjamin;

dia memiliki utang dengan membayamya dan menempati posisi

orang yang berpiutang, yang mengutangkan bamng bagus dan

bisa menagrt yang bagus. Penjamin yang posisinp demikian tidak

apa-apa membayar utang dengan barang yang buruk, asal diridhai

oleh orang yang berpiutang. Misalnya bila seseomng meminjam

kepada orang lain pakaian dari kain bagus, lalu ada orang lain

yang menjaminnSn, lalu si penjamin ini memberikan pakaian dari

kain jelek kepada orrng yang berpiutang dan orang tersebut rela

dengannya, maka orang yang menjamin berhak menagih kain

yang bagus yang dijaminnya, karena dia telah memiliki utang yang

baru tersebut. Dalam hal ini orang lang berpiutang boleh

mengorbankan sebagian haknya kepada penjamin yang tidak lazim

bagi orang yang berutang asli. Bukankah oremg yang berpiutang

boleh mengancarn orang yang menjamin, lalu bila dia

menghibahkan piutangnya kepada penjamin, maka si penjamin

bisa memilikinya dan dia bisa menagih kepada orang yang

berutang asli agar membayar utang tersebut?!.

Adapun bila seseorang menyuruh orang lain agar

mengembalikan barang-barang bagus Sang dipinjamnp dari si

fulan, lalu orang lnng disuruh tersebut memberikan barang-barang

jelek dan orang lnng meminjamkan rela dengannya, maka dia

tidak boleh menagih kepada omng yang berutang asli kecuali

bamng 5nng jelek. Hal ini karena orang yang disuruh menutup

utang Udak memiliki utang tersebut dengan pembayaran

sebagaimana yang dimiliki oleh penjamin, sehingga dia tidak boleh

mengambil kecuali apa lang telah diberikannln-
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Di antam hukum-hukum tersebut adalah bahwa penjamin

tidak berhak menagih kepada orang yang berutang asli sebelum

dia membayarkan utangnya kepada orang yang berpiutang, karena

dia tidak memiliki utang tersebut kecuali setelah membayamya,

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya-

Contohnya adalah bila seseorang membayarkan utang

sebelum orang 5ang berutang asli wajib membayamya. Apabila

seseorang menye\Ara rumah dengan membayamya di akhir bulan,

lalu ada orang lain menjaminnya, kemudian orang yang menjamin

tersebut membayar seuranya, maka si penjamin tidak boleh

menagihnya, karena sev,ra tersebut tidak wajib atas orang yang

menye\ ra hansn dengan sekedar akad dan dia juga tidak

memilikinya dengan akad, sebagaimana yang telah diuraikan

dalam pernbahasan tentang liarah. Orang yang menjamin iuga

memberikan sesuatu lnng tidak dimiliki oleh orang yang

berpiutang.

Apabila orcmg png bertrtang telah mernbayar utangnp tapi

orang lpng menjamin tidak mengetahuinln, lalu orang lrang

menjamin memba5nr utang tersebut kepada orang yang

berpiutang untuk kedua kalinya, maka dia tdak boleh menagih

kepada orang png berutang asli, tapi hanya managih kepada

orang yang berpiutang png telah mengambil haknla dua kali'

Hal ini berteda apabila utang tersebut telah jatuh tempo

pada orang 5ang berutang sebelum ada orang 5nng menjamin

utangn5a, lalu dia membawa penjamin 5nng menjamin utangnya

ketika utangryra diperpanjang oleh orang yang berpiutang dan dia

menerimanla, maka dalam kondisi dernikian penangguhan
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pembayaran tersebut unfuk orang yang berutang asli dan orang
yang menjamin utang.

Perbedaan antara dua kondisi tersebut sangat jelas. Kafalah
dalam kondisi pertama telah diakui sebelumn5a, sehingga orang
yang berpiutang berhak menagih kepada penjamin. Akan tetapi
dengan adanya penangguhan penagrhan terhadap si penjamin
tidak mengharuskan penangguhan penagihan piutang terhadap
orang yang berutang asli.

Adapun dalam kondisi kedua, I{afalalnVa tidak ada,

sehingga orang yang berpiutang tidak berhak menagihnya sampai
penangguhannla sah, kecuali pada utang tersebut. Apabila utang
ditangguhkan, maka hukumnya berlaku bagi orang yang berutang
dan orang Srang menjamin utang.

Meski demikian, apabila orang yang berpiutang
mensyaratkan agar penangguhannya han5a khusus unfuk orang
yang menjamin utang dan bukan unfuk orang yang berutang,
maka s5amt tersebut boleh diterapkan dan dia berhak menagih

utang tersebut pada orang yang berutang kapan saja. Contoh yang

sama adalah bila omng yang menjamin utang berkata, "Berilah

aku tempo lagi!" Disini dia menSnndarkan penangguhan unfuk
dirinya saja.

Di antam hukum-hukum tersebut adalah utang png dibayar

secara tempo menjadi bemkhir dengan unfatrp orang yang

berutang atau orang yang menjamin utang. Apabila orang yang

menjamin utang wafat dan orang yang berpiutang telah mengambil

haknya dari ahli warisnln, maka dia tidak boleh menagih kepada
orang yang bemtang kecuali ketika jatuh temponya habis. Begifu
pula bila orang 37ang berutang wafat dan utangryn berakhir, orang
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yang beryiutang tidak boleh menagih kepada si penjamin kecuali

ketika jatrh temponya sudah habis. Apabila keduan3n slna-sama

wafat, mlka orang yang berpiutang boleh memilih siapa yang akan

diambil piutangnya dari harta peninggalan kduanya-

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang lang
menjamin utang berdamai dengan orang yang berpiutang bahwa

utang yang 1000 Dirham hanya ditagih 500 Dirham saia

semenbra sisanya tidak ditagih, maka hukumnya berlaku unhrk

orcrng png bemtang dan wakilnya dalam tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Omng yang yang menjamin utang

harus rnensyaratkan bahwa dia dan orang 5rang berutang sama-

sarna bebas dari tanggungan.

Kondisi Kedua, Dia mensyaratkan agar orang lnng
berutang bebas dari tanggungannya, tapi tidak mensyaratkan

kebebasan unfuk dirinya sendiri.

Kondisi Ketiga: Dia diam dan tidak mensyaratkan apa-

apa. Adapun bila dia mensyaratkan pembebasan dirinya saja,

maka ini mempakan pembatalan terhadap lGfalah dan utang

tersebut tetap ada pada tanggungan orang lang bemtang,

sehingga orang yang berpiutang bisa mengambil 500 Dirham yang

tersisa daringra, lalu orang lnng menjamin bisa mengambil 500

Dirham yang dia berikan kepada orang yang berpiutang.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang yang

berutang telah membayar utang tersebut kepada orang yang

menjamin sebelum omng yang menjamin memberikannya kepada

orang yang berpiutang, maka dalam hal ini ada tiga permasalahan:
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Dia memberikan kepadanya agar utangn3n segerr dibagnr.

Misalnya dia mengatakan kepadanya, 'Ambillah utangku
yang engkau jamin sebelum engkau mernbaSnmyd" Dalarn

kondisi seperti ini utang tersebut menjadi milik onng Spng
menjamin. Oleh karena itur orang yang b€rutang tidak boleh
memintan5a kembali unfuk kedua kalingra, meslipun si

penjamin tidak memberikannya kepada omrg yang

berpiutang. Karena sebagaimana dijelaskan dalam definisi

Ihfalah bahwa Kafalah ifu mencakup utang dan penagihan

oleh orang yang berpiutang terhadap orarg Sang benrtang

dengan dibngguhkan, sampai utang tersebut diberikan

kepada orang 1nng berpiutang- Apabila orang lpng
berutang merryegerakan pernbalnran ubng kepada si

penjamin, maka si penjamin telah menrilikinya derrgan

benar. Apabila uang utang tersebut dibisniskan, lalu

mendapat unfung maka keunfungann3Ta tralal lagi baik. Dan
bila uang utang tersebut rusak di tangannlp rnaka dia harus

menanggungnla dan bertanggungiawab terhadapqn.

Dia merrberikan kepadanla dengan carir mengufus-

Misalryn dengan mengatakan , 'Ambillah utang

si fulan yang telah engkau iamin, lalu berikanhh
kepadaryra!" maka dalam kondisi seperti ini utang tersebut

menjadi amanah di tangan orang yang merrjamin, dan bagi

orang yang bemtang boleh mernintaryra kernbali sebelum si

penjamin mernberikanqn kepada orurg SBng b€rpiutang.

Apabila uang utang tersebut dibisniskan lalu mendapat

, dia tidak boleh msnakan tersebut,

tapi dia harus menyedekahkannlp seperti omng !,ang
mag-glaslab. Apabila uang utarg tersebut rusak di
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tangann5ra tanpa melampaui batas, maka dia tidak

menjaminnlra dan tidak bertanggungiawab terhadapn5a,

karena dia hangra orang png diberi amanah.

c- Dia memberit<anrya kepadanya tanpa mengutus atau tanpa

fujuan menyegerakan pembayaran utang. Dalam kondisi ini

bisa ditafsirkan sebagai pembayaran.' Dalam kondisi

apapun, apabila orang lang berutang telah memberikan

utang tersebut kepada orang Sang berpiutang setelah dia

mernberikannya kepada si penjamin, maka dia bisa

- menagihnlra kepada si penjamin.

Di antara hukurn-hukum tersebut adalah bahwa penjaminan

p,aiak dan sejenisnya dibolehkan, baik png adil maupun lang
zhalim. Seseorang boleh menjamin omng lain dalam paiak harta

kepemilikan png urajib dibayar setiap tahun. Begrtu pula dengan

Klnmj (upeti) atau lainnya, seperti cukai yang dipungut penguasa

atau lain-lainnya yang digunakan unfuk menjaga keamanan dan

melakukan hal-hal png berkaitan dengan kepentingan umuln,

seperti membuat sungai, membangun jembatan, memperbaiki

jalan-ialan, mengangkat polisi, mengusir pencuri, menerapkan had

dan berbagai kepentingan umutn lainnSa.

Sebagian ulama berkata, "sesungguhnla cukai dan

pungutan liar tidak sah dilakukan penjaminan terhadapnya."

Dua pendapat ini bisa dibenarkan. Akan tetapi 5ang paling

kuat pendapat pertama. Orang lnng menanspng utang bisa

menagih utang yrang telah dibapmya kepada orang png berutang

bila lhfalah tersebut dilakukan atas perintahnya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwasanya berita

png didasarkan atas dugaan kuat seseorang dan ijtihadnp tidak
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menjadi penjaminan yang bersifat lazim baE orang lnng
mernberitakannya. Misalnya bila seseorang mengatakan kepada

orang lain, "Tempuhlah jalan ifu karena ia aman," lalu orang yang

diberitahu menempuh jalan tersebut dan temSrata dia dibegal dan

hartanya dirampas, maka orang yang memberitahukan yang

mengatakan bahwa jalan tersebut aman tidak perlu

menanggungnlB, karena pem5Ataannya tersebut didasarkan pada

dugaannya. Bisa jadi dia memang salah atau karena jalan tersebut

sudah tidak aman sedang dia tidak mengetahuinSra-

Apabila dia mengatakan kepadanp, "Tempuhlah jalan itu!

Apabila kamu diancam lalu hartamu dirampas, maka akulah sans

menjaminnga," kemudian orang lnng disuruh tersebut

melakukannlra dan temyata hartianp dirampas, maka para ulama

berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka berkata,
..Dia hams menjamin harta Snng hilang." sementara sebagian

lainnya berkata, 'Dia tidak perlu menjaminnya-" Hal tersebut

kmena sSarat sahn5ra penjaminan adalah bamng yang dijamin

diketahui, sedangkan disini keamanan jalan tidak diketahui. Maka

bisa penjaminannP sah?

Orang-orang gtang berpendapat bahr,rn penjaminan seperti

ini sah meskipun orang yang dijamin (orang yang berutang) tdak

diketahui memberi jawaban dengan metode pengecualian unfuk

melarang manusia melakukannln, karena bahapnlp

mmyebabkan tindakan hati-hati secara khusus. Apabila orang-

orang mengehhui bahwa tidak ada tndakan tegas berkenaan

dengan apa lnng mereka ucapkan dalam masalah ini, maka

mereka akan melakukannsra tanpa peduli meskipun png dijamin

tdak dik€tahui. Akan tetapi penjaminannya sah karena di

datamnya ada penipuan, dan penipuan menyebabkan orang lrang
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ditipu bisa menagih kepada orang yang menipunya apabila

penjaminan tersebut dilakukan dengan syamt. Akan tetapi jawaban

ini tidak tepat, karena penjamirnn dengan penipuan pada

hakekatr3a adalah penjaminan, sehingga harus ada syarat

sebagaimana png berlaku padanln.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila 7.aid

berkata kepada Amr, 'Aku menjamin unfukmu utang Khalid

padamu sebagaimana yang dipuh.rskan oleh hakim," lalu Khalid

5ang dijamin utangnya pergi, kernudian Amr yang berpiutang

mengklaim bahwa Zaid yang menjaminnSn m€rniliki tanggungan

Khalid yang harus dibayamya dengan mengemukakan

argumantasinya, maka klaimnln ini tdak diterima, karena tidak

mungkin membalnrkan utang orang 3png sedang pergr kecuali bila

tanggungan tersebut tidak bisa ditetapkan kecuali terhadap orcmg

yang pergi. Orang yang mengklaim tidak memiliki hak terhadap

orang yang menjamin, karena ortrng llang menjamin hanya

membayarkan utang orang yang sedang pergi berdasarkan

keputusan hakim. Apabila terdapa.t saksi yang menyatakan bahwa

hakim telah memufuskan tanggungan yang harus dibayar orang

yang bemtang sebelum dia pergl dan setelah dilakukan

penjaminan, apabila penjaminan tersebut atas perintah orang lnng
sedang pergl, maka hakim bisa menruhrskan bahwa utang tersebut

harus dibapr oleh penjaminnln secara langsung dan menjadi

tanggungan orang yang sedang pergl. Apabila orang Snng pagi

datang, tapi dia mengingkarinya, Inaka pengingkarannya tidak

perlu digubris. Adapun bila peniaminan tersebut dilakukan tanpa

perintahnya, maka hakm mernufuskan bahrra lnng harus

membalar adalah si penjamin, bukan omng lrang sedang pergl.
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Adapun menurut ulama Malikiyyah (rnadzhab Maliki),

mereka berkata: Ada banyak hulrum yang berkaitan dengan

masalah lGfalah (penjaminan);

Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwasanSra

penjaminan sah tanpa seizin orang 57ang berutang (Al Madhmun

'Anhdt. Apabila seseorang memiliki utang pada orang lain, lalu ada

orang ketiga yang menjamin utangnya tanpa seizinnya, maka

hukumnya sah dan menjadi lazim bagi orang lnng meniaminnlp-

Akan tetapi ada sebagian mereka yang berkata, "PenjaminannSa

Udak sah tanpa seizin orang yang berutang. Apabila tidak dernikian

maka orang yang menjamin tidak wajib membalramya- Seseorang

juga boleh membayar utang orang lain tanpa seizin orang lpng
bemtang dan dia (orang yang benrtang) harus dipatsa untuk

menerimanya dengan syarat fujuannlp karena kasihan

terhadapn5p. Adapun bila tujuannp agar dia bisa menagihnya

atau menjadikannya sebagai utang disebabkan antara kednnlp
ada permusuhan, maka hukumnya tdak sah- Karena Udak boleh

membayarkan utang orang lain dengan fujuan melakukan sesuafu

Spng membahayakannya secara mutlak- "

Contohnp adalah bila seseorang merrbeli utang orang lain

dengan fujuan agar dia bisa menagihn5n dengan kekerasan atau

supalra utang tersebut diketahui oleh masyarakat (agar orang lnng
dibaSarkan utangnya malu dan sebagain5ra) disebabkan adanln

permusuhan antara keduanya, maka penjaminan ini tdak sah- Dan

dalam hal ini orang l|ang berpiutang harus mengernbalikan uang

yang diberikan oleh si penjamin tersebut. Apabila uang tersebut

hilang -apabila ada yang satna persis- maka dia tErus

menggantinya dengannya. Sedangkan bila ada nilainln, apabila dia

uafat sebelum mengembalikannp atau dia pe!,gi ke negeri lain,
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maka orang yang membayarkan utang tersebut tidak boleh

menagihnya kepada orang yang berutang, akan tetapi Srang harus

menagihnya adalah hakim, lalu diberikan kepada si penjamin

tersebut. Dalam hal ini si penjual (orang yang berpiutang) tidak

wajib mengembalikan uang yang telah diterimanla, kecuali bila dia

tahu bahwa fujuan pembelian utang tersebut untuk merugikan

orang png berutang dan mempermalukannya-

Adapun bila si penjual (orang yang berpiutang) tidak

mengetahui hal tersebut, maka jual-belinlp sah dan dia tidak wajib

mengembalikan uang tersebut. Dalam kondisi ini si pembeli tidak

berhak managihn5n kepada orang png bertrtang, akan tetapi dia

hams menjual utang tersebut kepada omng lain.

Sebagian ulama lainnya berkab, "Utangnla menjadi batal

secara mutlak, baik orang Sang menjual (orang png berpiutang)

mengetahui fujuan si pembeli (orang yang menjamin) atau tidak."

Akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat

pertama.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila seseorang

memiliki piutang pada orang png sdang pergi, lalu ada oftmg

lain gnng berkata, "Akulah png menjamin utang tersebut," lalu

oremg yang pergi tersebut datang dan mengingkari utangnp tanpa

ada saksi atau bukti lainnln, maka penjaminan tersebut tidak sah

Gugur). Sedangkan bila orang yang pergi tersebut datang dan

mengakui utang tersebut sementam dia dalam kondisi ku!n, maka

penjaminannya menjadi bqlaku. Adapun bih dia dalam kondisi

miskin, maka penjaminan tersebut gugur, karena bisa saja ada

kemungkinan dia bekerjasarna dengan orang lang mengklaim

unfuk memakan harta si penjamin-
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Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila orang lrang

dijamin (orang lnng berutang) bebas dari tanggungannya, maka

oftmg yang menjamin juga ikut bebas. Akan tetapi bila omng yang

menjamin bebas, maka tidak mesti orang 5ang dijamin (orang lpng
berutang) bebas.

Contohnya: Apabila seseorang menjamin utang omng hin,

lalu omng yang berpiutang membebaskan utang tersebut dari

orang yang berutang atau membebaskannla, ahu
melimpahkannSn kepada orang ketiga 5ang bersiht tetap, maka si

penjamin ikut bebas dari tanggungannln. Apabila omng lnng
berutang wafut dengan meninggalkan harta, sementara orang yang

berpiutang adalah ahli warisnp, maka tanggungannlp bebas dan

tanggungan si penjamin ikut bebas. Be6eda bila orang lrang

bemtang bangkrut, maka tanggungan si penjamin fidak bebas

dengan kematiannya. Demikianlah contoh-contoh bebasnSn si

penjamin dengan bebaskan oremg yang berubng-

Adapun bila orang lnng menjamin utang bebas, rnaka

terkadang orang png dijamin (orang yang b€rutang) tidak bebas.

Contoh pertama adalah, bila si penjamin membalar utang png
ditanggungn5n, maka keduanp bebas dari tanggungan masing-

masing. Sedangkan contoh kedua adalah, bila orang yang

berpiutang menghibahkan utangnya kepada si penjamin. K@.rah

bila dia menerima pembayraran utang tersebut sebelum orang llang

berpiutang berhalangan menghibahkannp.

Apabila penjamirnn dihkukan dengan jangka u,al{fu

tertenhr. Misalnya peniamin berkata, "Utang si fulan aku 1ang

tanggung selama dua bulan. Akan tetapi bila dia waht atau

bangkrut dalam rnesa tersebu! rnaka utang tersebnrt menldi uraiib
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bagiku," maka utang tersebut menjadi wajib setelah habisnya masa

dua bulan tersebut, dan tanggungan orang lnng berutang asli juga

bebas. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dibolehkan

melakukan penjaminan dengan jangka wakfu tertenhr.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah orang yang

berpiutang tidak boleh menagih kepada orang lnng menjamin

utang kecuali dalam empat kondisi:

Kondisi Pertama: Orang yang berutang asli sedang

bangkrut.

Kondisi Kedua. Orang yang menjamin dalam kondisi

ka5a, akan tetapi dia menunda-nunda pembayarannya dengan

mengucapkan kata-kata kasar dan bersikap tdak bersahabat

(menunjukkan permusuhan).

Kondisi Ketiga, Orang yang berutang asli sedang pergr,

sementara dia tidak memiliki harta unhrk mernbayar utangnla.

Adapun bila dia memiliki harta yang bisa diambil oleh orang yang

berpiutang tanpa kesulitan, maka dalam kondisi demikian dia tidak

boleh menagih orang lnng menjamin utang tersebut.

Kondisi Keempat Orang Snng berpiutang mensyaratkan

agar menagih piutangnf pada siapa saja yang dia kehendaki dari

keduanya. Dalam kondisi seperti ini dia bisa menagihnla. Misalnya

adalah bila dia mensyaratkan akan menagih orang 5rang menjamin

dalam kondisi tertenfu ketika orang yang berutang sedang miskin

atau sudah wafat atau kondisi lainnya. Sebagian mereka berkata,

"Orang yang berpiutang boleh memilih, apakah dia akan menagih

kepada si penjamin atau orang lnng berutang."
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Di antara hukum-hukum tersebut adalah bahwa utang yang

diba5ar s@ara tempo (ditangguhkan pembayamnnya) hukumnya

sah dalam tiga kondisi:

a. Orang yang menjamin utang wafat dan meninggalkan harh
yang cukup untuk menufupi seluruh utangnya atau

sebagiannSra. Apabila dia meninggalkan seluruh utang,

maka orang lnng berpiutang boleh memilih, apakah dia

akan mengambil piutangnya dari harta peninggalan oftrng

yang menjamin atau dari harta orang yang berutang.

Apabila dia mengambil piutangnya dari harta peninggalan

orang lnng menjamin, maka ahli uarisnln tidak boleh

menagih kepada orang yang berutang kecuali setelah jafuh

temponya habis, meskipun orang yang berutang hadir atau

dalam kondisi kaya. Karena utang dalam kondisi ini boleh

disegerakan untuk si panjamin saja karena wafahla dalam

kondisi kaya. Apabila orang png menjamin wafat dahm

kondisi miskin, maka orang yang berpiutang Udak boleh

menagihnya kecuali ketika iafuh temponya habis. Apabila

orang yang menjamin meninggalkan sebagian utangngra,

maka omng yang berpiutang boleh menagihnlra dan

menunglu sebagian lainnya sampai jafuh temponya habis.

b- Orang lang menjamin utang bangkrut. Dalam kondisi

seperti ini orang Snng berpiutang boleh memilih unfuk

menagih ormg png berutang dan orang yang meniamin

guna mernbersihkan harta si peniamin, kernudian dia

mengarnbil bagian grang menjadi haknln. Akan tetapi orzrng

lnng menjamin tidak boleh ditagih kecuali setelah iatuh

tanponya habis.
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c- Orang yang berutang wafat dalam kondisi kaya. Dalam

kondisi ini orang yang berpiutang boleh mengambil

piutangnya dari harta peninggalan si mayit meskipun jafuh

temponya belum habis. Adapun bila dia wafat dalam

keadaan miskin, maka orang yang berpiutang tidak boleh

menagih kepada penjamin kecuali setehh jatuh temponSa

habis, karena dengan habisnya iafuh tempo pada orang

yang berutang tidak menyebabkan habisnya jatuh tempo

pada orang yang menjamin.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah apabila penjamin

telah membayarkan utang tersebut, dia bisa menagihnya kepada

orang yang benrtang setelah ada buku bahwa dia telah

mernberikannp baik berdasarkan keterangan saksi, atau

pengakuan dari orang yang berpiutang bahwa dia telah menerima

piutangnya dan lain sebagainya. Apabila pernbayaran tersebut

tidak dapat dibuktkan, maka dia tidak berhak menagihnya kepada

oremg yang berutang- Kemudian bila utang tersebut merupakan

sesuafu yang bisa ditaksir nilainla, seperti pakaian dan sebagainp,

apabila si penjamin telah membayar utang tersebut berupa pakaian

dari jenis pakaian png diambil oleh orang png berutang, maka

dia bisa menagihnya kepada orang yang bertrbng dalam benfuk

pakaian yang sama.

Adapun bila dia telah mernberikan nilai pakaian tersebut,

maka dia wajib menagihnya dengan nilainya apabila nilainya lebih

kecil dari pakaian tersebut. Sedangkan bila nilainya lebih banpk,

maka yang wajib diberikan oleh orang png bertrtang adalah

pakaian, bukan nilainya. Hal ini apabila peniamin telah

memberikan pakaian di sisinya. Adapun bila dia membelinya dari

orang lain, apabila pembelian tersebut dengan harga standar tanpa
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nepotisme, maka orang yang berutang wajib memberikannya

dalam benfuk demikian, dan para ulama tidak berselisih pendapat

dalam masalah ini.

Adapun bila dia membelinya dengan cara penipuan dan

nepotisme, maka orang yang berutang tidak boleh membalnr
kecuali dengan harga standar saja, Apabila dia membeli pakaian

seharga 10 Dirham lrang sama dengan 5 Dirham, maka oremg

yang bemtang hanya wajib mernbaSar 5 Dirham, bukan 10

Dirham.

Adapun penjaminan hidup (asuransi jiura) dan penjaminan

ganti rugi akibat kecelakaan atau bencana atau musibah yrang

terkadang terjadi pada seseorang atau kendaraanngra atau

dagangannp, maka semuanya akan kami bahas dalam

Penrbahasan Stirkah, insya Allah.

Akad Asuransi yang Merupakan AlGd Kafalah
Hukum Syara' Berkenaan dengan Akad Ini

Perbedaan Antara Azuransi dengan Jaminan
Pensiun Bagr Orang yang Telah Mencapai Usia

Pensiun

Tidak diragukan lagi bahura akad astrarsi tidak ada pada

rrils?{D?So aual Islam. Hal inilah 3nng menyebabkan para fuqaha

dan para peneliti mernbahas tentang akad ini. Di antara merel<a

ada png mernbolehkannya secara mutlak, ada yrang menrbolehkan

sebagiann3n dan mengingkari s€bagian lainn3p, dan ada yang

mengirEkarinSTa se@ra mutlak.
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Para ulama yang menghalalkan asuransi mengerahkan akal

mereka unfuk mencari dalildalil yang membolehkannya. Dengan

penjelasan yang akan kami paparkan nanti kih dapat melihat

unsur penipuan dan ketidaktahuan (ketidakjelasan) serta keka@uarl

dalam asuransi, sehingga seorang yang adil dan obyektif akan

bahwa hukumnya haram karena di dalamnya ada

unsur riba dan jual-beli sesuafu yang tidak ada.

Mereka mengklaim bahwa asuransi menrpakan tolong-

menolong dalam kebaikan dan talaua, dan dapat meruujudkan

fujr:an-trrjuan yang dianjurkan oleh syariat. Mereka melandaskan

argumentasi mereka dengan mengacu pada pemyataan, "Akad

asuransi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dapat

malujudkan kerjasama dan tolong-menolong, dimana kedua hal

ini merupakan sesuafu gnng dianjurkan oleh syariat. Dan apa saja

5ang dianjurkan s5ariat, maka tidak perlu ditentang."

DR. Husain Hamid Hassan berkata, "Kami sepakat dengan

mereka dalam poin kedua, tapi kami tdak sepakat dengan mereka

dalam poin pertama. Karena legalitas suatu fuiuan itu Udak mesti

merrgharuskan adanp legalitas suahr sarana tertentu yang

mengantarkan kepadanya. "

Awal mula adanSn asuransi yang disebut Sikurbh

dipelopori oleh orang-omng Yahudi di kopa dan Amerika,

kemudian perusahaan-perusahaan asuransi melebarkan sayapnya

ke Timur melalui penjajahan Barat dengan segala sistem dan

undang-undangnSn 5nng terkenal akan kenrsakan dan bahayanya

1Bng tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Terlebih lagi karena

sisternngn sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
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Sebagian ulama fikih yang t€rtarik dengan segala hal yang

modem berpendapat bahwa tidak ada dalil 1ang mengharamkan

asumnsi, karena ia tergolong sistem baru Sang Udak ada dalil
pengharamannln dalam syariat. Terlebih lagi karena bagi individu-

individu, asumnsi adalah 'Aliansi unhrk mengadakan kesepakatan

kerjasarna yang mengafur suafu afuran tertentu yang berlaku untuk
banyak orang lnng semuan5a akan menghadapi bahaya." Dan

bahwasanngn setoran yang diberikan kepada pemsahaan asuransi

pada hakekakrl,ra adalah harta miliknln yang dipercayakan kepada

pemsahaan tersebut. Menurut mereka kontrak komutatif dalam

asuransi adalah antara setoran 1rang diberikan anggota dengan

jaminan arnan 57ang diperolehnya dengan adanlra akad tersebut.

Seorang anggota akan mendapatkan kompensasi tersebut dengan

adan5ra akad tanpa memperhatikan terjadinya bahap.

Sebagian ulama yang pro asuransi bahkan ada lpng
berlebihan dalam membolehkan dan menghalalkannp dengan

mengatakan bahura akad lang mengikat antara perusahaan

asuransi dengan peserta asumnsi jiwa adalah allold Mudhanbh
disamping akad asuransi, dan bahasanlra setoran (angsuran) png
diberikan oleh anggotanya menrpakan harta Mudhambh darr

udak dimiliki oleh pemsahaan. Pemsahaan hanlp mengelolanSra

lalu keunfungannla dibagi dua antara anggota dengan perusahaan-

Dan bahurasarya biaya asuransi 1rang diberikan oleh pertrsahaan

kepada anggota asuransi k€fika dia masih hidup dalam jangka

u/aktu yang dis€pakat adalah harta pokok Mudhanbah yang

ditambahkan keunfungan di dalamqn- Menurut mereka tidak ada

ahran dalam qpriat png melarang dalam akad

Mudhambah dibatasi dengan prosentase dari harta pokok, bukan

dari keunhrngan- Sernuanln merupakan premis-premis yang Udak
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tetap dan tidak ada landasanya baik dari undang.undang maupun

penjelasan para ahli. Oleh karena ifulah ia dianggap sebagai

muamalah abshak ketika hukum ditinggalkan dalam muamalah

tetap yang membufuhkan penjelasan hukum qpriat di dalamnln.

Mereka berkata, "Dalam asuransi terdapat unsur tolong-

menolong grang diafur secara rapi di antara ba4nk orang lnng
semuanln rawan terkena musibah. Apabila salah seorang dari

mereka terkena musibah, maka semuanlra akan mqplongnya
dengan pengorbanan kecil yang diberikan oleh masing-masing dari

mereka. Mereka sama-sama mengganti bahap dan kerugian

besar, yang seandainlra hal ini tdak dilakukan, maka omng yang

terkerra bencana akan merana. Jadi azuransi adalah tolong-

menolong yang terpuji dan saling membanhr dalam kebaikan dan

tal<ura. Antara sahr dengan lainnya saling bertuat baik dan sama-

sarna mencegah bahaya lang mengancam metreka-"

Mereka iuga berkata, "Asuransi adalah kesepakatan

keriasama yang diafur sedemikian rupa unfuk banyak omng lrang
sernuanln rawan terkena bahaSra. Apabila salah seorang dari

mereka mendapat bahaya (bencarn dan sebagainya), maka

semuanya bekerjasama dalam mernbanfunp unfuk
menghilangkannp atau meringankannla dengan memberikan

banfuan png berasal dari iuran masing-masing mereka. Jadi

mereka sama-sama mengganti kerugian akibat bencana 1nng
menimpa salah seomng dari mereka."

Mereka juga berkata, "Pemahaman Snng ada dalam pihran
para pakar hukum adalah bahun asuransi merupakan sistem

tolong-menolong yang mengurai bagian-bagian bahaSn dan

musibah, lalu membagikannya kepada seluruh anggota asuransi
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melalui kompensansi png diberikan kepada orang yang terkena

musibah berupa harta 5rang berasal dari premi (setoran) mereka

unfuk meringankannSn agar dia tidak menanggung beban tersebut

sendirian."

Mereka berkata, "Sesungguhnla Islam dale- seluruh

ajarannya yang berkaibn dengan pengafuran kehidupan sosial dan

ekonomi bertrljuan mendirikan masSarakat atas dasar tolong-

menolong dan saling mernbanfu satu sama lain dalam hak dan

kannjiban."

PemSrataan-pern5ntaan di atas sangat berlebihan, kerena

mereka lalai bahwa sarana yang dilarang dalam rangka mencapai

fujuan tdak sesuai dengan prinsip syariat !,ang mengajarkan

pembersihan usaha dan jual-beli dari unsur ketid*jelasan, bahala

dan riba. Orang-orang yang pro dengan sistem asuransi yang telah

kami uraikan di atas berkata, "Sesungguhnya asuransi itu,

disamping ia merupakan ide dan sistem, ia tidak dilihat dari sarana

yang mengantarkan pada realisasi dari ide tersebut. Yang penting

penerapannya sesuai dengan fujuan syariat se@r?r umum dengan

didukung dalildalil png bersifat bagian."

Kalau memang akad asuransi mempakan akad tolong:

menolong dan kasih syang (terhadap sesarna manusia)

sebagaimana 3tang mereka klaim, tenfunla mereka fidak

diperbolehkan memakan lebih banpk dari apa png telah mereka

berikan ketika premi asuransi telah dikembalikan kepada mereka
(sebagai uang pertanggungan) unfuk mernbanfu musibah yang

menimpa maeka, seperti sakit atau musibah lainnya. Maka di

manakah unsur tolong-menolong dan kasih sayangnya?!.
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Para ulama Ushul Fikih mengatakan: Sesungguhnya

perbuatan itu3 ada tiga bagian: Dua sisi dan sattr pemntara. Untuk
dua sisi, yang pertama adalah akad jual-beli mumi. Dalam hal ini
hams dijauhi adanln ketid*jelasan dan penipuan, bukan sesuafu

lrang memang sangat dibutuhkan. Sedang 5nng kedua adalah
perttratan baik mumi yang tidak berhrjuan mengembangkan harta,

seperti sedekah, hibah dan pembebasan. Karena perbuatan-

pertuatan ini tdak berhrjuan untuk mengembangkan harta.

Bahkan bila harta tersebut habis di tangan orang yang diberi
sdekah dan sebagainya, maka tidak ada bahaya baginya, karena

dia tidak mernberi apa-apa- Berbeda dengan bagian pertama yang

apabila hilang karena ada unsur ketidakjelasan, maka harta

tersebut hilang. Oleh karena ifulah syariat melarang adanSa

ketidfielasan di dalamrya. Adapun pertuatan baik mumi, maka

ini tdak mernbahayakan sarna sekali. Oleh karena ifulah slnriat
sangat menganjurkan berbuat baik dengan segala cara, baik
terhadap sesuahr yang diketahui atau Sang tidak diketahui, karena

hal ini mudah, mengingat sering terjadi.

Apabila perbuatan baik mumi ini dilarang maka akan
menyebabkannya jarang dilakukan. Apabila seseorang

menghibahkan seekor unta yang kabur, rnaka dia boleh
mencarinlra agar bisa manfaat darinla, dan

seandainln Udak ditemukan maka tdak akan berbahap bagingn,

karena dia tidak memberi apa-apa. Apa yang dikatakan oleh imam
Malik ini sangat bagur. Adapun yang dimaksud peranhm adalah

nikah.

3- L:tr- Al fin qkaryAl Qanfi (hal f50).
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Adapun sahabat-sahabat kami lrang menolak akad asuransi,

mereka mengingkari bahwa hrjuan akad ini unhrk tolong-menolong

dan berbuat baik. Justnr ia merupakan praktek bisnis yang

fujuannya mencari keuntungan. Ia adalah al<ad Mu'awadhah (akad

jual-beli) dan bukan al<ad Tbbarru'(sumbangan sukarela) menurut

keepakatan pakar hukum positf dan ulama; karena anggota-

anggotanln SnnS mengikuti asuransi) tidak memiliki hubungan

dengan pemsahaan atau tidak ada kesepakatan tolong-menolong

dan berbuat baik. Disamping ifu ketentuan ini (akad tolong-

menolong) juga tidak disebutkan dalam kontrak terhrlis antara

pemsahaan dengan anggota yang bergabung dalam asuransi-

Asuransi Sosial dan Asuransi Ta'aunrn

Pendapat-pendapat tentang perusahaan asuransi dan akad-

akadnya tidak sama dengan pendapat tentang jaminan sosial grang

diberikan oleh Kementrian Sosial, dimana dalam jaminan sosial

(asuransi sosial) ini pemerintah memberikan funjangan kepada

para pegauni png sudah pensiun atau sudah hra atau sakit.

Tunjangan ini diberikan sebagai kompensasi dari pemotongan gaji

mereka setiap $ulan. Akan tehpi dalam asumnsi ini fidak

bertujuan mencari ketrnfungan ahu menjadikannya sebagai ladang

bisnis. Terkadang pemerintah mernberikan bantuan sukarela

kepada pqawai 5nng tidak bisa dipotong gaiinya disebabkan

beban hidup yang dipikulnyra. Pernerintah mernberikanngn kepada

orang-orang yang lernah ahu sudah tua, atau png menderita

pen5nkit tertenfu meskipun mereka tidak membayar premi dengan

mernotong gaji mereka-
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Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami telah mengeluarkan

fatwanya berkenaan dengan masalah ini sebagai berikut:

Segala puji bagi Allah &. Shalawat dan salam semoga

terlimpahkan kepada Rasulullah S, keluarga, sahabat dan orang-

orang yang mengambil petunjuk dengan pefunjuknya. Amma

Ba'du

Lembaga Fikih Islam dalam seminar pertiamanya yang

diselenggarakan pada 10 Sya'ban tahun 1398 H di Makkah

Mukarramah di kantor Rabithah Alam Islami telah mengkaji

tentang asuransi dengan segala jenisnya. Setelah membaca banSak

buku yang dikarang para ulama berkenaan dengan masalah ini dan

setelah membaca kepufusan Derpan Ulama Besar Kerajaan Saudi

Arabia dalam seminarn5ra yang disel di kota Riyadh

tanggal 4-+7397 H yang mengharamkan asuransi dengan segala

jenisnya; setelah mengkaji dengan seksama dengan

mengumpulkan berbagai pendapat, maka lembaga memuhrskan

berdasarkan suarr terbanyak bahwa asuransi haram dengan segala

jenisnya, baik asuransi jiwa, asuransi niaga atau asuransi-asuransi

lainnya.

Lembaga jrga mernufuskan berdasarkan konsensus bahwa

lembaga sepakat dengan keputusan Der,van Ulama Besar yang

membolehkan Asuransi Ta'awun sebagai ga"t dari Asumnsi Niaga

(Asuransi Bisnis) yang diharamkan. Disamping ifu lembaga akan

membentuk tim khusus untuk mengkaji masalah ini lebih

mendalam.
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Kepufusan Tim Lembaga Fikih Islam Berkenaan
dengan Asuransi

Berdasarkan keputusan Detr,ran Lembaga pada hari Rabu

tanggal 14 Sya'ban tahun 1398 H lrang timnya terdiri dari Spikh
Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad Mahmud Ash-Shawwaf
dan Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Subail tentang asuransi

dengan segala jenis dan bentuknya, dan setelah tim mengkaji
dengan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai pendapat,

maka tim memufuskan sebagai berikut:

Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam
semoga terlimpahkan kepada Rasulullah $, keluarga, Sahabat dan
orang-orang yang mengikuti pefunjuknya

Amma ba'du

Lembaga Fikih Islam dalam seminar pertamanya yang
diselenggarakan pada 10 Sya'ban tahun 1398 H di Makkah
Mukarramah di kantor Rabithah Alam Islami telah mengkaji
tentang asuransi dengan segala jenisnya. Setelah membaca banyak
buku yang dikarang para ulama berkenaan dengan masalah ini dan
setelah membaca kepufusan Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi
Arabia dalam seminamya yang diselenggarakan di kota Riyadh
tanggal 4-+7397 H dengan surat keputusan No. 55 yang
mengharamkan asuransi dengan segala jenisnya; setelah mengkaji
dengan seksama dengan mengumpulkan berbagai pendapat, maka
Iembaga memufuskan berdasarkan konsensus selain Syaikh
Mushthafa Az-7arqa, bahwa asuransi haram dengan segala
jenisnya, baik asuransi jiwa atau asuransi bisnis (Asuransi

Komersial) atau asuransi-asuransi lainnya, berdasarkan dalildalil
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berikut:

Pertama: Akad nasuransi komersialn adalah salah sahr

benfuk akad fukar-menukar barang png berdasarkan pada asas

unfungunfungan (mengandung" unsur penipuan yang kqil,
sehingga sisi ketidakjelasannSn/gharar besar, karena nasabah pada

saat akad tidak dapat mengebhui jumlah uang yang harus dia

setorkan dan jumlah klaim yang akan ia terima. Bisa saja dia

menyetor sekali atau dua kali setoran, kemudian terjadi

kecelakaan, sehingga dia berhak mengajukan klaim yang menjadi

komitnen asuransi. Dan mungkin juga sama sekali

tidak perrah terjadi kcelakaan, sehingga nasabah membalnr
seluruh setomn, tanpa mendapatkan apapun. Demikian juga,

perusahaan asuransi tidak dapat menenfukan iumlah klaim yrang

harus dia baprkan dan jumlah setoran yang akan dia terima, bila

dicermati dari setiap akad secara terpisah. Padahal, telah
dinyahkan dalam hadits yang shahih dari Nabi $ larangan dari

jual-beli ghamr $zrr$ tidak jelas).

Kedua: Akad 'asuransi komersial" adalah salah safu

benfuk perjudian, dikarenakan padanya tadapat unsur unfung-

unfungan dalam hal fukar-menukar harta benda, dan terdapat

kerugian tanpa ada kesalahan ahu tindakan apapun, dan padanya

juga terdapat keunfungan tanpa ada timbal balikqn atau dengan

imbal balik 3ang tidak seimbang. Karena nasabah kadangkala baru

mernbalnrkan beberapa setoran asuransinyn, kemudian terjadilah

kecelakaan, sehingga pemsahaan asuransi menanggung seluruh

biaya png menjadi uang pertanggungannya. Dan bisa saja tidak
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terjadi kecelakaan, sehingga saat itu perusahaan berhasil mengeruk

seluruh setoran nasabah tanpa ada imbalan sedikit pun. Dan bila
pada suafu akad unsur ketidakjelasan benar-benar nyata, maka

akad ifu termasuk perjudian, dan tercakup dalam keumuman

lamngan dari perjudian yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

Fe'$:'$; 46i1; #(r?i Gyrii( r-$i qi{

6;${3J:#6#i,t*;;
"Hai onng-onng 5nng beriman, khamer,

perjudian, berkurban unfuk berhala, mengundi nasib adalah

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah

perbuatan-perbuabn ifu agar kamu mendapat kebentnfungan."
(Qs. Al Maa'idah [5]' 90) dan juga tercakup dalam ayat setelah

ayat tersebut.

Ketiga: Akad "asuransi komersial" mengandung unsur riba
fadhl (riba pemiagaan) dan riba nasi'ah (penundaan), karena bila
pemsahaan asuransi membayar ke nasabahnya atau ke ahli

warisnya, atau kepada orang yang berhak memanfaatkan suahr

klaim yang lebih besar dari uang setoran (iuran) yang dia terima,

maka itu adalah rtba fadhl, sedangkan perusahaan asuransi akan

mernbayar klaim tersebut kepada nasabahnya setelah berlalu

tenggat waktu dari saat terjadi akad, maka itu adalah nba nasibh.

Dan bila perusahaan membayar klaim nasabah sebesar uang

setoran yang pemah dia setorkan ke perusahaan, maka itu adalah

nba nasi'ah saja, dan keduanya diharamkan menumt dalil dan

ijmak (kesepakatan ulama).
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Keempat: Akad "asuransi komersial" termasuk pertaruhan

yang terlarang, karena masing-masing dari asuransi ini dan

pertaruhan terdapat unsur ketidakjelasan, untung-unfungan, dan

mengundi nasib. Padahal, syariat tidak membolehkan pertaruhan

selain pertaruhan lrang padanya terdapat unsur pembelaan

terhadap agama Islam, dan penegakkan benderanya dengan

hujiah/dalil dan pdang,/semjata. Dan Nabi $ telah membatasi

rukhshah (keringanan) pertaruhan dengan tebusan hanya pada tiga

hal dengan saManya,

,Y I ** il 3' a-"tY&' I
nTiada hadiah selain pada unta abu kuda abu senjata

hjarn.n  Dan "asuransi' tdaklah termasuk salah safu darinln, tdak
juga sempa dengannya, sehingga diharamkan.

Kelima: Akad 'asuransi komersial' padanya terdapat

praktik pemungutan harta orang lain tanpa imbalan, sedangkan

mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan dalam kansaksi

perniagaan adalah diharamkan, dikarenakan tercakup oleh

keumuman firman Allah Ta'ala,

"& ei & 1oj,G. 
- 5?s 3-$Y Sgau,

" Wahai oftng-orzng yang beriman, janganlah l<amu

4- HR. Abu Daud Ath-Thayalisi, Ahmad dalam Mumadnya. Abu Daud, At-
Tirmidd, An-Nasa'i, Ibnu lttlaiah dan Al Baihaqi.
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memakan harta seeama kamu dengan cam-aftt tnng bathil,

kecuali dengan an pemiagaan dengan asas suka sarna suka di
antam kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29).

Keenam: Pada akad "asuransi komersial" terdapat
pengharusan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam syariat, karena
perusahaan asuransi tidak pemah melakukan suafu tindakan yang

merugikan, tidak juga menjadi penyebab terjadinya kerugian.

Perusahaan asumnsi hanyalah melakukan akad bersama nasabah

untuk menjamin kerugian bila hal itu terjadi, dengan imbalan
iuran/setoran yang dibayarkan oleh nasabah kepadanya,

sedangkan perusahaan asuransi tidak pemah melakukan pekerjaan

apapun untuk nasabahnya, sehingga akad ini diharamkan.

Adapun dalildalil yang dijadikan pegangan oleh orang-
orang yang membolehkan "asuransi komersial" secara mutlak atau
pada sebagian macamnya, maka bantahannya sebagai berikut:

A- Berdalil dengan kaidah "maslahah,/kemaslahatan" tidak
dapat dibenarkan, karena kaidah maslahat dalam sSariat Islam ada

tiga bagian:

- Bagran pertama: Maslahat yang dibenarkan oleh syariat
penggunaannya, dan bagian ini dapat menjadi dalil.

- Bagian kedua: Maslahat yang tdak dikaahui statusnya,

apakah syariat meninggalkannya atau menggunakannya, dan inilah
yang disebut dengan maslahah muralah, dan maslahah jenis ini
merupakan permasalahan yang menjadi ajang ijthad pam ulama.

- Bagian ketiga: Maslahat yang telah tertukti bahr,rn s5priat
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sengaja meninggalkannya, dan akad "asuransi komersial" padanya

terdapat unsur ketidakjelasan, unfung-untungan, pedudian, dan

riba, sehingga termasuk maslahat yang ditinggalkan oleh syariat,

dikarenakan sisi kerusakannya lebih besar dibanding sisi

kemaslahatannya.

B. Hukum asal pemiagaan 1raitu "mubahn, tidak dapat

dijadikan dalil pada permasalahan ini, karena akad nasuransi

komersial" telah terbukti bertentangan dengan daliFdalil Al Qur'an
dan As-Sunnah. Sedangkan, pangamalan kaidah uhukum asal

pemiagaan yaifu mubahu disyaratkan tdak ada dalil lnng
mengubah hukum tersebut, padahal dalil tersebut tehh didapatkan,

maka batallah pendalilan dengan kaidah dasar tersebut.

C- Kaidah: "Setiap keterpaksaan (darura$ membolehkan

hal yang dilarang.'Tidak dapat dijadikan dalil di sini, karena jalan-

jalan mengais penghasilan yang halal jauh l€bih banlak berlipat

ganda dibanding jalan yang diharamkan atas rnanusia. Sehingga,

tidak ada keadaan darurat yang dibenarkan se@ra syariat gnng

memaksa seseorang unfuk melakukan hal png telah diharamkan

syariat, yaifu berupa asuransi.

D. Tidak dibenarkan berdalil dengan tradisi, karena tradisi

bukan termasuk dalil dalam mensyariatkan hulnrrn. Tradisi hanya

sebagai dasar dalam penerapan hukum, dan merrnhami maksud

dari teks-teks dalil dan ungkapan manusia dalam persumpahan,

gugatan dan berita masyarakat, serta setiap hal yang memerlukan

kepada penentuan maksud, baik berupa perbuatan atau ucapan-

Sehingga, tradisi tidak memiliki pengaruh dalam hal-hal 1nng telah

nyata, dan telah jelas maksudnya. Sernentara dalildalil telah

menunjukkan dengan nlnta tentang larangan dari nasuransi",
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sehingga hadisi tidak dapat dijadikan pertimbangan.

E. Beralasan bahwa akad "asuransi komersial" termasuk

salah satu akad mudharabah/bagi hasil, atau yang sempa

dengannya tidak dapat dibenarkan. Karena, kepemilikan modal
dalam akad mudharabah hdak pemah keluar dari pemiliknya,

sedangkan iuran atau setoran nasabah dalam "asuransi" dengan

akad asuransi berpindah dari kepemilikan pemiliknya kepada

perusahaan asuransi, sebagaimana yang telah diafur dalam
perafuran asuransi. Modal dalam al<ad mudharabah akan menjadi

hak ahli waris bila pemodal meninggal dunia, sedangkan dalam

akad asuransi ahli waris -sesuai dengan perafuran perusahaan- bisa

saja memiliki klaim walaupun orang fua mereka belum sempat

membayar selain safu setoran saja, dan bisa saja mereka tidak
mendapatkan apa-apa, bila orang tua mereka telah menenfukan

orang yang berhak menerima klaim (uang pertanggungan) adalah

selain penyetor dan ahli warisnya.

Keuntungan dalam al<ad mudharabah dlbagi antara kedua

belah pihak dengan persentase tertenhr, beda halnya dengan

asuransi, keunfungan modal dan kerugiannya mumi ditanggung

pemsahaan, sedangkan nasabah Udak berhak mendapatkan apa-

apa diluar klaim atau klaim dalam jumlah yang tidak tertenhr.

F. Menyamakan akad "asuransi" dengan hubungan loyalitas
(al muwalaar) menurut ulama yang membenarkannya, Udak benar;

karena penlamaan ifu merupakan suahr qryas dengan adanya
perbedaan. Dan di antara perbedaan antara keduanya, bahwa

akad "asuransi" berfujuan mencari keunhrngan materi yang sarat

dengan unfung-unfungan, perjudian dan ketidakjelasan. Beda

halnya dengan hubungan loyalitas (al muowlaar), tujuan utamanya
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ialah menjalin persaudaraan dalam agama Islam, saling membela,

dan bahu-membahu dalam kesusahan, kesenangan dan dalam

segala keadaan- Adapun keuntungan berupa materi, maka itu

merupakan tujuan sekunder.

G. Men5ramakan akad , f'asuransi komersial" dengan j4nji

yang mengikat menurut ulama yang membenarkannya, tidak

benar, karena penyamaan itu merupakan suafu q@as dengan

adanya perbedaan. Di antara perbedaan antara keduanya ialah,

bahwa janji memberi piutang atau pinjaman, atau menanggung

kerugian -misalnya- merupakan tindak sosial semata, sehingga

memenuhi janji tersebut merupakan hal yang unjib atau salah satu

sikap terpuji. Beda halnya dengan akad nasuransi", karena

sesungguhnya asuransi adalah akad tukar-menukar komersial, yang

didasari oleh keinginan mencari keunfungan materi, maka unsur

ketidakjelasan dan unhrng-untungan padanla tdak dapat

ditoleransi sebagaimana dalam perbuatan sumbangan sosial.

H. Men5amakan akad nasuransi komersial" dengan akad

memberikan jaminan/garansi (dhamanl terhadap sesuafu yang

belum diketahui, dan menjamin sesuatu yang belum terjadi, tidak

benar; karena ifu juga termasuk qiyas dengan adanya perbedaan.

Di antara perbedaannya ialah, akad jaminan (dhamarl salah satu

bentuk tindak sosial dan bertujuan unfuk berbuat baik dan

membantu semata. Beda halnya dengan "asumnsi", karena

asuransi merupakan akad fukar-menukar komersial, dan fujuan

utamanya ialah mendapatkan keunfungan materi. Dan bila di

kemudian hari muncul sikap baik, maka ifu merupakan hal

sekunder dan fidak disengaja. Padahal hukum-hukum qnriat
senantiasa dikaitkan dengan fujuan utama, bukan dengan hal-hal

sekunder, selama hal-hal tersebut bukan mempakan tujuan-
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I- Menyamakan akad "asuransi" dengan jaminan (dhamanl

terhadap resiko perjalanan, tidaklah benar; karena ifu juga

termasuk qiyas dengan adanya perbedaan, sebagaimana halnya

alasan sebelumnya.

J- Mengramakan akad "asuransi komersial" dengan

peraturan pensiun, juga tidak benar, dan itu juga termaslfu qi5ns

dengan adanya perbedaan. Karena uang pensiun adalah suatu hak

yang telah menjadi komitrnen pemerintah kepada mkyatrya.
Pemerintah dalam penyalurannya mempertimbangkan jasa setiap

pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan

pemerintah membuat aturan yang mempertimbangkan orcng-

orang terdekat kepada setiap pegawai.

Dan karena para penerima uang pensiun biasanya adalah

orang-orang yang membufuhkan, maka afuran uang pensiun

tidaklah termasuk dalam hal fukar-menukar harta antara
pemerintah dan pegawainya. Oleh karena ifu, fidak ada kesamaan

antaranya dengan akad "asuransi komersial" yang mempakan

salah satu akad fukar-menukar harta secara komersial, sementara

pemsahaan asuransi berhrjuan darinya memanfaatkan keberadaan

para nasabah, dan mengeruk keunfungan dari mereka dengan

cara-cara png tidak diizinkan dalam syariat- Karena, uang pensiun

yang diterima tatkala seorang pegawai telah pensiun merupakan

hak yang telah menjadi komitmen pemerintah kepada rakyakrya,

dan diberikan kepada setiap orang yang telah menjalankan fugas

melayani masyamkat, sebagai balasan atas jasanya, dan dalam

rangka memberikan pertolongan kepadanya sebagai imbalan atas

pertolongan yang pemah ia berikan kepada pemerintah dalam

wujud badan, pikiran, dan banyak waktu luangnya dalam rangka

memajukan masyiarakat.
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K- Menyamakan sistem "asuransi komersial" dan akadnya

dengan sistem al aqilah tidak dapat dibenarkan. Karena itu adalah

suatu qitns yang disertai dengan adanya perbedaan- Dan di antara

perbedaan antara keduanya ialah, dasar kalajiban kerabat lelaki

untuk ikut andil menangslung beban ditnt (denda) pembunuhan

yang dilakukan dengan tidak sengaja atau sibhul bmdi, yaitu

adanya jalinan tali persaudaraan dan kekerabatan yang

mengharuskan mereka semua unfuk saling mernbela,

berhubungan, bahu-membahu, dan memberikan bantuan, walau

tanpa ada imbalan.

Sedangkan akad "asumnsi komersial' bersifat komersial dan

menggunakan kesempatan dalam kesempitan, yang mumi
berasaskan pada sistem timbal balik, tanpa ada kaitan sedikitpun

dengan kasih sayang dan amal kebaikan.

L. Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan akad

"secuig)' adalah tidak benar. Karena penyamaan ini juga

menrpakao qitns dengan adanya perbedaan- Di antara perbedaan

antara keduanya ialah, keamanan bukanlah objek akad pada kedua

permasalahan tersebut. Yang menjadi objek akad pada asuransi

ialah uang setoran dan uang asumnsi (klaim [uang
pertanggunganl). Sedangkan pada akad sevra srcuity, yang

menjadi objek adalah uang se\rua dan kerja pefugas keamanan.

Adapun keamanan ifu sendiri adalah hasil dan cita-cita, sebab bila

keamanan png menjadi objek akad, niscagra pekerja secwigt
tidaklah mendapat upah bila ada di antara barang yang ia jaga

yang hilang.

M. Menyamakan akad-"asuransi kommial" dengan akad

"penitipan barang' tdak dapat dibenarkan. Karena itu juga
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merupakan qryas dengan adanya perbedaan. Karena, upah dalam

penitipan barang adalah imbalan atas jasa penerima titipan yang

telah menjaga barang di tempatnya yang senantiasa ia rawat. Beda

halnya dengan asuransi, uang setoran yang dibaynrkan oleh

nasabah, bukan sebagai imbalan atas jasa dari "perusahaan

asuransi" lrang pemah didapatkan oleh nasabah. Uang tersebut

tidaklah lain hanya sebagai jaminan atas rasa keamanan dan

ketentaman. Padahal, mensyamtkan upah pada akad jaminan

tidak dibenarkan (menurut syariat), bahkan menjadikan akad
jaminan terlarang. Dan bila uang klaim (uang pertanggungan)

dianggap sebagai imbalan atas uang setoran, maka jelaslah bahwa

ini merupakan akad fukar-menukar yang bersifat komersial, akan

tetapi jumlah klaim dan masanya tidak dapat diketahui. Dengan

demikian asuransi berbeda dengan akad penitipan dengan upah.

N. Menyamakan akad "asuransi komersial" dengan

pedagang kain katun beserta tenunannya tidak dapat dibenarkan.

Perbedaan antara keduanya adalah bahwa yang digi5nstr<arr

atasnya merupakan Asuransi Ta'awun yang mempakan asuransi

mumi. Sedangkan yang di-qiyas*an adalah asuransi bisnis

(asuransi komersial) yang merupakan akad Mubwadhah sehingga

tidak sah qi5nsrrya.

Lembaga Fikih Islam berdasarkan konsensus juga sepakat

dengan kepufusan Devuan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia No.

51 tanggal M-1397 H yang membolehkan Asuransi Ta'aumn

sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan,

berdasarkan dalildalil berikut:

Pertama: Asuransi Ta'awun termasuk akad tabaiztt'
(sumbangan suka rela) yang bertujuan unfuk saling bekerjasama
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dalam mengatasi musibah dan ikut andil di dalam memikul

tanggung jawab ketika terjadi bencana. Caranya adalah bahwa

beberapa orang menyumbang sejumlah uang yang dialokasikan

untuk kompensasi untuk orang yang terkena kerugian. Kelompok

Asuransi Ta'awun ini tidak bertujuan komersil maupun mencari

n dari harta orang lain, tetapi hanya bertujuan unhrk

meringankan ancaman bahaya yang akan menimpa mereka, dan

bekerjasama di dalam menghadapinya.

Kedua. Asuransi Ta'awun ini bebas dari riba, baik riba

fadhal, maupun nba nasi'ah, karena memang akadnya tidak ada

unsur riba, dan premi yang dikumpulkan anggota tidak

diinvestasikan pada lembaga yang berbau riba.

Ketiga: Ketidaktahuan para peserta Asuransi Ta'awun

mengenai kepastian jumlah sanfunan 5rang akan diterima bukanlah

sesuatu Srang berpengaruh, karena pada hakikatn5ra mereka adalah

para donatur, sehingga di sini tidak mengandung unsur spekulasi,

ketidakjelasan dan perjudian. Berbeda dengan Asuransi Komersial

yang merupakan a}crd Mubwadhah yang bertujuan bisnis.

Keempat Beberapa pemegang poks (policy holdefi atau

Sang selwel mereka mengelola premi yang dikumpulkan unfuk

merealisasikan fujuan didirikannya Asumnsi Ta'awun, baik secara

Tabamt' (sukarela) atau mendapatkan imbalan tertentu.

Lembaga berpendapat bahwa Asurarsi Ta'awun dalam

benfuk perusahaan Asuransi Ta'awun harus memperhatikan hal-

hal berikut:

a- Menerapkan prinsip ekonomi Islam yang membiarkan

individu-individu bertanggungjawab dalam menjalankan

program-progmm ekonomi dengan segala benfuknya. Dan
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peran Negara hanya sekedar pendukung, ketika ada

individu yang tidak bisa menjalankannya. Negara hanya

bertindak sebagai pengawas dan pembimbing yang

menjamin kesuksesan program-program tersebut dan

penerapannya secara benar.

Menerapkan prinsip kerjasama dan tolong-menolong yang

karenanya para anggota Asuransi Ta'awun (pemegang

polis) independen dalam menjalankan seluruh program dari

sisi operasional dan pelaksanaan serta tanggung jawab

mengelola program tersebut.

Melatih keluarga untuk bergabung dengan Asuransi

Ta'awun, menampilkan ide-ide pribadi dan memanfaatkan

potensi-potensi pribadi. Tidak diragukan lagi bahwa dengan

bergabungnya keluarga ke dalam asuransi akan menjadikan

mereka lebih bersemangat dan lebih berhati-hati dalam

menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan musibah, karena

hal ini akan menyebabkan seluruh anggota memberikan

kompensasinya kepadanya. Hal ini akan menimbulkan

kemaslahatan bagi mereka dalam mensukseskan Asuransi

Ta'awun; karena dengan menjauhi bahaya akan

menyebabkan mereka membayar premi yang lebih kecil di

masa mendatang, mengingat bila terjadi musibah pada

mereka akan menyebabkan mereka harus membayar premi

yang lebih besar di masa mendatang.

Sesungguhnya bentuk Syirkah Mukhtalithah (persela,rtuan

yang bercampur) tidak menjadikannya sebagai asuransi,

sebagaimana bila ia merupakan hibah dari negara bagi

omng-orang lnng mau memanfaatkannya.

d.
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Lembaga juga berpendapat bahwa harus ditetapkan afuran-

ahrran rinci unfuk merealisasikan Asuransi Ta'awun atas dasar-

dasar berikut:

Dasar-Dasar Asuransi Ta'awun

!/ang DitetaPkan Para Fuqaha

Pertama: Organisasi Asuransi Ta'awun harus memiliki

kantor pusat dan kantor cabang di seluruh kota. Organisasi ini juga

harus memiliki cabang di seluruh kota. Disamping ifu, ia harus

terdiri dari divisidivisi sesuai dengan daerah yang hendak

diternpati dan sesuai dengan golongan dan anggota-anggotanya

png bermacam-ma@tn. Misalnya ada divisi Asuransi Kesehatan,

ada Divisi Asuransi Hari Tua-

Kdua. Organisasi Asuransi Ta'awun harus luwes dan

menjauhi cara-cam yang sulit.

Ketiga. Organisasi hams memiliki lernbaga tertinggi 5ang

memufuskan rencanaten@na kerja, kemudian segala rencana

yang telah diputuskan agar dilalsanakan bila sesuai dengan kaidah-

kaidah syariat-

Keempat Pemerintah memilih orang-orang tertenfu unfuk

menjadi anggota di lembaga ini, dan pam pemegang premi juga

harus memiliki orang-orang tertentu unfuk menjadi anggotanya

unfuk membantu pengauasan pernerintah terhadapnln agar

mereka tenang, karena ada iaminan bahwa organisasi ini berialan

normal dan terpeliham dari permainan dan kegagalan-
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Kelima, Apabila musibah yang menimpa para pemegang

polis melebihi dana asuransi (klaim [uang pertanggunganl) sehingga

mengharuskan penambahan premi, maka negara dan para

pemq;ang polis harus menanggung kelebihan tersebut.

Lembaga Fikih Islam mendukung usul Devuan Ulama Besar

dalam keputusannya agar sekelompok pakar dalam bidang ini
membuat afuran-aturan rinci (AD/ART) perusahaan.

Hanya Allah-lah yang memberi taufik. Semoga Allah
senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi $, keluarga

dan para sahababrya.

Ketua I Wat<it Ketua

Abdullah bin Humaid I Muhammad Ali Al Harakan

Kepala Lembaga Peradilan
T,

Sekjen Rabithah Alan Islami

Abdul Anzbin AMullah bin Baz

Ketua Umum Komisi Riset llmiah, Fatwa, Dal$rah dan Bimbingan

Saudi Ambia

Anggota

Muhammad Mahmud Ash- I Muhammad bin Abdullah As-Subail
Shawwaf I Mushthafa Az-7arqa

Muhammad Rasyid Qabbani I Abu Bakar Jaumi
Abdul Quddus Al Hasyimi

Shalih bin Utsaimin
Muhammad
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Pendapat Prof- DR. Mushthafa Az-Zarqa yang
Berbeda dengan Pendapat Lembaga Fikih Islam

Saudara-saudara sekalian, para anggota Lembaga Fikih

Islam:

Aku berbeda pendapat dengan kalian dalam hal asuransi

komersial dengan segala jenisnya yang kalian haramkan. Kalian

membedakan antara Asuransi Komersial dengan Asuransi

Ta'awun. Aku pribadi berpendapat bahwa mengingat asuransi

merupakan suatu cara unfuk tolong-menolong dalam mengatasi

musibah yang menimpa pemegang polis, maka hukumnya se@ra

syariat dibolehkan dengan tiga bentuLyu, yaifu asuransi barang,

asuransi pertanggungan yang juga disebut asuransi terhadap orang

lain dan asuransi jiwa.

Adapun dalil-dalil yang aku miliki adalah dari Al Qur'an,
As-Sunnah, kaidah-kaidah syariat dan tujuan-hrjuann5a secara

umum, dan dalildalil penguat dari fikih dengan qigs yang benar.

Adalah keliru persepsi yang menyatakan bahwa asuransi komersial

mengandung unsur judi atau taruhan yang dihammkan. Juga keliru

bila dikatakan bahwa ia mengandung unsur riba. Semuanya telah

dijelaskan dengan gamblang dalam bukuku Snng berjudul "Akad

Asuransi dan Hukumnya Menurut Spriat Islam-" Tenfunp kalian

sernua telah membacanya, mengingat seluruh di dunia

sangat membufuhkan asuransi-

Aku telah menjelaskan kepada kalian dalam forum ini

bahwa membedakan antara Asuransi Ta'awun dengan Asuransi

Niaga (Asuransi Komersial) tidak berdasar sama sekali, karena

setiap asuransi itu didirikan atas ide tolong-menolong untuk
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mengatasi musibah (bahaya) dan menghilangkannya dari orang

yang terkena musibah, kemudian bebannya ditanggung oleh para

anggota sebanyak mungkin agar menjadi ringan.

Pada awalnya asuransi hanya dilakukan oleh segelintir

orang yang memiliki pekerjaan ringan atau orang-orang yang

bekerja di pasar. Dalam rangka menghadapi kemungkinan

terjadinya musibah, mereka lalu mendirikan semacam kantor kas

penyimpanan dana bersama. Apabila ada salah seorang dari

mereka yang mendapat musibah, mereka memberinya funjangan

dari kas tersebut yang dananya juga berasal dari setorannya. Jenis

ini dinamakan Tabaduli atau yang kalian sebut Ta'awun. Akan

tetapi dalam pengelolaannya tidak membufuhkan pegawai dan

tidak membufuhkan biap administrasi dan lainJainnya.

Apabila peminat asuransi semakin banyak hingga mencapai

ribuan, puluhan ribu, rafusan ribu bahkan jutaan orang, sehingga

para pengelolanya menangani berbagai klaim (uang

pertanggungan) atas musibah yang bermacam-macarn, maka pada

saat itu dibufuhkan adanya kantor khusus llang mengurus segala

hal yang berkaitan dengan asuransi dengan membufuhkan dana

besar, seperti ongkos se\r/a kantor, gaji pegawai, pembelian alat-

alat elektronik dan alat-alat non elektronik. Para pegawai yang

mengumsnya harus mendapatkan gaji yang sesuai dengan

pekerjaan mereka layaknya pedagang atau bumh pabrik atau

kaum profesional atau pegawai.

Oleh karena itulah harus dibedakan antara premi yang

didapat dari nasabah dengan klaim (uang pertanggungan) png
dikeluarkan unfuk orang-orang yang terkena musibah agar

perusahaan mendapat unhrng. Jadi kasusnya sama dengan
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pedagang yang mengalami perbedaan harga antara barang 5ang

dijual dengan barang yang dibeli.

Unfuk mendapatkan keuntungan tersebut, asuransi niaga

(asuransi komersial) hams teliti dalam menenhrkan premi yang

wajib dibayar oleh pemegang polis untuk semua jenis musibah.

Inilah perbedaan hakiki antara dua jenis tersebut. Adapun arti

Ta'awun (tolong-menolong), maka tidak ada perbedaan antara

keduanya sarna sekali dari sisi ini.

Disamping ifu seminar pertama yang diadakan Lembaga

Fikih Islam ini hanya dihadiri oleh sebagian anggota saja,

sementara sisan5a tidak hadir atau mengundurkan diri dari

keanggotaan karena alasan khusus, sehingga tidak baik terlalu

cepat memufuskan bahwa asuransi komersial haram, mengingat

masalah ini sangat penting di masa-masa sekarang karena

berkaitan dengan kemaslahatan seluruh manusia di penjuru dunia.

Seluruh negara di dunia bahkan ma,vaiibkan asuransi, seperti

asuransi kecelakaan. Hal ini berfujuan untuk menjaga darah orang-

orang yang menjadi korban kecelakaan sehingga tidak tertumpah

sia-sia apabila sopir atau pemiliknya dalam keadaan bangkrut.

Apabila hendak mengambil keputusan berkenaan dengan

masalah penting ini atau berkenaan dengan masalah-masalah yang

masih diperselisihkan para ulama tentang kehalalan dan

keharamannya, maka menurutku harus diadakan seminar yang di

dalamnya berkumpul seluruh anggota, atau yang tidak hadir hanya

sedikit saja- Kemudian hendaknya para ulama yang berkompeten

yang bukan anggota Lembaga Fikih Islam dikirimi surat, untuk

dimintai pendapat mereka berkenaan dengan masalah ini, dengan

tetap berpijak pada prinsip "Memberi kemudahan kepada
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manusia" ketika terjadi perbedaan pendapat, bukan menyulitkan
mereka.

Akhimya, aku katakan bahwa apabila perusahaan asuransi
menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai syariat dalam
kontraknya dengan calon pemegang polis, atau menetapkan harta
premi yang tingE unfuk semua jenis musibah demi mendapat
unfung besar, maka dalam hal ini pemerintah atau pihak-pihak
yang berwenang harus fumn tangan unfuk menenfukan harga,
agar tidak terjadi monopoli.

Disamping itu para ulama fikih luga hams menentukan
harga dan menasehati orang-orang lang melakukan monopoli
dalam kebutuhan-kebutuhan manusia grang bersifat prinsipil. Jadi
solusin5ra bukan dengan mengharamkan asuransi-

Aku berharap agar pendapatku yang berseberangan ini
tetap dicatat, tanpa mengurangi rasa hormatku terhadap
pendapat-pendapat kalian.

DR. Mushtha fa Az-7-arqa
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Kerajaan Saudi Arabia

Komisi Riset llmiah, Fatwa, Dal$rah dan Bimbingan

Sekretariat Jendral Dewan Ulama Besar

Kepufusan Dewan Ulama Besar

Tentang Bolehnya Asuransi Ta'anrntn

Setelah mengkaii, mempelajari dan berdiskusi, lembaga

menetapkan bahwa hukum Asuransi Ta'awun dibolehkan. Oleh

karena ifu tidak perlu bergabung dalam asuransi niaga (asuransi

komersial) unfuk memenuhi kebufuhan masyarakat dalam rangka

tolong-menolong yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun alasan

pembolehannya adalah sebagai lerikut:

Pertama: Asuransi Ta'awun termasuk akad tabamt'

(sumbangan suka rela) yang bertujuan unfuk saling bekerjasama

dalam mengatasi musibah dan ikut andil di dalam memikul

tanggung jawab ketika terjadi bencana. Caranya adalah bahwa

beberapa orang menlrumbang sejumlah uang yang dialokasikan

unfuk kompensasi untuk orang yang terkena kerugian- Kelompok

Asuransi Ta'awun ini tidak bertujuan komersil maupun mencari

keuntungan dari harta orang lain, tetapi hanya bertujuan unfuk

meringankan ancalnan bahaya yang akan menimpa mereka, dan

bekerjasama di dalam menghadapinya.

Kedua, Asuransi Ta'awun ini bebas dari riba, baik riba

fadhal, maupun nba nasibh, karena memang akadnSra tidak ada

unsur riba, dan premi yang dikumpulkan anggota tidak

diinvestasikan pada lembaga yang berbau riba.
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Ketiga, Ketidaktahuan para peserta asuransi mengenai
kepastian jumlah santunan yang akan diterima bukanlah sesuafu
yang berpengamh, karena pada hakikatnla mereka adalah para
donatur, sehingga di sini tidak mengandung unsur spekulasi,
ketidakjelasan dan perjudian. Berbeda dengan Asuransi Komersial

lang merupakan al<ad Mubwadhahyang bertujtian bisnis.

Keempat Beberapa pemegang polis (policy holdei atau
yang selevel mereka mengelola premi Sang dikumpulkan unfuk
merealisasikan fujuan didirikannya Asuransi Ta'awun, baik secara

Tabamt' (sukarela) atau mendapatkan imbalan tertenfu.

Lembaga berpendapat bahwa Asuransi Ta'awun dalam
benfuk pemsahaan Asuransi Ta'awun harus memperhatikan hal-
hal berikut:

A- Menerapkan prinsip ekonomi Islam yang membiarkan
individu-individu bertanggungjawab dalam menjalankan program-
program ekonomi dengan segala benfukn3n. Dan peran Negara
han}a sekedar pendukung ketika ada individu yang tidak bisa
menjalankannya. Negara hanya bertindak sebagai pengawas dan
pernbimbing !/ang menjamin kesuksesan program-program
tersebut dan penempannya secam benar.

B- Menerapkan prinsip kerjasama dan tolong-menolong
yang karenanlra para anggota Asuransi Ta'awun (pemegang polis)
independen dalam menjalankan seluruh progmm dari sisi
operasional dan pelaksanaan serta tanggung jawab mengelola
program tersebut-

C- Melatih keluarga untuk bergabung dengan Asumnsi
Ta'awun, menampilkan idaide pribadi dan memanfaatkan potensi-
potensi pribadi. Tidak diragukan lagi bahua dengan bergabungn5a
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keluarga ke dalam asuransi akan menjadikan mereka lebih

bersemangat dan lebih berhati-hati dalam menjauhi hal-hal yang

bisa menimbulkan musibah, karena hal ini akan menyebabkan

seluruh anggota memberikan kompensasinya kepadanya. Hal ini

akan menimbulkan kemaslahatan bagi mereka dalam

mensukseskan Asuransi Ta'awun; karena dengan menjauhi bahaya

akan menyebabkan mereka membayar premi yang lebih kecil di

masa mendatang, mengingat bila terjadi musibah pada mereka

akan menyebabkan mereka harus membayar premi yang lebih

besar di masa mendatang.

D. Sesungguhnya bentuk Syirkah Mukhtalithah tidak

menjadikannya sebagai asuransi, sebagaimana bila ia merupakan

hibah dari negara bagi orang-orang yang mau memanfaatkannya,

akan tetapi asuransi bisa dilakukan dengan adanya kerjasama

antara negara dengan mereka unfuk melindungi mereka sebagai

orang-orang yang memiliki kepentingan tertenfu. Hal ini tenfunya

sangat positif agar para pemegang polis merasakan peran negam,

dan hal ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab mereka.

Lembaga telah menetapkan agar hendaknya sekelompok

ahli dalam masalah ini yang dipilih oleh negara menetapkan point-

point rinci unfuk perusahaan Asuransi Ta'awun ini. Setelah

mereka selesai melakukan hal itu, apa yang mereka fulis

disampaikan kepada Majlis Haiah Kibar Ulama (Derpan Ulama

Besar) untuk dipelajari dan dikaji berdasarkan kaidah-kaidah

qnriah.
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Asuransi Jiwa

Telah kita ketahui berdasarkan uraian yang kami paparkan
bahwa akad asuransi adalah, bahwa nasabah memberi premi
kepada perusahaan dalam jumlah tertenfu unfuk masa tertenfu.
Apabila nasabah wafat dalam masa tersebut, maka perusahaan

akan memberikan klaim (uang pertanggungan) kepada ahli

warisnya sesuai jurnlah yang disepakati antara nasabah yang wafat
dengan perusahaan, dan preminya berhenti bila nasabah tersebut

wafat. Dengan demikian maka kematian mempakan sebab

diberikannya klaim (uang pertanggungan) kepada nasabah

tersebut-

Seandainya dia tidak membayar premi kecuali hanya satu
kali, sementara dalam akad ditetapkan bahwa apabila dia berhenti
membayar premi baik karena berhalangan atau tidak mampu
membayar ser,vakfu dia masih hidup, maka dia mendapat kerugian
dari seluruh premi yang disetorkan atau sebagiannya. Jadi
pemegang polis mengalami kerugian dalam akad ini. Sedangkan
bila dia terus membayar premi selama hidupqn sampai batas

waktu yang ditenfukan, maka dia bisa mengambil klaimnya sesuai
jurnlah yang disepakati bersama atau mengambil sesuai jumlah
yang dibayamya dengan ditambah keunfungan yang dihifung
berdasarkan sSrarat-syarat yang disepakati dalam akad (kontrak).

Tidak diragukan lagi bahwa akad ini batal dan haram,
dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: Ia merupakan akad judi baik secara hakikat
maupun maknan5n.
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Kedua, Ia merupakan pembayaran angsuran untuk

mendapatkan uang yang lebih besar darinya secara tempo, dimana

terkadang dia bisa mendapatkannya dan terkadang tidak

mendapatkannya.

Ketiga, Tidak ada hal yang mendesak untuk bergabung

dengan asuransi ini, dan memang ia tidak diperlukan karena tidak

ada maslahatrya. Bahkan seandainya diperlukan atau ada

maslahat tertentu di dalamnya, kami tetap menyatakan bahwa

hukumnya haram-

Dalil-Dalil Kelompok yang Membolehkan Asuransi

Pertama, Akad asuransi merupakan akad tolong-

menolong dan kesetiakawanan sosial, karena prinsip dasamya

adalah tolong-menolong untuk mengatasi musibah yang terjadi

pada manusia, baik pada dirinya atau hartanya melalui

pembayaran premi yang kemudian dibagikan kepada seluruh

nasabah, agar musibah tersebut tidak ditanggung oleh safu orang

saja. landasan utamanya adalah tolong-menolong dalam kebaikan

yang diajarkan oleh syariat.

Kedua. Akad asuransi memberi rasa aman dan

ketenangan pada nasabah, baik rasa aman terhadap hartianya

maupun masa depan hidupnya. Rasa aman ini termasuk salah safu

nikmat Allah yang tertesar, dan inilah yang diberikan Allah kepada

kaum Quraisy dalam firmanNya,
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'\9'7-raga*tuLf
"Maka hendaknya merel<a menyembah Tuhan Pemilik

rumah ini (I{a'bah). Yang telah memberi mal<anan kepada merel<a

unfuk menghilangl<an kpar dan mengamankan merel<a dari

ketakutan " (Qs. Quraisy [106]: 3-4).

Ketiga, Akad-akad dalam syariat itu tidak terbatas,

sehingga dibolehkan membuat akad baru apabila dibutuhkan.

Hukum asal akad adalah boleh menumt mayoritas ulama, selama

tidak ada dalil yang melarangnya dan selama tidak bertentangan

dengan kaidah-kaidah syariat yang bersifat umum dan qath'i.

Dalam hal ini tidak ada dalil yang melarang akad asuransi.

Disamping itu ia juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah

syariat; terlebih lagi karena masyarakat sangat membufuhkannya,

sehingga hukumnya dibolehkan.

Keempat Dalam hukum syariat, Ushul Fikih dan

pendapat para fuqaha, ada dalildalil yang bisa dijadikan acuan

benrpa qiJps yang jelas yang membolehkan asuransi- Di antaranya

adalah,

A- Akad Muawalat-

Menurut Abu Hanifah *$, akad ini dilakukan antam omng

non Arab Sang nasabnya tidak diketahui dengan orang Arab,

dimana orang pertama mengatakan kepada orang kedua, "Engkau

adalah Maul*l<t 5rang akan menjadi ahli warisku bila aku wafat
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dan menjadi aqilabku bila aku melakukan tindak pidana," lalu

pihak kedua menerimanya, maka dia menjadi wali bagi pihak

pertama yang akan mewarisi hartanya bila pihak pertama wafat

tanpa meninggalkan ahli waris. Dia juga harus menanggung diyat

pihak pertama, sehingga bila pihak pertama melukan perbuatan

tindak pidana yang terbukti tidak disengaja, maka pihak kedua

wajib membayar diyatnya.lnilah arti "Dan menjadi aqikbl*tbrla
aku melakukan tindak pidana."

Mereka (ulama madzhab Hanafi) berkata, "Akad Muwalat

(hubungan loyalitas) yang dibolehkan ulama Hanafiyah sangat

mirip dengan akad asuransi dilihat dari tanggung jawab sipil, yakni

jaminan harta yang ditanggung oleh majikan angkat, karena tindak

pidana yang dilakukan tidak sengaja oleh pihak pertama. Hal ini

disebabkan karena ada akad, meskipun wali yang melakukan akad

tidak melakukan tindak pidana apapun. Berkenaan dengan adanya

tanggung jawab ini -yang bersifat tidak pasti-, maka walinya bisa

mendapat warisan dari pihak pertama bila dia wafat tanpa

meninggalkan ahli waris. Ini juga termasuk kompensasi yang

bersifat tidak pasti."

Mereka berkata, "Dilihat dari sisi tanggung jawab asuransi

mirip dengan akad Muwalal secara total. Pemilik kendaraan atau

sopimya bertanggungjawab secara materil terhadap kecelakaan

yang menimpa orang lain (korban kecelakaan). Dan perusahaan

asuransi menempati posisinya yang berhanggung jawab atas hal

tersebut. Begifu pula wali yang menempati posisi pihak pertama

gang mengangkatnya menjadi wah), dimana dia mendapat warisan

darinya bila dia (pih* pertama) wafat tanpa meninggalkan ahli

waris."
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B. Sistem Aqilah

Aturan ini telah ditetapkan dalam hadits Shahih dan

ditempkan oleh imam-imam madzhab. Intinya adalah bahwa

apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan membunuh

orang lain secara tidak sengaja, maka syariat Islam menetapkan

di5at (uang tebusan) yang harus dibayar oleh anggota aqilah

(keluarga si pembunuh) yang biasanya membelanya. Mereka

(Aqilahl terdiri dari laki-laki baligh dari keluarga (kerabat) si

pembunuh. Denda tersebut bisa dibayar dengan diangsur selama

tiga tahun dengan tidak membebankan anggotanya sesuafu yang

diluar kemampuannya.

Pada masa pra Islam diyat yang diberikan oleh aqilah si

pembunuh bersifat sukarela, kemudian setelah Islam datang

menjadi wajib.

Mereka mengatakan: Sistem aqilah dalam Islam memiliki

dua tujuan:

Pertama: Meringankan musibah yang menimpa pelaku

tindak pidana yang dilakukan tidak sengaja.

Kedua, Menjaga darah korban yang dibunuh karena

kesalahan (tidak sengaja) agar tidak hilang sia-sia; karena bisa jadi

pelaku yang melakukannya karena tidak sengaja merupakan orang

miskin yang tidak mampu membayar ditnt tersebut (sehingga

harus ditanggung oleh Aqilahl.

Apabila syariat telah menetapkan aturan ini sejak awal,

bukankah boleh bila diterapkan aturan yang sama dalam bentuk

akad seperti yang terdapat dalam akad asuransi untuk
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meringankan efek musibah dengan membaginya kepada orang

banyak?

Apakah maslahat yang ditetapkan oleh syariat akan

menjadi bencana bila diterapkan oleh masyarakat dalam skala yang

lebih luas melalui cam kontrak dan akad Mu'aumdhah yang

diberikan oleh segelintir orang unfuk menjaga kepentingan orang

banyak?! Kita senantiasa mengutip pendapat orang-orang yang

membolehkan masalah ini.

C. Afuran Pensiun

Cara ini adalah dengan memotong gaji pegawai setiap

bulan, kemudian bila dia telah mencapai usia pensiun resmi, maka

dia bisa mengambil gaji pensiun tersebut setiap bulan yang

jumlahnya berkali-kali lipat dari uang yang dipotong setiap

bulannya dari gajinya (saat masih aktifl. Gaji pensiun ini tetap

berlaku selama dia masih hidup meskipun umumya panjang,

kemudian berpindah kepada keluarganya seperti istri atau anaknya

atau lainnya dengan syarat-syarat tertentu setelah wafafurya. [-alu

apakah bedanya antara aturan ini dengan asuransi jiwa?

Dalam sistem tersebut (ada kemiripan), seseorang diberi

tunjangan kecil secara rutin pada masa pensiun, sementara dalam

asuransi jiwa seseorang diberi dana asuransi secara kontan yang

jurnlahnya melebihi jumlah total iuran yang dibayamya. Jumlah

tersebut (dalam dana pensiun) tidak diketahui nilainya sampai

haknya bemkhir, sementara dalam asuransi jiwa jurnlah yang

diberikan itu diketahui nilaingra.
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Ahrran pensiun dibolehkan oleh ulama dan diterapkan.

Mereka menganggapnya sebagai landasan penting dalam sistem

kepegawaian negara, sementara dalam kasus yang sama tidak

boleh disamakan dengan dana pensiun yang wajib diberikan

kepada masgarakat.

D. Kaidah 'Janji yang Mengikat" Menurut Ulama
Madzhab Maliki

Intinya adalah, bahwa apabila seseorang berjanji kepada

orang lain, apakah dia hams melaksanakan janjin5n atau tidak?

Pendapat yang kuat menumt madzhab Maliki -dari empat

pendapat- adalah bahwa orang lang berjanji fidak wajib

menunaikan janjinya kecuali bila dia mengaitkan janjinya dengan

syarat tertenfu dan sesuafu yang dijanjikan masuk dalam sebab

tersebut, seperti laki-laki grang menjanjikan mahar kepada laki-laki

lain bila dia menikah, kemudian laki{aki yang dijanjikan mahar itu

menikah.

Adapun menurut ulama Syafi'14rrah dan ulama Hanabilah,
janji itu tidak mesti hams dilakukan secara langsung (tidak mesti

bersifat mengikat). Mereka berkata, "Berdasarkan pendapat yang

kuat dalam madzhab Maliki, akad asumnsi itu bisa disimpulkan

sebagai kalajiban perusahaan unfuk memberikan klaim (uang

pertanggungan) kepada pemegang polis (policy holdel meskipun

tanpa kompensasi, sebagai benfuk janji. Yaifu bahwa pemsahaan

hams menanggung kerugian lrang terjadi akibat kasus tertenfu

dengan memberi kompensasinlra. "
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E. Jaminan Kecelakaan yang Teriadi di Jalan Raya

Menurut Ulama Hanaf!;yah

Ulama Hanafiyah menyatakan dalam Bab Kafalah bahwa

apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "Lo,r.ratilah jalan

ini karena ia aman!-Apabila kamu mengalami sesuafu di jalan ini

maka aku yang bertanggung jawab," kemudian orang yang disuruh

meler,vati jalan tersebut dan temyata hartanya dicuri, maka orang

yang menanggung harus melaksanakan apa yang ditanggungnlra

dan mengganti harta yang dicuri. Menurut penjelasan Prof.

Mushthafa Az-7arqa, pendapat ulama Hanafiyyah ini merupakan

dalil ekspesional yang kuat, yang membolehkan penjaminan harta

dari segala kemgian yang menimpanya.

F. Akad Sewa Jasa Security

Dengan membandingkan antara akad seru.ra iasa suuri$t
dengan akad asumnsi, Prof- Mushthafa Az-7arqa men5atakan

bahwa antara keduanya terdapat kemiripan besar- Karena

meskipun petugas srcurity bekerja dalam bidang keamanan, akan

tetapi pekerjaannya ihr tidak memiliki hasil selain rnalujudkan

keamanan dari bahaya yang ditakutkan.

Akan tetapi Syaikh Faishal Maulawi membantah pendapat-

pendapat di atas dalam tulisannya di Shahifah Al Aman- Dia

mengatakan:

Pertama: Syaikh Mushthafa Az-7-arqa berkata, "Akad

asuransi adalah akad tolong-menolong dan kesetiakawanan sosial,

dan tolong-menolong merupakan sesuafu lrang diakui dan

diajarkan oleh syariat. "
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Ada beberapa point yang perlu kami sampaikan disini:

a. Apabila dikatakan bahwa dalam asuransi nlaga (asuransi

komersial) terdapat prinsip tolong-menolong dan kerjasama, maka

kami tidak lakin bahwa ia merupakan fujuan utama dari pendirian

asuransi ini- Dalarn pandangan kami tujuan utama pendirian

asuransi niaga adalah untuk mencari keuntungan dengan cara yang

sesederhana mungkin. Kemudian mayoritas orang-orang miskin
(kalangan bawah) dan kalangan menengah sepakat bergabung

dengan asuransi niaga tanpa berpikir untuk tolong-menolong dan

saling membantu. Bahkan mungkin salah seorang dari mereka ada

yang berkeinginan bahwa dengan menyetorkan sedikit uang akan

memperoleh uang pertanggungan yang banyak kefika terjadi suatu

musibah padanya. Ini adalah keuntungan, disamping pula dapat
menjamin ketenangan akan masa depan. Padahal Allah @ telah

berfirrrnn tentang khamer dan judi

.,E! Uti+"ifu*jF
" Katakanlah, 'Pada terdapat doa 5mng besar dan

beberapa manfaat bagi manusia'." (Qs.Al Baqarah l2l:2191.

Kalau memang prinsip tolong-menolong dan

kesetiakawanan sosial merupakan landasan dasar dalam

pendiriannya, tenfunya mereka akan mendirikan pen-rsahaan yang

mengacu pada prinsip tolong-menolong 1lang tidak mengharapkan

keunfungan, dimana salah seorang dari mereka tidak
mengharapkan keunfungan dari bagian anggota lain. Dan tentunya

mereka akan bekerjasama dengan mendirikan lembaga yang

berfujuan memberikan banhran tertenfu dalam kasus musibah yang

menimpa salah seorang dari mereka.
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b. Sesungguhnya tolong-menolong dalam kebaikan

merupakan sesuafu yang diajarkan syariat Islam dan dianjurkan

olehnya. Hal ini tidak diragukan lagi. Akan tetapi kebaikan itu

hanya pada fujuannya saja, melainkan juga pada sarana yang

mengantarkan kepada fujuan. Perbedaan pendapat tentang

asuransi bukanlah dalam hal tolong-menolong antar sesama

manusia dalam menghadapi musibah, akan tetapi dalam hal sarana

yang mengantarkan kepadanya apabila sarana tersebut tdak

disyariatkan. Contohnya adalah asuransi niaga (asuransi komersial)

yang digunakan sebagai sarana yang mengantarkan kepada fujuan,

akan tetapi sarana tersebut syarat dengan syubhat-syubhat yang

menghasilkan kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena ifulah

kaum muslimin wajib mencari altematif lain berkenaan dengan

sarana tersebut yang bisa mengantarkan kepada fujuan tanpa jatuh

ke dalam hal-hal syrbhat atau hal-hal yang mungkar.

Apabila ada cara yang sesuai syariat yang bisa malujudkan

tolong-menolong dan bisa meringankan musibah yang menimpa

mereka dengan cara membaginya kepada seluruh anggota dan

cara tersebut bebas dari syubhat, tapi sulit diterapkan karena

keterbatasan kaum muslimin, apakah boleh dalam kondisi tersebut

mencari altematif baru yang bisa menghilangkan syubhafuTya tapi

akan menimbulkan keburukan baru? Terlebih lagi dalam

melegalkannya dengan mencari dalildalil syariat yang bisa menjadi

justifikasi terhadapnya?!

Kemudian Prof. Mushthafa Az-7arqa berkata,

"sesungguhnya hukum asal akad adalah mubah (boleh) selama

tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak bertentangan dengan

kaidah-kaidah qnriat secara umum. Dalam hal ini tidak ada dalil

yang secara khusus mengharamkan akad asuransi. Ia juga tidak

Al Majmu'SyoahAl Muhodzdzab ll z8S



bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat; dan disamping itu

masyarakat juga sangat membutuhkannya, sehingga hukumnya

dibolehkan secara syiariat."

Memang kami sepakat bahwa hukum asal suafu akad

mubah (boleh), meskipun hal ini masih ditenhng oleh banlnk
fuqaha. Kami juga sepakat bahr*a tidak ada dalil syariat lnng
mengharamkan asuransi secara khusus, karena ia memang tidak

ada pada wakfu turunnya syariat. Akan tetapi kami akan

membahas dua masalah berkenaan dengan hal ini, yaifu:

Pertama: Pemyataan bahwa akad asuransi tidak

bertentangan dengan syariat secara umum. Hal ini akan kami

bahas nanti.

Kedua: Pendapat bahwa kebutuhan maqTarakat

menyebabkan perlu ditemukan solusi tepat unfuk mengatasi

masalah musibah yang terjadi secara tiba-tiba, baik solusi tersebut

berupa asuransi atau lainnya, apabila solusinla adalah asuransi

niaga (asuransi komersial), maka tidak dibolehkan. Meskipun

masyarakat sangat membuhrhkannya, tapi hukum-hukum Jahiliyah
menjadi puakan utama bagi para pemilik asumnsi yang terdiri dari
kaum kapitalis yrang suka melakukan monopoli. Sistem tersebut

sangat jauh dari nilai-nilai Islam dalam mengatasi masalah ini.
Disamping itu sistem tersebut mengebiri ide Asuransi Ta'awun dan

hanya memberikan opsi asuransi komersial kepada maqarakat.
Oleh sebab ifulah masyarakat bergabung dengan asuransi

komersial karena tidak-adanya altematif lain.

Mungkin kondisi tersebut menjadi dalil bahwa dalam kondisi
darurat masyraiakat dibolehkan terjun ke dalam hal-hal syubhat

atau haram sesuai syarat-s5nrat darumt yang diperbolehkan
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syariat. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil prinsipil

untuk membolehkan asuransi, karena kebufuhan masyarakat tidak

pada hal tersebut, akan tetapi pada cara tertenfu yang bisa

meringankan beban mereka ketika terjadi musibah mendadak.

Akad Muwalat dan Asuransi

Prof. Mushthafa Az-7arqa berpendapat bahwa ada

kemiripan besar antara akad Muwalal (akad loyalitas) -menurut
madzhab Hanafi- dengan akad asuransi dari sisi tanggung jawab

dan harta yang dikeluarkan akibat kesalahan orang yang

mengangkat orang lain sebagai walalnya yang disebabkan adanya

akad. Sebagaimana pemsahaan juga bertanggung jawab secara

materil terhadap pemilik kendaraan yang mengalami kecelakaan,

sesuai kontrak yang telah dibuat. Meskipun wali tidak melakukan

kesalahan dan perusahaan tidak melakukan kesalahan. Kemudian

sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, wali berhak

mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatrya sebagai

walaLnya bila dia wafat tanpa meninggalkan ahli waris, dan dia

juga berhak mendapatkan klaim (uang pertanggungan) yang

diberikan untuknya.

Terhadap pendapat tersebut, kami menyanggahnya dengan

alasan-alasan berikut:

Pertama: Akad Muwalat itu masih diperselisihkan oleh

para ulama. Dan mayoritas ulama dari berbagai madzhab

berpendapat bahwa hukumnya tidak dibolehkan, kecuali fuqaha

Hanafiyyah saja yang membolehkan.
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Kedua: Akad Muwalat hanya dianggap sebagai solusi

altematif untuk mengatasi masalah orang non Arab yang masuk

Islam. Tujuannya adalah untuk menggabungkannya dengan

masyarakat Islam, mengingat dia tidak memiliki aqilah (kerabat

seseorang yang menanggung digfnya ketika dia melakukan

tindak pidana secara tersalah) dalam masyarakat Islam. Apabila

kondisinya demikian, menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya

dibolehkan melakukan akad Muunlat, dimana seorang muslim

dengan muslim lain sepakat untuk melakukannya. Camnya adalah

pihak pertama mengatakan kepada pihak kedua dalam akad

"Engkau adalah maul*ku; engkau akan menjadi ahli warisku bila

aku wafat dan menjadi aqilabku bila aku melakukan tindak

pidana."

Mereka mensyaratkan agar salah safu pihaknp bukan

orang Arab dan tidak memllikl- aqilah. Oleh karena itu tdak boleh

dua orang Arab melakukan akad Muwalaf, sebagaimana orang

Arab juga tidak dibolehkan melakukan akad Muortalat dengan

omng non Arab apabila orang non Amb tersebut memiliki aqilah

yang ikut masuk Islam bersamanya.

Syamt-syarat ini menjadikan akad Muwalat sebagai solusi

altematif yang berbeda dengan qi5as, sehingga Sang lain tidak bisa

diaii;z,s*ian dengannya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah

yang masyhur, "Sesuafu yang tidak berdasarkan qi5ns, maka

sesuahr Sang lainnya tidak bisa diai5nd*an dengann5la."

Aku katakan, "Bahkan sesuafu yang diqi3zas*an dengan

Sang lain, maka ia bukan tempat unfuk mer:g-q$a*l<art yang lain

dengannSra. qitlas ihr hanya dibolehkan dengan pokok yang di-
qiSns)<an, bukan dengan cabang 5rang tidak ada nashnSa dan
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berkumpul bersama pokok dalarn atamnqp- C[eh karqta ifu tidak

boleh meniadikan cabang yang tidak ada rnshrrp sebagai pokok

yang digiyas4<an-"

Ketiga: Terdapat peltedaan madasar antara akad

Muwalat dengan akad asuransi dari sisi tanggurrg iawab. Bahkan

perbedaan tersebut lebih lnrat dari kesenrpaannlp- Perbedaan

tersebut adalah:

a. Akad Muwatatlandasanryra adahh sahng merrolong antara

dua pihak png seimbang, sernentara akad asrfiarsi dad sisi

tanggung iauab adalah usaha btsnis antara dua pitnk yang

tidak seimbang.

b. Akad Muqmlatbertujuan mernasnrkkan ortrlg muslim asing

ke dalam komunitas rraryarakat mtrslim dan karaiiban

materil berlaku akibat penlsbabn (periggabungan) ini-

Sem€nbra fuiuan utama dalam akad aransi adalah harta

(keunfungan), dan p€rusattaan fidak mernbufuhkan

anggotanya melebur ke dalam , kdlali unfuk

tujuan ini.

c. Dalam akad Muunb4, tansglxlg lawab wali dalam hal rnateri

5ang disebabkan perbuatan pidana tersahh (tdak sengaia),

yang dilakukan orang !,arg rnengondratnl,a meniadi unli

bersiht kernungkinan (fidak past), sebasairnarE perolehan

harta urarisan iuga bersifut kerrnmgkinan, sehingga frdak

ada keseimbangan antara drn pitnlc
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Berdasarkan absan alasan d ab, rnaka alrcd, Mutnkt
tdak bisa dfadilon &kl qiSas dan dail pc&ok untuk mernbolehkan

akad asurarsl

Sistenn Aqiilahdahm Islam

Mbh adahh kerabat s€srydg !tsng s€muanla $dah
baligh, lar€ mara antan orang tenseht dengan mereka biasa

saling tolongfladorg; s€bqairrnra lgfg akan diurailan nanti

dalam pernbatrasan trdak ddana l.fuFtl- Merdobh lpng
menans5lrng frtpt tndak piltana &n pernbtrnuhan tersalah

(Udak sengaiil-

Ahrran ini rnernil[ki dua tri.uE

Pqbnw. MerlrEankan rr.rsftah yarrg dhhni pdalil
tndak pttana tersahh (fidak s€ngaF)-

Kdtm, THak m€nghilanglon 4afrrrtuk kelrrarga korban

bila pelalnrrya oraql miskin- hn &titr tefiap rrniib dibayar oleh

aqilah baik pdah trrdak pldanarap orql ka3a atau ortrng misldn-

Dengan dernikirn pernbagpmn Atd Fe saat @lm mishn

Fnfotan terhdap kefnrga hoftan 4ar darahnya tdak
sia-sia.

Pr,of. l'trdrttnh Az-7:rrgF bertaft4 'Apabih ryadat tdah
atran tobng-mcrolq5 hrlonkah bol€h

menerapkan atran ini dengan aa akad sebagainnrn yang

terdapat dahn alod asuransi? Apanoh nnslahat Frg dit€tapkan

oleh qpriat gnng m€r*dikanq,a wafr akan merrladi bencana bih
okh nnqpnkat dalnn drah lpng l€bih luas melalui
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cara kontrak dan al<ad, Mubundhah yang dib€rikan oleh segdintir

orang unfuk meniaga kepentingan omng ban!,ak?!"

Syailfi Faishal Maulawi mengomentari pendapat hof-
Mushthafa AzZarqa dalam N Aman sebagai brikut:

Pertama: Sistern aqilah adalah sistem tolong-merrolong

mumi. Boleh juga menehpkan sistem lrang sama melalui akad

yang bersifat tolong-menolong. Apabila akadnya bersifat komersil

(mencari kanntungan), maka tidak boleh dihkukan- Me!.tadikan

sistem aqilah sebagai landasan unfuk mernbolehkan A$ransi

Ta'awun adalah benar, karena keduanla mirip sekali dan tdak

berbeda kecuali dari sisi bahura sisterr aqihh bersif,at tetap dengan

hukum syariat, sernentara sistern Asurar6i Ta'awun tidak bisa

dilakukan keruali dengan kerelaan dan kesepakatan sekdompok

orang, dan setelah teriadi akad, maka sihtrp merriadi tetap-

Adapun mer:rg'qi5a*l<an asuransi komersial dengan sistern

aqilah adalah qi7ns dengan adan5a peftedaan dalam sqnua

rukunnya pada pokoknSp dan sesuafu 37ang diqr1as-kan s€rh

sesuatu yang di-qr'as*an dengannla. Kernudian bila sistern qihh
merupakan sistem lnng sesuai syariat tanpa diperselisihkan lagi,

mengapa kita Udak menerapkannSn se@ra tehp dalam baas-

batasnya lnng slar'i sebagai altematif bagl aka&akad Frg kita

lakukan? Ini lebih baik daripada kita nrenggunakan sistern baru

yang tidak lebih utama dari sistem aqilah dan tdak lebih rrudah

dalam penerapannlra. Bahkan sistern baru tersebtrt tdak rnernihki

keistimewaan selain bahura ia menrpakan sistern Barat png
diimpor bersama sistern-sistern lainryn.

Kdua: Maslahat yang tetah ditetapkan mng pernbuat

ryariat (Allah &l aa" ditsdikan s€bagai sesuatr yang bersif;at tetap
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(bersifat mernaksa) fidak alsr benfrah rn€r$Idi ma{adat
(kerusakan) bila ia diterapkan oleh rrnrr.rsb d€rgan cara akad dan

Mubuadlnh.

Kemudian Syaikh Mauhri mernmbatrkan d€ngan @{ata,
"Akan tetapi manusia dalam sistern asuansi niaga (asuransi

komersial) tidak bisa mamjudkan mashhat 5arg tersebut kcuali
dengan bersama na{sa&rtpng bisa . Oleh

karena ifulah kita han-rs bertpnli merrrboletrkan sarana yang

digunakan manusia apabila dapat rnenimbulkan bahalra dan

kezhaliman, sebagaimana lartg l€mi uraikan nanti."

Adapun maslahat 3ang ffii di atas prinsip tolong

menolong unfuk mencegah €{€k-€fek nrusibah 
"ilrlah 

sesuafu yang

tidak diperselisihkan para uhma- Dan tdak a& seomng pun lnng
akan menganggapnSa sebagai nnffit

Peraturan Pensiun

Orang-orang yang rnernboletrkan asuransi jiwa

menyamakan asuransi ini d€ngan perafumn pensiun. Bahkan

mereka mensptqlap bahwa tdak ada pertedaan arrtara

Dalam dua sistelrr ini seseorarEsrEwrrnn rrunbalpr iuran&hm
jumlah kecil secam rutin (setiap hdanl tarrpa dikehfui kapn akan

tenrs berlanjut dan bempa innlah lEr4I aton &erirna *aat pensiun

atau wafat- Dalam dua sistern ini smarg ahr ketuargarrya akan

mengambil uang png telah dfaodwurlB- Bedarqa &hm sbtem
pensiun, seseorang atau kehrargaqla rrsgarnbilqya dalafi ,umlah
besar secar-r berkala (setiap bularr, s€darglran dakn asumnsi jfura
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seseorang mengambilnya dahlFnlah besar yang rndebihi rt rnlah

preminya,

Perbedaan antara dn sistern ini -seUagairnana lpng

dijelaskan oleh ulama lEng mernUoUrtranrrlp- adalah bahura

jurnlah yang diambil dahm stoterr p€nsiun tdak diketahui nihinya

sampai hak yang bersarghffii habis, sernerrtara dalam asuransi

jiwa jurnlah yang diambil e6hf rdlatoIE- Jadi bahaya dan

ketidakjelasan dalam sistern p€rEirtrr lebih besar daripada yang

terdapat dalam asumrsi iiwEr-

Menurut kami, p€rb€dam satHatqra antara dr.ra sistern

ini adalah bahwa dalam sistem p€rrfrrrr Fng menan![Frr{l ne{FreL

sementara dalam asurarrsi Fm SBrg matar{Elung perusafnan

asuransi komersial- Perbedam ini rrsnrtrt kami mernbahlkan

asuransi jiwa secara total karera bn&san dahm sistern pensiun

adalah bahwa nqara rrerlsul ularb mefr*ngi pqauainya yang

bekerja menjadi aMi nqara srpai usia fua" kerrnrdian k€fika

pegawai tersebut telah rnermpi u*r 3Bng sudah tidak bisa lagi

bekerja (fidak produl<tif), UagEtorana dia bisa hkhrp? Disamping

tanggung jawabnya tertradap n*nrsBnya akan berarnbah besar,

bagaimana dia bisa mdatrailrurqP?

Menurut Islam, kcunfran nqpra dalam hal ini adahh

mernberikan kebutgtnn pegilai tersebut baik kebLrfuhan

pribadinya maupun kelrargaqp, baik trl dengan cara mernotong

gajinya pada saat dia masih aHif atarr tdalL Akan tetapi, k€fika

negara tidak mampu merrrnikr keuafibanr5p, khrslsnlfa pada

masa-masa s€karang ini, t€dcbih hgi k€fika banyak beban yarE

harus ditanggung n€{Fra, ndra dahm hal ini para uhrna

membolehkan agar gaii p€gilrtr @otcg dahm imhh kcil agar

tt Ujn' @t At tfrffituab ll 2ss



nqam bisa melalsanakan karcjiban tersebut (menjamin

kebutuhan pqatryai negeri)- Prinsip Mubudtnh (bimis dalam
rangka mencari keuntungan) tidak ada disini, akan tetapi hanlp
sekedar donasi !,arg diberikan pegararai dan negara akan
mernberikannya keeadanp setelah rnasa kerpn5n habis-
Karajiban ne{fara melalsarnkan fugasnya terhadap pegawainp
dan seluruh ral<yabrya adalah sesuafu SBng u,aFb dan tdak boleh
dialpalGn. Dsamping ifu k€fika nq;ara mehhrkan ini, fujuannya
tdak mencari keunfurgan, akan tetapi hanlp sekedar merrunaikan
karuajibannya.

Akan tetapi mungkin kita masih b€rbrya-{an1ra berkenaan
dengan hal ini, 'Apabih sistern pensiun rnertrpakan afuran yang
sesuai ryariaf m€ngapa ldta tidak m€rninta agar ia dijadilen
bersifut uruun unfuk s€hrruh maqarakat? Apaloh p€rusatnan-
pemsahaan asnransi kornersial lebih rnampu rnerrfrmin rnaslErakat
daripada pernerintah? Apalah potensi n€{Fra dalam mernberi

larninan kepada nmryant<at lebih kecil daripada potensi
perumhaan asurarrsi komersiaP Apabila kaurn kapitalis di nqara-
negarr Barat rnehruxl pernerintah menerapkan sistern tersebut
agar rnereka tetap bsa menghisap danh maqramliat dan
menguasai mereka derrgan kemampuan fransiat dan ekonomi
layaknya n€{Fra, apakah kib kaum muslimfoi bol€h mengiluti
mereka dalam sesah hal meshpun msdra rnasuk ke dalam
lubarrg biau,ak sekaliprrr?"
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Kaidah 'Janji lpng Mengikat" Menunrt Imam Malik

Para ulama Srang membolehkan azuransi komersial berdalih

bahwa ia mirip dengan janji yang mengikat bagi pdalnm!,a" karena

perusahaan mernberi jaminan kepada p€rn€garg pohs tanpa

kompensasi dan ia akan menangJung resiko musibah SnrE teriadi

dan mengganti kerugiann5n. Apabila terjadi sesuahr, maka kita

wajib menunaikan janji kita, berdasarkan salah sahr

dalam ma&hab Malik. Dan hal ini menunrt kami ada dalam

penjaminan sebagaimana png telah kami balEs seUetunntta-

Akan tetapi kami tdak hhu sisi persarraan antara im} 1ang

mengikat dengan akad asuransi- Karena peniamiran ihr diriasarkan

pada prinsip tolong'menolong, kasih salpng dan berbuat baik,

tanpa ada fujuan mencari keuntungan ahu merrcari kel<ar,nan

melalui janji berbuat baik. Dalam hal mereka lebih mirip dengan

orang yang melakukan sedekah dalam akadiu+beli-

Akad Menyeura Untuk Security (Keamanan)

Para ulama yang mernbolehkan asuransi komersial b€rdalih

bahwa ada kemiripan besar antara alod asuransi derrgan akad

menyerdJa unfuk swtrity (keamanan), dimana fugas seorang

penjaga keamanan hanln manrjudkan rirsa arEtn bagi p€rnilik

barang lnng dijaga, sernentara dalam akad asuransi seorang

pemegang polis akan merrdapatkan kearnanan dari ahbat musibah

yang ditakutkannya sebagai kompensasi dengan prerni yang

disetorkannSra (setiap bulan).
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Dalam hal ini kami ingin mernberikan beberapa komentar
sebagai berilmt:

Perlama: Pekerjaan petugas sauity tidak hanya

mengarnankan bamng glang dilga, akan tetapi terkadang dia
rnasuk dalam perkelahian unfuk mernbela sesuatu grang dijaga

tersebut- Bahkan karena resiko bahaya tersebut dia bisa celaka

atau rnati.

Adapun dahrn alod asrrarsi, pertrsahaan tidak melakukan

apapun unfuk mencegah bahaSp tersebut, akan tetapi ia hanSp

menurg;u teriadingp musiba[ hlu mqnberikan klaim (uang

kepada nasabah sesuai kesepakatan-

Kdua, Jadi dalarn aled Fsa sarity petugasnya

melalarkan terterrtr, sernerrtara dalam akad asuransi

tidak mdalqrkan keria apafrun- Apabh rtlsa arnan dan ketenangan

fuiuan mendasar atau mungkin fujuan satu-safunya

dalam akad asumnsi, rxilta h tErrya mempakan salah safu hrjuan

dalarn'lasa sari/

Asuransi Butranlah Alrad Mu'anp-adhah

el Maghfw Lah DR. Abdurrazzaq As-Sanhuri Baqla

mengatakan dalam Al W6iil? W 7 hahman 1413, *Asuransi

pribadi bukan akd Mubqdlnh lbmmubtive Conhcr), dalam

artian bahura ia tidak batuiuan mendapatkan kompensasi dari
musibah, baik asnansi jiwa atau asrrransi kesehatan atau asuransi

kcelakaan. Te*adang pernqang polis tidak mengalami musibah

dalarn sebagian benfuk asrlansi jiura, seperti asumnsi selama
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hidup, dimana pernegang polis mengamankan diriryadali kqadiart

yang tidak berbahaya, batrkan disukai, dan asrrarsi ini berlaku

selama hidup. Contohnya adalah sebagian ierris asrrarsi pribadi,

seperti asuransi pernikahan dan asuransi anak Ol€h kar€na itulah

pam pakar undang-undang berpendapat bhwa datam azuransi

pribadi, perusahaan fldak dislraratkan mencari rnaslahat dalam

asuransi, takni maslahat fidak teriadinp musibah pada pernegang

polis."

Perrqntaan ini menyanggah p€ndapat yang rnqtgptakan

bahwa Mu'aundhah dalam asillrtlnsi dengan prerni adahh antara

premi yang disetorkan pernegang polis dengan Filnfotan aman yang

diperolehnlra. Karena iaminan arnan akan diperoleh p€rnegaql

polis dengan adanln akad, tanpa berganhmg pada bahaya yang

menimpanlta. Karena dengan adanlA iarninan anran lrang

diperolehnya, maka tidak ada bedan5ra antara teridirqp musibah

dengan tidak teriadinln musibah- Apabila tdak telrldi musibah,

maka hartanya dan kepentingannlp serta halc4p tehp alnan.

Sedangkan bila dia terkena mtrsibah, maka dia akan mendapatkan

kompensasi. Jadi teriadin5p bahaln atau tidak teridinlp bahap

sama saja setelah dilakukan akad asuransi- ktilah hasll frminan

aman yang diberikan k€eada pernegang potis oleh p€rusartaan

asurarsi sebagai konsekuensi dari kontrak lrarg dibknmn s€bagai

kompensasi dari premi. Inilah S,ang dis€t ut lufubwdlnh yuE

sesungguhnSa. Dikutip dari makahh Prof. Musharaf;a Az-7aqa-

Aku sependapat dengan DR- Husain Al Harnid lnng

menSntakan bahwa pendapat yang nrengatakan bahura

Mubuadhah teriadi antara prenri yang diberilGn pernegang polis

dengan jaminan alnan llang diberikan perusanaan Ettransi'

setelah pemegang polis mendapatkan jaminan dlrarL frdak ada
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be&n1p antara terpdlrSp $usibah dengan fidak terjadinya

musibah. Dimmping ihr ia turlra astrmsi dan khaSralan yang

berterrtangan dengan apa yarql telah kami uraikan bahwa

terpdinya musibah akan rnerryebabkan pemegang polis

mendapatkan klaim (uang -dalam asuransi pribadi-

Sang t€rkadang disuloinya, karena perusahaan mernberikan klaim
keeada p€rn€arg pohs rnesldpun Haim tersebut tidak wajib

diberikan unfuk merirganlen musibah lang menimpanyra,

mengingat apa !Er{I ter*S dfulainta, sebagaimana yang telah

kami r.uaikan. Semerrbta tidak teriadinya musibah adalah sesuafu

lrarg tdak disukai, kar€la pernegarg polis fidak akan

mendapatkan klaim dari fernf, lprg telah disetorkannya agar dia
mendapatlon rumhh ldaim 1nrag kbih besar. OIeh karena itu tidak
bisa dikatakan bahrla ek terpdinla musibah dalam kondisi

tersetxrt mempakan rnashhat bad p€rnegang polis karena

hartanya tetap, tetap dan haknSn tetap ufuh.

Akan tetapi hal ini tdak bemar" karena 3Bng berlaku adalah bahura

terFdiqra musibah tdak rneqgakibatkan baha5ra terhadap harh
dan hak ters€bul Jadi teridinya musibah atau tidak terjadinya

musibah dia tetap rnendapatkan klaim (uang pertanggungan)

sebagai benfuft konsdruerrsi dai prerni png disetorkannya, dan

merrnrg dia nrcrydorkarr{ra karena mengharap agar

mendapatkannya- Apabila rrrusibah tidak terjadi, maka dia akan

kehihrEan klaim tersebut dan setoran yang telah dibagramya sia-sia

belaka. Berdasarkan pandangan yang benar ini, maka terjadinln
musibah dan tdak terpdiqp musibah sarrn saja, sehingga tidak
bisa dikatakan bahrra komperrsasi lrang diperoleh pemegang polis

dahm kondsi tersehrt s€bagai Frninan arnan dari fidak terjadinya

musibair, karena rrrusibah tersebut s€baHmya, bisa jadi ia tidak
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diharapkan t€riadi, seUagAfonana png telah l(ann rrailon. Inilah

sebagian hasil dari irrnmnmi dan paraangn kahlt. ketrka

menerapkan hul$rn syarif dalam akad asumnsl

Di antara lErE rnerrguatkan batalnp pendapat tersebut

adalah bahwa ,amirEn arnan menrpakan kunpersasi !,ang

diberikan penrsafraan ararsi kepada petn€ang polis, dan

bahwasannya dahm pnaarg3n p€rnegaql pofis, terpdinp

musibah atau tidak terrtdliqp 11a15ibah setelah nrenerirna taminan

alnarl tersebgt saln r saF- ktilhh png menyebaffran para pakar

hukum berpendapat balula tliuan asuransi pribadfl adalah dalam

rangka menahmg dan rnengatrr harh pokoh kar€na p€rnegang

polis dalam kondisi tersehfr tdak akan aman dari bahrya musibah

yang menimpa diri dan hartarrln, dan dia ingin matdapatkan klaim

untuk menghilargkan €fdqla- Karerra kalau dia mdalnrkann5ra,

maka ktaim ValS dfiperol€ltrtrtra tErus salna dengan mgsibah 5nng

menimpanp tanpa ada penarnbahan- Sebagairnana png berlaku

dalam klaim seslatr" d[rrnna da ffiak befg3hrtg d€ngan a$gansi

unfuk menaburE atau merrn4xrk harbnya-

Batrkan p€ln€{Fql potrs dahm jenis asuransi ini berkaitan

dengan kelnginan rmfuk rrremperoleh khim (uarg pertanggungan)

atas peristiura yang b€lsilat spdrtllafif (befum t€rfiu teriadi)- Apabila

musibah t€rlrdi padarlB rraka da al(an mendapatkan Haim

dalam ,umlah b€sar bh afanairgt<an dergan premi yang

disetortanrrya- seaandran bih mr.rsibah tdak t€rrdi padanya,

maka dia alGn ketrfhrgpn perni yarg disctorlsann3p tanpa

mendapat iaminan arElIL l(aern gang teriadi adahh bahura fidak

ada sestrafu yang merrftatnya takut dan Sefisah selarna dia

mernbagrar prerni s€bagai konpensasi dari pminan aman lEng
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akan dia peroleh dan dia tetap merasa tenang bih musibah
tersebut Udak t€ri.di.

AI<ad Asuransi Adalah Akad glnnr

Undang:Undang Pqdata Mesir membahas alod asuransi

dahrn bab khustrs berkenaan dengan alad glanr setdah akad
judi, akad taruhan dan pendapatan rutin selama hkfup. Sernuanya

merupakan akad glnmr (akad !,ang di ada unsur

ketidakjelasan [spelnrlatifl). Yang dimakzud bahwa akad asuransi
bersilat spekuhtif adalah bahura rrnsing-masing dari dua pihak,
yaifu perusahaan asuransi dan nasabah (pemegarg polis) Udak

mengebhui nilai yang hanrs diberikan dan nilai 37ang harus diambil
pada unkhr berlangs.rngnya akad, karena hal tersebut terganfung
ierjadinya musibah lnng menimpa nasabah atau tidak teriadinya

musibah lrang merrimpanya. Dan hal ini Udak ada lpng
mengebhuirya selain Allah @. Unsur glnnr (spelilhtfl ini bisa

diketahui dari ketidakielasan akan musibah tersebut, apakah akan
terjadi atau tidak teriadi.

Kalaupun diryratakan bahtrn asuransi akan

memberikan klairn (uang patanEgungan) atas musibah yang

menimpa nasabah dan nasabah berhak merrdapatkan uar{I
pertanggunsan tersebut, maka pada saat akad rasabah tetap fdak
tahu nilai 1lang akan dipaoleh sebagai kompensasi &ri musibah
yang menimpanla, dan dia juga tidak merrgetahui berupa Fnlah
premi lrang al<an disaorkannga kepada perusahaan sebefum

terjadinp musibah- Karena bisa iadi dia baru rnerryetorkan safu

kali prerni, lalu teriadi musibah dan dia berhak mandapatkan Haim
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(uang pertanggungan) tersebut. Dan bisa tadi dia tdah

menyetorkan prerni yang nilainlta lebih besar dari Frnhh uang

pertanggungan yang diterirnanya.

Kemudian berkenaan dengan penrsatraan asuransi, pada

wakfu akad, ia tdak - mengehhui iumlah prerni yarg al(an

didapatkan sebelum terldin5/a musibah. Bisa iadi musibah terrrdi

pada nasabah setelah dia menyetorkan prerni satu kali, blu

pemsahaan mernberikan uang pertanggungan kepadanya- Elisa

jadi pihak pausahaan mengambil setnu.r prerni sernerfiala

musibah tdak terjadi. Sernua ini adahh bgthlk gtnnr
(ketidakjelasan [sesuahr ]Eng bersifat speldatiff) llarg tdak

diketahui dua orang yang melakukan akad asuransi pada saat

terjadinln akad.

semua unsur gtnru terdapat dalam alod Asurarsi Niaga

(Asuransi Komersial), tanpa diperselisihkan lagi ohh para ularrn-

Al Hafizh Ibnu Haiar mendefinisil,trln glnnr dalam AI Fath

sebagai berikut, "segala sesuatu yang bisa teddi dan bisa tdak

terjadi. Begifu pula segah sestrafu yang tidak sah secara urnurn-'

AMul Karim Ar-Baf i mendefinisikan gharu s€bagai

berikut, "Keraguan pada dua pihak, dimana llang palirg domirnn

adalah yang paling dibku*an.' Atau "Sesuatu yang dimiliki it'r di

hadapan sesuatu Png diterima-"

At Qalyubi mendefinisikan ghamr dahm l{ary$alrn,rn atas

At Mahalli terhadap At ltvlhtni, "sesuatu yang tidak ada kepastftm

akan mendapatkan kompensasi di dalamnp-"

Dalam asuransi ada beberapa bahalp &aFhal negatif)

sebagai berikut:
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Pqbrn*. Perrirninan d dabmntn

@ terhadap s€sEtr 1rang tdak wajib
ditanggung.

Kdua. Merrnkan harta olaql hfur secara batit-

Ketig Ada rrrslr taruhan, iud aht minirnal mirip iudi.

Keempt Ada wrsr gt anr dan kefidahelasan, !,ang
ilulna dalam akad dua hal hi tdak boHr ada.

I{elima, Berterrtangan derrgm atra&.atrrran r,rnrlsan dan

unsiat

Kmnst Mengandrrg Riba

Kettiub, $pnt-s5prat5p de€lbesar (dip€rsu[$.

Kdelapn Tilak ada keperftugil ekonomi m€rdesak
yang m€nghandran bergahrrg d[ dabur6p"

Asuransi Pertukaran |Taffifi Sebagai Ganfi dari
Asrarxi lSaga 6smrx* Komersial)

Asuransi ini tfsa dahilr n d€ngan kesegat<atan

sekelompok traql urrtuk sahg blang-menolcrg dalam

mengfudapi rrnsibah yar{I merrimp sahh s@rang dari mereka.

Cararya adalah rrerdra mennberikan s{Drlah uarg yang b€rsifat

la*n untrk nsa1silti musibah tersctril, dirrnrn uang tersebut

b€msal dari harta merdra- LhfoU:rrEsirg dari mereka

mernberikan s{rnbh uarrg, dan apabib dana yang harus

diberikan l€bih b€sar dari k6 !Er{I merdra miliki, rnale mereka
bisa menyurnbaqgsesuai kernarnpuan rrrohg masing- Hal ini akan
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meringankan beban orang yang ted<ena rusibah- Mereka

membantun5a unfuk mernulai lagi kehidupanqB dari uang setoran

yang diberikan mereka atas dasar Tabtnt' (surr$argn sukarela).

Dan bisa jadi dia akan dib€ri uang lebih s€bagai bentuk

kesetiakawanan mereka.

Beberapa orang yang memiliki profesi salna atau

kepentingan llang sama seperti pemilik kendaraan pribadi atau

pemilik kendaraan se\rfaan atau serikat p€k€lF bisa melakukan

bentuk asuransi ini, dimana sekeJompok orang tersebut atau

serikat pekeda tersebut m€nanggtrng musibah prg dialami salah

seorang dari mereka- Definisinya adalah bahwa ia merupakan

persatuan (kesepakatan) para nasabah, lEng rrrirna mereka

berkewajiban menyetorkan iuran secaril berkah sesuai jadwal yang

disepakati, kemudian hasilnya digunakan untrk rnenutup kemgian

yang menimpa salah seorzrng dari mereka-

Maksudnya adalah bahwa dalam asrarsi ini seorang

nasabah mengamankan orang lain dan dirir{B sendiri, sementara

nasabah lain juga melakukan seperti vang dilalnrkannya. oleh

karena ifulah ia dinamakan asuransi pertr,rkaran keriasarna, dimana

seluruh anggota mempakan lerrrbaga atau organisasi atau

pemsahaan sehingga setiap anggota hans meniaganya dan

bekeda unfuk menguatkannya. Terkadarg ada nasabah yang

secara sukarela bekerja mengatur penrbglnnn dan akuntansi.

Sistem ini bisa mencegah teriadinln rrnnbuhsi dan tindakan

mengambil harta omng hin yang bukan tEk priMi" mengingat hal

ini bisa teriadi dalam asrrmnsi komersial-

DR- Al Jamal mengatakan dalam hrlarnla "Asuransi

Antara Syariat dan Undarg-undang':
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Craris yarg iehs dahm as{ransi pertlrkaran adalah bahwa

nasabah diargap s€bagai orang yang mengutamakan maslahat

dari sistern p€rfulmran tersebut- Oleh lnrena ifulah dia

mengerahkan s€gah kernarnpuannga unfuk m€nsukseskan sistem
ini dan merriruhlon orartgorang yang tidak punya nurani, anti

dan suka b€rprm-pum mendapat celaka agar tidak
bergahrng di dahnrUp-

Asrani ini bsa diterapkan dahm setiap pekerjaan

apapun, atau bfoa m€rsabungkan pana petani dangan orang-

orrlg yang mernitki pabrik (perusataan), atau bisa

menggaburElran h.urrh atau pedagarg, atau pernilik harh tidak
berg€rah dan hh s€bagafoSB dfonana s€tiap kelompok bersatu

unfuk mernberi irrnfnn tethadap anggota mereka dengan
p€r&lminan yarg serryxfin sesuai atrran SBng m€reka sepakati.

Isnbasa atau organisasi asrransi perhrlomn bisa bekerja

dengan tanya fol$rs pada pengurnpdan pr€rni dan memberikan
uans p€rtarggq;arL Kernudlan harta yarg terkumpul bisa

diinvestasikan urfuk fo1parrFprogram yang menghasilkan

bfttr keuntmgannya bba dsunakan unfuk
mengerrbarEfran l€rnbaga dahm sanu.r lini Fng membufuhkan

asurarrsi. D€ngan funit&u\ rrnka tdak pedu lagi bergabung

dengan p€rusatnan asrransi komersial- Negar&D€Sara non muslim
telah melasakan rrnrrfaat da,ri Asransi Ta'annnq dqan indikasi

bahwa 70 persen sistern anrasi di negara Sriss, Jerrnan dan
USA tehh meneradon sistern ini-

tlangp Alhhhh yaql mernberi tarfik kepada kebenamn,

dan trarqp keeaeNp kih merrrotron pertolorgan dan pahala

yang baik-
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Syaikh Faishal Maulawi sependapat dengan Prof-

Yusuf Kamal dalam hal ini. Beliau mengemukakan

dalam kitabnya " Adhwa' 'AIa Al lqtishad Al Islami:

Pertama: Keistimewa.rn Asuransi Islami

1. Pihak yang melindungi asuransi dan memberi jaminan

aman dalam Islam adalah Baitul Mal (kas negara). Fungsi

Baiful Mal adalah memberi jaminan, dengan cara

mengambil harta dari orang kaya unfuk diberikan kepada

. orang-omng miskin tanpa bertujuan mencari keunhrngan

dengan rasa sakit dan musibah yang menimpa

masyamkat.

2. Salah sahr perbedaan besar antara Asumnsi Islami yrarg

dilindungi Baitul MaI dengan Asumnsi Komersial (Asumrsi

Niaga) lnng dikendalikan oleh perusahaan komersial

adalah bahua dalam Asuransi Islami seluruh warga

negara sama, baik dia muslim maupun non muslim yang

hidup di baunh naungan negara Islam. Termasuk di

dalamnya adalah kelompok masyamkat yang f,dak

mampu memba5nr premi asuransi. Kelompok seperti ini

tentu lebih membufuhkan asuransi daripada orang-oremg

yang mampu mernbayar premi. Sementara dalam

asuransi komersial, anggotanya hanlp terbatas pada

omng-orang yang bergabung dengan perusahaan,

sedangkan selain mereka fidak, meskipun mereka png
bukan anggota (nasabah) lebih mernbufuhkan. Hal karena

tujuan pertama penrsahaan antam mencari keunfungan,

sementar.a tujuan Baitul Mal adalah merrberi jaminan

secara merata dan melayani kebufuhan masyarakat.
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Di antara perbedaan penting lainnya adalah, bahwa

Asuransi Islami berhrjuan mengatasi musibah, bukan

mencari keunfungan. Sesungguhnya prinsipprinsip Islam

menolak asuransi jiwa yang diterapkan sebagian kalangan

unfuk mencari keunfungan harta 3Bng besar, bukan dalam

rangka menghilangkan musibah lang menimpa mereka.

Adapun mengumpulkan harta dan mencari keunfungan,

ada cara lain yang sesuai qnriatpng bisa dilakukan, pifu
dengan cara bertisnis (berniaga), bekerja di bidang

indusfui, pertanian atau jasa, atau bidangbidang lainnla

1nng disyariatkan.

Salah safu keistimerrraan Asuransi Ishmi adalah bahura ia

menjamin kebufuhan masyarakat pada masa fua dan

menanggung keperluan mereka bila mereka tidak mampu

bekerja karena suatu sebab tertenfu. Jadi fungsinya jauh

lebih sempuma daripada Asuransi Komersial yang hanSn

terbatas pada sebagian harta atau sebagian musibah.

Apabila harta yang disepakati kompensasinya, rnaka

nasabahnya akan mendapatkan uang pertanggungannla.

Sementara bila harta tersebut selamat tapi harta lainnya

rusak, maka dia tidak mendapafl<an uang pertanggungan

apapun. Apabila terjadi musibah tertenfu dengan syarat-

slnrat tertenfu, maka seseorang akan memperoleh

kompensasinya, sementara bila teriadi musibah yang tidak
sesuai dengan qlarat-s5nmt prg disepakati maka dia

tidak akan mendapatkan i apapun. Be$eda
dengan Asuransi Islami lnng kita bisa temulan
penjaminan yang sempuma, yar{l mencakup seluruh jenis

3.

4.
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harta dan s€lrtrEl ,enis musibah k€trka oftmg lnng
mengalami musibah tdak nrampu rru ar{X1trr{Inlla-

5- Di antara keistirnenaan Asrransi tdarni adalah bahrnra ia

mencalarp iarninan terhadap kcfrrhrhan anak dan

keluarga s€tdah uafatnla orang lpng m€nanspngnlp
(suami)- Asuransi Ishmi merriamin s€rnuan!/a tanpa ada

karajiban rnernbayar iuran bagi orarlg gnng diiamin- Ia

menjamin dahn bafias$atas kehtrhan png pokok saja.

Adapun untuk omng ka5B, Frg han s dilalulonn!,a

adalah b€k€rF s@ra produldif agar dia bisa mernenuhi

kebuttrhanqB.

Kdtn: Dalit-DaH Aba&

Agar tidak ada arrsi batnpa apa lrurg tdah kami uraikan

ini Udak ada dasamp dalam Ishrr\ karni alran rnenietaskan sedikit

sebagian ajaran Islam FnS ilrcnguadcn apa lpr4; telah kami

uraikan tentang keistimeryamr Asuransi tslarri:

1- 7al<at- Ia adalah sahh safu nrlnm khm yang lima yang

diqariatkan unfuk menpmin kehfuhan orang€rang
miskin. AIhh & tdah rnenidadran orar{forang },ang

b€rhak m€n€drur alrertdalarn Al Qn'an Al Karim, lnitu,

t:r$ W i**ttr3 a<,36 ;Gi$

ii| ifr #-:;iry,g6vvj Ji "&$

,bat
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* Unfuk onrlg-orang fakb, oft,ng-orang miskin,

pengurus-pqlgurlts zakat, para mu'allaf tnng dibujuk

hatin5a, unfuk (manerdekakan) budak, omng-omng yang

berubng, untuk .plan Allah dan unfuk mereka Wng
sdang dalan " (Qs. At-Taubah [9]: 60). Jadi

hrjuan zakat mencakup:

- Mernbantu orrng-orang fakir dan orang-orang

miskin, tanpa memandang sebab kefakiran mereka.

- Menrerdelol{an budak dan mernbanfu orcng-orang

lpng mernbtrfuhkan banfuan.

- Mernbantu orang-omng !/ang merniliki utang ban5ak

karena suafu sebab (musibah, bangkrut, kecelakaan

dan lairrlain)

- Mernbanfu orang-orang lrang bemda di jalan Allah

se@lzr mudak tanpa ada Meskipun

rnayrcribs uhrna berpendapat bahua yang dimaksud

di jalan Allah adalah oransforang yang berjihad.

Disamping itu Baitul Mal juga berkamjiban memberi

funjangan kepada para pegawai lnng memungut upeti dan

mendistibusikannya- Adapun omng-orang yang baru mazuk Islam,

mereka tidak masuk dalam pembahasan khusus tentang asuransi.

2- Agar pernbaca mendapat gambaran lebih jelas tentang
peran dan tanggung jawab Baitul Mal terhadap setiap

anggota , kami akan menceritakan kisah

seorang uranita Badui yang datang unfuk menemui Umar

bin Al Khathfiab. Saat itu Umar sedang tidur siang di
bawah pohon, sementara \r/anib tersebut tidak
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mengenalnya. Lalu dia berkata kepada Umar, 'Aku
seorang wanita miskin yang memiliki beb€rapa anak laki-

Iaki. Amirul Mukrninin Umar telah mengirim Muhammad

bin Maslamah sebagai pefugas pemungut zakat, akan

tetapi dia tidak mernberi zakat tersebut kepada kami.

Barangkali engkau bisa membanfuku unfuk berternu

dengan Amirul Mukrninin. "

Wanita tersebut mengetahui hakrya yang ada di
Baiful Mal dan merninta kepada Urnar yang belum

dikenalnlp agar mernbanfunya unfuk merninta haknSa

kepada Muhammad bin Maslamah. Maka Umar pun

langsung berteriak kepada pelayannya dan memintanya

agar Muhammad bin Mashmah- Karena

uanita Badui tersebut tidak mengetahui bahwa orang
yang di adalah (Jmar, maka dia pun berkata

, 'Akan lebih efektif bila engkau yang langsung

pergl menemui Muhammad bin Maslarnah." Maka Umar
pun berkata, *Da akan melakukannln, insya Allah."
Setelah Muharnrnad bin Maslamah datang, dia pun

mengucapkan, 'Assalamu 'Alaika, wahai Arnirul

Mukminin." Maka wanita itu pun malu. lalu Umar

berkata, 'Derni Allah, aku sudah biasa mengangkat

orang-orang te6aik di antara kalian. Apa 5rang akan
kamu katakan bila Allah & menanlakan

tentang hal ini?' Maka kedua rnata Muhammad

meneteskan air rnata. lalu Umar berkata, "Berikan

kepadanya zakat tahun ini dan tahun perbma. Aku tdak
tahu, mungkin aku tidak akan mengirimmu lagi." lalu
Umar merninta agar dibawakan seekor unta untuk wanita
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ten'sebut, kemudian dia memberinya tepung dan minyak

zaitun dan merrgruruhnya agar membawanya ke Khaibar'

Umar juga mernberinya dua unta lain. Sejak saat ifu

Muhammad bin Maslamah senantiasa mendatanginya dan

memberikan zakatnya.s

Wanita tersebut adalah seorang janda miskin yang

memiliki banyak anak laki-laki- Suaminya wafat sehingga

dia tdak laE memiliki omng lpng menjadi tulang

punggung keluarga. Akan tetapi dia tidak menjadi orang

yang terlantar karena haknya di BaihI Mal tetap ada' lni

fidak ha.,!n sekedar ijtihad Umar, akan tetapi merupakan

praktek lrang benar, berdasarkan saMa Rasulullah S,

o / o.< o lo ,
d CA-."-aJ ,t f

t*:
"Aku tebih berhak tahadap sefiap muslim

daipda dirirya. Barangsiapa maninggalkan harta, maka

ia unfuk ahli wmisnin- Dan bamngsiapa meninggall<an

utang atau anak-anak terlantar vrutg tidak memiliki harb,

mal<a ia meniadi tanggang jaotabku-" (HR-Al Bukhari dan

Muslim).

Apakah asuransi jiwa untuk maslahat anak Snng

diterapkan pertrsahaan asuransi komersial dapat

s- tih. Kibb N Amqtal, karyaAbu'Ubaid-

li
ae

,F, ji 6

GV i ris li :ri ,y;i#'Yu
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mengatasi problem anak-anak tersebut sebagaimana lrang
diatasi oleh Islam?!

3- Ketika Khalid bin Al Walid memasuki Hirah di lrak, dia

berdamai dengan penduduknya yang mempakan orrng-
orang Nashrani yang tetap dalam agama mereka. Lalu dia

menulis piagam politik unhrk mereka lang isinSa

menjamin sejenis asuransi yang dianggap sebagai asuransi

sosial pertama dalam sejarah, dan dia tetap dianggap

sebagai jenis asuransi yang paling lengkap. Khalid

berkata, 'Aku menetapkan untuk mereka: Siapa saja

orang fua lnng sudah tidak mampu bekerja atau

mendapat musibah, atau orang kaya yang jatuh miskin,

sehingga orang-orang yang berpiutang kepadanln

menyedekahkan piutangnya kepadanSn, maka aku akan

menghilangkan jizrplmya (tidak perlu membayar jizyahl

dan aku akan menanggung kebufuhann5n dan kebutuhan

keluarganln dengan menggunakan dana Baitul Mal (Kas

Negara), selama dia tetap tinggal di negeri hijrah dan

negeri Islam. Apabila mereka telah keluar (pindah) menuju

negeri yang bukan negeri hijrah dan bukan n€geri lslam,

maka kaum muslimin fidak wajib memberi tunjangan

kepada metr€ka."6

Adakah asumnsi komersial yang seperti asuransi

Islami?

Dalam asuransi Islami orang tua dijamin hidupnya

ketika dia tidak marnpu lagi bekerja. Asuransi Islami juga

menjamin musibah yang menimpa maslramkat secara

6- I-:h. Kitab At KlTamj,lo4ra Ab{.r Yusuf.
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tiba-tiba, apabila musibah tersebut menyebabkan mereka

tidak mampu lagi bekerja.

Asuransi Islami memberi jaminan terhadap orang-

orang miskin, apapun sebab kemiskinannln. Dalam hal

ini Baitul Mal wajib menanggung kehidupan orang miskin

dan keluarganya, dan orang tersebut tetap boleh memeluk

agamanya.

Sungguh azuransi tslami merupakan potet dari

asuransi terbaik, karena seseorang akan senantiasa

melihatrya, lalu membandingkannlp dengan melihat

kondisi kaum muslimin 5rang sibuk bergabung dengan

asuransi komersial, sehingga dia pun akan terheran-heran

karenan5ra. Merrtal yang telah rusak memang telah

menjadikan kita buta terhadapnln-

Para Sejarawan meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz t$:

Bahwa suafu hari istrinya, Fatimah, masuk menemuinS/a

ketika dia sedang duduk di ternpat shalatnya dengan

menpndarkan pipinya di atas tangannln dan air mata

mengalir di kedua pipinya. [-alu Fatimah bertanya, "Ada

apa denganmu?" fJmar bin AMul Ai:rz menjawab,

'Celaka kamu, wahai Fatimah- Aku telah diberi tugas

unfuk mengums masalah umat. Aku memikirkan tenbng

nasib orang miskin yang kelaparan' orang sakit lnng

merana, perrderita kusta yang berjuang dengan

perqrakitrya, anak yatim yang tersia-sia, janda lrang

kesusahan, ofttng teraniaSn Snng tertekan' orang asing

png ditawan, orang fua png telah pikun' orang yang

memiliki banSrak anak sementara hartanln sedikit, dan
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masih banyak laS okmg{rang m€nd€dta hinrrya di
berbagai pdosok neg€ri. Aku sadar batura Allah & akan

bertanlp padalu terrtang mereka pda Flari l(hmat Dan
selain mereka lnng akan mendebatlar adahh l{abi
Mufnmrrnd $- Aku takut fidak bisa berugurn€n di
lmdapan mereka k€fika teriadi p€rsdbitrol Maka aku
pun losihan terhadap dirilu sendfoi lrforga aku
menangb-'7

Asrlansi a&hh trgas perylrasa rrnshn dan tugas

Baiful Mal- Asuansi harus dibqikan ol€h Baitul l\dal

kepada s€mua orang lnng m€rnbufuhkarl Dernftimlah

1lang dialillran oleh Rasululhh *i dan diterapkan s€tehh
beliau oleh para sahabat &,-

Ketiga= Dasar-Dasar A$ransi Islami

Dari uraian s€behnnya bisa ldta simpulkan bahrla dasar-

dasar asuransi Islami 1ang kita s€but "At-Ta'min AI &mf adahh
sebagai berikut:

1- Pengtrasa muslim ahu Baiful Mal menrpatrran plhak yang

wajib mengatur asuransi ini-

2- Ketika Baiful l,Ial melakukan tugas rr& nrlrnnnlp
han!,alah mengatur asurarsi terhadap nE laralet s€baik

mungkin, himn r.rnfuk mencari keuntrrgilL

3- Asuransi Islam mencakup sernua kondsi 3Bng harus

dibanfu saat dibutuhkan- Jadi ia rn€ncahp asnansi

7- I-ih. Al Bietph Wa AnlWaafilarya Ibnu lGtsto-
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kecelakaan, asumnsi harta dan asuransi iiwa sesuai poin-

poin khususnSa.

+ Asumnsi Islami bertujuan menghilangkan musibah lang
menimpa manusia, bukan unfuk mewujudkan kekayaan'

Jadi ia merupakan sarana unfuk tolong-menolong, bukan

sarana untuk mencari penghasilan-

Keempt Asuransi Ta'awun

Apabila Baitul Mal kaum muslimin tidak ada, atau ada tapi

tidak bisa menjalankan fugasn5n dalam bidang asuransi

sebagaimana !,ang telah kami uraikan, apakah lnng harus

dilakukan seorang muslim? Apakah dia harus tetap hidup di bawah

tekanan kebkubn dari hal-hal Snng tak terduga? Apakah seorang

muslim Fng ingin konsisten dengan ajaran Islam hams senantiasa

hidup dalam keresahan sehingga ketika datang musibah yang

menimpanlra dia tidak bisa mengatasinya dan mengalami sfues

berat? Bahkan mungkin bisa menyebabkantF lalai dalam

beribadah dan tidak bisa menjalankan karajiban-karajiban lainnln

yang diaiarkan oleh Islam.

Kami tidak ingin menghakimi seomng muslim yang hidup di

tengatrtengah mas}arakat Jahiliyyah kemudian menanslung

setnua k€burukannya, mengingat dia tidak mampu menghindar

darinp dan fidak bisa mernanfaatkan kebaikan-kebaikannya

karena diharamkan, sehingga hal ini akan menyebabkan hidupnya

menderita. Kami juga tidak akan membahas tentang landasan-

landasan png bisa diterapkan seorang muslim dalam masyarakat

Jahili),!,ah agar dia hidup sebagai muslim tanpa mengalami kendala

dan kesulitan, karena hal ini ada pernbahasan khususnya- Yang
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akan kami bahas adalah tentang Asumnsi Ta'awun; bukan hanya

dari sisi bahwa ia merupakan solusi altematif yang bersifat

temporal yang bisa ditempkan oleh kaum muslimin dalam

masSrarakat non Islam, akan tetapi juga dari sisi bahwa ia
merupakan salah safu sarana pernberrfukan asurarsi Islam yang

bisa diterapkan kaum muslimin sampai dalam naungan

pemerintahan Islam, karena ia berdiri di ahs landasan-landasan

!,ang sesuai dengan prinsipprinsip slpriat yang mengajarkan

perlindungan dan tolong-menolong.

Asuransi Ta'awun adalah persekutrnn sekelompok orang

unfuk mendirikan lernbaga kas yang menyimpan harh mereka

dengan cara menyetorkan iuran dalam iwnlah terbatas yang

diberikan oleh masing-masing dari mereka kemudian masing-

masing dari mereka mengambil baglan tertenfu dari kas tersebut

apabila salah safu dari mereka suafu musibah.

Pe6edaan antara Asuransi Ta'awun dengan Asuransi Komersial

adalah bahwa dana yang terkumpul dari iuran tersebut tetap
menjadi milik bersama dan bukan milik Jadi ia
mempakan jenis penjaminan mumi, tnnln saja struktumya

terorganisir secara rapi dan tidak amburadul.

Pengafuran asumnsi secara baik agar bisa lebih efektif

dalam menghadapi musibah dan bencarn lBng menimpa manusia

adalah suafu terobosan lrang patut disyulud. Takat pada

hakikatnla adalah salah satu jenis pengafuran asurarsi, haryn saja

benfuknya dengan mengambil harta dari orang kap unfuk

diberikan kepada orang miskin- Sernentara dalam Asuransi

Ta'awun tidak dibatasi dengan prinsip ini- h mirip dengan jenis

lain dari jenis-jenis penjamirnn dalam Isla,rn, yaihr sistern Aqilah,

dirnana anggota aqilah bekerrtrsama unfuk mernbalar dryt pelaku
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dalam pernbunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Ini

adalah salah safu jenis pengafuran asuransi di antara orang-orang

yang tergabung dalam satu keluarga yang diwajibkan oleh syariat-

Sistem ini merrperkuat pernbolehan unfuk mendirikan asuransi

57ang dilakukan sekelompok kaum muslimin untuk saling menjamin

terhadap sesarra mereka dengan tetap mernperhatikan landasan-

landasan per*minan dalam Islam sesuai lnng telah kami

sebutkan.

Asuransi Ta'wun fidak bertuiuan mencari karntungan bagi

orang-orang png menialankannla dan tidak berhriuan memupuk

keka5nan bag angotanya, akan tetapi hanya sekedar

meringankan musibah yang menimpa mereka. Apabila dalam

asumnsi ini Udak bisa menjamin sernua kondisi, maka tidak apa-

apa menjamin sebagianngra, karena dalam kaidah qariat

disebutkan 'Bahaga itu bisa dihilangkan semarnpun!,ra-" Apabila

sulit mendirikan Baiful Mal yang mengurusi semua jenis asuransi,

maka Asumnsi Taa'wun bisa dianggap sebagai Baiful Mal Kecil

untuk sekelompok kaum muslimin yang mengumsi sebagian

penjaminan Vang paling perrting menurut mereka- Oleh karena ifu

beberapa pernilik mobil bisa mengadakan kesepakatan di antara

sesrna mereka unhrk mendirikan Asuransi Ta'awun. Begifu pula

sekelompok pedagang bisa mengadakan kesepakatan dengan

sesama mereka untuk mendirikan sejenis Asuransi Ta'awun-

Asuransi ini dibolehkan oleh Undang-Undang Sipil dan

tidak berterrbngan dengan ajaran Islam berkenaan dengan

penjaminan. Oleh karena kaum muslimin bisa menerapkannya

dengan tenang. Bahkan negara Islam bisa mengacu pada asuransi

ini bila zakat dalam kondisi tertentu tidak bisa memenuhi sernua

bentuk penjamirnn.
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Kelima: Asuransi Niaga (Asuransi Komersial)

Apabila tidak ada Asuransi Ta'awun, apakah seorang

mr:slim boleh bergabung dengan asuransi komqsial?

Jawaban kami adalah sebagai berikut:

1- Menurut kami hukum asal Asurarsi Komersial dengan

segala jenisnya adalah haram. Dan seorang muslim wajib
sebisa mungkin.

2- Apabila negam menetapkan agar maq,rarakat merrgikuti

asuransi tertenfu, maka ia adalah kondisi darumt png
disyariatkan. Kecuali bila seseoremg mampu menghindari

asuransi tersebut tanpa kesulitan atau k4aphan.

3 Apabila asuransi tersebut ada, tapi tdak diuajibkan oleh
pemerintah, akan tetapi seorang muslim dalam kondisi

tertenfu sedang menghadapi musibah 1ang tidak rnampu

dihnggungnya, maka dia boleh b€rgabung dengan

asuransi tersebut, karena "Keadaan darurat mernbolehlcan

hal-hal Snng dilarang." Hanya sap perdapat ini bukan

hukum 5nng bersifat utnutn unfuk s€furuh kar-un muslimin,
akan tetapi han5ra sekdar prinsip 1arrg bisa diterapkan

dan bisa pula tidak diterapkan, karena rnasahh bahaya

besar yang masih bersifat spekulatif harus benar-benar

terjadi dan seseorang tidak mampu menar{E;ungn}ra.

+ Pembolehan bergabung dengan asn.uansi komersial dalam
kondisi darurat hanla terbatas pada asr.nansi harta dan
asuransi pertanggungjawaban atas suafu musibah.

Adapun asuransi jiwa, maka kondisi darurat sangat sulit
ada di dalamnya, lebih-lebih karena fuiuan asuransi ini
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adalah unfuk mencari keunfungan, bukan unfuk

menghilangkan musibah. Disamping itu tidak dibolehkan

memberi makan anak dengan harta haram berdasarkan

spekulasi kemiskinan, karena bisa jadi mereka tidak perlu

memakan harta haram.

Uraian Kami Sebelumnya dalam Pembahasan
Tentang Syi*ah Pada Cetakan Sebelumnya

Akad Asuransi dan Perusahaan-Pemsahaan
Asuransi

Menurut mereka ada akad yang dinamakan akad mahar

(Asuransi Pemikahan), lraitu akad unfuk mernberikan sejumlah

uang kepada anak lah-lak atau anak perempuan ketika dia telah

mencapai usia nikah- Uang tersebut hams disiapkan unhrk

keperluan pemegang polis (pada saat akan menikah). Dalam

asuransi ini pemegang polis harus menyetorkan iuran tahunan

tanpa manfaat. Apabila dia hendak menrbahnya menjadi iuran

bulanan, maka harus ditambah prosentasenya sebagai benfuk

manfaat. Dalam asuransi ini kondisi peme4ang polis akan

diperhatikan dari kesehatan lisik dan anggota fubuh yang normal

agar pemsahaan merasa tenang bahwa setorannya akan dibapr
se@ra penuh. Apabila tidak demikian, maka ajal itu berada di
tangan Allah B. npaUita pemqJang polis wafat meskipun baru

setor safu kali setelah akad, maka iurannlra tidak perlu dibayar oleh

ahli warisnya dan dihentikan se@ra langsung. Kemudian

perusahaan akan datang pada unktu penerimaan uang

pertanggungan agar nilai polis bisa diberikan secara penuh.
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Apabih uang pertanggurgan tersebut hendak diminta, rnaka yang

dib€dkan hanya sepanrhngp saia atau kumng dari separuh sesuai

,adwal yang dijelaskan dalam akad. Sesungguhnya dalam asuransi
ini terrdapat beberapa cacat yang ditolak slrariat. Agar akadn5ra

merridi sah, rnaka r,vajib haFhal berikut:

1- Iuran buhrnnrya behas dari riba-

2- Bagi nasabah png hendak mernbatalkan akad tersebut

boleh meminta kernbali iuran yang telah diberikannyra agar
fdak ada ladi glnnr.

3 Perusahaan menrberikan iuran tersebut kepada nasabah

derrgan s€erzr- Kecuali bila nasabah ingin memulai lagi

akad baru dan akan menyetorkan serrdiri iurannlra, rnaka
iumn png telah dlsetorkan bisa dilanjutkan kembali.

+ AkadryTa han s akad menabung- Jadi iumnnya disimpan
oleh perusahaan r.urtuk diberikan kernbali kepada nasabah
k€fika dibutuhkan hnpa ditambah atau dikurangi-

Apabih hal-hal di atas telah dihkukan, maka unsur
kaidakielasan fidak akan ada hgi dari sisi urnur rnsabah dan unsur
gt anr tdak ada lagi dari sisi pengambilan rnng perhnggungan
yarg l€bih besar dari prE tehh disetorkanq;a- Pernberian iuran
yartg riba hanrs dihentikan, disamping pula harus
rnengernbalikan uang lrang mungkin telah disetorkan nambah,

H:ii-i4#i,;r"t)
"Dan jila kamu Moht (dari WApmbilan dba), nnka

fuftru pkok Inrbmu.'(Qs- ru Baqarah 121:27gl.
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Di antara bentuk asuransi komersial adalah asuransi jiwa-

Bentuknya adalah seseorang mengadakan akad dengan

pemsahaan asuransi senilai 5000 Pound -misalnya- lalu uang

tersebut dib€rikan kepada ahli waris nasabah setelah dia wafat,

baik dia wafat karena kecelakaan atau wafat secara alami- Asuransi

ini mengandung unsur judi, karena jangka wakhrnya tidak jelas,

mengingat ajal itu berhubungan dengan llmu Allah & (takdir).

Disamping ifu ia juga mengandung unsur ghanr, karena uang

yang harus diberikan sebagai jaminan jiwa nasabah tidak jelas-

Di antara benfuk asuransi komersial adalah Asuransi

Kecelakaan Kerja. Yaifu jaminan yang diberikan kepada

perusahaan atau pemilik kendaraan atas musibah yang menimpa

pekerja pada saat bekeria atau pengendara ketika mengendarai

kendaraannya. Sistem ini mirip dengan dtyat yang diberikan oleh

Aqilah. Jumlahnya adalah sesuai dengan kesepakatan baik 5rang

dibayar setiap tahun atau setiap bulan, dengan ketenfuan bahwa

perusahaan akan memberikan uang perhanggungan atau sesuatu

5rang senilai dengan penjaminan tersebut. Jadi ia mirip dengan

digatatau kompensasi untqk orang yang terkena musibah. Bentgk

ini dibolehkan, karena orang yang mengambil manfaat dari akad

ini yaitu perusahaan, merupakan orang lain yang bersifat fidak

tertentu- Dalam perdamaian (pemberian disni memang

mengandung unsur penjaminan yang dilakukan oleh penduduk

suafu kampung atau kawasan untuk memberikan ditnt setelah

mereka bersumpah bahwa mereka tdak mengetahui

pembunuhnya. Masalah ini ins5ra Allah akan dibahas secam khusus

dalam pernbahasan 'Umm dan Ruqb.

Asuransi Jiwa diharamkan oleh para fuqaha kontemporer,

seperti Mufti Mesir Syaikh Muhammad Najib Al Muthi'i dan Spikh
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Ahrrnd hhrahim, salah seorang pakar fikih terkenal pada

masanya. Adapun Syaikh Abu Zahrah, dia membolehkan Asuransi

Ta'awun atau Asuransi Sosial dan mengharamkan asuransi-

asuransi lainnya.

DR. Muhammad Sallam Madkur mengatakan dalam

makalahnyaS yang mernbahas tentang pendapat para fuqaha,
"Ada ulama yang membolehkan semua jenis asuransi yang

dibufuhkan. Akan tetapi menumtrya Asumnsi Jiwa tidak

diperlukan. Beberapa ulama juga berpendapat dernikian. Akan
tehpi ketika masyarakat banyak yang bergabung dengan asuransi

dengan segala jenisnya dan mereka tertiasa berinteraksi

dengannya tanpa memikirkan efeknya yang menimbulkan pro dan
kontra, maka beberapa ulama lain membolehkan asuransi dengan

sEala jenisnya. Di antara ulama yang membolehkan asuransi

dengan segala jenisnya adalah Prof. Mushthafa Az-7arqa (Guru

Besar Universitas Damaskus), dan Syaikh Ali Al Khufaif (Dekan

Junrsan Syariah Fakulhs Hukum). Dia (Syaikh Ali Al Khufaifl
merrgatakan dalam makalahnya yang disampaikan di hadapan

Muktamar Kedua Majma' Al Buhuts Al IslamiqTah, 'sesungguhnSra

hukum asuransi secara syariat adalah boleh, karena ia merupakan
akad baru yang fidak ada dalil khususnlra. Ia berhrjuan

marujudkan maslahat tanpa ada bahaya di belakangnya. Setelah

ia banlpk diminafi masyamkat, maka ia menjadi sesuafu lnng
urnurn dan biasa karena di dalamnya banyak terkandung maslahat

baik 1nng bersifat urnLlrn nraupun yang bersifat khusus, dan
bahrwasanya maslahat 5rang akan didapat daringn hampir bersifat

darurat. Oleh karena itulah tidak ada lagi syubhat di dalamnya

apabila ia harus diterapkan meskipun masih ada syubhatlSra'."

8- Uh. Ma!ilah Al Arabi Al Kuuraitiryah, Edisi 1895.
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Syubhat-Syubhat Yang Dijadikan Landasan Oleh
Ulama Yang Mengharamkan Asuransi Komersial

Sgrbhat-syrbhat lrang menunrt para ulama meniadi

landasan fidak diq,rariatkannya asuransi adalah bahwa ia

merrgandung unsur ketidakjelasan dan ghamr- Dua hal ini

menghalangi sahnln akad secara syariat karena Allah @ melamng

jual-beli ghanr. Mereka juga berkata, "Sesungguhnya penjaminan

ihr adalah dalam rangka melakukan kebaikan sehingga tidak boleh

mengambil kompensasi darinya. Disamping ihl ia adalah

penjaminan sesuatu png tidak ada pada saat akad meskipun

bahayanya bisa ada. Alasan lainnya adalah bahwa akad ini

mengandung unsur judi yang dilarang oleh syariat, terlebih lagi

karena ia merupakan pertuatan memakan harta orang lain scara

batil. Disamplng ifu ia iuga berhubungan dengan riba, karena

perusahaan menggunakan harta nasabah atau sebagiannya unhrk

pinjaman yang mengandung riba (pinjaman berbunga). Di sisi lain

pada sebagian akad asuransi premi diberikan dengan

keunfungannya yang menrpakan riba-"

Memang ada bantahan terhadap ryubhat-syubhat tersebut,

akan tetapi bantahan tersebut tidak bisa menolak keharamannlp.

Lebih-lebih lagi karena penulisnya mengakui bahwa sebagian

s5nmt dalam perusahaan asuransi berhrjuan unhrk mencari

kamfungan. Penulisn5n juga mengakui bahwa perusatraan-

pertrsahaan tersebut rnenerapkan sistern riba dalam harta orarlg-

orang beriman Snng menjadikan keuntungannya termasuk hasil

dari muamalah terlarang tersebut.
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Asuransi Komersial (Asuransi Niaga) ada dua jenisg:

1. Asuransi Jiwa.

2. Asuransi harh.

Asuransi dalam dua jenis ini adalah menjamin keselamatan.

Akan tetapi artinla bukanlah mencegah baharc tanpa adanln
sebabsebab kerusakan, karena tidak ada seorang pun yang bisa

mencegah kernatian bila telah tiba wakfunp atau mencegah

musibah dari langit bila telah datang saatnga. Adalah suafu

kebodohan besar bila keselamatan seperti ini dijamin atau ada

orang yang menerima penjaminan ini.

Jaminan keselamatan dalam kondisi seperti ifu termasuk

- Dalam artian bahwa pemsahaan asuransi sepakat
dengan nasabah yang mengadakan akad asurarsi jiura dengann5ra

bahua apabila te,riadi kerusakan pada diri seseorcrng atau sesuafu

yang dijamin, maka perusahaan harus mengganti kerugian tersebut
dengan memberikan darn yang telah disetorkan nasabah.

Benfuk asuransi jiua adalah seseotang mengadakan akad
(kontak) dengan perusahaan unfuk nilai harta dahm ,umlah
tertenfu selama rrasa tertenfu, misalnya 5000 Pound selama 20
tahun; dimana dia wajib menyetorkan jumlah tersebut dalam
benfuk prerni kepada perusahaan setiap bulannlra, kemudian
penrsahaan wajib mernberikan uang pertanggungan kepadanln
secara penuh bila batas waktunp berakhir. Uang tersebut
dib€rikan bersama keunfungannya lang merupakan riba atau
bnpa kzunfungan sesuai qrarat-s5nmt lnng dis€pakat. Uang

9- DihXip dari rnakalah DR. Abdurrahrnan Tatij yang disampaikan dalam
Muktarrar ularna Islam Ketujuh 57ang diselenggarakan oleh Malrna' Al Buhub Al
lshmig,ah di IGho.
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pertanggungan tersebut juga wajib diberikan seluruhnya kepada

ahli r,uarisnya atau orang yang difunjuk sebagai penggantinya

dalam menerimanya bila dia wafat dalam masa tersebut, meskipun

dia baru menyetorkan premi satu kali. Termasuk asuransi jiwa

adalah asuransi terhadap kecelakaan yang menimpa salah safu

anggota tubuh.

Adapun asuransi harta, benfuknya adalah seseorang

mengadakan akad dengan perusahaan yang isinya pemsahaan

menjamin keselamatan rumahnya atau kendaraannya atau

perabotan mmahnya atau barang dagangannya di tokonya atau

yang hendak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain baik di
darat maupun di laut atau harta-harta lainnya, kemudian pemilik

harta yaitu nasabah menyetorkan sejurnlah uang tertenfu (prerni)

kepada perusahaan setiap tahun atau setiap bulan sesuai qrarat

yang ditetapkan. Adapun jumlah premi yang disetorkan itu
berbeda-beda sesuai kesepakatan kedr,ra pihak.

Premi ini tidak boleh diminta kembali oleh pemilik harta

dalam kondisi apapun. Ia mumi menjadi milik perusahaan

asuransi. Jadi hulmmnya berbeda dengan premi dalam asuransi
jiwa. Kemudian pemsahaan wajib memberikan uang

pertanggungan kepada pemilik harta (nasabah) secara penuh bila

terjadi kerusakan pada hartan5ra baik karena kebakamn atau

kebanjiran atau musibah lainnya, selama akad asuransinya masih

berlalu, meskipun nasabah baru rnenyetorkan safu premi saja.
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Hukum Syariat Berkenaan dengan Dua Jenis
Asuransi Tersebut

(Silahkan Baca Uraiannya Secara Lengkap Di Akhir Juz 13)

Tidak ada pembahasan yang dilakukan para ulama

terdahulu berkenaan dengan asuransi jiwa atau asuransi harta, dan

tidak ada safu pun dari mereka yang mengatakan halal atau

haramnlra; karena pada Inasa mereka asuransi jiwa maupun

asuransi harta tidak ada di seluruh dunia Islam. Akan tetapi

berdasarkan kaidah-kaidah syariat dan prinsipprinsipnSn, juga

berdasarkan iithad ulama png diambil dari sumber-sumber syariat

sesuai batasan dan sprat-syaratn5a, bisa disimpulkan tentang

hukum asuransi dengan dua jenisnya menunrt pandangan syariat

Islam setelah mengetahui efek dan akibatrya s@ara hukum serta

syarat-syarat dan batasan-batasannya secara tradisi yang menjadi

pijakan berdirinya pertrsahaan asuransi. Kemudian selrlua ifu harus

ditimbang dengan neraca spriat baik dengan nash yang bersifat

rinci (khusus) nraupun png bersifat umum. Disamping ifu juga

harus melihat para imam Mujtahid yang diambil dari

sumber-sumber fikih Islam baik yang berupa ahran maupun

undang-undang. Apabila sernua ifu diambil derrgan cara llang

benar dan dipahami dengan pemahanum lnng baik dan

mendalam, maka hukum asuransi bisa ditetapkan; begitu pula

hukum selain asumnsi dalam segala hal 1nng berkaitan derrgan

kehidupan Fng tidak dibahas pam fuqaha generasi terdahulu.

Berdasarkan hndasan ini, maka karni katakan,

Sesungguhryn asuransi dalam bentuk 5nng telah kami uraikan tadi

tidak seplan dengan pandangan qnriat Islam; bahkan dalam

Al Mojmu'Sloah Al ttuh&nzab ll ,O



kondisi ketika penrsataan dalam akad asuransi jiwa tidak
mensyaratkan ketrnfungan riba dari uang pertanggungan 5rang
dis€pakat oleh nasabah selama dia masih hidup sampai akhir
batas png ditenfukan- Hal ini karena akad itu sendiri sudah rusak
dan mengandung syarat-syarat yang rusak dan membolehkan
mernakan harta ormg lain secara batil. Hal 57ang sama juga
berlaku dalam hukurn asuransi harta, sebagaimana yang akan kami
umikan nanti s@ra rirrci.

hrnr Abidn tdah membahas tentang hukum qariat
berkenaan dengan asuransi harta dahm Hasyitnh Ad-Durr At
Mulchtln/o,l<aretta rnasalah ini serihg ditanlakan pada masanya,
dirnana pada mam ifu asuransi harta disebut "As-Suknh." Dia
berkata, "Telah menlrdi tradsi para pedagang apabila mereka
m€nyeua kendaraan dari seorang liarfir Harhi, mereka memba5ar
ongkos seunnya dan sekaligus mernberikan uang dalam jumlah
tertenfu kepada orang lafu Harbi lang menetap di negaranya,
dimana uang tersebut disebut "sul@h,'dengan ketenhran bahwa
apabih hartanya lpng ada di kendaraan rusak baik karena
kebakaran atau tenggelam atau dirampok atau mengahmi musibah
lainnla, maka orang 3rang diberi uang subah tersebut wajib
mengganti rugi dengan nilai yang sanra dengan uang yang
diberikan kepadanya- omng tersebut juga merniliki wakil di negam
hta !,aifu seorang Musb'min (Orang SEng dib€ri jaminan atnan
sernentara terhadap dirinya, hartanla, kehormatannya dan

10 Lih. HaqlrtFh R&ul Muhbr 'Ala NAn N Mukhtar (pasal: Meminta
Jaminan Aman K"pada onng Kafir, Bab: orang Yang Meminta Jaminan Aman
puz 3, hal34S345D.

Ibnu Abidin adahh salah seorang ularna terkenal pada abad 13 Hijri{/ah.
Yakni bahura dia h*an ularna terdahulu yang tidak mengeluarkan pendapat
tentarg asrransi.
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yang menetap di daerah pantai negeri-nqeri Islam atas

izin penguasa unfuk menarik uarg Sukmhdari pedagang tersebut.

Apabila harta mereka rusak di laut, maka orang tersebut

(Musta'minl harus memberikan kompensasin5a kepada para

pedagang tersebut secara Penuh."

hnu Abidin berkata, "Menumt pendapatku, pedagang tidak

boleh mengambil kompensasi dari hartanp yang rusak, karena hal

tersebut merupakan tndakan maraiibkan se$afu yr3ng tidak r,vajib

dilakukan."

Yakni bahwa sesuatu 1nng tidak menfiili wajib merrunrt

syariat maka fidak sah menempkannya. Oleh karerra ih-l seorang

muslim udak boleh mengambilnyra dan bih mengadakan akad

berkenaan dengannya, karena akad tersehrt rusak

Apabila hukum yang berlaku dernikian bila akad

asuransinlra dilakukan antara ormg Islam dergan Musb'min,

dimana Musb'min tersebut mernafuhi hul$rn Islam saat

berinteraksi derrgannp selama tinggal di negeri Islam, sehingKp

hartanya dianggap sarrn dengan harb l<afu Dzimmi yang tidak

boleh diambil dengan cara pengkhianatan ahu akad yang rusak;

apabila demikian halnya antara orang Ishm derrgan Musta'min,

maka tenhrn5ra akad astlansi hukumnya nrsak bila dilakukan

antara orang Islam dengan kdfir Dzimmi atau antara orang Ishm

dengan orang Islam dan fidak boleh merEambil secrril pun dari

harta tersebut-

Kesimpulann5ra adalah, bahwa seorrrg muslim dilararg

berbuat khianat dan menguasai harta orarg hin tanpa alasan FrB
benar, baik orang tersebut muslim atau orang l<ahr Dzimmi at3u

Musk'min- Dan dia fidak boleh mengadakan akad di nqFra Ishm
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dengan orang Dzimmi atau Musb'man kecuali yang harar
dilalcukan oleh orang Islam.

Jadi asura'si harta yang digambarkan oleh hnu Abidin
sangat ielas bahwa Musta'man mempakan mediator antara
pedagar,rg muslim dengan orang l<afir Harbilrang merupakan pihak
Iain dalam al{d asuransi. sebagaimana diketahui bahwa seorang
muslim'fi&k boleh mengadakan akad srang rusak di negara Islam
dengan liIusb'min dan tidak boleh mengambil harta l<ahr Harbi
afu1u ll,firch'mfin

Ap+ila t&k ada Musb'minyarrgmenjadi mediatomgra dan
akad tensebut dilakukan di negara Islam antara orcmg lstam dengan
kafir Hafii seeara tangsung rnelalui surat menlmrat, atau akad
tersebut dilakukan antara keduarya di negara musuh setelah oftrng
Islam masuk menemui Musb'min" a ru akad tersebut dilakukan
antara w rhrhi dengan kaft l{arbi lain }lang merupakan sekufu
dari pedagang muslim, maka bagaimanaloh hukumnya dari sisi
sifat akad tersebut dan dari sisi orang Islam menguasai harta
tersebut dari orang kafir Harbi?

Jawabannga adalah, "Di negara Islam seotang musrim tidak
boleh merrgadakan akad yang rusak secarer muflak, sebagaimana

Sprg telah karni uraikan sebelumn5ra. Berdasarkan hal ini, apabila
seorang mustm mengadakan akad asuransi ketika sedang di
n€{Fra Islam m€hlui surat yang dikirim kepada l<afir Harbi, maka
dia fidak bol€h mengambil harta asuransi, meskipun
penerimaannla t€riadi di negara musuh, karena dia mengambilnya
dengan altad gpng rusak lrang teriadi di negara Islam..

Apabila akadryn dilakukan di nqgara musuh antara kafir
Ilarbi dengan @agang muslim Srang masuk negara tersebut
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sebagai Musb'min, maka akad ini tidak memberhkukan hukum

Islam di sana, karena n€eri musuh bukan n€eri yang bisa

diterapkan hukum Islam di dalamnya. Apabila hartanp tdah

diterima di sana, maka seorang muslim boleh mengambilny'a,

karena dia mengambil harta l<aft Harbi dengan keridhaannla dan

hal ini dibolehkan dengan cara apapun, sekalipun dengan cara riba

dan judi, selama udak ada unsur pengkhianatan, karena

pengkhianatan dilarang dalam kondisi apapun.

Adapun bila ada kesepakatan bahura penerimaannp di

negara Islam setelah akadnya dilakukan di negara musuh, apabila

penerimaannya dilakukan dengan saling sukarda tanpa ada

permusuhan, maka orang Islam boleh mengambil hara tersebut,

sebagaimana hat tersebut boleh dilakukan di negeri musuh-

Sedangkan bila terladi permusuhan, maka seotang hakim muslim

tidak boleh mernutuskan harta tersebut yang teriadi karena akad

yang rusak.

Dari sini bisa diketahui tentang hukum masalah ini apabila

pedagang muslim merniliki sektrtu kafir Harti dalam urusan

dagang 5nng mengadakan akad asuransi dengan kafu. Hafii lain

dan menerima darinp ham asuransi setelah nrsaknlp dagangan

tersebut, lalu dikirim kepada sekuhr muslim, maka dalam kondisi

demikian dibolehkan mengambilnSra, karena harta tersebut

merupakan hqtt l<afir Hafti yang diambil dengan keridhaanrrp

berdasarkan 
'akad yang dilakukan di negara musuh dan

penerimaannln dilalnrkan di sana.

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa hukum asal

tentang rusaknp akad asurarsi dan kefidakbolehan mergambil

harta yang mempakan kompensasi kenrgian adalah bahua
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perusahaan yang diminta memberikan kompensasi tersebut tidak
furut campur di dalamnya dan tidak menyebabkan kerugian atau
kerusakan tersebut. Disamping ifu pemsahaan juga tidak
melakukan pengkhianatan dan penipuan terhadap nasabah, baik
dalam jiwa maupun hartanya, sehingga dengan demikian maka
penetapan adanya kompensasi dalam benfuk harta merupakan
benfuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan
tentu mja hal ini sangat dilarang.

Mungkin ada yang berkata, "Akad asuransi senantiasa
dilakukan dengan perusahaan dengan modal bersama yang bisa
dianggap sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kebaikan,
dimana pam pernilik saham saling bekerjasama unfuk memberikan
kompensasi terhadap kerugian lnng menimpa salah seorang dari
mereka, baik dalam jiwanya atau hartanlp- caranya adalah
mereka membaSnr iuran bulanan atau tahunan, dimana hasil
setoran tersebut dikumpulkan dan dikelola untuk tujuan tersebut.
Dengan demikian rnaka perusahaan tersebut mirip dengan
lqnbaga yang bergerak di bidang kerjasama dan tolong-menorong
yang danan5ra berasal dari iuran rutin bulanan png digunakan
unfuk membanfu orang-orang yang membufuhkan dari katangan
anggota lembaga, baik banfuan tersebut diberikan karena anggota
tersebut sudah fidak lagi bekeria atau karena sakit atau sebab-
sebab lainn5a yang membufuhkan pertolongan."

Pendapat di atas bisa dijaurab sebagai berikut, "Tidak bisa
menlamakan perusahaan asumnsi dengan lembaga yang bergerak
di bidang kerjasama dan tolong'menolong (semacam koperasi).
Disamping ifu pula tidak cukup unfuk membenarkan analogi ini
dengan mengatakan bahwa dalam dua sistem tersebut sama-sarna
ada iuran rutin yang diberikan anggotanya yang kemudian akan
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diberikan lagi kepada angota yang membutuhkan. Alasannya

adalah karena lemrbaga lpng bergemk di bidarg keriasama

(koperasi) merupakan lernbaga yang mumi mernberikan dana

secara sukarela yang berasal dari iuran seluruh anggota. Kernudian

pemberian bantuan dari dana yang terkumpul unfuk hal-hal

tertentu juga merupa.kan dana sukarela !,ang berasal dari

sumbangan seluruh anggota. Jadi dalam hal ini fidak ada

parajiban atau penetapan hak png bisa menimbulkan konflik dan

tuntutan bila diterapkan dengan hukum lslam. Hal ini tdak

terdapat dalam kompensasi 5nng diberikan oleh perusahaan

asumnsi kepada oftrng yang terkena musibah, baik pada dirinya

atau hartanya. Karern akad asumnsi menghamskan ada

konsekuensi yang harus diialankan sesuai undang-undang yang

berlaku, dimana penrsatraan bisa menunfutrlra bila ada

ketidakcocokan dan bisa merunfut selunrh komperrsasi kenrgian

yang telah dib€rikan- Ini adalah mavajibkan sesratr 1rang Udak

wajib s@ara syariat.'

Ada pula yang berl<ata, *Apa.bila asuransi tdak dibol€hkan

secam qnriat karena ahsan yang telah dijdaskan disini, lraifu

bahwa ia meunjibkan sesuatu yang tidak wajib menunrt q,rariat,

juga karena alasan bahwa ia mernbolehkan mernakan harta orang

lain dengan cara lang bafil. t\rlaka pendapat ini sesuai

dengan pendapat terkenal Slaikh Muhamrnad Abduh lrarg
mernbolehkan asuransi iiwa meskipun mensardung hal-hat

tersebu! pitu 'Marajibkan sesuafu Snng Udak waiib s@ra syariat

dan mernakan harta orang lain dengan cara lnng bafil'?'

Mernang benar bahrra ada pendapat t€rkenal Slnikh

Muharnmad Abduh yang mernfatwakan tentang asumrsi iiuta
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ketika dia menjabat sebagai Mufti Mesir. Dan tidak ada seorang
pun ulama atau selain ulama yang mengomentarinya.ll

Sebeham menjawab masalah ini, akan kami tampilkan teks
perhnlnan yang diajukan kepada Dar Al lfta Al MishriJryah,
kemudian kami akan menampilkan teks jawaban terhadap
pertanyaan tersebut oleh Spikh Muharnmad Abduh, lalu kami
akan mernpelajari fatwa tersebut dengan melihat sisi 3png tersurat
dan sisi yang tersirat di dalamnp agar masalah ini bisa dikaji
dengan benar sesuai hkarannSra dan masl,rarakat juga bisa tenang
dalam menslamalkan hukum-hukum spriat serta bisa menyikapi
hukum yang berlaku pada asuransi jiura atau azuransi harta.

Inilah teks pertan3nan tersebut:

Pertanlraan dari Sir Gornb Howard Rossel, tentang seorang
lah-hki !,ang insin mengadakan akad dengan perusahaan, dengan
ketentuan dia akan membagnr iuran dalam iumlah tertenfu kepada
pemsahaan agar uang tersebut dikelola unfuk bisnis perdagangan,

dan dia kepada p€rusahaan bahwa apabila dia telah
membalnr iuran tersebut sampai selesai dan penrsahaan telah
mengelolangra, dan pada saat itu dia masih hidup, rnaka dia bisa

mengambil uang tersebut dengan . Sedangkan bila
dia rarafat pada masa tersebuf maka uang tersebut beserta

menjadi milik ahli unrisnya atau omng yang

u S€t€hh mernbaca largs.urg dol$men rerrrm Dar Al tfb, nnka bisa
diketahd bahpa fatun ini dikeluarlnn pada bulan shafar tahun 1321 Flijrilrah,
dirnana fattra ini dihtafuelakangi pertangraan Homrd Rossd. Kemudian ternSrata
ada orang lain yang merniliki di batk fatun tersebut. Dia mendatangi
Dar Al .//ta unfuk merninta foto-kopiannya. Ternpta permintaanqn tersebut
langsur€ direspon tanpa menelitinSn tqlebih dahulu. Peristiun tersebut terjadi
pada buhn Daft3'dah tahun 1347 Hrjriyah Md,1929 M pada saat Mufti Mesir
diiabat oleh qreikh Abdul Majid Salirn.
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menjadi walin5ra dalam mengelola hartanln. Apaloh akad seperti

ini, 5rang penyetomya mendapat keunfungan darinp dibolehkan

oleh s5rariat? Kami mohon iawaban Anda.

Slaikh Muhammad Abduh menjawab pertanlnan di atas

sebagai berikut:

'Apabila akad tersebut dilakukan antara lah-laki te,rsebut

dengan perusahaan sesuai sifat png disebutkan, maka hukumn5a

dibolehkan s@ara syariat, dan laki-laki tersebut boleh mengambil

uang tersebut setelah iurannya selesai dan hartanla telah dikelola

dengan mendapat keunfungan, meskipun dia masih hidup. Uang

tersebut boleh diambil beserta keuntungannla. Apabila dia wafat,

maka ahli warisnya atau orang yang menjqdi unlinya dalam

mengums hartanln boleh mengambilnya beserta keunfungannya-

Watlahu A'lan-"L2

Itulah fatwa terkenal SSraikh Muhammad AMuh tentang

asuransi lang digunakan oleh sebagian kalangan untuk

mernpromosikan penrsahaan asuransi. Fatwa inilah 1liang diiadikan

acuan oleh kalangan yang tidak menerima pengharaman asuransi

dari sisi qrariat Islam dengan alasan karena di dalamnya ada

praktek memakan harta orang lain dengan cara 5ang batil-

Orang yang membaca pertan5nan dan iaunban ini tidak

akan menemukan adanya perrbahasan tentang asuransi jiun atau

asuransi harta. Dalam pertan5raan dan jawaban ini tdak diternukan

pengaruh terhadap rukun-rukun dasar 5rang mengandung setnua

akad asumnsi yang karenan5ra hukumnya ditetapkan tdak sah.

12 Fatua ini ditulis kenrbali atas izin Mufti Mesir, qraildt Abdul lv{and Salirrt
lalu dokumennp diberikan kepada George Fchieh, uatdl perusatnan Asuransi
jiura atas perrnintaanrya.
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Yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah sejenis Syirtah
yang disyariatkan, dirnana harta menjadi modal dari satu sisi,

sernentara f*erjaan dengan mengelola harta tersebut unfuk
atau indusfui mempakan sisi lain. Akad ini menurut

para ahli fikih disebut Mudhambah atau eimdh.

Dalam p€rhnlnan ini tdak ada indikasi adanln akad
asurarsi; misalnSn perryaratan bahrraa penrsahaan asumnsi akan
trnernUerit<an seluruh uang pertanggungan meshpun jumlahnrc
puluhan ribu atau ratusan ribu Pound apabila teriadi bencana atau
musibah pada nambah, meskipun dia baru menyetorkan satu
prerni sdama beberapa tahun. Syamt inilah yang meniadi
masalatL karena meuajibkan sesrahr prg tidak wajib menurut
slprftrt, memboletrkan harta yang bukan harta pribadi dan
mernakan harta orang hin dengan cara yang batil.

Dalam p€rtanlpan ini -5nng diaiukan Rossel kepada Dar Al
Ifb n&k disebutkan slnrat lrang merusak akad dan tidak disebut
tentarg ketmfungan dari hasil mengelola harta tersebut dan cara
mengelohnyral3. Sang mufti mernang harya menjawab sesuai
p€rtanyaan dan dia tidak berdosa bila fatunrya digunakan udak

13 Mernang b€nar batura dalam pertanlaan tersebut dijelaskan tentang jmis
keurtmgilnla,'ap}ah &hm proserrhse tertenfu yang dihasilkan aari ker;a
perusahaan, sep€rti atau 5 p66, atau prcentase tertenfu dari
harta Fng diberikan k€pada unfuk dikelola, misalnlla menq/antkan
ksrnturgan untuk pemitk harta (nasabatr) yang ndlainla sarna dengan l0 persen
dari harta Fng dib€rikan kcpada perusahaan. Perbedaan besar antara dr:a hal ini
adahh antarahahldenganhararn.

Txhk dragu!€n hgi bahm yang dilarang dahm a$ransi adarah lenls kedua
tadi, dirnana di dahmrya ada karntungan yarg dl{,aratkan dalam prosentase
t€rt€ntu dari harta pokok yang diberikan k"pada pensataan. Hukumnya adalah
haram menunrt iirnak kaurn muslimin. Akan t€tapi partanpan tersebut telah
meqpmarkan hakekat ird sehingga menimbulkan kesamaran png ditufupi di atas
hal+ral Fng diharamlon 3ang menyebabkan nrsaknya akad secara slariat.
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sesuai yang dimaksudkan. Kecuali bila dia telah diberitahu setelah

terjadinya kasus tersebut dan dia tidak mengingkarinla, atau dia

mengetahui sebelumnya bahwa fatunnya tentang pernbolehan

Mudhambah dan @mdh akan dijadikan dalil unhrk menjustiftkasi

asuransi.

Maka dalam kondisi kedua tersebut sang Mufti harus

mencegah terjadinla kerusakan yang dilakukan orcmg !,ang

menginginkannya. Dia harus menjehskan dalam fatwanya

meskipun tidak dibnSa- hulilrn s5ariat SBng berkenaan dengan

masalah yang terlrdi 1nng disalah-artikan oleh orang-omng yang

tidak bertanggungflurab, seperti menjadikannSn sebagai jusfrftkasi

bagi hukum asuransi-

Mungkin ada png berkata: Dalam fikih Islam barynk

dibahas bab-bab terterrtu seperti Wadi'ah, Ilanh Mn lkfalahyar$
mengandung masalah-masalah dan berrfuk-benfuk akad yang

hukumnya dinSntakan sah oleh para frrqaha. Dalam babbab

tersebut dijelaskan bahwa seseorcmg waiib merrgganti harta milik
parffrer 1ang rusak. Akad-akad ini bisa merrjadi pokok qiSas darr

asuransi harta bisa di.qi.ps*an dengannSn. Jadi akadnya sah dan

harta yang diasuransikan wajib diganti bih rusak.

Dalam Bab Wadi'ah ftamng titipan) para fuqaha berkata,

"Apabila seseorcrng menitipkan sesuahr kepada orlng lain dengan

memberi upah kepadanln, maka oftrng lnng dititipi wajib

mengganti barang tersebut bila rusak.'

Dengan dernikian maka rnasalah asuransi harta iuga
hukumqn demikian; karena harta 1nng diberikan oleh penrilik

barang kepada penrsahaan asuransi dianggap sebagai upah unfuk

menjaga barang tersebut, seperti upah dalam menjaga barang
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titipan. Apabila barang tersebut rusak semuanya atau sebagiannya

maka perusatraan asuransi wajib menggantinya-

Dalam Bab ljamh para fuqaha juga berkata, "Orang yang

diser.rua orarg lain seperti tukang roti, fukang grling, fukang setrika

dan penjahit, bertanggungjawab terhadap keselamatan barang

yang ada di hngannya, lpng merupakan harta otang yang

menye\ ra. Apabila barang tersebut rusak di tangannp maka dia

wajib menggantinlp. Berdasarkan hal ini maka hukum ini juga

berlaku dahm ailransi harta, dimana perusahaan asuransi seperti

omng upahan yang menjadi parkrer yang bertanggungjawab

terhadap harta yang ada di tangannya apabila harta tersebut

rusak-"

Dahm Bab Kafalah para fuqaha juga berkata, "Apabila

seseorang merniliki harta yrang hendak dipindahkan dari safu

negeri ke negeri lain dan dia takut terhadap pencuri dan

perampolq mengingat dia tdak tahu mana jalan 1tang aman dan

mana Flan lrang rerwan, kernudian ada seseorang yang

merrunjukkan ,alan lpng arnan kepadanSa dengan berkata,
'Tempuhlah jalan ini karena ia aman. Apabila dia mengambil

hartamu maka alat yang meiranggungnya', maka orcrng yang

mengatakan tersebut wajib mengganti harta tersebut apabila

dirampas dari perniliknya di jalan."

Jadi asrransi harta bisa digpasl<an dengan masalah-

masalah ini, dimana harta tersebut hendak dipindahkan baik

melalui tshrr darat maupun jalur laut, atau harta lainnya 1nng
hendak diasuransikan baik Snng ada di toko atau pabrik atau

rumah karena Ukut tertakar atau dicuri, atau lain sebagainya.
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Inilah masalah-masalah Sang dijadikan landasan oleh orang
orang yang hendak membolehkan a$ransi harta dengan

mengambil dari zhahimya saja tanpa meneliti dan mengkaiin5n

lebih mendalam.

Padahal masalah-masalah ini tidak bisa dijadikan landasan

unfuk membolehkan asuransi bila diambil dari landasan pokoknp
dan dipahami dengan baik sebagaimana 1liang dikabkan oleh para

ulama.

Tentang masalah Wadi'ah dengan bentuk png telah kami

uraikan -yaitu dengan upah unfuk menjaganya-, di dalamnya tidak

mesti harus mengganti harta tersebut bila terjadi kerusakan

padan5ra. Penggantian te,rsebut hanya bisa dilakukan bila

kondisinya masih bisa dijaga dari sebab-sebab kerusakan. Adapun

bila sebabnya tidak bisa dihindari seperti kernatian atau kebaniiran,

maka harta yang dititipkan tersebut Udak uajib diganti. Apabila

demikian halnya, maka bila asuransi di,qilas*an derrgan bararg

titipan, maka dalam asuransi ada ketmjiban mengganfi harta

asuransi dalam kondisi apapun tanpa melihat sebabn5a apakah

musibahnya bisa dihindari atau tidak. Bahkan pada umurnnla

dalam akad tersebut penjamirnnnya dalam haFhal png udak bisa

dihindari, sebagaimana 1tang bisa kita kebhui bersama.

Harta yang diasuransikan juga tdak bisa draiSz,slarr

dengan Wadi'ah (barang titipan) pada pertrsahaan asumnsi, dan

perusahaan asuransi juga tidak bisa dianggap sebagai orang

upahan yang disuruh meniaga harta tersebut sehingga sah meng:

qiya*l<an asuransi dengan Wadi'ah. Karena harta !,ang

diasuransikan ifu tidak ada di tangan pertrsahaan dan pertrsahaan

Udak berkaitan dengann5ra; men$ngat toko dan pabrik yang di
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dalamnya ada harta yang diasuransikan tidak berada di tempat

milik pemsahaan. B€itu pula barang dagangan yang diangkut di

laut, ia tidak diangln-rt dengan angkutan milik perusahaan asuransi.

Jadi perusahaan asuransi tidak berkaitan dengan harta yang

diasuransikan. Apabila demikian halnya maka tidak wajib

menggantinln apabila terjadi kerusakan padanya, karena ia bukan

bamng titipan, dan perusahaan juga bukan orang upahan yang

diseura unfuk merriaganya-

Kemr-tdku bila perusahaan asuransi adalah pernilik

kendaraan anglartan- yang menganglnrt barang-barang tersebut di

hutan -misalnya, maka ia hanp dianggap sebagai kendaraan

seuraan yang bertugas mengangkut dan meniaganya dengan

imbalan tertentu sebagaimana Fng dijelaskan dalam iikih Isiam,

pitu bahwa ia tdak wajib mengganti kerusakan pada harta

tersebut bila sebabngra tidak bisa dihindari. Akan tetapi hal ini tidak

terdapat dalam akad asuransi, sebagairnarn yang telah kita ketahui

bersarna.

Kernudan rrnsih ada lagfl rrnsahh terakhir yang kami

katakan paling mkip dan berkaitan dengan landasan orang-omng

Snng hendak mernbolehkan asuransi harha, pifu mamlah l<afalah

dan jaminan kesdamatan jalan. Hukum png ditetapkan para

fuqaha adalah bahrrn orang yang memberi pefunjuk kepada

pernilik harta agar menempuh jalur lrang aman dengan

mengatakan al*an bertanggung jaurab terhadap kemsakan yang

diahmi pada harta tersebut apabila rusak di jalan tersebut, maka

dia Udak uraiib merrggantinlra. Ke@ali bila pemilik harha benar-

berrar tdak mengetahui ancaman bahaya di jalan tersebut,

sementara orang glang menunjukkan jalan tersebut benar-benar

mengetahui bahura ada ancaman di jalan tersebut, maka dalam
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kondisi demikian si penunjuk jalan dianggap telah menipu si

pemilik harta. Dalam kondisi dernikian si penunjuk !ilan harus

mengganti kerugian yang dialami si pernilik harta. Adapun bila si

penunjuk jalan tidak mengetahui baha5a di jalan tersebut dan fkin
bahwa jalan tersebut aman tanpa ada sesuatu png ditakutkan,

maka dia tidak wajib mengganti kemgian pada harta y"ang rusak

tersebut. Bqitu pula bila si penunjuk jalan mengetahui bahaya di

jalan tersebut dan si pemilik harta iuga mengetahuinSa, maka si

penunjuk ialan fidak wajib mengganti kemsakan pada harta

tersebut, karena dalam kondisi dernikian si pemilik harta telah

menjafuhkan hananln dalam kenrsakan, mengingat tidak ada

orang yang l€bih hati-hati dalam menjaga hartaryra daripada si

pemiliknp sendiri. Dalam kondisi ini petunjuk yang diberikan si

penunjuk jalan bukan sesuafu 5nng baru dan tidak berakibat apa-

apa sehingga dia tdak waiib menggarrti harta yang rusak tersebtrt-

Setelah mengkaii rnasahh-masalah di atas dan setelah

mendalami kaidah-kaidah qTariat dan hukurn-hulnrmnln

berdasarkan dalildalil yang bersifat khusus dan umum, rnaka bisa

disimpulkan bahwa seseorcng fidak wajib mengganti harta orarg

lain baik dengan harta yang sama atau yang senilai. Kectrali bila

dia menguasai harta tersebut derrgan cara yang tidak berrar atau

menyia-nyiakannSn atau memsak fungsinla baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dalam hal ini penrsahaan azuransi tidak

wajib mengganti kemsakan atau lerrlppnSn harA nasabah baik

yang disebabkan oleh banjir atau kebakamn, atau pencuri, atau

perampolq atau karena sebabsebab lainnya, baik kertrsakan

tersebut bisa dihindari atau tidak. Penjaminan harta dengan bentuk

dernikian sarna sekali tdak dikenal dalam syariat Islam png adil

yang tidak mengakui adangra penignn dan tidak mernbolehkan
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seseorcng memakan harta orang lain dengan cara yang tidak

benar.

Perusahaan asuransi tdak merniliki hubungan secara

mutlak dengan harta lang diasurarsikan, dan sanua k rja
pemsahaan berasal dari premi asuransi yang dikumpulkan dari .

para nasabah, dimana dana tersebut digunakan unfuk mencari

keunfungan, baik dengan memberi piniaman atau tanpa memberi

pinjaman, kernudian keuntr,rngap 5ang besar tersebut diberikan

kernbali unfuk mernberi kompensasi atas kerugian harta png
menimpa nasabah bendasarkan undang undang lang berlaku.

Penrsahaan juga tidak terlibat dalam sebab-sebab kerugian png
menimpa nasabah,.baik secara langsurg maupun karena sebab

tertentu- Oleh karena meminta penrsahaan unfuk memberi

kompensasi terhadap kerugian tersebut adalah sesuatu yang tidak

sesuai syrariat, sebagaimana premi yang dikumpulkan dari pemilik

harta (nasabah) sebagai konseln"rensi dari akad asuransi juga tidak

sesuai ryariat. Sernuanya merupakan qTarat-sSrarat dan penetapan-

penetapan ),ang rusak. Dan suahr akad apabila mengandung s5amt

yang rusak, maka hukumn5ra iugo rusak (fidak sah).

Perusatraan asuransi adalah perusahaan lrang bersifat

profitorienfad (orientasinp han3n mencari semata).

Harta pokoknlp.secata urnurn adalah harta png bemsal dari

prerni nasabah 1ang dikumpulkan, Ialu harta tersebut dikelola dan

dibisniskan, kanntungan yang diperoleh lumlahqp lebih besar

daripada kertrgian 1ang dialaminya pada saat mernberi kompensasi

kepada kemgian harta Srang menimpa nasabah. Kerja penrsahaan

asumnsi didasarkan pada penelitian mendalam dan kalkulasi yang

tepat terhadap angkutan darat dan laut serta bagaimana kondisi

kemsakan pada masa-ma"s biasa dan wakfu-unkfu atnan.
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi teriadinSn musibah

dan kerusakan sangat kecil, bahkan bisa dikatakan sangat iarang

bila dibandingkan yang selamat. Oleh karena itu penrsahaan fidak

akan rugi bila memberikan kompensasi dari hasil usahanp 5rang

luas terhadap kerugian 5nng sifatnya jarang teriadi, dan disamping

itu yang ada adalah keuntungan yang mumi.

Ini adalah sesuatu yang jelas dan biasa dalam asurarsi

harta. Hal FtS sarna juga didapati dalam asuransi jiwa, meskipun

sistern, cara dan qnrat-qnratnSra bertda.

Kesimpulannya adalah bahwa asuransi jiwa atau asuransi

harta tidak bisa dibenarkan dalam muamalah yang sesuai syariat.

Gambaran SAng paling msional terhadap asumnsi adalah bahwa ia

termasuk jenis ketiga 5ang telah kami uraikan, yaitu jaminan

terhadap keamanan jalan png juga berarti jaminan terhadap jiwa

dan harta. Telah kami uraikan sebelumnSra tentang ienis ketiga,
,,Penjaminan tdak sah se@ra s5rariat, kecrrali bila tertuhi bahwa

ada unsur penipuan dari si penjamin, misalnya dia mengehhui

adanya bahaya dan ancaman di jalan, sementara pemilik harta

yang melatati jalan tersebut tidak mengetahui sama sekali adanlna

bahaya dan ancaman tersebut. Dalam kondisi demikian maka si

penjamin harus mengganti harta yang rusak tersebut karena

adanya penipuan png dilakr-rkan olehnya dan bukan karena sebab

lain. Sernentara dalam asuransi unsur penipuan ini tidak ada-"
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Tolong-Menolong dan Bukan Eksploitasi Adalah
Landasan dalam Asuransi Islami

Salah seorang pakar dari Mesir yang bekerja di Akademi

Ekonomi, DR. $nuqi Al Faniari menlrampaikan makalahnya

dengan iudul di ahs, di hadapan Deunn Ulama Besar Kerajaan

Saudi Arabia. Dia mengatakan dalam makalahnya:

AMr:s Sami Al Mishri mernbuat beberapa pemlataan.

Yang paling mgngagumkan adalah pemgrataannln "Bukankah

rnasahtrrrasahh fikih dengan segala perbedaan pendapatrl,ra Sang

merrbahas tenbng asuransi dan telah kita pelajari hanya

membahas sekedar yang perrting saja karena adanya kaitan? Dan

kalaupun dibahas, maka hanlp secara ringkas saja?" Kemudian dia

berkata, "Syariat Islam dalah Srang mengtmkumi, bukan yang

dihukumi. Ia adahh hndasan pokok yang wajib kita taati dalam

hidup kih. Kita Udak boleh menaa[ sgrariat untuk menjustifikasi

masahtnmasalah yang telah berlaku-" Kemudian dia menufup

rnakalahnta derrgan pemSrataan, "SesungguhnSra hal-hal darurat

!/ang mernbolehkan sesuafu yang terhrang dan kebufuhan-

kebutuhan yang mernboletrkan hal-hal yang syubhat harus

disesuaikan dengan kadamp, mengingat tdak sah menggunakan

hal terlarang atau syrbhat kectrali bila kita tidak menernukan cara

hinn3ra."

Perdapat tersebut han],alah bertujuan unfuk meniadakan

sSnriat Islam s€bagai hakim dalam urus.ur harta agar bisa

meniadakan hukum ryariat dengan alasan adanya kebutuhan Snng
sejalan dengan hirtlrn tersebuf tertrtama karena ada anggapan
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bahwa asuransi tidak hanya sekedar kebufuhan, tapi merupakan

sesuafu yang darurat sehingga harus dibolehkan.

Antara Zakat dengan Azuransi

Pengarang membagi pernbahasanrya menjadi empat

bagian atau empat pasal. Yang pertama adalah judul di atas

'Anhra TakatDengan Asuransi." Dia mengatakan

Islam adalah agama 3ang memberi jaminan sosial, dalam

artian bahwa ia menjamin kehidupan yang terhormat bagi setiap

irdividu dalam Islam agar mereka bisa hidup dengan

arnan dan tentram. Setiap individu wajib menolong saudaranya

lang membufuhkan. Jaminan terhadap kebufuhannla dilakukan

atas dasar kekerabatan, hak bertetangga, hak zakat, hak bertamu

dan hak persahabatan-

Adapun di firrgkat negara, jaminan bempa materi adalah

zakat yang mempakan rukun kedua dalam Ishm setelah shalat.

Takatmenrpakan lembaga jaminan sosial dalam Islam. Ia berfujuan

mernberi jaminan terhadap getiap individu sesuai kebutuhannSn,

bukan sekedar jaminan lang memenuhi haFtU1a saia. Dan Baitul

Mal 37ang di dalamnya ada harta zakdt dinamakan "Lenrbaga

7:ll<dt."

Kemudian dia berkata, "74 abad yang lalu Islam telah
menehpkan asumnsi dan jaminan sosial. Dana ?ztkolt mencakup
penjaminan terhadap kebutrfian kaum muslirnin dalam banyak

b€nfuk, seperti:

1- Jaminan terhadap anak-anak
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Jaminan terhadap pengangguran.

Jaminan terhadap orang tua (kaum jompo) dan

peqnkit.

Bahkan jaminan dalam za\at yang ditehpkan Al Qur'an
dan As-Sunnah meliputi benfuk-bentuk lain yang belum ditetapkan

oleh sistem modem manapun dan tidak akan pemah diterapkan

oleh sistem modem manapun. Di antam jaminan tersebut adalaht

A. Jaminan terhadap orang-orang lnng merniliki utang

karena mengalami musibah atau kebakaran atau utang

yang bukan unfuk maksiat. Juga jaminan terhadap

orang-omng yang kelaparan atau mengalami

kemiskinan setelah sebelumnya mereka merupakan

orcng-orang kaya, yaifu dengan mengambil bagian

orang-orang yang berutang yang bisa mengganti

kerugian mereka dan merruhrpi utang mereka serta

menghilangkan kemiskinan mereka.

Apa yang dilakukan Arnirul Mukminin Umar bin

AMul Aziz adalah sangat bagr.rs, karena dia

menganggap bahwa orcmg yang memiliki tempat

tinggal, perabotan rumah, kuda dan pelayan sebagai

orang berutang yang harus dibayar utangnlp. Seakan-

akan dia mengingatkan bahwa tanggung jawab

pernimpin dalam Islam adalah mamrjudkan

kernakmumn atau keseiahteraan ekonomi atau Srang

disebut dengan'Kectrkupan lnng sernpurna."

2-

3-
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B. Memberi jaminan terhadap musafir, yaifu orang yang

kehabisan bel{al dalam perjalanan yang sebabnya bukan

karena keherrdaknya.

Kemudian sang pemakalah (DR. Syauq| menyimpulkan,

bahwa seandainla zzrbort dikumpulkan berdasarkan kekalnan

setiap individu dalam masSarakat Islam, maka jumlahnya akan

mencapai milyaran Dinar atau Pound, apalagi bila proSentasenya

m.errcapai 20 persen dari 
-harta 

terpendam sesuai hukum gang

berlaku padanya. Apabila semuanya dikumpulkan, mika tidak

akan ada seorang pun yang kelaparan atau membrrtuhkan dan

kehidupan akan aman tentram. Bahkan kehidupan akan semakin

sejahtera dan dana tersebut bisa digunakan unfuk kepentingan
'dalurah 

Islam dan menegakkan agama Allah di muka bumi.

_ Akan tetapi pemyataannya kembali bertentangan dengan

apa yang dikatakannya tentang zakat, dimana dia mengatakan:

1. Akan tehpi sangat disayangkan bahwa hal ini masih

ebatas argan-angan.

2. Jaminan dalam zakat hanya diberikan kepada orang-

orang ltang membufuhkan, sehingga ini tidak akan

bermanfaat bagi orang yang mendapat musibah bila

musibah tersebut tidak sampai kepada tingkat

kemishnan (sangat membutuhkan). Lebih-lebih lagi

karena pernberian zakat kepada oran(forcrng lang
berhak mendapatkannp tanpa adanya kompensasi.

Bqbeda dengan asuransi SBng hanp diberikan kepada

orcrnsforang yang menjadi nasabah, meskipun mereka

oransforang kaya.
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Oleh karena ifu maka tidak ada konhadiksi antara

asuransi dengan zaliait; masing-masing ada ruangnlra

sendiri-sendiri.

Mendirikan lembaga asuransi atas dasar tolong:

menolong dan bukan unhrk mencari kannfungan adalah

salah safu sarana unfuk mauujudkan jaminan sosial

!,ang diuraiibkan oleh Islam

Sang Doktor rupanla lupa pemyataannya sebelumnp

bahwa pengumpulan zakat dapat meniadakan orang lapar atau

orang yang mernbufuhkan dan dapat meumjudkan kehidupan yang

arnan tentram di segala bidang. [-alu apakah yang menghalangi

pengumpulan zakafl.

Asuransi dan Jenis-Jenisnya

Kemudian sang Doktor memuji asuransi yang didasarkan

pada kaidah-kaidah kalkulasi yang teliti. Dia menganjurkan agar

menerapkan kaidah-kaidah tersebut dan mendorong agar asuransi

sernakin diperluas jangkauannya sebagai sarana unfuk memberikan

pinjaman (laedit) dan menabung yang bisa

perekonomian nasional.

Akan tetapi dia lupa menjelaskan cara malujudkan

asuransi unfuk fuiuan-fuiuan tersebut. Apakah piniaman tersebut

dengan bunga atau atas dasar pinjaman SBng baik (tanpa bungap

Apakah pengumpulan simpanan tersebut dengan manfaat (bunga)

atau dengan sistern lain?

4.
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Bahkan dia langsung meloncat dengan membahas pasal

kedua, tentang Asuransi Ta'awun, asuransi niaga dan asuransi

pemerintah.

"lde mendasar dalam Asuransi Ta'au tn adalah mendirikan

lembaga kerjasama dengan mengumpulkan anggota-anggota unfuk

sarna-sarra menghadapi musibah yang diahmi mereka, dimana

mereka wajib mernberi kompensasi kepada salah seorang dari

mereka yang terkena musibah. Caranya adalah masing-masing

mereka ikut andil dengan membayar prerni yang bisa berubah-

ubah, bisa bertarmbah atau berkurang sesuai dengan nilai

kompensasi yang wajib diberikan oleh lembaga dalam satu tahun-

Terkadang seorang nasabah tidak perlu bergabung ketika terjadi

musibah, dan semuanln diseuaikan dengan nilai bagiannp dari

kompensasi tersebut. l.embaga ini tdak berfujuan mencari

kgrah:ngan, !r,p* semataryta untuk sa$S lolbngmenolong

dalam menghadapi mgsi66h yang diaiami t-h:: :eor,ang na'sat'a}'

dengan dana yang dilcunpUfan oleh merdra-"

Jadi iuran atau precri yang dberikan dahm lembaga

asr.rransi ini bersifat Tabamj'(sukarela). h adalah al<ad Tabamt'

5nng diakui oleh Islam. Lembaga ini adalah satu-satunp Srang

diakui dalam mukbmar Mafiqla' Al Buhub Al Islami54nh tahun

1965 M. Bentuknp adalah seperti Dana Kesetiakauraran lnng
dikumpulkan oleh pam pegawai perusahaan untuk diberikan

sebagai bantuan langzung kepada anggota keluarga pegauai yang

wafut.

Akan tetapi Al Fanjari mengaorhkan pengertian ini dan

tanpa pendahuluan dia berkata, "sebagairnarra ia juga dinamakan

asuransi perfukaran, karena para nasabah menjadi penjamin
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sekaligus orang 1nng dijamin. Di antara mereka tidak ada mediator

atau orang-orang llang saling menunfut keunfungan."

Sikapnya ini bertujuan unfuk menjustifikasi asuransi

perhrkaran yang ada di Eropa dan Amerika agar disebut sebagai

Asumnsi Ta'awun- Tujuan lainnya adalah bahwa dia ingrn

menlampaikan iderrya kepada Dewan Ulama Besar ?rtas dasar

azuransi pertukaran setelah disebut Asuransi Ta'awun. Setelah dia

menjelaskan tentang asuransi niaga, dia mengatakan berkenaan

dengann5a: Sesungguhnlra hal tersebut dikelola oleh pemsahaan

!,ang memiliki hubungan kuat dengan sekelompok nasabah,

karena hubungannln hanln terbatas dengan sedap nasbah. Ia

hanyalah perantara unfuk marujudkan tolong'menolong antara

nasabah dan usaha png dilakukannya. Atau dengan ungkapan

lrang lebih jelas 'Pedagang yang diperca5a" yang menjual

keamanan terhadap masyarakat dengan tujuan mencari

keunttrngan. Hal ini akan berakibat pada naiknSn premi lrang

diberikan dalam asuransi niaga, karena fujuannya tidak sekdar

menufupi kerugian yang dialami atau membiayai adminiskasi

perusahaan, tapi juga unfuk mendapatkan keunfungan yang lebih

besar bagi para nasabah.

Ada dua hal snng berlaku dalam asuransi:

Pertama: Penetapan syarat-syarat zhalim terhadap

nasabah karena memanfaatkan kebufuhan masyamkat terhadap

asuransi. Disamping ifu perusahaan asuransi juga menunfut premi

png berlebihan, dan setnua premi tersebut menjadi hak penuh

pemsahaan dengan seturuh keuntungannlra, padahal dana tersebut

bemsal dari uang rnsabah 3nng dikelola pemsahaan. Ini sama saja

merampas hak nasabah dan menzhalimi mereka.
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Kedua, Perusahaan menguasai perekonomian nasional

dengan modal besar yang dimilikinya yang sejatinya berasal dari

uang nasabah- Contohnya di Amerika, yang mana perusahaan

asuransi memiliki aset puluhan milyar Dolar. Disamping ifu aset

tersebut digunakan untuk bisnis penting yang dapat merugikan
kepentingan masyamkat.

Berapa ban5ak nasabah yang merugi karena menganggap

asumnsi sebagai sarana unfuk menabung dalam unktu lama?

Berapa banyak kerugian mereka ketika menerima uang
pertanggungan lang disepakati pada saat urakfu penerimaan atau

ketika wafat? Karena mereka menerimanya dengan nilai yang

rendah disebabkan naiknya harga barang-barang, sernentara nilai

uang kertas funrn. Yang mereka dapatkan dari kompensasi harta
pokok hanlplah kerugian dan fatamorgana, padahal mereka telah

menyetorkan premi selama beberapa tahun dengan nilai rrilyang
tinggi.

Rekomendasi Muktamar Intemasional Ekonomi
Islam Pertama

Muktamar berpendapat bahwa asuransi niaga (asuransi

komersial) pada masa sekarang tidak sejalan dengan ajaran Islam

yang mengajarkan tolong-menolong dan saling menanggung safu

sarna lain, karena ia tidak memenuhi qnrat-qBrat lrang sesuai

syariat. Oleh karena ifulah muktamar mengusulkan agar dibenfuk

Tim Khusus !,ang anggotaryp terdiri dari para ularna dan pakar
ekonomi Islam unfuk membenfuk asuransi yang berbas dari riba
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dan ghamr, dan bisa marujudkan prinsip tolong-menolong sebagai

altematif dari asuransi niaga.

Dalam Al kjan disebutkan: Hanya sedikit ulama Snng

berpendapat bahwa asuransi dibolehkan secara muflak- Mayoritas

ulama berpendapat bahwa ada perbedaan antara jenis-jenis

asuransi. Sebagian mereka mernbolehkannya seperti Asuransi

Ta'awun dan jaminan sosial, serrcntara sebagian lainn5a

mengharamkann5n; lebih-lebih bila benfuknga bempa asuransi

jiura. Adapun alasannya adalah:

a) Karena di dalamnya terdapat unsur judi dan

pertaruhan.

b) Menentang takdir Allah &, lebih-lebih dalam asuransi

jiwa.

c) Terdapa.t unsur ghanr dan ketidakjelasan, karena di

dalamnlra fidak diketahui mana dari dua sisi akadnya

png akan diambil dan akan diberikan saat terjadi

akad.

d) Terdapat unsur penipuan karena akadnya bersifat

spekulatif dan termasuk al<ad ghanr.

el Terdapat unsur riba karena nasabah menyetorkan

premi dalam jumlah kocil, lalu ketika dia mendapat

musibah dia mendapat uang pertanggungan dalam

jumlah besar tanpa kompensasi. Sedangkan dari sisi

lain ada pernberian manfuat-manfaat dalam sebagian

jenisnya; lebih-lebih karena perusahaan asuransi

menggunakan premi 5nng dihasilkan untuk muamalah

sehari-hari png diharamkan.
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Akan tetapi sang pemakalah yang memberikan
rekomendasi terhadap muktamar kemudian menjelaskan
argumentasi orang-orang lrang membolehkan asuransi, dimana
mereka menekankan bahua ia adalah al<ad Mubwadhah yang
didasarkan pada landasan-landasan tekhnik dan kalkulasi yang teliti
sehingga bebas dari sifat-sifat spekulatif atau penipuan; mengingat
akad asuransi adalah akad lufubwadhahyang menjadikannya salah
safu sebab terbesar rusaknya akad asuransi dari sisi bentuknya

lang mengandung unsur pertaruhan. Karena bila kita mencoba
mendalami tabiat akad ini dan ciri khasngra gang membedakannya
dengan akad lain, dengan. tidak mendalami karajiban dan
penilaian sertia berdasarkan fakta yang terjadi dalam muamalah
tersebut tanpa terpengaruh dengan ansppan keliru sebagian

orang tentang adan5n kesepakatan unfuk tolong-menolong,
dimana perusahaan asumnsi akan berperan sebagai mediator
antara para nasabah lang menyimpan harta mereka pada
pausahaan dan juga berperan sebagai parhrer yrang mengelola
harta mereka, mak+ alon tita temukan bahwa akad asumnsi
mempakan "Akad lang meurajibkan rnsabah menyetorkan
sejumlah uang atau premi s@m berkala kepada perusahaan atau
pihak yang mengambil kannfungan dari asuransi dengan qnrat-
s5nrat yang dibuat, atau menyetorkan b€nfuk harta lain sebagai
kompensasi ketika terjadi rnusibah atau meringankan musibah
sebagaimana Snng dijelaskan dalam akad. Uang pertanggungan
adalah kompensasi png diberikan perusahaan kepada nasabah.'
Penjelasan ini terdapat dalarn Pasal 747 lJlJ Perdata Mesir.
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Rukun-Rukun Asuransi

Rukun-rukun asuransi adalah musibah yang menimpa

nasabah, jumlah uang pertanggungan dan premi asuransi. Apabila

musibah atau spekulasi terjadinya musibah mempakan rukun

utama dalam asumnsi dan mempakan pokok dari dua rukun

lainnlra -premi dan uang pertanggungan-, maka unsur ghanr
(akad yang di dalamn5pa ada unsur ketidakjelasan [spekulatifl)

mrEat kental di dalamnlra dan tidak terpisah darinya. Bahkan

rukun ini sejatinSa telah menjadikan asurarsi tersebut bersifat

glnmr, karena nasabah dan perusahaan Sdrrlit€dna tidak tahu

kapan terjadinya kebakamn -misalnya-, karena terkadang ia tidak

teriadi. Bqftu pula kapan terjadinya kematian, juga tidak

dik€hhui, sebagaimana dalam asuransi jiura. Disamping itu hak

mendapatkan jumlah asuransi juga tidak diketahui. Dua hal ini

mempakan ketidakjelasan yang bersifat tercela sehingga

mernbatalkan akad Mubondhah menunrt kesepakatan fuqaha.

Ma,vajibkan nasabah unfuk mernberi premi adalah

peurajiban gnng n5ata (pasti), sedangkan meurajibkan perusahaan

unfuk memberi tanggungan adalah paraiiban yang tidak nyata

(fidak pasti), yakni bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, karena

peniaminan tersebut dibarengi dengan teriadinya musibah. Ini

adalah tingkat ghamryartg paling pamh karena berkenaan dengan

mendapatkan kompensasi dan nilain5a atau jafuh temponya,

karena ia fidak ada bedanya dengan glanr dalam transaksi

sesuahr yang ada di dahm kandung (pen$ abu ikan di laut atau
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hasil yang diperoleh pemburu yang para ulama sepakat akan
keharamannyr6-14

Abdus Sami Al Mishri berkata, "Dari uraian sebelumngn
maka jelas sekali bahwa akad asumnsi dengan sifat-sifatnya dan
qrarat-sgaratr5a yang berlaku serta berdasarkan undang-undang
adalah al<ad Mubwadhalr, sementara benfuk yang diterima dalam
sistem tolong-menolong dalam asuransi adalah yang akadnya
bersifat Tabarru'."

Akan tetapi Al Fanjari menyatakan dalam makalahnya
bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli fikih antara
kelompok yang mendukung asuransi dengan kelompok yang

menentangnya adalah perbdaan yang bersifat zhahir dan bukan
perbedaan yang bersifat hakiki atau prinsipil, meskipun
rekomendasi Muktamar Ekonomi Islam pertama di Makkah pada

tahun L976 adalah mengingkari sistem yang berlaku dalam
asuransi niaga (asuransi komersial)-

Sang Doktor menyatakan bahwa sistem asuransi
berseberangan dengan zakat dalam hal realisasi fujuannya, karena
zakat ifu unfuk orang-orang miskin, sementara asuransi memberi
jaminan kepada omng-orang mampu-

Apabila mereka marnpu, mengapa mereka memerlukan
asuransi 5ang di dalamnSa terdapat banpk syubhat?

Meskipun pemlntaan-pemyataan sang Doktor terkesan
kontadiktif, tapi dia kernbali menlatakan pada halaman 31 dalam

14 Dikutip dari buku "Asuansi Islami" hal Bf & 32 lor!,a Abdus Sarni Al
Mshd tentang jaminan scial ynng diterbitkan oleh Kemenbian Haii dan wakaf
Saudi Arabia. Dari buku inilah aku mengutip Muktamar hlan Raiab tahun 12101 H
bagian pertarna.
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rnakalahntn, "Telah diuraikan sebelumnya pada pasal pertama

dari pembahasan ini bahwa zakat menrpakan payung asuransi

terbesar dalam Islam, dan bahwasanya landasan syar'inya (legalitas

hukumnya) adalah dalil-"

Sebagaimana dh sepakat dengan kita bahwa tolong-

menolong dalam kebaikan hanya bisa dilaksanakan dalam benh"rk

Tabnu' (sukarela). Dia mengatakan pada halaman 32, "Asuransi

Ta'awun adalah asuransi yang landasannya tolong-menolong dan

Tabrnt'- la bebas dari praktek Mu'wadhah- Apabila unsur ini udak

ada dalam suafu jenis asuransi, maka hilanglah unsur

ketidakjelasan, ghamr, penipuan dan riba."

Inilah landasan dalam jenis asuransi lang diakui oleh

Mukhmar Lembaga Kajian Islam di Kairo pada tahun 1965 M,

yakni dana kesetiakaunnan sosial yang didirikan oleh pam

pegawai, semacaln lernbaga yang berfujuan memberikan banhran

langsung kepada keluarga dari anggota lembaga yang wafat atau

tidak mampu lagi bekeria-

Akad Asuransi Pertukaran

Sang Doktor merrbahas masalah ini unfuk menyerang

orang-orcung yang menolak asuransi nlaga (as.ransi komersial). Dia

mengklaim bahwa iuran png diberikan pekeria kepada lernbaga

jaminan sosial unfuk masa depan hari h.ranya merupakan setoran

dalam al<ad Mu'aqndlnh dimana pernilik pekerjaan juga ikut andil

dalarn akad yang sama seperti akad asuransi niaga. Apakah ini

sesrrai dengan fakta, urahai Doktor?!
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Bukankah iuran yang diberikan pekerja merupakan
simpanan baginya dan anak-anaknya?! Dan bukankah yang

diberikan pemilik pekerjaan merupakan Tabamt' atau hibah yang

dibolehkan syariat?

Sebagai tindakan obyektif terhadap DR. Al Fanjari, bisa
disimpulkan bahwa orang yang membaca makalahnya akan
beranggapan bahwa dia bersikap sangat keras terhadap orang-
ormg lrang menolak asurarsi niaga (asuransi komersial)- Akan
tetapi sikap kems ini ditufupi dengan ide yang dilontarkannya
kepada Der,rnn Ulama Besar Kemjaan Saudi Arabia. Dia
mengntakan dalam makalahnya, "sesungguhnlra prinsip dasar
dalam Asuransi Ta'awun modem adalah mengikuti semua sistem
modem 5rang diikuti perusahaan asuransi niaga, yaifu pada premi
tetap yang dihitung dan akad indMdu. Ia tidak berbeda dengan
asuransi niaga kecuali dalam hal menjauhi keunfungan dan
membisniskannln. oleh karena ifulah prerninlra ringan dan tidak
mengenal adanya eksploitasi atau sSarat-syarat yang
menyimpang."

Asuransi Ta'awun modem tidak hanya tertatas pada safu
jenis musibah, akan tetapi mencakup sernua klaim atas semua
musibah yang terjadi. Ia menghimpun dana kompensasi unfuk
mr"rsibah-musibah tanpa diketahui oleh safu sarna lainnya.

Perusahaan Asuransi Ta'awun juga mendirikan organisasi
khusus yang bersifat independen. Dan ia menghasilkan premi yang
tetap, siap diberikan secara terafur dan sistematis. Dengan sistem
ini maka perusahaan bertindak sebagai wakil nasabah dalam
mengelola tanpa bertujuan mengeksploitasi. BukU akan
kebenaran pendapat ini adalah bahwa Badan statstik Khusus di
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Am€rika menlatakan bahwa Asuransi Ta'awun telah menguasi

70 persen lebih sistem asuransi di Amerika.

Asuransi Perfukamn yang dikenal di Eropa dan Amerika

merupakan sistem asuransi perhama lang munorl dalam sejarah

asuransi modem. Ia adalah lembaga sosial5nng didirikan oleh para

pedagang, yang mana mereka saling bekeriasama dalam

menghadapi suafu musibah, seperti png dilakukan oleh para

importir barang tertenfu dari India. Prerninp bisa berubah-ubah

sesuai ukuran musibah png dihadapi anggota dalam setahun.

Mulanya lernbaga ini hanya muncul dalam skala terbatas bila

dibandingkan dengan asuransi komersial Fng telah menyebar luas.

Akan tetapi saat terjadi Perang Dunia Kedua, pemsahaan

asuransi komersial menghilangkan sistem asuransi berkali-kali lipat

hingga mencapai 72 persur dari safu periode.

Kemudian ketika kapal-kapal tentara sekutu tenggelam di

laut karena ulah para penyelam Rusia, perusahaan asuransi

menambahkan syarat perang dalam konkak perjanjian sebagai

syarat unfuk memberikan uang pertanggungan bila musibah 5nng

teriadi disebabkan karena konflik berseniata.

Kemudian dalam qnrat tersebut juga ditambahkan bahura

salah safu syarat lainnp adalah kerugian pemng yang teriadi

dalam suafu negara akibat serangan udara lnng menghancr.rkan

rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan dan pabrik-pabrik- Pada

tahun 1940 masyarakat dunia secara sererrtak mengalami musibah

tanpa adanln asuransi. Saat ifu jutaan orang kehilangan jaminan

arnurn (uang pertanggungan) yang mereka bayar kepada

perusahaan asuransi. Kenrudian asuransi p€rfukann berkernbang
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pesat. Bahkan sebagiannya memiliki beberapa perusahaan

asuransi niaga dengan kepemilikan bersama

Akibat dari semakin besam5ra perusahaan asuransi

perfukaran, maka ia dikendalikan oleh Deunn Administrasi yang

terdiri dari para direkfur profesional yang berhrgas menetapkan
premi sesuai afuran-afuran lrang berlaku dalam asuransi niaga.

Mengingat fujuan asuransi perfukaran adahh memberi
jaminan arnan dan bukan mencari keunfungan, rnaka surplus
penrsahaan tetap disimpan unfuk menghadapi klaim-klaim di masa

rncndatang. Ini adalah parajiban yang tidak bisa terealisasikan

kecmli bila disamakan dengan percobaan dan kemungkinan. Oleh
karena itulah surpfus (uang kelebihan) ini dialihkan ke harh pokok
dan akan tetap berlaku dalam harta pokok perusahaan sampai

waktu yang dikehendaki Allah. Hal ini akan menyebabkan

penrsahaan asuransi pertukaran akan semakin besar. Sehingga
pada saat ifu pernerintah Swedia furut campur dengan

mengeluarkan undarE-undang yang ma,rajibkan perusahaan-

perusahaan tersebut mernbagikan sebagian surplus kannfungan

kepada nasabah lpng tdak mendapatkan hak menikmati
keunfungan tersebut.

Undang-undang ini diberlakukan pada tahun 1948 1nng
bertujuan ikut campur dalam menetapkan bea asumnsi lang
bermacam-macarn agar tidak melebihi batas yang sesuai yang tidak
menimpa nasabah atau pernegang polis karena adanp penipuan.
Undang:undang ini juga ikut campur dalam pembatasan cadang
perusahaan dan jenis-jenisnlra.

Demikianlah, asuransi perfukaran yang awalnl7a didirikan
sebagai Asumnsi Ta'awun akhimya berubah menjadi salah safu
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asuransi komersial karena pengaruh sistem kapitalisme. Ia menjadi

asuransi yang menerapkan sistem kannfungan dalam prakteknya.

Ihrlah asuransi perfukaran yang terkenal di dunia Barat,

yang menurut DR- Al Fanjari merupakan sistem yang sesuai

derrgan asuransi setelah dia menamakannla sebagai Asuransi

Ta'awun, dan menunrtryra ia tidak bertentangan dengan s5rariat-

Sang Doktor mengakui dengan tegas dalam makalahnSla

pada halaman 47, 'Asrransi Ta'awun modem telah menjadi ilmu

matematika yang berdasarkan perhifungan dan nomor. Ia meniadi

kekuatan ekonomi penting dari sisi pengumpulan simpanan

nasabah dan dari sisi pengelolaannln. Ia juga menjadi industri yang

mernbufuhkan alabaht khusus yang berupa teknik, harta maupun

administrasi."

Asuransi Pemerintah

Kemudian sang Doktor melanjutkan pembahasannya pada

pasal empat yang isin5ra mengusulkan ruafu program kepada

Deunn Ulama Besar Saudi agar program tersebut diterapkan

karena tidak bertentangan dengan prinsipprinsip ekonomi dalam

Islam. Dia mengusulkan agar Asuransi Ta'awun dibuat dalam

benfuk lembaga ulntrn milik negara atau pemsahaan Asurarsi

Ta'awun khusus yang dibanfu pemerintah. Dalam dua hal tersebut

lernbaga bekerja ahs narna nasabah dan unfuk kepentingan

mereka.

Adapun banfuan pemerintah adalah dalam benhrk-benfuk

s€bagai berikut:
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a) Memberikan banfuan dana unfuk harta pokok lembaga.

b) Memberikan banfuan unfuk program-program lain.

c) Memberi pinjaman saat dibutuhkan.

d) Negara dalam sernua kondisi wajib menutupi kerugian
Iernbaga apabila kemgian tersebut terjadi dalam kondisi
pengecualian atau tidak biasa.

Sang Doktor rupanya lebih memilih benfuk perusahaan

bersama, bukan lembaga urnuln, agar asuransi tdak menjadi hibah
nqlara kepada nasabah... (Akan tetapi negara hanya sekedar
bekerjasama dengan mereka unfuk melindungi mereka karena
rnereka dianggap sebagai pemilik kepentingan. Hal ini akan lebih
berdampak positif karena para nasabah akan memsakan percm

n€ara tanpa menghilangkan.tanggung jawab dari diri mereka).

Dia berpendapat bahwa pendirian lembaga atau
penrsahaan Asuransi Talawun di saudi unfuk menufupi kebufutnn
warga negara terhadap asuransi merupakan sesuatu yang dapat
diterima qnriat. Bahkan pemerintah juga membufuhkan
penjaminan terhadap jalur-jalur penerbangannya dengan merninta
banfuan kepada pemsahaan-perusahaan asuransi komersial luar
negeri.

Bahkan karena hal-hal tersebut maka bergabung dengan
Asuransi Ta'awun dianggap wajib, lebih-lebih bagi pengusaha dan
pernilik p€rusahaan.

Kemudian sang Doktor menjelaskan garisgaris besar dalam
mendirikan Asuransi Ta'awun yang diusrlkan, dfunana ia seperti
pemsahaan yang fugasnln dibagi-bag menjadi beberapa bagian
dan setiap bagian mengurusi salah satu musibah tertenfu, seperti
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baEan lrang mengurusi jaminan terhadap nasabah 5nng tidak

mampu bekerla, baEan yang mengurusi jaminan terhadap

perdagangan dan bagian-bagian lainnya yang meliputi semua

musibah. Lernbaga ini harus memiliki deuan tertinggi dan kerjanya

hams fleksibel dan jauh dari intervensi negara. Lernbaga ini juga

hams menyimpan dana cadangan sebagai persiapan bila teriadi

kerugian di masa mendatang dan mengelola dana cadangan

tersebut.

Kemudian sang Doktor mengrrlangi lag pembahasan

tentang daftardaftar Asuransi Ta'wun, "Tidak ada salahnya

menggunakan daftar asuransi png diterapkan dalam Asuransi

Ta'awun di negara-negara asing sampai pengalaman lembaga

cukup dalam hal ini."

Apabila demikian halnya, maka pengalaman akan didapat

dari sistem yrang berlaku dalam daftardaftar asuransi komersial

yang secat?r zhahir ditentang oleh sang pemakalah. Dia mengacu

pada landasan-landasan tehnik yang menjadi acuan asuransi

tersebut. lalu apakah landasan-landasan tehnik tersebut dan apa

yang dimakzud dengan daftardaftar tersebut?

Bukankah daftardaftar tersebut menetapkan premi atas

dasardasar sebagai berilart:

. Spekulasi-sPekulasi.

o Dafbrdaftar hidup dan mati.

o Sistern jumlah Snng besar.

o Beban biala perusahaan dan administrasi.

. Manfaat harta pokok.
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r Pr6errfacekeurtrngart

lalu apdnh art al<ad pribadi? Bilorilrah hrnbaga d[dirit<an

unfuk menifr mefiator di arfiara para rrasabah? Brkankah
dengan al{ad ini prinsip tolorgflencilong lpng merupakan
konsekuensi dari terr$aga bersann alon hilarg?

Apabih aransi &tenaflon dergur sbtem tersehfr s€bagai
sarana un[t( mmri irrrftur afitn da,n rrrerl$ffrpdkan
simpanan, blr apa bedar6p ardara si*ern ini d€ngan sistern
asuransi komer*f .hninan aedrah lql dfinghl€n? Apkah
prnjaman d6rgm riba? I.ah rrtrrk si'pa stnparnn tersehrt
dikumpulkan fur bagainrana dfurrFrrffif Padahal asransi ini
bertujuan agil 1rerni diberilon se$ai d€ngan k€rugian Fng bakal
dialami dan 4r lidak k€[Er dari tufrlan pertamarrya ]naihr
mernberi iilrfoi n .rnan \f mryamlot, bulran sekedar
mengumptr[m :trpran dan merrseri rEtg pertangtryalr

talu bagaforura dergilt lreterframr nqila terhadap
Iembaga agrari lql dnusulkan DR At FdrFd 3Brg mencaliup
keterlibatan dakr harta polok, perfiedan barrtnn dan
penutupan lrenryhr1 apakah tl rmrrydmr hibah negara atau
menjadi sabh satrr dani pernbagftm zakaf"

Ta*artBrlh Asrrarxi

Mundh ug Doldo d aldfr matrahtnlp hpa tefiadap
apa lrang dltreaorlp di and mffih batura zzrlort fu untuk
orang-oriu{I ni*iq sernerrtan aranli rrfuk orag.aar {f yang
mampu.
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Apabila mernrnfiqp anrarsi unt k orangomnll yang

marnpu, mengapa rqFra tnrus nl€nar{f3rg kenrgian yang

dialami orang-orang 3nrg mamrr MenEapa tdak zakat saja yang

diterapkan kepada sermrarlra? Mergapa ldta tdak menempkan

sistem zakat yang s€rntra1ta dan pqam rnengtirnpt flran zakat

dengan ma,vajibkannla? Lfergapa ldb sdafu hri dari penempan

sistern Islam dahm ekqrani?

Apal{ah sarg Doldc hpa bahra dh nrengatakan pada

halaman 4 dari matraUfrqg -Z2iat merupaton ffiga jaminan

sosial dalam Ishm- Ia bertrfinn merr&eri Fmfo13n tethadap setiap

individu sesuai kehtilnrrrlp, hi@r s€k€&r Frninan yang

mernerruhi haFbryn saF- Apobih sesryarg sdah fidak mampu

lagl bek€ria karena sebab t€d€rfir s€eg'ti saldt ahl srdah lanjut

usia, atau sebab'hinnjn yarg merlr€bat larrtlp fidak hpk bekerja

dengan kondbi u,altu dan teupat :4I berbeda$eda, maka

negaralah ]lang rnanarglqMB dergill ulanggt nalon dana

zurkart."

Itulah t$lan datri adarrya zzrlort APdoh manusia

menginginkan yang leHh dad ihi?

Mengapa ldta tdak menlEru rqnrakat a(Fr nrtin

mernbalAr zakat lprg menryaftan sahh satr,l n&m dari rukun

Islam Snng lirna? Yag rrrrE sa6 1nrg tibk rnernba3pm3n

karena mengfodortlp tanggap rnrhd ahr k€hnr dari Islam.

Abu BalGr *, p€rnah nErterdtgi trary-cang yang tidak

melaksanakan n lcm inA fridak rrnr rnernbapr zalcfl- D6a b€rkata,
*Derni Allah, sealaanry m€rdra |ftfuk rrng merrbedkan kepadaku

unta-unta lrarg p€rnah merdn bedlmr k€pada Rmdulhh $, pasti

aku akan mernerangi m€!i*a karcna hal tersehrl'
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Apabila sang Doktor mer.tsa lositnn dengan oranlforzrnlf

kaya png hartaqn berkurang, aku agar orang kaSa

tersebut ditawarkan sistern Barat gang diiluti s€bagian p€ngusaha

di Barat unfuk menufupi kerugian pada harta merdra, daripada dia

memanfaatkan jaminan dalam Asuransi Ta'awun- krilah Fng
disebut dengan asuransi pribadi.

Asumrsi pribadi bisa dipdikan alterrratif oleh seseorang

karena dia akan menemukan manfrat pada hartanya, lnng mana

beban kenrgian tdak dilimpatrlon keeada p€rusahaan asuransi

perfukaran -misalnp-, agar beban tersehrt tdat( ditarg$ng oleh

nasabah-nasabah lain, karena musibah bim sail terfdfl dan bisa

saja tidak teriadi.

Nasabah dalam asuransi pribadi iqga al<an mendapatkan

kannfungan lain, lnitu beban kengian fidak dilfonpatilran kepada

perusahaan asuransi komersial, sehfotgga dia fidak p€du mernbalnr

premi asuransi yang mernberatl<an dergan segah k€nrgian dan

keunh.rngannSn. IGrena dalam asransi pribadi dia fidak dib€bani

kecuali sekedar merrjauhkan serrrrnhh harta sebagai kompensasi

dari premi asuransi, dimana harh tersehrt dbimpan dahm dana

khusus yang bisa dia kelola sen&i agar dia bisa men€rima

kompensasinya setiap kali mendapat musibah-

Tidakkah sang pernalolah m€lihat batura hal ini l€bih baik

bagi orang-orang kaSra daripada rnerdra rnerrrinta bantran kepada

negara agar menanggung kebuhrhan merdra? Padahal mereka

bukan golongan Sang berhak menerirna zarlrare

lalu apaloh yang baru dalarn pro(fam yaql diusrlkan DR.

Al Fanjari bila prograrnnla lErlp mdandaslan pada hal-hal

berikut:
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a- Prerni asurarlsi prg sesuai dengan daftar rnanfaat yarg

berlalar dahm asrrarrsi nhga (anram* komersia[-

b. Mernberi ,arninan arnan k€eada orarg-orarg kap dan

bukan keeada orar{forar{J faldr rrfslfrL

c- Mengumpulkan simparnn nasabah r.rrtuk dipfu&mlort

(kepada pihak lain) dan dibisniskan

Apaloh sarg p€rnakalah hpa tafiarg pernlptaannlp di

awal makalahnya bahura 'seandaingn al+art dlnmpll€n malra

udak akan ada lagi orang Fr{I kebpamn atanr mernhrhrh}an, dan

akan tercapai kehltgpan !Er{I arrErr terrtram @i sethp u,arga

negara?--.."
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Kepufusan Konferensi Organisasi
Negara-Negara Islam

Sidang Putaran II

L*22 Dailhirrah 1384 H

Bidang Ekonomi dan Sosial

Setelah anggota sidang muktamar mernpe.laftui data dan

melakukan sfudi yang diaiukan oleh komisi ekonomi dan sosial,

maka Sidang konferensi mernufuskan s€bagai berilart:

1. Sidang konferensi mernufuskan bahura Islam adahh sisterr

yang berdiri sendiri- Sistern Islam melrrberikan Fninan
solusi bag perrrnsalahan kemanusiaan, karera sistern

tersebut mengatur hubungan antara indfuftfu dan

mas5rarakat serta menegaskan hak dan karaiiban anhra
seorang individu dengan 1ang lain. Hal tersehrt tertuang

dalam shrkfur 5nng menjamin solidaritas sesanE rnanr.rsia

dan melindungi individu dahm arti kernaruftan dan

kebebasanryp sebagai makhluk larg diberi kennrlinn
Allah &. Selain itu, sistern Islarn menrpatrran as.rs

maqrarakat Islam !,ang berdasarkan pada airaraiuan
Islam png meniamin kernajuan dalam bidang iknu dan
peradaban.
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Sidang kon{ererrsi mdihat; bahtla saat ini negara-negara

Islam iustu berada di persimpargan FIan yang berlawanan

dengan sisterr Ishm dalam mememngi ketertinggalan

ekonomi- AhbailrryIa, terkadang s€bagian negam ada yang

berkibht ke arah sistern sosiafis derrgan bertagai

penempannla lpng berbiada, dan d hin uaktu berkiblat

pada sistern d€lnokasi-libeml. Pada kerryataannyra, sikap

seperti ini tdak dapat menlampaitrran negarzr-negara yang

ada pada titik armn- Tegasqp, k€&ra sisteln tersebut tidak

mampu mernberilon sohrsi bagi proHem kernanusiaan- Hal

ifu teftukE beridasartran yE{I dilakukan, bahwa

keduaduarrlp trdak nrelmpxr rnerxtptatcan perdamaian

dunia. IUalo dari ihr, sdarg korfererx* mdihat, bahwa

fidak ada Fhn karafi m€nsilqdi aiyan Islam untuk

rnencapai rrnksld ini

Sidang konf€r€nsi mer{Iardnl@L lrarern banlnknya

p€rrnasabhan elronomi lrang ttans @wab oleh periset,

maka sidarg kqrferensi merruhrskan rrntuk mernbenhrk

lajnah t&p yang b€rangggtalran 1ra ekonom dan pakar

fikih, merdrahh Frg nrerrgakmo& atau melimpahkan

fugas k€eada eara pakar unhlk rnehlnrkan riset terhadap

terna-terna terterrfu lnng harus sdesai dahm urakfu 1nng

tdah diterrtrkan- Kernudian lafrnh tersebut mengundang

para pakar stalistik 5prg alran melnbahas hasil riset serta

mernberikan p€rt'bian tertradap risd tersebul Selaniutrya,

hasil kesimpulan riset tersehrt daidnn kepada sidang

muktarnar urfuk diambil keputrsan Silang konferensi

mernandang, baf,rura kondisi ini sangat mendesak dan tidak

dapat dihrtda hgl

2.
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4. Mengingat bahwa kondisi ekonomi sd€rdrg ini pada

umumnla bergantung pada produksi masal, sernentara

negara-n€{Iara Islam pada umumnla adahh negar&negara

kecil yang karena safu dan lain sebab, tidak m€rnungkinkan

unhrk melakukan hal ifu, yaifu metalnrkan produksi unfuk
kepentingan setnua orang, maka atas narna konferensi

Negara-Nqara Islam, kami mendorong keeda negara-

nqara Islam unfuk menetapkan prinsip kesafuan

perencarnan ekonomi dan akan disetrjui dabrn konferensi

tingkat tinggi 37ang dihadiri oleh para k€pah negara dalam

waktu delaL hrslq Allah.

5. Konferensi menetapkan, bahrlra kepernitlan pribadi dan
hak-hak individu dilindungi seperruhnlra oleh Islam, seperti
halnya perlindungan terhadap jnra, s€batas png telah

ditetapkan oleh syariat Islam. Konfererrsi jr4ga menehpkan,
bahwa pada dasamln harta adalah rnilik AIhh trt- Dia telah

melimpahkan we\ renang p€ngg;rrraanq,a k€eada para

hamba-I\p secara legal unfuk menopar4l kehidupan tanpa
harus menrgikan kepentingan urnurn-

6. Setiap anggota masyarakat Islarn mernprrgpi hak yang

pasti unfuk mendapatkan jeminan s6ial pada rrnsa
pengaryguran 1ang di luar kehendalnya, seperti: Sakit,

ketidakrnampuan melakukan usaha, m€r&nda atau ditimpa
kefuaan, dan kondisi lainnya, dirnarra ses@rarg tdak
mampu menerrrukan saran r parghiepan d luar kehendak

dirinla s€ndiri-
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Ketetapan Konfererrsi lUaima' Al Buhuts
At-Idamnryah

(I-embaga Riset ldam)

Semesfter tr

Rabu, 25 Mulrarram 1358 sd Bahr, 16 Shafar 1358 H

Hadir dakn konfererr* ini ga anggota lerrrbaga dari Mesir

dan negaralegara lainrlp IGrd ilga sernpat mernpresentasikan

beberapa ris€t yang l<arrf ft#s &l mernpertahanlonnp di
hadapan si&qg- Dalam ddary t€rsebut, tepatS;a setelah

melakukan pernbicaraan dan drr$ mendahm, rnaka sidang

mernuhrskan kctetapan dan wan s6.S"t b€rikut:

A- Asuramsi

Meng€nai aransi sidarg konfererg nrernrhrskan s€bagai berikut:

1. Asrarrei yarg dsdengsrdr n ol€h badan koperasi png
ada dan diikrfi oleh rndaftr lBqI menjadi anggota

kopemsi tersetnrt guna mer$erilran bantnn dan iasa ifu
asransi lql hgd dan lrrga terrnasuk dalam

rargka tolongflenohng dahl hebaikan.

2. Sistern peoslun !E{I dsdenggaralian oleh instifusi

pern€rililah atau sistemdstem lafoi 1ang bertujuan

mernberikan F ninan sodat dalr dflteraplon oleh beberapa

n€{Fra sdefuus sisteln aransi Fninan sosial lpng
diteradon d beltagai nqga yang lainnlra, senrua ihr

dipqbolehlnn-
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3. Sernentara aneka berrfuk llsa asrmnsi 1ang &ib€dkan oleh

perusahaan asuransi, apa pun bidang grapanr[p, seperti:

Asuransi pertanggungan nasabah, asurarsi pertaqgsungan

terhadap pihak lain, asuransi pertargplgan resiko

kecelakaan dan asuransi iiwa serta !,ang hinrrya, maka

sidang muktamar merntrtrskan unfuk tens mendrafl melalui

sebuah lajnah 1nng b€ransEotakan para ularna, ekonom,

pakar hukum dan pakar sosial- Unfuk sern€rfiar4 sebelum

mernberikan kepufusan, Mukhmar unfuk

mengikuti pendapat para uhma kaum mudimfoi di rnasing

masing negara sedapat murEkin-

B. Transaksi Perbankan

Terkait transaksi perbankan, sidang muktarrnr nrernuhrskan

sebagai berikut:

1. Penghapusan bunga bank terhadap b€ragBrn b€nfuk
pinjaman lrang semuarya adalah riba dan haram

hukumnSn. Dahm hal hi fidak ada perbedaan anbra
pinjaman produktif dan pinlman konsrntif, sanuanlra

haram- Sebab, rmshtrch Al Qtrr'an dan Sunnah

menunjukkan se@ra pdi" bahura dua berrtrk pinprnan

tersebut haram (rnatrsuargq apabila dis€rtai hqga)-

2. S€dikit atau banSalq riba tetap laarr\ demi[rim seeerti

5ang dinyatakan dahrn p€rnaharnan !,aqg berw terhadap

firrnan Allah &,

tt lthjaat S\waIt.lI IMab ll gOg



64'gJiilLUsW{" ojs6{-
b-'e14,

'Hai onrgomng tatg bafunan, lansanlah kamu

mqtnla n Rib dangan Mipt garda, " (Qs. Aali Imraan

[3: 130).

Mengaiulen pinlurnn dengan sistern riba hukumnya haram

baik dabm kondbi norrnal atau terpaksa. Dernikian iuga
merrberikan pinfrrnan derrgan sistern riba juga haram.

Dosa keharaman ini tdak alon hilang kecuali jika

kondisirya sarrgat mendesak \da kondisi Snng dernikian

ini, setiap ortrr{I dibiarkan untuk menetapkan kondisi

darurat sesuai furgan kglakinanrrya"

Jasa-Ira pabanlort seperti: deposito berialan, pencairan

celq perintah pernbayaran dan tarrsgungan pembayamn

!,ang dihlokan oleh para p€bisnis dan pihak bank dalam

negeri s€rrrranla boleh dihl$diarL Dirnarn potongan lang
diambil dari transatsi ini bukan terrnasuk riba.

L-ayaran deposito pernbukaan layanan kartu

kredit Uertxmgil dan pinlunan Uearunga dengan beragam

b€nfukqts s€rruanlp terrnasrk transaksi ribawi dan

hukumnya hanm.

Layanan Ullod (pertansgungan pernbalnran luar negeri),

maka sidarg rnuktamar merurrda keputusannya hingga

pernbatrmnnlp selesai.

2rJ.

4.

5.

6.
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7. K€fika fuansalsi perbankan telah menancapkan
perrganrtnrya yarg sangat jdas dalam sisterr ekonomi

modern" sernentara di sisi hir\ Islam sangat ingin menjaga

nilai manhat dari hal-hal baru dengan menghilangkan dosa

dan bahayaryra- Lsnbaga Ris€t Ishm mengundang pam
pebisnb dan ekonom untuk merrrberikan usuhn dan saran

dalam rangla menerrrukan sohsi ahematif bagi perbankan

Islamt

C. Invesfiasi ltflodal

Sidarg rrulGrnar merrutr.rskan bahwa invesbsi pribadi

dana, berilut cara€nnlra, adahh rrumi menjadi hak setiap
individu- I-trarr1a, apabila investasi ini nrengancam kernaslahaAn
urnutn, maka pernerintah tErus melakukan intenrensi unfuk
mencegah kerughn- Dahm randra menpga kernaslahatan rtrnutn
ifu, pemerintah iusa harus merrernpuh b€ragarrr cara 3arg tidak
merugikan hak+ak pribadi p€rnifk modal Fng telah dilesalkan-

D- Zakat dan Sed€kah Sunnah

Terlsail zztlrart" sidang nnd$arnar merntrtuskan s€bagai

berikut:

1. Patsk Frlg dq,aiibkan ohh Nqara b€hrrn dapat diarggap
s€bagai pernbayaran zakat

2. Perhn4gill nisab zakat uaql lcsam dan uang kertas

adaHr deltgan m€nggunakan uang kertas, s€rnerfiara harta
pernlagaan dftitmg berdamrkan trarya emas. Apabih nilai
salah safu darir{n ftrang dan harta pernlagaar$ telah
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mencapai 20 mibq4 rnal{a zakat'uniib dikeh:arkan. Hal itu
disebabkan, ernErs lebih stabil trargarrya daripada komoditas

lrang lain. Untuk mengetahui berapa nilai anas -iika
diuangkan- menurut harga garrg Maku saat ini, maka hal

tersebut diserahkan kepada atrliryp.

Harta berkernbang 1nng tidak &, msh qpriatnlp ataupun
pendapat ftkih, s€bagai beritnrt

a. Gedung, pabrik, kapal, pesatrlat serta barang-barang

5nng sernisal tidak uaiib dizakatl Akan tetapi, barang-

barang lpng disebutkan d atas, uniib dikehnr{<an

zakatrya dari laba bersih apabih tdah mdeurati dua

lnuL

b. Apabila nisab zalot fidak tercapai sernentara pernilik

i€nis harta png telah disehrdran mernpunpi harta

lainnlra, rnaka zakat diu,aflrlen atas ,urnlah harta

tersebut apabila telah mencapai nisab &n lnuL

c. Kadar yaryI harus dikeluadon adahh 2,5 % dari neto

laba di aktrirtahun ?:rlralt.

d. Penrsatnan lpng dimiHld oleh beberapa orang,

ketentuan di atas fidaldah dapat diterapkan, lraitu
mengacu pada pencapaian laba penrsahaan. Akan
tetapi hal tersebut diterapkan mengacu pada hasil

persentase keunfungan lpng dirtapafl<an oleh masing-

masing pihak-

Takat wajib dikefuarlGn oleh mul<akfdari hartanla sendiri,

sebagaimana halnya zakat jtrga urajib dikeluarkan dari harta

orang Fng bukan mukalaf- Khusr-s lrang terakhir, zakat

3.

4.
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5.

6.

dikeluarkan oleh orang lang mempunlai hak penualian

atas dirinya.

Zakat dianggap sebagai fondasi solidaritas sosial di seluruh

negeri Muslim, di samping dia juga merupakan sumber
pendanaan bagi dalnvah Islarn, penyebaran informasi akan

hakikat ajaran Islam dan dapat diberikan sebagai bantr:an

kepada pam pejuang untuk memerdekakan tanah aimya.

Pengumpulan dan distibusi zakat diseratrkan kepada

daerah masing-masing sesuai dengan cara dan kondisi.

Terkait sedekah sunah, sidang mukhamar menjelaskan

sebagai berikut:

1. Islam mengajak umatrSra agar menginfakkan harta di
jalan Allah &.

2- Islam melamng umatrSa meminta-minta dan menerima
sdekah kecuali dalam kondisi terpaksa.

3. Islam juga mengajak umatnya bertuat sosial terhadap
non-muslim, serta menl/amakan perlakuan terhadap
non-muslim sama halrry. dengan dia mernperlakukan
seorang muslim serta menjaga hak setiap penduduk

Snng tergabung dalam mastaralot Islam.
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Pendapat Kami Terkait Problem Asuransi Tamarr
Sekarang yang Seharusnya Mengacu Pada Metode

Yarrg Telah Ditetapkan Oleh Salaf Umat Ini

Dahulu, dalantnaungan Imamah yang Agung, umat Islam

merniliki cam dan afuran tersendiri dalam menufupi kebufuhan

setiap individu, bahkan mereka mendapatkan bertagai kemudahan

yang disebabkan berkibamya bendera Islam.

Pada kondisi yang mendesak, para Imam

mempertimbangkan kondisi kaum Muslimin. Maka, mereka pun
menggali adab Nabi $ dan tujuan , lang pada intinya

menyatakan bahwa ditegakkannp q;ariat tidak lain bertujuan

unfuk melindungi kaum muslimin: Akal, agarna, kehormatan, harta

dan jir,va mereka.

Unsur-unsur agung dan mulia inilah yang seoptimal

rnungkin akan dijaga dan dilindungi oleh syariat Islam. Pada masa

Nabi $ keluhuran nilai syariat Islam telah tercapai. Hal tersebut

terbukti bahura kaurn Anshar l.yuk mendapatkan pujian dari
AIIah &,

€
4.zt /( 1t? i, - 27 <, -/ , -n).e2t5 b i,u; b-:fr {F 6:js-g_:

"Merel<a mengutanakan (omng-omng Muhajirin), abs dirt
mereka sendirt, mereka dalam kqusahan " (Qs. Al
Hasyr [59]: 9).

Kemudian, pada masa selanjutnyra kondisi seperti ini terus

berlangsung dan terlihat jelas pada masa awal hijrah hingga kaum

muslimin mendapatkan harta fai' (rarnpasan perang) dari Bani
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Nadhir. Saat ihr Razulullah * beffibda keeada lrarrn Anshar,

'Sunguh pn saudan lalian, kaw Mulnfr*4 fuk mqniliki
harb. Jika kalian bqkehadah dhu alen nqrfui IDrb ini dan

harta kalian di antan kalian serntm (Mulniirin en Adnr). Jika

l<alian berkehendak, l<alian baldT manfimWn Inrb kabn dan

harb ini han5a akan aku bagikan untuk mqdo-- Orang-orang

Anshar menjawab, "Bahkan, 3a FLa*rlulhh, bagilGnhh harta ini

khusus unfuk mereka, dan Baginda pun boleh mern@ikan harta

yang kami miliki sekehendak Baginda!"

Cara Snng ditempuh oleh Nabi #r itu iuga dilarti oleh para

sahabat. Kisahnya, Khalifah Urnar bin Kha*drab g, datang ke

penguus pemungutan paiak unfuk merr@ikan tanah kepada

kaum Muslimin. Maka Mu'a& bin Jabal & bediata k€pada Umar,

'Derni Allah, niscaya kamu akan mernbenci hal fori" s€bab jika

kamu membagikann5n niscaya s€bagian besarntp hanlB akan

berakhir di tangan penduduk srnhr kaum dan kerrudem musnah.

Oleh karena itu, jadikanlah dia hanp dmitld oleh sorang laki laid

atau perempuan, kernudian pada masa sdardutrrya atrran datang

oftmg orang yang merrrbtrfuhkan harta turfuk kepentirEan Islarn

sementara mereka ddak mensnukan b€lal r.nrfuk memerruhi

kebufuhan tersebut. Maka, mohon kamu mernpertimbangkan

masalah ini, sehinga harta ini dapat rnenculnrpi unt k generasi

png atml dan png akhir-"

Maka, I(halifuh Umar bh Khathilrab Q, menfurab, 'Andai

aku tdak mengkhawatirkan oran(forirng 1ang datarg d kernudian

hari, -lantamn mereka tdak mendapatkan apaapar- maka

fidaklah Allah & meraHuldmn sr.rahr desa mebinkan aku

membagi-bagikannla, sebagairnana Rasrlulhh $ mernbagi-
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bagikan tanah Khaibar. Namun aku khawatir apabila mereka Snng

datang terakhir itu tidak mendapatkan apa-apa."

Al Qadhi Abu Yusuf, -murid Abu Hanifah-, menegaskan

apa yang din3ptakan oleh Khalifah Umar bin Khaththab rg terkait

lteengganannlra manbagikan-,tanah kepada orang-orang y3ng

menaklukannp (mereka yang turut berperang), disebabkan beliau

mendapatkan petunjuk Allah & melalui penjelasan Kibbullah.

Tegasnla, apa !,ang dilakukan oleh Umar bin Khaththab & ihr

menrpakan tauftk dari Allah S, termasuk juga pungutan kharal

yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada seluruh kaum

muslimin, sehingga manfaatrya menjadi luas dan mengena pada

seluruh kaum muslimin.

Setelah Abu Lu'lu'ah berhasil menyerangnya dan Khalifah
Umar bin Khaththab rg berada di Mihrab, dia berwasiat, 'Aku

wasiatkan kepada khalifah setelahku agar berbuat baik kepada

penduduk neg€ri. Sebab mereka ifulah lang mendatangkan harta

unfuk mengusir musuh dan sekaligus sebagai benteng pertiahanan

kaum Muslimin. Hendaknya dia membagi harta .fai' (rampasan

pemng) secara adil, dan jangan sekali-kali melebihkan bagian yang

lain keorali dengan kerelaan hati saudaranya."

Para ulama madzhab telah menjelaskan batasan-batasan

kemiskinan. Menurut Imam Asy-Spfi'i, omng fakir adalah orang

5nng mendapatkan alat usaha, akan tetapi dia tidak mendapatkan

modal yang sesrrai unfuk usahan5ra ifu. Maka, terhadap orang yang

seperti ini, dia diberi barang dagangan (modal).1s Bahkan,

andaikata dia mernbufuhkan modal Srang sangat besar sekali pun
,dan dipandang cakap dalam berdagang, dia tetap harus diberi. Al

15 l-ihat, Al Majmu'cebkan ini, (6/ 1691.
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Imam An-Nawawi meni&skan te&s Abu Ishaq Aqrqftazi, dia

berkatat

'Terkait siapa ifu orang fakir prg hans mendapatkan

bagian zakat, Imam Aryr-SSnfi'i dan para pengihtrp menyahkan,

bahwa orang fakir adahh orang yang tak mamp-r mendapatkan

harta yang mencukupinln, baik melalui p€rrutann modal abupun
usaha-

Ulama ma&hab AqlSyali'i merrjehdran pernlptaan AsSr

Syafi'i, mereka menlntakan: Bahura omng gprlg mistrdn adalah

omng yang tak punlp mo&l dan tak pur!ts pdrcrFart atau dia

mempunyai harta tetapi tidak rnenorkupi kehtuhannya- Boleh iadi
dia masih memiliki sedikit harb untuk mernrhrpi kehrhrhannln-

Misalnya: Untuk kebutulnnnya setiap hari sernestinln dia

menghabiskan 10 dirharn, sernerrtara dh harya mernpunyai 2 atau

3 dirham, maka, orang see€rti inilah yang db€but faldr- S€bab,

jumlah uang lang dimifildrya itu fidak merurkupi k€buh*ran

dirinya. Bahkan, Imam AI Baghawi merryabkan: Andai dia

mempunyai rumah yang dia tnggah dan palaian lnrg dia gunalon

untuk tampil mengesankan, maka dia tprap dis€but faklr,

kondisinya ifu tdak mencegah dia disetrut fahr, karena merrrang

dia membufuhkan sernua itrr hnam Ar-Raf i , bahkan

hamba sahaya yang dimihki gurn melayanirya tdak boleh dir.sik.

Tegasnlp, hamba sahala ifu masih merniliflri keterkaitan derrgan

sexnua harta yang dimihkinp, dia rndrk dahm katqori
perlengkapan tempat trggnl (rurrnh).

Menurut kami, Ibrer Kal merrjdaslon dahm At-Taii4
bahwa hamba sahaya yarg tnggal wfuk meb!,ani tuarnrya

diibaratkan seperti ternpat tngsal. Ke&nrya tdak menghalangi
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orang tersebut unfuk mengambil bagian zakat. Sebab, dua hal

tersebtrt rsnang dia bufuhkan, sarna halnya dengan pakaian yang

dia pakat lrnarn An-Nawawi melalarkan pembahasan yang cukup

panjang mengenai lelaki dan wanita miskin lang mempunyai

suami kaya- Kamu dapat sendiri unfuk mendapatkan

sehingg3 fidak penasaran. Namun, sebagai

kesimprlanrqTa kami sampaikan di sini, bahwa menumt Imam An-

Nauawi, onng fakir boleh mengambil uang zakat dalam jumlah

lang rnernhnt dia keluar dari kefakirannya. Demikian juga dengan

si miskiru dia boleh mengambil harta dalam jumlah 5rang sekiranya

dengan Fnhh harta tersebut dia berkecukupan unfuk selamanya.

Orang misldn adalah orang png dapat menemukan suafu

kordisi yarg dapat menculmpi kebufuhann5ra, nannun dalam

praktiknlp s€rirg kali tdak dapat mencukupi kebutuhannya. Beda

halrya datgan orang f,akir, dia sarra sekali tidak mendapatkan

pekerlnn yang dapat mencukupiryra. Misalnya, seseorang

merrbuhfikan 10 dirham, tetapi dia hanya rnampu mendapatkan

7 sampai 8 drham, rnaka orerng inilah prg disebut miskin.

WabhuA'htn

Mernmrt Imam Malih oremg fakir png diberi zakat adalah

orarg yang tdak mendapatkan dalam hal kebutuhan

par{Fn sdarna sehhun- Berbeda halnf dengan Abu Hanifah,

menr.ntrtrrya orcrrg fakir 37ang zakat adalah orang

!1a rg nsnprrnlEi harta tetapi fidak m€ncapai 1 nisab.

S€hfoi ih& Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa orang

fukir adahh onng seperti yang disihti oleh AslrS!,af i sebagai

omng rned&L tvlaksudnp adalah, orang fakir menurut Imam

Ahmad -mbhn merrunrt Imam Aslrslpfi'i- adalah orang lang
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memiliki barang dagangan, biji-bijian, binatang temak, atau

properti tetapi tidak mencukupi kebuhrhann5ra meskipun

jumlahn5a mencapai nisab. Tegasnla, andai dia tidak

membufuhkan, maka dia hamm mendapatkan harta zakat

meskipun dia tak punlra apa-apa. Sebaliknya, iika dia memang

benar-benar membufuhkan, maka dia halal merrdapatkan harta

zakat meskipun harta 5nng dimilikinya ifu mencapa.i nisab- Dalam

Al-Mughni, lbnu Qudamah menyadur sebuah pendapat yang

diriwayatkan dari Maimun, dia berkata: 'Aku berbincang-bincang

dengan Abu Abdillah fimam Ahmad bin Hanbal), Aku pun

bertanya, 'seorang laki-laki mempunyai unta dan kambing, apakah

zakatwajib atasnSra, sementara dia fakir? Dia mernpunyai 40 ekor

kambing, sementara dia mempunlai anak-anak yang dia tanggung,

narnun harhnp ifu tidak mencukupinln, apakah dia berhak diberi

zal<a?' Imam Ahmad menjarrab, 'lya, boleh!'."

Ibnu Hazm dari madzhab Azh-Zhahiri merryatakan, orang

yang memiliki harta Snng wajib dizakat, seperti 200 dirham atau

40 ekor kambing, sementara kebufuhan belania sayumSn tidak

mencukupi bagi keluarganya, entah itu karena ban5raknya omng

atau harga-harga mernang sedang mahal, rnaka dia dianggap

miskin dan dia boleh diberi zakat. Meskipun dernikian, zakat tetap

dikenakan pada hartan5p. Hal tersebut berdasarkan perkataan

Umar bin l(haththab ig, "Apabila engkau mernberi (zakat), rnaka

orkupkanlah!"

Abu Ubaidl5 men5ntakan, telah diriunlatkan dari Umar bin

AMul Aziz bahwa dia berkah, "Tunaikanhh utang dari omng

orang yang punya utang!" Maka difulislah surat unfuknya, 'IGmi

16 Uhat. NAmwal,tr. 661.
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mendapatkan seorang laki-laki miskin llang mempunlai pelayan,

larda serta perabotan." Maka umar bin Abdul Aziz balik mernbalas

dalam surabr5ra, "Sehamsn5ra unfuk seorang muslim ada rumah
yang dia tinggali, pelayan yang membanfu pekeriaannya dan larda
png dia gunakan unfuk jihad mernerangi musuhnga-'

Maka perhatikanlah bagaimana pertanggungan (asuransi)

dalam Islam lebih luas cakupannya daripada png terdapat dalam
perusahaan asuransi yang disebut At-Ta'min At-Tabmtni
(koperasi asumnsi) Snng hanya mernberikan jaminan kepada para
anggotangn, sementara di luar anggotanya Udak diiamin-

Permasalahannya justru menjadi mirip dengan permainan
ketika diletakkan dalam kaca mata halal dan haram, seperti data

Srang terdapat dalam badan perkumpulan ulama, badan riset Islam
serta badan ulama senior yang hanga berupa sekilas

dan terbatas pada norrna hukum, tanpa menimbang solusi dan
gambaran lain yang terdapat dalam Islam dengan contoh grang

lebih luhur dan mulia serta Iebih luas, sebab dia mencakup seluruh
kaum muslimin; baik yang Arab ataupun lnng non-Arab, lrang
berkulit hitam dan yang putih, yang besar dan png kecil, yang
lak-laki ataupun yang perernpuan, serta 5rang mati dan yang

hidup. Memang benar adanla, bahua pertanggungan dalam Islam
juga mencakup orang yang masih hidup maupun orang lrang
sudah meninggal dunia.

cpdnt #b *?i
J, $t i*:31 :^b rxl

,y9\

g)";t,i:f
;H-bK *s *v*nr

380 ll nuol*u'SyoahAl Muhadzdzab



!, fr 8'r, lti o,t5s ;r, #4 li :y

(*y"sg ji (f ,i6 ,6At

Q9

,ju<;
tt,gnva e Ul,, in $Lj,*? Jv ;us

iirt t
:fj,i'jtis'A13 U-s #S

t olec@i;l
:y

ry

&?

o -(,F
$:j. #iu

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r&, bahwa ada jenazah

seorang laki-laki yang berutang dibawa ke hadapan Rasulullah $.
Beliau bertanya, Apakah dia meninggalkan sesuafu unfuk
melunasi utangnya?'Jika dijawab: 'Dia memiliki harta peninggalan

unfuk melunasi utangn5/a,' maka beliau menshalatkannya, namun
jika dijawab: 'Tidak', maka beliau bersaMa, 'Shalatkanlah saudara

kalian nz'| Tatkala Allah S menaklukkan berbagai negeri, beliau

bersabda, Aku lebih berhak atas omng.orang beriman dai diri
mereka sendiri. Banngsiapa meninggal sdangkan dia masih

meniliki tanggungan utang maka akulah yang akan melunasin5n.

Dan banngsiapa masih meninggalkan harta waisan, maka harta

tqsebut unfuk ahli waisn5n'."
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Perbedaan Antara Abu Batrar dan Umar bin
Khaththab dalam Pembagian Harta T:tkat

Diriwa5ntkan dari Yazid bin Hubaib dan yang lainl7 bahwa

Abu Bakar rg pemah disarankan agar melebihkan bagian orang.

orang tertentu- Maka Abu Bakar 6 meniaunb, 'Mereka

mendapatkan lebih di sisi Allah &. Sernerrtara pernbagian harta

penopang hidup ini akan lebih baik apabila sarna.'

Bahkan, di antara Atsarpng dirir,uaptkan daringa, beliau p€rnah

berkata, "Sesungguhn5n kaum muslimin dipersahrkan derrgan

Islam sebagai saudam- Mereka meurarisi harta orarg ttra merdm,

mereka bersekufu dalam harta lrang mereka unrisi dan bagian

harta mereka pun juga sarna di antara mereka ada 3nng
mendapatkan bagian lebih ban5nk dari yang hin, entah itu karena

posisi keagamaann3p atau kebaikanrrla-"

Abu Yusuf Al Qadhi meriuralptkan dalamrrya, Al Klramj
bahwa pada saat Umar bin Khaththab & dihnfik meniadi khallhh

dia berkhutbah di hadapan oranlforar{t, 'Strngguh, posisiku

terhadap harta kalian ibarat unli anak yatim-.. Kalian mernprrryai

hak padaku. Wahai Sekalian manusia, terkait beberapa hal yang

akan aku sebutkan dan kalian boleh meminta pertanggung

jawaban dariku atas hal-hal tersebut- Kalian bol€h memintaku agar

kalian tdak ditarik keurajiban mernbayar khami tdak pula

mengurangi pernbagian harta fai, ka.nli harta yarE sdah
seharusn5ra menjadi bagan Ailah e. IGlian boleh

apabila aku mendapatkan harta tersebul sementara alu tdak

u l.ihat AlAmaalh.335.
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membaginya kepada mereka yang berhak. Kalian berhak

menunfut kenaikan funjangan dan gaji kalian."l8

Dalam kitab N funwalkarya Abu Ubaid dikisahkan bahwa

Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ap pemah memerintahkan

untuk mengeluarkan sekantong bahan makanan. Kemudian bahan

makanan ifu dibuat adonan, dijadikan roti dan dilumurinya dengan

minyak zaitun. Setelah ifu, diundanglah 30 orang hingga mereka

sanuanya makan sampai kenyang. Pada sore harinya, hal ifu
diulangi kembali. Maka beliau berkata, "Orang-orang iht cukup

mendapatkan dua kantong (yang jumlahnya kumng leb:}:. 2 irdi\
setiap bulannya." Sejak saat ihr, beliau memberi funjangan kepada

orang-orang: wdnit?, laki-laki dan budak sebanyak 2 kantong

unfuk tiap bulann3ra.'lg

Amirul Mukminin Umar bin Khaththab & juga pernah

melintas unfuk memeriksa kondisi rakyatrya. Saat ifu terdengarlah

tangisan bayi karena lapar. Umar pun meminta ibunya agar dia

menyusui anaknya ifu- Sang hu menjawab, "Aku hendak

menyapihnya, sebab Umar (Sang Khalifah) tidak mendaftar bayi

yang belum disapih ini dalam Diwdn Al Araq (daftar penerima

funjangan). Maka, Umar pun mendesah lirih, 'Celaka engkau,

Umar!" Maka, Umar pun bergegas kembali ke balai khilafah dan

menitahkan kepada seluruh pegawai kota, kemudian di po6-pos

penjagaan ditemukan banyak para pehrgas yang berkata setengah

berteriak, "Janganlah kalian terburu-tertunr men!,apih bayi-bayi

kalian, karena kami akan memberikan sanfunan kepada setiap bayi

muslim yang lahir." Kemudian, beliau menuliskan sumt yang

difujukan kepada par?r gubenur di banyak wilayah agar

18 Lihat Al Klnmai h. L27.
re Lihat NAmqmal, h.337.
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memberikan jumhh tertentu yang akan dibagikan kepada bayi-bayi

kaum muslimin.'

Dalam kitab Al l{hanj kart/a Abu Yusuf, dikisahkan:
Khalifah Umar bin Khaththab,S mernberikan santunan kepada

bayr yang masih digendong ibunya sebesar 100 dirham. Akan
tetapi, apabila bayi itu mulai bisa jalan, Umar bin Khaththab i6,
memberikan funjangan sebesar 200 dirham. Dalam referensi lang
sarna juga tercanfum, ketika datang kepada Khalifah Umar bin
Khaththab rg kiriman harta yang banlnk, maka beliau

membagikan uang tersebut untuk setiap laki-laki bujang

mendapatkan setengah dinar, sementara unfuk yang sudah berisfui

mendapatkan satu dinar. TegasnSa, Khalifah Umar bin
Khaththab rg selalu mengarahkan para pegawainya agar
mencamkan dan menegaskan bahwa Muhammad #i tdak lain

diufus untuk mernberi pefunjuk, bukann5ra unhrk memungut pajak-

Hal inilah yang kemudian menjadi semboyan bagi para khalifah

dan penguasa shaleh sesudahnya. Bahkan, Khalifah Umar bin
AMul Aziz selalu mencantumkan pesan ini kepada para gubenur

di banyak wilalph, sehingga mereka tidak menemskan pungutan
jizph setelah seorang dzimmi masuk Islam.

DiriwaSatkan juga, bahwa pada masa permulaan Muadz bin
Jabal rg diangkat menjadi gubenur Yaman, tepafur5a pada masa

pernerintah Khalifah Umar bin Khaththab 4g- Beliau mengirimkan

harta kepada Khalifah Umar bin l(haththab ag sebesar sepertiga

jumlah sedekah png berhasil dikumpulkannya. Maka, Umar pun
mengingkari pe6uatan ifu dan berkata, 'Aku tidak mengufusmu

sebagai fukang pungut pajak dan bukan pula hrkang pungut jizyal\
narnun aku mengutusmu agar mengambil harta dari mereka 3nng
ka5ra unfuk diberikan kepada mereka yang miskin." Mua& pun
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meniawab, "Kami tidak mengirimkan kepada fuan melainkan tidak

ada seorang pun yang meminta bagian harta kepada kami." Pada

tahun berikutn5n, dfirimkan lagi separuh dari iumlah zakat Sang

berhasil dikumpulkan oleh Muadz- Akan tetapi, harta tersebut

dikernbalikan ke Yaman lagi tanpa dikurangi sedikit pun- Kala itu

Muadz berkata, 'Akr udak lagi menernukan oftmg yang meminta

zakatdariku."

Maka lagi-lagr Umar bin Khaththab ;$ meniawab, "Derni

Allah, andai harta ihr masih tersisa unfuk janda-janda di lrak,

niscalp aku akan berikan kepada merelra, sehingga mereka tak

lagi merrrbtrhrhkan seorang amir sepeninggalku."

Sdangkan pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin

Affun rg, dikisahkan bahwa seorcmg wanita yang biasa membanfu

di rumahnya suatu hari tidak terlihat. Maka, Utsman bin Affan r$
bertanla kepada istinya, 'Aku tidak melihat si Fulanah?" Maka

berkatalah sang istri, "Dia habis melahirkan bayi laki-laki.' Maka,

dikirimkanlah untuk wanita itu 50 dinar berikut beberapa helai

kain- Selain ihr, Utsrnan bin Affan & iuga berpesan, 'Apbila

nanti hyryp ifu sudah berumur afu tahun, nnka dia al<an

menaikkan funjangannSn sebqr 100 dirtar."

Pemah juga pada nrasa pemerintah lftalifah Utsman bin

Afhn 49, Az-Zuban bin Al-Aunram berkata padanlp setelah

Abdullah bin Mas'ud rg wafat, "Berikanlah kepadaku (unhrk alnt

sampaikan kepada keluarga Abdullah bin lvlas'ud) tuniangan yang

biasa diberikan kepada AMullah (bin lvlas'ud), sebab kebutuhan

keluarganp lebih utama daripada uang tersebut hanrs dimasut*an
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ke Baitul Mal.' Maka Utsman bin Affan 1g memberinya 15.000

dinar.20

Umar bin AMul Aziz pemah menuliskan surat perintah

kepada gubemum5n di lrak agar mengeluarkan funjangan kepada

para penduduk lrak- Maka surat tersebut dibalas dengan

pemyataan, "AkLl telah mengeluarkan funjangan mereka, tetapi di

Baitul Mal masih tersisa harta. " Maka Umar bin AMul Aziz

mernbalasnya lagi, Carilah orang 5nng terbelit utang yang bukan

karma pertuatan bodoh atau berfoya-foya, lalu lunasilah utang

mereka. " Maka, srrrat ini pun dibalas oleh Sang Gubenur, 'IGmi

telah melunasi utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih tersisa

harta. " Maka, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menuliskan sumt

kepadan5ra,'Perikmlah orang-orcmg yang berkauajiban membagrar

jizph bamngkali ada png tak rnampu menrbagramya. Maka,

pinjamilah mereka uang agar dapat menggarap lahannya. Aku

tidak lagi mernbtrfuhkan mereka dalam jangka 1 atau 2 tahun. "

Sebelumnya, pernah juga terjadi korespondensi di antara

keduanya. Umar bin AMul Aziz menuliskan, 'Carilah para jei*a
yang ingin menikah tetapi tak punya harta. Kemudian,

nikahkanlah dan bekalilah mereka mahar untuk pemikahan. "

Maka lagi-lagi strat ifu dibalas, 'IGmi telah menikahkan setnua

pemuda 5rang kami temukan, tetapi di Baiful Mal masih tersisa

harta." Hingga sampai di sini, barulah Ahli Kitab lnng
berkewajiban mernbayar jizyah mendapatkan keringanan,

sebagaimana grang tercanfum dalam strat balasan Umar bin Abdul

Adz.

20 l-ihat AlAn 4h.303.
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Dalam Shahih Muslimdan kitab Sunan terdapat hadits yang

diriwayatkan secana marfu':
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'Siapa yang mqtiliki kelebihan tempat pda kendaraann5a,

hendaMah dia mernb kepada oftng gng tidak memiliki

tempt, dan siapa Snng memiliki kelebihan pabelalan hendaHah

dia membuil<an4n kepda orang tang frdak menliliki

perbekalan-' Abu Safd bakata, 'Ialu beliau manyebutlan

gng berhak mendapatl<an harb sehhga kami melihat

bahwa tidak ada lagi dari kami yang bqlnk mendapatl<an

kelebihan hatb.o

Bahkan, jaminan terhadap herrran temak kandang, dimana

temak llang digernbalakan serta kambing lpng hilang juga

diberikan. Khalifah Umar bin t$aththab rg, telah menitahkan

kepada pejabat yang diberi kuasa mengelola lahan hima ftalan
negara unfuk hsilitas umum): "I'ahanlah tanganmu dari beltuat
aniaF terhadap manusia dan takutlah doa omng-orang yang

teranialTa. Karena doa orang-orang yang teraniagra ifu dikabulkan.

Ivlasukkan pemilik unta dan kambing yang sedikit. Biarkan temak

Ibnu Affan dan lbnu Auf, jika kedua ternak mereka habis, mereka

akan kernbali ke Madinah unhrk bertani dan bercocok tanam.
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Penggembala png memiliki unta abu kambing Snng sedikit, jika

telah habis temaknp, mereka akan mendatangiku membawa

anaknya serala mengatakan Wahai Amirul Mu'minin! wahai

Amirul Mu'minin! apakah engkau akan meninggalkan mereka?'

Aku tidak akan meninggalkanmu, air dan rumput lebih ringan
bagiku daripada err;rs dan perak.'

Bahkan, Khalifah Umar bin Khaththab & juga menulis

surat kepada para pegawainlp: lngatlah, sungguh aku tidak

mengufus kalian sebagai per{pasa dan tidak pula sebagai

pemaksa, tetapi ala"r merrgufus kalian sebagai para pemuka Snng

memberikan petunjuk, agar mereka mendapatkan pefunjuk karena

kalian. Berikanlah kepada kaum muslimin apa yang menjadi hak

mereka, janganlah kalian mernungut pajak hingga kalian

merendahkan mereka, langan pula terlalu memuji mereka

kemudian kalian menimpakan berrcana kepada mereka, jangan

pula menufup pintu terhadap mereka hingga yang kuat di antara

mereka menekan yang lernah, dan jangan pula kalian

mementingkan diri sendiri sehingga kalian menzhalimi mereka.'

Demikian juga dengan Umar bin AMul Aziz. Bisa jadi,

kisah yang diriuray.atkan oleh istuinp sendiri berikut ini menjadi
prioritas utama bagi para pemimpin adil dari umat Muhammad $:

"Saat ifu, aku masuk menernuinya, sementara dia sedang

duduk sambil menopang dagu dengan air mata yang berlinang dari

kedua kelopak matangn dan tems mengalir di kedua pipinya. Aku
pun berkata kepadanSn, Ada apa denganmu?' Dia menjawab,

'Celaka engkau Fatimah, aku telah diangkat unfuk mengurusi umat

ini. Maka lnng aku pikirkan adalah orang-omng fakir lrang

kelaparan, mereka png sakit dan tak punya apo-dpa, orang lrang
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telanjang dada karena kepayahan bekerja keras, anak 5ratim yang

patah harapan, janda-ianda yang sendirian, oransfomng teraniaya

dan tertekan, mereka yang tertawan di negeri asing, oran(forang

ttra png jompo, kepala keluarga lang menanggung baryBk anak

sernentara harta mereka sdikit, dan orang:omng seperti mereka

yang bemda di penjunr negeri. Aku pun tahu, bahwa Tuhanku

akan merninta pertanggu pada Hari Kiamat,

sernentara orcmg lpng menunfutku -unhrk mernbela hak-hak

mereka- adalah Muhammad #f. Maka, aku pun khawatir apabila

nanti aku tidak dapat menghadirkan bukti dan alasan di saat aku

menghadapi funfutann5ra'. Maka, hal inilah yang membuat jiwal{u

tererry:h hingga aku menangis seperti ini."

Khalifah Umar bin Khaththab rg menjelaskan sikapnya

terhadap harta Baitul Mal:

"Aku memperlakukan harta Allah & seperti hartanya anak

yatim. Jika aku kagra maka aku akan meniaga diri dari harta

temsebut, tetapi jika aku fakir, maka aku merrakannya dengan cara

lprrg baik. lalu aku mendahulukan pam sahabatku (kaum

Muhajirin) 5rang terusir dari Makkah."2l

Umar bin l(haththab & juga pernah berkata, "Demi Dzat

yarrg tiada tuhan yang wajib disenrbah sehin Dia (beliau

m€ngucapkan seban5ak 3 kali), setiap orang mempunlni hak atas

harta ini, baik aku mernberiryn atau tidak memberinya. Tidak ada

5nng lebih berhak unfuk mendapatkannlp sehin hamba sahaya,

dan aku bukan hin seperti salah seomng di antara mereka. Akan

tetapi, kami akan mernbaginya seperti lang tertera dalam

l<iAbuullah dan kami pun.membagrnlra berdasarkan petunjuk dari

2r l-ihat Sumn AI Bailryiiuz 6, hal. 349.
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Rasulullah #i. Maka, seseorang akan mendapatkan bagian sesuai

dengan kesulitan Srang dideritangn dahm membela agama Ishm,

dan seseorang akan disesuaikan dengan Demi
Allah, niscaSra aku akan mendatangi seoftmg penggerrbala Snng
berada di atas p€gunungan Shan'a' unfuk menyerahkan

bagiannya dari harta ini, sementara dia berada di tempatnya.'z

Saat Umar bin Khaththab dg melihat cucu perempuan anak

Abdullah bin Urnar, beliau menan!,akan kepada anaknyra

Abdullah bin Umar- dengan nada bercanda yang pada saat ifu
Umar tidak tahu, bahwa anak perernpuan itu adalah cucun!,Er,

'Apakah ifu anak perempuanmu?' Keuka AMullah ditaqn
mengenai apa yang terjadi pada anak perernpuannla ifu, dia
menjawab, "lni sernua karena pertuatan Altah! Ayah Udak

memberikan nafkah untuknya." Atau, AMullah bin Umar berkata,

"Alrahlah yang tidak mau memberi harta yang ada di sisi A!rah!"

Maka, Umar pun menjawab, "Aku tidak memberinya harta yang

ada padaku seperti halnya orang-orcmg meminta kepadaku unfuk

anak-anak perempuan mereka? Derni Allah, engkau tdak akan

mendapatkan bagian dari harta Allah lrang ada padaku melainkan

apa yang telah menjadi bagianmu, baik engkau miskin ataupun

ka5ra. Inilah atumn lpng ditetapkan Allah antara alar dan

dirimu!"23

Pada saat terjadi bencana kelapamn, tepatrya pada ,4am

Ar-Ramdah ftahun Kekeringan) di Ivladinah dan sekitamya, Umar
bin Khaththab rg melihat sernangka di tangan beberapa cucrmlra.

Maka Umar bin Khaththab rg berkata, "14/ah, Wah... wahai putera

22l:frat lbnu Sa'ad dalarn Ath-Tlnbqt Al Kubn dan Abu Y,rsuf, dabm Al
Iilnrai

23 Unnr bn Al Khathtlabkarya Abu Al Farai bin Al Jauzi.
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Amirul Mukminin apa kalian makan buah sementara umat

Muhammad pada kehausan?" Maka, cuq.r-qrcunya pada lari

sambil menangis, sementara gerutu Umar bin Khaththab rg belum

reda sampai dia tahu bahwa, semangka itu didapatkan secala

barter dengan sqeng5pm biji gandum.

Pada tahun itu juga, kulit Khalifah Umar bin Khaththab rg
menjadi hitam karena harus menghadapi kelaparan dan beliau

harrya makan dengan lauk minyak zaifun. Bahkan, dirinya

mengharamkan makan dagrng, lemak dan susu agar orang-orrng

tetap bisa hidup. BudaknSa yang bemama Aslam mengisahkan,

"Andai Allah &. tdak mengangkat bencana kekeringan ini, kami

kira Umar bin Khaththab,rg akan mati karena mengumsi kaum

Muslimin."

Umar bin khatthab;g Orang yang Pertama Kali
Dalam Islam lrang Menetapkan Tunjangan dan

MelebihkanryTa Untuk Golongan Tertentu

Jika Umar bin l(haththab rg adalah orang yang pertama

kali mendirikan Baiful Mal serta menertibkan departemen-

departemen, maka konsekuensi pembagian harta kepada kaum

muslimin yang timbul dari kebijakannln itu meliputi:

Perbrna, funiangan diberikan secara rutin.

Kdua, melebihkan pembagian nilai funjangan ifu unfuk

dalam beberapa tingkatan penerima.

Ketiga, penetapan kadar atau junrlah funjangan yang

diberikan bagi masing-masing tingkat.

Al Majmu'SyoahAl Wtoenzab ll gyl



Mernang dahulunSn pemah teriadi, Rasulullah $
mernbedakan besaran harta yang dibagikan kepada orang-orang.

Beliau bersaMa, "Wahai Sa'ad, sungah manberi samng laki-laki

abu yang tainn5a tebih aku sul<ai larqta khau,mtir Anah &
manjaumuskann5m ke dalam nemka."

Namun, hal ifu berbeda dengan Abu Bakar;$, beliau

menlramakan pembagian harta- Dia pernah berkata, "Terhadap

yang kalian katakan ifu dan terkait siapa Snng lebih dahulu masuk

Islam dan siapa Sang lebih utama, maka aku tdak mengetahuinlra.

Hanya saja, itu semua pahalanya di sisi Allah &. Maka dari itu,

terl{ait pembagian harta ini, menurutku mengikuti teladan lebih

baik daripada memberikan prioritas. "

Khalifah Umar bin Khaththab rg menempuh kebijakan

baru terkait pembagian harta kaum Muslimin.2a Umar bin

Khaththab rg menetapkan jumlahnla dan dia diberikan s@ara

rutin. Sebelumnya, harta yang sampai ke Madinah langzung

dibagikan kala itu juga. Akan tetapi, di masa Umar bin

Khaththab rS, menjabat khalifah, dia mernbagikannya secara rutin.

Beliau mengumumkan kepada orang-orang, "Aku berpendapat

bahun harta-harta itu hendaknya dibagikan kepada orang-omng

tiap tahun, sebab harta itu akan dan lebih banfk
merdabngkan berkah."

Maka yang hadir pun menjawab, "Lakukanlah

sekehendakmu, sebab sesungguhnSa engkau -insin Allat>
mendapatkan taufik." Maka, beliau menehpkan iurnlah funjangan

dan menempkan cara baru dengan melebihkan bagan untuk

bebempa kelompok. Dalam kaitan k€b[akan Umar bin

24 hhat, Umar bin Khaththab, karya Abu Al Faraj bin Al Jar.rzi-
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Khaltffi g mdeblhlnn bagbm UAgW eeilCIttt"F'oL dari }rang

lato\ I.hrErbtor Khattrtr* eusrymmku 'Seoryggtrhq/a Abu

Bakar& dalrllr kdeh@ eeffigh harta ini

berrdamlsr perraapt or4l hfim n&&a ei ahL &r tdak akan

merrlgrnlran bagbn ffi aaqE:or4l ynurg eend rmnerangi
Basrnilah $ d€rgn! rrqglorillg yruqg pemmEh berperang

berwra Rasublah $--
hda rrMrJE, haft bnrnn mudfomn d'ngilta4 berdasarkan

kderfisr s€bagd berihfr

Pahm,6arg{rql ynIUX esbm kdh @ft kbm dan

msrdapadm tErta tw€rn da lffi h"rm hsada ddhm ICam-

I(d4 o[qlaag lql "manr{eprrdlilcrm em.fr',pan dari

hada taln rnerfu scpali nra eeied &n tfuta llang
mertdapdrur hnh fui perqgtrrrallanmfu pmnai*ahan-

run orilg lilg rrtraithgrltta.n " ]Ir- unfuk

merpertamm rEgila dah memffi bst6gd &anrlharatan,

s€p€rli: tertr4 ffiddcn fu fa pqneifirg* roE&idang
sfategE;.

XmWt aagsiltg rncg mmfofr *fun-

Sda$mrzla l4g [tra m!4 ffi LtuEr bin

Khduhsrg marglbsfld orarlg!@E fu beberapa

kdmpok fui tffi mderi1raa llffih FqE srEl dalam

fuFnSilr lgg b€tilr berilno Ahn ffiflrn-, bcfrru meutagtntn
dahr @tqgtetr&ifut fuSsdtg yans

p€rhna td rmrk fu ff talml ilfiftqFfo fu Nr, orang
orilg lql pcran H E* Hh dad UUeg@ DffEtrin fidak

sitrna dcqgil rqlqng lEE pstam IHh @* Idam dari
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kalangan Anshar. Dernikian juga dengan kerabat Rasulullah $,
meskipun di antara mereka ada 5nng bukan termasuk orang-orang
yang pertama kali masuk Islam, tetapi Umar bin lGaththab 6,
menynmakannla dengan bagian oftmg-orang yang pertama kali

masuk Islam dari kalangan Muhajirin, bahkan beliau memberi

mereka tambahan. Paman Nabi $, Abbas .9, misaln5n, meskipun

dia bukan termazuk otang-orang yang pertama kali masuk Islam

dan bukan pula orang-orang yang ilmt perang Badar, akan tehpi
Umar bin Khaththab 4g memberinSa bagian yrang lebih besar

kepadan5ra. Sernerrtam, A Hasan dan Al Husain bukanlah veteran

Badar, namun Umar bin Khaththab fr memberinla bagian sarna

dengan bagian ayah mereka. Dernihan juga dengan para mantan

isti Nabi $, mereka mendapatkan bagian harta png melebihi

baEan kaum Anshar dan Muhajirin karena posisi mereka sebagai

isti Nabi $. Sernentara terkait besamn harb Snng dialokasikan

oleh lftalifah Umar bin Khaththab 45.

Al Bukhari meriwalntkan dalam Shahibnya, dari Ubaidillah

bin Umar dari Nafi' dari Umar bin Khaththab r€b, dia ma,vajibkan

kepada empat orang-omng Muhajirin yang pertama untr.rk

mernbayar empat ribu bagi setiap orang dan dia malajibkan bagi

hnu Umar tiga ribu lima rafus. [.alu dia ditan5ral "lbnu Umar

temrasuk Muhajirin, tapi kenapa engkau mengurangi dari

karcjiban empat ribu?.n Maka dia menjawab; "Dia bahijmh
dibawa oleh kedua orang tuan5a." Dia fibnu Umar) juga berkata;

'Dia tidak sarna dengan orang Srang berhijmh sendiri."2s

Riwayat yang lain juga datang dari Qais bin Abu Hadm -
seorang yang hidup di masa peralihan antara masa Jahililrah dan

25 Lihat, Fathul Al fuaniuz 7, hal 253, cetakan Maldabah As-Salafi!,!,ah-
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Islarn dan pemah melihat Nabi $ tetapi tidak menjadi

sahabakrya- pemah berkata, "Atha' sebagai veteran Badar

mendapatkan funjangan sebesar lima ribu dirham. Al Mawardi

menyatakan, pdm veteran Badar mendapatkan funjangan

sebanyak empat ribu dirham, sementara menurut Abu Yusuf, pam

veteran Badar mendapatkan funjangan sebesar empat ribu dirham,

sdangkan golongan orang-or?ung yang masuk Islam pertama kali

mendapatkan funjangan sebesar lima ribu dirham.

Abbas, -paman Nabi $- Al Hasan dan Al Husain

digabungkan dalam kelompok veteran Badar karena posisi mereka

sebagai kerabat Rasulullah $. Mereka mendapatkan tunjangan

sebesar lima ribu dirham. Terhadap pam mantan isfui Nabi $,
Urnar bin Khaththab.g mernberikan sepuluh ribu dirham unfuk

masing'masing, kecuali Aistnh rg 1nng mendapatkan dua belas

ribu dirham. Umar bin l$aththab rg juga menggabungkan

Juuniriyah bint Al Harits dan Shafignh binti Huyai, dimana

menumt safu riwayat, masing-masing mendapatkan enam ribu

dirham.

Orang-omng lnng hiimh ke Madinah setelah penaklukkan

Makkah mendapatkan tuniangan sebesar tiga ribu dirham,

sedangkan kepada mereka yang masuk Islam setelah penaklukkan

Makkah ditetapkan sebesar dua ribu dirham, termasuk terhadap

arnk-anak yang kaum mr.uslimin juga mendapad<an bagian yang

sarrxr dengan mereka.

Selanjutrya, Khalifah Umar bin l(haththab r& membedakan

iumlah funjangan orang-orang berdasarkan status mereka, bacaan

Al Qr'an dan jihad Fng dilalnrkannSn dalam kisaran antara

seribu dan dua ribu dirham. S€dangkan penduduk Yaman, Syam
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dan Irak mendapatkan funjangan be*imr antara tiga sampai
dengan lima rafus dirham.

Terhadap kalangan wanita, Khalifah Umar bin
Khaththab rg menetapkan sebesar 

"rnm ribu dirham unfuk
shafigrah, -bibi Nabi $-. untuk Asrna' binti umais istui Abu
Bakar,ig, Ummu Kultsum binti uqbah, Ummu Abdullah bin
Mas'ud mendapatkan seribu dirharru unfuk isfui kaum Muhajirin
mendapatkan enam rafus dirham, sernentara isti kaum Anshar
mendapatkan ernpat rafus. Sernentara uanita-uanita lainnya
mendapatkan harta funjangan berkisar antara dua sampai ernpat
mfus dinar.

Khalifah Al Faruq;g Orang lnng Pertama Kali
Memberikan Tunjangan Kepada Bayi

Seperti lpng kami sebutkan di muka, sebagian ibu
menyegerakan penlnpihan anak baynp unfuk merrdapatkan
funjangan dari Baiful Mal. Suafu rr.rlam, datanghh rombongan
pedagang dengan kafilah dagangnSTa dan berhenti di depan masjid.
Saat Umar bin Khaththab rg hal itu, beliau pun
khawatir jangan-jangan ada orang yang mencuri barang
mereka. Maka, dia pun pergl menerrui AMurmhman bin Auf Ap,

dan menc . Umar bin Khaftthab aft, berkata, 'Apakah
malam ini engkau bersedia manrtlga harta mereka dari para
pencuri?" Akhimla, keduanya menginap di masjid dan keduanya
shalat yang diuajibkan kepada mereka- Di tengah melakukan
shalat umar bin Khaththab rfr mendengar suara tangisan bayi,
rnaka dia pun mendatangi ibunp dan berkata, "B€trtal$valah
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kepada Allah &, dar, be6elas kasihlah kepada arnk bayimu itu!"
Pada saat malam hendak berakhir, kernbali Umar bin
Khaththab:S mendengar tangisannlra. Umar bin Khaththab g
pun mendatangi ibun5n lag[ dan b€rkata, "sungguh engkau ini
seoftrng ibu png iahat, aku tidak melihat anaknu bisa tenang
seiak malam ini, mernargnya dia kenapa?"

Maka sang hu pun meniaurab, "Watlai Harnba Allah,
engkau telah mendesakku serak rnalam tadi. Aku ini bernrakzud
menppihnya, tafri bayi ini ternyata rqtd?"

*Mernangnla kenapa?" kata Urnar bin Khathtrab $,
*S€bab, Urnar bin Khaththab Ag udak mernberikan

funjangan kecuali kepada bayi yang zudah disapitr," lawab sang
ibu.

'Mernang berapa biata hidupmu?' tangn Urnar bin
Khaththab $,

'Sekian, sekian, dan sekian tiap bulannya," iaurab sar{g ibu.

"Celaka kamu" janganlah engkau malr€gerakan
pen5npihannla," jawab Urnar bin Khaththab rp

Kernudian dia p€qgi rnelaksanakan shaht Shubuh dan
menjadi Imam unfuk orang-orang. Sernentara ifu dahm shahtnya
ihr, bacaan Urnar bin lftatrthab & tidak begrtu jdas karena

bercampur tangis yang arnat sangal Seielah selesai salarrt Umar
bin Kha&erab €. berkata, 'C-elakalah engkau, unhai Umar,
berapa bantnt anak-anak kaum muslimin !Er{I sdah engkau
bunuh."

Setdah ifu, beliau menitahkan kepada pegauainlTa agar
mengumumkan di tepian ialan yang biasa dileurati orargorcrlg,
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yang isinya adalah agar para ibu tidak menyegerakan penyapihan
anaknya karena umar bin Khaththab rg 5rang akan memberikan
tunjangan kepada setiap bayi. Kemudian titah tersebut dikirimkan
ke wilaSnh negeri Islam yang lain.

Umar AI Faruq rg Orang yang Pertama Kali
Menetaplran Tunjangan Tetap Bagi 'I-aqith" dan

Baitul Mal

Ibnu Sa'd menuliskan: "Apabila didatangkan anak taqitt?6
kepada Umar bin Khaththab rS, maka dia menetapkan pemberian

funjangan sebesar serafus dirham serta funjangan rutin bulanan
yang diambil oleh walinya unfuk keperluan anak tersebut.
Kemudian, beliau menetapkan kepada kaum muslimin secara
bergilimn tiap tahunnya gnng diserahi fugas unfuk mengasuhnya.
Selain itu, beliau selalu menasihatkan agar selalu
memperhatikarrr5ra, dan bahura susr,krn dan nafkahnln akan
ditanggung oleh Baitul Mal."

Iviaka dari ifu, kepada orang-orang yang telah memberikan
pandanganryra baik melalui fulisan dan pembahasan dalam
konferensi serta makalah-makalah lnng diterbitkan, kami katakan
kepada mereka, cukuplah sejarah para sahabat inilah png menjadi
model bagi asuransi dan funjaryFn unfuk Anda daripada Anda
bersusah pa!,ah mencari solusi altematif bagi asuransi lang ada
sekarang ini. Bahkan, asurarrsi yang be6enfuk koperasi pun betum

26 Dahm ffldh dsebutkan istrblh taqith,yaihr seorang anak ditemukan d ialan
yang frdak dketahd orang tuanya, sehingga disebut luga-clengan bfrlah MajhutAn-
rYasa6 (yang fidak dlctahr-d rasabrUd.
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dirasa cukup unfuk memenuhi kebufuhan, sebab dia han3p bisa

dinikmati oleh mereka yang menjadi anggota badan koperasi

tersebut, di samping orang lang mau ikut menjadi anggotan5ra

haruslah mernpunyai sisa uang dari keperluann5a- Demikian pula

dengan asuransi bergulir atau asuransi pernerintah sekali pun ltang
mana angsurannya dipungut dari para pegawai pernerintahan- Ifu

tidak lain diberikan untuk mernberikan hrniangan di hari tua. Jika

tidak demihan, mereka tidak akan mendapatkan pensiun di usia

senjanya. Ahu unfuk mendapatkan jaminan di masa fua seseorang

harus bekerja keras sebelum masa pensiun dan rnasa pesakitann5ra

tiba. Maka, terpaksalah dia menyuarakan isi hatiryn kepada otang

yang mau berbelas kasih -seorang tokoh atau orcmg yang

berpengaruh- sehingga dia mendapatkan funiangan pensiunan

dari si Fulan- Akibatnya, pensiunan atau asumnsi ihr disebut

dengan asuransi si Fulan. Seolah-olah si Fulan inilah yang merrrberi

rezel<r dan menolak penSakitrgra- Sementara ifu, mereka para

salafusshalih ndak menyebut ragarn funiangan !,ang pernah

diberikan Amirul Mulmrinin dengan sebuhn "hrniangan (asrarsi)
(Jmar", "Diwan Unnr [Daftar Penerima Tunjangan Urnar]', atau

bahkan "sejarah Umaro- Hendaknp Anda mernbaca kembali apa

yang pernah kami hrliskan di muka, demi Allah, hat ya milik-Nn
segala karunia dan hanlra unfuk-N5a segala pufl atas petuniuk gang

paling utama. HanF Dia 1rang Maha Tahu, dan hanp kepada-Nn

ternpat kernbali.
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Badan Pengums Asuransi Menurut Abdultah Ali
Mahmud

q/aikh Al Allamah Abdullah bin Zaid Ali Mahmud yang
merupakan kefua Pengadilan S5rariah dan Urusan Agama di
Negara Qatar, beliau melakukan pembahasan pada beberapa
risalah yang diseratrkan kepada kami dalam Muktamar As-sirah
ketiga, 5nng diselenggarakan di Dauhah tahun 1400 H bulan
Muharram. Ada lrang menarik perhatian saya setelah dilakukan
pernbahasan tentang Asuransi, yaihr yang terdapat dalam sebagian

risalah beliau. Ada beberapa bentuk asuransi png diizinkan seperti
sebagian benfuk asuransi mobil dan ada bebempa asumnsi yang
diharamkan, seperti asuransi terhadap jiwa seseomng,

asuansi iaminan hidup. Hal demikian karena dilatar belakangi oleh
baryaknlp sumber penghasilan, luasnya perdagangan, dan
melimpahnya harta pada orang-orang dari banyak bidang
ekonomi. Sehingga para pencefus asuransi menemukan beberapa
gaya baru dalam transaksi asuransi dan perserikatan usaha yang
belum dikenal pada masa lalu, dan iuga belum tersenfuh
hulamnya oleh para uhma fikih kontemporer.

Di antara benh.rk-benfuk hansaksi baru adalah munculnya
badarrbadan asuransi 1lang bermacam-macam, ini merupakan
perrnasalahan urgen png timbul pada rrrsa sekarang. Kemudian
unrsan ini menjadi sorotan dunia ekonomi, menjadi buah bibir, dan

perhatian khusus banyak oremg. Bahkan sebagian

oremg mulai intens menyerang sebagian unfuk membodohi,
merryesatkan, mengharamkan, atau menghalalkan bansaksi baru
ini.
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Ulama png pertama kali mengawali pembahasan mengenai

asuransi sepengetahuan kami adalah Syaikh hnu Abidin 5rang

wafat tahun L252 H, beliau mengemukakan perrdapatnya

dalamnya Ar-Raddu Ala Al Mukhtar Sang bunyr teksnya sebagai

berikut;

'Sudah menjadi kebiasaan pada masa lalu bahura ketika para

pedagang menyeura perahu pengangkut barang dari orang kafir
harbi, mereka harus membayar ongkos jasa, di samping itu
mereka juga memberikan sejumlah uang pada seorang lelaki yang

menetap di negaranya, uang tersebut dinamakan haA sukaroh,
yaih.r dengan maksud apabila harta yang dibaura oleh pemhu

angkut tadi hilang atau rusak karena tenggelarn, abu tertakar,
atau dibajak; maka lelaki tersebut yang menanggug sernuanya

sebagai kompensasi dari uang lnng diberikan para pedagang

unfuknya. Apabila teriadi kehilangan barang yang diarrtar, maka

penjamin tadi yang mengganti semua kerugiann5ra....'

Syaikh lbnu Abidin menyimpulkan: "Namun menurut
pendapatku, tdak halal bagi pedagang mengambil kenrgian barang

yang hilang, sebab hal iht bemrti rnanrajibkan sesrafu yang tidak
wajib. Demikian pendapat Syaikh Ibnu Abidin.

Jelas zudah, bahwa prinsip pernberlakuan asnnansi adalah

kekhawatiran atau ketakutan dari adanlp kecelakaan, dan bencana

dahsyat yang dapat mengagetkan para pelakurgB, dimana

keadaan tersebut bisa saja menghilangkan n!/awa dm harta

mereka- Maka dengan adanya asumnsi, para pedagang hendak

menjaga keterlaminan hartanya sebagaimana orarg lain hendak

menjaminkan hidup mereka. Semua bentuk kansaksi ini belum

pemah ada di negam-negam khilafah Islam pada rrdsd{noso
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terdahulu- Kemudian para ulama kontemporer mulai mengulas
permasalahan ini, karena memang kebufuhan dan hajat
menghendaki demikian. sebab setiap kejadian ada pernbahasan,
dan setiap urusan ada pendapat Snng menuntaskannla-

Ada di antara ulama yang menl.takan keharaman asuransi
dalam segala benfuknya, ada juga yang mqnborehkan semua
benfuk asuransi Ada juga ulama yang mengambil jalan tengah
dergan membolehkan sebagian ma.um asuransi dan
rreughamrnhr benfuk asuransi lairinlra. Kami bukan orcng-orang
toleran Frg rremperboiehkan semua bentuk asuransi, bukan pula
orang koletyang tantas mengharamkan sernua benfuk asuransi.

Akan tetapi sftap kami terhadap asuransi adalah memperinci
hukurrrhukumrSn, kemudian membedakan rnana yang dibolehkan
dan rnana },ang dilarang. sedangkan kecendemngan pendapat
kami adalah bahwa asuransi kecelakaan kendaraan roda empat,
pesar*rat tertang, kapal, pabrik, ruko adarah dibolehkan, tidak ada
masalah lnns bercrti, karena hal ifu merupakan penjaminan hal
Sang berada di luar pengetahuan diriryla dan hulmmnSn fidaklah
unjib- lmam Ahmad, Malik, dan Abu Hanifuh menyatakan
kebolehan ini semuanSa.

Ada juga macam asuransi yang hukumnlra diqigraskan guna
menyamakan antam yang serupa dengan hal png disaupakan,
seperti yang akan diutamkan pada pembahasan Mkut.

semenhra asuransi atas jika seomng adalah tidak benar dan
udak dibolehkan, karena kami tidak mendapati argumentasi dari
dalll shahih, lantaran ragam perantara batalnSra transaksi yang
menyelimuti dari segala sisi, dengan kata lain ini semacam
perjudian dan termasuk jual beli ghanr. seperti penjualan budak
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yang kabur, di mana penjual fidak bhu apakah dia bisa

menangkap kembali budak tersebut atau tidak Asransi hidup juga

masuk kategori riba pifu membeli dirham dengan bebempa

dirham secara tempo- Juga tergolong meniual utang dorgan uhng,
dimana orang yang berasuransi membaSnr bagian asuransi secara

kredit secara tempo unfuk mendapatkan serurnlah dirhan yang

lebih bangrak, belum lagi bahun, asuransi snncam ini bukan

memecahkan masalah darurat atau mannrludkan kemaslahatan

seperti 1nng akan dijelaskan. Insta Allah Ta'ab-

Asuransi Atas Kendaraan

Sungguh, Allah & dalamnf dan mehlui lisan Nabi-I\p
telah menjelaskan dengan gamblang:

"Padahal saunguhn5n Alkh t&h manjdaslan kda
kamu apa tang dihamml<an-N5a absmu, kanli ap tpng
terpal<a l<amu memal<annya. "(Qs.Al An'aam[06]: 119]-

A-.s;FY$t#'i;e Fffi$

gi$Es;
Allah 8i berfirrnan:

31r6i,a3'€,frJ-;
?r*3 ifrg;fit;i-?{:$6

"Dan janganlah l<amu mengablwt dn&p ap tarrg
disebut-sebut oldt lihlunu %arz, dusb: 'Iri hahl dan bri Innm|

Al lulajmr'SlaahAt Lffiuetuab ll 40g



untuk mengada-ngadakan kebohongan tuhadap Arah" (es. An-
Nahl [16I: 116).

Allah & juga berfirman:

ti6 ^4-;i4 *:; -> Fx:rSrt 3:!J
<;;rt 4W" f # 6-J,itr- S j{(,

'Tmng{anlah kepadaku tantug rqeki tnng diturunt<an
Allah hlu kami jaditan sebagiann5n harun dan
sebagianryn lnlaL ltatakanlah, Apa*an Arah telah memberil<an
izin kepadamu (tqtang ini), abur<ah rrarnu mangada-ngadakan
atas nama Alllah'_"(Qs. yuunus I10l: 59).

Diriuralntkan dalam hadits AI Bukhari dan Muslim dari
riuralrat An-Nurnan bin ksyir, bahura Nabi $ bersabda,

eq:ht a

,u"(! A

,rt'tty{i ,;i #".1<)f,,y{f ,g

e*
.r,9oLJ

Qt

y ,bqru L;i*.s ,ft. ir"U ,ft. jyrrr

36 ?14*)t et
hL'

,UrtA $t

il;'r-,H cuf}it Jt* ,*; ,iryg ,?gl

lot?

,y: c*f) *4 tjil
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rir, ,i&i.l-At g'ity fi
.c*i:ir es {i ,tk iAt 'rt ,b'.y-s tiy ,k

" Yang halal ifu sudah jelas dan tnng hamrn pn danikian,
dan dianbn kduan5m ada pal<am-palam erra r yang amat
sedikit orang mengebhuin5a. hmng siap maghir*ri pal<am

wng samar, maka sunguh dia telah mqneliham agarrn dan harga

dirin5n, dan bamng siap jafuh dalam palam errn4 nnl<a dia
telah jatuh dalam hal hamn. Ibnt pagarrbla t/ang
mengembalal<an hqtan tqnak di sel<ibr bnanwt oftrrlg tpng
hampir saja melanratin5n. Sungguh setiap nla ifu manpunSai
batasan, batasan Allah adalah lamngan-lamngarlVja- Kehhuilah,
bahorra dalam jasad terdapat daSing, apbila &ging itu
baik, mal<a bik pula seluruh jasad, dan apbila dag@ itu rusk,
maka rusak pula seluruh jaadn5a, daging ifu ad*h lnfr-- \-

Melalui hadits ini Nabi $ mernberitalmkan, bahura halal

mumi ifu amat jelas, tidak ada sesuahr yarE
menjadi sebuah keraguan. Sama dengan haram mumi, tidak ada

ruang unfuk tidak mengetahuinya, narnun arrbra keduarqra

terdapat perkara-perkara sarnar yang hakikat lnrt<umnya Udak

diketahui oleh mayoritas manusia, apakah da terg&ng halal

ataukah hamm. Secara tersira! hadits tersebtrt

bahwa ada segelintir orang Fihr pernilik ilmu da ma'rihh yang

mengetahui hukum Allah dalam perkara-perl*ara samar, sehingga

mereka mengqiyraskan 5ang halal dengan 37ang dan, dan

mengqiyaskan 1ang haram dengan perlcara trararn hin yarg
sepadan-
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Yang dikhawatirkan adalah, dia terjerembab dalam
keharaman ketika berani mendekati hal-hal syubhatadalah orang-
orang ar r\ rarn 3nng tidak memahami detail-detail hukum syariat
dan berani mengonsurnsi barangbarang smar, tanpa
mernperhih.rngkan lagi mana haram atau halal. Demikian pula para
ulama sudah sernestinya meninggalkan syubtnf k€fika mereka
mengkharratirkan suafu hukum, sebagairnana hadits:

:#-;'Yu J! :*-;Y (
"Tingallanhh tnng mengul<anmu pda sauafu,nng frdak

meragukan.'

syblnt-syuhhaf tersebut sudah merambak ban5rak urusan
bansaksi perqnratan, bai'at, hukum kekeluargaan, makanan, dan
persusunan. Imam Al Bukhari mencoba mencontohkannya dalam
shahihaya, 'beliau mengatalon: 'Bab menjeraskan tentang
perkara-perkara gntbhat' Kemudian menukil sebuah hadits dalam
sanadnSra dari uqbah bin Al Harits, bahua dia telah menikahi
seorang unnita lrang bernama Ummu yahrra binti Abu Ihab,
kernudian suafu kefika datanglah seorang wanita kulit hitam seraya
berkata: 'Aku telah menyusui kalian berdua." lantas uqbah pun
menarypkan hal tersebut pada Nabi $, lalu beliau bersabda:
"Kenapa bisa terjadi demikian?" Setehh ihr Uqbah pun
menceraikan ummu YahF, lantas wanita tersebut menikah
dengan -lelaki hin. Kemudian Imarn Al Bukhari melansir hadits
rivuart Abdulhh bin zam'ah, di mana Rasulullah $ bersaMa,
"Anak tersebut milikmu u,ahai Abdullah bin Zarn,ah, maka
berhipblah darinp u/ahai Saudah."
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Uhat bagaimana Rasulullah $ mernerinbh Saudah untuk

berhijab dari Abdullah bin Zam'ah, padahal seiatinya mereka

bersaudara. Namun karena adanya kesamaan dengan Utbah bin
Abi Waqash, maka Nabi $ memerintahkan Saudah agar berhijab

darin5ra. Ini dilakukan dalam rangka menghindari perkara syubhat

Di antara perkam-perkara syubhat tersebut ada lrang
menimbulkan problem membelit pada suafu u/akfu sampai ada

orang yang rn€ngeluarkannla dari kondisi Sang sanu dan strlit

pada keadaan lnng temng dan gamblang, sehingga fidak

diragukan lag, dan tidak ada lagi unsur kesamaran-

Yang termasuk dalam perkara ini adalah asuransi mobil,

perkara inilah 1ang hul$rnnya membuat bingurg ban],ak orerng,

dikarenakan ini maupakan hal baru dan prosdumya be6dit, di
samping itu para ularna fikih belum pernah menjelaskan

hukumnya. Sebetulnp hukum asurarsi mobil dalarn fikih Islarn

memiliki kesempaan lnng semestinSra bisa din{uk dan

dianalogikan padanya, sebagaimana hukum cabang yang dirujuk
pada hukum sumbemSra, begifu juga hal sebra dengan yang

menyerupainln.

Hal sernacam ini terrnasuk qit/as slnhih yang telah termuat

dalam Al Qur'an, Sunrnh, dan telah dilalnrlsan oleh para

sahabat iS,, mereka menyepadankan banlpk unsan dengan hal

yang serupa, dan menyerupakan dengan lang s€hra.

Mengernbalikan hukum sebagian pada sebagian, sehingga dapat

mernbuka pintu ijUhad unhrk para ulama dan melebarkan ialan-
jalannSn. Para sahabat telah men kepada para ulama cara

mentahqiq dan menerapkan hukum, sebagaimana !,ang akan

dijelaskan pada bagian b€rikut.
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Hukum Asal Ragam Transalsi Keuangan Adatah
Boleh sampai Ada Dalil yang menghaiamkannya-

Imam Abu Hanifah & berpendapat bahwa, hukum asal
transal$i termasuk syarat-syaratrya adalah terlarang,
sampai 3d6 dalil yang memborehkannya. Inirah madzhab png juga
dianut oleh kelompok Zhahiri5nh. Demikian juga kecenderungan
dari ragam l.a,angan dan dasar madzhab Asy-Spfi,i. sementara
Imam Malik berpendapat, bahwa hukum asal transaksi kanangan
adalah boleh, sampai ada dalil grang melarangnlra, demikian pula
karangan dan dasar ma&hab Imam Hanbari yang condong
terhadapn5ra, inilah pendapat yang dipilih oleh syaikh Islam hnu
Taimiyyah g-

Syaikh Ishrn lbnu Taimiy5,rah g berkata, "Hukum asal
tansaksi ke,angan adalah sah dan boleh, tdak ada yang
diharamkan dan dibatalkan kecuari yang ditunjukan oleh hukum
slrariat akan keharaman dan larangannla dengan nashyang shahih
atau qi3ras yang ielas. "

hnu Al Qat/yim rnengikuti manhaj hnu Taimiy!/ah di atas
dalam Al I'laan: Kesalahan keempat Rusaknya keyakinan omng
yang berpendapat bahwa semua transaksi keuangan, pers5ramtan
dan interaksi kaum muslimin adalah batal, sampai terdapat dalil
shahih l^ng mdandasinya- sehingga apabira mereka udak
mendapati daH al'n keabsahan suafu akad atau sprat, atau juga
transaksi kara'gan lainnya, mereka langsung menilairyn tidak sah-
Dengan b"gitr, rnereka mengangsFp rusak beragam akad dari
ban3ak orang terrnasuk syarat-syaratr5a tanpa keterangan dari
Allah 5nng rnanjadi landasan pilar pemikiran tersebut. sementara
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mayoritas ulama fikih punya pendapat berbeda, bahwa hukum asal

suafu akad dan syarat-syaratrya adalah sah, hingga terdapat dalil
yang menyatakan kebatalan hal tersebut, dan inilah pendapat png
benar. Karena sesungguhnya tidak ada S;ang haram, kecuali Srang
diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, sebagaimana tidak ada Sang
,*jib, kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan rasul-Nya, "Atidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan
rasul-Nya.

Jika memang ini dianggap sah, rnaka dibuatqla akad
asuransi terhadap adarqn kqrusakan atau kaelakaan mobil
berdasarkan kesepakatan ses@lzrrg yang ingin mengasurarsikan
mobilnya dengan perusahaan asuransi, baik ifu jaminan sempuma
atau akibat kesalahan orang lain. Dia menyerahkan sejumhh uang
unfuk asuransi dalam jangka waktu tertentu, misalnlp ternpo
setahun dengan berbagai qnrat, ketenfuan, dan keurajiban 3ang
telah disepakati bersama. Di antara hal yang menjadi keterrtuannlra
antara lain:

Hendaknla pengendara mobil merniliki SIM, maka kqadian
apapun yang dialami oleh kendaraan atau akibat apa pun lEnE
ditimbulkan oleh kendaraan lain baik yang m€ngancam jiwa, harta
selama tempo waktu tertenfu, maka pensahaan asurarsi wajib
menanggung semua biapnya.

Orang lang merrgasuransikan akan mendapatkan rasa
tenang dan aman terhadap iiura dan mobil png dikendaraiqTa,
baik oleh dirinf ataupun orang lain yang Udak memptrnyai harta
atau ahli waris. Dia tdak perlu mdakukan perhitungan dan

- penuntutan terhadap orang lain,.ketika kendaraanln m€r{Fhmi
kecelakaan, iika asuransin3ra memang sempwna- Penrsahaan
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asuransi juga harus bersedia memperbaiki kendaraan ketika terjadi

kerusakan. Ketenangan dan keamanan seperti ini sejatinya harus

ditukar biaya yang mahal. ndak ada sesuatu 3Bng dibenci dalam

transaksi ini, selain ketikdaktahuan atau kerugian kendaraan yang

terkadang dibesar-besarkan, misaln3ra; dilaporkan ada jiua yang

hilang dan harb lpng hancur padahal keryntaannSn tidak
dernikian.

'Ketidaktatrnn seperti ini bisa dimaklumi, seperti perkam-
perkara sempa dahm hal tanggungan, karena para ulama fikih
mengangap sah, adanln iaminan pada sesuahr lrang belum

diketahui dan pada sesuatu hal 1Bng tidakunjib.

Ibnu Qudamah berkata dalam N Mugtni 'Dinilai sah

pemberian jaminan tersebut atas akibat kriminal, baik bempa uang
seperti ganti rugi barang-barang yang nrsak, atau jiwa seperti dipt
Karena ketidaktahtran akan hal tersebut fidak mempengaruhi
keunjiban mengganti rugt, sehingga tidak mqrcegah jatuhnya

ka,uaiiban. Tidak dis5nratkan orang Srang menjamin mengetahui
or?u1g yang dijamin, tdak pula sesuafu 9ang dilrminkan, sebab

penjamirnn akan hal yang tidak wajib itu sah adan5a."

Dernikian pula kazus yang t€riadi pada asuransi kerusakan

dan kecelakaan mobil. Kemudian ketidaktahuan itu dalam akad

asuransi fidak akan menyebabkan persangketaan, karena memang
perusahaan muransi. dalam akadrUp diposisikan memenuhi
ka*ajiban untuh m€rnnglung semaksirnal mungkin, sehingga dia
tdak merrsa keberatan membaSrar ganti rugi, bila dibandingkan

dengan hasil ketrnturrgan png melimpah.

Adan5ra asurarsi tersebut menjadi hajat dan kebufuhan png
mendesak di banyak negara arab, di mana seorang supir tidak
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akan diberikan sM kectrali apabila kendaraanryra diasuransikan.
Jika tdak dernikian, maka pernerintah menilai ifu s&gai
pelanggaran undang-undang lalu lintas. Inilah di antara perkam
yang dapat menghilangkan kesamaran terkait kebolehan transaksi
ini, sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahanrya.

Dalam asuransi ini juga terdapat kernaslahatan yang amat
besar, yaihr bahwa kebangnkan orcmg lang bekerja sebagai supir
adalah kalangan ekonomi bau/ah yang tidak mernpunyai banyak
uang atau ahli waris penangElung. Maka ketrka jiun mereka hilang
Iantaran tindakan mereka sendiri atau akibat ulah orang lain, di|at
darinya unfuk ahli unrisnln tetap ada, bahkan dengan mekanisme
ini diSnt tersebut teriamin keufuhannya. Sebab, sebagairnana
diketahui bahwa, kecelakaan kendaraan selalu terjadi sepaniang
waktu. Dimana safu kecelakaan saja bisa menyebabkan banlpk
korban jiwa. Alangkah bijak bila dapat mernperhifungt<an
keselamatan damh dan harta orang lain.

Meskipun asurarsi ini dipandang oleh lapisan ekonomi kdas
bawah sebagai sesuafu yang berat, bahkan dinilai seperti derda
ketika hams mernbayarkannya, akan tetapi mereka pada dasamln
bisa menanggung resiko png sangat besar dari akibat kecelakaan,
maka inilah sisi lain bentuk kannfungan dan tanggung jilurab.

sehingga perasan teftebani derrgan krdit asuransi akan lerryap,

karena ragam kerugian pada hal s€bagian perkara akan
terhapuskan d€rni meraih kernaslahatan lpng urnum atau
menyelunrh.
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Menghilangkan Unsur Syubhaf Dalam Asuransi
Kendaraan Roda Empat

Kontrak perjanjian dan persyraratan transaksi asalnya adalah

dibolehkan sampai didapati larangan atau pengharamannlra dalam

dahl nash atau qlras yarg shahih. Sedangkan suafu larangan itu

adabh hukum Allah png tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk

dijauhi atau ditinggalkan, demikianlah yang ditetapkan oleh pakar

ushul fikih. Pemsahaan yang mengelola asumnsi ini bisa

pada dirinla berangkat dari visi misinya atau dinilai

oleh orang hin sebagai transaksi komersial yang menyerap

keunfungan. Namun fakta di dalam dan kenyataan yang

diakbatkan oleh p€rseroan asuransi, bahwa dia mampu

merrghimpun dua kepentingan, yaifu kepentingan pada dirinya

karerra mendapatkan keunfungan yang h.rmayan dan sisi manfaat

unfuk-orang lain l<arena perannlra- Perusahaan asuransi adalah

ben perseroaan keria sarna 5ang bersifat lokal dan sosial seperti

halnp perusahaan listik dan sernen ahu semacamnlra. Semua

penrsahaan ini bisa dikategorikan sebagai pertrsahaan lnng
mernbanfu banSnk orang- Sebab seseorang akan lebih kaln karena

banSak saudara dan lebih kuat karena banyak kawan, sedang

pertolongan Allah -bersama oftmg€rang png berserikat selama

salah safu sekuhr fidak berlaku khianat terhadap yang lain. Ini

temrasuk perselartuan dari berbagai segt; yaitu persekufuan dalam

jiwa dan pertukaran modal. Sqak dahulu, ulama fikih telah

berselisih pendapat akan boleh tidakryn perselnrfuan semacam ini.

Di antam mereka ada yang membolehkan dan ada juga yang

seperti halnya perselisihan mengenai badan asuransi,

kernudian hilanglah perselisihan tentang keabsahan pengelola
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asuransi dan kepufusan menetapkan kebolehannla asuransi yang
bermacam-macam.

Sisi yang dipermasalahkan adalah, anggapan bahura asuransi
mengandung unsur ketidaktahuan dan ghanr (beresiko) yang
memang dilarang oleh syariat Islam.

Hal ini seperti Snng dinptakan dalam hadits riwapt Muslim
dalam Shahihayaz

Outnt

d ,f '*s * xut -b
.'-1t-)Pl

"Rasulullah $ melarang iual beli ghanr."

lalu Imam Muslim menafsirkan makna ghanrini dalam tiga
perkara, yaifut

1. Al Ma'dunx Sesuafu yang tidak ada, seperti merrjual hanran
yang masih di kandang, menjual janin dalam parrt heunn
temak, meniual sesuafu Fng tidak menjadi milik, dan
sebagainln.

2. Menjual sesuafu yang sulit unfuk dikuasai, seperti menjual
budak atau heunn png kabur.

3. Menjual sesuafu yang belum diketahui secara muflak,
contoh: Aku menjual padamu seorang budak dari beberapa

budakku atau ynng ada di rumahku.

Yang juga termasuk bansaksi ghanr (beresiko): penjualan

munabazhah (dengan cartr dilempar), penjualan mulamasah
(dengan cara disenfuh), pmjualan tanah sejauh lemparan bafu,

,nr Jy": &
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penjualan dengan cara menyelam, penjualan dengan pembagian,

dan penjualan berdasarkan undian atau lotere, kesemuanya ini

terrnasuk jual beli gharar yang terlarang oleh SSrariat. Sebab

biasanlra hal yang dernikian mudah menimbulkan persengketaan,

sarrtr kasusnya dengan yang terjadi pada perjudian. Seumpama,

seorang hamba yang kabur dijual oleh pemiliknln di bawah harga

standamp seb^gai benfuk pertaruhan, apabila sang penjual

merrdapatkann5n 'kerrbali, dia akan berkata, "Engkau telah

merugikankl." hn apabila sang pernilik tidak berhasil

merrangkapnya, maka sang pembeli akan mengatakan, 'Engkau

telah nrerugikanku, maka kernbalikanlah uangku."

Tentu saia kasus seperti di atas Udak didapati dalam

perserikatan ini (asuransi) yang dasamln adalah keria sama sosial,

yrang dibangun berlandaskan kerelaan dan kesukarelaan tanpa

k€trkdak relasan dan penipuan.

Kebolehan kerja sarna seperti ini lebih mendekati dasardasar

Stpriah dan sangat jauh dari setnua lml yang merugikan, karena

mempakan maslahat mumi bagi manusia tanpa kerusakan.

Hanln saja dalam asuransi tersebut ada sejumlah uang yang

diserahkan unfuk mengukuhkan diri sebagai peserta asuransi

mobil. Singkatnya, seseorang dapat mernangkas sisa uang

belar$anJn, ibarat heunn sembelihan lpng disembelih karena

sebab kecil atau bahkan tanpa sebab. Sebab pekeriaan serna@m

ini merniliki resiko membufuhkan biaya unfuk mengelola, dan

menialankan fungsinln. Bukan seperti orang yang eng[lan

menyerahkan uang untuk mendapatkan jaminannSra, seperti ada

orang lang mengatakan, "Berilah aku piniaman sebesar seribu,
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dari seribu ifu engkau kuberi serafus," yang demikian itu boleh.

Juga seperti jaminan ternga security dengan gajinya.

Sahnya jaminan ini dan berjalannya ragam fungsinya itu

sesuai dengan nash-nash Imam Ahmad dan dasardasar

madzhabnya.

hnu Qudamah berkata dalam Al Mughni: "Perkara yang

disampaikan oleh Spikh Al Khiraqi mengisyaratkan kebolehan

menjamin sesuafu yang belum diketahui- Seperti perkataannya:

"Apa yang aku berikan padanya (orang) aku yang menjaminnya,"

padahal ini tidak diketahui- Maka ketika dia berkata, "Aku yang

akan menjamin piutang lnng ada pada si fulan, atau kauajiban

yang ditetapkan atas dirinya, atau segala sesuatu yang diputuskan

berdasarkan bukti, atau apa yang diajukan untukmu, atau apa lrang

dikeluarkan oleh kalkulasi akhir, maka penjaminan pada semua hal

di atas dianggap sah. Demikian juga pendapat yang dianut oleh

Imam Abu Hanilah dan Malik."

hnu Qudamah melanjutkan, "Dapat juga disimpulkan sahnya

jaminan pada hal 5ang tidak wajib, bolehnya jaminan terhadap

segala sesuahr yang merniliki kehamsan, juga kebolehan jaminan

pada setiap ka,vajiban pembiayaan lang wajib atau lang
mengantarkan pada hal yang wajib." Demikian perrdapat hnu

Qudamah.

Ibnu Qudamah juga berkata dalam Al Mughni: Pengadaan

jaminan hukumnya sah akibat hal kriminal, baik itu bempa uang

seperti ganti rugi barang.barang lrang rusak- Atau png berkaitan

dengan jiwa seperti dttpt karena ketidaktahuan akan terjadinya

sesuahr, tidak menghalangi ka,vajiban karena men-rsaknya,

sehingga hal tersebut fidak mencegah kebolehannSa lantaran
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prosdur tertenfu." Ibnu Qudamah melanjutkan: "seorang lrang
menjamin tidak disyamtkan mengenal orang yang akan dijamin,
atau pengetahuan akan sesuafu yang akan dijaminkan. Ini semua
sarna halnya dengan jaminan asuransi kerusakan dan kecelakaan
mobil, sebab perusahaan asuransi mamjibkan adanya jaminan

diSntQ<erusal<an), kompensasi tindak kriminal, dan biaya ganti rugi
barang-bamng yang dirusak. Kebolehan ini juga diutarakan oleh
penulis l<rAb Al Mughni, As5t-SSnrhu Al lkbiir, dan Al lqnaa'-
Keabsahan transaksi ini tidak rusak oleh ketidaktahuan penjamin
akan sesuafu Srang diiaminkan, atau orang 5rang mendapatkan
jaminan. Sebab nash-nash Imam Ahmad dan dasardasar
ma&habnga cendenrng unfuk menerimanya seperti jaminan-
jaminan lainnga. Demikian juga Imam Malik dan Abu Hanifah,

5ang telah kami sebutkan persefujuan mereka sebelumnya.

Hanya saja Imam Ahmad lebih banyak membenarkan akad
perjanjian dan pers5raratannya ketimbang Imam madzhab lain, di
samping nash-nash madzhab beliau dapat menyesuaikan kemajuan
tansaksi atau perjanjian modem.

Namun telah terjadi kesalahan pada orang yang
mengharamkannln dari kalangan ulama kontemporer, seperti Ibnu
Abidin dan semisalnya, yaifu dari sisi bahwa mereka meyakini
asuransi sebagai benfuk perjudian, ketidaktahuan, atau unfung-
unh-mgan, atau mannjibkan sesuatu yrang pada asalnya tidak vuajib-

Atau asuransi itu dinilai sebagai usaha tidak jelas Sang terkadang

menghendaki pungutan liar 5nng besar.

Mereka berpedoman pada dalildalil lafzhi umurn yang

sampai pada mereka, atau ragam qilns fikih Sang mereka yakini

mencakup tansaksi asuransi, hal ini lantaran persangkaan mereka,

4116 ll et Aoi.o'Syuah Al Muhadzdzab



I

baik secara umum maupun mutlak. Padahal ifu semua tidak sesuai

lagi dengan kehendak dalil dan makna seperti yang mereka

utarakan. Atau mereka beralasan batalnSra akad seperti itu

(asuransi) karena tidak terdapat dalam atsa,rataru qiyas-

Padahal Allah & telah memerintahkan para hamba-Nya

unfuk memenuhi ragam perjanjian atau akad, seperti yang

termaktub dalam firman-rr[p ,iiXV 't:rl yfi;ti, <r_5\ W-
'Wahai orang-omng tang beiman, penuhilah perjaniian-

perjanjian.'(Qs. Al Maaidah [06]' 01).

Perintah dalam ayat ini mencakup selnua akad yang telah

dibuat oleh manusia dan menghendaki penunaian kannjiban,

bukan judi atau riba atau penipuan.

Karena hukum asal dalam sebuah trarrsaksi adalah benar dan

dibolehkan, kecuali jika terdapat dalil png melarangnya- Ragam

penyebab,akad, perqnratan, dan persekutuan adalah kegiatan

biasa yang dapat dilakukan seorang mukmin dengan 5nng kafir,

bukan termasuk perkara ibadah yang membutuhkan datil s5nr'i-

Maka barang siapa menyerahkan seiumlah uang unhrk

mendapatkan jaminan atas mobilnya yang berlaku atas dasar

kerelaan hati, lalu pertrsahaan bersangkutan menetapkan

ketenfuannya, maka hukum syariat menghukumi sah menghimpun

jaminan yang dernikian, berdasarkan firman Allah &: ,#SU t31

"Penuhilah akad-akad Wiiliian olehmu.'
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Juga firrnan Allah g: 6 {=JIS! rLJ$ #trtfJLU{
:& *6 ;;'ii?- <rk 'Janganhh l<amu sling metnal<an

ham s*amamu dergan jalan tlang bafrl (b'dak banar), kecuali
dalam perdagangan tang berlaku aFls daar suka satna sul<a" (es.
An-Nisaa'1041: 291.

Dalam sebuah hadits dinyatakan ,* * ;*\trt, ju i}*l)
'Tidak halal mengambil harta seorang muslim, kecuali atas dasar
kerelaan darin5a." Maka berdasarkan hal di atas asuransi ifu boleh,
juga didukung dengan kaidah-kaidah qTari'ah lrang fidak
menghalangnsra. Sebab asuransi adalah usaha yang sasarannlra

kepentingan oran!rcrang yang mernbufuhkan. Boleh jadi
pemberlakuan asuransi diharuskan mdalui sistem tatenfu, karena
jika bukan karena kebufuhan mereka, hal tersebut tidak mungkin
dilakukan. Selain itu, harta benda adalah berharga di mata
manusia, dan tidak mungkin dibelanjakan kecuali pada hal yang
membawa manfaat- Dalam kondisi demikian, maka seorang
manusia membutuhkan asuransi atas kendaraan pribadinya supalra

lebih mendapatkan ketentraman dan ketenangan, dari hal-hal yang
dikhawatirkan terjadi bersama berjalann5a unktu.

Di antara latar belakang dipeftolehkannya asuransi karena
dia termasuk akad perjanjian yang Allah @ perintahkan untuk
penuhi, juga termasuk kegiatan perdagangan png terjadi di
kalangan manusia dengan cara saling rela, juga termasuk kerja
sama dengan badan, uadah, dan dilalerlon fukar menukar,
sehingga asurarsi termasuk perpnjian keria sanra lnng
diperkenankair di antara kaum muslimin. Hal ini berlandaskan

hadits riraayat Abu Daud dan Imam Ad-Daruquthni dari hadits
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Sulaiman bin Bilal, Katsir bin Zaid telah menceritakan kepada kami

dari Walid bin Rabah dari Abu Hurairah yang berkata,

Rasulullah $ bersabda:

L;'Jrl"t*v" -"vt,E 
ryjt (;i. y.t, yL:t

GP"'uyi*s* ei;itp)t5,'Y1g # ii
.'ytrr ff iiatT'"pt

"Pqdamaian (untuk menghindari kebemngkubn) adalah

diblehkan, keuali perjanjian yang menghammkan perkan hanm
abu menghanml<an perkan halal, dan l<aum muslimin ifu boleh

manetapkan perc5nmbn-persyaratan, k*uali s5nmt Wng
manghalalkan perkan hamm atau menghanmkan perkam hakL"

At-Tirmidzi berkata: 'Hadits ini stafusnya hasan shahih."

Bahkan Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Sungguh, hadits ini

derajatqa naik menjadi slnhih karena mempunyai banyak ialur
periwalntan, di samping sebagai perkara yang diterapkan

berdasarkan kesepakatan para ulama.

Terhimpunnya faktor sosial dan kekeluargaan yang

diperunfukan unfuk penjaminan dalam asuransi kerusakan dan

kecelakaan mobil dianggap sebagai keria satna lnng
dipe6olehkan. lalu keunfungan yang diperoleh dari usaha ini
dianggap halal, tidak ada keraguan di dalamnya, seperti halnya

penrsahaan lisffik, perusahaan semen dan semacamnlra. Dan

sernua ifu masuk dalam kategori perjanjian umum yang dibolehkan

di antara kaum muslimin. Kebolehannp ifu memang sesuai

dengan makna tersurat nash-nash madzhab Hanbali.
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Musa Al Hajawi berkata dalam Al lqna', "Sah hukumnln
penjaminan terhadap tindakan kriminal dalarn benfuk uang, seperti
ganti rugi benda-benda atau pun hannn yang dirusak seperti dttnt
karena hal tersebut memang hukumnya wajib atau mengantarkan
pada yang hal yang wajib. Hal yang sarna telah dinyatakan oreh
penulis Al Mughni-

Hal di atas menyerupai mekanisme jaminan asuransi
terhadap kendaraan roda empat, di mana pemsahaan asuransi
merniliki ka,vajiban menanggung jaminan d,Wt kompensasi
findakan kriminal, dan ganti rugi barang rusak. Misalnya ancarnn
dan semacamnya dari segi, bahwa hal ifu menghamskan adanya
jaminan, atau mengantarkan pada png hal yang wajib. ndak
menjadi persyaratan mengetahui identitas orcrng yang dijamin, juga
sesuatu yang dijamin. Adanya orang yang menjaminkan mobil
membayar sejumlah uang tidak mernpengaruhi sahnp jaminan
asuransi, kondisi ini berlaku jika mernang tidak ada sesuafu yang
menghalanginya.

Adanya pemsahaan asuransi 57ang memberikan dana unhrk
dQpt, biaya kerusakan, dan ganti rugi tanpa memperhihrngkannlp
dengan seseorang tdak mempengaruhi satrrya jaminan. Karena
sernua itu dibolehkan bedandaskan kaidah-kaidah madzhab
Hanbali. Karena sebagaimana kita ketahui baik serara s5ariat
maupun adat, bahwa tindakan kriminal itu ditanggung langsung
oleh pelaku dalam pernbunuhan yang sengaja. Sedang unfuk
pembunuhan yang keliru ditanggung oleh para ashabahpada lebih
dari sepertiga d$nttya. Yang jelas peran dari penrsahaan asuransi
adalah menjamin akibat kriminal itu, meskipun . resiko yang
ditanggung sangat besar atau tidak dipe*ritungkan kalkulasinya
pada peserta asumnsi, maka tetap hukum sah dan boleh. Di
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antara manfaat asuransi adalah menjadikan pelaku pembunuhan

tidak sengaja dan para ahli waritsnya terlepas dari funtutan dan

denda. Yang demikian tentu lebih baik daripada mereka harus

meminta-minta sumbangan banyak orang unfuk memenuhi denda,

lalu mereka ada grang memberi dan tidak memberi-

Resiko paling besar yang ada pada asumnsi adalah

ketidakpastian besaran tanggungan, hal demikian bisa dimaklumi

satna seperti berbagai jaminan yang lain- Pemsahaan keuangan

fdak dapat terlepas dari ketidaktahuan (akan besaran jaminan),

seperti asumnsi badan, jiwa, dan fukar menukar, semua ifu

mengandung ketidakpastian. Beberapa ulama fikih tempo dahulu

telah menyatakan, fidak diperbolehkan transaksi demikian karena

adanya ketidakpastian, narnun kemudian pendapat condong

membolehkan karena hal semacam ihr bisa dimaklurni-

Musa Al Hajawi berkata dalam Al lqnaai' "Sah hukumnya

rnenjamin perkara yang asalnya tidak wajib, atau jaminan pada

sesuatu yang belum pasti, seperti jaminan pada pasar- Yang

maksudnya adalah melakukan penjaminan atas keruajiban para

pedagang kepada orang lain dari segi utang piutang- Yang

demikian itu hukumnya boleh menurut kebanyakan ulama, semisal

Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad-" Demikian perkataan

Musa Al Hajawi.

Penulis kitab Al lkhtibaamaf berkata: "Sah hukumn3a

menjamin perkam yang belum ie.lp1s (maihull, misaln5ra jaminan

atas suafu pasar, maksudnya menjamin kauajiban atas para

pedagang baik bempa utang, atau barang dagangan yang harus

mereka adakan. Boleh juga mencatat dan mengadakan persaksian
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akan semua eansalsi rnenurut perrdapat orang !,ang fidak
membolehkan, karena hal ifu memang hasil ijtihadnya."

Ragam keria sarna ini dan sernua hal yang menjadi
konsekuensinya bempa kewajiban-karnjiban yang diterjemahkan
sebagai ragam jaminan dengan segala jenisnya, sernua ifu
memiliki kesamaan, contoh, dan keserupaan antara sebagian

dengan sebagian lainnya yang bisa saling diqi5nskan dalam segi

kebolehannya- Seeerfi badan asuransi anggota fubuh, asuransi
jiwa, dan asurarsi pembiayaan, iuga ]rang semisal seperti
pemsahaan listik dan sernen. Disamping ifu berlandasan bahwa,

men5randarkan interaksi rnanusia dalam akad perjanjian dan
persyaratan merel<a pada hukum sah sedernikian rupa adalah lebih
utama daripada merrghukuminya batal atau rusak tanpa ada dalil

dan keterangan. Wallahu A'lam-

Toleransi Madzhab Hanbali Dalam Kebolehan
Asuransi Kendaraan Dan Beberapa Akad

Perjanjian, Kontrak Kerjasama, Dan Transaksi
Lainnya-

Sungguh, setiap pakar fikih ernpat madzhab akan benar-

benar mengerti bahwa, nasl>nash Imam Ahmad dan dasar

ma&habnSn menyimpulkan hukum sah pada akad asuransi.

Kemudian kebolehannya ini memang berjalan sesuai dengan

kaidah ma&hab, di sarnping sesuai dengan Imam Malik dan Abu
Hanifah.
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Kendatipun demikian, kami tidak menyimpulkan, bahwa para
'ulama madzhab Hanbali telah membahas akad azuransi dalam

karangan mereka dengan nalna dan prosedur l6ng satna' bahkan

sama halnya dengan ma&hab lain, sebab akad asuransi mernang

transaksi baru, sehingga setiap kejadian ifu ada pembahasannya

tersendiri.

Namun yang lGrni maksud adalah, bahura hterafur-literatur

- Imam Ahrnad dapat menjangkau hukumnp, seperti perkara-

perkata lain yang menyempainya, sernisal prosodur koperasi,

penjaminan, dan penlnlan saham penrsahaan

Imam Ahmad dikenal sebagai ulama yang batUnk

mensahkan penlpperasian akad-akad perianiian dan kontrak kerj:l

sarna daripada irrnm-imam madzhab lainnya. Ragam literatur

madzhabnln sendiri dapat rlrengimbangi perkernbangan transaksi

modem. Nasbmsh tersebut meskipun tidak menyinggung setiap

akad atau kontrak keria salna secara khusus dengan narnanya,

akan tetapi nrampu menjadi jalan keluar bagi bettagai

permasalahan al<ad iual beli, kontak kerja sama, setrta sistem keria

perushaan, baik hteratur ifu bempa tertulis, berbentuk sebuah

pemahaman, maupun kandungan dari suafu pendapat- Namun ifu

sernua membufutrkan pemahaman SAng benar, mendalam, praktik

png baik, pendahrnan dalil dan motif-motifn5n-

Pada lolangan ulama masa kini sikap toleransi ma&hab

Imam Abu Hanihh sangathh populer yaitu dahm mengikuti

perkembangan aka&akad perianjian 1nng bhru, s€bab mernang

para pendukung madzhabnp menyebarkan prinsipprirsip dari

beliau dengan b€nar. Akan tetapi madzhab Imarn Ahrnad agak

berbeda dalarn beberapa perrnasalahan yang menlrdi kebutrrhan
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dan menghsrdaki terwujudnya maslahat baru. Antam lain bahwa,

literafur-literafur Imam Ahmad dan landasan dasar madzhabnya

mengisyaratkan, bahwa hukum permulaan pada akad perjanjian
dan konbak keria sama adalah sah. Kecuali apa yang ditunjukkan
dalil akan keharamannSn, ini berbeda dengan Imam Abu Hanifuh
yang menSatakan bahwa, hukum asal dari akad perjanjian dan
konhak kerja sama adalah terlarang, kecuali jika terdapat dalil

lnng menunjukkan kebolehannya, dernikian pula pendapat kaum
Zhahiriyah, lrang juga dianut oleh madzhab Asy-Syafi'i.

Di antara akad yang hukumnp diperbolehkan adalah, akad
perjanjian tentang pengurusan tanaman pohon kurma dan yang

lainnya dengan besaran biaya sepertiga, atau setengah, atau sesuai

penghasilan tanaman yang dinilai dengan uang. Benfuk akad ini
diingkari keabsahannya oleh Abu Flanifah dan Asy-Syafi'i. Mereka
berkata, "Sesrrngguhnya hal ifu termasuk transaksi 5nng tidak
lengkap rukun-rukunnya, dimana dispensasinga sarnar, sehingga

hal ini dapat mengantarkan pada ghanr$ual beli yang beresiko).

' Imam Ahmad membolehkan akad musaqah (pengairan

irigasi) berlandaskan hadits khaibar, demikian juga karena hajat
yang mendesak, kebufuhan, dan maslahat urnum yang

menghendaki kebolehan akad musaqah, disamping sudah

diterapkan pada masa sekarang, semisal perusahaan jasa

kanangan (finance). Mekanisme akad ini adalah, seorang

menyerahkan sejumlah modal kepada rekan bisnisnya unfuk
dikernbangkan. AsySyafi'i berkab: Yang dernikian fidak

dibolehkan, sedang Imam Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah
mernperbolehkannya.
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Di antara muanalah 5ang diperselisihkan adalah asuransi

anggota tubuh. AsySyafi'i condong rnelarangnya, sedang Imam
Malik mens5nratkan sempumanya bagian dua sekutu yang
berserikat.

Sedangkan asuransi penjaminan jiwa, dua imarn, lnrfu Malik
dan Asy-S5nfi'i berpendapat tidak sah, sebab perserikatan yang
benar adalah dalam hal modal dan pekerjaan, narnun keduanya
tidak didapati dalam muanalah ini, selain ifu di dalam hal tersebut
tendapat ghanr. Sebab masing-masing omng yang bersekufu
memasrahkan pekeriaannp tanpa mmusan pasti, bukan pada
produksi atau pekerjaan khusus. Inilah argumen ulama yang
melarangny"a, seperti Malik dan Asy-Syafi'i.

Imam Ahmad membolehkan muamalah asuransi, hal ifu
dikarenakan ifu termasuk suafu pekerjaan, sehingga boleh
melakukan persekufuan atasnya. Ini juga lang secara tersirat
dianut oleh madzhab Abu Hanifah. Dan inilah pendapat yang
dipilih oleh Syaikh Islam lbnu Taimil4/ah.

Kemudian slprat khiSnrdalam jual beli, sungguh, para Imam
madzhab Malik, AsySyafi'i, dan Abu Hanifah mengatakan, "Tidak
diperbolehkan melalnrkan khSnr melebihi tiga hari, akan tetapi
Imam Malik menambahkan, bahwa l<hi5nr ndakboleh melampaui
"ga hari, kecuali karena hajat png mendesak seperti, sampainyra
barang pada suafu daerah yang membufuhkan wakfu lebih dari 3
hari."

Imam Ahrnad telah mengatakan kebolehan penetapan khiln,
sesuai kesepakatan kedua belah pihak (pernbeli dan peniua0, baik
ternponSa itu lama ataupun singkat, bahkan boleh'sampai safu
bulan. sebab hal itu adalah ketetapan yang dilqalkan oleh syariat,
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maka p€nentuannla pun dikernbalikan berdasarkan kesepakatan,

seperti masa ternponln, lalu kepemilikan barang dihukumi sah saat

masa kh4ar, pembeli berhak atas manfaatrSa, dan pedagang tetap

menerima resikonya-"

Di antara muamalah yang diperselisihkan adalah, apabila

seseorang menjual sesuafu, namun mernberikan pengecualian

terhadap pengambilan manfaat dalam ternpo tertentu, bukan

menyenfuh dan hal-hal lrang serup dengannS;a. Seperti orang

yang menjual nrmah, akan tetapi fidak boleh

diternpati selama sebhun atau lebih. Dahm hal ini, Abu Hanifah

dan AsySpfi'i berpendapat: Syamt ini hulnunrryn tidak sah, sebab

menghilangkan ketenfuan jual beli, 5nitu seolah-olah barang fidak

diserahkan kepada pernbeli.

Sernentara Imam Ahmad, dia menlptalpn sahnlra qnrat

Srang seperti ini, dan sernua konselanensinya menjadi r,rmjib, hal

tersebut berdasarkan kisah Jabir ketika menjual untanya kepada

Nabi $, namun dia mensgraratkan unfuk tidak dibawa ke Madinah.

Memundurkan perryerahan barang yang dijual sampai tempo

tertenfu tidak mencederai sahnya jual beli. Seperti rumah png
sedang dikontrak, sah hukumnya merrjual dan menangguhkan

penyerahannp.

Di antara muanmbh yang diperselisihkan adalah, jual bdi
karena terpaksa, lraitu ketika seseorirng merasa takut pada

penguasa atau pemerintah zhalim 3nng disinplir akan merampas

hartanya secara paksa. lalu dia bersepakat derrgan seseorang agar

menampakan di mata manusia, bahwa dia telah mernbdinp
secaftr sah. Tujuannln agar dia terlindr:ng dari tindakan penguasa
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zhalim. Padahal sejatinya dia tidak ingin menjualnlra, hal semacam

ini dinamakan dengan jual beli talji'ah.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan: Jual beli seperti ifu

sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga akadnya pun

menjadi wajib.

Sedangkan Ahmad menyatakan: Jual beli semacam ini tidak

sah, karena kedua orang tadi tidak bermaksud melakukan jual beli

yang sebenam5n, dimana dengann5ra dapat memindah

kepemilikan barang kepada pembeli. Sehingga fidak sah

berdasarkan apa yang mereJ<a sepakati sebelum akad, sebab

keabsahan al<ad muamalah itu dilandaskan pada motifnya.

Di antara muamalah yang diperselisihkan adalah jual beli

Urbun, yaitu ketika ada seseorang membeli sesuafu, lalu dia

membayar sebagian harga barang tersebut, seralra berkata, "Aku

akan bayarkan sisa uangnla, jika tidak demikian, maka ifu menjadi

hibah sukarela bagimu. "

Pada jual beli urbun, Imam Malik, AsgrSyafi'i, dan Abu

Hanifah berkata, " Muamalah irri- hukumnlra tidak sah, karena

termasuk khgar yang tidak jelas. "

Sedangkan Ahmad berkata, "Transaksi ifu Udak masalah,

sebab pemah dipmktikkan oleh Umar bin Al Khaththab dan

dibolehkan oleh hnu Umar, namun beliau men-dha'ifkan hadits

Iarangan tentang jual beli Urbun."

Kemudian apabila ada pengantin wanita dahm majelis akad

mensyaratkan unfuk tidak dimadu oleh suami, atau suaminya

mengambil budak wanita, atau tidak boleh mengeluarkannya dari

rurnah keluarga, atau daerahnya dan syrarat sem.rcarnnya. Imam
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Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berkata, "lni adalah qrarat

yang bathi! sebab ada hadits , 'oy 
*o. * iUt lq e ;r1 +;l|F

9-r-'frU orl "setiap s5mnt tmng tidak terdapat dalam Al eur'an
adalah batal, makipun ifu ada 100 4ant" dan hadits, yt i:ril\y
T16 ?" t 6V "Kecuali syarat lrang menghalalkan perkara

haram, atau mengharamkan perkara halal-" Sebab syarat tersebut

menghendaki pengharaman yang halal berupa menikah lagi

dengan wanita lain, mempunyai budak wanita, atau bermigrasi.

Adapun Imam Ahmad menyatakan sah syarat seperti ini dan
hams diaplikasikan, dimana hal ini tidak menghilangkan esensi

nikah. Sehingga sang suami boleh mernilih antara melanjutkan
pemikahan atau membatalkannya. Berdasarkan hadits riwayat Al
Bukhari, bahwa Nabi $ bersabda, ;Jti;'r,r 6 ,Pg ti +t|t:, ,rt itt
6At * " Saunggwhnya pervaratan tnng paling waiib dipenuhi

adalah perqambn yang bertujuan manghalalkan farji (menikah)-"

Kemudian hadits &3F SO ;t3llplt "Kagm muslimin itu boleh

m en e ta pka n p ers5n n b n -p ers5n n b d
Pendapat yang menyatakan sah menetapkan persyaratan

dan konsekuensi adalah atas yang diriwayatkan dari Umar, Sa'd

bin Abu Waqash, Muawwiyah, dan Amr bin Al-Ash, tidak diketahui

ada pendapat yang bersebrangan, sehingga dianggap sebagai ijma'
pada masa itu.

"Konon ada seorang pria menikahi seorang wanita yang

mensyaratkan agar dia tetap tinggal di rumahnya sendiri. [.alu sang

suami hendak memindahkan istrinya tadi tanpa kehendaknya,

lantas orang-orang melaporkan kasus ini pada Umar. Beliaupun
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berkata, "Dia berhak menetapi syaratrnya." lalu sang suami

berkata, "Kalau demikian, berarti mereka hendak menceraikanku

r.uahai Amirul Mukminin?." Umar menjawab, "Sesungguhngra

terputusnya ragam karajiban bergantung pada slprat-syaratnya."

Maka bertagai akad, perjanjian keria sama, dan syarat-

s5ramt dengan segala hal 5rang menjadi konsekuensinya berupa

kanajiban-kamjiban dan penjaminan, semuanya itu merniliki

kesamaan, kesetaman, dan keidentikan 5rang dapat diqiyaskan

antara safu sama lain dalam segi kebolehannlra, sebab dia mernilih

kemiripan dengan muamalah modem zamart sekarang, yang boleh

jadi tidak didapati pada literatur imam-imam madzhab.

Segala sesuafu yang berkaitan dengan ragam akad dan

kontrak perjanjian sebenamya mempunyai dalil khusus bempa

a/saratau qry/as. Sebab keduanya mengambil kesimpulan dari dalil-

dalil suafu madzhab dalam musnadnya. Dalil lrang mengulas mgam

akad dan konbak perjanjian berupa atar dari Nabi $ dan para

sahabat, yang belum pemah ditemui oleh para Imam madzhab.

Sementara persekufuan modal sosial mandiri yang dibenfuk

untuk mengoperasikan asuransi mobil, pesaurat, kapal laut dan

semisalnya adalah masih dianggap sebagai kerja salna yang

dibolehkan, dan termasuk ke dalam kategori interaksi lang
diizinkan. Lalu laba 5nng dihasilkan dari transaksi tersebut adalah

halal, tidak ada kemguan di dalamnya, ini menyerupai perusahaan

listik, setrnen, dan sebagainlp,

Karena menetapkan kansaksi yang dilakukan manusia

sebagai hal sah sedemikian ilpd, itu lebih baik daripada

menetapkann5ra sebagai hal yang batal tanpa sandaran dalil dan

keterangan. Sebab akad yang sah menurut ulama rshul adalah
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segala hal yang berkaitan dengan penlrampaian maksud dan sudah

menjadi biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan batal adalah,

sesuatu yang tidak dapat menghantar.kan kepada suahr tujuan dan

bukan hal yang biasa. [,alu perserikatan ini dan segala hal yang

menjadi konselnrensinya, mempakan perkara yang

menyempumakan syarat-syarat sahnlra s@ara s5nriat.

Siapapun 3nng mendalami hal di atas akan menyadari,

bahwa kebolehan berserikat dan segala ketenfuan yang

ditimbulkannSn bempa keuntungan misalnya, dia menyerupai

dasardasar slrariat, dan sangat iauh dari segala hal lang
merugikan. Karena hukum asal dari ra5Fm akad dan kontrak kerja

sarna adalah dibolehkan, kecuali bila terdapat dalil yang

menunjukkan ketnramannya. Selain ifu dasar, litemtur, dan kaidah

madzhab Imam Ahmad menerima baik keberadaan transaksi ini
dan tidak mengharamkannya. Namun para ulama yang punya

pendapat melarang asuransi di zaman kini mengambil istinbath

dari lafazh-lafazh urnurn, qiyasqig,ras fikih yang mereka ydkini

mencakup akad ini- Karena mereka mengira akad ini mengandung

unsur ketidak pastian dan gharar (beresiko). Apa yang mereka

pungkiri ini tidak mesti bersumber dari syariat lang menghendaki

hukumnya. Tidak pula termasuk ke dalam kategori lamngan umurn
pada ushul sSnariat, tidak pula dalam nash-nash Imam Ahmad dan

dasardasamya. Sebab ketidak pastian lrang terdapat dalam

asuransi bisa diampuni, bukan tennasuk ghanr png terlarang,

bahkan termazuk jenis transaksi SBng boleh seperti hansaksi

umunnya 1rang b€rupa tagam penjaminan dan perserikatan.

Dengan dernikian usailah perlaunnan dan dalil-dalil qpriat
dinilai orkup unh.rk menegakkan pengetahuan dalam rangka

menghilangkan sangkaan dan keraguan.
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Oleh karena itulah, seomng hakim syariat boleh menetapkan

sah akad ini, dimana ifu termasuk keharusan dirinya dalam

menjalankan hal-hal yang menjadi konsekuensi, yaitu berupa

penjaminan.

Saat Pemerintah Mengeluarkan MaHumat yang
menetapkan Kewajiban dan Keharusan

(Berasuransi)

Hal ini meliputi jaminan akad penjaminan yang pemah

disebutkan oleh para ulama fikih dari kalangan madzhab Hanbali,

Maliki, dan Hanafi dimana mereka mengatakan sah jaminan apa

yang tidak wajib. Termasuk juga penjaminan atas denda tindakan

kriminal, baik itu dalam bentuk uang ataugn diyat (unta dan

sebagainya). Adanp transaksi ini masih sah dengan tidak

mensyaratkan pengetahuan penjamin pada orang yang dijamin,
juga barang yang dijamin. Sehingga ketika penjamin mendapati

kesamaan antara prosedur bansaksi yang kriterianya seperti yang

disebutkan dengan penjamirnn asuransi pada keterangan, maka

dia akan mendapati kecocokan dari segala sihtrgn, meskipun

istilah-istilahnya berbeda. Sementara kaidah-kaidah syariat

menetapkan sebuah hukum sama dengan yang menlrerupainya-

Wallahu A'lam.
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Bantahan Terhadap Syaikh dan Pendapat Y.rrg
Dianutn5Ta

Tentu bantahan Syaikh pada setiap kesimpulan beliau

utarakan dari madzhabnya, menghendaki pemisafnn dari hal yang

tdak diikufi oleh orang hin. I&mi dapat meringkas butir-butir

dirnana Sfikh hulnrrrhukumq;a, lraifu sebagai

berikut:

Pertama: Pendahuluan Miau tentang asuransi kendaraan

roda empat, dengan mukadimah urnun yang terlalu panjang lebar,

bahkan Udak berkaitan dengan terna rnateri. Seperti perkataannya:

Sesungguhn5Ta Allah S telah menjelaskan antara 5nng halal dan

haram dengan penjelasan yang sangat jdas. Allah $berftrmant

'Padahal Alkh tekh menjelaslan kepdamu aF tnng
dihanmkan-N5n kepdamu, krcuali jil<a kanu dalam kadaan
terpka. "(Qs. Al An'am [06]: 119).

+ Allah & j.rg. berfirman:

31: 6 +.){3'HL$,# A r}fi S;

:bfiUfr&t;€i-?tL$ib)
"Dan janganlah l<amu mangabl<an talndap ap tnng

disebut-sebut oleh lidahmu secaft, dusb 'Ini lnkl dan ini hamm,'

;JL3:FY$1F.Gi;uFffi3,
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untuk mengada-ngadal<an kebhongan taMap Alhh- " 1Qs. Ar
Nahl [16]: 116).

Allah & berftrman'

(G ra A4 *:;,-> F xt',fi -e s:iJ
5;1fi ;{ e f # 6'j trr, i$ it(,

"Tenngl<anlah kepdaku tanbng radci tHU difurunl<an

Allah lalu kanu jadilan sdqian4p Innm dan

lnlal. I{atalanlah, Apalah AIhh t&h manfuilan
izin kepadamu (tenbng ini), abulah bm, nang&-tg* abs
nama Allah?" (Qs. Yuunus [10]: 59).

Beliau berlamalama pada kata penganhr, hlu
mencanhrmkan beberapa hadits yarg merryenrpai a3rat-ayat dahm
segl keumuman dan tdak bersinggungan dengan terna yang

menjadi pokok bahasan, yaifu azurarrsi kerdaraaan ro& ernpat-

Syaikh melansir hadits riwayat Uqbah bh Al Hadts &larn hal
persusuan. lalu melansir hadits riwayat Abdulhh bin Zam'ah

dengan Utbah bin Abu Waqash dahm perllara anak Zarn'ah, di
mana Nabi $ memerintah Saudah unhrk bqhitsb darinlra karena

kemiripan dengan Utbah bin Abu Waqgsh- Yang bih pe*ara ini
dipanjangkan, maka akan menghasillon kesirnpulan !,ang
membatalkan akad asuransi pada mobil, dfonana ifu l€bih bijak dan

hati-hati, dalam pengambilan makna hadits. AI<an te{api S},aikh-

memeliharanlra, memberikan pahah k€eada ldta serrrua, dan

menunjukkan hta semua pada kebenaran -mengabkan setelah

pemyataanngra (Bab men@rgkan terrtang perrtirEnSa

menghindari hal 5nng meragukan): 'Di antara pedtata=perkara
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yang rner4ukan ini adahh suafu transaksi lnng menimbulkan
perkara 5Bng mer4ul<an pada suafu wakfu sampai ada orang
yang mernberikan jalan keftEr padanlra, dari ranah yang

meragukan dan berbdit pada ranah yang jelas dan pasti. Sampai

hansaksi ih.r merrpdi Has, dan Udak ada lagi celah unfuk

menjadikanrga ragu-

Di arrtara b€ntrrk transaksi satnar adahh asuransi atas

kendaraan rcda empat, rneskipun hukumqa menimbulkan
p€rmasalatran bagi orarg baryah karena afuraraturannya yang

selafu berubat\ keterrtuarnrya prg berbeli! dan tdak adanya

penjelasan hulorn oleh trhrnat€rdahulu dalam istlah tersendiri-

Pendapat ini terrryata dfuantah oleh atrE fikih terkemuka,
yarrg tehh mernrlis tdtab ffeiryh terbesar dahm ftkih madzhab

,\bu Hanifair, bdlau adahh E;ail& Muhamrrnd bh Abidin, beliau

tdah l€bih dahulu dari lft s€rrnr:r dahm rnenetapkan hukum

asuransi; db rnanbn Yahx& Snrg baru menernukan bentuk

t'ansaksi kri, Udak ada safu slnrat dari bebenapa qlarat gharar

3rang tidak dicarfirnlermtp- Bahkan dia b6ani menghalalkan

ryrarat-sgarat hamrn saehtr6;a sehingga p€rkara tersebut semakin

parah- B€nfuk asrarrsi sdnardng ini, dibandirEfran pada masa

Irnam trbnu Abidin adahh ibarat pelum k€rdafi dengan sasaran

heuran hrn an- Di sampirg terr&pat bom cluster SprE dahsyat dan

mampu meluluh hntakan samrar5a hingga tdak ada Snng tersisa.

Maka respon yang dilahrlan oleh SSaikh tmbul berlandaskan

usaha preuerrtif syariat dalarn menjauhi hal-hal gnrE meragukan,

dan mernpering3t*an agar tidak terierumus dahm perkara haram

yang ditrrangkan dalam benfuk kata-kata png tersrsun rapi. Beliau

bersikap tdak s€frriu terhadap asuransi mobrl, rnaka beliau pun

Udak benrsaha merrghahlon dan melega[Gn as,nansi dengan
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sikapnya yang terkesan dibuattuat- Karena bdiau berpaling dari
ragarn pendapat yang ada di sini dan sarn 3ang nrcngBryamdon

kebolehan bansaksi, padahal pada hakikatrla iatrh dari terna

pembahasan-

in,... Syaikh iuga menukil .bebempa hadits larg rnemgukan,

bahkan beliau mengulasnya te&fu dalam. Irlann beliau

mengawalinya dengan l{ata+ata SBrg berbahaya dan nrergandung

upaya menghentikan sbtern asuransi, serta mengBranlan unhrk

memboikoitnln, di antaranp !,aih rrxdalui 'Yang
paling dikhaurafirkan terjemmus dahm kehararnan k€fika mereka
mendekati h+hal meragukan adalah ormg-onng annErn, lang
fidak mengehhui hukum s€car-r mendetail. Dia arnat berani
melakukan hal-hal memgukan tanpa rnau bertanla dahuh apakah
halal atau haram. Dernikian iuga para uhrra seifinya
meninggalkan perkara gang rnmgukan di saat cara nrernperotefr

hukum dikhauratirkan salah, sebagai pergarnalan hadib, :u'oi16 e
glJ,- \ r1 Jt 'Tinggall<anlah aF tang maagwlanml & tnl
Wng tidak mmgulanmu" Kemudian dia merrgatalont

Di antara ragam syblmt ini adalah muntabh yang

menimbulkan permasalahan pada suafu uralfu sampai

ada omng menentang Snng menseh.rarkannlra dari urlalEh sanrar

dan berbelit kepada wila!,ah idas dan terang, ttingga m€r&di hal
yang pasfl dan jelas, dimarn tdak ada hgi cdah rrrtrk trcraguarr.

Maka derni umurku, bisa Rasuhrlhh * mencegah

kita unfuk mengernbala pada wifunh'rrui\ph yarg ureragukan,

lalu kita merryralahiny'E Mibal{u dengannln, htorgga p€*ara
tersebut menjadi jehs bagi kita- Kernudian keluar dari kauasan
yang rumit sampai pada kaurasan pasti dan ,elas- Bagairnana
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Syaikh bisa sampai pada kesimpuhn larg membahayakan ini,

atau sikapnya lpng nrcq,alahi hadits? Sernoga Allah memberikan

unfuk kita sernua rdknat png dapat merryikap dan membongkar
haFhal meragukan, a1pr kita mengenalnya dan senantiasa

menyertai kita- t nb tsdilah dalam p€nrikimnnya sejajar antara

5rang jelas-jelas habl hdran yang hamm? Af,au apa?. Setelah itu dia
berkata, "Terrnank nnmrmhhienis ini atalat asuransi mobil-"

S!,aikh nrcrlpnpail<an qiyas yang shahih dimana ada

perkara lrang ilErryamainya- Senrelrtara ldta fidak mengetahui

In-ln r dasardasar sah yang menjardi oU€k perrdebatan. Lantas kita
dapat mergqigpskan padaqn p€rlora lpng merniliki alasan

dengan i&rfu1w- Ellamrm Miau mencanfumkan ungkapan-

fildh dahm p€r*iminan hat Fng fidak diketahui dan

p€r*minan 1EIXI dk€fiahui. I-alu herdak menerapkanqa pada

karsaksi asurarr{ mohl, padahal leidah foti fidak dibuat kecuali

karena plaldik asuransi mobil- Padahal cara kerja
asurarrsi p€rnah teftesit dalam b€nak knam Ahmad dan para

Seakarmkan merdra &pat men€raunng dinding ghaib,

yaql kernudian truls.un-hdsxn merdra terefleksikan pada

muannlah di ata-s !ruI tdak ada kaaguan di dalamnp, tidak jauh

dari posisi asuransi s6€namya- Dahn konteks ini, Syaikh ibarat
orang 5rang m€rnbicaralian tentarg sesuatlr bertenfuk bulat Snng
tengah-tengahrrya kcong- Inlu dla meletakkan cincin di

depanqa, kernrfian m€ngarEl,cgilon bafu gerinda dengan batu

cobek- Tidakkah sernEnla dapat menghimpun bulat dan kosong
dari bagian dahmrqp?!! Bila tdak dernikian, apa hubungannya

antara badan asuransi d€ngan p€rusahaan konbaktor, perusahaan

asuransi jiura, penshaan setnen, serta p€rusahaan lisfuik?.
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Padahal qiyas png mereka gunakan, terkadang dilebih-

lebihkan, termasuk Slnikh kita yang merrbatasi, bahwa perkara

yang menjadi sumber qiyas adalah nash bi qpriat atau benrpa

wahyu, baik dari Al Qur'an ataupun Sunrnh- Jika suahr hukum

diqiyaskan pada perkara yang kita pertolehkan atas hal png
sepadan, maka ifu karqra adanya illat yarE menghimpunnSp-

Kemudian kita mendatangkan qiyas baru Sang arrtara objek qi3as

dan sumber qilns tidak sama illatnya. Namun objek qiyas itu

hanya memiliki kesamaan dengan sumbemga dari beberapa segi

saja, lalu qiyas yang pertama kita jadikan surnber, sedangkan qips
kedua kita jadikan objeknlp karena adarya kesertrpaan. Tenhr salr
yang demikian tidak mencukupi dan mengarykatrya pada illat
sempuma yang bisa menghimpunnya.

Meskipun demikian, dalam pernbatrasan Syaikh terrbng

muamalah tidak didapati dasar hukum (ushu$ sebagai sumber

erlns; lalu bertemu dalam safu illat dengan bansaksi baru yang

sedang kita ulas yaitrr asuransi mobil.

Dasar lnng menjadi landasan Imam AsSlSyaf i, Abu

Hanifah, Daud bin Ali, Abu Muhammad AIi bin Hazm dan uhrna

lainnya bahr,rn hukum asal kemaluan dan harta benda adalah

haram, sampai syariat mengizinkan dengan mekanisme terterrfu-

Maka semua wanita adalah haram bagi para pria, kecuali yang

telah menjadi objek akad yang sah, bukan yang rusak. Dernikian

pula harta benda juga terlarang untuk menguasainya, tepatrla

lang dapat dimilih, dengan cam dihadhht<an, sedekah, atau

patukaran. Maka derrgan ihr, sang pemilik puq,a hak penuh. Irlu
ragam akad transat<s'i lrang menghendaki kepernilikan dan

perpindahan hak, sernestinya muncul berrdasarkan .izin dan
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kebolehan dari Syariat. Sehingga setiap akad 1ang tidak tertera

dahm Allah adalah batal, demikian pula kontrak perjanjian.

Tmnsaksi 5nng berialan dalam asurarsi diserurpakan oleh

Slaikh seperti ra(fam akad lnng berlaku dalam perusahaan

asuransi jirrn, pegadaian, perusahaan besi, penrsahaan sernen, dan

lisffik!!.

Dernihan Slnilfi berlaku sekeherdak hatinf terhadap

perusatnan asuransi mobil, beliau meqpndarkan padanf segala

hal 1nng ada, 3rang pada hakikatrln tidak merniliki kaitan baik

dekat maupun jauh dengan terna utarna. Tilak juga ada segi

kesempaan se@t?l muthk sehingga beliau bisa semudah itu
berpendapat. Kita katakan pada q/ailfi dan omng-orang yang

t sama dengan beliau, sernoga AIhh menunjuki kita
seru.r pada kebenaran-

Penrsahaan ifu t€rbagai menjadi dr.ra macam;

Pertarna: Penrsahaan Sang menghasilkan produk, seperti

besi, barang$arang logam, sernen, bidang pertanian, dan bidang

indusbi hilrrya.

Kedua: Penrsahaan berbasis , seperti p€rusahaan

png menlralurkan deaning servis, trarsportasi, tdekomunikasi,
radio, penyiaran, dan media elektronik hinnSa. Penrsahaan

asuransi bukan s€e€rti perusahaan-perusatnan yang menghasilkan
produk. K@rali dad segr bahwa, ini berupaya

menghimpun dan mengumpu[en harta dan investasi. Yang
nrrmpu merniliki ge&mg besar, padahal g€dung Snng amat bemr
dan mqah ifu ffiak dilnilih oleh seorang nasabah asuransi sarna

s€kali. Narrnrn dia b€rhasil mengumpulkan prerni-premi peserta

asuransi dan aset-asetnya png dijaring oleh akad bansaksi yang

{s8 ll il Mqi*r's\wottAl l}tuhadz,&ab



zhalim ifu. Bila Stailfi rnau nrergrrriungi p€rusahaan astransi lalu

dia mendapati riba berlapis-lapls gang menghancurlon banfk
konsumen s€karang ini lantaran trarus mernbagar banyak kredit.

Bagaimana mungkin riba ddarn asuransi bisa merriadi berkurang,

dari jundah modal saat terffi keseeakatarU rnr.mgkin ini yang

menjadikan Stnikh tersadar dari kelahanrgp- Sungguh, beliau

telah , bahura prerntsprerni lpng terlambat

pemba5arannSra, akan m€n61rantf modal aual 3prg dijaminkan,

sehingga bisa semakin b€ltpat gand4 lpng akhimya bisa

menghilangkan seiumlah modal, dan nrcngaldba*an kemgian

besar dan riba yang terahmdasi terhadap konsrrnen. Tenfu

praktik ini dapat selalu merrrtdi pernhrrxrh tdak langsung di siang

dan malam hari dahm perusafnan asrransi- Dia tidak lag
mengenal belas kasihan karena faktor suht, fdak pula kasih sayang

pada orang lnng msnbutrtrka,n modal gang tdah diasuransikarr

tersebut, !,ang tenrs b€rlsurarg akibat p€rhihmgan uhngnya

terhadap perusafraan.

Perusahaan asurarsi adahh perusafaan yang tdak mengenal

rasa kasih salralg, Fng Alah tehh bramkan pada diri setiap

hamba-Nya- Perusahaan asuansi adalah Yahudi secara nasab,

perkembangan, pernikiran, dan inorrasi-

Bila Syaikh mendakua tanpa dilandasi ketemngan,

percontohan dan dalil, balnrla pada knarn Ahrnad beliau

berma&hab dan bersandar- It,lal<a hendaklah bdhu tdaah kernbali

kitab N Mughni lbru fudarrnh dirrnrn kitab ihr

referensi pokok madzhab Flarrbah- I$scaya da akan dapati bahua

dalil-dalil 3lang dijadikan sandaran r.nrtuk menetapkan hul{um, fidak

terdapat dalam Mumad A}rrrra{ kecrn[ lEnya safu persennya

saja, hampir serruur hditsrlB s€betuh4p b€rasal dari Slnhih
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Bukln4 Shalrih ltfisltu ahu dari kihb Sunan-sunan. Kebanyakan
haditsrya bemsal dari Musnad Sa'il bin Manshur. Lantas dari
rnanakah qpikh dapat mengatakan, bahua madzhabnSra adalah
landasan toringB- Dalam AI Musnad sendiri terdapat banlak
hadits, ab4 dan berita-berita SBng tidak ada kaitannya dengan
madzhab Ahrnad- Kernudian tibatiba Slaikh mengatakan,
"Sestrnggulrrrya knarn Atrnad mengetahui sejumlah hadits, abar,
dan berita Fng tllak dik€tahui oleh Imam lainnya, karenanya
bdiau menetaplon hul$rn se$ai dengan dalil lang sampai
padangra- Padahal fatrdanya fi&k ada satu dalilpun lnng diketahui
Imam Ahmad, dan dahm sahr wakfu ffak diketahui Imam lainn5n,
narnun m€rnarg ada p€rbedaan dalarn mernahami suafu hadits,
dirnana perEamtnn rnalmarya berganfung pada iifitnd rnasing-
masirg Imaxrl

Aftramdumah sernua lrnarn mernprngpi pernahaman yang
mendahrL alcal prg cernerlang, dan meng€tahui hadits Snng
rnalmanya b€rddiafuL Untuk rnerq,elesaikan masalah kita ini,
alangkah bailsrya bih hta mengarnbil t{aidah 'Barang siapa
mernahami agrrnentasi dibandirg orang lnng tdak tnpal
tentangn5p, bardrqg shpa gnrg merrrpr,rrpi tambafran, nmka dia
dapat merrpd aryumentasi terhadap yang kurang darinya," Aku
(AI Mu&i'il meqntakan, 'Jilia saia hta mau menerapkan kaidah
ini dalam permabhan yang sedang kita bicarakan ini, tenfu kita
bisa liataliart 'S€sungguhln orarg-orang lang menyratakan
perdapat tErarn atau tidak boleh, mere&a merriliki kelebihan
terhadap oraql yang mengatakan kebolehan, maka pendapat
mereka ifu adabh aqlrm€n hrat terhadap selainnla.'

Terfraqg perrryataan kitab Al Mughni: 'Sah
melalnrlran pagrnlnan terhadap tindakan kriminal (jina5afl, ni

N ll n^q^'SlorlhAl ttuh&&ob



tidak ada kaitannya dengan praldik perusatnan asuransi, sebab

penulis ktab tidak mengatakan pergaminan fim5pt dengan ganti

3,ang dikuasai.

Perusahaan-perusahaan asuransi, tdak m€nangani setiap

mobil yang menyebabkan kerugian, IaIu bersedia m€nanggung

dampaknya. Akan tetapi dia harrgra merraryKplng apa lrang
didaftarkan sebagai asumrsi. Di rrnna pes€rta mernbayar prerni

secara angsuran baik ifu karena peraturan pernerintatr" hlu
dikatakan sebagai akad wajib, atau karena kesukarelaan
pelaksanaan akad, 5ang disebut sebagai alod rrrtrg.rugi. tvlaka

inilah yang menjadi ajang praktik suap dan mernperoleh harta
dengan cara batil. Misalnla, ada orang yang mengklaim tendapat

beberapa goresan body, lalu diperintahkan ada pqawai ammnsi

lnng memastikan kemsakan dan mernperhitungkan ganti ruglnlra.

Kemudian p4awai tadi menenfulran bialp ganti rqgi yang amat
besar, png tidak sesuai dengan kenrsakan mobil y'ang sebenamya.

Maka perusaan asuransi ifulah prg menlrdi ladang bagi praktik
kecurangan, kebatilan, dan p€rnerasan lurta-

Ada juga asuransi mobil yang apabih terFdi kcelakaan
sebelum genap safu tahun, maka di tahr.rr depannla, nilai investasi

polis partisipannya akan berkurang sebesar dtra puluh persen

:Partisipan tersebut menyradari, bahwa suafu kcdakaan apabila

terjadi pada rnasa lebih dari satu tahtrU rnaka dia akan

mernperoleh ganti rugi lebih k€cil dari 5nng diperkimkan- Bila

belum sarnpai setahun ifu, maka artirya ongfuos

mcrcapai 20 Juneih, ini bila partisipan mernperbaikinya sendiri.

Bila kecelakaan terjadi pada walrtr behm g€nap sahr tahura rnaka

dia akan memperoleh 30 Juneih ini lebih banyak daripada
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mernperbaiki rnobil s€rdiri- Karena dia akan mendapatkan

pertdaan berupa keringanan angsuran premi.

Asuransi resrni yang tidak mengeluarkan dispensasi dalam

merrgeloh mobil kecuali sesuai uang png masuk. Muamalah

seperti baranglali pada masa g€nting akan sangat penting,

sehingga tdak akan merryia-nyiakan hak-hak kortan, tidak juga

menjadikan baqglrut orang yang bersalah. Alangkah baikqp jika

uang 1ang b€rhasil dilcrnpdlon itu memiliki kotak arnal sanfunan.

Kernudian kohk amd tersebtrt dapat dibelanjakan unfuk hal-hal

yang fdak da kaitannya dengan bisnis asutansi, Udak pula

asutansi. Obiek amal ifu dalam setiap

tahunqpa bi-sa diterrfukan dan diinvestasikan oleh partisipan

astrrzrrlsi mobil untrk usalrausaha lain. Sebagian dari tabungan

tasebut dapat mereka gunalon unfuk merylanfuni korban

kecelatoan, rnernbagar dilpt dan ganti rugi hin. Termasuk juga

mernperbaiki dan melebarkan lalan raya, mernperbaiki mmbu-

rarnbu lalu [ntas, membangun berrgkel unfuk keperluan serruis

mobil, mernbarypn hhan parkir sesuai dengan standar png
berlaku di Saudi Ambia, dan selunrh penjuru dunia. Bahkan ada

organisasi b€rnama Hurassbil yang menjadi solusi bagi dari

transaksi mwrnlah terlararrg, sistern kerja lernbaga ini seperti

organisasi sohdaritas hakild" 9ang bek€ria keras untuk menjamin

hak-hak anggotanya dan merrjaga kehormatannlp. Hendaklah

Slnaikh tn€ng€tahuib bahura setiap Irnam madzhab mempunyai

beberapa pokok batrasan yang lorakternSn berbeda safu sama

lain. It{aka fidak sepafukrya dilatakan, Imam si A mempunyai

beberapa rlalil gnng tdak dirnilik Imam lainnya. Sebab boleh jadi,

haditsnla trarrya safu, akan tetapi dalam unkfu lnng bersamaan,

menladi dalil berbagai pokok bahasan dari berbagai madzhab.
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Seperti hadits: il i€, ;** i€s 'ffiInn abs irfrtk

ha,uan, adalah smtbelihan abs j.anin grg AUAngrup- " Tiga

Imam madzhab (selain Abu Hanifah) ffita, -Bih totduk heunn

disembelih, maka sernbelihannya adahh rnenryakan sernbelihan

terhadap- janinnya- .Mereka murg-i'nb liaila 'i€s' sebagai

mubtada'dan khabar yang dibaca rofa'- Scdanghan lrnam Abu
Hanifah & berkata, "Wajib menyernbelih imfor trcilrart sebagai

penerapan hadits ini-" Namun beliau rnerrgi'rab 6di' yarrg

pertama dengan roh'karena meniadi rrtrW', sedang '6t3i'

yang kedua, dibaca rnslnb dengan mernh.arg hmdFr- Huruf iar
yang dibuang adalah huruf bsfrih (perusupn) lnitr '^&af, !,aitu
(kadakati ummih), sehingga harus dserrft€ffit sebagairnana

induknya.

Perkara ini semuanla tsfokus pada satu t€ks, sedang

hukumnya berbeda. Maka kerrapa kita harus merniliki prasargka,

bahwa sebagian Imam fldak mengehhui datl sebagian hinrya-

Kemudian datanglah generasi uhma s€t€bh mereka dari

para hafizh (penghafuI hadits], a]rli t<atrarru pal€r hadits yarE

melakukan perryeledikan lebih mqrdahm aias tlahl{hllil gurun},a.

Kemudian menulis beberapa lnillg fujuannla

mengkodifikasi dalildafil tersebut, m€r{€hskan metodenya,

melansir dandalil yang serupa, dan mer{rcffild keabsahannp.

Contohnlra seperti kitab Tall$ishul llabb, loragan Al-Hafizh

Ibnu Hajar png berusaha merrtakluii h#{radts dahm Fath Al
Aziz l<arangai Irnam Ar-Fhf i, penielas ktab .4, WaP, karangan

Imam Al€hazali pada rnadzhab A,qrqpf i- Kerrnrdhn htab

Nashbur-Raa5ah, png rnerrtakhrii hadie*nrfits dahm AI IIfuFh,
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Al-Hafizh Az-7aib'i dahm rna&hab Abu Hanifah. lalu
kitab Mun@ Al Akhbaar mh Atwdib Sa@di Al Akhyaar
karangan Al Haftzh Abu Al Barakaat Majduddiin Abdus Salam
hnu Taimiylah png bennadzhab Hanbali, dimana kitab tersebut
disyarahi oleh Aqlsyaukani dalamnya Nail Al Authaar.

Kesimpulanqa, sala tidak menilai dari apa Snng dilansir oleh
slaikh terdapat sahr dalil pun larrg mernbolehkan praktik asuransi
mobil melalui perantara p€rusahaan asuransi seperti ini-
Pembatrasan !trang l€bih lugas tentang asuransi, terdapat daram
arukel 3nng ditulb oleh Syaikh lEtu Abdulhh bin Zaid bin Aali
Mahmud, s€moga Allah mernanlmgkan urnur beliau, dan ilmunya
membawa rnanfaat bagi s€enap rnarnrsia-

Asuransi Jiura

AIIah & mdalui kitab-Ir[r,;a" dan lisan Nabi-Nya telah
menetapkan laiteria-kriteria, dan batasan-batasan unfuk lrang halal
supala bisa dikenal bahura itu metrrang halal- selain itu, Allah &
juga menetapkan ciridri dan babsan-batasan untuk perkara yang
haram, supalp dik€tahui sebagai hat 3prg terlarang.

Allah {$ berfirman:

\ i;i &'i,;'firL 3G:;,5";n:* 6it;
'Itulah hulam-hulsm Allah &n bnng siap

hukum-hulflnn Allah, - rrnh anguh, dia tetah bqbuat zalim
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terhadap dii4a sqilii. (Qs. Ath-Thalaaq [65], 1)- HukurrFhukum

Allah adalah larangan-larangan-Nya.

Allah & jttga berfirman'

"Padahal Allah telah menielasl<an kepadamu aP tmng

diharamkan-N5a kepadamu, kecuali jil<a l<amu dalam keadaan

terpaksa" (Qs. Al An'aam[06]: 119).

Sungguh, Allah iuga telah menurunkan Kitab dan timbangan,

supaya manusia dapat berlaku adil. Al Qur'an adalah petuniuk

yang menunjuki pada kebenaran, sedang timbangan adalah alat

yang akan digunakan unfuk menimbang amal perbuatan makhluk-

Lalu dapat dibedakan antara keadilan dengan ketimpangan,

kebenaran dengan kerusakan. Dengan timbangan ifu perkara yang

men:pakan cabang dapat dikembalikan pada dasamSra, hal yalig

serupa pada yang menyempainSa, lalu diberikan kepuhrsan

hukum, mana yarg dibolehkan dan mana Srang terlamng- S€perti

yang pemah tertera dalam surat Urnar bin Khaththab & yang

dilayangkan kepada Abu Musa Al Asy'ari i€b, dimana beliau

berkata, "Lalu camkanlah olehmu dengan seksama, rnana lang
lebih dekat mengantarkanmu pada tuiuan daripada hal yang tidak

terdapat dalam Al Qur'an maupun As-Sunnah. [-alu ketahuilah

olehmu hal png mirip, yang serupa, dan yang sepadan, lalu

qiyaskan segala perkara dengan ihr sernua. Setelah ihr berpqang

teguhlah pada ped<am yang paling dicintai Allah &, dan paling

dekat dengan kebenaran." Selesai.

Oleh karena ihr, akan dianggap sebuah kezhalirnan dan

ketdak adilan, apabila secara tiba-tiba suafu kehalalan
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dipersarnakan dengan keharaman. Demikian pula sebaliknya, yaitu

dengan dalih digemari banyak manusia atau bertujuan untuk
pengerrrbangan akad baru, atau juga keputusan sistem ekonomi
yang menghendaki demikian.

e/,q
"Jilca saja kebenann mengikuti hawa nafsu merel<a, nisaya

langit-langit, bumi dan makhluk yang ada di dakmryn al<an

btunsa- "(Qs. Al Mu'minuun l23l 7U.

S€bab setiap muamalah, persekufuan bisnis, atau konbak
keria sarrm, yang dinilai fidak valid oleh syariat adalah merupakan

l(ehafilarL meskipun terdiri dari serafus ketenfuan.

Srrgguh, praktik asuransi dalam bertagai jenisnya, tdak
sernestinga dinilai negatif secara keseluruhan, karena dia tidak

mernihki fujuan kecuali materi, mendapatkan materi, dan dorongan

kuat untuk mendapatkan materi dengan berbagai macarn cara

lrarlg s€ramparylan dan menyimpang dari sumber rqel<i yang sah,

hinEga manjadi mata pencaharian buruk.

Barangkali para pelaku praktik asuransi mampu menanggung

celaan dan cercaan dari pihak-pihak yang menlratakan dia berada

di dahm keharaman yang mesti haram. Seolah-olah ambisi

mereka adalah mencari altematif baru unfuk memperoleh harta,

baik dari lang halal ataupun yang haram. Hal ini pemah

dlsinggung dalam hadits rirwalnt Al Bukhari, bahwa Rasulullah $
b€rsabd4
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'Akan &brg amfu nme, dfumrn srumrrg sudah frdak lagi

memperdulilan dari nnm db ma*ptl<an Inrb, apl<ah dan

Snng halal abtry,n Sang hamm-"

Crambaran Asuransi Jiura

Seseorang lpng h€ndak merrgilnrt serbkan dili dalam

asuransi jiura mendatarEi asuransi- L-alu dia mernbuat

kesepakatan deogan penrsafraan ters€but untuk meniaminkan

hidupnya dalam ternpo terterrfu- IUisal 20 bhr.ur, atau lmrang dari

itu atau mahh l€bifr, dengan bersedia mernbaSarkan seiumlah

uang, misalkan 4-fi)O ripl ahu lebih atau lnrrarrg. Umparrn dia

hams mernbalprkan rmng ters€but secar.r l<redit selarna 10 tahun-

Setiap tahurU umpam.l saia mernbalnr 4O0 t[ral. Derrgan

ketenhran apabla partisipan meninggal selarrn kurun urakfu

pendek tersehr! rnaka p€rusahaan asrtransi bersedia merrrbalar

40.000 atau 50-000 riyal, s€suai dengan lang dis€pakati kedua

belah pihah meskipun prenri kr€dit asumrrsiryn b€lum hrntas-

Apabila si parti;Dan tadi rnarnpu mernbayar sebagian l<rdit

asuransi, kernrdftm tdak rnampq hgi menenrskan kreditrp, maka

semua uangryB akan trargus- Kedua belah pihak strdah mernbuat

nota kesepakatan dan kesepaharnan- Di arrtamnp merrgharuskan

pada dirinlA sendiri trrtuk mernberikan perserrtase keunfungan
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sebesar lirna persen r-rnfuk partisipan sdama transaksi asuransinya

berplan.

Tdak dtoagulan lasi bahpa akad derrgan ketentuan yang

dernikian adalah batl, fidak ada hgr aelah untuk dapat dikatakan

sah. Meskipun bsbagai cara dihnt supaln menjadi boleh, sebab

q,raratqprat k€bablan silldah mengintairp dari berbagai arah.

Di antara berrfuk transaksi asurarrsi jiua adalah seorcmg

menyerahkan beberapa dirham secnzl lr€dit, unfuk membaSnr

dirham 1Bng iwnhhnlp l€bih bar[Ek secarr tempo. Boleh jadi

partisipan bisa mernerruhi l<redit tersehrt, atau tdak mampu

mernenuhinga pada suafu k€adaan lpng l€rnah. Maka esensi dari

asuransi ini adahh mernMi utang dstgen utang juga- Atau

mernbeli seir.lmbh dtoham dengan rflai dtoham gnng lebih besar.

Transal<si ini nrerg;empai perriualan hdak kabur yang terlarang,

pada keadaan tdak jelas mendapaflran ganti rugi png pasti.

Terkadang partfipan asuransi kehlhngan modal awalnSa, karena

terkikis derlgan riba dan hal+al batil hinr57a. Maka sungguh,

asumnsi ini fidak dapat merrufupi kehrtutran, fidak mendatangkan

maslahat, lruraqg bisa diterima akal, lebitrlebih Syariat. Intinya

bahura, praktik asuransi iiura a.lalah terrnasrk muanalahbaru yang

msak, karena merryenrpai transalcsi p€rrudian baik secara hakikat

merupun rrnlma- Iri bisa dikateggrilon cabang

derrgan akar, lrarerra terrdapat urEur keseeadanan, baik dari segi

makna dan hulnm- S€bab para sahabat & pernah menerapkan

hukum atas ferronerra baru densan haFhal lnng menlrarnainya,

mereka merrsetarakannya datgan lar4; sarrla, kernudian

mengernbalikan s€bagian perkara abs sebagian yang lain dalam

segi hukum.
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Karena sesungguhnp, setelah dilakukan telaah teoritb atas

hukum akad ini, lalu penerapannla pada keiadian !,ang

menyerupainga, kemudian ditetapkan hukum derrgan timbangan

yang adil tidak condong sebelah, sesuai dengan nash-nash yatr'ry

shahih.lni semua dilatarbelakangi pemeliharaan agama' jirrra, dan

harta. Melalui kajian mendalam, yang terlepas dari unsgr haura

nafsu, motif-motif pribadi. Penyelidikan tersebut menerarg[<an

hukum-hukum, ketercaloupan rnaslahatnSa, dengan

mengembalikan s€ala hal pada akar-akamp, hnpa dlebitl-

lebihkan dan pemaksaan akal. Maka setelah mernpertimbarEfun

ifu semua dipuhrskan kertrsakan akad ini. Temrasuk iuga karena

telah keluar dari timbangan keadilan dan kebenaran- Sebab SBng

halal adalah apa saja yang dihalalkan oleh Allah dan Rasrl-Np.

sedang 5ang haram, adalah apa saja 5nng diharamkan oleh Allah

dan Rasul-N5a.

;1{3;F'Y $ t*-G'i;c F :# 6
"Padahal Allah telah mertielaskan kryfumu aP tang

dihammkan-N5a kepdarnu, k*uali iil<a l<amu dalam ka&an
terpaka." (Qs. Al-An'aam [06]: 119)-

Allah mengharamkan periudian karena ifu b€ntuk mengarnbil

harta tanpa alasan benar. Di samping iudi ifu iuga menimbulkan

permusuhan, kebencian, karena merebut harta tanpa hak Dalam

konteks ini Allah berfirman:

4UX \fr*,ij 33i ML, &. FiSf;rBG s3

'b:i,I, :rfi ;i\./-6li )tfr '6 6i ilul
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'Dan irngpnlah kamu mal<an lnrb di anbn kamu dengan
jalan yang fufl en hmu menryap dengan harta itu
kryda pam lnkim, dengan nnksud agar l<amu dapat memakan

s&gian lnrh onng lairT itu dangan fialan dosa, padahal kamu

nangebhui. "(Qs- Al Baqanh [02]' 188).

Nabi $ tdah mernperinci hukum lrmg masih global dalam

Al Qur'an tentang unrsan penghararnan beberapa akad, dan

munrubh derti rnemelihara harta dari permainan tansaksi yang

tdak b€nar. IGsranya beEau melarang iual beli tipuan (ghamr),

irral bdi hanran Fr{I masih dalam kandang, peniualan (tanah)

dengan melerrpar kerildl,. iual beli dergan senfuhan barang, iual
b& murnbadah inl beli meqgambil barang dengan menyelam,

,ual beh banng bukan milik s€ndiri. Sebagairnana melarang

praktek riba, pqrudian yaifu pertaruhan. Demikian, seperti

rnelarang Hnnq, meminum, menlual, mernakan labanya,

ternasrrk melarary tindakan arrg, penipuan, dan dusta.

Ini serrnra dilarang oleh SlBriat, karena dapat menghantarkan
pada kerusakan p€riudian yang rnenimbulkan permusuhan,

kebencian arrtar s€satn r, termasuk karena iudi ifu juga merupakan

memakan harta omng lain dengan ialan batl.

Ifini ban!,ak orang diperdagangkan oleh hawa nafsu dengan

mengikuflGn diri pada asumnsi jiwa- Mereka mengasuransikan

anggota-anggota tubuh, sebagian mereka mengasuransikan

targan, s€bagian hgi mengasransikan loki, dan sebagian lain

menga$ransikan glrrm-27 Sekiranla hta rrru men3ntakan

z Perusahaan asrrarni frua, ketrka menandatangi kontak dengan orang

lpng trendak rnengilads€rtakan diri, mereka melalsrkan pemeriksaan kesehatan
ffsik dan merrtakrrla- fika temyata tidak setrat, maka mereka
mernbatalkan al€d- Afilr ketika pihak asuransi mengetahui bahwa, calon
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rusaknya kontrak asuransi hidup dari sejak awal. Maka, tenfu saja

kontrak ini dapat menghantarkan pada kebatilan pada bagian-

bagiannya akan lebih pasti- seperti ketika kita menyatakan

kebatilan perjudian dalam segl rupa dan macamnya.

seluk beluk asuransi hidup ialah mengalami png demikian

dari segi kesesuaian dan kandungannya. Sesungguhrya partisipan

yang menjaminkan hidupnya membayar sedikit uang s4a'a kredit

untuk mendapatkan uang gang besar se@ra tempo. Namun

tdaffiah pasti dia mendapatkan iht semua, karena bisa saja dia

tdak mampu membaprkan cicilan kreditnya. Dan terkadang

rnalah sebagian besar uanllnlp hilang, dengan dia tetap hidup,

sampai pada uaktu yang ditenfukan.

Pertedaan antara asuransi jiwa dengan asuransi mobil dan

pesawat, dan semisalnya adalah sangat ielas. Partisipan asurarsi

mobil pada dasamya tidak menginginkan uang kembalian yang

lebih banpk atau lebih sedikit, baik selama hidupnya maupun

setelah kematiannya. Namun, yang dia inginkan adalah keamanan,

keterjaminan dari kecelakaan yang disebabkan mobiln5a atau

mobil lain terhadapnSra. Dimana perusahaan akan bertangung

jawab atas biaya lang menimpanya saia- Keamanan dan

keteriaminan ini menjamin aset yang paling berharga. Penjamin

adalah yang menanggung, demikian lnng pemah dinptakan

dahm sebtrah hadits: 'Peniamin adalah penanggung beban,

sedang barang pinjaman harus dikernbalikan."

partbipanqn p@ndll minurnan lrcras, rnaka merdra pn menohk
untgk menyetgiui konkak denganrya. S€bab, rn€rdo meng€tahd balu,a

kecanduan miras dapat mengurangi grnur, dari kondisi normakp. Di antara efek

negatif minuman kelas adalalr merninimkan Prodddifitas keria, dan merangsang

beftagai gangguan metabolbme dahm tubuh. dst.
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Sangkaan orar4forcrng yang membolehkan asuransi hidup,

bahwa asuransi hidup ihr dijalankan berdasarkan kerelaan safu

sarna lain. Lalu penrsahaan asuransi membayarkan ganti rugi png
telah disepakati dalam kondisi normal, tanpa unsur paksaan, Udak

menimbulkan dan kedengkian, seperti lrang
ditimbulkan oleh periudian. Asuransi hidup juga akan menyisakan

sejumlah harta unhrk anak ketumnan partisipan dengan berlipat,

png boleh jadi mereka terdesak dengan banyak keperluan dan

kebutuhan hidup setelah kematiannya. Tentu ini tidaklah mutlak

demikian, dan tidak bisa dijadikan alasan sahnlra akad. Anggapan

bahwa asuransi hidup dilakukan dengan penuh kerelaan safu sama

lain dibatalkan oleh keharaman kontrak ini. Meski kontrak ini

dijalankan dengan saling ridha, narnun Udak dihalalkan oleh

kerelaan kedua belah pihak. Yang pasti hukum Allah jelas-jelas

telah menghukum haram dan batal.

Terkait pernberian ganti rugi oleh perusahaan atas dasar

kerelaan tanpa menyebabkan permusuhan dan kedengkian, tenfu

ini Udak mutlak dernikian, ketika perusahaan memang hendak

mengetahui sisi ketidaksahannya. lvlisalkan ada seorang lelaki yang

membuat kontrak dengan orang lain unfuk mengasumnsikan

jiwanya. Sebab akad asumnsi jiwa bisa dilakukan oleh satu orang

untuk safu orang, seperti bisa dilakukan oleh perusahaan, karena

hukumnya tetap satu. [-alu terjadilah kesepakatan dengan

penjamin, dimana partisipan asumnsi akan membayarkan uang

sebesar 4.000 atau lebih, atau kurang dari ifu sesuai kesepakatan

dua belah pihak dalam bentuk cicilan. Di mana partisipan dalam

setiap tahunnyra akan memenuhi sebagian preminSa, sesuai

dengan kontrak asuransi hidup selarna 20 tahun atau 10 tahun.

Kalau partisipan mati dalam kurun urakfu tersebut, maka wajib
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baE penjamin membayarkan uang jaminan sebesar 50.000 atau

40.000 sesuai dengan kesepakatan' Di mana uang tersebut akan

diberikan kepada ahli waris partisipan- Ternyata setelah dihasilkan

kesepakatan, dan sang partisipan membayar premi Sang pertama'

dia tiba-tiba meninggal. Jika demikian apakah anda yakin, si

penjamin akan membayarkan kewajibannya sebesar 40-000 atau

50.000 kepada ahli waris dengan cara kerelaan dan sesuka hati'

Atau apakah menurut anda, dia akan lari dari tanggung jawab

pemberian, dan mendatangkan seribu alasan agar umng

membayarkannya. sebab seperti inilah Sang terkadang bisa

menimbulkan perseteruan antara satu sama lain karena batal

mernberikan tunjangan. Kemudian muncullah sikap permusuhan

dan kebencian yang lebih dahsyat lagi, ketimbang yang terjadi atas

pelalaa perjudian.

Dalam suasana dimana pihak asuransi bersikukuh dengan

sikapnya, akhimya karsra kebufuhan dan keterdesakan,

diangkatlah perkara itu pada hakim agama. untuk memutuskan

tali rantai persengkeban dan mengistimhatkan mereka dengan

kepufusan yang seadil-adilnya. Apakah anda menlangka, bahwa

sang hakim akan memufuskan agar pihak asuransi membayar

tanggungannya sebesar 40.000 atau 50.000 kepada ahli waris

partisipan asuransi hidup? Atau anda memprediksi sang hakim

akan mengembalikan sanua perkara ini pada ushul-ushulnya dan

mengembalikan cabang perkam pada nash:nash dalil. sehingga

dia akan memufuskan agar kedua pihak, sarna-satna

mengembalikan apa l,ang telah diambilnya. Kernudian baru

memperhifungkan apa yang mengunfungkan dan memgikan

masing-masing, tidak kumng dan udak lebih, ini sebagai

penerapan ftrman Allah &t
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"Tetapi jika l<amu bertobat, mal<a karnu berhak atas pokok
hartarnu. I{amu fidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak diatimi
(dirugikan). " (Qs. Al Baqarah [02]: 2791.

Bagaimana mungkin, dalam urusan ini, dengan lancang kita
melupakan hukum dan ketetapan Rasulullah S. Yaifu mengenai

wajibnya mengerrrbalikan harta kepada yang memilikinya, jika

tidak mungkin lagi mendapatkan gantinya. Demikian seperti

diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihaya, dari Jabir
bahwa Nabi $ bersaMa,

""J+),i"a;s.t* ^tW t? :*i J,b A,, j)

"Apabila angl<au menjual pada sudanmu sejunlah kurma,
lalu kurma ifu tqkana hama, maka tidak halal bagimu unfuk
mengambil keunfungan darinya, unfuk apa karnu menganbil harta
saudanrnu tanp alasan benar."

Inilah keputusan Rasulullah $ dalam menyikapi akad

semacam ini yang memang sah sejak dari permulaann5/a, dengan

mengedepankan kerelaan dan tidak terpaksa dari masing-masing

pihak. Akan tetapi saat sang penjual belum menerima uang dari

bU e l* +'ie? {i e)

j
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il-t, ag jY
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pembelian orang tersebut secara sempuma yang lalu bisa diambil

manfaatnya. Rasulullah memufuskan agar uang dikembalikan pada

perniliknya. Karena tidak halal bagi seorang penjual memakan

harta orang lain tanpa hak. Yang membuat tidak halal adalah

caranya haram, karena harta benda adalah sesuahr yang

dimuliakan, tidak di2inkan mendapatkannya kecuali dengan cara

yang benar.

Tidakkah anda mengetahui, bahwa syariat Islam yang

dibangun berlandaskan kemaslahatan yang khusus dan umum,

pemeliharaan atas darah dan harta, tidakkah anda menilainya

syariat telah menetapkan kerusakan transaksi ini, dan mewajibkan

pengembalian uang pada pernbeli secara sempuma, sebab dia

tidak jadi mendapatkan apa yang hendak dibelinya. [-alu tiba-tiba

membolehkan untuk meraup banyak uang tanpa kompensasi

apapun, kecuali hanya karena kehendak sendiri. Jelas dia tidak

bisa mengatakan sah akad yang demikian, tidak iuga

membolehkan semua konsekuensi yang timbul, kecuali orang yang

berani melegalkan transaksi perjudian atau taruhan, dan semua

hasil yang ditimbulkannya, karena keduanya dalam hukum sama.

Meskipun keduanya terjadi atas dasar saling rela-

Kontrak bansaksi yang terlarang, akan selalu diliputi dengan

perasaan pufus asa dan was-was, merrghapus rezel<t,

menghilangkan keberkahan, sfu pelanggaran akan mengantarkan

pada keburukan lain. Seperti dikatakan bahwa kemaksiatan

merupakan tempat yang menghantarkan pada kekufuran-

Karena ini akan menimbulkan dampak negatif pada akad,

bahwa para ahli waris, 3nifu anak-anak dan isteri, ketika mereka

mengetahui ada anggota keluarga yang mengasuransikan jiwanya
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untuk mendapatkan funjangan basar, yaitu sebesar 50.000 atau

40.000, tentu mereka akan khawatir kehilangan harta tersebut

karena hidup pemegang polis terus berjalan dan akan meleurati

masa asuransi yang telah ditetapkan- Mereka akan mengetahui

secara langsung, atau karena berakhimyra hidup pemegang waris,

sebab dia ingin mendapatkan harta tersebut, atau was-was karena

umumya yang panjang. Sebab harta ifu adalah magnet penarik

hati, dimana air liur seseorang mengalir karena kecintaan pada

harta, dan dia berkilah unfuk lebih menumpuk hartanya. Padahal,

pihak asuransi tersebut mengerti, bahwa tabiat orang-orcmg

sekarang menjadi buruk, kondisi mereka terpumk, iman mereka

melemah dan penghianatan dan penipuan di antara mereka

semakin msu,rabah-

Sungguh, Allah telah mengkisahkan pada kita sebuah berita

dari kalangan manusia sebelum kita, supaya kita semua dapat

mengambil hikmah dan pelajarannya. Karena sebaik-baik manusia

adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain.

Allah @ berfirman,

z t)7,
Oj$s

?,,)i &;1\ rr ,4 AYK W, :i'*t 6fr

@,il#'p4{,)7
"Dan (ingatkh) ketika kamu mqnbunuh s*eorang, lalu l<amu

tuduh-menuduh tenbng itu. Tebpi Alkh menyingkapkan apa yang

lratnu setnbunyikan- I-alu Kami berffunnn, "Rtkullah (ma9nt) ifu
dangan bagian dari (spi) itu!" Dernikianlah Allah menghidupl<an
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(onng)gng telah mati, dan Dia memperlihatkan kepdamu tanda-

bnda (kel<uaaan-Nn) agar kamu mengerti. " (Qs. Al Baqamh [2]:

72-731.

Arti kata 'ilddan'turn" adalah saling menuduh, rnaksudnya

adalah, kamu saling tuduh dalam.p^ermusuhan.

hnu lGtsir menyebutkan dalam tafsimya, riwaSrat dari hnu
Abi Hatim, Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shobah telah

menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah mengkisahkan

kepada kami, Hisyam bin Hassan telah memb€ritakan kepada

kami dari Muharnmad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani berkata:
*Pada zarrran dahulu, ada seorang Yahudi yang mandul, tdak

mernpunyai anak kefurunan, dia mempunyai harea berlimpah-

Keponakan laki{akinya adalah ahli waris yang dia miliki. Masa

kematiannSra tidak kunjung datang, maka sang keponakan tersebut

mernbunuhn5ra- lalu pada malam hari dia mayabnya

dan meletakkannya di depan pintu salah seoremg Bani Israil.

Kemudian keesokan harinya, dia menggencarkan fuduhan atas

mereka, seraya berkata: "Kalianlah yang telah membunuh

pamanku," sampai-sampai mereka mengangkat senjata dan saling

sercmg sahr sama lain- lantas orang-orang bijak dan wibawa dari

mereka berkata, "Apa yang melatar belakangi saling bunuh-

mernbunuh di antara kalian?, bukankah ada Nabi Allah Musa

Alaihissslam ada di antara kalian, maka bertanSalah padanya."

Ubaidah As-Salmani melanjutkan, "Lalu mereka pun mendatangi

Nabi Musa Alaihissalam lantas menceritakan kronologi b''agedi

tersebut. Setelah ifu Nabi Musa mernerintahkan mereka agar

menyembelih seekor sapi betina, lalu agar maSrat dipukulkan

dengan bagian hrbuh sapi- Mereka pun melaksanakannSra, maka

Allah membangkitkannya kernbali seperti sedia kala, kernudian dia
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berkata, 'Yang mernbunuhku adalah keponakanku si fulan.' Sejak

saat ifu, pembunuh tdak lagi mer,uarisi hab orang yang dibunuh."
Cerita sempa juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Sejarah zarnzu'I sekarang, juga mengkisahkan fenomena yang

sarna. Yaifu--ketika ada seorang lrang .mengasuransikan. hidup
ibunya pada suafu perusahaan asuransi. Setelah penanda tanganan

dan pembayaran beberapa bagian premi asuransi. Sang anak

merakit bom dan meletakkann3n di bawah kursi, kemudian dia

memerintahkan ibunya agar duduk di kursi tersebut. Kemudian

bom meledak dan menghancurkan sang ibu sampai terpotong-
potong. Kernudian si anak mendatangi perusahaan asuransi unfuk

mengklaim tunjangan hidup iburya. Temyata setelah dilakukan
pemeriksaan dan penyelidikan secara akurat, maka para pegawai

mendapati bahun tragedi ini merupakan benfuk penghianatan dan

makar dari sang anak terhadap ibunya, yang dilandasi ambisi

mendapatkan funjangan asuransinya. Dimana pada akhimla sang

anak mengakui ifu semua setelah didatangkan saksi dan bukt-
bukti.

Sementara perkataan mereka: "Sesungguhnya asuransi

dapat meninggalkan harta yang berlipat untuk anak kefumnan."

Sungguh, baiknya fujuan tidak serta mertia menjadikan hal-hal

haram menjadi boleh. Allah S berfirman,

q.Sl'i;EWriW-KoL
'Jika dia (yanq terdakwa) kaSa abupun miskin, mal<a Allah

lebih tahu kenaslahatan (kebaikan-n5n)..." (Qs. An-Nisaa' [04]:
135).
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Maka, berapa banyak orang kaya yang mafl meninggalkan

warisan berlimpah, lalu harta itu diserobot oleh orang-orang

durjana, dan mereka tega menjadikan anak keturunan si kaln

menjadi fakir. Atau harta itu menjadikan mereka tenggelam dalam

kefasikan dan kerusakan- Sebaliknya, berapa ban!,ak orang yang

tumbuh dalam kefakiran, lalu Allah unhrknya harta

Snng melimpah. Dalam sebuah hadits dikatakan,

,f-"fi *s *s * C'YIY,il ui ,i
ar

"Barang siapa yang menghendaki teriaga di akhir, dan akht

hidupnya, maka hendaklah dia bertakr,va kepada Allah."

KarenanSn jagalah Allah, niscaya Allah akan merriagamu, lEitu
menjaga agama dan duniamu, termasuk isti dan anakmu-

Kemudian orang-orang yang berperrdapat boleh melalmkan

asuransi jiwa, tatkala mereka tidak mendapati rasltnash yarg

akan mereka jadikan dasar dan iuga qil,as png akan dijadikan

pqlangan. Mereka pun bemsaha mernbuat kegelisatran dalam hati

dan pikiran, lalu mengambil dalil dari hal yang iauh dan melenceng

dari fujuan, mereka bagaikan oltng l€rnah 37ang ted(eiut, yaifu di

saat mereka mengambil dalil dengan berpegang teguh pada

tumpuan png lebih lemah dari sekedar sararg laba'hba-

Garnbarannya serupa dengan orang yarg berusaha

mendapatkan cahaya dari kunangkunang, dan menadah air dari

f;atamorgana bohong. Di antara png mereka beril6n dalil adalah

jual beli utang tempo (Al Wafal, Snng pada dasamya amat asing
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dari terna yang sebenamgra. Artin5ra bahwa, perkara di atas tidak
mungkin tergambarkan dengan kaitan-kaitan atau penyifatan.

Gambaran iual beli tersebut menurut ulama-ulama madzhab
Hanafi yaifu; seseoErng manasang harga propertinSa yang
nilainya setara dengan 1000 atau 2000. Lalu disemhkan*Fada
orang lain unfuk dikelola dengan nilai jual 500 atau lebih, sang
pemilik menulis atasn3ra jual beli vnfa'un- Dengan penamaan ini,
mereka bermaksud agar orang }lang menggadaikan ifu menjadikan
halal illat properti 5nng dimaksud, selama masih bqada di pihak

!,ang menerima gadai. Di mana sang pemilik tidak merninta
kompensasi dari harga seu/a kepada pengelola, sebab sang pernilik
sudah mernperoleh manfaat uang tersebut. lalu jika sang pernilik
properti memperoleh uang, maka properti ifu kernbali menjadi
miliknyra, tanpa harus disengketakan, sebab sanua pihak
menyakini bahwa, properti itu tetap milik orang pertama.

Praktek muamalah dengan mekanisme seperti ini juga teriadi
di negara Persia, konon pada abad kes. Banyak ulama telah
menfatr,uakan, bahwa muamalah ifu lapknya agunan yang tidak
berpindah pada orang lain. Mereka menamakan jual beli, karerra

5rang menjadi patokan dalam kontrak kzuangan adalah makstrd-

maksudnya. Kedua belah pihak sebenamya tdak bermakzud

melakukan jual beli secara n5rata, dan inilah 5rang benar. Dengan
penamaan ini keduanSa bermaksud mumi pencatatan, dan
pemanfaat ongkos seura saja. Ragam nama tersebut merupakan
sesuah.r yang tidak merubah dari hakikat. Kernudian jika saja apa
yang mereka sebutkan ifu sah, maka muamalah ini adalah jual beli
mandiri derrgan keadaan dan sifat-sifatqn. Namun dia menSralahi

kaidah qlps ragarn benhrk jual beli 5rang sah. Merrurut ulama ushul
fikih, apa saja yang melanggar atau mengBlahi qi3as, maka fdak
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dapat dijadikan objek qiyas meskipun jauh dari kesempaan dengan

asuransi jiwa.28 Kemudian pam ulama ushul juga memberikan

contoh kebolehan asuransi dengan akad sumpah setia

persahabatan, yaitu tepatrln dalam kalangan ulama madzhab

Hanafi. GambarannSra adalah, bahwa seoftmg lelaki berkata pada

lnng lain: 'Engkau kawan seiatiku, engkau akan manarisiku, jika

aku mati l€bih dahulu dan menjadi ashabalrlat-" Hal ini dinilai sah

menunrt mereka. Kawan sejatinya akan menjadi ahli waris, jika

tidak terdapat ahli warb baik itu yang mendapat bagian karena

ketentuan, ataupun sebagai ashabah, atau hubungan kekerabatan.

Para ulama ma&hab Hanafi, berdalil pada ataryang diriwayatkan

dari Tamim Ad-Dari yang berkata: "Aku bertanya pada

Rasulullah $ tentang orang masuk Islam di bawah tangan

seseorang?" Lantas Rasulullah # put menjawab, "Dh orang larlg
paling berhak atasn5ra, baik dalam hidup maupun matinya." [.alu

28 Mushtah AzZ.arqa' merurkil dalam kitab At'Ta'min dari Muhamrnad

Yusrd Mtrsa hal. 29 11ang berkata, 'Aku belum mendapau ddam seiarah Fil'ih
Ishm suatu muamalat merryenrpai praktek asurarri, yang b€ruPa iual-beli l/
Wafa'sejak awal kemunorlannya-' Bdiau juga berkata dalam hal. 22: "Bahwa

b€ftagai jenb asuransi, adalah salah safu benfuk tolong*nenolong Srang rnembawa

manfaat untuk maq/arakat." Muhammad Yr.rsuf Musa melaniutkan, "Asuransi

hidup membawa rnanfaat bagi pemegang polisnya, sebagainnna bagi
penrsahaanqn.' Mutnrnrnad Ytsuf Musa ber*ata, 'Secara alariat aku

berpen&pat, bahwa asurarsi dibolehkan selama tidak mengandung riba"
S!,ail& Mushtah Az-Zarqa' mulai membenarkan kesimpulan 1nng baru

mr.nrcul ini. Seakan-alon beliau melihat dengan rnata kebenaran dan ketepatan,

hlu belfau menganggap benr hal tersebut, lapknya losus rnasa iilah, dan 1rya
dalam sandaran qiyas. Tidak dipungldri lagi bahln, pen!reruParnaan antara

asr.ransi jiun dengan iualt€h Al Wafa' adalah sangat iauh ndak ada hutang
piutang apahgi persarnaannlp. Bagimana beliau (Yr.suf Musa) bisa mengatakan,
'Tidak rnasalah dengan asrransi iiu,a, iika tidak terdapat ursur riba. Padahal

a$ransi jiua itu l€bih parah daripada riba, sebab p€rkan tersebr.n merupakan
sarana-sanilrn riba, dimarn k€bafilan meliputin5la dari berbagai amh.
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mereka menafsirkan kata *mah5nbn" dengan ashabh
penang[lung. Dan kata "Mamafuhu' dengan hak waris. Di
samping ifu, mereka menyandarkan pendapat ini kepada Sayidina

Ali, Ibnu [Jmar, dan lbnu Mas'ud. Hadits ini statusn3n lemah

sekali. Ibnu Qudamah berkata dalam Al Mughni "Hadits ini
dhaif, bukan shahih.' Imarn Asy-Syaf i pemah berkata, "Akad

sumpah setta(Al Muuaalaah tidak mempengaruhi apa pun."

Abu Hanifuh menyradari, bahwa hadits tersebut rujukan

dugaan dari sebuah hadits.29 Sungguh, beliau mengiranya shahih,

lalu membangun pendapat berdasarkan persangkaannya ifu,

kernudian para muridnp ikut menukil. Demikian yang tertera

dalam Al Hida5ah, Eladai'us Shanaa i', dan selainnya. Sebenamla
pada permulaan hadits tersebut redaksinya shahih, kemudian

hukumnya dihapus (dengan waris), sehingga konsekuensi

pengamalannla menjadi tidak uajib.

Awal Kemunculan sunpah setia (Al Muwaalaahl pada masa

Islam, yaihr pada saat Nabi $ mempersaudarakan kaum Muhajirin

dan Anshar. Jumlah mereka kala itu 90 orang, setengahnya dari

golongan Muhajirin, dan setengahnya lagi dari golongan Anshar.

Nabi $ mempersaudarakan mereka untuk saling berbagi rasa,

mereka saling meurarisi setelah kematian, tanpa mengindahkan tali

nasab, ihr berlangsung sampai terjadi perang Badar.

hnu Abbas berkata, "Dahulu seoring Muhajir merrjadi

pewaris seorcmg Arshar, tanpa mengindahkan kerabat ayah dan

ibu. Hal tersebut disebabkan loyalitas persaudaman 3nng
Rasulullah $ tetapkan. Oleh karena ihr, Zubair bin Awwam

29 Sala tidak merrgetahui, dari mana Sydkh mendapadran ini, tidak tendapat

ddil Fng idas. Batrkan irnam Abu Hanifah mempunyni 17 musnad hadits.
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pemah berkata, "Kami adalah segenap Quraisy, ketika kami

datang ke Madinah, kami datang tanpa berbekal harta benda- I-alu

kami mendapati kaum Anshar sebagai saudara terbaik bagi kami-

Kami dipersaudarakan dengan mereka, dan menjadi pa,rnris

mereka. Nabi $ mernpersaudarakan Abu Bakar dengan Khariiah

bin 7aid, mempersaudarakan pamanku dengan seseorang'

mernpersaudarakan Utsrnan dengan seonng lelaki dari kalangan

bani Zuraits bin Sa'd."

Zubair melanjutkan, "Akr dipersaudarakan dengan Ka'b lbnu

Malik. Maka derni Allah, wahai arnk-anakku, jika saja Ka'b

meninggal dunia, pasti dia tidak mer,rnriskan hartanp kecrrali

kepadaku. Sarnpai Allah menurunkan aSat:

aa?

4Il ,ri€:^A4,J5"#
"6i.a\,p5oyW 6 $yrslisb <ufib

$'.ti6k

@91:;rL4Ody,dr'. :

"Omng-omng tnng mempunSni hubungan damh safu sann

tain lebih berhak (waris-meuaris) di dalam Kibb Allah daripda

oftng-oft,ng mukmin dan orang'omng muhaiirin, kuuali l<aku

lramu hendak berbuat fuik kepada saudanaudanrnu (seagprrn).

Dqnikknlah, tehh tqtulis dahn Kibb (Allah). (Qs. Al Ahzaab

[38]:06].

Maka kami pun kernbali pada ahli unris (dalam harta), dan

tolong-menolong dalam alFma tetap diiuniung tinggi. Penjelasan

juga disebutkan oleh Ibnu tGtsir dahm tafsimya, yang

dirir,rra5atkan dari Abu Hatim.
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Riwapt yang disandarkan pada Umar, Ali, dan hnu Mas'ud,

dimungkinkan memuat tema yang sama pada permulaan Islam.

Jika bukan demikian adan5n, maka sungguh para sahabat telah

sepakat menghapus hukumnla. Tak ada seorang pun

mernpertahankan pendapat ifu, begitu juga segala hal yang

menjadi konsekuensinya.

Merruasiatkan seluruh harta bagi orang yang tidak mempunlni

ahli waris mempakan zuatu kebolehan menunrt pandangan

madzhab Hanafi. Oleh karena itu, para ulama madzhab ini pemah

mengatakan: "Orang yang tidak memiliki ahli waris, maka boleh

meurasiatkan seluruh hartanya. "

Hukum al<ad Al Muwaalaah atas ashabah adalah, disamakan

dengan hukum waris, sesuai dengan lrang kami sebutkan

sebelumnya, dan temyab hukumnya telah dihapus. Sungguh,

Rasulullah $ pemah memutuskan untuk memikul dipt
pembunuhan keliru kepada para ashabh.

Yang demikian juga tertera dalam Shahih Al Bukhari dan

Muslim dari Abu Hurairah yang berkata, "Ada dua orang wanita

dari bani Hudzail yang saling berseteru, lalu salah safur dari mereka

melempar bafu pada yang lainnya dan meninggal termasuk ianin
yang ada di dalam pemtrya. lalu orang-orang mengadukannp

pada Rasulullah $, lantas Beliau menetapkan bahwa dlpt
janinnya adalah nilai budak kecil, atau budak wanita. Kemudian

mernutuskan ditnt wanita tertunuh ditanggung oleh ashabh

tersangka panbunuhan, dan meuariskan dipt tersebut kepada

anak dan orang-orang dekahya. Setelah ifu, Haml bin Nabighah

Ai Hucizaii berdiri dan berkata, "Bagaimana kami harus

manikulkan ditnt cabang bayi yang tidak minum, tidak rnakan,
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tidak bisa berbicara, dan menangis, dan setemsnlra?" Razulullah $
kemudian bersabda, "sungguh orang ini dari keluarga dukun."

Karena sajak puisinya png dia bawakan, lalu berlakulah hukum

yang demikian dan akhimya menjadi kesepakatan ulnuln (iima').

Maka segenap anggota suku bermusSrawarah unfuk

menetapkan tanggungan digatwtuk masing-masing orang sesuai

dengan kemampuan dan hubungan kekembatan. Inilah salah safu

benfuk solidaritas yang wajib secara syariat-

Di antara kebaikan syariat dan anfusiasnya dalam

matujudkan kemaslahatan banyak orang, baik dunia maupun di

akhirat yaitu bahwa, Allah telah mewajibkan ditnt pembunuhan

keliru terhadap orang llang memiliki kedekatan dan loyalias pada

tersangka, dari sisi bahwa pelnbunuh adalah kerabat dan handai

taulannla, lraitu lpng membunuh secam tidak sengaja- Dimana

pernbunuhan terjadi tanpa niat dan kehendaknya. Maka wajib atas

tersangka secara khusus memerdekakan budak lrang muslim. Bila

dia tidak menemukan, maka hendaklah dia berpuasa selama 2

bulan berturut-tunrt, sebagai benfuk tobat kepada Allah, demikian

pula mewajibkan dl5nttuhadap pam ashabah-

Sudah menjadi pengetahuan ulnuln, bahura pertuatan

kriminal hukum asalnya berkaitan dengan pelalm kriminal, maka

pelaku kriminal fidak ditndak kecuali karena perbuatannya sendiri-

Seseorang 5ang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

maksudnya bahwa seseorang tidak akan menanspng dosa orang

lain. DiWt yang sebenam5a adalah 100 unta, dan umtrrnnla

pelaku pembunuh tdak mampu mernikul setnua dipt itu-

Sehingga penerapan digat dan kafamt atas dirinln merupakan

bentuk pembebanan bagi dirinya lantaran ketidakrrnmpuannya.
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Menumpahkan darah seseorang tanpa adanSp jaminan,

merupakan benfuk pencelakaan terhadap ahli r,rnrisqa.

Maka di antara kebaikan qBriat adalah, marajibkan
pemenuhan di5nt pernbunuhan kdiru di atas pundak kerabat
pelakunya, yaifu para ashababnyar.layaknya Allah mauajibkan

tanggungan nafkah kepada para kerabat- Keharusan pernenuhan

diptatas ashabh pelaku pembunuhan, merupakan usaha s5rariat

mengharuskan pemberian nafkah kepada or.ilng-orang yang

tertimpa kesulitan, dan tentunya hrnili merupakan orang paling

berhak mendapatkan kebaikan.

Sebab seomng mukmin akan kuat dengan saudara-

saudaranya, dan tercukupi dengan orang-omng yang membelanln,

isisa ;$i7iy,e{5'tit5 }i i;wct;
eqJri:"rt3yi;,'t#(,

'Dan tolong-menolonglah lamu dalam (mengajal<an)

kebajikan dan hhwa, dan jangan tolongrmenolong dalam bqbuat
dosa dan permusuhan. Berkkwalah kepada Allah, sunguh, Allah
sangat bemt sil<sa-$n. "(Qs. Al Maa'idah [05]: 02].

Inilah hakikat solidaritas antan kaum kerabat dekat dalam

agama Islam-

Pelaku pernbunuhan se@ra serrgaja lnng mumi, fidak
menanggung apapun; baik ifu harya budak dan png sepadan

dengannya, Udak pula budak yang sepadan.

Kesimpulannya, bahwa budak wanita pemilik keluarga kaya

5rang memberikan harta, dimana kernudian sang budak mampu
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melaksanakan hrgas tolong menolong dalam pekerjaan. Maka

secana otomatis, orang-orang yang kaya akan menanggung yang

fakir, yang kuat dan mengalpmi yang lemah. Kelebihan harta

mereka dapat diberikan unhrk saudara-saudara mereka yang

rnembufuhkan. Berkasih sayang pada orang-orang yang lemah dan

malang, sebab bisnis dagang mereka juga harus maju,

kebahagiaannya pun harus tenrmjud, supaya kebahagian individu

senantiasa ada, selama mereka menetapi pemngai ini- Dengan

demikian, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan

akhirat.

Selanjutnya kami ingin menambahkan pembahasan asuransi

jenis ini. Kami tidak mernbatasi, jika ada yang hendak

menambahkan. Dimana kami merasa cukup dengan lang
disampaikan oleh Saudara kami, Prof. Dr- Husain Al Harnid

Hasan, serta Dr. Mushtafa Kamal Ash-Shayyad-

Pembagian Asuransi Dari Nama Transalsi
Yang Dilakukan

Pertama: Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah, asuransi png dikelola oleh negara

unfuk mengayomi kepentingan kelompok buruh, di mana mereka

mengganh.rngkan hidup dengan tenaga. Jaminan ini diperunfukkan

bagi mereka unfuk perlindungan kecelakaan keria, sakit, lemah,

dan lanjut usia. Investasi asuransi ini diikuti oleh para buruh atau

pegawai, pengusaha, dan n€{Fra. Dalam mengelola dan mengahrr
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asuransi ini, biasanln negara meminta banhran dari Lembaga

Swada5a Masyarakat Gsfrllyang khuzus mengums jaminan sosial.

Kedua: Asuransi Tukar Menukar

Asuransi ini diselenggarakan oleh asosiasi kerja sama yang

terdiri dari beberapa anggota yang menghadapi resiko spelnrlasi

bisnis, mereka bersepakat unfuk merrjamin kerugian bagi png
mengalaminSra dari kalangan mereka. Jaminan ihr diberlalarkan

pada tahun terterrfu, sesuai dengan partisipasi png dilakukan oleh

setiap anggotanSra.

Karenanya besaran saham keikutsertaan selalu berubah,

bertambah dan berkurang, tergantung seberapa besar nilai jaminan

5nng dibayarkan oleh sebuah asosiasi selama periode setahun.

Anggota asuransi di awal keikutsertaannya membayarkan sejumlah

uang, lalu di akhir tahun, nilai ganti rugr lnng dibayarkan unfuk

anggota yang mengalami kerugian dihitung se@ra keseluruhan.

Jika besaran iumn wajib yang disetorkan anggota lebih sedikit dari

angsuran yang wajib, maka yang bersangkutan hams melanjutkan

penulasannya. Dan bila temyata lebih, maka kelebihan tersebut

akan dikernbalikan. Di samping banyaknya ragam azuransi

solidaritas, juga terdapat asuransi yang memiliki sistem solidaritas,

dengan saham keikutsertaan yang bertrbah-ubah atau tetap.

Badan asuransi tersebut mempunyai modal awal yang berasal

dari pam pendiri, Sang berperan sebagai modal dalam sebuah

perusahaan perseroaan (PT). YanS membedakan antara asuransi

kerja sama solidaritas atau asuransi yang memiliki benh.rk kerja

sarna solidaritas dengan perusahaan perseroan (P1) asumnsi

adalah bahwa badan asuransi lnng pertama tidak bertujuan
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mengeruk keunfungan, sehingga dia tidak mempunyai modal, juga

tidak ada penanam saham yang berlomba meraih keunfungan

seban5nk-banyaknya.

Para pengelola badan asuransi tersebut berperan

menjalankan operasinya, sedang para buruh atau pegawai

berpemn sebagai objek jaminan. Bahkan para anggota asuransi

kerja sarna solidaritas, saling berganti satu sama lain dalam

menjamin. Sehingga dalam waktu yang sama berperan ganda

sebagai penjamin dan yang dijamin, inilah yang melatar belakangi

penamaan asumnsi kerja sama solidaritas.

Hukum asal muamalah dalam organisasi solidaritas ialah

adanya perubahan besaran premi asuransi dari tahun ke tahun,

terganfung sebempa besar jaminan yang telah dikucurkan oleh

organisasi unfuk memenuhi klaim-klaim para anggotanya. Dari

sinilah jumlah kredit asuransi yang harus dibayarkan anggotanln

selalu benrbah. Meskipun tetap ada safu tujuan akhimya untuk

senantiasa menjadikannya sebagai kredit sosial yang tetap.

Sedangkan penrsahaan asuransi terbuka adalah memang

didirikan unfuk mencari kannfungan. Model asuransinla memiliki

modal perdana, lnng jumlah minimalnya, ditetapkan oleh

pemfuran- Lalu kredit asuransi pada perusahaan asumnsi tertuka

adalah tetap, karena ifulah dinamakan dengan pemsahaan

asuransi lfiedit tetap.

Ketiga: Asuransi Dengan Kredit Tetap

Asuransi model ini dikelola oleh perusahaan asuransi

perseroaan terbuka, perusahaan ini beropemsi atas modal png
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dikumpulkan dari para penanam modal dengan fuiuan

mendapatkan keuntungan. Perusahaan asumnsi ini tdak
manpunyai kaitan dengan para nasabah asuransi dari segi

kepemilikan, dengan merekalah perusahaan asuransi berhansaksi-

Karena dalam perusahaaD ffi, para penanam sahamlah 5nng

menjadi penjamin dan pengelolanya. Omng-orang lnng
menjalankan konbak kesepakatan bersama perusahaan ini adalah

para nasabah asuransi. Kepantingan kedua belah pihak dalam

asuransi ini amat berbeda dan bertentarylan. Sep€rti yang telah

diketahui sebelumnlra, bahwa motif para penjamin untuk

menjalankan tansal$i adalah mendapatkan keunfungan. Yaifu

keurnfungan png diperoleh dari kredit asuransi 3nng diba!,arkan

lalu diperdafkan dengan berbagai cara olch penrsahaan

bersangkutan. Supaya dahm ternpo tertentu ditlapat surplus

setelah perusahaan ini memenuhi segala keuniiban untuk para

nasabahnla, hal ifu sebagai bentuk ganti nrgi atas keiadian yang

mereka alami. Keunfungan ini digunakan untuk mernba3nr upah

pegawai dan keunfungannya pula diberikan unfuk penanetm

satrarn.

Sqnentara jika penjaminnln benrpa organisasi solidaritas

yang juga menjadi nasabah asuransi, atau badan Fng dibofuk
oleh pem€rintah, maka motif mendirikan usaha ini adalah derni

mamrjudkan solidaritas dan kernaslahatan para pemegang

polisnp. Yaifu dengan mekanisme pernbagian beban kenrgian dan

kerusakan Snng did€rita oleh salah seorang partisipan secarct

merata kepada seluruh anggotan3p. Lalu orang yrang mengldaim

akan diberi jamiran dari kreditskredit asurarsi lnng berhasil

dikumpulkan. Namun dalam realita, sanua anggota mendapatkan

dampak negatif karena beban 1nng ditanggungnln.
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Dengan sistem ini, segala kerugian akan lenlpp sampai tidak

dimsakan lagi, tanpa ada maksud untuk menumpuk keunfungan

dan harta. Tidak bermaksud mengembangkan modal, png bagi

pemilikn5ra dapat diinvestasikan dan diberdayakan. Jika mernang

berangkat dari motif solidaritas, berarti apakah asurarsi model ini

tanpa maksud dan tujuan. Kita akan melihat bahwa ada perbedaan

dalam motif, tuiuan, yang ada bersama asuransi keria sarrn sosial

dari safu sisi, dengan yang ada pada pemsahaan asuransi

perceroan dari sisi lain- Yang ini akan mempengaruhi hukum

qpriat dalam pengelolaan asumnsi yang dilakukan oleh masing

masing.

Ini dikarenakan bahwa konfuak asuransi mempakan

muanalah 1rang dihriukkan untuk menanggulangi kenrgian dan

an@nran kerusakan. Sedangkan kerusakan dan kerugian ini sah

pada sumbangan sosial, akan tetapi tidak sah dalam jaminan ganti

rugi. Sernentara akad bransaksi dalam pemsahaan azuransi

karna pegaunin5ra adalah akad pengadaan ganti nrgi, bukan

kontoibusi sosial, sehingga dari sinilah wajib menghukuminla batal

atau tidak sah.

Sementara asuransi sosial dan solidaritas, adahh akad 5rang

sifatnya menyumbang atau berkontibusi, tdak ada tuluan mencari

laba sernata. Karenanya setiap anggota dalam asurarsi model ini

merryumbangkan dana dalam benfuk kredit, sehingga total harta

1nng dia sumbangkan menjadi aset, lang bisa digunakan unfuk

pernberian ganti nrgi bagi anggotan5ra 5rang mengahmi kenrgian.
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Kembali Kepada Hukum Asuransi Menunrt Syariat
Islam.

Di awal pembahasan, kami katakan bahwa konhak asuransi

termasuk baru, yang belum ada pada masa-masa ijtihad pam

ulama terdahulu. lalu kami katakan pula bahr,ua barunp akad

inilah lnng menjadi sebab perselisihan para ulama rnsa kini dalam

menentukan hukumn5n. Maka ada sebagian ulama mernandang,

bahwa kontrak asuransi diizinkan dan diboletrkan, karena mereka

tdak mendapati dalil SanS menunjukkan kehararnan, sehing5p

mereka mengarahkan pada kaidah sgari'at 5png telah dikenal.

Yaitu bahua hukum asal pada sqala sestratu adalah boleh, dirnana

kerugian merupakan pengeonliaan !,ang mernbuhrhkan dalil

khuzus.

Sedang sekelompok ulama lain mernandang bahwa, kontrak

ini adalah batil dan terlarang. S€bab mereka mendapati dalil

kebatalan dan keharamannya, lalu menurut mereka terdapat dalil

pula yang menghalangi diberlakukannln dalildalil larangan atau

pernbatalan tersebut. Ada juga kelompok ketiga dari kalangan

peneliti, lang mencoba mernbedakan ra[fam asuransi, dengan dalil

lpng menghendaki penerapanqp menurut yang mereka pattami.

Aku berasumsi, bahwa merasa perlu mernbagi perrnasalahan ini ke

dalam tiga pernbahasan. Aku mengkhususkan pernbatrasan

pertama, tentang catatarcatatan penting yang harus

diperhitungkan ketika menjelaskan hukum ryariat atas fenomena

kontrak ini. Atau saat menjelaskan titik kesamaan dan pqbedaan

di kalangan para pengkaji gnng membahas kontrak ini. Penentuan

ini, seperti yang aku n5ntakan, dilakukan sebelum meringkas
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dishrsi dalam bingkai sempit, 5nng digunakan oleh para pengkaji

unfuk sampai pada sisi Srang benar berkenaan dengan konkak
asuransi ini-

Serrentara dalam pembahasan kedua,3o alon al{u utarakan
pendapat,,:di mana aku condong padanln-, bahwa yang menjadi

hal png diperselisihkan antara ulama adalah, lang saln utarakan
sebelumnSra pada pembahasan pertiama. Aku juga akan paparkan

dalildalil pendapat ini, selanjuhya aku akan mempertahankan atas

sanggahan*anggahan pada dalildalil tersebut.

Dalam pernbahasan ketiga, saya khususkan unfuk
menSajikan argumentasi mentah dari otang-olang lrang
bersebrangan pendapat denganku dalam mernahami kontrak
asuransi- Kernudian argumentasi mereka saya sanggah.

Pertama: Teori Penjaminan

Kami tidak menpngka bahwa ada seorang penehti konkak
asuransi, menlalahi pendapat atas disyariatkannya fiminan, baik
ditinjau dari teori dan sistern, demi mamrjudkan tr$uan kerll sama

dan solidaritas antam kaum muslimin. Itu karena keria sarna dan
banfu mernbanfu antara individu dalam iama'ah kaum muslimin
adalah perl<ara yang sesuai dengan fujuan-fujuan s!,ariat yang

utnurn, dan iuSa diperintahkan oleh nasbnaslnrsa.

Aku berpendapat bahwa, hal sernacam ini sudah jehs, fidak
lagi diperlukan penyodomn argumentasi dan peni,elasan dalil.
Mudah-mudahan termasuk perkara jelas, bahwa afuran vbi dan

30 Lihat, rnalolah Dr. HLrsain Harnid, hal. 438, dibahas pada !'[uktarnar
Ekonomi Ishm pertarna-
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fujuan adalah sesuafu yang tersendiri. [-alu penetapan sarana yang

dapat menghantarkan pada visi dan fujuan tersebut adalah sesuafu

1rang lain. Syariat Islam ketika menenfukan ragam tujuan dan

menjelaskan maksud, dengan seksama mernetakan metode yang

dapat ditempuh demi mencapai fujuan ini, sehingga selanjutrya

bisa mewujudkan fujuan-fuiuan tersebut. Oleh sebab ifu, suafu

tuiuan atau rnaksud haruslah sesuai slarht, termasuk perantara

3ang menghantarkan padanlp harushh juga sesuai q,rariat.

Maka tidak ada prirsip png mengatakan bahwa, fuiuan

al&ir dapat melegalkan segala cara, bisa diterapkan dalarn Islam,

kectrali pada hal perantara Srang tidak tersenfuh oleh qpriat.
Maksudngra adalah, suafu metode Snrg tidak terdapat dalil 3ang
melarangnlp. Dan kita akan mendapati bahrrn ragam kontrak

trarsaksi yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan asuransi,

terrdapat dalil yang melarangnya, sehingga perantara 1ang tidak

disenfuh oleh q,rariat menjadi tidak meyakinkan.

Se$ngguhn!,a dalam metode pengambilan dalil 1nng benar

fidak dibolehkan berdalil dengan diizinkann5a sr.rafu fujuan, unfuk
mernbolehkan segala cara lang dapat m€nlampaikan pada fujuan
tersebtrl 3Bitu dengan mengesampingkan dalil-dalil qpriat yang

mencqgah s€badan tata cara transalrsi. Kita akan melihat dahm
orar{fora{f lnng bersebrangan pendapat dengan

mernbolehkan kontrak asurrnsi, balula s€badan $renaf hanlalah
pengamUltan dafil dari kebolehan tolong menolong solidaritas, dan
p€ngernbangan ekonomi unfuk melegalkan kontrak trarsalsi
asuransi. Padahal mereka mengakui bahrra, transalsi-transaksi

tersebut Miri pada pondasi glamrdan pertaruhan.
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Dalam metode yang benar dikatakan bahwa karena ragam

kontak asuransi mengandung hal-hal yang bersifat ghanr
(beresiko), sehingga hal ini menjadikan kontak hansaksi itu batal.

Meskipun orang beranggapan bahwa, konbak ifu ikut ma,vujudkan

saling banfu dan solidaritas, jika saja hal itu tidak mengandung

unsur ghanr, maka kelak diperbolehkan. Tanpa perlu

menghimukan hukum bolehnya berpendapat bahwa asuransi akan

mendukung tolong menolong dan solidaritas, sebab hukum asal

dalam ragam konbak dan interaksi bisnis adalah halal dan boleh.

Sedangkan lamngan dan bahap merupakan pengecualian yang

tidak perhr dihiraukan, kecuali jika dilandasi dengan dalil.

Jadi kesimpulannya fujuan-tujuan dan visi png dikandung

oleh filsafat asuransi merupakan fujuan dan visi png sesuai qnriat.
Maka saling membantu dan solidaritas antar sesarn sesuai dengan

ragam tujuan qpriat png global, dan didukung oleh dalildalil png
parsial.

Jadi, penjaminan (asuransi) menurut pemikimn dan teori
tidak termasuk hal yang diperselisihkan. Sehingga dibolehkannya

transaksi ini, tidak serta merta mengisSraratkan kebolehan ghamr

lrang dikandungnya pada ragarn kontak lang tujuannya

ma,vujudkan pemikiran dan menerapkan teori.

Kedua: Asuransi Jaminan Sosial

Kita tahu bahwa yang dimaksud asuransi jaminan sosial

adalah asuransi png diselenggarakan oleh negara secara mandiri,

atau oleh badan urnutn yang telah difunjuk oleh pemerintah untuk
mengurusnla. Asumnsi ini berhrjuan menjamin kalangan maslrarat

tertentu akan suafu resiko tertentu. Seperti jaminantmaga-kerja
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terhadap ancaman PHK, penyakit, lernah fisik, dan lanjut usia.

Menurut kami asuransi seperti ini, termasuk png diperbolehkan,

tidak ada masalah berarti di dalamnya. Semua peneliti dari

kalangan ulama syariah sependapat dengan kami. Ihr karma dalil

Srang melarang konbak asuransi adalah adangn g;lnmr, dan dalil ini

diberlakukan pada akad ganti rugi atau kompensasi, bukan pada

strnbangan sukarela, menurut pendapat Imam Malik &, di m.rna

menunrt kami pendapat mereka sehaluan dengan rnaksud lorni.

Cukup jelas bahr,ra afuran asuransi iaminan sosial adalah

seperti lpng pemah kami sampaikan, lnihr tidak masuk kategori

ragarn kontrak ganti rugi. Maka negarEl fdak berposisi sebagai

pusat pernberi ganti rugi, lnng merninta imbalan atas apa Snng

telah diusahakanryn. talu menciptakan caftt untuk mencari

keuntungan dengan cara mengambil lebih banfk dari ganti rugi

yang dilmcurkan. Bahkan, kebalikan dari asuransi komersial,

negara bersama para ka4nwan, dan pengusaha berkontibusi

dengan mernberikan sedikit modal awal. Maka, dari sisi inilah,

asuransi jaminan sosial keluar dari objek pernbahasan, dan

perselisihan.

Ketiga: Asuransi Timbal Balik

Para penulis tentang asurarsi sepakat ditinlu dari spriat, di

rErna aku telah menelaah lebih iauh terhadap arfikel mereka, akan

kebolehan asuransi tmbal balik, png diberlalnrkan oleh koperasi.

Kami juga sependapat dengan mereka dalam hukum ini. Dalil

kami akan kebolehanrya adalah seperti yang telah aku kernukakan

lebih dari sekali, bahwa dasar pelarangan azuransi adalah karena

mengandung unsur ghamryargmemang dilarang oleh qariat, dan
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syariat pun melarang ghamr. Demikian telah kami katakan, ini
berlaku pada Elgam konbak asuransi yang fujuan utamanya

adalah ganti rugi. Sebab larangan ghamr terdapat dalam jual beli,

yang merupakan akad fukar menukar. Sehingga hukum larangan

tersebut juga mencakup semua fukar menukar- Sedangkan unfuk
sumbangan zukarela hukumnya tetap halal dan dibolehkan,

meskipun dimasuki oleh ghamr, menunrt para ahli 6Li6r,grang

minilainya biasa.

Dari apa yang telah kami utarakan telah jelas bahwa tabiat

asuransi 5nng dilaksanakan oleh badan asuransi fimbal balik tidak

betujuan mengadakan ganti rugi. Namun bertujuan menggalang

bantuan unfuk memberikan kontribusi pada sekelompok orang

lrang rawan terhadap sahr macam kerugian. Tujuannya untuk
membanhr seorang dari anggotanya yang tertimpa musibah

dengan segala akibatrya, dengan memberikan santunan dari dana

yang berhasil dikumpulkan dari sernua anggota. Agar semua

kerugian dari suafu musibah bisa terpenuhi. Koperasi-koperasi

asuransi dalam mengoperasikan kontrak asuransi tidak berorientasi
pada keuntungan. Seperti yang kami tegaskan dalam koperasi

asuransi tersebut tidak ada penjamin dan orang yang minta

dijamin. Akan tetapi, setnua anggota koperasi adalah penjamin

dan yang dijamin secam belsamaan. Dan setiap uang yang

disumbangkan anggota koperasi asuransi ini sebagai tanda

keikutsertaan mempakan sumbangan unfuk slapa pun anggota

yang tertimpa musibah tertenfu dan mengalami kenrgian.

Tidak diragukan lagi bahwa, seorang donatur yang

menyumbangkan donasi untuk suatu organisasi dengan sifat

khusus. Maka dia akan digolongkan punya andil dalam organisasi

tersebut, bila syarat-sgraratrya terpenuhi. Seperti orang yang
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menyantuni unfuk para penuntut ilmu, maka dia punya hak

tertenfu karena sumbangannya, jika dia meminta diajari ilmu. Dan

barang siapa bersedekah atau berwakaf unfuk kaum fakir kota

Makkah, maka dia menjadi bagian dari mereka dan berhak atas

pemberiaan, jika dia menjadi miskin. Dengan demikian, orang

yang membayarkan kredit atau sumbangan wajib akan dianggap

sebagai donafur. Ada pendapat bahwa par?r anggota dalam

koperasi asuransi model ini tidak mengetahui secara detail saat

rnenyerahkan premi asuransi, seberapa besar uang yang harus

diberikan unfuk men5nnfuni anggota koperasi lang terkena

musibah. Sebab di awal tahun mereka menyerahkan sumbangan

keanggotaan yang terbatas. Selanjutrya sernua ganti rug yang

telah dikeluarkan untuk seorang anggota yang mengalami kerugian

dikalkulasikan. Bila temyata jumlah sumbangannya lebih kecil dari

ganti rugi yang diperolehnya, maka diminta agar memenuhinya.

Dan apabila melebih dari nilai ganti rugi, maka akan dikembalikan.

Bukankah yang demikian i't.t ghamr(beresiko).

Jawaban pem5rataan tersebut adalah seperti yang pemah

kami sampaikan. Bahwa koperasi asuransi ini berprinsip pada

tolong menolong, timbal balik, dan sumbangan. Tidak dis5nratkan

dalam penlrumbangan dana, pengetahuan donafur saat

menyumbang seberapa besar dana yang berhasil dia sumbangkan

dengan detail. Inilah maksud pemlnataan bahwa ghamr darr,

ketidaktahuan bisa diampuni dalam hal pemberian. Karena dari

sahr sisi dapat memotivasi amal kebaikan, dan karena donatur

tidak merasa rugi karena ghanr dan ketidaktahuan dari sisi lain.

Karena sang donatur tidak dibebani apapun unfuk bisa

menlmmbang.
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Keempat : Asuransi dengan Kredit Tetap

Asuransi dengan kredit tetap adalah asuransi png dikelola

oleh perusahaan asuransi. Mekanisme adalah kontrak asumnsi

yang disepakai antara pemsahaan. dengan pem€gang polis

tertenfu- Dengan . ketenfuan bahwa perusahaan bersdia

memberikan dana dengan jumlah tertentu, yang dinamakan"''dana

asuransi untuk partisipan ini. Yang diberikan ketika terjadi

kerugian tertenfu, sebagai kompensasi dari sejumlah yang

dibayarkan oleh partisipan atau pemegang polis yang disebut

dengan kredit asuransi.

Perusahaan ini mengupayakan perolehan unhrng di balik

ragam konbak asuransi yang dijalankannya, dengan menciptakan

perbedaan antara kredit wajib yang diberikan oleh para partisipan

dengan tanggungan yang dia bayarkan pada mereka, ketika teriadi

kerugian atasnya. Dengan segala cara jihr yang ada pemsahaan ini

selalu berusaha bagaimana mernbuat jumlah total kredit asumnsi

lebih besar daripada ganti rugi yang mereka kucurkan, termazuk

ragam biap operasionalnya. Sehingga dengan selisih biaya

tersebut, tercipta ketrnfungan yang dapat dibagi-bagikan kepada

paftr penanam sahamnya.

Safu-safungn cartr dalam perusahaan asuransi ini unhrk

sampai pada pencibaan transaksi asumrsi adalah, dengan

mengenalkannln sebagai kontrak asumnsi 1nng disepakati antara

perusahaan dan setiap partisipan. Akad ini menciptakan relasi,

menimbulkan tagam konsekuensi dan hak antara p€rusahaan

dengan partisipan tertenfu. Tidak ada suahr kesepakatan yang

dilakukan antara perusahaan asurarsi dengan suatu asosiasi yang

disebut asosiasi peserta asuransi. Demikianlah seperti tidak adanp
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kesepakatan atau akad yang menciptakan hubungan antara semua

partisipan dengan suafu perusahaan a$nansi.

Sebagian pernbahas dalam hal konbak asurarsi berpendapat

membolehkan mgam akad ini, karena transaksi ini menrpakan

kesepakabn unfuk bekeria sama, bersolidaritas antara para

partisipan. Dimana peran partisipan tertenfu adalah sekedar ikut

serta dalam kesepakatan kerja sama png telah diafur sedemikian

rupa. Tatkala kesepakatan selnacarn ini berlangsung antam

sekelompok orang, untuk mendapatkan jaminan dari bermacam

resiko yang menimpa sebagian partisipan auransi dibolehkan. Lalu

keikut sertaan dalam hubungan dengan perusahaan juga boleh,

dan ini memang demikian adanla. Kendati pun demikian, ini

bukanlah yang diminta. Sebab konfuak asuransi bukan kontrak

kerja sama dalam segolongan orang, nalnun dia adalah kontrak

timbal balik antara perusahaan dengan partisipan. I--agi pula tidak

disebutkan bantu-membanfu dan solidaritas di dalam kontrak

tersebut.

Sesungguhnya kesepakatan keda satna model ini, yang

dilakukan antara beberapa orang dengan maksud meringankan

beban kerugian yang menimpa sebagian mereka, yang setiap

partisipannya harus mengorbankan biaSn besar, yang jika

dijumlahkan cukup untuk menambal kerugian yang terjadi.

Kesepakatan seperti ini bukan termasuk kegiatan dari perusahaan

asuransi perseroan terbatas, dan tidak ada tempafo'r5la baginya

untuk itu. Namun, ini mumi pengelabuan dan pengandaian saja,

padahal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi

tidak demikian. Tetapi, akad-akad atas banyak orang, dengan

tujuan utama meraup keuntungan.
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: Umpama saja, kesepakatan ini benar-benar ada, niscaya kita

akan menghulmminya boleh. Bahkan semua' gambaran ini

merupakan benfuk kerja sama yang menjadi fujuan syariat, dan

diseru oleh dalildalilnya. Karena sudah jelas di dalamnya terdapat

kerja sama, penyerahan, pengorbanan, sumbangan dalam gambar

yang sangat jelas, dan amat jauh dari larangan-

Kami telah mengetahui ada sebagian penulis yang

menggambarkan peran ragam perusahaan asuransi, bahwa peran

mereka adalah penengah, dan wakil lnng mengums operasional

asuransi, sebagai wakil dari para partisipan lrang terikat

kesepakatan keria sama 5ang tersusun. Ini iuga merupakan

penggambaran lrang jauh dari realita yang ada, sebab kesepakatan

kerja sama sema@rn ini tidak ditemukan. Jika memang demikian

keberadaannya, maka perannya adalah sebagai penengah dan

perantara yang mengafur kesepakatan kerja sama yang mevuakili

sexnua anggotan5a, tenfu kami tidak menilainya ada larangan dari

sisi syariat- Sebab dalam konteks ini, pemn penrsahaan asuransi

ibarat peran pegawai lang mengelola dan mengafur dan

mendapatkan gaji 1nng telah ditentukannya ketika kesepakaan

berlangsung. Jelas pada posisi ini, perusahaan hanya

mendapatkan upah bukan keunfungan. Dan setnua lang
dibayarkan oleh setiap peserta kesepakatan ini, tdak lantas

diserahkan kepada pemsahaan. Akan tetapi dapat diberikan unfuk

asosiasi lnng telah menenfukan ragam mekanisme lang
selanjutrya menyalurkan ganti rugi atau jaminan kepada png
mengalami kenrgian.

Penrsahaan asuransi seperti yang ada sekarang, tidak layak

berperan sebagai u/akil atau perantara. Ihr karena, yang dimaksud

wakil dalam huhm qpriat adalah orcng yang bekeria untuk
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kepentingan orang gang diwakilinya. Dia tidak berhak melakukan

kesepakatan tansaksi yang nantiryn akan berlawanan dengan

kepentingan pihak png diuakilinya. Tidak dipungkiri lagi bahwa

pemsahaan asurcmsi yang ada saat ini, bekeria dan beroperasi

hanp demi kepentingan dan kemaslahatan dirinya. Ini selalu

menimbulkan pertautan dengan ragam kepentingan para

partisipannya. Perusahaan asuransi berusaha keras memperoleh

ketrnfungan sebesar mungkin, lalu dengan mudah men€nfukan

besaran kreditrp yang memang dimungkinkan. Kernudian

berusaha berlepas tangan dari kalajiban-kewajibannya dengan

sebab dan alasan yang akan berhenti di tingkat pengadilan.

Kita juga akan melihat bagaimana sebagian peneliti ragam

kontrak asuransi mernbangun hukumnya, fidak berdasarkan

hubungan perusahaan asuransi dengan rasabah tertenfu.

Hubungan lang diciptakan oleh kontrak asuransi lrang lalu

dijalankan oleh perusahaan dengan nasabah adalah safu sudut

pandang. Kemudian hubungan perusahaan dengan perserikatan

nasabah dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan meniumpai

bahwa, maksud para pembahas artikel asuransi di balik fujuan dan

perkiraan yang demikian. Mereka berpendapat bahwa perusahaan

asuransi dalam hubungannya dengan perserikatan nasabah,

dengan segala potensi yang dimilikinla dan dengan menggunakan

setiap spekulasi dapat leluasa mendefinisikan sedekat dan sedetail

mungkin besaran dana yang akan dikeluarkan dan didapatkan.

Maksudnla jaminan dana yang diberikan pada orcmg yang

mengalami kerugian dari kalangan nasabah secam keseluruhan.

Dan apa yang akan dia peroleh dari laeditrkredit asuransi yang

dibaprkan oleh mereka
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Kita akan melihat saat mengulas sanggahan atas ragam

kejanggalan orang-orang yang membolehkan asuransi, sekalipun

dalam metode ini menyalahi realita dan mengharuskan adanya

pengandaian, rnaka penaksiran ganti rugi fidak akan

mengantarkan pada hasil yarrg diharapkan oleh para pemegang

polis. Ini disebabkan, karena kita tidak begifu saja mernpercayai

kemampuan perusahaan untuk mengetahui besaran kredit yang

didapatkan dan seberapa besar dana 5rang harus dikucurkan.

Meskipun ragam fasilitas penghitungan spekulasi dan kaidah

perhifungan telah berkembang pesat. Namun, itu sernua tidak

mencqah ketidakpastian keuntungan, kemgian, dan ketidak

pastian selisih keunfungan dari tahun ke tahun. Bukti tertesar

akan hal itu adalah munculnya keputusan failit beberapa

perusahaan di Eropa dan Inggris sendiri.

Bila kita meyakini kemampuan pemsahaan mengetahui

berapa besar dana yang diberikan unfuk semua pemegang polis

dan berapa besar yang mereka peroleh dari pemegang polis.

Tenfu saja, hal ini tidak serta merta menunjukkan asuransi tersebut

terbebas dari unsur ghanr. Itu dikarenakan sang penjamin,

mempunyai asisten yang menjalankan kesepakatan asuransi

bersama perusahaan. Tapi dia tidak memiliki wetduenang seperti

yrang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Sehingga pada akhimyra

dia mampu menentukan seberapa besar nilai yang harus diberikan

dan di dapat. Karena demikian itu, muamalah ini tetap

mengandung ghamr lalu dihukumi terlarang. Karena meski ghanr
berada pada salah safu ganti rugi yang bisa menrbatalkan.

Demikian kita akan mengetahuinya secara lebih rinci.

Ringkasnya: Pernbahasan hams berdiri pada hubungan

lang jelas antara pemsahaan asuransi dan peserta asuransi
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tertentu. Hubungan yang diciptakan oleh akad asuransi yang

disepakati antara kedua belah pihak. Hubungan ini sendiri adalah

perkara yang memang faktual. Sementara hubungan antara

perusahaan asuransi dan semua pemegang polisnya, lalu

hubungan antara semua pemegang poli:, 3nitu orang-orang yang

menjadi perantara atau wakil dari mereka addah tidak termasuk

dalam objek pembahasan. Juga tidak perlu diperdebatkan, sebab

sekalipun hubungan ini ada dalam realita, maka hukumnln adalah

boleh. Yang tidak berlaku pada transaksi png dilakukan oleh

perusahaan asuransi sekarang.

Dalil-Dalil Kebatilan Kontrak Transalsi Pada
Perusahaan Asuransi

Dalil pertama akan kebatilan ragam konbak asuransi yang

dijalankan oleh perusahaan asuransi dengan nasabahnya adalah,

bahwa tuansaksi ini merupakan akad timbal balik yang banyak

mengandung unsur ghamrdan kekejamaan sehingga menjadi batil.

Inilah dua pengantar yang harus disampaikan, sampai dihasilkan

dalil tuduhan. Yaifu batalnya ragam konbak asumnsi yang

dilaksanakan oleh banyak perusahaan asumnsi.

Pengantar pertama: yaitu bahwa kontrak bansaksi dalam

asuransi adalah bersifat timbal balik dana. Sementara pengantar

kedua adalah bahwa akad ini mengandung banyak unsur ghanr.

Pengantar Pertama: Kontrak asuransi adalah akad
fimbal balik dana-
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ir-"1 ''''"'-sadangkan hal yahg berkertaan bahwa akd asn6ri:
mempakan kontrak timbal balik, maka janganlah kita mengira ada

seseorang yang menyalahi pendapat kami. Baik dari kalangan

pakar undang-undangan perdata maupun ulama qnriah yang

selalu berkecimpung menjelaskan hukum syariatrya. Demikian

adanya bila ditinjau dari keterkaitan antam penjamin dengan pihak

png dijamin.

Sungguh, kami telah mendapati saat mendefinisikan

perafuran tentang akad asumnsi, bahwa timbal balik dalam akad

ini dimulai dengan adanya krdit asuransi yang dibayarkan oleh

partisipan, lalu dana jaminan yang dijanjikan akan diberikan oleh

pihak perusahaan saat terjadi musibah pada seorang yang menjadi

nasabah.

Kita akan mendapati bahwa sebagian ulama sFriah berdebat

perihal hakikat ini, mereka mengatakan: "sesungguhnya tmbal

balik ini tercerminkan dalam kredit asuransi 5ang diberikan oleh

partisipan dari safu sisi. Dan rasa aman yang diberikan oleh

pemsahaan asuransi kepada partisipan dari sisi lain." Mereka

menambahkan komentar, bahwa rasa arnan tersebut timbul pada

diri partisipan begifu menanda tangani konbak, tanpa harus

didahului oleh musibah yang menimpanya.

Kami akan menyangah kejanggalan ini beriringan dengan

kami terhadap kejanggalan lainn5n, yang mengl<ritik

datil ini.

Pengantar Kedua: Kontrak asuransi mengandung

banyak gharar.
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l-arangan jual beli gharar itu berlaku secara umum.

Selanjutrya para ulama bersepakat untuk mengikutkan akad timbal

balik mumi dengan jual beli dalam segi larangannya. Kemudian

mereka memberikan pengecualiaan atas larangan ifu, yaifu ghamr

yang sedikit, dengan beberapa ketenfuan, syarat, dan kategori.

Kami akan sebutkan definisi ghanr lnng diluntarkan pam

ulama. Supaya kita mantap unfuk mengntakan bahwa kontrak

asuransi memang termasuk kategori ini, ifu yang pertama.

Selanjukrya kita akan jelaskan apa !/ang dimaksud dengan ghanr
yang sedikit, yang bisa diampuni dalam bansaksi timbal balik

keuangan. Kita akan sebutkan ragam syarat, dan contohnya

supaya kita yakin bahwa suafu asuransi tidak demikian. Kami

menyuguhkan pembahasan tersebut dengan pengantar lang
menjelaskan pentingnya faktor keridhaan dalam bansaksi timbal

balik untuk bisa sah. Dan bahwa keridhaan tersebut menrang harus

benar-benar pada hal yang diketahui oleh orang yang bertransaksi.

Kerelaan Adalah Faktor Y.ng Mempengaruhi Sah
Atau Tidaknya Transaksi.

Para ulama ahli ijtihad bersepakat bahwa keridhaan adalah

faktor yang mempengaruhi sahnya suatu konbak atau bansaksi

keuangan. Dalam hal ini Allah $ berfirman,

aif\61i-
"&'; .rtj .;1ojQ- <rk S $y#V
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"Wahai orang-omng Wng berinnn! Janganlah l<amu salinq

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benad,

kuuali dalam perdagangan Jnng berlaku atas dasar suka sama

sula di antara kamu. "(Qs.An-Nisaa' l04l:29).

Rasulullah $ bersaMa:

"saungguhnSa jual beli ifu harus berdasarkan saling rela."

Jadi, apabila tidak ada saling suka dalam suatu transaksi,

maka transaksi itu batal, sehingga tidak halal mengambil harta

orang lain dengan tanpa kerelaan, demikianlah yang telah menjadi

kesepakatan ulama.

Mengetahui Seluk Beluk Transaksi Adalah Penentu
Kerelaan.

Para ulama fikih sepakat bahwa, mengetahui tempat

berlangsungnln transaksi merupakan salah-safu syarat sahnya

kerelaan. Sebab rela terhadap sesuafu 1nng tidak diketahui oleh

omng lnng rela adalah sulit dibapngkan. Sedang pengetahuan

akan seluk beluk kansaksi menunh.rt setiap pihak png berbansaksi

mengetahui seberapa besar jaminan yang akan dia dapatkan. Ini

sebagai timbal balik dari dana Sang dia setorkan kepada pihak lain.

Juga mengetahui tenggang wakfu kapan dia akan mendapatkan

jaminan tersebut. Dan lebih penting dari ifu selnua, dia yakin dan

per@ya akan mendapatkan jaminan tersebut.

*v *dtGL

Al Majmu'SyuahAt Muhadzdzab ll Ut,



; '' ''SyaikJi Ar-Rafi'i ddlam Fathut Aziz qnnh Al Waiiizberkata

untuk mernberikan alasan, kenapa diharuskan mengetahui tempat

berlangsungnya jual beli agar bisa menghukuminya. "Dikarenakan

kerelaan yang muncul sebelum benar-benar mengetahui seluk-

beluk perkara adalah tidak mungkin." Dikutp dari juz ke8, dari

kitab Al Majmu'dicetak oleh guru-guru besar yang terpisah antara

Al Majmu'dengan Fathul Azizdalam Jadwal di hal. 153.

hnu Hazm berkata dalam Al Mahamili, ir;z 9, l:mil. 372:

"Termasuk keniscayaan, bahwa setiap orang akan mengetahui,

dimana sarna sekali tidak mungkin timbul kerelaan pada perkara

yang tidak diketahui, ini tentu merupakan bentuk memakan harta

dengan cara yang tdak benar."

Bila fidak ada pengetahuan tersebut kefika berlangsung

kesepakatan, lraifu yang berkernan tempat transaksi fimbal balik,

maka pastilah tidak ada kepercayaan pada salah satu pihak; kapan

dia akan mendapatkan jaminan. Atau karena dia Udak mengetahui

seberapa besar jaminan yang dijanjikan, atau tempo wakfu

pemenuhannya. Sebab hansaksi timbal balik otomatis batal karena

tidak ada ridha padanlra. Para ulama fikih mengungkapkan hal

tersebut dengan kontrak timbal balik yang mengandung ketidak

tahuan dan ghamr (beresiko)- Dengan ungkapan itu, mereka

bermaksud bahwa akad timbal balik tidak dapat diberikan oleh

syariat, ketika akad timbal balik mengandung ketidak tahuan dan

unsur ghanr@eresiko).

Sebentar lagi kita akan melihat bahwa, ragam konhak

asuransi temlata dibungkus dengan ghanr, yang macamnya ada

tiga. Yaitu: Ghanr dari segi mendapatkan uang jaminan, ghamr

dari segi besamya jaminan, dan ghamr dari segi tempo wakhl
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mendapatkannya. Setiap gharar dari ketiganya sebenamya cukup

untuk membatalkan kontak timbal balik, lantas bagaimana bila itu

semua ada dalam tansaksi.

Gharar dari segi mendapatkan jaminan, hal itu dikarenakan

orang yang mengasuransikan saat menyetujui akad tersebut tidak

mengetahui apakah dia akan mendapat sanfunan asuransi atau

tidak? Padahal itu kompesasi dari krdit asuransi yang berhasil

dikumpulkannya.

Sedangkan adapun ghamr dat'. sisi besar kecilnya uang

jaminan, yaitu orang yang menjaminkan terhadap resiko dengan

asuransi tidak mengetahui ketika terjadi deal, seberapa besar ganti

rugi lang akan dia dapatkan, jika memang dia mampu

mendapatkannya karena tertimpa insiden atas barang yang

dijaminkannya. Demikian juga pemsahaan asuransi tdak

mengetahui ketika deal, tentang seberapa besar uang yang akan

didapakrya dari kredit asumnsi sebelum terjadinya insiden ab
orang yang diiaminnya. Padahal kredit azumnsi ini adalah

kompensasi yang dijanjikan bakal dikucurkan dalam bentuk dana

jaminan. Jadi, perusahaan saja tidak mengetahui betul besaran

ganti rugi ini pada waktu kesepakatan konbak-

Sementam ghamr dalam tempo wakfu, maka sangat jelas

dalam asuransi jiwa, yaitu jika terjadi kematian. Orang yang

mengasumnsikan jiwanya tidak mengetahui saat deal transaksi,

kapan para ahli warisnya mendapatkan jaminan asumnsi tersebut,

padahal itu adalah kompensasi dari l$edit asumnsi lrang

dibaprkann5n. Mernperlambat hifungan kematian seseorcmg

adalah bentuk ketidak jelasan yang kejam, dimana inilah yang

membatalkan akad timbal balik, demikian juga, bahwa hal ini telah
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menjadi kesepakatan para ulama fikih. Seperti yang akan kita lihat

dalam penjelasan sebagai berikut:

Pertama: Kontrak Asuransi Termasuk Dalam
Definisi Gharar-

Di sini kami hendak memaparkan definisidefinisi terpenting

ghamrmerrtntt para ulama fikih, kernudin kami akan menetapkan

kontrak asurarsi dalam setiap deftnisi ghamr. Kita

sejatinya mernperhatikan bahwa definisidefinisi lpng pemah

disampaikan oleh para ulama merupakan definisi tentang ghamr

yang paling buruk atau ban5rak, dimana hal inilah yang

membatalkan akad tmbal balik.

Sementara ghamrsedikit yang tidak mernpengaruhi kontrak

tmbal-balik, adalah pengecualian yang pam ulama batasi

ketentuannya dan jelaskan syarat-syaratrya. Kami akan

meyakinkan bahwa, ketentuan ini dan syarat-syamt ifu tdak

terdapat dalam kontrak asuransi.

Cabang: Penjelasan ragam madzhab dalam pendefinisian

ghamr. Para ulama ma&hab Malfi mernberikan definisi pada

ghanrdengan banyak definisi, kita akan sebutkan png terpenting

saja, kemudian kita akan menetapkan kontrak asuransi

dalam maknanya.

hnu Urfah, seorang ulama bermadzhab Maliki mernberikan

definisi bahwa glnmr adalah, "sesuaht 5ang meragukan untuk

mendapatkan salah satu dari dua ganti, atau lrang biasan5n
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dirnaksud dan dituiu."3l Tehh dikutip dari Imam Malik *L, bahwa

beliau mendefinisilan ghanrsebagai, sesuatu yang tidak diketahui,

apakah akan sempurn r atau tidak.32 Spikh Ad-Dasuki

mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ghamr adalah ,

"Sesuatu yang mungkin bisa didapatkan atau tidak."33 Syaikh Al
Maziri mendefinisikan bahwa gharan "Sesuafu yang berada antara

selamat dan binasa."il

TemSata sernua definisi di atas berlaku dalam f,orrt uf.

asuransi. Akad asurarsi meragukan untuk mendapatkan salah satu

dari dua penjaminan, lraifu uang jaminan. Yang demikian ifu
karena orang lnryl kas:uransi kefika menanda tangani

kesepakatan mersakan kemguan mendapatkan jaminan asuransi,

lnng msupakan kompensasi atas laedit yang dia bayarkan. sebab

syarat unfuk mendapatkan jaminan asuransi bergantr.rng dengan

teriadinya kerugian, yang bisa terjadi atau bisa Udak. Kalau teriadi

sesuahr dia akan mendapatkannp, jika 6dak begitu, rrnka dia

tidak mendapatkannlB

Dernikian pula kontrak asuransi menimbulkan baqnk
kauajiban pada pihak perusahaan asuransi, yaifu utang

berganfung, dimana omrg yang berasuransi ketika menanda

tangan kontrak tidak mengetahui apakah utang tersebut bakal

diberlakukan atau fldak. Sebab diberlakukan atau tidaknya

berganhrng pada kernungkinan kejadian, jika mernang terjadi,

31Uhat, MalnhifulJahl, Xu 4, hal. 362-
32 Uhat, lutalnhihlJalil,iuz 4 hal. 368.
33 Uhat, Haryiph,Mfuai, 3ang mensSanhi Al Kabir, iuz 3, hal. 25
34 [.ihat, Hastngh ,U*sud dalam referersi lang sama, juga tema 3nng

sann. Definisi ini sernua adahh pilihan kata dalam Muktamar Internasional C€otal
Ekonomi Drnia, grang rnenrbahas dronomi Islam di Universihs King Abdul Adz,
Jeddah.
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maka jadilah itu tanggungan atas bank. Jika tidak terjadi, berarti

udak.

Adapun jaminan asuransi yang dijanjikan oleh pihak

pemsahaan kepada pemegang polis, ini dalam kemungkinan

antara mendapatkannya atau tidak, permasalahan ini sudah amat

jelas tidak perlu dibahas lagi. Sementara jaminan asuransi yang

berada antara keuhrhan, yaitr.r selamat dan hangus, maksudnya

terhapuskan. Sudah sangat jelas ini berplan pada funjangan

asuransi yang dijanjikan oleh pm-rsahaan unfuk diberikan pada

pemegang polis ketika teriadi kerugian.

Di antara benfuk gharar yang dicontohkan oleh para ulama

ma&hab Maliki Snng mereka telah definisikan dan mereka hukumi

batal timbal balik dengan akad tersebut, yaitu menjual burung Sang

ada di langtt, ikan yang berada dalam air, menjual heunn dengan

syarat sedang mengandung. Sebab pembeli manalrg menyeratrkan

uang unhrk mendapatkan ini sernua, akan tetapi ketika akad

berlangsung, dia udak mengetahui apakah dia akan

mendapatkann5ra atau tdak, dia ragu mendapatkannln. Kondisi

yang sarna juga teriadi pada konhak asuransi. Nasabah rela

mernbalnr kredit asuransi unhrk mendapatkan gantinya, 17aifu

funjangan asuransi. Saat berlangsung akad dia tidak mengetahui

apakah dia akan mendapatkann3p atau tidak, dia ragu dalam

mendapatkannya. Beginilah gambaranya dalam kontrak asuransi.

Dia tidak yakin akan mendapatkannla, atau keufuhannya, dan

kesempumaannSn. t ebih buruk lagi dalam asuransi, umpamanla

saja seorang nasabah mendapatkan funiangan asuransi, tapi tetap

sajil db tidak mengetahui berapa iumlah dara untuk jaminan

kentgian.
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Di anhn contoh yang dipapulran oleh para uhrna rnadzlrab

Maliki al<an ghanrterturuk yang dapat membatalkan akad timbal

balik secara mufakat Adalah, menrbeli ubng dari seorang lelaki

yang tidak hadir, atau Srang hadir akan tetapi sudah meninggal

dunia, meskipun ada ahli waris yang dikenaln5ra. Karena pembeli

utang tersebut ketika membeli tidak mengetahui apakah uang yang

dimaksud akan didapatkannya atau tidak?. dan sekalipun dia

mendapatkannya tenfu iumlahnya hanlra sdikit. Mernbeli utang

oftmg yang sudah meninggal terdapat dua ghanr di dalamngra;

glnnr apakah atrli waris bisa mendapatkan kompensasi tersebut,

dan gharar pada berapa besaran jumlah 5nng akan didapatrya-

Sesungguhnya orzlng yang membeli utang orang yang telah

meninggal dunia, meskipun mengetahui jumlah harta warisannya,

akan tetapi tetap saja, dia tidak tahu berapa banyak yang akan

didapat darinya. Sebab hal itu tergantung pada jumlah orang yang
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Contoh-contoh yang telah kami sodorkan menggambarkan

bahwa, para ulama madzhab Mahki sepakat alGn kebatilan

kontrak asuransi komersial. Ini berarti bahwa para ulama Maliki

llang notabenlra paling toleran dalam hal penrbatahn ragam

kontrak karena glanr temyata berpandangan, bahwa unsur

glnnrtadapat pada ketidak pastian orang tersebut mendapatkan

fufangan azumnsi. Yang berarti ini glnnr besar yang

mernbatalkan tmnsaksi tmbal balik menurut iima'-

Sungguh, kami memandang bahwa ghanr yang terdapat

dalam konhak asuransi adalah lebih besar dan parah daripada

ghamr dalam contoh-contoh di atas. Sebab ketidak pastiaan

terdapat dalam perolehan funjangan, yang dibarengi dengan

ghamr lain dalam besarannya karena memang jadi

mendapatkann5a.

Di antara contoh yang dipaparkan oleh para ulama madzhab

Maliki al<an ghanrterburuk yang dapat mernbatalkan akad timbal

balik secara mufakat Adalah, membeli utang dari seorang lelaki

yang tidak hadir, atau yang hadir akan tetapi sudah meninggal

dunia, meskipun ada ahli waris yang dikenalnln. Karena pernbeli

utang tersebut ketika mernbeli tidak mengetahui apakah uang lang
dimaksud akan didapatkannya atau tidak?- dan sekalipun dia

mendapatkannya tentu jumlahnya hanya sedikit- Membeli utang

orang yang sudah meninggal terdapat dua gharar di dalamnya;

ghamr apakah ahli waris bisa mendapatkan kompensasi tersebut,

dan gharar pada berapa besaran junrlah grang akan didapatrya-

Sesungguhnya orang yang membeli utang orang llang telah

meninggal dunia, meskipun mengetahui jumlah harta warisannya,

akan tetapi tetap saja, dia tidak tahu berapa banSrak yang akan

didapat darinya. Sebab hal itu tergantung pada jumlah orang lang
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m€xnberi piutang pada mayyit dan jumlah utangnya- Meski

demikian, sang pembeli tidak mengetahui ketika berlangsung akad,

dan setanjutrya dia tidak mengetahui berapa besar denda yang dia

tanggung.

Definisi GhararMenurut Ulama Ma&hab Hanafi-

Dalam Badai'us Shanaa Y'karangan Al Kaasani diluntarkan:

" Ghamr adalah resiko yang kemungkinan terjadi dan tidaknya

sama."35

Sudah sangat jelas bahwa definisi ini berlaku pada kontrak

asuransi, yaihr suafu kontak yang rukun utama, unsur pokok, dan

sasaran sejatinya adalah hal yang beresiko (ghanr). Yang demikian

ifu seperti yang dikatakan oleh orang-orang 5ang menjelaskan

undang-undang. Di mana tidak mungkin terlaksananya suafu akad

asuransi tanpa adanp resiko ini. Resiko tersebut adalah kejadian

lrang mungkin dapat terjadi, di mana potensi anhra terjadi dan

udak terjadinya ihr sama. Juga seperti yang dikatakan syunh Al
Qanun "Berdasarkan hal tersebut, definisi Sang diluntarkan ulama

ma&hab Hanaft tentang resiko, bahwa ifu sangat sesuai dengan

para pensyarah hukum madzhabnya. Sehingga seolah-olah anda

merasakan bahwa Al Kaasani mendefinisikan resiko dengan

fenomena kontrak asuransi.

Sungguh, bila kamu mencermati muatnakh tmbal balik Snng

telah disepakai para ulama madzhab Hanafi akan kebatilanqa

lantaran unsur ghanrrrya, niscaya kamu akan mendapati

35 Uhat, Eladi'us Stnma'ih,z6, hal. 3053, cetakan Al Qal'ah (percetakan Al
Irnanr).
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pengertian ini. Yaitu bahwa kepemilikan atau hak mendapatkan

sanfunan sangat disandarkan atau digantungkan pada spekulasi

kondisi antam mungkin dan tidak mungkinnya itu sama. Mereka

mencontohkan gharar tersebut dengan akad pembelian

berdasarkan jarak lempamn panah, jamk pngkauan senapan

angin. Yaitu seorang pembeli berkata, "Aku akan membelimu

sejumlah hasil tangkapan jaring ini sekali dengan nilai sekian. Atau

membeli (tanah) seiauh lemparan panah, dengan harga sekian.

Demikian halnya dengan jual beli dengan meraba, jual beli

munabadzah, jual-beli sejauh lempamn batu. Dan segala hal yang

kepemilikan pembeli diganfungkan pada ganu lrang penuh teka-

teki. Jual-beli ini semua sarna maksudnya dengan: "Apabila batu

lemparanku jafuh pada suatu baju, maka aku telah menjualnp
dengan harga sekian, atau jika aku menyenfuh atau merabanya,

berarti aku telah meniualnln dengan harga sekian."35

Tukar menukar dalam contoh-contoh transaksi di atas

disandarkan pada kadar penukar yang tidak pasti, antara bisa dan

tidaknya. Jadi, orang yang membeli dengan lemparan jaring, maka

dia mengganfungkan perolehan barang, berdasarkan jumlah ikan

yang terperangkap dalam !ala. Inilah resiko yang belum jelas, bisa

terjadi atau tidak.

Jika memang ada {ikan)nya, maka s€sungguhn},a kadar

bamng Sang dia dapatkan tak dapat dikriteriakan. Demikian pula

halnya jual beli dengan lempamn pemburu, atau hasil tangkapan

penyelam. Yang pasti bahwa, keadaan orarg Sang berasuransi

seperti keadaan oftmg 5rang mernbeli dengan lemparan pemburu-

Sebab dia mengganfungkan perolehan uang asuransi, yaifu sesuai

36 Hasyiyah lbnu Abidin, iuz 4, hal. 109.
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dengan krdit asuransi yang dia bayarkan, pada resiko spekulasi

yang mungkin ada dan mungkin tidak.

Barang siapa menyetor kredit asuransi kepada perusahaan

asuransi dengan maksud mendapatkan sanfunan asuransi sesuai

dengan capaian kreditnya; jika dia hidup sampai 50 tahun

umpamanla, maka dia selalu mengharapkan unfuk

mendapatkannSn. Padahal hampan ifu memiliki potensi yang sama

antara ada dan tiada. Bisa jadi pemegang polis hidup sampai umur

tersebut sehingga dia berhak mendapatkan sanfunan asuransi. Dan

bisa jadi dia meninggal sebelum umur tersebut, sehingga

perusahaan asuransi terbebas dari pemberian sanfunan unfuknya.

Dimana kredit-kredit yang telah dibaprkan lenyap begitu saja,

seperti hilangnya uang orang yang membeli lemparan jala ikan,

ketika tidak ada ikan png masuk perangkap jala.

Ada keidentikan 5nng jelas antara orang yang membayarkan

kredit asuransi demi mendapatkan tunjangan asuransi yang

dijanjikan oleh pemsahaan asuransi, ketika dia hidup sampai

wakhr tertentu, dengan orang yang menyerahkan uang unfuk

membeli baju, yang kejafuhan batu, atau disenfuh oleh pembeli

secara acak. Kedua orang di atas sama-sama mengeluarkan uang

unfuk mendapatkan gantinya, nalnun kemungkinan teriadi dan

tidaknya sarna. Jika ifu terjadi, nilainya terkadang kecil, terkadang

besar. Bila dikatakan ada perbedaan antara dua muamalal4 yartl.t

bahwa spekulasi dalam kontuak asuransi bempa kejadian Sang

menimbulkan kerugian, dan fujuan asuransinya adalah mengganti

atau menambal kertrgian tersebut. Ini berbda dengan resiko dalam

jual beli lemparan iala ikan, ternbakan pernbum, senfuhan pembeli,

dan lernparan bafu, yang berganfung pada terperangkapnya ikan,

matinlp binatang buruan, dan jafuhn5n senfuhan pada suatu

Ltx ll et aq,*'Slrr.ah/rt Muhadzdzab



barang- Resiko-resiko dalam jual beli tersebut tidak tergolong

musibah yang dikhawatirkan oleh pembeli, dimana terjadinya

kerugian juga bukan tujuan utama untuk mendapatkan ganti

ruginya.

Kami menjawab: .Pembeda tersebut tidak bersifat masif,

sebab tak ada seorangpun mujtahid kita merrrutuskan hukum

batalnln akad tmbal balik lnng diganturgkan dengan resiko yang

dis€nand atau yang dibenci, 1Bng kernunculanya ditrarapkan atau

tidak ditrarapkan. Baik hal beresiko ihr menimbulkan kerugftm

ataupun tdak. S€bab faktor menjadikan kontrak transaksi tersebut

batal adalatr glnnryE Yaitu tdak adaqn kqnkinan atas

kepastlan barang yang diir$nkan atau tdak
mengetahui apa yang bakal terfrdi.

Jika kia b€ralih dari para ulama fikih st/at'rah kepada para

pensyanh undang-undang, nisca3la kita dapati ada orang prE
mengatakan, bahwa tidak ada pengaruh dalam perMaan di atas.

S€bab suahr resiko menurut mereka Udaldah tranrs bempa

musibah png dikhauntirkan tedadi oleh pihak penlmin dan akan

menrgikanngn, inilah definisi glnmr dalam p€ngpnaan !,ang

lingkupqB sempit. Mmun rnakna lebih tqas dan l€bih ulnuln

terdapat dalarn bidang asurarsi. Sehingga astrrarsi terrnasuk ke

dalam katqori ini sesuai kesepakatan para penq/arah undang

urdang, dimarn ada spelnrlasi kqadian !,ang

diharapkan teriadi oleh peserta asurarsi, dan tdak menimbulkan

kenrgian atas dirinlB. Bahkan boleh jadi, teriadinla strafu irsiden

menjadi sumber penghasilan bagl partisipan dan para ahli

warisnSra, seperti Spng pemah diulas sebelumnlra. Contohnp

seperti asuransi bagi yang benrmur panjang, asuransi unfuk anak-

anak dan istri.
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Definisi Gharar Menurut Ulama Madzhab Hanbali.

Telah disampaikan dalam S5nrh Muntahal ldaanat, bahwa

penulis dan segolongan ulama mengartikan bahwa ghamr adalah,

sesuafu yang ada di antara dua kemungkinan, salah safunya tdak

dominan atas yang lain. Kernudian beliau mernberikan contoh;

membeli unta yang kabur, ikan Sang masih dalam air, burung Snng

sedang terbang di udara, tanah hasil rampasan tanpa diketahui

siapa lEng mertmpas pertama kali. Sernua contoh di atas,

dikarenakan akad tmbal balik tersebut punln dua kernr.rngkirnn

lnng sarna, 3laitu: kerrrungkinan panbeli bisa mendapatkan barang

yang aifEinttan atau tidaknlp. Dirnarn salah safu dari dua

kernungkinan tersetxrt tdak ada 3png menonpl. Dernikian, sebab

apabila sahh safunya menonpl, s€esti menjual barang ram asan

dari perampasnya, tenfunSra al€d tmbal balik tersebut akan sah

menunrt merelra.

Sudah arkup i.las, bahun konkak asuransi ihr terrnasuk ke

dalam kategori pengertian ini. Tunjangan asuransi png diperoleh

dari setomn l<rdit yang berasal dari partisipan memiliki dua

kanungkinan !,ang sama; yaihr akan didapatkanqn iika teriadi

insiden kemgian, ahu batal didapatryn bila udak teriadi apa-apa.

Sedang kerntrngkinan mendapatkan funjangan asuransi tdaldah

dominarL karena hal ihr berganfung pada keiadian prg menimpa

objek yang diamransikan. ndak iqa kqadhn suatu irsiden

kemgian lebih dominan daripada tdak.

Sedangkan contoh-contoh glanr yang disodorkan oleh

ulama Hanbali, kesernuanya identik dengan kontrak asuransi dari

sisi mernitki dua kernungkinan; mendapatkan funjangan atau

tidaknlra. Sebab hal tersebut menurut perrdapat kami berganfung
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pada perkara yang memiliki kemungkinan sarna antam ada dan

tiada. Sebab sang pembeli bisa jadi akan mendapatkan unta yang

kabur atau tidak mendapatkan sarn sekali. Mungkin saja bisa

menangkap ikan di dalam air atau burung 3Bng terbang di udam,

atau tidak bisa sama sekali. Bisa juga barang rampasan ditelusuri

asal-usulnSa atau tidak sanEr sekali. Yang ielas kesernuan5a

memiliki korsekuensi mungkin mendapatkan barang png sudah

dibalBr atau terkadang tidah mendapatkanqp. Kondisi derrikian
sarna dengan partisipan asuransi, bohh iadi dia mendapatkan

santunan asurami, Snng mempakan kompensasi dari png dia
setorkan, dan boleh iadi tdak d€rnikian. t{ar€na mendapatkan atau

tidak mendapatkan dalam setnua kondbi ini sangat bergantung

keberadaannya pada sesuafu 3png bukan kehendak4Ta baik dalam
jenis maupun dan dia tidak mampu unfuk mendatangkan ihr

s€ndiri.

Definisi Ghanr Menurut Ulama Zrahirilph.

Ibnu Hazrn memberikan pengertian bahu,a Snng dimaksud
glanr adalah, suatu akad yang tidak dik€tahui kadar banlak dan

sifat-sifatqn saat berlangung kesepakatan. Beliau mernberikan

contoh dengan inl beli buah 3Bng beh.trn natang, menj,rnl seqratu
yang tidak dik€tahui, atau dengan harg3 3xang behrm jehs.

Kontrak asuransi tennasuk dalarn kategori ini, s€bab

partisipan asuransi kefil<a akad berhngsung fidak mengetahui

seberapa besar tunFngan asuransi 3Bng menjadi konselnrensi dari
lcedit asuransi 3ang dia ba3arkan pada kasus asuransi resiko

kerusalon. Sebab santunan tersebut dibatasi dengan nihi resiko

kertrsakan sesuafu png diasuransikan. Oleh karena ihr, tansaksi

Al Majmu'SyarahAl Muhodzdzab ll erg



tmbal balik asuransi merupakan tmbal balik pada perkara yang

belum diketahui besar kecilnya. Dernikian pula halnlra dengan
perusahaan asuransi, sesungguhnla dia fidak mengetahui saat

kesepakaan kontrak asurarsi akan besaran nilai yang dia
dapatkan dari kredit asuransi sebelum terjadi khim kerugian.

Terkadang perusahaan mendapatkan lebih barrynk dari kredit,
kernudian baru terjadi kerusakan (pada barang yang dhsumnsikan).

lb;us lnng sama terjadi pada perusahaan asuransi jiwa ketika
menghadapi insiden kernatian. Perusahaan tdak mengetahui

bempa banrck hifungan kredit Spng didapatkan sebelum kernatian
partisipan azuransi hidup dalam tempo tertenfu. Lalu belapa besar

keurajiban sanfunan yang harus dikehrarkan hntaran kematian
nasabah. Terkadang baru mendapatlon safu kredit,
lalu nasabahryTa meninggal dunia. Dengan dernikiaru pemsahaan

menan![lung sanfunan asuransingla. Terkadang perusahaan

berhasil merrperoleh sernua kredit nasabah, narnun nasabahnya

tidak meninggal sampai kurun u,akfu tertentu. Intinlp perusahaan

tidak mengetahui saat menanda targani kontrah tentang berapa

besar dana png dia dapatlon, 3nng selaniutnln aEunalon unfuk
mernberikan sanfunan asllransi. Yang dernikian ini, fidak
dimgulcn lagi menrpakan k€fidak tahuan baran i saat

akad berlangsung.

Setelah lorni menyebutkan seru.r definisi Stnnr WrA
mernbatalkan transaksi tmbal balik kemngan menunrt semua

ulama fikih, berikut penjelasan setiap ddinisi tersebut yang

mencakup ragpm konkak asuransi. Akhiq;a dihasillon suatu

kqnkinan bahrra akad asuransi dalam s€mu.l jenis, keadaan, dan
'mekanismen3n dapat digolongkan sebagai kontrak glnm Bahkan
ada di antaranp !Er{I menjadi gtanr paling buruk dan
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membahayakan, yang disebabkan terjadinya ghanr dalam wujud,
ketercapaian, nilai, dan tempo waktunSn.

Kami telah meryratakan lebih dari sekali bahun para pakar

undang-undang dan ulama syariah berselisih pendapat dalam

larangan kontrak asuransi. Mereka melakini, bahwa ragam

konkak ini berjalan rarda ghanr besar yang dapat membatalkan

kontrak Umbal balik sejanisnla. Hanla saja mereka mengatakan:

"Sesungguhngra hukum ini tertatas pada kaerkaitan antam
perusahaan asrrarsi dengan nasabah tertentr.'

Sedangkan hubungan asuransi dengan semua

nasabah asurarsi, mertrpakan hubungan png bebas dari glanr
dari segi bahura, p€rusahaan asurarsi nrcnggunakan fasilitas-

fasiktas modem unhrk menenfukan benrpa besar dana astransi

Fng harus diberikan untuk sernua nasabah. Seberapa besar dana
yang bisa diambilqp dari mereka. tGrni iuga telah menggaris

bawahi beberapa kali, bahura hukum ini berada pada hubr.rngan

dan keterkaitan yang sernu. Sebab akad asrarsi memang tidak
membtrat adanSra kaerkaitan ini, akad tersebut tidak menunfut
kamjiban-kauajiban, tdak pula mengatur hak-hak untuk selain

nasabah artirya lnng ada hanln unsan antam penrsahaan

asrrmnsi dan orang Snng mengasuransikan. Ada ikatan

3rang kuat, padahal ada hubunganrSn, lnitu hubungan antara

asurarsi dengan nasabah tertentu. Akad asuransi telah
menciptakan ini dan mengahrr ssnua korselmensirya.
Juga menjelaskan apa lrang harus diberikan oleh hubungan ini
bempa ragam hak, dan kavaiiban bagi kedtn belah pihak.
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Pengertian Ghanr menurut Ulama Madzhab As1r
Sllaf i.

Saudara kami kalangan uhma madzhab Aqrsyafi'i
mendefinisil<an ghamr yang mernbatalkan relgam kontak barrsaksi

dengan beberapa pengertian. Kesernuangra tern5Tata berlahr dalam

akad asuransi- Silahkan anda perhatikan beberapa d€ftnisi b€rikut

dan penjelasan segi keidentikanryra dengan asuransi bersama

Husain Al Hamid, beliau berkata:

'Dalam l<ihlb Fathul Aziz SSnnh Al Wafudnyatal<anbahrra

ghanr adalah, kecondongan yang berbolak$alik pada dua sisi

Snng lebih domirnn dan juga bisa lebih minirnal- Gharar iuga

berarti, sesuatu lang akibakrya berdampak besar terhadap

seseorang. Dalam tersebut juga disinggung bahwa, glnnr fidak

menghilangkan akad tmbal balik, kecuah apabila dikefrahui oleh

oremg 1ang Mansaksi. 'Sesuatu yang bisa dfunifh terganfung

pada sesuatu Fng dikeluar*an." Dalarn Fathul han'disinggung,

bahwa ghamr adalah segala sestrahr 1ang murgkin ada dan fiada,

juga segala hal Fng Udak benar- Dalam Hasy@ QalSafti wa

Umaimh sSamh Al lulinlnj disebutkan, bahtrn kontrak glpnr
adalah, sestrahr yang udak di],akini merrdapatlon umpan baliknya-

Cukup jelas, bahwa ragam pengertian di atas terrdapat dahm

kontrak asuransi- Definisi glnnrFng rnaksdrp adalata sesuatu

yang ada anhra dua sisi; salah satu lang dominan bisa meniadi

perkara png minimal dahm transalsi asr.uansi- Dahrn kontrak ini

tendapat kefidak pastian antara drn sisi, yaiM sisi mendapatkan

umpan balik, dan sisi tdak mendapatlon wnpan bafilc JiIe t€rjadi

musibah atas barang yang diasrrarsilorL maka pernegang pots
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berhak mendapatkan dana asuransi. Yaitu uang asumnsi yang

didapatkan dari setoran.kredit asuransi. Jika tdak terjadi mrrsibah

png demikian, maka artin3n dia tidak mendapatkan apa-apa.
Orang lrang mengasuransikan, saat terjadinlp kesepakatan dia
tidak mengetahui dua kernungkinan rnana yang akan terjadi. Bila
potensi mendapatkan sanfunan asutansi lebih dominan, maka
berarti asumnsi memang disiapkan unfuk menghadapi resiko Srang

biasa t€rFdi- ndak adanya insiden menrpakan salah safu dari dua
kernungkinan lang paling dikhauatirkan oleh pernegang polis.

S€bab, dengan bqrtu dia akan kehilangan santunan asurarsi,
kasus ini teriadi pada sebagian asurarsi, 3nifu anrrarsi jiwa, karena

tidak mendapati kernatian dalam tempo tertentu.

Di antara ddinisi glnnr adalah, 'Adaq/a pihalq baik
p€rusahaan mrrrarsi maupun peserta asuransi sorrrcreolro

mernentingkan kesrrdahan 3ang baik unfuk dirinta saat menarda
taqgani kontrak. Padahal masing:masing tidak tahu berapa 3png
harus dikeluarkan dan diperolehnp. Sebab kesudahan tersebut
bergantung pada kernungkinan peristiua Snng bisa teriadi atau
tidak teriadi. Dimara apabila peristiun tersebut benar-benar teri.di
seperti kernatian pada asurarsi hidup, maka sebetulnSn salah satr
pihak saat kesepakatan tidak mengetahui unkhrrgB.

SelanjutSTa ada definisi, bahura glnnr itu adalah se$atl
png tidak diketahui saat akad berlang$ng; apa yang menldi
milikmu adalah apa lpng engkau sumbangkan." orang berasuransi
rela membapr kredit asurarsi, tapi dia fidak tahu berapa besar
yang dimilikinla. Bahkan bisa iadi dia tdak merniliki apa-apa dari
yang dia baSnr&an, bila fidak terjadi insiden kenrgian. Terkadang
dia bisa merniliki sedikit atau terkadang bisa baq,ak bila ada
keiadian. Dia mernang tahu perkiraan santunan asrransi yang dia
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miliki, tetapi dia tidak tahu apakah bisa mendapatkan ganti rugi

tersebut atau tidak sarrra sekali. Oleh karena tht, ghamr yang

terkandung dalam kontrak asuransi mempakan gltanrpaling besar

dan paling buruk- Sebab resiko kenrgian yang menimpa p€rn€gang

polis berupa santumn, tdak bisa disarrnkan dengan resiko

kerusakan yang menimpanlra, hlu dia mendapadran sernua ganti

ru$nya-

Masukngra konkak asurarrsi dalam rnalma giaru telah jelas,

karena definisiryp adalah, sesuafu lpng mungfrin, dan fidak
rnungkin terladi. Abu sesuatu 5nng biasanln fidak mungkin terjadi.

Sebab keunjiban pengeloh asurarsi r.nrfuk menrberikan dana

asumnsi kepada rnsabahnSa 3png tdah mernerruhi lrdit-kreditrlp
bisa terwujud, bisa iqa tdak. Perrryataan dernikian sdaras dengan

ungkapan para palGr undargrrrdang bahura ifu mempakan

kev,raiiban yang tidak m€ngharuskan ada di mat menanda tangani

konkak. Maksudnya bila teriadi irsiden abs diri nasabah kauajiban

itu ada, dan bila fidak teriadi irsiden apa frun bemfi fdak ada.

Definisi glamr, 'Suatu transalsi 1ang tdak diyakini oleh

ses€orang al{an mendapatkan enbal balik-" Ini benar-benar

terdapat dalam kontrak asuransi. IGrerra telah t€riadi konsensus

antara para palor hulurn p€rdata dengan uhrna syariat, bahwa

kompansasi dad kredit asuransi 1EIXI diba!,a*an tersebut

diragukan dapat terwuiud. Pes€rta asransi tdak
apapun k€trka kesepakabn b€rlangsrrrg dengan perusahaan

asumrsi, dia iqa tdak tahn b€nar balnrra dia akan mendapatkan

dana asuransi, !,aifu umpan balik dari l<rdt 1nrg telah diba3nmya.

S€bab unfuk mendapatkan dana asumrsi ihr sargat beqganfung

pada peristiwa kenrgian Snng dblami olehngn, datnl k+dian
tersebut bersiht spelnrlasi; bisa t€riad bba i1ga fidalL Bila teridi
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peristiwa, berarti dia memperolehnya, bila tidak maka berarti akan

luput darinya, Ini adalah t:rrl ghaib, png Udak diketahui oleh
pemegang polis saat terjadi kesepakatan kontrak asuransi

berlangsung.

Ragam Ghanr Dalam Kontrak Asuransi.

Setelah mengutamkan beberapa deftnisi ghamr (beresiko)

berikut contoh-contohngra berdasarkan kesepakatan para ulama

ahli ijtihad, bahwa terdapat ghamr dalam asuransi, kami merasa

perlu menjabarkan ringkasan beragam ghanr yang terkandung
dalam kontrak asuransi. Hal ini juga disepakati para ulama ahli

Ufihad terdapat dalam transaksi tulor menukar. Dalam
perrnasalahan ini, kami akan fokus pada fikih

rnadzhab Maliki. Sebabsebab oranlforang lrang berpendapat

mernbolehkan kontrak asumnsi ini mengarnbil argumentasi dari
ftkih rnadzhab Maliki, di samping bahwa fikih ini dikenal tehh
mernpersempit objek-objek yang mernbatalkan ra5lam muannlah
karena un$r k€trdak tahuan dar. glnnr.

Imam Al Qurafi penganut rnadzhab Maliki berkata,
"Sesrrngguhngra glnnr dan ketidak tahtnn terdapat dahm fuiuh
perkara. Selan;utrya beliau menyebutkan salah safunla adalah
glnmr pada sesuafu png konlait seperti budak yang kabur. Atau
png sulit didapatkan seperti bumng Sang ada di angkasa. Atau
glnnr dalam besar-keciln5ra; seperti menjual (sebidang tanah)

dengan luas seiauh lemparan batu. lalu ghanrdalam tempro." 37

37 Uhat, ,A|-Frm.q, karangan Al Quraft, Lrz 3, hal- g65
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Ghanr dalam empat perkara tersebut yang telah disebutkan oleh

Al Qurafi bisa membatalkan akad timbal balik tidak hanya menurut
kalangan Maliki saja, akan tetapi juga menumt semua ulama ahli
ijtihad, seperti yang pemah kami katakan. Ini berarti bahwa ghanr
yang terjadi di dalam kontrak timbal balik merupakan ghamryang
terburuk dan terbanyak. Jika kita paparkan kontrak kepercayaan
pada empat perkara tersebut, lalu kita terapkan contoh-contoh
yang telah kita sebutkan, maka niscaya kita dapati suafu

kemantapan bahwa, kontrak asuransi berada pada koridor dari
setiap macam ghamr tersbut. Bahkan lebih buruk dari ifu, ghamr-

ghamr tersebut berkumpul dalam satu waktu. Penjelasannya

adalah sebagai berilnrt :

Pertama : Gharar Dari Segr Eksistensi

Tak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa ghanrdalam
eksistensi barang adalah ghanr yang paling buruk secara mutlak.

Tak ada seorang ulama pun yang memungkiri dalam segi hukum

akan batalnya akad timbal balik yang mengandung unsur ghanr
ini. Juga tak seorang pun mengingkari hukum batalnya akad hrkar

menukar atas bamng yang tidak berwujud. Bahkan mereka

menganalogikan gharar ini dengan sesuatu yang punya

kemungkinan ada dan tiada. Sehingga unta yang kabur yang

diragukan keberadaannya tidak boleh dijadikan objek jual beli.

Sebab penguasaan pembeli atasnya sangat berganfung pada resiko

keberadaan unta. Kalau dia tidak mendapatkan unta tersebut,

maka hilanglah barang yang telah dia bayar. Dengan begitu dia

telah mempertaruhkan fenomena kejadian yang tidak berwujud,

yaitu tersedianln barang yang telah dia berikan harganya.
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Seperti ifulah yang terjadi pada kontak asuransi, dana

asuransi yang merupakan tanggungan pemsahaan asumnsi bisa

tidak terbukti keberadaannya. Sebab adanya dana tersebut sangat

berganfung pada adanya resiko kerugian pada peserta asuransi-

Bila ada, berarti ada tunjangan, semantara bila tidak ada berarti

tidak ada tunjangan. Sungguh kami telah mendapati para pakar

hukum perdata, memberikan begitu saja hal yang menjadi

kekhususan asuransi, di mana asuransi tidak terlaksana tanpa

adanp 5nng demikian.

Kedua: Gharar dari Segi Mendapatkannya.

Sungguh, para ulama telah bersepakat bahwa adanya ghanr
dalam memperoleh barang transaksi dapat membatalkan akad

timbal balik. Ungkapan-ungkapan mereka selalu terulang-ulang.

Pengertian gharar dalam mendapatkan (barang akad) adalah

seorang pelaku pada transaksi fukar menukar tidak mengetahui

dengan yakin apakah dia bakal mendapatkan apa yang telah

diberikan nilainya ataukah tidak?. Sehingga segi ghannya

terdapat dalam pertaruhan untuk memperoleh sesuafu yang

dimaksud. Sekiranya kita mau mencermati contoh-contoh yang

disebutkan oleh para ulama tentang ghamr untuk memperoleh

bagian tersebut, niscaya jelas bagi kita bahwa contoh-contoh

tersebut telah disepakati oleh para ulama akan kebatilannln,

karena terdapat unsur ghamr dalam memperolehnya. Maka ini

tentu menunjukkan bahwa ghamr semacam ini disepakati dapat

membatalkan satrrya kontrak timbal balik. Di antara perkara yang

dicontotrkan oleh para ahli fikih untuk ghanrdahm perolehannya

adalah akad jual beli burung yang ada di angkasa dan ikan yang
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ada dalam kolam air- Sebab, orang yang mau membayar harga
barang tersebut bertaruh unfuk mendapatkannya. pada saat akad
berlangsung dia tidak mengetahui, apakah 5rang telah dibayamya
tadi akan diberikan padanya atau tidak, yaifu memberikan harga
untuk memperoleh timbal balik.

Bila ketentuan ini kita terapkan pada konbak asuransi, maka
tenfu tak ada celah !,ang meragukan bahwa akad asuransi
mengandung unsur tamhan dalam mendapatkan tunjangannla.
Sebab, ketika alod blangsung, partisipan fidak mengetahui
kapan dia bakal mendapatkan funjangan asuransi, yaifu
kompensasi dari kredit azuransi yang setorkan, atau malah tdak?.
sebab dia bisa mendapatkan ifu bergantung pada insiden yang
tidak pasti, yang bisa tedadi atau tidak terjadi.

Bila hal yang dernikian memang tergolong ghamrdan dapat
mernbatalkan akad ses;trai kesepakatan ulama ftkih, maka tenfunya
wajib menyatakan bataln3p kontrak asuransi tersebut. Sebab,
ghanr dalam mendapatkan funjangannya menjadi pilar utama,
unsur yang pokok, dan objek hansaksi yang tidak bisa terlepas
darinya. Di mana konkak asuransi tdak akan mempunyai
eksistensi berdasar{<an kesepakatan pakar hukum perdata tanpa
ada unsur pertarulrarl pifu kemungkinan mendapat dan tidaknya
SAITIA.

Imam Nawawi penganut ma&hab AsySgnfi'i mengutarakan
kesepakatan ahli fthh akan batalnlp akad 1nng mengandung unsur
ghanr dalam eksistensi, dan perolehan kompensasinSa, beliau
mengatakan, "Para ularna sepakat mernbatalkan hukum jual beli
janin 5ang masih ada dahm kandungan, dan burung di angkasa."
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Al Qurafi, seomng ulama berma&hab Maliki ketika

menjelaskan tentang penggolongan ketidak tahuan dan gharardarr

hukum masing-masing darinla, dia berkata, "Ghamr dan ketidak

pastian itu ada tiga macam, antara lain: 5ang banfrak dan terlarang

seperti menjual btrung di udara, dan ikan dalarn air."$

Jual beli janin lnng masih dalam induknya,

bunmg di udara, ilon dalam air kesernuangn adalah batal menurut

kesepakatan ulama, lanaran diliputi oleh ghanr dalam eksistensi

atau dahm mernperolehnya. Dergan kata lain, barang png dijual

terkadang bisa dikuasai dan terkadang tidak bisa. SeandainSn pun

ada, terkadang sang pernbeli bisa mendapatkannln dan terkadang

pula frdak bisa mendapatkannla, padahal sang pernbeli telah

meng€hnrkan nilai fukar untuk mendapatkan barang yang dia beli.

Namun, adanya barang dan kernungkinan mendapatkannp haqp
s€batas peluang, yang bisa terFdi dan tidak terjadi.

Di antara mwnalah !,ang masuk kategori ghanr dalam

mendapatkan umpan balik atau tidak mendapatkann5n adalah

menrbeli (buruan) berdasarkan ternbakan senapan pemburu,

Iernparan jala orang yang menjaring. Ini sernua adalah transaksi

batl sesuai kesepakatan para ulama atrli ijthad. Alasan

pernbatalan ini adalah ghamr dari segi mendapatkanngn. Boleh
jadi sang pernbeli mendapatkan sesuatu dan boleh jadi tidak.

Bahkan tidak sarra dapat sekali. Jika setrmpama dia

mendapatkan, tetap sall dia dia hhu menahu seberapa besar

nilainya saat kesepakatan berlangsung. Alangkah serupanln
transaksi ini dengan konkak asuransi, dimana partisipan

mengadakan kesepakatan derrgan salah safu penrsahaan asuransi.

38 Uhat, Al frnn4,irz 3, hal 265
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Dia tidak tahu menahu ketika berlangsung kesepakatan apakah
nantinya dia mendapatkan funjangan asuransi atau malah tidak?.
Bila saja dia diputuskan mendapatkannya, maka tetap saja dia
tidak tahu berapa besar nilainya, ini terjadi pada asuransi paling
krusial, yaihr asuransi resiko baik berupa kerusakan, kecelakaan,
atau kehilangan.

Ketiga: Ghanr Dalam Nilai Ganti RuSr.

Para ulama fikih sepakat bahwa ghanrdalam nilai ganti rugi,
adalah seperti ghamr dalam eksistensin5n. Keberadaan gharar
seperti ini jelas akan membatalkan tansaksi tmbal balik, selama
ifu bukan tergolong sebagai ghanryang sepele, lrang kelak akan
kami utarakan syrarat-syaratnya pada pembahasan berikut.

Sungguh, kami telah mendapati para ulama fikih kalangan
ma&hab Maliki memaparkan secara gamblang dalam banyak kitab
karangan mereka. Al Qurafi telah menetapkan, seperti yang telah
lalu bahwa gharar dalam nilai ganti rugi atau kompensasi adalah
seperti jual beli dengan nilai lempamn bahr kerikil. Hal ini adalah
png ditetapkan oleh para ulama fikih Sang dapat mempengaruhi
hukum transaksi tmbal balik.39

Ibnu Qudamah penganut madzhab Hanbali
dalam Al Mughni.4 Transaksi jual beli dengan objek barang Sang
diraba adalah batal karena dua alasan; sahh satun1B adalah
l€fidak tahuan, kedua adalah karena diganfungkan dengan stnfu
q;arat- Jual-beli dengan objek penjualan sejauh batu terlernpar

39 bhat, Alfimuq,juz 3, hat. 265
'$ Lihat, Al Munbfa Syarah Mabu Al l(hargi,iru 4, hal. 186.
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adalah rusak karena di dalamnya terkandung ghamr dan ketidak

tahuan. Menjual janin dalam kandungan induknya adalah rusak

karena kdidak tahuan. Karena sifat-sifatnya, hidup atau matinya,

dan apakah bisa diserahkan langsung fidak diketahui."

Di samping ifu, .para...ulama tdak mernbdakan antara

penslraratan pengetahuan atas ganti yang benrtrjud barang dengan

ganti png berupa tanggungan bia5n, seperti dana funjangan 37ang

terdapat dalam asuransi.

Dalam kirlb Fathut Aziz4l -yang termasuk htab ma&hab

AsySynfi'i- disebutkan berkaitan dengan nilai riil barang, maka

tidak diketahuinya kornpensasi; baik berupa uang maupun barang,

itu adalah batil." Dalam buku tersebut juga dikatakan: 'Sementam

nilai kompensasi dalam tanggungan adalah wajib, maka hams

diketahui besarannya. "42

Terdapat juga pemyataan: "Sesungguhnla pengetahuan

akan nilai riil dari kompensasi haruslah ada dalam tanggungan

kanajiban."€

I-alu dalam Al l{hitab dikatakan, "Kapan saja tmbul
ketidaktahuan antara dua hal yang ditarsaksikan atau salah

safunya, maka jual beli dianggap nrsak."4 Kernudian terdapat

pemyataan dalam Bidaayatul Mujtahid, "Sesungguhnya ghanr int
tdak akan lepas dari sesuatu, kecuali jika dapat diketahui nilai

riilny3."4s Imam Malik berkata dalam Al Mudawvnnah,$ "Tidak

4lUhat, Fathul,Aziz, StanhAl Wajiiz, jw 8, hd. 139.
42 Uhat, FathulAziz,qnrah Al Wafiiz,juz 8, hal. 140.
43 Uhat, FathulAziz, slrarah Al Wajiiz,i;aS,hnl. L42.
't4 Uhat, Maonahibul Jaliil,l<amrganAl Haththab, jvz 4,hal. 143.
'15 l-ihat, Bidagfil Mglhhid ut:a Nitngtul Mtqhslth, inrzz,hal.172
46 Dih$p oleh At Ha&ffrab &lan Matwhihl Jaliil, fitz 4, hal. %2.
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boleh membeli sesuafu berdasarkan nilainya, atau berdasar
hukumnya, atau hukum penjual, atau ridhanya, ataupun ridha
penjual. Atau berdasarkan hukum orang selain keduanya, atau
berdasarkan ridhan5ra, sebab itu termasuk gharar. Beliau juga

mengatakan, "Barang siapa membeli mmah, dengan syarat
memberi nafkah pada penjualnya, maka itu tidak diperbolehkan,
sebab masa hidupnya tidak diketahui, yang tergolong ghamr."

Dalam Al Furu'dinyntakan: "Di antara syarat jual beli adalah
mengetahui harga, sehingga tidak sah nilai yang tidak diketahui,
atau dengan perkara yang menjadikan harganga furun drastis."
Dalam Muntaha Al Imdat, "Bahwa mengetahui nilai fukar barang
ketika akad adalah s5rarat sahnya transaksi timbal balik. Baik, nilai
fukar tersebut berupa harga jual dalam jual beli, maupun harga
sevua dalam penyerrraan. Dari sinilah Imam Malik meriwayatkan
batalnya menjual barang, yang telah dijual oleh orang lain. Juga
menjual barang oleh si fulan, sementara mereka tidak
mengetahuirryra."4T

Dinlntakan dalam Al Fataova Al Hindiph,4s "Tidak mengerti
kriteria objek fukar akan membatalkan transaksi fukar menukar
harta, seperti jual beli, setd/a menyeuta, pembagian warisan, dan
perdamaian sengketa harta." Dalam Eladaai'us Shanaa'i49
dikatalian: 'Jika seomng mengatakan, 'Aku jual budak ini dengan
hargangn' maka batal, sebab dia menjadikan harganp dalam
nilainya. Dimana ini akan menimbulkan perbedaan harga karena

orang ltang memperkirakan harta. Sehingga harganp

47 Uhat, MunblnAllndaatiuz 1, hal.345.
't8 Uhaq At Fabaw;a N Hbdijah,iuz 4,}rr1.425.
49 Lihat, Badaail,s Sarla)', karangan Al Kaasani,cetakan Al Imarn, iuz 5,

ha|.3041
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tidak diketahui, juga batal bila menjual dengan keputusan si fulan,

sebab harganya tidak jelas."

Dalam Hasyigh lbnu Abidin dikatakan: "Bahwa mengebhui

harga barang mempakan salah safu syamtnya sahnya jual beli, jika

harganya tidak jelas, seperti menjual dengan nilain5n, atau

modalnSa, atau seperti harga yang dibelinSn atau si fulan, atau

seperti yang dijual orang lain, maka jual belinya fidak sah-"

Nasbnash di atas menegaskan bahwa, komoditas fukar Srang

ditanggung oleh omng yang berbansaksi, meskipun berupa

tanggungan utang karena hrntutan akad timbal balik, itu wajib

diketahui nilai riilngn. Bila Udak diketahui, maka transaksi timbal

balik tersebut batal sesuai dengan kesepakatan para ulama fikih.

Sungguh, kami telah menyatakan, bahwa sebagian ulama

mendasarkan kebatalan ifu sebab unsur ghamr dalam objek

tukamya. Dimana sebagian mereka beralasan karena nilai objek

tukamya udak diketahui. Makna dua pemlntaan ini adalah sama,

yaitu sebagaimana yang kami tegaskan kembali pada rusaknya

unsur kerelaan secam syariat. Karern saling suka dalam atas objek

hrkar, merupakan syarat sahnln akad tersebut. Sedangkan

keridhaan atas sesuafu yang tidak diketahui fidaklah mungkin

terjadi. Oleh karenanya, Udak mengetahui seluk beluk objek tukar

berpengaruh pada benamln keridhaan dalam transaksi timbal

balik. sehingga pada akhimya transaksi SEng dernikian tidak bisa

menjadi sarana yang sah unfuk mengambil objek tukar- Oleh

karenanya, bila penjual mengambil harganya, maka tenfu itu

disebut memakan harta dengan cara yang tidak benar, demikian

yang juga ditunjukkan oleh banyak ayat dan hadits-
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Tak ada perbedaan antara para pakar hukum perdata

dengan para ulama syariat telah mengulas kontrak asuransi yang

mengandung unsur gharar dalam nilai hrnjangan asuransinya.

Orang yang berasuransi atas kerusakan ketika kesepakatan
berlangsung, dia tidak mengetahui besaran dana asuransi yang
bakal diberikan oleh perusahaan asuransi ketika dia mengalami
kerugian. Yang demikian ini karena mekanisme asuransi serna@m

ini, tidak akan memberikan tunjangan asuransi pada nasabah,

kecuali setara dengan nilai kerugian yang menimpa objek png dia
asuransikan. Meskipun sebenamya, uang asuransi yang

dikumpulkann5a lebih besar dari funjangan tersebut.

Kondisinya sarna bahwa perusahaan asuransi yang

berkomiknen memberikan tunjangan asuransi kepada nasabah jika

tertimpa kerugian pada saat akad, tidak mengetahui berapa besar

nilai riil asuransi yang didapatrya dari konsumen karena
komitnennya tersebut. Boleh jadi, dia baru mendapatkan safu

kredit, kemudian terjadi musibah yang harus dia tanggung,
terkadang dia mendapatkan jauh lebih besar dari itu, dia berhasil
mendapatkan semua kredit asuransi dan tdak ada klaim apa pun.

Sehingga tanggungan terhadap para pemegang polis terlepas
begitu saja.

Jenis ghanr yang terdapat pada nilai objek fukar atau
k€fidak jelasan adalah varian ghanr yang telah disepakati para
ulama fikih terkait pengaruhnya dalam akad tmbal balik, sebab tak
diragukan lagi bahwa praktek itu mengandung banyak ghanr.
Sementara dari sisi pemsahaan asuransi adalah sangat jdas.

Karena, umpama dia baru mendapatkan safu kredit, lalu terjadi
musibah, maka dia harus memberikan santunan asuransi s@ara

sempuma, atau paling tidak nilai kerugiannya. Terkadang
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perusahaan mendapatkan sanua kredit dan tidak terjadi resiko

kerugian apa pun atas barang yang diasuransikan. Dua keadaan

tersebut terdapat selisih yang besar, yang bisa mencapai jutaan

rupiah. Jika ditinjau dari nasabah, mereka punya kev.rajiban

membayar kredit yang jumlah sama demi mendapatkan komihnen

perusahaan mernberikan funjangan asuransi sesuai dengan besaran

kreditrya. Namun pemsahaan asuransi terkadang membaSrarkan

semua nilai kredit, terkadang memberikan setengahnla, terkadang

hanya sepersepuluhnya, sesuai dengan besamn kerugian 5rang

menimpa nasabah-

Ada kesan bahwa, perusahaan asumnsi mampu menghifung

karena memiliki fasilitas dan sarana canggih, teori penghifungan,

dan afuran-afuran 5ang wajib diketahui agar dapat memperkimkan
jumlah nilai riil yang didapatkan dari semua partisipan asuransi

dalam jangka waktu tertentu. Demikian juga dengan sernua fasilitas

yang ada, dia dapat memperkirakan besaran funjangan asuransi

yang harus dikucurkan dari semua klaim kerugian yang diajukan.

Sungguh, kami telah mengatakan lebih dari sekali unfuk

menyangkal opini di atas, bahwa mengetahui detail pendapatan

dan pengeluaran tidaklah mungkin, sehingga spekulasinya yang

kelak akan berbicara. Ini berdasarkan hksiran selisih antara

penrsahaan-pemsahaan asumnsi dalam mendapatkan keunh.rngan.

Bahkan keunfungan suafu pemsahaan asuransi berbeda dari tahun

ke tahun. Kemungkinan menanggung kemgian adalah spekulasi

yang tidak jauh. BuktinSa beberapa perusahaan asuransi di Eropa

menyatakan kepailitannya, meskipun dia mempunlai semua

fasilitas dan sarana memadai.
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Jika kita menyerah begifu saja, tenfu fidak akan memberikan
pengaruh atas objek pernbicaraan dan hal 5ang rnenjadi sumber
masalah. sebab yang perlu dibahas dan png menjadi perselisihan

adalah pada benfuk kontrak yang dijalankan oleh pemsahaan

asuransi dengan partisipan tertenfu. Termasuk juga ketenfuan-
ketentuan hubungan 3;arrg diciptalon oleiii ionuak ini,'hak-hak,
dan berbagai kamjiban 5nng menjadi konsekuensi kedua belah
pitnlq yaitu perusahaan asuransi dan rasabahnp.

Keterkaitan arrtara perusahaan asumnsi dengan sernua

nasabah asuransi, hal ini yang menunjukkan komitnen jelas,

karena kontak asuransi tidak menciptakan keterkaitan lnng
sernestinla. Jika saja hubungan tersebut didapati, maka pastilah

kami akan menyorotrga dalam pola akad lang memang diciptakan
kontrak ini, selanjutrgra berdasarkan hal ifu kami akan menjelaskan
hukum q,rariatrya.

Sisi yang ketiga adalah mempercayakan kemampuan
penrsahaan asuransi dalam mernperkirakan jumlah dana yang
masuk leurat l$edit asuransi, dimarn besaran tanggungan dana
asuransi png harus dikucurkan bukanlah menandakan pufusnlra

konbak asuransi tersebut. Demikian, karena nasabah asuransi
selalu dalam keadaan tidak mengetahui akan berapa besar uang
yang telah dia balprkan dan funjangan Sang akan dia dapatkan.

Sebab pengaruh banyak tidak berlaku untuk haknya. Di samping

dia tidak mempunSni hsilitias dan alat hidup yang memungkinkan
untuk itu. Apabila didapati unsur ghanr dan ketidak jelasan akan
nilai hrkar kompensasi dari salah safu dua pihak, maka konhak
tersebut bisa dikatakan batal, walaupun pihak lnng safun5a

mengetahui hal tersebut. Seperti lpng telah kami singgung
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sebelumnp yang tertera dalam kutipan kami bersumber dari

pendapat ulama fikih.

Keempat: Gharar Dalam SeSl Wakfu.

Para ahli fikih sepakat bahwa kefidak ielasan u/aktu dalam

kontrak timbal balik akan mernbatalkan kontrak itu sendiri. Apabila

salah satu objek tukar dalam konbak fimbal balik adalah bempa

utang yang ditangguhkan, maka ternpo wakfunSp harus dipastikan.

Jika tidak dernikian, maka batallah kontrak tersebut.

hnu Rusyd berkata dalam Bidaa5ntul Mujbhidfl " Ghanr
akan terlepas dari suatu akad, bila tempo wakfunya diketahui,

dalam akad jual beli." Dalam Badaa'ius Sanaa i6l karangan Al
Kaasaani yang bermadzab Hanafi dinptakan: "Di antara syarat-

syarat jual beli adalah dilakukan dengan tempo yang jelas, jika

temponya tdak jelas seperti sampai datangnln seseorang,

turunnya hujan, maka akad tersebut babl. Dalam Fathul Baari

dikatakan: "SesungguhnSTa alasan pelarangan menjual halan 5nng
masih dalam kandang dan hukum batal mabr>nya, llaitu jual beli

sampai seekor unta hamil, dan berhasil melahirkan anak dari

perutrSra, adalah ketidak pastian wakhr."

Dapat dipahami dari nash-nash di atas, bahwa kefidak

pastian tempo dalam objek tukar yang berternpo u/akfu akan

mernbatalkan transaksi fimbal balik ifu sendiri. Aku tdak
mendapati perbedaan dalam kalangan ulama ijtihad bahwa

menjadikan ternpo sampai datangnp kematiarl seseorang

50 uhat, ie,z,tbl.L72.
sl uhat, ilz 7, hal 3093.
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merupakan ketidak pastian yang parah yang pasti membatalkan

akad timbal balik.

Tidak diperselisihan, bahwa beberapa kontrak asuransi

mengandung gharar dalam wakfu penyerahan objek fukar. Para
pakar. hukum perflata menegaskan, bahwa funjangan asuransi

adalah tanggung jawab pengelola asuransi yang terkadang
disandarkan pada tempo yang tidak pasti. Ini terjadi dalam prakUk

asuransi hidup, atau asuransi urnur.

Ifu dikarenakan pemsahaan asuransi dalam konbak tersebut
berjanji mernberikan dana tunjangan ketika kematian partisipan

asuransi, png jelas merupakan tempo Snng tidak diketahui yang

membatalkan kontrak timbal balik sesuai konsensus para ulama
Iikih. Sehingga akad 5nng seperti ini fidak sah hukumnya,

Kedua: Ghanr Dalam Beragam Kontrak Asuransi
Bukanlah GhararY.rg Sedikit.s2

Kita mengatakan bahwa Nabi $ telah melarang jual beli

yang mengandung unsur ghamr, larangan ini bersifat umum dan
mutlak. [-alu beberapa ulama fikih mengkhususkan ghanr yang
sedikit, mereka mengklarifikasi lebih lanjut maksud dat'r ghanr
yang sedikit ini dan menetapkan syarat-syaratrya. Mereka juga

memberikan contoh-contoh konl<rit yang rnengungkap makna
sesungguhnya. Apabila seorang pembahas hendak mengetahui
hukum q;ariat berkenaan dengan akad timbal-balik, maka
hendaklah dia mencari, apakah ragam kontrak tersebut

52 Uhat kenrbali Marulmg Kontuk,4sumnsi datarn Defrnisi Ghanr

s18 ll etUoj*u'S\uahAl Muhadzdzab



dikategorikan ghanr yang telah kami jelaskan ataukah Udak?.

Kalau memang tidak masuk ghanr, tentu hukumnya boleh. Kalau

tidak demikian, maka hendaklah dia mencermatinya apakah suatu

kontak masuk dalam ketentuan ghamr 5rang sedikit yang para

ulama ijtihad mengecualikannya dari hukum larangan atau apakah

tidak masuk?. Jika menrang masuk dalam ketenhran ghanryarg
sedikit, maka dia menghukuminya sebagai hal terlarang dan batal.

IGlau Udak begitu, berarti akad tersebut merupakan gharar ker;rl

Srang tidak mernpengaruhi sahnya akad tmbal-balik.

Kami telah menegaskan sebelumn5ra bahr,ra ragam kontrak

asuransi masuk dalam makna gharar, sebagaimana lrang
didefinisikan oleh para ulama fikih dan disodorkan contoh-

contohn5ra. Yang perlu kita tegaskan sekarang adalah bahwa

ghamr dalam mgarn kontrak ini bukan termasuk glnmr yang

sdikit yang dapat dimaafkan.

Cabang: Menjelaskan Definisi Ghanr Yuog
Dimaafkan Dalam Kontrak Timbat Balik-

Mungkin keban5akan dari para ulama ftkih ulama madzhab

Maliki yang paling bertoleransi terhadap permasalahan ghamn

Karena itu kami mendapati orang-orcng yang berpendapat

menrbolehkan praktik asuransi, mereka selalu beralasan karena

mengambil dalil dari pendapat ulama Maliki. Karenanya, ada

baikn5n kalau kita mencoba memberikan definisi apa lang
dimaksud dengan glnmr yang sedikit yang tidak mempengaruhi

sahnya kontrak timbal balik menurut ulama Maliki. Bahkan iika
saja ghamr 5Bng sedikit tadi termasuk ghamr, maka boleh jadi

tidak terdapat pada pmktik ragam kontrak asuransi. Sehingga
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mengambil hukum dari para ulama selain kalangan Maliki adalah

lebih diutamakan.

Syaikh Ad-Dardiir mencoba memberikan ketenfuan bahwa

gharar yang dimaafkan dalam hansaksi timbal-balik, dan

menjelaskan syarat-s5rarafurya, beliau mengatakan: " Gharar yang

sedikit bisa dimaafkan karena kebutuhan, yaitu pada kondisi

mendesak yrang tidak menjadi tujuan utama. Beliau mengecualikan

dengan kategori mudah dengan banyak hal, seperti menjual

burung yang terbang di angkasa, menjual ikan Srang masih dalam

habitatnla, lang ini secara ijma' fidak dimaafkan. [.alu

mengecualikan dengan tidak adanya maksud fujuan dalam

penjualan her,van dengan syarat harnil, padahal heuran 1nng hamil

memang lafk dijual. Namun bisa menjadi ghamr, sebab bisa jadi

janin tersebut akan lahir dan mungkin tidak. Atau jika diperkirakan

akan melahirkan, apakah induknya akan selamat atau malah tidak

?"

Kemudian dia memberikan contoh-contoh yang dapat

memperjelas status gharar ini dan mengungkapkan hakikatrya,

semya berkata, "Seperti jual beli perlengkapan rumah tangga,

barang-barang itu dibeli tanpa diketahui berapa tebal, lebar, dan

ketahanannya. Atau menyev,rakan perabot dalam hitungan

bulanan, meskipun ada bulan yang harinya sedikit. Seperti baju

besi llang berisi sesuatu, isi bantal,/kasur llang tersembunyi,

membeli air dari kuli air, masuk ke WC urnum dengan pabedaan

wakfu dan pemakaian air.

Slaikh Al Haththab53 berkata, " Ghamr yang sedikit bisa

dimaafkan karena kebutuhan yang bukan hrjuan utama. hnu Urfah

53 Uhat, MamahibulJaM,lE4, hal. 365.
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berkata, "Al Maziri menambahkan, bahwa objek ghamr gang

sedikit di sini adalah 5ang tidak dimaksudkan dalam jual beli, akan

tetapi harus ada bersamanyra. Beliau mengkhususkan dengan

perkataannSa, 'Melamng jual beli janin hannn, membolehkan jual

beli baju besi, Srang isi di Udak dikebhui dan dilarang

dijual s@ara terpisartr. Membolehkan seura rumah-tengan tenor

bulanan meski iumlah hari dalam safu bulan bisa kurang bisa lebih.

Boleh menspnakan toilet meskipun kadar air dan r,rrakfunyra

berteda, serta meminum air dari penjaiak air secara ijma'- lru
adalah bukti bahura ihr sesuafu yang sedikit dan penting, akan

tetapi bukan rnalsud utarna."

Unsur-unsur GhanrYang Dimaafkan

Dapat disimpulkan dari dua nash di atas, bahrara unsur-unSUr

ghanr 1ang dirnaafkan dalam ragarn konbak asurarsi menurut

para ulama ma&hab Malih ada tiga perkara, lrang apabila

terlnrmpul dalam safu wakfu, rnaka suafu glamr bisa dimaafkan,

dan muamalah dengannp menjadi sah. Jika kurang satu hal,

maka ghamr tetap berpengaruh dan hukum transaksi fimbal balik

dengannya meniadi batal- Tiga unsur tersebut Sraifu; ghanr
tersebut tergolong sedikit, bukan objek utarna bansaksi, dan

sesuatu png sangat diperlukan.

Unsnr Pertama GhanrYang Sedikit.

Para uhrrn fikih rnadzhab Maliki dan ulama lainnla sepakat

bahwa ghamrFng dirnaafkan dalam kansaksi fimbal balik harus
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sedikit atau sesuatu yang sepele. Dapat disimpulkan dari
pemyataan para ulama, bahwa yang dimaksud ghamryang sedikit

adalah nilai kelebihan atau kekurangan yang terkandung dalam

barang yang ditransaksikan oleh kedua pihak dan dianggap

mereka sebagai sesuafu yang sedikit atau sepele, di mana hati
fidak lagi condong kepadanya. Hal ini dapat diketahui dengan

mernbandingkan harga tertinggi dan harga terendah lnng
terkandung dalam barang transaksi densan nilai total barang

tersebut. Bila persentase selbih antara hargu tertinggi dan terendah

sedikit dan rerneh, maka ghamrpada kadar objek transaksi sedikit.

Contoh jual beli jubah besar yang dilapisi dengan bahan tertentu
yang tidak diketahui. Bila harga yang disepakati antara dua pihak

adalah 100 r[/al, lalu perkiraan tertinggi harga jubah tersebut

dengan lapisan terAaiknya umparna setara dengan 110 rilpl.
Demikian juga, bila ada jubah dengan perkiraan harga taendah,
ini karena kualitas lapisannya pahng rmdah yang setara dengan 90
riyal urnpama. Maka selisih harga tersebut bisa dikatakan sedikit

dengan taksimn orang-orang pada objek yang sama. Dengan

begifu persentase selisih dua harga tersebut adalah LO o/o.

Sungguh, kami menilai bahwa persentase melebihi 1,230 baik
lebih maupun kurang secaftt perkiraan png teriadi pada sa;.la

rurnah unfuk safu bulan. Dernikian juga menyeua rumah dengan

perabotannln, dengan mendapatkan air dari pedagang keliling,
juga transaksi jasa toilet. Perbedaan hargu dalam mgam kontrak
hansalsi ini baik nilai tambah maupun adalah termasuk

dalam tal$iran orang Snng bertansalsi adalah sedikit dan remeh
jika dibandingkan dengan perkiraan harga barang.
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Gharar Dalam Mendapatkan Nilai Tukar Bukan Gharar
Yang Sedikit-

Yang telah dijelaskan sebelumnln adalah ghamryang sedikit,

maka ghanr dalam mendapatkan objek transaksi adalah bukan

termasr.rk gha n r yang sedfi t. S.ebab gha m r tercebut tidak terdapat

dalam nilai bamng bansaksi. Akan tetapi dari sisi mendapatkannya

secarr ufuh atau tidak mendapatkanqn.Yang menguatkan bahwa

ghanr dalam mendapatkan objek bansaksi, sama sekali tidak

terrnasuk ghamryarrysedikit adalah dua perkara, antara lain:

Pertama: Pendapat Syaikh Ad-Dardir Snng lalu: 'Beliau

mengecualikan banpk transaksi, seperti menjual burung png ada

di angkasa, dan ikan yang masih dalam kolam, maka 3ang
dernikian ini Udak dimaafkan secara ijma'" Beliau men3ntakan

ijma' tentang ketidakjelasan (ghanl Snng terdapat pada peniualan

burung di angkasa dan ikan dalam kolam yang tidak dirnaafkan.

Sungguh, kami telah mendapati Syaikh Al Qumfi lang
bermadzhab Malfi mengkategorikan dua muamalah ini dalam

gharar pada cara mendapatkannya. Hal ini rnenpdikan kami lebih

yakin bahwa ghamr dalam mendapatkan objek tansal$i bukan

termasuk ghamryang sedikit png bisa dimaaftan dalam transaksi

timbal balik. Batrkan ghanr tersebut adalah yang terbesar dan

terparah, yang mendorong para ulama ahli Uthad bersepakat

membatalkan trarsaksi-transaksi fimbal balik yang mengandung

unsur ghanrtas&ut.

Glnmr dahm ragpm konbak asuransi mempakan glnmr
kefidak jelasan dahm mendapatkan ganti trarsaksi, dernikian

kesepakatan para..pakar hukum perdata dan uhrna
q,rariat. Sebab ketika kesepakatan teriadi, partisipan tdak
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mengetahui, apakah dia bakal mendapatkan funjangan asuransi

ataukah tidak sama sekali?. Ifu sebenamya merupakan kompensasi

dari kredit-kredit yang dia setorkan. Yang demikian adalah ketidak
jelasan dan spekulasi dalam mendapatkan unpan balik fuansaksi,

tidak hanya dalam nilainya saja. Dengan demikian, ghamr yang

terdapat dalam kontrak asuransi, bukan glnmryargsedikit.

Kedua: Bahwa sernua contoh-contoh transaksi png telah

diluntarkan oleh ulama fikih unfuk gharar png sedikit, memang

bukan ghamr dalam mendapatkan objek trarsalsi. Maka

dibolehkan jual beli rumah tanpa mengetahui kualitas perabotrya,

boleh juga menjual jubah besar atau selimut tebal tanpa

mengetahui bahan pengercsnla. Boleh iuga menyamkan rumah

bulanan, mesh hifungan hari dalam suafu bulan berbeda. Boleh

menggunakan wc umurn meskipun kadar air yang dipafrai dan

u,altu 37ang diperlukan berbeda. Minum dari urarung makan,

meskipun kadar air yang diminum berbda. Ifu serrrua bukan

tergolong ghanrmendapatkan barang atau jasa transaksi. Karena

objek transaksi dalam beberapa muamalah pasti didapatkan, hanln
saia kadam5a bisa bertambah atau berkumng dari lang
diperkimkan oleh pelaku transaksi.

Kita telah mengetahui bahwa asuransi mengandung ghamr
lebih parah dari ghamr dalam mendapatkan objek bansaksi. Ada
unsur glnru pada nilai riil kompensasi yang akan didapatkannya.

Serta ghamrjika diumpamakan mendapatkan kompensasi dalam
pmktik asurarsi kerugian. Ketidak jelasan pada nilai kompensasi

dalam raglam kontrak asuransi adalah ghamr yang baryak dan
parah, !,ang sama sekali tidak dapat disetarakan dengan ghanr
5nng sedikit. ArtinSra yang bisa dipahami, di antara contoh-contoh
yang telah dibeberkan oleh ulama Maliki arh ghamrtersebut adalah
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bahwa orang yang mengasuransikan rumahnya terhadap resiko

kebakaran atau barang dagangannya terhadap resiko tenggelam,

diharuskan membayar kredit asuransi yang nilainya mendekati

harga rumah dan barang dagangannya. Namun, terkadang

musibah kebakaran atau tenggelam melanda selnua baEan barang

yang diasuransikan, dalam kasus ini perusahaan asuransi

memberikan santunan setara harga rumah atau barang dagangan

secara keseluruhan, sepanjang nilai funjangan tersebut masih

dapat dijangkau oleh dana muransi sesuai lsedit asuransi yang

dibaprkan. Terkadang bencana alam mengakibatkan kerusakan

barang yang diasuransikan dengan kadar setengah atau sepertiga,

sehingga nasabah asuransi berhak mendapatkan kompensasinya

sesuai dengan persentase kerugian. Perbedaan spekulasi dalam

dua situasi ifu amat jauh. Karena boleh jadi dana funjangan yang

digelontorkan pemsahaan asuransi pada sifuasi pertama adalah

10.000 riyal. [.alu dalam situasi yang kedua hanya 1.000 riyal

saja. Terkadang musibah menyebabkan kerugian, narnun

penrsahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi sarna sekali.

Karena ada pihak yang lebih bertanggung iaunb atas musibah

kebakaran atau tenggelam. Kami telah singgung sebelumnSa

bahwa partisipan asuransi atas resiko kerusakan, Udak dapat

menghimpun antara dana funjangan dari pihak penanslung jawab

kerugian, dan dana funjangan yang merupakan kompensasi kredit

asuransinya.

Jika dipandang dari sisi perusahaan asuransi bahr,rn ketidak
jelasan atas nilai dana 5rang didapafurya dari dana nasabah adalah

ghanr yang sangat banlak. Sebab bisa iadi perusahaan

memperoleh -sahr kredit yang nilain5ra 1.000 rlal umpamanyra,

lalu terjadi musibah, dan sebagai konsekuensin5ra dia harus
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mengeluarkan dana asuransi atau ganti rugi kerusakan secara

sempuma. Terkadang perusahaan mendapatkan 10 kredit yang

nilainya 10.000 ribu riyal umpaman!,a, kemudian terjadi suatu

musibah, dan sebagai konsekuensinln dia harus menggelontorkan
dana asuransi atau ganti rugi kerusakan secara sernpuma. Kadang
kadang pemsahaan memperoleh semua dana kredit, namun tidak
terjadi musibah apapun selama masa asumnsi berjalan, sehingga

dia tidak merrgalami kerugian satna sekali. Sangat jelas bahrrra

selisih dana riil png didapatkan oleh penrsahaan karena besam3p

spekulasi manjadi besar. Dan sama sekali tidak dapat diqiyaskan

dengan selisih rerneh atas nilai yang menjadi konsekuensi dari
spekulasi-spelmlasi gnng telah digambarkan dalam contoh nFta
oleh ulama ma&hab Malik unhrk kasus ghanryangsedikit.

Perbedaan dalam nilai kompensasi yang akan didapatkan
oleh nasabah asurarsi dari sisi lebih dan kurangnln berdasarkan

spelarlasi tertinggi dan terendah amaflah jauh dalam kontrak

astrransi jika dibandingkan dengan contoh-contoh ghamr yarg
tidak rnernpengaruhi akad fimbal balik yang disampaikan para

ulama madzhab Malik. Dari sini tampak bahwa indeks rtmcunla
keseimbangan !,ang mungkin terjadi di antara karajiban masing-

masing pihak lnng disebabkan ghamr dalam ra5Fm kontrak

asuransi lebih barynk daripada indeks ksancuan png mungkin

terjadi pada tansaksi jasa toilet, meminum air dari penjual keliling
yang disertai kefidak tahuan jumlah air 1nng digunakan dan wakhr
yang diperlukan. Maka barang siapa mernbeli jubah tanpa

sifat bahan 3nng melapisinla dengan harga 100 rilnl,
dia menyangka bahan tersebut bisa dari jenis yang bagus atau

biasa, atau bahkan 5rang sedang, maka perbedaan nilai barang dari
ketiga kemungkinan tersebut adalah sangat kecil dan remeh.
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Demikian karena jubah dengan lapisan isi yang bagus,

nilainya bisa mencapai 110 riyal, dan dengan lapisan bahan buruk

harganya hanla 90 riyal, dan yang berbahan sedang mencapai

100 riyal. Perbedaan antara kemungkinan harga tertinggi dengan

terendah adalah sesuafu yang pada umutnnya tidak dianggap berat

oleh kebanyak orang, sehingga ghanr terbilang kecil dan tidak
bapengaruh. Demikian pula gharar pada air Snng diminum atau

yang digunakan ketika mandi, di mana nilai air bila dibandingkan

dengan nilai kemanfaatan menggunakan toilet adalah sangat

sepele yang hampir tidak bemilai.

Unsur Kedr:a: Objek Gharar Bukan Sasaran Yang
Dimaksud-

Unsur kedua dari unsur-unsur ghanr yang dimaafkan dalam

transaksi timbal balik adalah "Bahwa hal yang disandarkan dengan

gharar, bukan menjadi objek transaksi utama-" Maksud pemyataan

ini adalah, bahwa ghanr ifu tidak keluar dari ternpat transaksi

timbal balik yang asli, 5aitu dua alat transaksi atau salah satunya.

Gharar juga tidak beralih pada sesuahr lang mengikuti barang

transaksi yang biasanya dilakukan. Akan tetapi ghanr hanya

menjalar pada perkara yang tergolong tempat bansaksi 5rang

biasanya bukan tujuan dua pihak pelaku kansaksi. Berdasarkan ini,

maka ghanr png tadapat dalam jual beti buah-buahan sebelum

matang di pohon, jual beli burung di udara, jual beli ikan 1nng
masih dalam habitatrya adalah bukan gharar pada perkara yang

mengikuti yang bukan fujuan utama. Sebab ghanr menjalar pada
..tempat hansaksi- fukar menukar itu sendiri, lrang dernikian ini

disebut ghanr dalam dzatrya atau dalam memperolehngra. Hal
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lang sama berlaku pada ghanr jual beli heuan dengan syarat
harus hamil, dimana ini bukanlah ghamr pada perkara 3nng
mengikuti Sang bukan tujuan utama, natnun ghamrdalam perkara
yang mengikuti dan menjadi tujuan utama transaksi. Objek
tansaksi tukar menukar di sini meskipun bempa heuran 5ang udak
terdapat ghanr- Kecuali karena kebuntingan heuran ifu disandari
glnmr sehingga hukumnya seperti tempat berlangsungnSp

bansaksi fimbal balik, yang memang menjadi fujuan utarna pelaku
kansaksi.

Contoh-contoh barsaksi yang ada di masa kini adalah yang

telah diluntarkan oleh pam ulama fikih Maliki. yaitu, seperti
menjual rumah tanpa diketahui jenis perabohla, jubah tanpa
mengetahui bahan yang melapisinya, kemudian mengonbakan
rumah dengan harga bulanan, meski hifungan hari dari safu bulan
bisa banyak bisa sedikit. [-alu meminum air dari pedagang keliling,
m€nslunakan toilet meski jumlah air yang digunakan berbeda
terrnasuk wakfunya. Ini karena ghanryangberlaku dalam kontrak
tmbal balik fidak beralih pada objek utamanla, di mana objek
tukamya mungkin ada dan tidak ada, atau mungkin bisa

didapatkan atau tidak bisa. B€itu juga dengan perkara 5png
mengikuti pokok objeknp dan biasa menjadi objek transaksi para
pelakunp. Sebenamya ghamr dalam contoh-contoh transaksi di
atas, itu berkaitan dengan hal yang menempel pada objek pokok,
dan bukan menjadi tujuan utama pelaku bansaksi, k€fika
melakukan muamalahpada objek Sang asli s@ara kebetulan bukan
kesengajaan-

Clnmr yang terdapat dalam jual beli rumah tanpa
mengetahui perabokqn, fidak menehpi objek transaksinSn yaifu
rurnah. Karena tidak ada ghanr pada rumah tersebut, narnun
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gharar ifu terdapat dalam perabotannya yang bukan menjadi

tujuan utama ketika berlangsung kesepakatan jual beli, karena dia
sepakat dengan rurnah.

Ghamr dalam jual beli jubah karena tidak mengetahui bahan

.pelapisnlp, ini tdakdigolorlgkan ghamrdalam objek kansaksi asli

Saihr jubah. Akan tetapi pada sesuatu yang melekat padanya yang

tidak meniadi fokus transaksi dan sudah termasuk di dalamnya.

Ghanr pada iasa penggunaan WC karena tidak mengetahui

bempa besar kadar air dan berapa lamanya, bukan juga termasuk

pada objek transaksi yang asli yaifu menggunakan WC dengan

ongkos jasa. Namun ghamr ada pada perkara Srang melekat
padanya yaitu penggunaan air yang biasanSa tidak menjadi fokus

hansaksi dalam kansaksi jasa WC. Demikian juga ghanr dalam

ser.r,ra mmah yang dihitung bulanan tidak menetapi pada tempo

lnng asli, sebab istilah bulan tidak mengandung gharar, natnun
dalam hihrngan harinf 5rang tidak menjadi fokus transaksi.

Sernentara ghamr dalam konbak asuransi terkait dengan

objek trarsaksi yang asli, bukan pada hal Srang melekat 5rang bukan
fokus transaksi. Perkara tersebut telah jelas, seperti yang perrnh
disinggung bahwa ghamr dalam kontrak asumnsi berkaitan emt

dengan adanya kompensasi, nilai riilnya, dan tempo wakfunya.

Dan ini sernua adalah menjadi titik fujuan kerja muamalah iru.

Partisipan asurarsi tidak sudi membayarkan kredit asuransi demi

mendapatkan dana funjangan ketika tertimpa musibah kerugian,

padahal kejadian tersebut masih bersifat mungkin bisa terjadi bisa

juga tidak. Demikian pula nilai riil kompensasi asuransi dan ternpo

wakhr pernberiannya'semuanya adalah objek-objek yang menjadi
ttrjuan bansal$i berdasarkan kesepakatan para ulama fikih.
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Ringkasnya bahwa hal ketidakjelasan tgharar) pada konkak
asuransi berkaitan langsung dengan tujuan transaksi, yaifu dana
asuransi; nilai besamn kreditnya. Maka seorang partisipan ketika
akad terjadi, tidak mengetahui secara pasti apakah dia akan
mendapatkan uang asuransi atau malah tdak. Sedang pengelola
asuransi tidak mengetahui persis berapa kr€dit asuransi yang
berhasil dia dapatkan sebelum terjadinya resiko kerugian atas objek
yang diasuransikan. Selanjutrya, kedua belah pihak baik
pengelola asuransi maupun partisipan pada saat persefujuan
terjadi tidak dapat mengetahui, berapa besar uang yang harus
dikeluarkan dan berapa banyak yang akan dia dapatkan. pada saat
di mana ghanr yang terkandung dalam contoh-contoh yang
disampaikan tidak berkaitan langsung dengan ssaran hr.ansaksi

atau objek yang menjadi fujuan asli. Yaifu pada tuansaksi jual beli
rumah, jual beli jubah, selimut besar, jasa toilet, minum air, dan
serdra rumah secara bulanan, tenfu objek dan fujuan transaksi
dalam muanalabmuatnalah ini tidak bermuatan ghanr ak,u
spekulasi, namun unsur ghararterdapat pada hal-hal yang melekat
padanya yang tidak menjadi fokus utama transaksi.

Unsur Ketiga: Gharar Terjadi pada perkara-
perkara Y.r,g Mendesak.

Unsur ketiga ghanr yang dimaafkan dalam ragam konfuak
tmbal balik adalah karena kebufuhan penting yang mengharuskan
terjadinya ghanr tersebut. Bila bukan karena kebuh.rhan png
mendesak, tentu perkara ini tidak termasuk ghanr yang bisa
dimaafkan dalam transaksi timbal balik. Ini artinSa. bahwa harus
ada transaksi fukar menukar yang dilegalkan, seperti jual beli,
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sewa-menyewa, dan lain sebagainya yang memang menjadi

kebufuhan manusia, dimana apabila mereka dilarang

melakukannya, maka akan menimbulkan masalah besar dan

kesulitan yang berbelit, Unsur gharar ini harus terkandung dalam

perkara yang mengikuti objek pokok yang bukan tujuan utama,

dan tidak mungkin terlepas darinya. Di mana bila kita

mengharuskan hilangnya hal tersebut, maka akan timbul kesan

bahwa, kita telah melarang orang-orang darinya. Para ulama

kalangan Maliki mencontohkan pada jual beli rumah tanpa

mengetahui kualitas perabokrya, jual beli jubah dan selimut tanpa

mengetahui bahan yang mengisinya. Jika saja kita bersikeras

menghilangkan unsur ghanr dalam hal tersebut, niscaya kita

terkesan melarang jual beli mmah dan kain-kain yang berisi

sesuafu- Atau kita membebani mereka unfuk mengeluarkan bahan

yang mengisi kain-kain tersebut. Karena jual beli macarn ini adalah

diperkenankan dengan dalil kebutuhan pokok manusia. Sedang

jual beli mmah, jubah tidak mungkin terlepas dari ketidak jelasan

jenis perabot dan bahan yang ada di dalamnya. Maka jikalau kita

mens5laratkan hilangnya ghanr dalam muamalah tersebut, berarti

s@ara tidak langsung kita melarang jual beli rumah, dan konveksi

png berisi. Atau membebani orang-orang unfuk menunjukkan isi

bahan dan perabot rumah, dan tentunya hal semacam ini punya

udanr kuat, sebab jika diberlakukan justm akan menrsak aset

bansaksi.

Apabila kita terapkan unsur ini pada kontrak asuransi, tenfu

menjadi jelas bahwa ghanr dalam asuransi bukanlah kebutuhan

mendesak unfuk bisa dipraktikkan, ifu karena dua alasant

Alasan Pertama: Kita tidak sedang berhadapan dengan

bansaksi timbal balik yang dilegalkan kebolehannln dengan dalil-
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dalil syariah. Di mana bila kita melarang manusia darinya, mereka

akan mengalami masalah dan kesulitan. Bahkan judul artikel ini

adalah diperbolehkannya asuransi, dengan catatan bisa

mewujudkan tolong-menolong, bahu-membahu yang mestin5ra

tidak hanyn dengan sahr cara agar sampai ke fujuan ini. Demi

mamjudkan itu, camn5ra adalah dengan mekanisme asuransi lnng
dikelola oleh pemsahaan azumnsi saham terbuka, tetapi sebetulnln

ada sistern lain unfuk menyelenggarakan asuransi.

Alasan Kedua: Kita tdak sedang berhadapan dengan

kontrak yang menunfut keharusan melakukannSn. Bahkan

sebaliknya, konbak asuransi ihr sendiri mengandung resiko

@hanl- Sehingga tidak sepatukrya bahun kebutuhan

mendesak itu benar-benar menghendaki berlangsungnya ghanr.

Pemlntaan ini diambil dari contoh-contoh tansaksi lnng
diluntarkan oleh para ulama Maliki, di mana manang ada ghamr

yang mernbenfuk unsur-unsur gharar yang tidak mempengaruhi

ragam kontrak tmbal balik. Ada tansaki tukar menukar lnng
objek pokoknln rumah dan kebufuhan mendesak lpng
menghendaki ada glnnr di dalamnSn. Sebab penggeledahan isi

rumah akan memsak rumah ifu sendiri. Ada juga bansaksi yang

objek pokoknya jubah, di mana kebuhrhan mendesak ihr

menghendaki unfuk terjadi ghamr di dalamnya. Sebab

mengeluarkan suafu benda yang mengisi iubah akan memsak

jubah tersebut. Ada juga bansaksi jasa toilet, yang kebuhrhan

mendesaknya menuntut adanya ghanr, karena ada kesulitan

menenfukan lama waktu dan kadar air yang dibutuhkan-

Sementara yang berkenaan dengan kontrak asuransi, maka

menumt kami bukanlah transaksi yang disyariatkan, kemudian
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terkesan ada kebufuhan mendesak yang menuntutnya ada,

padahal transaksi ifu sendiri mengandung gharar.

Dalil Kedua5a : Kontrak Asuransi Bermuatan Unsur
Taruhan dan Perjudian-

Dalil kedua yang mengharamkan ragam kontrak asumnsi

yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, yaifu bahwa akad-

akad tersebut dinilai merupakan benhrk pertaruhan dan perjudian.

Sementara perjudian dan pertaruhan ittr sendiri dihammkan oleh

syariat berdasarkan kesepakatan ulama, sehingga asuransi itu

disepakati

Adanya asuransi yang dinilai sebagai perjudian dan
pertaruhan nampak jelas dari definisi masing-masing, juga

penjelasan unsur-unsur substansinya. Belum lagi kontrak asuransi

yang termasuk ke dalam definisi tersebut, dan sifat-sifatorya pun
juga ada di dalam asuransi.

Pertama: Pengertian Perjudian Dan Taruhan

Perjudian atau perharuhan adalah bansaksi 1nng dilakukan

oleh dua belah pihak yang menghendaki salah sahr pihak

membayarkan sejumlah uang atau harta benda tertenfu, -lrang
telah disepakat-. Saat nantinya terjadi suahr keadaan tertenfu
(kerugran permainan dalam pedudian, dan tidak jujumla perkataan

bandar judi untuk menentukan dadu lang keluar dalam
pertaruhan).

54 Uhat kernbali, daliHan batal"ya ragam kontrak png diselenggarkan oleh
pensahaan aslrarsi, dalil pertarna dan seterusqn
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Yang bisa dipaharni dari kedua definisi di atas bahr*n,

periudian identik dengan pertaruhan dari sisi bahwa kdua belah

trhak silniFS"rrrzr merrgganfungkan pada suahr kejadian fukta. Yaifu
bahura bandar judi menenfukan perrnainan dalam perjudian. Atau
mernkradon p€rkataan orang 1nng bertaruh dalam p€rtaruhan.

Kedna: Ciridri Perjudian atau Pertaruhan.

Para palor undang:undang sepakat bahun sifut khusus

hnsaksi perjudian dan pertaruhan adalah png menjadi sifat-sifat

khusus asumnsi. Yaifu bahwa dia merupakan kesepakatan yang

menimbulkan ka,vajiban untuk kedua belah pihak. Sebab dua

belah pihak lang melangsungkan perjudian atau pertaruhan

rnarajibkan safu sama lain unhrk menyerahkan sejumlah uang
yang telah disepakati saat terjadi peristiura tertenfu atau kerugian

dalam periudian atau pertaruhan.

Anggapan bahua perjudian atau pertaruhan adalah kontrak
spddasi ifu bisa karena perjudian dan pertaruhan mempakan

snrafu paianjian, dimana kedua belah pihak saat akan berlangsung

l<ontrak, tidak dapt menenfukan iumlah uang ]rang akan didapat

atau diberikan dengan jumlah yang tidak te6atas. Kectrali pada

masa berikutrp lantaran munculnga suah.r kejadian, dan inilah

yang ditunggu. Sqak saat itu baru diketahui berapa dana Snng

didapat atau kenrgian png timbul, dan juga dana grang harus

dikeluarkan.

Pemyataan bahwa transaksi perjudian atau pertaruhan

terrnasuk akad timbal balik, ini dikarenakan dalam masing-masing

pihak, apabila mendapatkan uang keberunhrngan, maka

sebenamya ifu hanya kompensasi dari resiko kertrgian lnng
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mengintainya. Bila penjudi mengalami kerugian, maka berarti itu

merupakan perimbangan dari peluang memperoleh

keberunhrngan. Spekualasi unfuk mendapatkan keberuntungan

atau menanggung kerugian adalah pondasi dioeperasikannya

transaksi ini. Demikianlah pernyataan yang tertera dalam Al
Wasith, |v 7, hal. 986-987, karangan Dr. Abdur Razzaaq As-

Sahuri &.

Ketiga: Kontrak Asuransi Termasuk dalam Definisi
Perjudian dan Pertaruhan.

Nampak jelas dari pengertian dua transaksi yaifu pedudian

dan pertaruhan, terkait penjelasan sifat-sifat khusus yang

membatasi hakikat dua akad tersebut, bahwa pengertian tersebut

memang diberlakukan, dan sifat-sifat khusus tersebut benar-benar

dit€rnukan dalam kontrak asuransi. Sebab kontrak asuransi adalah

transaksi perjanjian yang menimbulkan keurajiban salah safu pihak

(perusahaan asuransi) guna memberikan sejumlah uang kepada

pihak lain, -yang dalam hal ini partisipan- atau dana kompensasi

ketika mengalami kejadian tertentu terhadap objek lrang

diasuransikan- Ini sebagai bentuk kompensasi atas kredit asuransi

lBng disetorkan partisipan selama belum t€riadi apa-apa. Dengan

demikian tabiat kontrak asuransi seperti tabiat trarsaksi periudian

dan perhruhan, meskipun istilah dan unsumlra berlainan.

Keempat: Adanya Beberapa Karakter Periudian dan
Pertanrhan Daliam Kontrak Aruransi.
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Dari segi karakteristiknya, saya tdak yakin ada seorang

pakar hukum undang-undang atau ulama syariat yang mengingkari

bahwa, tiga karakteristik yang telah disebutkan di atas mernang

didapati dalam kon&ak asuransi, demikian lang nampak dari
pemyataan mereka. Meskipun beberapa ulama syariat

memandang bahwa, perjudian dan pertaruhan memitki muatan

unsur lain png fidak terdapat dalam kontrak asuransi. Namun

kami punp pendapat berbeda akan hal tersebut, seperti Snng

akan dijelaskan.

Penjelasanqn adalah, bahwa periudian dan pertaruhan

mengharuskan para pelakunya unfuk menyerahl{an sejumlah uang

yang disepakafi, saat muncul hasil yang menyatakan mereka kalah,

begitu juga dalam taruhan. Demikian hakUn dalam kontrak

asuransi, dana akan diserahkan ketika teriadi musibah atas barang

yang diasuransikan, ini meaupakan perimbangan atas kewajiban

partisipan asuransi menyetorkan kredit-kredit asuransi selama tidak

teriadi musibah lrang merugikannSa.

Jika seorang pelaku pedudian atau taruhan, di saat dia

melangsungkan kesepekatan, dirinya tidak mengetahui berapa nilai

uang !/ang harus dia ba5arkan dan orang lain bagnr terhadapanSa

kelak, sebab hal ini berganfung peristirm Snng sulit unfuk dapat

dipastikan. Demikian pula setiap pihak baik pemsahaan asuransi

maupun nasabahnya saat terjadinSa kesepakatan, dia tdak
mengetahui berapa yang harus disetorkan dan berapa png akan

didapatrya. Sebab hal tersebut diganfungkan pada peristirrn png
sulit dipastikan, yaifu kenrgian yang menimpa barang grang

diazuransikan.
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Ragam transaksi perjudian dan pertaruhan memang

dianggap sebagai kontrak timbal balik, sebab pelaku judi atau

taruhan, apabila mendapatkan nomor keberunfungan, ini berarti

karena dia menghadapi resiko kerugian. Dan bila dia mengalami

kekalahan, maka ifu dikarenakan peluang kebemnfungannya

hilang. Pengertian demikian temyata benar-benar ditemukan dalam

kontak asuransi- Karena dia mendapatkan dana kredit saat tdak
ada klaim kerugian atas objek-objek yang diasuransikan, padahal

hal tersebut karena dia pun5ra peluang menangflung kerugian saat

terjadi peristiwa tertenfu. Apabila perusahaan mengalami kemgian

karena munculnya banyak klaim kejadian, maka ini tdak lain

karena dia mempun5ai peluang mendapatkan keunhrngan ketika

tidak terjadi klaim kerusakan. Semua ragam kontrak di atas seolah

memiliki sistem yang sama.

Jika dikatakan bahwa, spekulasi unh.rk meraih keunfungan

atau kerugian mempakan prinsip yang dianut oleh transaksi

perjudian dan taruhan, maka sungguh prinsip ini juga terdapat

dalam kontak asuransi tanpa diragukan lagi.

Pada dasamSra, kita tidak memerlukan penjelasan terkait

pengertian ragam kontrak perjudian dan taruhan yang juga berlaku

atas kontrak asuransi. Juga penjelasan akan karakteristik dua

bansaksi ini png didapati dalam konbak asuransi. Namun ada

bebempa pakar hukum undang-undang dan ulama sy'ariat png
sependapat dengan kami akan keharaman kontrak asuransi, meski

mereka tidak mengingkari bahwa, ragarn kontrak tersebut seperti

judi dan taruhan, ini jika ditinjau dari sisi hubungan antara

perusahaan asuransi dengan nasabah tertenfu. Artinya bahwa,

dalam mereka, pengertian dan karakteristik khusus

kontrak asuransi merniliki potensi unhrk menghilangkan ghanr
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dan menarik sifat taruhan dan perjudian dari kontrak asuransi

tersebut.

Kita kelak mendapati bahwa, pendapat ini batil tidak

berlandaskan pada suafu dalil. Akad transaksi asuransi yang

hendak kita tetapkan hukum halal dan haramnya, hanya

menciptakan safu hubungan, yaifu keterkaitan antara perusahaan

asuransi dan nasabah tertentu yang memang memiliki perjanjian

dengannya.

Hubungan antara perusahaan asuransi dengan seluruh

partisipan asuransi, ifu merupakan hubungan yang semu, sebab

hubungan tersebut tidak diciptakan olehnya seperti yang pemah

utarakan. Tidak ada akad atau perjanjian lain yang menghendaki

hukum unfuk dilarang atau dibolehkan yang bisa menciptakan

hubungan seperti demikian, hal tersebut bila diumpamakan ada

transaksi demikian yang bisa menciptakan keterkaitan antara
perusahaan asuransi dengan seluruh nasabahnya. Maka, wajib

ditetapkan hukum berdasarkan timbal balik ragam hak dan

kavajiban yang visi dan tujuan kedua belah pihak bisa ditenhrkan,

seperti dalam ungkapan suafu perjanjian dan syarat-qnraforya.

Kita akan melihat, bahwa banyak ragam kontrak yang

dijalankan oleh pemsahaan asuransi yang Udak mampu

menghilangkan ghanr secara keseluruhan. Juga tdak
menghilangkan sifat taruhan dan pegudian dari kontrak asuransi,

akan tetapi semua unsur tersebut masih ada bersamanSa. Jika kita

meyakini tdak terdapat ghanr pada pihak pemsahaan asuransi

dikarenakan ketersdiaan fasilitas dan sarana penghifungan yang

dimilikinya. Lalu, pemsahaan bisa memanfaatkan perhitungan

tersebut unfuk menenfukan standar kannfungan dan kaidah
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perhifungan. Maka tetap saja unsur gharar masih melekat pada

pihak partisipan asuransi yang tidak mempunyai fasilitas dan tidak

pula berlaku teori dan kaidah perhitungan atasnya.

Tetap lekatnya sifat gharar, perjudian dan pertaruhan pada

salah satu objek transaksi timbal balik akan membatalkan akad itu

sendiri-

Hendaknya anda memperhatikan pemlrataan para pakar

hukum perdata dan ulama syariat 5nng menandaskan, bahwa

kontrak asuransi merupakan bentuk perjudian dan taruhan, ini bila

dilihat dari sisi hubungan antam perusahan asuransi dan nasabah

khususnya. Sambil memperhatikan catatan lnng telah kami

singgung lebih dari sekali, yaitu bahwa hubungan ini adalah satu-

safun1n keterkaitan png dibentuk oleh kontrak asumnsi dan tidak

ada keterkaitan lainnya. Sungguh tidak diperbolehkan menetapkan

hukum halal dan haram atas suafu akad dengan hanya

memperhitungkan hubungan sanu yang tidak dibentuk oleh

transaksi ini, yang tidak ada sumbem5n selain dari ifu.

Dalil Pertama: Keputusan Para Pakar Hukum

Dr. Abdur Razaq As-Sanhuri dalam Al Wasitb. "Perusahaan

asumnsi tidak menjalankan kontrak asuransi dengan hanya safu

nasabah, atau sejumlah kecil nasabah. Bila dia melakukan

demikian, maka niscaya konbak asuransin5ra akan menjadi seperti

perjudian atau pertaruhan, dan akad tersebut berubah menSnlahi

hukum syariat. Sebab perusahaan asumnsi telah mengadakan

perjanjian dengan seorang nasabah, bahwa bila rumahnSn terbakar

umpamanya, maka pemsahaan akan memberikan funjangan dana.

Akan tetapi bila tidak terjadi kebakaran, maka dana tunjangan
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yang berasal dari kredit yang disetor nasabah adalah hak penuh

milik perusahaan, inilah cara kerja taruhan."

Dalil Kedua: Keputusan Ulama Syariat-

Spikh Al Marhum Ali Al Khafif berkata, "Apabih perjanjian

asuransi hanya mengikat safu orang saia umpamanlra, maka

kontak tersebut berarti kontrak bruhan dan periudian. ndak
dilegalkan oleh undang-undang maupun hukum qariat. Sebab

adanSn ghanr dan perjudian yang nampak dalam kontrak

tersebut. Urusann5n pun akan berbunfut pada kemgian unfuk

salah satu pihak dan kannfungan unhrk pihak Sang lain." Dari

pemyataan Sfikh Mushtafa Az-7arqa, dapat disimpulkan bahwa,

apabila kontrak asuransi ditelisik dari dua hubungan antam

pemsahaan asurarrsi dan nasabah tertenfu, maka akad tersebut

bisa disebut perjudian dan taruhan juga. Sebab beliau telah

menegaskan melalui artikelnya, bahwa barometer kehalalan dalam

kontrak asuransi terdapat banSnk perianjian asurarsi yang

dikendalikan oleh penrsahaan. Beliau berkata, "Dalam asuransi

terdapat unsur spekulasi png diterapkan unhrk partisipanrya saja.

Di mana dana tunjangan pada akhimya akan diberikan kepada

partisipan jika dia mengalami musibah kerugian atas barang yang

diasuransikannp. Namun apabila fidak t€riadi apo-op", maka Udak

dernikian. Spekulasi transalsi tersebut memang teriadi atas setiap

akad transaksi s@ara tersendiri. Bukan berlaku unfuk sernua

ragam kontrak asuransi grang dijahnkan oleh pengelola asuransi

se@ra bersamaan. Juga bukan pada perafuran asurarsi ifu sendiri.

Sebab peraturan dan sernua kontrah asurarsi tetap berpedoman
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pada perhifungan angka yang menghilangkan unsur spekulasi bagi

pihak pengelola asuransi.

Kami menilai bahwa, pemyataan di atas cenderung maTakini

adanya spekulasi dalam konbak asuransi bagi pengelola asuransi,

bila kita. meninjaunya. dari sisi setiap akad asuransi s@arcl

tersendiri. Dimana inilah realita yang terfadi, seperti Snng perrrah

kami nyatakan. Sernentara jika kita mernandangnya dari sisi

keseluruhan kont^ak dan perafuran asuransi secarr terpisah, rnaka
jelas spekulasi otomatis hilang dengan catatan tertenfu, png telah

kami katakan berkali-kali. Yaitu bahwa kita mernberikan hukum

pada setiap kontrak se@ra terpisah, dan tidak perlu menetapkan

hukum pada afuran asuransi iuga hubungan perusahaan dengan

seluruh nasabahnya. Sebab kita hanSra menetapkan hukum pada

png ada dan berjalan, bukan menghukumi atas hal png hanp
dan diperkirakan.

Dalit Ketiga: Ragam Kontrak Asuransi
Mengandung Dua Macam Riba.

Sungguh mgam konbak asuransi itu mengandung dua
Irlacatn riba, yaifu nba fadl dan riba nasiiah, ini terjadi karena

adanya tiga hal, antara lain:

Pertama: Bahura kontrak asuransi adalah perianiian antara
penrsahaan asuransi dengan nasabah asuransi, lpryl
konselmensinya seorang partisipan mernbaSprkan seiumlah uang

dengan sekali bayar atau l$edit tempo. Untr.rk mendapatkan

kompensasi dari penrsahaan asuransi kefika teriadi musibah

kemgian, yang nilainp bisa sama dengan lsedit Snng telah dia
setorkan, bisa lebih banlpk atau lebih sedikit. Bila temyata nilainlp
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sama dengan yang dia bayarkan berarti itu merupakan riba
nasiiah, narnun jika lebih lebih nilai ganti ruginya lebih bangak
berarti itu bermuatan riba nasiiah dan riba fadl seram bersamaan.

Demikian karena para ulama fikih bersepakat, bahwa jual beli
mata uang dengan uang sampai tempo tertentu merupakan riba
nasiiah bila alat fukam5n sepadan.

Jika tansaksi jual beli itu menghendaki ganti yang lebih besar

dan dengan penagguhan waktu, rnaka selain riba nasa' juga

terdapat .,iba fadhl. Dan temyata hal ini didapati dalam kontrak
asuransi, sebab kontrak ini -seperti Sang pemah kami singgung-
menunfut agar nasabah membayarkan sejumlah uang, dengan safu
kali baSrar ketika kesepakatan berlangsung, atau dalam bentuk
angsurcn wakfu setelahnya. Demi mendapatkan komihren
perusahaan yang bersedia memberikan kepada nasabah atau
kepada aNi warisnya, atau kepada orcmg tertenhr yang telah
ditunjuk dalam benfuk tunjangan asumnsi yang mungkin sama
dengan kredit yang dia angsur, mungkin lebih sedikit, atau bahkan
lebih sedikit. Sedang partisipan sendiri saat adanya kesepakatan,
dia tidak mengetahui berapa nilai riil yang akan diperolehnya,
sehingga dia menjadi fidak tahu konsekuensi sepadannya.
sementara prihal tidak mengetahui besaran yang sepadan adalah
seperti pengetahuan akan adanya perbedaan yang mengisyaratkan
kandungan riba sesuai kesepakatan ulama.

Sungguh, kami telah menemukan bahwa, sSnriat

mensyaratkan diterimanp barang dagangan dalam jual beli,
sebelum meninggalkan majelis akad agar terbebas dari unsur riba
nasiiah. Sebab menangguhkan salah satu objek barter png berlaku
riba di dalamnyra, -termasuk juga mata uang- tidak diperbolehkan
menumt sSariat, meskipun bamng yang ditukarkan sama dan
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berbeda dalam akadnya. Tak perlu diragukan lagi bahwa, salah

safu objek tukar dalam kontrak asuransi adalah dana asumnsi,

yang terkadang pencairannya lebih lama daripada pembalnran

kredit asumnsi tersebut yang merupakan objek fukar lain berupa

mata uang. Yang demikian itu, bila dana asuransi sama dengan

kredit asuransinya berarti rtba nasiiah. Dimara juga menladi riba

nasiiah dan riba fadhl sel<aligs. bila dana asrarsiqB lebih besar

dari kreditrSa.

Silakan anda cerrnati pernyataan-'perrryataan ulama fih:h,

png menunjukkan sahnga transalrsi png hta katakan dalam

Tuhktul MuhbF y*rs berrnadzhab AsySpfi'i, dikatakan bahrra,

"Jika saja dilakukan jual beli mata uang dengan mata uang

lainnSra, bila ihr safu jenis, maka diharuskan s@ara langsung,

sepadan, dan langsung diserah terimakan. Maka kapan saia

salahn5n terdapat penangguhan, meskipun harrln sebentar, sedang

kedua belah pihak masih dalam majelis akad, maka berarti tidak

sah. Yang dimaksud dengan At-Taqaabudh adalah, barang diserah

terimakan sebelum berpisah. Atau jual beli antara dua mata uang,

seperti emas dan perak, boleh ada pertedaan timbangan, akan

tetapi tetap dis5nratkan la.rgs,rrg dan disemh terimakan." Dala,rn

Hasyi5nh Ad-Dasuuqi Sfmh As-95nrhu Al KabiF6: "Flit)a msiiah
haram dalam mata uang secara mutlak." Di mana kitab tersebut

beraliran ma&hab Maliki. Ada pemyataan dahm Al MabsuttFT.

"Sungguh tambahan yang bukan merupakan objek fukar tansaksi,
ifu merupakan harta riba yang sudah urnurn dikenal orang."

55 Uhat, Tuhfatul Muhbj,qpmh Al Mnhai jlz, 4, haL 273
s6 Uhat" Hasgah AdDaswqa'w 3,tal. ?5
57 Al Mabuilz, karya Irnam As-sarakhsi berrnad*rab Flarnft, juz 11, hal.

lt7.
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Dalam kitab Bidaayatul Mujtahid, karangan hnu Rusyd

penganut ma&hab Maliki, dinyatakan bahwa: "Para ulama

sepakat bahwa jual beli etnas dengan emas, dan perak dengan
perak (yaitu sama-sama mata uang) adalah tdak dibolehkan,

kecuali harus sarrra, dan langsung diserah terimakan."

Kedua: Bahwa asuransi jiwa pada kondisi belum meninggal

dunia mengandung komitnen pemsahaan unfuk memberikan dana

sanfunan kepada partisipan selama hidup sampai batas waktu
tertenfu sesuai perianjian. Juga komitnen kredit yang

disetorkannya selama masa perjanjian berjalan ditambah kalkulasi

bunga, sehingga kontnak ini menjadi hamm.

Ketiga: Bahwa sebagian besar pelayanan yang dilakukan
oleh perusahaan asuransi bertr,rmpu pada sistem riba, dia
menginvestasikan uangnya dalam nota deposito yang

digelontorkan dalam benfuk dokumen asuransi bertunga.

Asuransi Adalah Penjualan Utang Dengan Utang

Yarrg berhubungan dengan dalil masalah ini bahwa, kontak
asuransi mengandung unsur penjualan utang dengan utang
sehingga menjadi batal. Karena jual beli utang dengan tukar utang
adalah batal menurut kesepakatan ulama. Di antara hal yang
menunjukkan kebatilannya adalah, hadits dari Nabi $ bahwa

beliau melamng jual beli Al l{aali'. Seluruh ulama ijtihad
menafsirkan Al l{aali ' adalah jual beli utang dengan utang. Oleh
karena ifu, anda mendapati mereka mens5laratkan jual beli
pemesnan dengan diterimanya harga jadi dalam majelis transaksi,
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yang tentu untuk mengeluarkan akad tersebut dari jual beli utang

dengan utang. Sebab barang yang dipesan pada dasamya utang

yang bertempo waktu, sehingga bila uang modal tidak diterima

terlebih dahulu dalam majelis akad, maka artinya transaksi tersebut

batal. Ini dikarenakan itu termasuk penjualan utang dengan utang

yang jelas dilarang syariat.

Pam pakar hukum perdata pun mq;akini hakikat ini. Dr.

Abdur Rozaq As-Sanhuri dalam Al Wasith 7/2/1L48 berkata,

"Dana asuransi yang merupakan tanggungan pengelola asuransi

mempakan kompensasi lffedit asuransi png meniadi karnjiban

nasabah asuransi." Jadi, krdit asumnsi adalah karajiban, pihr
utang 1nng dipikul oleh nasabah asuransi, dimana pada dasamya

mempakan kompensasi atas dana asuransi yang iuga mempakan

kewajiban. Yaitu uhng 5rang dipikuloleh pengelola asuransi.

Dalam Al Maunhib Al Jaliil ketika menjelaskan ma@In-

macam jual beli terlarang dinyatakan: "lni juga seperti iual beli .4/
Kali', yang disinggung dalam hadits bahwa Rasulullah $ melarang

jual beli utang dengan utang. Ibnu Urfah berkata, "Para Imam

hadits menerima baik hadits ini, sehingga tidak perlu meneliti

sanadnya, seperti yang dikatakan mereka dalam hadits, "Tidak ada

wasiat (harb) unfuk ahli waits." hnul Mun&ir berkata, "Para

ulama menyepakati bahura jual beli utang tdaklah diperbolehkan.

Dirnana hakikatrya adalah menjual sesuatu utang dengan sesuahr

Snng juga bersifat utang, di mana salah safu dari Snng hinnln tdak
dik€hhui mana lnng lebih dahulu. Inilah makna pe*ataan

mereka, 'Mengawali utang dengan utang, dan sebelumnlp belum

ada sangkutan utang, 3nng dinamakan menghapus utang dengan

utang barang, dan menghapus apa yang tersedia dengan sesuafu

png dibngguhkan."
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Pemyataan dalam Al Mawahib Al Jatiit "Jika dua objek
transaksi pertukaran sama-sama dipenuhi dalam tempo wakfu
secara bersamaan, maka ifu artinya menjual ,tu"s dengan utang,
yang terlarang.

Dalam Mathaalib Ulin-Nuha dinyatakan: "Bila pedagang tidak
mendapatkan modal harga dalam majelis akad, maka hal ifu
menjadi terlarang, sebab yang demikian ifu merupakan penjuaran
utang dengan utang."

Yang perlu jadi catatan serius dalam konteks ini bahwa,
transaksi perfukamn utang dengan utang adalah tidak boleh.
Meskipun kdua utang tersebut bukanlah sesuafu yang
mengandung riba, pifu bila salah safun1a riba dan yang lain bukan
jenis riba. Penjualan utang dengan utang adalah bab png berbda
dari pembahasan t'rba nasiiahyang telah diutarakan sebelumnga.

Sanggahan Persepsi Buruk Orang Y*g Tidak
Sefuju Atas HaramnlTa Asuransi-

sudah pernah kami katakan bahwa, ide asuransi ditinjau dari
sebuah sistem adalah berfujuan sebagai media tolong menolong
dan solidaritas antara suafu kelompok manusia, akan tetapi tdak
mernberikan pengaruh karena ada beberapa benfuk muanalalrnya
yang tidak kami legalkan. urusan tolong menolong dan solidaritas
antar komunitas manusia merupakan hal lnng bersesuaian dengan
ragam fujuan syariat dan ushulnya s@ara umum.
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Pertama: Asumnsi jaminan sosial yang diselenggarakan oleh

negara, atau yang pengelolaan dan pengaturannya diserahkan

kepada lembaga terkait.

Kdua: Asuransi timbal balik yang diselenggarakan oleh

organiasi-organisasi asuransi solidaritas.

Ketiga: Asuransi komersial lang mempunlni kredit tetap,

dan inilah png dikelola oleh suafu pemsahaan asuransi.

Kami telah menyimpulkan bahwa asuransi sosial dan tmbal

balik tidak mengandung unsur haram, sebab dasar larangan dalam

ragam konfuak asuransi -sebagaimana kami ryntakan- adalah,

adanya ghamr. Sedang ghamr mempengaruhi hukum transaksi

pertukamn, bukan bansaksi hibah menunrt pendapat beberapa

ulama ftkih terkernuka. Sebab dua ienis azuransi di atas,

berlandaskan pada sanfunan sosial, lnng tdak bertujuan

menghimpun keunfungan, sehingga objek penghararnannla iadi
hilang.

Sementara terhadap ragam bansaksi 1nng diialankan oleh

suatu penrsahaan asuransi, maka kami telah menghukumiqla

haram dan batil, berdasarkan dalildalil png kami nukil dalam

pembahasan kedua dalam pasal ini. Dalam pembahasan png
ketiga mendatang, akan kami sampaikan kesalahan persepsi

orang-orang Sang bersebrangan pendapat atas keharaman ra[Fm

konhak lnng diselenggarakan perusahaan asuransi, kernudian

bagaimana sanggahan kami atasnya. Pembahasan tersebut akan

kami bagi menjadi beberapa mathlab (ulasan masalah), yang di

dalam setiap mathkb berisi dugaandugaan salah terhadap setiap

dalil 1ang telah kami sampaikan, khususnlra yang menyimpulkan
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keharaman ragam kontrak asuransi yang diselenggarakan oleh

perusahaan asuransi.

Kami telah menetapkan tiga dalil unfuk memutuskan

keharaman ragam kontrak tersebut, dan sungguh para penentang

telah menghembuskan dugaan salah mereka atas.setiap dalil. Aku
akan sebutkan dalilnp dengan ringkas, lalu baru aku paparkan

dugaan salah yang kami letakkan dalam setiap mathlabpng ada.

Mathlab Pertama:

Dugaan Salah yang Diarahkan pada Dalil Ghanr.

Sesungguhnya landasan terpenting lang menenfukan stafus

ragam konhak asuransi adalah ghanr (beresiko). Dalil tersebut

menyimpulkan bahwa, tansaksi asuransi merupakan transaksi

perhrkaran harta yang dapat disusupi ghanr yang buruk atau

banyak. Sedang jika dalam bansaksi pertukaran terdapat ghanr
yang banpk, maka telah disepakati bahwa, bansal$i tersebut batil.

Mukadimah pertama dari dalil ini adalah, bahwa ragam

konkak asumnsi mempakan kontrak perhrkamn harta. Sudah

disinggung sebelumngn, bahwa dalil atas jenis tersebut adalah

adanln ragam transaksi asumnsi, dernikianlah yang telah

ditetapkan dalam AD,/ART-np dan dijalankan langsung oleh
pertrsahaannya. Kami telah berpendapat bahwa, para pa&ar

huhrn perdagangan dan ulama syariat mayakini betul, bahwa

kontrak asurarsi merupakan kansaksi pertukaran harta. Dalam

transhksi ini tidak terdapat sifat usaha keras, pehgorbanan, tolong
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menolong, dan solidaritas seperti yang termuat dalam kamkteristik

sumbangan sosial.

Kami telah katakan berkali-kali, bahwa hubungan lnng ada

antara para nasabah adalah murni pengandaian dan perkiraan saja

Sang.tidak dilandasi suatu dan, tidak juga diperkuat oleh realita

lnng ada. mengapa dernikian? Karena penetapan adanya

hubungan ini menghendaki beberapa haL Pertama, adanln akad

atau kesepakatan yang menjadi latar belakangnya. Kedua, secara

kasat mata perjanjian atau kesepakatan ini memiliki visi

mernberikan kontibusi, pengortanan, pertolongan, dan

solidaritas. Padahal ini sernua mumi pengandaian saja 1nng tidak

ada wujudngra, dimana selanjutrSa menjadi mustahil unfuk

menetapkan hulilrn terhadapryra.

Konkak asurarsi 1rang disepakati oleh penrsahaan asuransi

dengan nasabah tertenfu, tidak menciptakan hubungan khusus

antar seluruh nasabah, Srang dasar dan fujmn utamanla adalah

tolong-menolong, solidaritas, partisipasi, dan pengorbarnn- Bila

dernikian, lantas suafu transaksi Snng dasarr$ra tidak

menciptakan hubungan bisa dihukumi. Tuiuannya tdak ffienfuk
nyata, lalu ragam hak dan karajiban udak diafur s@ara seksama.

Tenfu fenomena sernacarn ini kalaupun dibolehkan menurut

undang-undang, maka akan tetap terlarang dahm qBriat.

Mukadirnah kedtra: Bahwa rzrgarn kontrak asuransi

bemruatan glnmr yang besar dan buruk yang sangat

mernpenganrhi akad pertukaran dalam resiko dan pelamrgnntn.

Kami telah memantapkan ini dengan dua dalil, rcifut

Dan Pertama: Glnnr (resiko) lpng terkandung dalam

ragam kontrak asumnsi termasuk ke dalam pengertian glnnr
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menumt semua ulama ahli ijtihad. Kami telah paparkan ragam
pengertian gharar menurut para imam dari berbagai madzhab.
Kemudian kami garis bawahi bahwa, setiap pengertian tersebut
memang benar-benar terjadi dalam kontrak asuransi. sehingga
transaksi ini termasuk dalam ghanryang terlamng

Dalil Kedua: Ghamr yang dikandung oleh tansaksi asuransi
tidak termasuk ke dalam kategori ghanryarrg tidak mempengaruhi
hukum dalam tansaksi-bansaksi pertukaran. Kami telah
sampaikan apa saja ghamryangdibolehkan dalam transaksi timbal
balik. Kami juga telah jelaskan unsur-unsumya, mengutarakan
contoh-contohnya, kemudian kami tetapkan bahwa, ketenfuan ini
dan semua unsur tersebut bukanlah lnng dalam
kontrak asuransi.

Dari kedua dalil di atas, yaitu bukti rnasuknya giararasuransi
dalam ghanr yang dilarang oleh syariat, dimana bukti kedua
bahwa ketenfuan ghanr yang dibolehkan dalam tansaksi
perhrkaran bukan yang terkandung dalam asuransi. Dengan
demikian, selesailah mukadimah yang diharapkan, yaifu bahun
mgam kontrak asuransi ifu beful-betul mengandung ghanr yang
buruk dan juga banlnk.

Mukadimah ketiga: yaitu bahwa suaht akad lnng
mengandung ghanryang buruk atau parah dari akad perfukaran,
maka akan dihukumi batil dan haram. Aku takin tak seorang pun
memperdebatkann5a. Karena hal ini termasuk dasardasar pokok

dalam svariat Islam. DalilnSn adalah: * *S *v'tlt * t"St e
,iiit "Nubi $ melarang ghamf Para ularna ahli ijtihad bersepatrat

mengqiyasl<an ghanr tersebut ke dalam sernua benfuk transaksi
pertukaran harta melalui jual beli pada hukum ini. Tatkala larangan
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gharar dalam hadits di atas bersifat umum dan mutlak, maka

tenfunya hadits tersebut menjadi dalil pelarangan setiap transaksi

timbal balik yang bermuatan gharar. Bahkan sampai disimpulkan

dengan dalil, bahwa ada transaksi yang masuk ke dalam ketenfuan

ghanryangdiperbolehkan, yaitu yang telah dikecualikan oleh para

ulama ahli ijuhad dari sifat umuln dan muflak ini.

An55ppan keliru yang dihembuskan oleh orang-orang ]lang

membolehkan kontrak asurarsi teriadi pada mukadimah pertama

dan kedua dari dalil ini. Keduanya adalah, bahwa ragam kontrak

asuransi mempakan kansaksi pertukaran harta, dirnana

ghanr yang ada merupakan glnmr 1rang parah dan

banSak. Silahkan anda cermati ansppan keliru ini berikut

sangFhannya-

Persepsi Keliru Pertama: Asuransi fidak Termasuk
Transaksi Pertukaran Harta.

Beberapa pakar kontrak asuransi berusaha menghilangkan

sifat timbalbalik dari kansaksi asuransi ini, lalu menggolongkann5a

ke dalam wilalah kesepakatan unfuk berkontibusi. Dengan alasan

bahwa, muamalah ini merupakan benfuk tolong-menolong, bahu-

membahu, sumbangsih, dan pengorbanan. Mereka menerapkan

pendapat ini pada ragam bansaksi !/ang dijalankan oleh

perusahaan asuransi. Tujuan mereka adalah, meniadakan sifat

transal$i perfukaran harta dari bansal$i ini lalu membungkusnya

dengan kesan menghimpun tolong-menolong, sumbangsih,

pengorbanan, dan penggalangan dana, agar sampai pada suafu

pendapat yang men5ratakan bahwa tidak ada dampak ghanryang
buruk pada transaksi asuransi tersebut. Sebab ghanryang banyak
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akan mempengaruhi hansaksi perfukaran harta bukan transaksi

hibah. Dari sisi lain, mereka merancang pendapat ini unfuk

mengingkari, bahwa konkak asuransi tidak termasuk ke dalam

kategori perjudian dan taruhan, atau hal yang dilarang. Karena

tidak ada peluang bagi perjudian, tamhan, dan riba dalam suafu

bansaksi Spng didasari oleh -sebagaimana mereka nyatakan-
perjanjian tolong menolong lang dilakukan oleh sekelompok

orang, agar setiap dari mereka menyrmbangkan yang terbaik

berupa kontibusi dana, supaya donasidonasi 5nang terkumpul

tersebut dapat mengganti kerugian yang menimpa salah seomng

dari mereka png terjadi karena peristiwa tertenfu. Silahkan anda

cermati mgam pemyataan yang diluntarkan oleh pencetus

ansppan keliru ini, dan sanggahan kami terhadapnya.

Pertama: Pernyataan orang lpng berpendapat,
bahwa kontrak asur.rnsi fidak termasuk ke dalam
transaksi perfukaran harta, akan tetapi merupakan
transaksi solidaritas dan kontribusi sosial.

SSnikh Ali Al Khafif berkata, "sesungguhnya mengambil

sikap pada salah safu sisi transaksi asuransi, dan memandangnya

tersendti yaifu dari sisi keterikatan antara pengelola asuransi

dengan partisipannya se@ra tersendiri tanpa memandang sisi lain.

Yaifu sisi hubungan antara pengelola asurarsi dengan sernua

partisipannln. Di mana pengelola asuransi di sini haryn
berperan sebagai penengah, penghimpun kredit-kredit dan
mengafur mekanisme solidaritas mereka se@ra keseluruhan

unfuk menghadapi kerugian lnng menimpa sebagian kecil
dari mereka. Sikap inilah yang mengajak banSnk orang-orang
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yang fokus menfatwakan bolehnya asuransi menjadi tidak boleh.

Sebab itu hanyalah sekedar sikap dari safu pandangan yang tidak

terlaksana. Telah nampak bahwa, transaksi asuransi adalah

transaksi perjudian atau taruhan yang tidak dilegalkan dalam fikih

Islam atau bahkan oleh hukum perdata. Akan tetapi jika meninjau

asuransi dari sisi lainnya, yaifu yang dapat memperlihatkan kontrak

asumnsi dalam benfuk 5ang hakiki, menjelaskan karakteristik dan

mang lingkupnlB. Dimana dapat ditegaskan bahwa, asuransi

hanya sekedar perjanjian keria sama, lrang diialankan dengan

aturan 3rang rapi di antara banpk orang. Sehingga apabila ada

musibah kerugian menimpa sebagian mereka, maka semuanln

kompak bemsaha membanfu dan menghilangkan beban dengan

sedikit menytrmbangkan sedikit harta mereka. Mereka bahu

membahu unfuk menghilangkan resiko kemgian besar yang

menimpa sebagian mereka." Beliau juga mengatakan, "Yang

disetorkan kepada pengelola asuransi berupa kreditrkredit asuransi,

tenfu ifu terpusat dan diafur olehnlra. Pengelolaan uang di baunh

pengawasan dan kekuasaan sesuai dengan perafuran-perafuran

yang digulirkan untuk itu."

Selanjuhrya beliau berkata: "Adapun partisipan asumnsi

dengan konbak yang dia lakukan, fidaklah mengharapkan

keunfungan materi dari bagiannSa atau keiadian yang kebetulan

menimpanp- Namun yang dia harapkan adalah, dapat terpelihara

dari resiko kenrgian dan kejadian tak terduga yang dapat menimpa

mereka sernrrr, Sehingga setiap mereka hanlB menanf6lung

sedikit beban yang mampu aiUfuhnnya s€ndiri tanpa susah

pa!,ah-

Beliau menambatrkan, 'setiap asltransi; baik asuransi sosial

nr.rupun asuransi komersial yang semtranlra ifu dikdoh oleh
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pemsahaan asuransi, sama-sama berdiri pada pondasi kerja sama

antar sesama partisipan dan solidaritas di kalangan mereka, demi
melindungi setiap mereka dari kerugian lnng menimpanya karena
kejadian tertenfu. Ifu semua didapat dari donasi mereka sendiri
yang dikumpulkan, diberdayakan, dan disimpan oleh badan yang

mengelola dua asuransi sekaligus."

Ustadz Mushtafa Zarqa berkata, "Bahwa dasar asuransi

tersebut berlandaskan pada safu barometer Snng meliputinla, !/afu
meumjudkan sikap solidaritas di antara kalangan orang tertenfu
yang terancam dengan resiko lrang sama. Tenfu benfuk kerja

samanla berbeda-beda, berganfung pada benfuk asuransinya."

Beliau juga berkata,s8 "Tentang dakunan keliru pada riba di
mana seorang partisipan membayar lffedit yrang rendah, lalu dia
mendapatkan -ketika terjadi kerugian atas objek asumnsinya-
dana sanfunan atas kerugiannya yang terkadang lebih besar
sampai berlipat-lipat dibanding kredit yang menjadi kevuajibannya.

Ini serara kasat mata merupakan persepsi keliru yang semu, dan
berada dalam hakikat lemah yang tidak kuat. Ini dikarenakan,
kapanpun kita teringat bahwa objek transaksi asuransi ifu berdiri
pada landasan tolong menolong dalam menanggulangi musibah,

atau kerugian-kerugian yang timbul tanpa diduga. Bila memang ini
dianggap sebagai riba atau dakunan riba, maka artin5n wajib
berpendapat mengharamkan asuransi fukar menukar. Sebab di
dalamnSra, seoftrng nasabah juqa membaprkan kredit rendah, dan
dia akan menerima dana funjangan yang lebih besar dari nilainya

s [.ihat, matolah yang dipresentasikan dalam Muktamar Intemasional
Ekonomi Islam di Makkah Al Mukarramah, dengan judul: sistem Astnarsi,
ob!ek47a pada aspek ekonomi dalam segi llzrrg umum dan sikap ryariat
tertndapnp.
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tersebut, yang lebih besar saat mengalami kejadian yang

menrgikannp. Jika memang benar terdapat dakunan riba, maka

wajiblah menyatakan haram atas perafuran persiun, dan

funjangan-funiangan lain bagi para pegawai negeri."

- Musthafa Tarqa juga b€rlota, 'Pada asumnsi jiwa, tanda

jadin3n hanla kesepakatan guna mernberikan funjangan png
berganfung dengan seberapa besar nilai kenrgian rrcabah. Namun

srrbtarsi asr.rami ini dengan dua rnacam asuransi di atas, titiak

ada perbedaan Srang berarti. Yaitu asuransi atas barang:barang,

dan asurarsi atas tanggr.urg iruab kenrgian."

Dia juga menambahkan, 'Sesungguhn3a sasa,ran ash grang

menldi fumpuan trarsalsi asuransi 3ang dikelola oleh penrsatraan

a$ransi adalah, menyirgkirkan kertrgian yang ditimbulkan oleh

musibah ]rang datang secam fiba-fiba dfonana mrlsibah ihl
menimpa seorang partisipan atau bahkan sernu.r partisipan yang

ikut serta, yaifu melalui ganti rugi atas kenrgian tersebut

SBng menimpa salah seonng merelo. Cranti rqi ini bersumber

dari l$edit-kredit asuransi 1nng telah mereka serahkan, inilah 1ang
dirnaksud dengan substansi kerla sarna-"

Kedua: Sanggahan Terhadap Arlggapan l(efru di
atas.

Sesrrngguhnta mshtnsh sebeh.nnrryp telah

aryXFpan k€firu ini, hal tersehrt menunjuldon batura sangloan ini
berturnptr pada ea perlrara:

Perkara Pertarna: Kontrak asuransi tnqn s€k€dar afiliasi
pada kontrak kerll sama 3png tersistern, t€rdfoi dari bar,lpk onng
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yang menghadapi resiko tertentu yang sama. Sasaran kesepakatan

ini adalah kerja sama seluruh nasabah unfuk menghilangkan atau

meringankan ken:gian yang menimpa salah seorang dari mereka.
Akibat kejadian tertentu, kerja sama ini akan berjalan baik dengan
sumbangan ringan dari setiap anggotanya

Gambaran di atas, menyalahi realita yang ada dari dua sisi:

Pertama: Kontrak tersebut mengasumsikan adanln
kesepakatan kerja sama yang telah terbenfuk antara sekolompok
orang unfuk meringankan beban kemgian png ditimpa oleh salah

seorang dari mereka.

Kedua: Kontrak asuransi mencerminkan kekompakan
partisipan pada persefujuan ini, padahal kedua perjanjian ini tidak
nyata, sehingga fujuan kerja sama yang disertai tidak adanya
perjanjian, adalah hal yang tidak mungkin. Kecuali jika disertai

dengan niat menlrumbangkan, dimana semestinya niat ini bisa

diketahui dari redaksi akad dan pemlntaannya. Maka dimanakah
letak kontrak atau perjanjian, supaya kita mengetahui fujuan dari
dua belah pihak?.

Sungguh hukum syariat tidaklah dibangun berlandaskan

ragam asumsi yang sangat jauh, akan tetapi dibangun dengan

realita png didukung suafu dalil yang ada.

Kontrak asuransi sesuai dengan undang-undang yang

mengafur dan petan yang dijalankanqn, bukanlah perjanjian

antara banrck orang unfuk saling banfu dan bahu membahu
unfuk menghadapi berbagai resiko dan menufupi kerugian, karena

dia hanya dilakukan dua pihak saja, yaifu perusahaan asuransi dan
nasabah khususn5a. [-alu dimanakah seiumlah banyak orang, ]lang
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punya satu visi, dan bersepakat untuk saling mengisi, bekerja

sanna, dan mamjudkan solidaritas?.

Sungguh seorang nasabah asuransi yang besar, tidak rnampu

mengenali satu sama lainnya, apalagi mempunyai perianjian kerja

sama dalam kebaikan dan ketal$/aan.

Sedangkan keterikatannya dengan kesepakatan ini adalah,

bahwa itu tdak didapati dalam konhak asuransi, yang ada

hanyalah komitnen perusahaan asuransi unfuk mernberikan dana

tunjangan kepada nasabah apabila mengalami musibah atas objek

Sang diasuransikann5a- Ini sebagai nilai ganti dari kredit yang

diba5amyra. lalu dimanakah bukt keria salna dan visi

menyumbang dari sisi perusahaan asuransi dan nasabah khusus.

Kami telah mengatakan berkali-kali, bahwa kontrak asuransi

hanla menciptakan satu hubungan saja, 1nifu hubungan antara

perusahaan dengan partisipan tertenfu- Sementara terkait

konsekuensi dari hubungan ini bempa hukum-hukum, hak, dan

ka*ajiban sesungguhnya hanya diberlakukan pada hubungan

kedua belah pihak saja, sesuai dengan persentase geiolakgeiolak

bansaksi. Inilah kaidah yang telah diyakini keberadaannla dalam

fikih dan ang. Tidak ada orang lang mengatakan,

bahwa kontrak 1lang dijalankan oleh penrsahaan asuransi bsarna
dengan partisipan khusus, akan menciptakan konselmensi hak

atau mengasumsikan karajiban pada otang selain partisipan

khusus tersebut.

Penpmaan ragam kontrak asuransi 1rang diselensFmkan

oleh perusahaan asuransi dengan asu?tnsi tmbal balik !/ang
dikelola oleh koperasi atau lerrbaga terkait, atau dengan sistem

penrberian funiangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ini
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merupakan penyamaan pada sesuafu yang berlawanan. Karena

dalam asuransi timbal balik, tidak dikenal istilah pengelola asumnsi

dan yang mengasuransikan. Namun hanya sekedar kerja sama dan
penggalangan sumbangan dari semua anggota koperasi unfuk
maksud tertenfu. Yaifu unfuk menutupi kenrgian karena musibah
yang menimpa salah seorang dari anggotanya. Maka ketika
kerugian menimpa salah seorcmg dari mereka, maka dia dapat
mengambil dana asuansi dari uang sumbangan yang dihimpun,
Iantamn syamt unfuk mendapat funjangan, atau kriteria yang

digantungkan terdapat dalam diriryn. Artinya, bahwa funjangan

tersebut bukanlah kompensasi keikutsertaannya atau iuran
wajibnya. Dernikian juga dengan sistem pemberian funjangan dan
afurannp. Dia merupakan afuran lpng pijakannya berupa
p€ngumpulan sumbangan bagi siapa saja png memenuhi qlarat-
syarat tertenfu, di dalamnya f,dak ada maksud mencari
keunfungan. Meskipun demikian, kita tetap berpendapat

mengharuskan adan5ra hukum dalam ahrran asuransi kerja sama

dan pemberian funjangan dan lainnlp seperti kriteria ini, 1nifu
bahwa dia berfungsi mengumpulkan dana untuk fujuan tertenfu.

Perkara Kedua: Peran pemsahaan asuransi dalam kontrak
asuransi yang dijalankannya bersama para partisipan adalah
sebagai penengah, lnng mengumpulkan kredit-kredit mereka dan

mengafur kerja sama mereka, serta menjadi unkil mereka.

Ini tdak lebih dari melebih-lebihkan asumsi dan perkiraan
dari yrang sebelumn5ra. Perusahaan asuransi adalah pelaku sejati

dalam kontrak asuransi, dan pihak lainnya adalah nasabah

asuransi. Konbak asuransi tdak berjalan antar sesarna nasabah,

yang kemudian pemsahaan asuransi sebagai penengah mereka
untr"rk menciptakan kesepakaan bansalcsi. Serta mempunyai

S58 ll et Uoj*u'SyuahAt Muhadzdzab



hubungan yang mengikat di antara mereka. Hubungan tersebut

temyata tidak mengafur semua hak dan ka,vajiban antara

perusahan asuransi dan png melakukan kesepakatan dengannya

5raitu nasabah. Tidak juga mengimplementasikan dampakdampak

akad tersebut untuk para partisipan.

Perkara Ketiga: Sentralitas pertrsahaan dan fungsinln yang

menghimpun kredit asuransi dari semua partisipan, merurpakan

otoritas pemegang amanat atau hakim yang dititipi harta di bawah

werruenang dan kebi;akannya. Perusahaan asuransi berdasarkan

penggambaran ini, tidak memiliki wetil/enang unfuk menghimpun

kredit asuransi, namun sebatas amanah di bawah kuasanSa, hal ini

ditinjau dari perannya sebagai pemegang wasiat atau hakim yang

bqmuamalah unfuk kemaslahatan terbatas atau orang yang

dikuasakan.

Tak diragukan lagi bahwa, transaksi seperti ini jauh dari

asumsi dan perkiraan, sebab hal yang demikian seperti lnng
diketahui dalam otoritas dan wasiat Snng ditetapkan karena ketidak

la5akan dalam berinteraksi. Juga bahwa yang demikian ittr tidak

berlaku kecuali berdasarkan ketetapan qnriat yang menguatkan,

dan menjelaskan hukum-hukumnla. Kernudian sang wali dan

pernqlang wasiat tdak menetapkan interaksi, dimana

kemaslahatann5n dan kemaslahatan orang lnng diunlikan ifu

bertentangan. Lantas, bagaimana mungkin ketenfuan-ketenfuan ini

terdapat dalam kontrak asuransi?.

Kontak asuransi tidak berorientasi pada urusan keualian dan

wasiat. Akan tetapi komitnen perianjian dari pihak pengelola

unhrk memberikan dana asuransi ketika terjadi musibah yang
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merugikan, perjanjian yang menjadi lawannya adalah dari pihak

nasabah unfuk menyetorkan kredit asuransi sepanjang wakfu,

selama fidak ada kejadian. Selanjutrya, ragarn kepentingan
perusahaan asuransi bertentangan dengan kepentingan partisipan

asuransi, sebab dia berupaya keras mendapatkan unfung sebesar-

besamp dan berusaha menghindari kewajibannya dengan

berbagai cara. Sedang partisipan asuransi mengupa5rakan sesuafu

yang memang menjadi haknya, dia menjaga betul karajibannla
atas. l-antas bagaimana bisa diluntarkan perkataan, bahwa

perusahaan berperan sebagai pernegang urasiat dan pengendali

urusan?. Dan apakah mungkin seorang pemegang wasiat atau wali

bekerja demi kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan

kepentingan orang di bar,rnhnSa atau orang yang lemah

muamalalrnya?.

Tentang opini, bahwa perusahaan asuransi tdaklah merniliki

wer6/en mg atas ragam kredit yang disetorkan, namun dititipkan di
bawah tangannya sebagai amanah dalam kapasitasnya sebagai wali

atau pemegang wasiat terhadap para partisipan. Pendapat seperti

ini mentiadakan kaidah syariat yang paling sederhana, dia seolah

masa bodoh dengan realita muamakh dan apa yang diafur oleh
perafuran bempa hukum-hukum. Telah menjadi rjma' dalam

kalangan pakar hukum, bahwa perusahaan asuransi menikmati

kreditrkredit asumnsi ifu sebagai hak milik sempuma, di mana
perusahaan akan memberikan sernua hak-hak pemilik modalnya.

Jika menrang png demikian adalah haldkat perbandingan seperti
png dimaksudkan kedua pihak dan yang di atur oleh undang-

undang. lantas bagaimana mungkin seorcrng alim syariah bersikap

masa bodoh atas semuanya, hlu membangun di atas
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hukum-hukum yang samar muamalah. Dan dampakdampak

negatif lainnya yang belum di ahrr oleh undang-undang?

Ada catatan yang perlu diperhitungkan berkaitan dengan

keadaan ini, yaifu bahwa sebagian pengamat seperti yang

termaktub dalam pemyataan mereka, menilai ada kesafuan antara

kerja sama dengan keunfungan. Mereka menganggap bahwa,

kontrrak asuransi yang dikelola oleh beberapa pemsahaan terhifung

sebagai media kerja sama, solidaritas, yang dibarengi dengan visi

mendapatkan keunfu ngan.

Demikian ini tenfu merupakan pemahaman asing dalam fikih

Islam, sebab kerja sama di sini tidak dianggap sebagai media

kontuibusi, tidak disusupi oleh gharar, dan dimasuki riba, yaifu

membayar sedikit, dan memperoleh banyak tidak dinilai sebagai

riba. Makna menggalang sumbangan adalah seperti yang

dijelaskan oleh para ulama fikih Islam. Yaitu orrng yang

mendonasikan hartanya tidak mengharapkan ganti, tidak juga

mencari keuntangan dari yang disumbangkannya- Sehingga jika

pelaku asuransi tersebut rela menyerahkan uang demi

mendapatkan uang kembali, dimana dalam muamalah ini dia

bermaksud mendapatkan keunfungan- Tenfu lnng seperti ini

bukanlah ajang berdonasi dan kerja salna, sebab berpendapat

demikian berarti menghimpun dua hal png bertentangan. Kecuali

apabila pelaku asumnsi memahami kerja sarrl dengan pengertian

sumbangan dalam kacarnata syariat.

Dalam sifuasi demikian, mestinya panbahasan ini tdak

mernbuhrhkan adanyn kerla sama dalam kontrak asumnsi, sebab

ghanr diperlukan dalam keria sama dalam pengertian syariat

bukan dalam istilah lain. Di samping itu bahwa menrberikan sedikit
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dan mendapatkan banfk tidak dianggap sebagai riba dalam
konteks kerja sama menurut kaca mata syariat. Serta tidak ada
pula istilah kerja sama yang dibarengi maksud mencari kzuntungan
dan mendapatkan funjangan dana.

Persepsi Keliru Kedrn: CrlnnrY-,g Sedildt Dalam
Kontrak Asuransi Tidak menimbullran Kemelut dan
Pertikaian.

Sagian pengarnat balxr,q ghanr !,ang
terkandnng dalam kontrak astrarsi adalah juis gtnnr yang
sedikit dirnana tdak mernpenganrhi sahnya Farsaksi pertukaran

harta. Mereka para perrgamat mendasarkan pendapa! sedikitrp
glnnr pada kaentuan png asing dan fdak didasari dalil dahm
syariat, tidak pula berlandaskan pendapat para uhma ahli iifihad.
Silahkan anda perhatikan paparan persepsi keliru ini, kernudian
sanggatran kami terhadapnSTa

Pertama: Pemaparan Presepsi Keliru Ini-

Slraikh Ali Al Khafif berkata, "Glnnr png diternukan
dalanr kontrak asuransi adalah ghanr 1ang Udak menyebabkan
s€rgk€ta, buktinya 'Ban!,ak nranusia terlibat di dalamrA,a nalhr
muransF dan ini dalam merebak dan merata dalam setbp
k€iatan ekonomi mereka. Dinrana intinr ifu adahh ghararsrdikit

!,ang tdak mernptrSai konselnrensi @mrrgan atau
perqtnnrnan. Sungguh, pon ularna telah sepakat bahrrra, dtanr
yang sedikit fidak menyebabkan lamngan dan peringatan."
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Kedua : Sanggahan Atas Persepsi Keliru Tersebut.

Persepsi keliru ini dilatar belakangi oleh dua pengantar, yang

pertiama bahwa ghamr dalam ragam kontrak asuransi tidak serta

merta menimbulkan persengketaan. Para pengusung opini ini

mendasarkan pada mukaddimah berikut "Banyaknya orang-orang

yang terlibat di dalamnya -laifu asuransi- telah merebak dan

merata dalam setiap kegiatan ekonomi mereka." Karena tidak

mungkin mereka mengenal suahr akad yang mengandung ghanr
yang dapat mengundang kemelut antar mereka, kemudian populer

lalu mereka tidak meninggalkannya. Namun amat mungkin apabila

mereka melibat diri di dalamn5n, lalu terjadi kemelut, maka sudah

tenfu mereka akan menghindarinya."

Perkara tqsebut tidaklah benar, dimana yang menjadi

landasannya pun juga tidak benar. Adapun ketidak validan

mukaddimah tersebut dibuktikan dengan adanya sekian banyak

kasus yang ditangani pengadilan berkaitan dengan umsan kontrak

asuransi. Sedangkan terhadap pemyataan bahwa ragam sengketa

tersebut bukan disebabkan oleh perselisihan dalam unsur-unsur

pokoknya di mana akad asuransi bertumpu padanya. Namun

dilatar belakangi oleh perselisihan tentang persyamtan yang

ditetapkan oleh pengelola asuransi terhadap partisipan dalam

mgarn konhak asuransi." Pendapat ini amat menSnlahi realita yang

ada, ragam sengketa yang dilatar belakangi oleh sikap perusahaan

asuransi 5nng tidak melaksanakan persyaratan tersebut, lalu dia

memelintir tafsiran butir-butir bansaksi, serta berusaha lari dari

tanggung jawab karena sebabsebab yang remeh, yaifu pernberian

dana asumnsi. Ini semua menambah burukngn sengketa png
disebabkan oleh kemangkiran partisipan atas perq;aratan yrang

ditetapkan.
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Sementara tentang tidak absahnya dalil yang mereka ambil

dalam mukadimah ini, yaifu karena metode pengambilan dalilnya

aneh, tidak sesuai dengan realita yang umulnnya dilakukan

manusia. Melakukan interaksi yang menimbulkan sengketa, tidak

pasti dihindari oleh manusia, bahkan sampai fenomena seringnya

manusia melibatkan diri di dalamnyra, kepopuleran, dan

penyebarannSn dalam setiap kegiatan itu semua dijadikan bukti

bahwa interaksi ifu fidaklah menyulut perselisihan, dan pertikaian.

Sungguh, jual beli ghamr yang telah disepakati kehammannya

sudah sering dipral<tikkan oleh orang-orang di masa iahiliyah,

menyebar, dan merata di kalangan mereka. Padahal ghanr yarrg

terkandung dalam muamalah ini jelas-jelas berpotensi

menimbulkan kemelut menurut pendapat para pakar ekonomi-

Ketika tdak mungkin disangkakan bahwa, orang-orang

dalam hidupnya "Mengenal suafu akad, ynng bermuabn ghamr

dimana dapat memicu pertikaian, lalu ghamr tersebut jush,r

merata di kalangan mereka, dan mereka malah tdak
menghindarinya." Sungguh, "Yang mungkin terjadi adalah, bahwa

ketika mereka berinteraksi dengan ghamr, setelah itu terjadi

pertengkaraan, pasti mereka akan menghindarinya-" lantas

mengapa nash-nash qnriat melarang muanalah apapun lnng
mengandung ghanfl. Sesungguhnp kebutr,rhan prlda nash-nash

tersebut tdaklah akan berpengaruh, selagi orang-orang hanya

menerima interal$i akad Snng tidak menimbulkan pada pertiloian.

Mukaddirnah Kedua' Glnmr kecil fidak berpotensi

rnenimbullon perntoian.
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Mukaddimah kedua yang menjadi pijakan persepsi keliru ini

adalah, bahwa suafu transaksi ghanr yang tidak menyebabkan

persengketaan berarti dianggap sedikit dan tidak berkosekuensi.

Para pengusung persepsi ini melandaskan argumentasinya pada

hadits yang diriwaSatkan oleh 7.aid bin Tsabit rS bahrra dia

berkata:

"Orang-orang pada masa Rasulullah S melakukan iual beli

buah-buahan, tatkala mereka beradu mulut dalam menyelesaikan

akad mereka, sang penjual berkata, "sungguh buah tersebut

terkena hama," agar mereka menyebut dan beralasan dengannya.

Maka ketika banyak muncul percekcokan yang demikian,

Rasulullah $ bersabda,

;3rttu 3,ti1 ,f W6't
"Janganlah kalian melakukan jual beli huah-buahan) ampai

nampak tanda masaknya-"

Dalam memahami sisi yang diisyaratkan hadits tersebut para

pengusung persepsi keliru ini mengatakan, "Nampak jelas bahwa,

yang menyebabkan timbulnya larangan Nabi $ terhadap transaksi

itu adalah lnng dapat menyrlut persengketaan." Mereka

meniadikan hadits ini sebagai kaidah ulnuln lang berbunyi,

"Ghanr yang dapat menimbulkan percekcokan adahh terlarang"

Tentu penempatan mukaddimah ini fdaklah tepat.Hal tersebut

tampak dalam ernpat perkara:

Hal Perhama: Bahwa semua pengertian ghamr yang

memporgaruhi. hukum Sang telah kami paparkan, Snihr yang

merujuk pada para ulama fikih tdak diarahkan pada timbulnya

persengketaan, sebab ada bagian dari pengertiannlp. Jadi ghanr
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yang bisa menimbulkan kemelut bukanlah merupakan bagian dari

inti gharar, dimana akhimya syariat melarangnya, tidak juga

sebagai syaratr, ya.

Pengertian gharar sesungguhnya menunrt ulama bahasa

adalah "Resiko atau kerugian yang mengancam, dan tidak bisa

diprediksi apakah akan terjadi atau tidak."S9 Sedangkan menumt
ulama qrariat yaifu "Sesuafu yang tidak diketahui, apakah terjadi

atau tidak terjadi."50 Atau 'Suafu bansaksi yang m€ngelilingmu,

tapi engkau tidak mengetahui hakikat dan seluk beluknya."61 Atau
"Yang sesuafu yang mondar-mandir antara selamat dan

binasanya." Atau "Suafu transaksi yang diragukan unfuk
diperolehnya salah safu ganti rugi."62 Atau 'Suafu transal<si yang

tidak pasti antara funtas dan tidak funtasn1n."6 Atau "Suahr akad

5nng berpeluang ada dan tidak adanya sama."@ Abu "Suafu grang

terkadang bisa terladi dan terkadang tdak ter!adi."65 Atau
"Ketidak jelasan antara dua sisi, yang salah safunya bisa

dominan"6 atau "Suafu transaksi yang konsekuensi mengancam

s€seorang-"57 Atau "Suafu transaksi yang tdak diketahui
ujungnya, mana yang akan dia baSrarkan dan mana yang akan

59 lihat, Mu].amu Al M4aayis, karya Ibnu Faris, juz 4, hal. 380-
6o Lihat, Al Fmruq,l€rt/a Al Qurafi, iuz 3, hal. 355
6l [-ihat, $arhu Mukhbstnr Sunan Abi Daud,'ytz 5, hal. 48
62 [.ihat, Mavahib Al Jaliit, jE 4, hal- 362.
63 Lihat, MawmahibuAlJaM, jw4, hal. 368.
64 Lhat, Matholibu Wn Nuha,juz 3, hal. 305
65 Uhat, At Talkhishul Habiir fi bklTij Ahadits Aqrfunrh N Kabiir yarry

hadits-hadits lraab AsSrSjarh Al lkbiin juz 3, hal. 5, cetakan Abdullah
bin Hasyim Al Yamani di Madinah Al Munawarah.

66 hhat, At TalWilsh, karSra Habiir lnng mentakhrij haditsfiadits loab Asy
SSarh Al Kabiir, jz 3, hal. 6, cetakan AMullah bin Hasyim Al Yamani di lvtadinah
Al Munaunrah.

67 Uhat, Fathul ,4ziz, cetakan Al Maqpayikh bersarna beberapa orang, juz 8,
hal. 134
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didapatkan."68 Atau "Suatu transaksi yang tidak dipercayai dapat

diperoleh dengan objek transaksi di dalamnya."69 Atau "Suafu

transaksi yang berada antara dua kemungkinan, dimana salah

safunya tidak menonjol. "

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, bahwa

perkara yang dapat menimbulkan perselisihan bukan merupakan

bagian dari hakikat ghamr Snng ditetapkan hukum larangannya,

atau unsur substansinya, atau syarat utamanln. Sehingga pendapat

bahwa tidak adan5ra pemicu perselisihan yang menggolongkan

ghamr menjadi jenis yang sedikit dan tidak berpengaruh pada

hukum adalah, pemyataan yang tidak dianggap. Sebab ragam

pengertian yang telah kami paparkan tadi, merupakan pengertian

ghanr yang bisa mempengamhi hukum dalam ragam kontrak
perhrkamn harta. Selama gharar yang dikandung oleh konbak
tersebut bukan bagian da'i ghamryang termaafkan, ifu adalah hal

yang tidak dapat diterapkan, seperti yang akan kita lihat atas

kontrak asuransi.

Hal Kedua: Ghararsedikit yang tidak menghendaki larangan

atau bahaya berdasarkan kesepakatan ulama fikih merupakan
ghanr yang memenuhi tiga persyaratan yang pernah kami

sampaikan, laifu; sedikit, bukan fujuan pokok transalsi

dan mendesak unfuk dilakukan. Sehingga pijakan utama unfuk

menenfukan ghanr yang tidak mempengaruhi hukum adalah

terkumpulnya tiga unsur tersebut. Bukan ketika dia tdak
menimbulkan persengketaan, seperti yang dituduhkan oleh para

pakar.

68 [-ihat, Ha$itnh OaINU um (Jmairoh, E/anh AlMnlniiuz 2, hal 185
69 lihat, Sjnrhu Munbtn Al Inadaat, jw 2, }nl- t45-
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Sungguh, kami telah menetapkan ketentuan ghamryargbisa

ditolerir dalam transaksi timbal balik harta, bahwa ketenfuan ini

tidak berlaku se@ra meyakinkan dalam ragam kontrak asuransi

dai ghamr-nya. Yang demikian ihr dikarenakan ghanr png ada

dalam ragam kontrak asuransi adalah ghanr unfuk mendapatkan

pokok objek transaksi itu sendiri. Jadi, tidak mungkin menlnakan
ghanrlrang demikian itu sebagai ghanryang sdikit, lnng bukan

makzud utama transaksi, dan juga png didesak oleh keperhnn.

Sungguh kami telah menilai para ulama fikih madzhab Maliki 1ang
telah menetapkan ketenfuan ghanr png ditolerir, menerangkan

unsur-trnsumla, mengeluarkan png diliputi oleh ghamr unfuk

mendapatkannya dari ragarn bransaksi fimbal balik, seperti; iual
beli burung yang ada di angkasa, ikan dalam air, dan ha,rnn

dengan syarat sedang mengandung.

Kami telah berpendapat bahwa, glnmr yang mengitari

kontrak asuransi dalam nilai fukar objek, dan tempo urakh,l

pemenuhann!/a, juga tidak termasuk dalam ghamr SBng ditolert,
sebab ifu merupakan glnmr Spng sangat buruk dalam nilai dan

tenrpo waktunln, di dalamnya tidak terpenuhi ryarat sekalipun

sedikit, dimana juga sangat berkaitan dengan hrjuan pokok. Maka

bagairnanapun kondisinya, fidak mungkin dikatakan bahwa

ketergarrtungannya pada kejadian bukanlah maksud dari akad

asuransi. I-ebih dari itu, ghamr Fng d€rnikian ifu fidak didesak

oleh keperluan untuk mempraktikkannya, pem5rataan ini fidak

benar seperti yang telah dijelaskan. Kecuali apabih kita

berhadapan dengan konbak yang sejatinla diizinkan oleh qnriat,
yang menghandaki tenuujudn5ra maslahat, lalu kebufuhan

mendesak untuk dilal$kan ghanr Snng sedikit dan bukan objek

utama- Sementara, konhak asuransi ifu tdak demikian, ini
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dikarenakan dia sudah gharar dengan sendirinya. Jadi, spekulasi

adalah tiang utama, dan unsur substansinya, serta objek pokoknya

tidak jelas keberadaannya.

Hal Ketiga: Bahwa banyaknya kemelut dan percekcokan

*--....gdrlg disebutkan dalam hadits,--dimana yang orang-orang jadikan

sebagai argumentasi bukanlah alasan unfuk pelamngan menjual

buah-buahan sebelum nampak matang, ini bagi png berpendapat

melarangnya dari kalangan ulama ijtihad. Dengan bukti bahua, tak

seorang pun dari mereka berpendapat boleh jual beli buah-buahan

sebelum nampak matang jika tdak menjadi sebab

kemelut dan pertikaian. Bahkan mereka telah sepakat

melarangnyra dalam setiap sifuasi. Dari sisi lain, sesungguhnp tak

seorang pun dari ulama ahli ijtihad yang manptakan larangan

suatu muamalah Srang tidak dilguti oleh ghanr, saat hal ihr dapat

menyulut banyak permusuhan dan sengketa. Sehingga dipuhrskan

bahwa, terjadinp percekcokan dan pertikaian bukanlah alasan

pelamngan, juga bukan pijakan resiko besar dalam transaksi

perfukaran harta.

Transaksi pertukaran tidak dipertolehkan iika tdak terdapat

gharar, meskipun menimbulkan persengketaan, dan rneniadi

terlarang jika dikelilingi oleh ghanr meskipun tidak menimbulkan

persengketaan dan permusuhan.

Boleh jadi png menjadi salah persepsi yang dialami oleh

para pengtsung pendapat ini adalah, campumlp alasan

pelamngan dalam jual beli buah sebelum nampak matang dan juga

hikmahnya. Alasan pelarangan adalah perkara yang diikuti oleh

keputusan hukum dari ada dan tiadanya. Yaitu jual beli buah-

buahan sebelum nampak matang 5png mengandung ghamr, dia
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adalah gharar yang mempengaruhi hukum dalam bransaksi

pertukaran harta. Sebab dia merupakan gharardalam memperoleh

pokok objeknya. Sementara hikmah larangan ini adalah, perkara

yang menjadi konsekuensi adanya muamalah ini, yaifu berupa

persengketaan dan permusuhan. Di antara ketetapan dalam ihnu

Ushul Fikih, bahwa hukum itu berganhrng sekali dengan alasan

(illatl dan sisi ada dan tiadanya. ArtinSa bahwa, bila terdapat a/a/,

maka hukum tersebut berlaku, meskipun tidak ada hikmah 1nng

dihasilkan.

Jika fidak terdapat iltat, mah'a berarti tidak berlaku hukum

tersebut, meskipun terdapat hikmah di dalamnya. Maka

persengketaan dalam jual beli buah-buahan sebelum nampak

kernatangan, ifu merupakan alasan yang menjadikan ghanryarg
dikandung transaksi jual beli ini sebagai alasan pelaranganqp, dan

alasan dat'. ilkttersebut adalah hikmah.

Tak seomng pun mempermasalahkan bahwa beberapa jual

beli Snng dilarang oleh Sunnah dan disepakati oleh para ahli

ijtihad, alasan pelarangannyra adalah karena ghamr. Ifulah ragam

transaksi jual beli yang telah dilarang dan ditetapkan kebatilannya,

baik akan menimbulkan pertikaian ataupun tdak. Yaihr

seperti menjual burung di angkasa, ikan lang masih dalam air,

janin yang ada dalam kandungan, jual beli buah-buahan sebelum

masak, jual beli dengan berdasarkan senhrhan, rabaan, dan

semacarnnln. Ragam bansaksi iual beli tersebut batal berdasar

kesepakatan para ahli ijtihad. Juga tidak ada perselisihan antara

mereka bahwa alasan kebatilannya adalah ghanr. Kendati pun

demikian, ifu semua batil secara meyakinkan, walaupun tidak

mengundang percekcokan, fidak pula mengundang permusuhan

antar pihak yang berasuransi. Jika saja teriadinSn persengk€taan
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adalah faktor penentu dalam alasan pelarangan, maka niscaya

hukum akan bergantung pada ada dan tidak adanya.

Hal Keempat: Bahwa apabila kita meyakini begitu juga

dengan penetapan illat berdasarkan hikmah, maka gharar yang

menyebabkan kernelut dan pertikaian tidak diposisikan sebagai

hikmah. Atau ifu adalah safu-satunya alasan pelarangan jual beli
gharar. Akan tetapi, ada hikmah lain yang telah disinggung dalam

hadits atau disimpulkan oleh para ulama. Yaifu memelihara harta

benda dari kesia-siaan. Oleh karena itu terjadinya persengketaan

dalam unrsan jual beli ghanr adalah sebagian dari fuktor pemicu

saja, bukan faktor yang ufuh atau sempuma.

Sedangkan hukum bisa berlaku jika beriringan dengan illat
yang sempuma, bukan sebagian saja, yaitu dari sqi ada dan tidak

adanya- Berdasarkan hal tersebut, maka larangan jual befi ghanr
tidak hilang begitu saja karena semata tdak timbulnya
persengketaan, sebab tetap saja harta hilang karena adanya
gham Ada beberapa riwayat hadits larangan terhadap jual beli

buah-buahan sebelum nampak benar rrasaknya: "Bagaimana

pendapaknu, jika Allah melarang fiual-beli) buah-buahan,

kemudian dengan cam apa salah seoftrng dari kalian memperoleh
harta saudaranla dengan cara halal?" Riwalat ini mengisyaratkan

bahwa, hikmah larangan atas jual beli buah-buahan sebelum

nampak masak adalah karena ifu menrpakan salah safu benfuk
mengambil harta saudaranla dengan cara yang tidak benar, lnitu
dengan memperkirakan sang pembeli tidak memperoleh buah

sesuai sifat masaknya yang menjadi pijakan sahryn pernbelian.

Al Khaththabi berkata, "sumber ghanr adalah lang
pengetahuannSn meliputi dirimu, narnun kamu tidak mengetahui

Al Majmu'SlmahAl Muhadz.dzab ll t^



bagian dalam dan rahasianya. Setiap akad jual beli yang menjadi
pokok transaksinya tidak jelas, tidak diketahui, tidak dapat
dikuasai, fldak dapat diperkirakan nilainya, maka itulah gharar.
Yaifu seperti seseorang yang menjual ikan dalam air, burung di
angkasa, atau mutiara yang masih dalam laut, atau unta yang
kabur, atau he'u,ran tidak yang belum dilahirkan, atau buah pada
pohon 5ang belum keluar buahnya dan semaerng?, yaifu dari
beberapa perkara yang tidak diketahui apakah bakal ada atau tidak
ada. Maka jual beli itu otomatis terhapus karenanln, akan tetapi
Nabi $ melarang sernua jual beli ini unfuk memelihara harta
benda dari kesia-siaan, dan mencegah dari dan
perselisihan agar tdak terjadi di antara manusia. Pinfu-pintu ghamr
itu cukup baqnk, dan intinla adalah, transal<si atas objek pokok
png tidak jelas."

Kesimpulan yang menjadi akhir sanggahan persepsi keliru ini
adalah, bahwa gharar dalam ragam kontrak asuransi bukanlah
termasuk gharar sedikit lrang menghendaki larangan dan
pengharaman dalam transaksi pertukaran har.ta. Karena dia masuk
dalam pengertian ghamryang ada larangannya dari safu sisi. Dan
karena ada ketidak cocoknya dengan ketenhran ghanr yang
sedikit dari sisi lain. Sebab yang menjadi persyaratan ghamr yarg
dimaafkan adalah, terbilang sedikit, bukan objek utama bansaksi,
dan kebufuhannya mendesak serta harus dilakukan- sementara
ghararyartg ada dalam kontrak asuransi tidak didapati unsur-ursur
tersebut. Opini yang men5riatakan bahwa, makna ghanr sedikit
adalah yang tdak dilarang atau merugikan dalam transaksi
perhrkaran harta adalah 5nng tidak menimbulkan persengketaan

dan kemelut, ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan $Eriat,
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tidak pula pemah dinyatakan oleh seorang ulama ahli ijtihad, dan

jelaslah kerusakan pendapat ini karena dalil.

Persepsi Keliru Ketiga: Sedikitnya Ghanr Pada
Pihak Perusahaan Karena Banyaknya Transaksi-

Pertama: Pemaparan Persepsi yang Keliru.

Bebempa orang lrang berpendapat memboletrkan untuk

melakukan ragam kontrak asuransi yang dilaksanakan oleh

perusahaan asuransi menyebutkan, bahwa dalam asurarsi terdapat

dua aspek,

Aspek Pertama adalah, aspek hubungan antara perusahaan

dan partisipan asurcrrsi khusus-

Aspek Kedua: Aspek hubungan antara perusahaan asuransi

dengan semua partisipan, dimana hukum atas kontrak asuransi

dalam kaca mata syariat haruslah ditinjau pada aspek yang kedua

bukan yang pertama-

Kemudian mereka menambahkan komentar: 'Jika kita

meninjau kontrak asuransi dari aspek antara pmrsahaan

asuransi dan partisipan, maka jelas kontrak m glana bahkan

termasuk ke dalam kategori periudian dan pertaruhan. Apabila kita

memandangnya dari segi hubungan antara pemsahaan asuransi

dengan seluruh anggota partbipannya, maka ghanr yang ada di
dalamn5ra tergolong sedikit, jika memang tidak hilang semuanla.

Mereka. mendasarkan opini ini dengan, banSnknya trarcaksi

asuransi yang dijalankan oleh perusahaan yang dilengkapi dengan

ragam fasilitas ilmiah yang diperdagrakan untuk melakukan
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perhifungan spekulasi. Ini semua mampu memudahkan penentuan

berapa besar dana tunjangan yang bakal dikucurkan unfuk sanua
nasabah dan berapa besar uang yang didapatkan dari kredit
asuransi dalam wakfu tertentu. Perkiraan tersebut bisa mendekati
detail realitanya, dengan demikian ghanr alan hilang atau

berkurang pada pihak pemsahaan.

Kedua : Sanggahan Atas Persepsi Keliru Di Atas.

Persepsi ini sangat batil jika ditiniau dari figa sisi:

Sisi Pertama: Bahwa akad asuransi lang dilakukan oleh
penrsahaan asuransi dengan nasabah khusus, tdak se@ra

otomatis membenfuk hubungan antara pemsahaan dengan sernua

partisipan asuransinSa. Namun sebatas membenfuk hubungan

antara perusahaan dengan partisipan s@ara individu, yang sesuai

dengan kaidah porsentase pengaruh hansaksi tersebut- Artinya
bahwa, hubungan antara perusahaan asuransi dengan sanua
partisipannya, adalah hubungan pengandaian 5nng tidak berumjud

dalam kenSataan.

Jika kita asumsikan, bahwa hubungan selnacarn ini ada,

maka semestinya kita harus mencarikan sumbem5a atau konhak
yrang dibenfukn5a, kernudian hukum atas konfuak tersebut menjadi
dasar hubungan di atas dan memiliki konsekuensi hak dan
kauajiban yang ditetapkan terhadap dua belah pihak. Sehingga

kontak asuransi han3n mernpunyai sahr aspek saja, yaifu aspek

hubungan antara penrsahaan asuransi dengan nasabah scara
khusus yang dibenfuk oleh kesepekatan ifu- Bila mernang

demikian, maka seorang pakar fikih haruslah meninjau hukum
konfuak asuransi; apakah boleh atau terlarang pada kesepakatan
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yang membenfuk hubungan dua belah pihak. Dimana semua

konsekuensi yang dimunculkan hubr-lngan dari itu adalah, berupa

hak dan kervajiban timbal balik. Sebab dalam dasar ijtihad Islam,

mernberikan izin pada seoftmg faqih untuk mendasarkan sebuah

hukum pada hubungan salnar yang tidak diciptakan oleh akad

tersebut. Selanjutqra, dia tidak mungkin mengetahui korsekuensi
apa saja 5nng dikehendaki dari hubungan tersebut, lang bempa

hak, kauajiban kedua belah pihak, padahal pengetahuan tersebut

sejatinya ada unfuk penetapan hukum.

Sisi Kedua : Jika kita meyakini sepenuhnya, bahwa glnnr
png ada dalam kontrak asuransi mempakan ghamryang sedikit di
pihak pemsahaan asuransi, hal itu karena banyaknya transaksi

png dijalankan. Juga karena sarana€arana ilmiah 5nng dimiliki
perusahaan itu; seperti hitungan neraca spekulasi dan standar,

serta kaidah perhitungan, dimana pemsahaan tersebut dapat
menenfukan berapa jumlah dana yang akan diberikan unfuk para

partisipan secarcr menyelumh, dan berapa banyak yang bakal

diperoleh dari mereka dalam waktu tertenfu. Penenfuan tersebut

diyakini mampu mencegah terjadinya ghanr dan spekulasi.

Namun, beberapa musibah yang tidak diduga oleh perusahaan

asuransi ifu terkadang terjadi, seperti peperangan, banjir, wabah

perryakit, dan lain sebagainln, dimana kesemuanyra ifu berpotensi

menjadikan perusahaan mengalami pailit, seperti yang pemah

terjadi dalam banlBk keadaan.

Sisi Ketiga: Bila kita meyakini, bahwa ghanryangada dalam

kontrak asuransi yang sedikit ifu ada pada pihak perusahaan
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asuransi, yang disebabkan banyaknya kansaksi png dijalankan,

dan juga karena dia memiliki banyak fasrlitas canggih unhrk dapat

menghitung semua spekulasi tersebut. Di mana potensi-potensi

tersebut mampu menenfukan berapa banyak dana lnng akan

digelontorkan unfuk pam nasabah secara keseluruhan, dan

besaran yang akan diperoleh dari mereka. Namun, ifu semui tetap

tidak marnpu menehpkan kebolehan kontrak asuransi, Sang bebas

dari suafu resiko- Akan tetapi, akad ini tehp unsur
ghamr, perjudian, dan pertaruhan jika dipandang dari pihak

partisipan dengan semestinp. Hal png demikian, karena ragam

fasilitas canggih lpng mampu mengatasi spelnrlasi dan glnmr, abru

memperingan pihak perusahaan asuransi, satna sekali tdak
dimiliki oleh nasabah asuransi s@ara khusus. Sehingga

bagaimanapun keadaannya, dia fidak rrampu menentukan

seberapa besar yang harus diberikan kepada perusahaan, dan

berapa besar dana yang bakal didapat dari perusahaan tersebut,

sehingga perannln tdak berubah.

Selanjutla akad ditinjau dari asaln5ra, dia laksana perjudian

dan pertaruhan seperti aslinlra. Ini karena ghamr yang melekat

pada ragam kontrak pertukaran harta membatalkan kansaksi itu
sendiri, meskipun hanya diternukan pada satu pihak saja. Maka

ketika seorang partisipan dilarang manyodorkan asetrya dalam

sittrasi ini, maka pihak perusahaan asuransi juga dilarang

ilnf.
Bila diharamkan atas partisipan mengambil dana funjan[Ian,

maka pastinya perusahaan juga dilarang menggelontodennla,
sesuai dengan kaidah: "Segala hal lang diharamkan

mengambiL!., maka haram pula memberikannya, demikian juga

sebalikn5ra."
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Intinya bahwa, apabila pengusung opini keliru ini mqnkini
bahwa, akad dinilai sebagai praktik gharar, perjudian, dan

pertaruhan atas diri partisipan karena keterkaitannya dengan

partisipan. Maka suafu hukum tetap dikenakan padanya, meskipun

mereka benar-benar telah me5nkini kemampuan perusahaan unfuk

menenfukan besaran dana asuransi unhrk seluruh nasabah.

Uang yang diambil oleh perusahaan melalui pemberdalnan

fasilitas ilmiah lnng dimiliki penrsahan tersebut dalam

memperhifungan spekulasi. Dimana dengan ifu, perusahaan

mampu menghitung hukum lang banfk dan kaidah-kaidah

statistik. Sebab fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh pihak nasabah.

Maka Sang tersisa, ifu semua berada pada hukum hubungan asli

para nasabah dengan pihak asuransi. Yang kesernuanln itu
berdasarkan kesepakatan para pengamat mempakan praktik

gharar, perjudian, dan pertanrhan.

Persepsi Keliru Keempat: Dalam Asuransi hanp
terdapat sediht gharar lpng diprediksi dan fidak
mengejutkan.

Pertama: Paparan Persepsi Keliru ini-

Sebagian pernbicara mengatakan bahwa ghamr !,ang
terdapat dalam ragam kontrak asuransi mempakan ghanr k*t
atas perusahaan asuransi, sehingga tdak berpengaruh pada

sah dan batalqn akad. Para pengamat mendasarkan opini
sdikitrp glanr pada perusahaan asuransi rn€rnang

memprediksil<an ghanr, nilai, dan juga menghih.rngnSra. Ini dinilai

mampu menghilangkan gejolakgejolaknp, dan juga rnampu
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mengangkat resiko kerugiannya, sehingga tidak termasuk ke dalam

ghararyang membuat bimbang dan mengagetkan seseorang.

Secara tersurat, paparan opini keliru ini bertumpu pada

dasar pembedaan antara gharar yang mengagetkan dengan gharar

5ang dapat diprediksi. [-alu menilai bahwa ghanryang pertamalah

yang menghendaki mencegah dan melarang. Berbda jauh dengan

jenis gharar kedua gang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya

suahr akad.

Kedua: Sanggahan Terhadap Opini Keliru
Tersebut.

Sanggahan kami atas opini keliru ini memiliki dua sisi:

Sisi Perhama: Bahwa penilaian atas kondisi ghanryanglba-
tiba atau dapat diprediksi adalah tumpuan untuk membedakan

antara ghararyang banyak dan ghanryang sedikit. Tentu ini tidak

mempunyai dalil dalam syariat, atau sandaran pendapat ulama ahli

ijtihad. Ini merupakan pendapat aneh dalam fikih Islam. Sungguh,

kami telah menyebutkan banyak definisi gharar yang

mempengaruhi stafus hukum muamalah pertukaran harta. [.alu

telah kami jelaskan pula ketentuan ghamr sedikit, yang bisa

termaafkan dalam muamalah tersebut. Dimana kami tidak

mendapati seorang ulama ahli ijtihad yang menjadikan barometer

kondisi ghanr yang datang tiba-tiba dan dapat diprediksi sebagai

tumpuan untuk membedakan sah tidaknya akad. Sungguh, kami

telah menelaah beberapa pendapat yang bersumber dari ahli fikih
ma&hab Maliki dan lainnya, bahwa syarat ghanr yang ditolerir
dalam ragam transaksi tmbal balik adalah, yang kandungannya

sedfit, dia bukan fujuan utama dari akad tersebut, dan juga
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merupakan kebutuhan yang menuntut demikian. Maka suatu akad
yang di dalamnya terdapat tiga unsur ini, berarti sedikit
atau kecil, tidak mempengaruhi sahnya suatu muamalah
perfukaran, meskipun memiliki efek mengejutkan dan
menggelisahkan. Suatu akad yang tidak mengandung tiga unsur
gharar tersebut, berarti ifu tergolong ghamr5ang ba4nk, dimana
berkonsekuensi pada larangan atau pengharaman, sekalipun
pelaku akad bisa memprediksi dan menghifung gejolaknp dan
menyiapkan potensi unfuk menghilangkan dampak negatifnya
tersebut, dan mengurangi efek-efek lain.

Perlu digaris bawahi, bahwa temyata senba perjudian dan
bandar taruhan juga mampu memprediksi ragam resiko kerugian
yang mengancarnnla, menghifung penghasilan, dan menyiapkan
kekuatan unfuk menambal kerugian yang menjadi konsekuensi
darinya. Hal ifu sarna dengan semua fasilitas yang juga

diperdapkan oleh pemsahan asuransi untuk menghifung beragam
spekulasi- Tak seorang pun berpendapat membolehkan kansaksi
taruhan dan perjudian- Kemudian sengaja masuk ke dalam suafu
akad di mana pelaku transaksi mengetahui gejala ghanr dan
kepastiannyra dengan dalih, bahwa dia mampu mengitung gejala

ghanr yang ditimbulkan dan menyiapkan potensi unfuk
menghindari dampakdampaknya tersebut, ini merupakan fujuan
yang bertentangan derrgan tujuan syariat, maka tetap saja batil dan
tidak mempengaruhi stafus

Sisi Kedua: Jika saia diyakini bahwa, ghanryangada dalam
kontrak asuransi adalah ghamr yang sedikit di pihak penrsahaan,

sebab dia dapat memprediksi geiala gharar lni, menghitrng
rekeningn5a, dan menyiapkan sqala potensi unfuk menufupi
kerugian dan menghapus dampaknln, dimana ini sernua

Al Majmu'gtmahAl Muhadzdzab ll Srg



berlandaskan hifungan spekulasi, penggunaan afuran sukses dan
kaidah perhitungan. Bila kita meyakini ihr pada pihak pemsahaan

karena sebab ini, maka gharar yang banyak dalam kontrak
asuransi tetap ada di pihak nasabah, dimana pada nasabah tidak
berlaku hukum banyak, tidak juga ragam fasilitas canggih untuk
memperhifungan spekulasi tersebut. Selanjutrya, ketika
kesepakatan dengan pemsahaan itu dihasilkan, dia (partisipan)

tidak mengetahui berapa besar uang yang harus diberikan dan
berapa funjangan dana yang akan diperolehnya. Perlu diketahui
bahwa, gharar 5rang ada pada salah safu pihak br.ansaksi

pertukaran dapat membatalkan akad tersebut, seperti yang telah

kami benarkan menumt semua ulama fikih.

Bila orang-orang yang mempunlrai pendapat ini meyakini
bahwa, kontrak asuransi dianggap sebagai perjudian, taruhan
terhadap nasabah tertenfu dalam hubungannya dengan
pemsahaan asuransi. Sebab dia tidak mengetahui besamn uang
yang harus dibayarkan dan bakal diterimanya. Sehingga hukum
yang berlala,r atas kontrak asuransi adalah, apa yang ada pada

nasabah asuransi, meskipun setelah meyakini kemampuan
perusahaan asuransi dapat memprediksi gharar dan hifungannla,
dan dia telah mempersiapkan potensi unfuk memenuhi hal-hal tak
terduga, dan menghilangkan bahayanp, hal tersebut lantaran

adanSa ragam fasilitas @nggih untuk menghifung prediksi dan
gejala spekulasi yang dlgunakan oleh perusahaan asuransi. Di
mana ifu semua bisa menghilangkan ketidak pastian dan alasan

menggolongkannya dengan sedikit, sarna sekali tidak berlaku atas

diri nasabah, tidak pula dimilikinya. Sehingga alasan untuk
menghilangkan gharar dalam diri perusahaan tidak didapati dalam
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diri nasabah, dan pada akhimya tidak ada hukum tanpa disertai

alasannya.

Persepsi Keliru Kelima: Partisipan Menilai Bahwa
Asuransi Tidah-Terdapat Ghanr Di Dalamnya, Karena
Da mendapatkan Rasa Aman Sebagai Timbal Balik
Dari Kredit Yang Dibayarkan.

Pertama: Paparan Persepsi Keliru

Beberapa orang yang mernbolehkan asumnsi berkata:

"SesungguhnSra kontrak asuransi fidak mengandung ghamr
menumt diri nasabahnya, karena spekulasi dalam kansaksi

terhadap nasabnya tidak ada. Mereka menafsirkan pem5ataan ini
dengan berkomentar: Sesungguhnya pertukaran harta dalam

asuransi adalah dengan kredit yang dibayarkan, yaifu yang berjalan

antara krdit png dibayarkan oleh nasabah, dan keterjaminan

yang didapatkannya setelah kesepakatan, yang berlaku tanpa henti
atas ragam kejadian yang menimpa objek asuransi- Berdasarkan

ini, nasabah asuransi selalu mendapatkan funjangan,

karena asuransi adalah pengganti gang wujudnya ifu konglrit
ketika adanya kesepakatan, bukan sebatas kemungkinan png
diganfungkan dengan peristiwa yang menimpa objek azuransi.

Selanjutrp, mereka menjadikan argumentasi bolehqn
menyerahkan uang melalui kesepakatan unfuk mendapatkan

keterjarninan dengan mengqiyaskan pada kontrak jasa keamanan.

Omng lnng menyeua mernbayarkan upah untuk penjagaan, dia
membayarkann5a demi mendapatkan kompensasi keamanan.

Dernikian halryn dengan partisipan asuransi, dia membalar laedit
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asuransi dengan fujuan mendapatkan keterjaminan atau
keamanan.

Prof. Musthtafa Zarqa berkata, "Jenis ghanr yang terlarang
adalah jenisnya yang parah, dimana akad 1lang dijalankan ifu
laksana perjudian mumi, dengan mendasarkan han5a pada resiko
yang berpeluang menghasilkan safu kerugian atau sahr keunfungan
tanpa adanya ganti." Kemudian beliau beralih mengatakan,
"Apabila kita menerapkan barometer tersebut pada sistem dan
kontraknya, maka pastilah kita mendapati pertedaan yang

mencolok. Sedangkan terhadap diri partisipan, maka spekulasi
tersebut tidak ada, sebab yang dimaksud transaksi tmbal balik
yrang sebenamya dalam asuransi adalah, dengan membayar kredit-
kredit tersebut. Yaifu antara krdit yrang dibayar oleh partisipan
dan keamanan atau keterjaminan lpng didapatkannya, meskipun
rasa arnan tersebut diperolehn5a hanla dengan tanda tangan
kesepakatan, tanpa harus ada resiko kemsakan atas objek 5ang
diasuransikannya setelah itu. Sebab dengan rasa arnan yang
berhasil dia dapatkan dan nikmati, fidak ada perbedaan atas
dirinya antara terjadinya insiden atau tidak. Jika tidak terjadi
kerusakan apapun, maka hartia, ragam hak dan kepentingan tetap
ufuh. Apabila terjadi insiden, maka tunjangan asuransinga lah 1ang
bicara. Jadi, terjadi atau tdak terjadinya insiden setelah
kesepakatan, baginSa adalah sama saja. Buah keamanan dan
ketenangan 5nng diberikan oleh perusahaan kepadanSn adalah
konsekuensi dari konkak sebagai kompensasi krdit."

Prof. Mushtofa Tarqa kemudian berdalil dengan banyak
fenomena akan bolehnya menyemhkan harta derni

mendapatkan keamanan, seraya berkata: "Kami telah mendapati
pada mata uang zaman dahulu, yang telah disepakati oleh seluruh
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madzhab fikih dalam penggunaannya, yaitu dengan bolehnya

melakukan pembayaran aset dengan cara berhansaksi, yang

fujuannya adalah mencari keamanan dan ketenangan atas harta.

Inilah yang dinamakan dengan kontak penyet raan atas

penjagaan, di sinilah letak upah penjaganya. Jika yang diseu,rakan

ifu adalah suatu pekerjaan berupa penjagaan, maka niscaya kita

dapatkan bahwa pekerjaan tersebut tidak memberikan dampak

apa-apa, selain realisasi rasa aman untuk penyetdra pada sesuatu

yang dimintakan agar drjaga. Juga adanln rasa tenang penye\r/a

akan terus terjaganya barang dari tindakan zhalim manusia atau

hetr,ran yang dapat merusaknya. Maka pekerjaan penjaga di sini,

tidak memiliki konsekuensi apa pun selain msa aman lrang seorang

penye{rd/a dengan kerelaan mengeluarkan uangnla derni

mendapatkan barang tersebut. Demikianlah situasi dalam konbak

asuransi, seorang partisipan bersedia membalnrkan sebagian harta

demi memperoleh keamanan tersebut karena akibat-akibat dari

musibah yang dikhwatirkannya. "

Kedua: Sanggahan Terhadap Persepsi Keliru
Tersebut-

Persepsi di atas im bathildaisembilan segi:

Segi Pertama: Kita tidak mqBkini begifu saja bahwa ghanr
yang terlarang adalah, yang menjadikan suafu transaksi seperti

perjudian mumi, dimana bertumpu hanlra pada pertaruhan saja,

sahr sisi berupa kerugian dan sahr sisi lainn5ra bempa karrrfungan

sernata, tanpa ada ganti rugi apapun. Yang demikian mernang
jenis ghamr terlarang, yaifu ghanr dalam mendapatkan

kompensasi, atau dalam mendapatkan kompensasi pokok. Sudah
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disinggung sebelumnya, bahwa gharar yang dilarang adalah

ketidak jelasan dalam mendapatkan ganti yang pokok. Yang

demikian ihr juga terjadi pada nilai gantinya, dan tempo waktunya.

Dimana semua ihr berimbas pada batalnya transaksi timbal balik
menurut kesepakatan ulama. Berdasarkan hal tersebut, jika kita
mqnkini dengan memungkiri bahwa tansaksi asuransi terbebas

dari ghanr dalam mendapatkan pokok kompensasi, maka

otomatis kita tidak meyakini akad tersebut terlepas dan gharar
pada nilai dan tempo wakfunya, seperti yang akan jelaskan.

Segi lnng kedua: Pendapat bahwa kansaksi timbal balik

dalam asuransi didasari dengan l$edit yang dibaprkan oleh

partisipan, dan rasa arnan yang terumjud dengan sekedar

munculnya kesepakatan tanpa berganfung pada terjadinya insiden

atas objek yang diasuransikan, ini adalah persepsi yang menyalahi

realita 3nng ada di lapangan dari dua sisi, yaitu:

Pertama: Yang dapat dipahami dan nash undang-undang

dan visi dua pelaku transaksi adalah, bahwa kompensasi yang

dijanjikan oleh perusahaan asuransi untuk diberikan kepada
partisipan sebagai ganti atas ragam kredit asuransi yaihr dana

asuransi, ketika mengalami insiden kerugian, bukan rasa aman
yang didal$/akan. Berdasarkan hal ini, para pakar hukum undang-

undang bermufakat, sehingga berjalanlah operasi fuansaksi dalam

perusahaan asuransi.

Di antara kaidah png diyakini keabsahannya dalam ragam

metode ijthad, bahwa hukum yang melekat pada suafu transaksi,

baik halal maupun haram, haruslah didasari pada realita transalsi

dan hakikatnya. Termasuk juga apa yang Ciciptakan oleh kedua

belah pihak berupa konsekuensi hak serta katajiban tmbal
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baliknya, bukan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat asumsi

belaka, yang tidak memiliki sandaran dat'. nash undang-undang

dan tidak pula memiliki bukti atas maksud dua pelaku hansalsi.

Bila tugas seorang pakar fikih adalah hanya sebatas

,, berasumsi padaapa saja yaqg menghilangkan maksud dua pelaku

hansaksi dalam menjalankan akadnya, kemudian memufuskan

hukumnya berlandaskan pada fujuan tersebut, maka dengan

demikian dia telah menetapkan hukum pada suatu akad dengan

tidak valid, dia menyamarkan bahwa hukum tersebut berlaku pada

bansaksi yang ada.

Kedua: Teks undang-undang amat jelas mengungkapkan,

bahwa karajiban pengelola asuransi unhrk memberikan dana

asuransi adalah kewajiban png spekulatif dan udak sesungguhnya.

Artinya bahwa, perwujudannp amat berganhrng pada kejadian

yang merugikan atas objek yang diasuransikan. Inilah yang

disepakati oleh para pakar undang-undang, dan dijalankan oleh

pemsahaan asumnsi dalam ragam aksi mereka bersama pam

partisipannya. Lantas bagaimana seorcmg pakar ftkih memiliki

wevuenang membenfuk opini, bahwa yang dijanjikan perusahaan

asuransi adalah hal fng nlnta bukan spelnrlasi, sedang dia hanya

terpakr menjelaskan hukum syariat sja, dimana partisipan

asuransi mendapatkan kompensasi hanya dengan teriadinya

kesepakatan tanpa mengganhrngkann3a dengan musibah Snng

menimpa. Bukankah itu mumi sebatas penggambaran dan
pengasunrsian yang bertenhngan dengan rasrl undang-undang

dan garisgaris besar transaksi, juga ternrasuk tuiuan kedua pelaku

transaksi?.
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Seg Ketiga: Pendapat orang yang mengatakan bahwa,

kompensasi yang diberikan oleh pmrsahaan untuk partisipan

asuransi sebagai balas jasa atas kredit adalah rasa aman dan

tenang. Demikian ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Ihr

karena menurut ragam kaidah syariah dan prinsip dalam undang-

undang menegaskan bahwa, kompensasi yang membolehkan

pengambilan pungutan sebagai timbal baliknya, haruslah berupa

harta benda yang bukan tanggungan salah safu dari kedua belah

pihak pelaku transaksi, lalu dibebankan pada yang lain. Atau

berupa pekerjaan yang dilakukan salah safunya unfuk kepentingan

pihak lainnSn, seperti penjagaan, pekerjaan bangunan, pengajaran,

pengernbalaan ha,r,ran, atau memindahkan barang dagangan

urnpama. Sudah jelas bahwa aset-aset yang diposisikan

pemsahaan asuransi sebagai janji pernberian unfuk para

partisipan, bukan harta di luar tanggungan perusahaan dan lalu

dibebankan pada partisipan. Bukan juga suatu jasa yang dilakukan

pemsahaan demi kepentingan partisipan yang konsekuensinya

kemanfaatan unfuknya, seperti menjaga aset-aset yang

diasuransikan, atau jaminan kesehatan perusahaan unfuk
partisipan selama hidupnya umpama. Hal di atas disebabkan

pertimbangan bahtun, seorang pelaku hansaksi yang tidak

mengorbankan bia5n atau membebankan pada dirinla strafu

pekerjaan, maka dia tidak bqhak atas kompensasi uang dari
pelaku transaksi lain, sebab dia tidak menang[lung kerugian sarna

sekali Spng menghendaki ganti rugi.

Segi Keernpat: Pendapat orang 5rang mengahkan bahun,

perusahaan asuransi adalah pihak lang memberikan rasa arnan

dan ketenangan unfuk partisipan sebagai perimbangan kredit png
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dibayarkan. Ini merupakan persepsi yang tidak benar, sebab rasa

arnan dan ketenangan seperti kepercaSnan diri, cita-cita, dan

harapan, itu adalah perasaan dan nurani yrang tak seorang pun

rnmpu mernberikannya unhrk orang lain. Sehingga itu merupakan

janji unfuk menrberikan kejutan dengan sesuatu yang dia sendiri

fldak mampu mernenuhinya, maka batalhh trarsaksi ini

berdasarkan kesepakatan ulama fikih, seperti kehanrsan komitnen

mernbahagiakan seseorcmg, atau mernberikan padanya

kepercalaan, harapan, atau cita-cita.

Jika ada kesan bahwa, perusahaan asuransi rnampu

memberikan rasa arnan dengan sqala kernamptran dengan

melakukan sebab-sebabngra, laitu komitnen mernberikan dara

asuransi k€fika terjadi musibah kenrgian. Maka kami katakan,

"Kami mq/akini demihan, narnun kami harus mengatakan, "Jadi,

Snng menjadi kompensasi dari l$edit Snng dibalnrkan tersebut

adalah sebab png hanla diperkirakan, lnitu pernberian tunlmsan

asuransi ketika terjadi musibah.

Segi Kelirna: Pendapat orang yang mengatakan bahwa, rasa

anran mempatran kompersasi Snng diberikan oleh pensahaan

asurarsi kepada partisipan sebagai ganti dari kredit !/ang
dibayaqa. Sesungguhn!,a kamiiban perusatraan untuk

mernberikan darn asnrarsi k€fika teriadi musibah sebagai darnpak

dari rasa arn rn dan hrahnSa adalah bstandfuE terbalik dengan

hakikat !,ang ada. Kenyataan yang d&, bahwa p€rusatraart

asuransi berkomitnen penuh mernberikan dana asuuarsi untuk

partisipan hanya iika t€riadi musibah, dan ini sebagai ganti dari

komitnen nasabah untuk mernbapr kredit tersebut. Janii
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semacam ini dipandang dari sisi pemsahaan, meskipun bersifat

spekulasi yang tidak pasti, namun inilah yang memberikan rasa

aman unfuk partisipan dan memberikan rasa tenang atas musibah

yang mengancamnya. Sebab apabila kerugian tersebut terjadi,

maka pastilah pemsahaan akan memberikan dana asuransinya.

Oleh karena ihr; hakikat yang sebenamln adalah, bahwa janji

pemsahaan unfuk memberikan dana azuransi ketika terjadi

musibah adalah sebab yang mendatangkan Ersa arnan- Bukan

dampak dari pemberian dana asuransi tersebut atau akibat darinln,

sehingga dana asuransi ifu sendiri adalah kompensasi dari kredit

lang dibayarkan, dan rtrsa aman itu merupakan akibat dan

konselanensinln.

Segi Keenam: Bahwa penganalogian kontrak azuransi pada

kontrak penjagaan keamanan, dari sisi bahqn terdapat keamanan

dari setiap sisinla, di mana yang menjadi ganti harta adalah

ongkos jasa dalam bansaksi pengamanan, ibarat ragam kredit

dalam kontrak asuransi, ini adalah analogi lrang rusak, karena dua

sebab:

Sebab Pertama: Bahwa ongkos lnng dibayarkan oleh

pemohon jasa dalam kontmk jasa security adalah sebagai

kompensasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh pefugas

keamanan, bukan sebagai kompensasi dari png dirasakan oleh

pemohon jasa selama rnasa kontrak berialan-

Jasa pengamanan adalah bidang kerja png memiliki nilai riil

lrang dilakukan oleh petugas keamanan, dia kehilangan

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lnng mungkin dia

dapatkan, ini jika dia fidak mengumng dirinya untuk jasa
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pengamanan selama masa penjagaan, sehingga dia berhak atas

kompensasinSa-

Di antara yang menunjukkan bahwa ongkos adalah

kompensasi dari pekerjaan bukan rasa aman ada tiga hal, antara

Iain:

Hal Pertama: Pekerja security mendapatkan upah lnng
sudah disepakati s@ara ijma', meskipun suasana keamanan hilang

karena terjadi pencurian harta orang yang dijaga atau

kematiannSa. Sebab kompensasi dari upah tersebut adalah

penjagaan, dan dia telah melakukannya dengan baik.

Hal Kdua: Pekeria security fidak berhak atas upah ini,

apabila dia hanSn melaksanakan trgas penjagaan dan pemohon

jasa keamanan tersebut bersikukuh tidak merasakan keamanan

sarna sekali selama masa penjagaann5ra. Sebab ongkos ihr

merupakan kompensasi dari penjagaan bukan keamanan.

Hal Ketiga: Tenaga security tetap berhak atas upah yang

telah disepakat, ketika dia Udak melaksanakan hrgas peniagaan

sesuai dengan permintaan, meskipun dari pihak pemohon iasa

sudah mendapad<an rasa alnan, dan aset lnng driaga pun ufuh. Itrr

karena upah mempakan kompensasi dari p€kerraan meniaga

keamarnn png dia Udak lal{sanakan, bukanlah kompensasi dari

rasa atTEn.

Dengan begifu, diputuskan s@ara rnantap bahun piiakan

hak atas upah adalah pekedaan mengarnankan bukan

keamanannp, sehingga harta ifu fidak sia*ia. Bila kita mau

menerapkan perumpamaan ini atas penrsatraan asuransi, rnaka

kita sernakin lnkin bahun apa lnng kita katakan, lnitu
penganalogian asuransi pada fuansaksi jasa pengamarnn adalah
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qlyas yang jauh. Perusahaan asuransi sama sekali tidak melakukan

pekerjaan untuk memberikan rasa aman, seperti yang dilakukan

tenaga security. Bila dikatakan bahwa, dia telah melakukan

pekerjaan dengan berkomifonen memberikan dana asuransi kefika

terjadi musibah kemgian, maka kita akan katakan: Jika bq3ifu,

maka dana asuransi 3png dijanjikannya ifu menrpakan kompensasi

dari kredit-kredit asuransi lang juga dijanjikan oleh seorang

partisipan.' Maka di sana ada dua komitnen lnng saling

berhadapan dalam kontrak asuransi, pifu komitnen perusahaan

asuransi unfuk memberikan dana asuransi kefika terjadi musibah

dan komitrnen nasabah untuk menyetorkan laedit asuransi. Maka

jika uang l$edit -yaitu yang menjadi kewajiban nasabah- adalah

kompensasi dari sisinln, maka dana asuransi -yang merupakan

keuajiban atas pemsahaan asuransi- adalah kompensasi png
berhadapan dari sisinp.

Sementara rasa arnan adalah fujuan partisipan kontrak

asuransi dan dampak yang diperolehnya, hanlra saja dampak dan

fujuan akhir dari asuransi adalah kompensasi yang menjadi ganti

dari uang. Bahkan konsekuensinya adalah rasa arnan, padahal

lnng meyebabkan adalah seperti grang telah kami jelaskan.

Sebab Kedua: Para pengusung anggapan keliru ini, tdak
mengatakan berlaku keharusan qilns, ini karena qiyas

menghendaki penrsahaan asuransi tdak wajib memberikan

kompensasi unfuk partisipan kefika teriadi kemusnahan harta

benda lrang diasuransikan dalam masa kontrak, lantaran dia tak

mqniliki dana orkup. Hal ini diqiyaskan pada petugas seeurity, di .

mana dia tidak menjamin harta benda yang dijaganya kefika terjadi
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insiden yang kehilangan dalam kondisi ini, selama hanya rasa

aman yang menjadi kompensasi yang hams diberikan kedua belah

pihak. Dan sungguh, dia telah memenuhi karuajiban tersebut, hal

ini tidak berteda dengan perusahaan asumnsi menurut para

pengusung persepsi keliru ini. Sebab mereka mengatakan,

"seorang partisipan sudah mendapatkan rasa arnan yang telah

diberikan perusahaan asuransi padan3a sejak awal kesepakatan

tanpa harus bergantung dengan teriadinya kejadian yang

merugikan. Sungguh terjadin5a musibah bukan kehendak dari

pihak perusahaan, hanya saja mereka tidak mernbenarkan

kehendak qiyas, tetapi mengharuskan perusahaan asuransi

mernberikan ganti rugi atas resiko kerusakan yang menimpa aset

yang diasuransikan karena terjadi musibah, padahal terjadinya

insiden itu bukan sebab pihak yang ada di sebelahnya. I(arena dia

telah memenuhi apa yang menjadi komitnennya ketika

berlangsung akad, yaittr memberikan rasa aman unfuk nasabah

seperti yang kami katakan sebelumnya.

Segi yang Ketujuh: Jika kita me5akini, bahwa rasa aman

diberikan sebagai kompensasi dari lredit asuransi, dan bahwa rasa

arnan tersebut terwujud dalam diri partisipan dalam dua keadaan,

pifu keadaan di mana terjadi kerugian dan keadaan di mana tidak

terjadi apapun. Karena sesungguhnya fidak mungkin

menghilangkan ghanr dan spekulasi dari bansaksi itu, tetapi

spekulasi pasti men$ntai dan ghanr pun ada. Karena fujtran dari

persepsi ini adalah menciptakan pendapat bahwa, seorang

partisipan kefika akad tersebut berlangsung dapat mengetahui nilai

riil dana funjangan yang akan diperolehnya dalam dua keadaan

sekaligus, sebab dia telah mendapatkan rasa alnan atas keduanya.
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Dalam kondisi yang tidak terdapat insiden, ini adalah rasa

aman tetap melekat, yaitu dengan ufuhnya harta, hak-hak, dan

kepentingan partisipan. Sementara dalam situasi terjadi insiden,

maka rasa arnan tetap ada pada dirinya dengan rangsangan dana

asuransi. Namun yang tersisa hanla partisipan, saat kesepakatan

terjadi dia tidak mengetahui nilai riil Snng akan digelontorkan untuk

rasa atnan tersebut. Karena pengetahuan atas nilai ifu sangat

berganfung dengan insiden yang terjadi atau Udak terjadi. Jika

terjadi, maka kompensasi dari krdit png dia serahkan berupa

keamanan terbilang sedikit. Bila tidak terjadi, maka kompensasi

dari kredit Snng dia serahkan terbilang besar. Demikian, sebab ada

kemungkinan terjadinya insiden atas barang yang diasuransikan

setelah membalar safu kali krdit asuransi tersebut, sehingga dana

asuransi menjadi faktor pemulihan harta, hak-hak, dan

kemaslahatan lang disebabkan kejadian tersebut. Seorang

partisipan dalam sihrasi ini telah membayar ganti rugi sedikit atas

keamanan yang diperolehnSn. Dimana jika Udak terjadi insiden

atas barang yang diasuransikann5n, boleh jadi sang partisipan telah

membayar sernua kreditrp demi mendapat rasa arnan ini. Namun

hasilnya, meskipun partisipan mampu mengetahui nilai riil yang

akan didapat dari pemsahaan asuransi ketika terjadi musibah

maupun tidak terjadi, dan juga bahwa yang dia dapatkan adalah

rasa arnan pada dua keadaan tersebut- Namun, salrang sekali

ketika kesepakatan ifu dihasilkan, dia tidak mengetahui berapa

nilai krdit lnng harus dibayarkan demi mendapatkan rasa aman

tersebut. Inilah yang dimaksud ghamr dalam nilai fukar

kompensasi png mencegah sahnya kontak pertukaran harta

menurut kesepakatan ulama ahli ijtihad, sebagaimana png telah

disinggung.
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Sungguh beberapa pengamat telah mengatakan, "Bahwa

setiap partisipan mengetahui nilai setiap kredit, sehingga gharar

yang melekat menjadi hilang, dan spekulasinya pun hilang, tentu

pendapat ini fidak benar. Sesungguhnya yang menjadi kompensasi

atas rasa arnan bukan safu kredit asuransi saja, akan tetapi

beberapa kredit. Meskipun ketikl kesepakabn teriadi, partisipan

mengetahui besaran kreditrya, namun tehp saja dia tidak tahu

berapa jumlah kredit yang bakal disetorkan demi mendapatkan

rasa atnan tersebut, sebab pengetahuan akan ifu selnua

digantungkan pada teriadi atau tidak teriadiqTa musibah kemgian-

Segi Kedelapan: Persepsi bahura transaksi pertukaran hanya

berlaku antara lnedit png diserahkan oleh partisipan dan rasa

aman yang diberikan oleh perusahaan asuransi- Dimana

we\ renang seomng partisipan tidak berubah setelah mendapatkan

keamanan tersebut antara ada dan tidak adanya keiadian yang

memgikan, apalagi hal tersebut mumi merupakan asumsi dan

pengandaian. Ini berlawanan dengan hal yang pemah diutarakan,

bahwa terjadinlp musibah !/ang meniadi penantu adanya

pemberian dana asuransi unhrk partisipan dalam praktik asuransi

jiwa terkadang sangat diharapkan terjadi. Karena asuransi tersebut

tentu akan mernb€rikan dana asuransi pada seorang partisipan

yang berhak mendapatkan darn asurarsi tersebut, tanpa fujuan

menufupi kenrgian yang menimpanya. Oleh karena ifu, hal ini

mempakan keiadian menyenangkan seperti yang telah kami

singgung. Dalam situasi di mana tidak terpdinlp musibah, maka

kerugian sangat Udak diharapkan. Sebab ragam krdit asumnsi itu

akan terhapus begitu saja darinya, padahal dia telah memenuhinya

dengan maksud mengharapkan dana asuransi yang nilainSa lebih
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besar. Tidak mungkin kita mengatakan, bahwa tidak adanya

insiden kerugian dalam situasi ini merupakan keunfungan bagi

partisipan. Sebab harta, kemaslahatan, dan hak-haknya tidak

bergeser- Yang demikian tenfu tidak benar, sebab aset utang tidak
selamanya menimbulkan kekhawatiran, yang membuat partisipan

membalar kredit asuransi demi mendapatkan rasa arnan, dan

tenang tanpa harus terjadi kejadian apa pun.

Segi Kesembilan: Apabila rasa arnan merupakan kompensasi

yang wajib diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, pitu
dengan mekanisme partisipan membayrarkan kredit asuransi, agar

nantinya perusahaan asuransi bisa memenuhi kanrajibannya, yaifu

saat adanya insiden kemgian, kebinasaan aset yang diasuransikan,

dan pemenuhan objek ifu yang menjadi keharusan perusahaan

tersebut. Jelas semua ini akan berakibat pada rusaknya transaksi

berdasarkan kesepakatan para ulama.

Konsekuensi kerusakan transaksi ini adalah, bahwa

perusahaan asuransi tidak berhak lagi atas kredit asuransi di masa

mendatang. Bukan kouuajibannya memenuhi kompensasi atas

segala kejadian yang dialami oleh nasabah yaifu kerugian karena

kehilangan harta. Sebab hilangnya rasa aman dengan terjadinya

insiden yang merusak aset Srang diasuransikan adalah sebab yang

tidak dikehendaki oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak

dinilai lalai dalam memenuhi komitnsr kesepakatann!,a. Dengan

demikian, keharusan pemsahaan asuransi unfuk menrberikan

kompensasi pada partisipan atas aset yang musnah karena terjadi

insiden adalah tidak mempunyai sandaran dalam fikih maupun

undang-und*g, bila kita memberlakukan bahwa fugas wajib yang
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harus diemban perusahaan adalah sekedar memberi rasa aman.

sebab dia mampu memberikan rasa aman pada partisipan dengan

sekedar adanya kesepakatan. Hilangnya rasa alnan tidak dilatar

belakangi oleh insiden karena kelalaiannya, hingga

mengharuskarrrya memenuhi kompensasi tersebut-

Persepsi Keliru Keenam: Tidak Ada Gharar Dalam

Kontrak Asuransi BaSl Nasabah, Karena Dia Rela

Dengan GhanrTersebut-

Pertama: Paparan Persepsi Keliru Ini-

Bebempa orang yang berpendapat boleh melakukan kontrak

asuransi menyatakan bahwa, dalam kontrak tersebut tidak terdapat

ghamratas diri partisipan. Sebab operasional asuransi bagi dirinya

adalah kemanfaat mumi, ini jika terjadi suatu musibah. Sebab dia

akan mendapatkan dana dari perusahaan asuransi yang lebih

banrk daripada kredit yang dibayarkannya. Adapun jika dia tidak

mengalami kejadian apa pun selama masa kontrak berlaku, maka

dia tetap memperoleh rasa arlan, sebagai kompensasi dari kredit

yang disetorkannya, yaitu derrgan mengetahui nilai riiln5a dan dia

membayarkannSA secara sukarela tanpa paksaan- Berkat kerelaan,

dan proses mudah yang diciptakannya selama masa konbak

berlaku, itu semua tidak mungkin menghimpun kemgian dan

ghanr(rer;ikol.

Kedua : Sanggahan Atas Persepsi Keliru Tersebut-

Persepsi keliru di atas, dibantah dengan tiga iawaban,

sebagai berikut:
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Jawaban Pertama: Pendapat yang menyatakan bahwa, rasa

aman adalah kompensasi yang diperoleh oleh partisipan sebagai

perimbangan dari kredit asuransi. Terlebih hal tersebut sebatas

penggambaran mumi dan asumsi yang terkesan menghilangkan

fujuan dua pelaku dalam suafu konbak. Ini adalah pendapat yang

kurang baik unfuk dijadikan acuan, sebab rasa arnan ifu tidak serta

merta keluar dari tanggungan perusahaan asuransi, lalu masuk

dalam tanggungan partisipan, kemudian menambahkan daya tawar
positifqn. Hal itu juga bukan objek keria yang dilaksanakan oleh
perusahaan asuransi demi kepentingan partisipan, seperti transaksi
jasa pengarrranan. Flasa aman lebih dari sekdar pemsaan dan

nurani Sang tidak dapat dimiliki oleh penrsahaan asuransi. Juga

Udak mungkin ditancapkan dalam jiwa partisipan, sungguh lrami
telah menjelaskan hal tersebut s@ara terperinci.

Jawaban Kedua: Sungguh penegakkan argumentasi untuk
menghilangl<an ghanr dalam kontrak asuransi dengan dal$raan
bahwa, partisipan mendapatkan uang lebih banyak dari yang

dikeluarkanrya ketika terjadi musibah. Di samping itu dia juga

mendapatkan rasa aman sebagai kompensasi dari kredit yang

dibapmya saat tidak terjadi insiden apa pun. Disertai kepkinan
bahwa rasa arnan bisa menambah nilai kompensasi uang dalam

kontrak asuransi, yang mana bisa menyamai lfiedit asuransi- Ifu
sernua adalah pengambilan dalil yang menghasilkan tujuan yang

bertentangan. Ifu karena menunrt pendapat ini, posisi partisipan

ketika kesepakatan berlangsung, dirinya tidak mengetahui jika

bakal bisa mendapatkan yang lebih banyak dari yang dibalnmya,
atau hanya akan mendapatkan sesuai dengan nilai riil yang dia

bayarkan- Yaifu rasa arnan terhadap insiden yang mengintai, sebab
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pengetahuan akan hal itu sangat bergantung dengan ada tidaknya

kerugian- Jika temyata terjadi insiden kerugian, maka sang

partisipan mendapatkan lebih banyak, nalnun jika tidak teriadi,

maka dia hanya akan mendapatkan sebesar apa yang dibayramya

saja. (sebab kita berasumsi sambil mengkritisi, bahwa rasa aman

tersebut sepadan dan menyamai kredit-kredit yang dimaksud) inilah

tlbk ghanmya. Dengan pemyataan 5rang lebih tegas: Jika teriadi

peristiwa merugikan setelah partisipan membayar satq kredit saja

misalnya, maka dia kelak mendapatkan dana asuransi yang

nilainya lebih banyak dari satu kredit. Sementara k€fika fidak

terjadi insiden merugikan, maka berarti dia telah membayar

seluruh kredit tersebut demi unfuk meraih rcrsa alnan dari keiadian

yang menimpanya; yaitu pada harta, hak-hak, dan

kepentingannya. Dia akan mendapatkan rasa alnan dalam dua

situasi sekaligus; pertama, pada situasi fidak terjadi insiden yang

memgikan, yaifu dengan terjaminnya keamanan harta-harta, dan

kemaslahatannya. Dan kedua; saat terjadinla insiden merugikan,

dengan mendapatkan dana asuransi guna menghidupkan kembali

harta yang telah sima bempa ragam aset, hak, dan

kepentingannya- Hanya saja, nilai rasa atnan atau harganya tidak

safu macam dalam dua kondisi ini. Yaifu dalam kondisi dimana

tidak terjadinya insiden atas objek yang diasuransikan itu lebih

besar daripada k€trka teriadi. Sebab partisipan telah mernbayarkan

sernua krdit asuransi demi memperoleh rasa arnn ketika tidak

terjadi insiden png menrgikan. Dia juga mernbayar safu laedit

atau lebih derni mendapatkan dana kompensasi ketika teriadi

insiden merugikan. sehingga pada akhimp, nilai kompensasi yang

diusahakan untuk mendapatkan rasa alnan ini tidak diketahui

secara jelas saat kesepakatan berlangsung. Ini merupakan ghamr
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dalam nilai tukar yang dapat membatalkan transaksi ganti rugi,

seperti ghanr dalam mendapatkan kompensasi seperti yang telah

kami singgung.

Jawaban Ketiga: Kita tidak meyakini begitu saja bahwa,

kerugian dan ghamrtidak bisa terhimpun bersama sikap kerelaan,

kesukarelaan, tanpa paksaan, dan kegembiraan- Di antara prinsip

yang diyakini benar menurut sernua ulama ahli ijtihad, bahwa ridha

dengan ghanr dalam transaksi pertukaran harta tidak begihr saja

dapat melegalkan transaksi tersebut. Dengan bukti bahwa, orang

yang berjudi dan bertiaruh, dan orang yang membeli janin dalam

perut induknya, pembelian dengan tembakan pembum, semuanlra

berlandaskan ridha, tidak terpaksa teriun dalam ghamr dan ketidak

tahuan. Kendati pun demikian, ragam transaksi perh.rkaran ini

tetap batal secam Uma'. Yang benar adalah, bahwa sahnya

fuansaksi pertukamn ditentukan oleh dua faktor s@ara bersamaan,

Vaitu; rela atau ridha dengan hansaksi pertukaran, juga terlepas

dari glnmrdan ketidak pastian. Jika salah satu dari keduanya tidak

ada, maka batallah kansaksi tersebut, meskipun faktor lainnya ada.

Telah disinggung tentang pendapat yang menyatakan bahwa

pengetahuan atas objek transaksi merupakan salah satu syarat

keridhaan tersebut. Juga bahwa keridhaan atas sesuatu yang tidak

diketahui maksud pelakunya dalam pandangan syariat adalah tidak

mungkin, meskipun secara sekilas ifu seperti ridha.
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Mathlab Kedua:

Persepsi Keliru Y.t g Dtuiukan Pada Dalil Periudian

dan Taruhan.

Kami telah sampaikan bahwa dalil kedua akan pelarangan

ragam kontrak 5ang dijalankan oleh penrsahaan asuransi, di

antarangra bahwa, ragam kontrak tersebut mengandung perfudian,

dan pertaruhan. Bila setiap transaksi tersebut dihukumi haram

berdasarkan kepakatan para ulama, maka dernikian pula dengan

konbak asuransi.

Pengantar kdua dari dalil ini menSatakan, bahwa ragam

tansaksi perjudian dan perhruhan ifu dihammkan, ini diyakini

sudah menjadi kesepakatan para ulama fikih. Maka tdak

sepafutrln kta menyibukkan diri mencari-cari dalilnya.

Mukaddimah kedua dari dalil ini, yaitu bahwa mgam kontrak

asuransi mengandung perjudian dan pertaruhan, kami

menegaskannya pemyataan ifu dengan dua perkamt

Perkara Pertama: Ragam kontrak asumnsi termasuk dalam

definisi perjudian sekaligus pertaruhan, ini berarti bahwa hakikat

transaksi tersebut adalah samer.

Perkara Kedua: Terpenuhinya sifat*ifat inti transalsi

pe{udian dan pertaruhan dalam ragam kontrak asuransi. Orang:

omng lrang berpendapat membolehkan konkak .asuransi,

mukadimah kedua ini, bahwa ragam kontrak asumnsi

dianggap sebagai periudian dan pertaruhan, dengan beberapa

kesenrpaan lnng kesernuanya ihr berfumpu pada safu hal- Yaihl

terdapatnya pe6edaan mencolok antara mgam kontak asuransi
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dari safu sisi, dan transaksi perjudian dan taruhan dari sisi lainnya.

Kami akan menyebutkan keserupaan tersebut, kemudian baru

memberikan komentar atasnya dengan nrnut safu per safu:

Persepsi Pertama.

Pertama: Peparan Persepsi Ini-

Inti dari persepsi keliru ini adalah, bahwa taruhan laksana

perjudian llang mempertaruhkan nasib, pifu benrpa nasib Snng
hilang dalam pengalihan waktu yang dimiliki pernain judi atau

taruhan, sehingga hal ifu dapat membunuh laeatifitas dan gairah

kerjaryra.

Kedua: Sanggahan terhadap Persepsi Tersebut.

Sanggahan atas persepsi keliru ini, bahwa permainan,

keasyikan, dan penyia-nyian waktu bukanlah faktor penting dalam

penetapan hukum. Sehingga penghararnan sSrariat terhadap

taruhan dan perjudian bukan sebatas karena bermuatan

permainan, hiburan, dan menyia-nyiakan ulakfu saja, sebab ifu
semuanla hukumnp terlamng. Sementara sebab penghararnan

dan alasannya adalah, bahwa dua pelaku judi atau taruhan kefika
teriadi kesepakatan, s?lnEt-sdrn? tidak mengehhui nilai riil 1nng
hanrs diberikan dan yang akan didapatkan. Sebab iht sernua

berganfung pada kejadian spekulasi. Maka hasil dari transaksi ini
adalah, kemgian dalam safu pihak dan keberunfungan pada pihak

lain.

Di antara perkara png menunjukkan bahwa, alasan dalam
pengharaman judi dan taruhan adalah sifat spekulasi dan glnmr,
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bukan isi permainan, hiburan, dan pembuangan waktu, dalam

konteks ini ada dua:

Pertama: Para ahli ijtihad mengakui batalnya beberapa

gambaran muamalah sebagai benfuk perjudian dan pertaruhan,

meskipun di dalamnya bukan ajang untuk permainan, hiburan, dan

buang-buang waktu. Tetapi karena di dalam mengandung unsur

spekulasi keuntungan pada safu pihak, dan kemgian pada pihak

yang lain, 5nifu dikarenakan adanya gharardan spekulasi. Bila saja

unsur permainan, senang-senang, dan penyia-nyiaan wakfu

mempakan alasannya atau bagian dari alasan, maka mestinln pam

ulama tidak menghukumi batal atas transaksi perfukaran ini, dan

mereka memberikan alasan batal karena terdapat unsur periudian

dan perhruhan. silakan Anda perhatikan beberapa pemptaan di

bawah ini:

Ibnu Abidin penulis Al HasyiSnh penganut madzhab Abu

Hanifah, berkata, "Dalam Uitaib Al Faih bahr,va jual beli lotre adalah

msak, dikarenakan ketidak pastian menjadi pokok dalam transaksi

ini, ini lantaran ketidak jelasan harga sebab nomor, sehingga

berposisi seperti perjudian, sebab sisi pertaruhan png ada di

dalamnla, akan keluar png demikian dan demikian. Hal ini

dibolehkan iika diketahui dalam majelis dengan akad lain, yaihr

tukar menukar, demikian yang dinptakan oleh Al Hahraani."

Beliau juga berkata ketika menyebutkan beragam jml beli

lrang ntsak: "sentuhan penyelam, jual beli dengan menyenfuh,

dengan meraba, dan lemparan bahr- Makna larangan dalam setiap

muamalah ifu adalah, ketidak tahuan orang tersebut dan

mengganfungkan kepemilikan barang dengan resiko 1nng tidak

jelas. Sama halnya berarti: 'Jika lemparan bafuku ini jafuh pada
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sepotong baju, maka aku akan menjualn5n padamu, atau aku

pindah tangankan dengan harga sekian. Atau jika engkau

menyentuhnya atau meraban5ra." Ini semuanya adalah contoh

transaksi jual beli zaman jahiliyah, dia menjadi seperti benhrk

perjudian karena menggantungkan kepernilikan dengan salah safu

perbuatan."

Dalam Fathul hri setelah dipaparkan berbagai contoh jual

beli jahiliyah seperti jml beli dengan senhrhan atau rabaan: "Jelas

ini sernua termasuk perjudian."

hnu Ruryd penganut madzhab Malih berkata: "Jual beli

dengan lernpamn bafu, menunrt oran5foftrng ,ahilitah
gambarann3n seperti berikut 'Pakaian apa pun, 3ang diiafuhi bafu

dari tanganku, rnaka wajib menjualqn, ini tenfu
perjudian." [-alu beliau berkomentar k€fika menyebutkan jenis-i€nis

jual beli iahililrah yang lain; seperti Jual beli mulamaah, jual beli

murnbdzah, dan juga jual beli sperma heunn jantan, "lni semua

merupakan jual beli jahililah yang disepakati keharamannln, dia

haram dari sisi tasebut, fihr sisi perjudian, dan ketidak jelasan

ternpo wakfu."

Dalam Al Furu'dil<atal<arr: "Guru kami memperbolehkan jtral

beli dengan penyebutan sifat dan p€rnesanan se@ra kontan, ini
jika mernang kehk menjadi milik penjual. Penulis berkata, "lnilah
yang dirnalsudkan oleh sabda Nabi $ terhadap Haldrn bin

Hazam: Uanspnhh l<amu menjml (egngn) Wng tidak ada di
bnganmu. ' Apabih Nabi $ tdak mengizinkan kontrak

pemesanan secara kontan, rnaka niscap Nabi akan berkata,

'Janganlah kau menjml ini baik itu lnng ada di genggamanmu

atau tidak." Sdangkan jika barang itu tdak tersedia di sisinya,

Goz ll n W^r'SyoattAl Muhadzdzab



maka dia menjalankan ini untr:k fujuan pemiagaan dan mencari

keuntungan; dia menjualnya dengan suatu harga, sementara dia

itu membelinya dengan harga yang lebih murah, lalu harus

menyerahkannya secara langsung. Terkadang sang pedagang

memperkirakan dan terkadang tidak memperkirakan hal tersebut,

bahkan terkadang barang itu tidak diperoleh, kecuali dengan harga

yang lebih mahal dari yang dipesan, lalu dia menyesalinSn.

Kemudian jika barang ihr diperoleh dengan harga yang lebih

mumh, maka sang penjual akan menyesal, padahal sang panbeli

mau membelinSa dengan harga yang lebih besar. Maka jual beli

semacam ini menjadi sernacam perjudian, adu nasib, dan

pertaruhan. Seperti menjual budak yang kabur dan unta terlepas,

yang dijual dengan harga di bawah standar. Bila temyata objek

transaksi tersebut bisa didapatkan, maka sang penjual akan

menyesal, sementara bila tidak didapatkan, maka sang pembelilah

yang akan menyesal. Pemiagaan png lebih menantang adalah,

seseorcmg membeli suafu barang dengan maksud dijual kernbali

demi mendapatkan keuntungan, lalu dia berpasrah pada Allah

akan hal itu, maka inilah jual beli yang dihalalkan oleh Allah."

Semua nash di atas menunjukkan bahwa, perjudian bisa

menjelma dalam transaksi jual beli yang serius dan bukan

permainan. Sebab standar pelarangan dalam perjudian adalah

unsur spekulasi, dan resiko bahaya. Kemudian resiko pertaruhan

tersebut adalah, menjadikan salah safu pelaku transaksi

keunfungan dan lainnla mengalami kerugian, ini fidak selalu

identik dengan permainan, senda gurau dan penyia-nyiaan wakfu,

meskipun kenrsakan tersebut berkonsekuensi membentuk sebuah

perjudian.
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Kedua: Hal yang mengisyaratkan bahwa permainan, senang-

senang, dan penyia-nyiaan wakhr bukanlah penyebab larangan

dalam perjudian dan pertaruhan, yaitu bahwa tak seorang ulama

ahli ijtihad pun yang mengatakan tansaksi yang mengandung

unsur permainan, kesenangan, dan penyia-nyiaan wakfu tergolong

dalam muarnalah yang tidak mengandung nba', ghanr perjudian,

dan pertaruhan. Atau bahwa yang menjadikan haramnya judi dan

pertaruhan ifu karena sama-sama terhimpun dalam safu faktor

penyebab, yaihr permainan, senang-senang, dan penyia-nyiaan

wakfu. Maka faktor yang kderadaannya mempengaruhi hukum

dalam pertaruhan dan perjudian dari sisi ada dan tidak ada adalah

sifat spekulasi lnng menguntrrngkan safu pihak, dan se@ra

bersamaan merugikan pihak lainnya.

Persepsi Keliru Kedua:

Perjudian dan Pertaruhan Merupakan Penpkit Moral,
Sampah masyarakat, Serta Pemandulan Produktifitas

Manusia:

Pertama: Paparan Persepsi ini

Para pengusung persepsi keliru ini berkata: "Sungguh, Al

Qur'an telah mensifati perjudian sebagai salah safu pemngkap

setan dan srananla, yang dapat menyulut permusuhan dan

kdengkian antar manusia, melalaikan mereka dari mengingat

Allah dan shalat." dmana hal-hal tersebutlah yang merupakan

cela akhlak dan penlakit maq,rarakat, serta alat pernandulan
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produktifitas manusia-. Namun sifat-sifat ini tidak ada di dalam

kontrak asuransi sarna sekali-"

Kedua: Sanggahan atas Persepsi Keliru Tersebut.

Sanggahan atas persepsi keliru di atas, bahwa menyulut

ketegangan dan kebencian antara kalangan manusia, mempakan

penghalang untuk mengingat Allah dan mendirikan shalat,

melumpuhkan produktifitas dan potensi manusia dengan

mernbuang$uang waktu unfuk berjudi, juga perkam lainnyra dari

beragam pen5akit hati dan problem sosial. Semua ini menjadi latar

belakang terlarangnya perjudian dan pertaruhan, serta langkah

antisipasi dalam menyikapi inti kerusakan dan bahap yang

ditimbulkan dari keduanya, dan bukan sebagai alasan

pengharaman atau karakter yang menjadi piiakan larangan itu

sendiri-

Faktor utama lrang mempengaruhi pengharaman dan

lamngan keduanya adalah adanya ghanr, dan terkumpulnya resiko

yang menghendaki keuntungan pada salah satu pihak dan

kerugian pada pihak lainnya. Inilah kriteria yang menjadi hrmpuan

hukum dari sisi ada dan tidak adanya ghanr ihr. Sehingga jika

spekulasi keunfungan dalam satu pihak dan kemgian pada pihak

lain terdapat dalam suafu muamalah, maka dia jelas diharamkan,

meski tdak akan memicu ketegangan dan kdengkian. Jika unsur

p€nyiut permusuhan dan kebencian ada bersama suatu

muanalahyang tidak mengandung ghamrdan spekulasi, rnaka hal

itu Udak sertia merta digolongkan sebagai perjudian dan tentu tidak

berlaku pula hukum perjudian.
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Bukti atau dalil bahwa para ulama ahli ijtihad menyepakati

perjudian ifu haram, meskipun tidak menghalanE para pelakunya

dari dzikir kepada Allah dan melaksanakan shalat. lantas apakah

dibolehkan perjudian yang beragam ahrrannya disusun rapi dengan

cara tertentu, sehingga tidak membuang wakfu mereka, seperti

yang terjadi pada saat ini. Di mana pelaku judi atau taruhan dapat

melakukan praktik fuansaksi terlarang ini melalui pembicaraan via

telepon, yang tidak memakan wakfu lebih dari safu menit. Pelaku

taruhan hanya cukup mengatakan: "Aku mernpertaruhkan kuda

anu dengan nilai 10 junaih -jika taruhan dimaksudkan itu dalam

lomba pacuan kuda"- Pelaku taruhan jelas tidak membuang

waktunya unfuk hal itu, tidak pula memalingkannya dari aktifitas

pokok atau kegiatan lainnya, tidak menghalangi dari mengingat

Allah dan melaksanakan shalat. Kendati pun demikian, tetap saja

transaksi taruhan tersebut haram secara pasti dan meyakinkan.

Sesungguhnya kemsakan di atas adalah hal5nng biasa timbul

dari ragam kontrak pertaruhan dan perjudian. Akan tetapi

kepufusan hukum haram yang berlaku atas keduanya dalam situasi

Snng berteda, adalah dengan kondisi tersebut sebab terdapat

unsur keunfungan di salah safu pihak dan kerugian di pihak

lainnya, ini merupakan benhrk memakan harta orang lain dengan

cara lnng tidak benar. larangan terhadap zina dan penerapan

sangsi atas pelakunya adalah demi memelihara nasab atau

keturunan, sebab an:a memang menyebabkan bahaya

percampuran nasab. Tidak ada seorang ulama fikih pun yang

mengatakan keharaman zina sebatas karena alasan tersebut, dan

tidak menjalar pada kondisi.kondisi lainnya, yang dipastikan tidak

ada percampuran nasab. Misal jika pelakunya adalah anak kecil
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atau manula yang sudah tidak mungkin laE memiliki keturunan,

atau disaat mereka menggunakan obat pencegah kehamilan.

Di antara hikmah dilarangnya riba adalah, karena menjadikan

pelaku riba tersebut tidak mengoptimalkan kerja dan

produktifitasnln, termasuk eksploitasi atas kaum fakir dan

kalangan bawah- Juga tak seorang pun berkata, "Hukum akan

berjalan seiring dengan ada dan tidak adanya kondisi tersebut.

Namun yang tepat adalah, bahwa hukum ihr berlaku karena

terdapatrya faktor penyebab yang telah dikenal dan ditenfukan
oleh semua ulama fihh. Maka, tatkala Allah $ berfirman:

A lgti i'r';i # e; 6'{*:i Lj Gy

isai,f; fi t, &-'{'6 r.;',.'*6 #
'Saungguhnjn syetan ifu bermaksud lpndak menimbukan

permusuhan dan kebencian di antara kanru lanbran (meminum)

khamer dan berjudi ifu, dan menghalangi kamu dari mengingat

Allah dan shalat "(Qs. Al Maaidah [05]: 91).

lantas apakah ada seorang ulama ahli ijtihad berani

mengatakan: "Sesungguhnya minuman keras akan menjadi halal

kefika unsur permusuhan dan kebencian hilang darinSra, dimana ifu

tdak menjadi penghalang untuk ber&ikir kepada Allah dan

melaksanakan shalat?. "

Yang tepat adalah minuman keras itu diharamkan pada

setiap kondisi, karena dia mengandung zat memabukan grang

dapat menrsak fungsi akal. Baik hal memabukan tersebut

berkonsekuensi pada permusuhan dan kebencian atau tidak sama
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sekali. Baik mabuk tersebut menghalangi dari mengingat Allah dan

shalat ataupun tidak sama sekali?. Demikian juga halnya dalam

perjudian, dia diharamkan karena benhlk dari memakan harta

orang lain dengan cara batil tanpa ada h-rkar harta yang

dikeluarkan dari kepemilikan seseorang kepada orang lain. Atau

pekerjaan nyata yang dikerahkan oleh pelaku judi atau taruhan.

Meskipun tempat-tempat perjudian dan pertaruhan dimpikan,

diciptakan dengan sistem dan fasilitas yrang canggih, sehingga

perjudian dan pertaruhan tidak membuang wakfu dengan sia-sia.

Tidak juga timbul permusuhan dan kebencian di antara pelaku judi

atau taruhan. Karena kondisi ini (sesama pelaku tidak saling

mengenal, lrang memungkinkan unfuk melampiaskan ketegangan

dan kemarahan). Namun, tetap saja hukum hamm berlaku dan

larangan berjalan semestinln. Sebab lnng menjadi alasan

pengharaman adalah alasan ekonomi, yaifu melibatkan diri dalam

bansaksi perh.rkaran Sang berlandasl<an ghanr dan spekulasi, di

mana muaranlra adalah keunhrngan pada satu pihak dan kerugian
pada pihak 5ang lain, yang menghendaki permusuhan

dan kedengkian. [-alu dia terperosok dalam tipu dap judi dapat

menghalangi dirinya dari mengingat Allah dan melaksanakan

shalat, serta menyia-nyiakan wakfu lang sejatinya dapat

diperdapkan unfuk produktifitas. Namun sekali lagi, ifu tdak
menjadi acuan dasar halal atau haramn3ra. Sebab ifu bukanlah

kriteria konkrit dan batasan png akan menenfukan hukum.

Seomng ulama ahli iitihad tdak mungkin mengatakan

bahwa, ormg lnng menenggak minuman keras atau bermain iudi,
perbuatannSra ifu Udak berindikasi pada larangan, dimana kita fidak

menjafuhi sangsi hukuman atas perbuatan komsumsi minuman

keras, dan menetapkan kebatilann3n dalam kontrak perjudian,
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kecuali jika muncul permusuhan, atau shalat yang ditinggalkan,

atau &ikir wajib yang terlalaikan.

Kesimpulannya adalah, bahwa daya rangsang perjudian

dalam memunculkan perrnusuhan, kedengkian, penghalang dari

mengingat Allah.dan dari melaksanakan shalat, menyia-nyiakan

waktu dengan berkecimpung di dalamnya. Juga bahwa ragam

kontak asuransi itu tidak menimbulkan demikian, bukanlah

merupakan perbedaan yang signifikan dalam hukumnya. Sebab

faktor-faktor tersebut bukan faktor penghamman transaksi judi dan

taruhan. Namun illat yarrg melekat pada bansaksi-transaksi ini

adalah faktor ghanr dan spekulasi kerugian pada satu pihak, dan

keuntungan di pihak yang lain. Faktor tersebut memang didapati

dalam konhak asuransi seperti yang telah kami singgung.

Perjudian dan taruhan yang menimbulkan beberapa kerusakan,

petaka, dan kerugian tidak akan dapat merubah stahrs hukum

konhak asuransi, lantaran adanya kesamaan dalam faktor bisa

menetapkan hukum tersebut. Perbedaan dalam hikmah yang

dihasilkan ini, Udak banyak mempengaruhi status

Persepsi Keliru yang Ketiga:

Kontrak Asuransi Berdiri Di Atas Pondasi Rerunhrhan
Musibah.

Pertama: Paparan Dalnpaan ini

Orang-orang llang menyokong opini ini mengatakan:

"sesungguhnya kontrak asumnsi itu berdiri di atas dasar efek-efek

musibah yang menimpa manusia pada diri, harta, atau bidang
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profesinya. Dari titik tolak inilah asuransi mampu memberikan msa

aman kepada partisipannya dari beragam dampak musibah

sebelum itu terjadi. Berbeda jauh dengan transaksi perjudian dan

taruhan yang tidak berperan mengatasi musibah yrang merugikan

setelah hal tersebut terjadi atau memberikan rasa aman atas

beragam resiko musibah.

Perbedaan tersebut kembali pada bahaya lnng menjadi

acuan seomng nasabah unhrk mendapat dana asuransi, lraitu
berupa musibah yang menimbulkan petaka bagi diri nasabah atau

harta bendanya, dari sinilah dana asuransi wajib digelontorkan

unfuk menutupi dampakdampaknya. Sementara objek pertaruhan

yang menjadi sandaran pelaku judi atau taruhan agar dirinya bisa

mendapatkan uang judi atau taruhan tersebut, tidak menginginkan

adanln kemsakan harta pelaku judi atau tamhan, atau juga

kemsakan pada dirinya sendiri. Dari sifulah uang judi atau taruhan
yang didapatkan tidak ditujukan untuk menanggulangi ragam

dampak kerusakan atau musibah yang datang. Inilah perbedaan

mencolok yang menghalangi penyamaan kontrak asuransi dengan

kontrak perjudian dan pertaruhan menurut pendukung persepsi

ini.

Kedua: Sanggahan Persepsi Keliru Tersebut.

Sanggahan terhadap persepsi tersebut yaifu rasa aman dari

resiko musibah sebelum terjadinya dan penanggulangan beragam

dampaknya setelah hal tersebut terjadi, ini adalah perkara lnng
tidak mernpengaruhi konbak perhrkaran harta dari sisi halal dan

, karena beberapa hal sebagai berikut:
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Hal yang pertama: Prediksi akan terjadinya suatu kerugian

karena musibah tertentu tidak memberikan izin untuk orang yang

memprediksi kemgian ini unfuk melakukan transaksi timbal balik

yang terlarang, hal ifu dikarenakan terselipnya unsur riba, ghanr
atau perjudian yang berfujuan menuhrpi ken:gian tersebut. Sebab

meskipun syariat mewajibkan pelaku kansaksi menghindari hal-hal

yang membahayakan, dan menyiapkan bekal untuk menghadapi

beragam dampak kejadian yang diprediksinya, hanya saja syariat

menjelaskan tata cara yang dapat menSnmpaikan seseorang pada

tujuan tersebut, inilah sebab-sebab lang diperbolehkan oleh

syariat. Tidak diperkenankan unfuk sampai pada fujuan tertenfu

dengan menggunakan caftrcara yang diharamkan, seperti

beragam transaksi yang mengandung ghamrdan perjudian.

Di antara prinsip yang diyakini kebenarannya dalam syariat

Islam adalah, bahwa beragam maksud dan fujuan tidak

diperkenankan unfuk diwujudkan dengan beragam cara yang

terlarang. Akan tetapi, fujuan syariat tersebut haruslah diwujudkan

dengan beragam cara yang dipertolehkan bukan dengan cara

5ang terlarang. MenanggulanE dampak kerugian dan menutupi

kerugian yang mengintai manusia adalah hal yang berjalan sesuai

dengan syariat s@ara umum. Namun pemecahan dan pemenuhan

akan hal tersebut, haruslah dengan prosedur yang diizinkan oleh

syariat. Dimana konbak asuransi bukanlah safu-safunp

mekanisme unfuk ifu karena adanya unsur ghanr dan pertaruhan

png dikandungnya seperti yang telah kami jelaskan.

Menempuh cara terlarang demi mev.rujudkan ttrjuan yang

dipertolehkan akan menghilangkan maksud ryariat 1nng lain.

Dimana syariat telah memetakan selnua hrjuan itu. Allah & taan
menetapkan beragam muamalah dan memufuskan hukum dan
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cara yang mampu mawujudkan sernua tujuan-tujuannya. Sehingga

ketika Allah melarang suatu jalan atau menutupnya unfuk maksud

yang benar, Dia akan rnembukakan cara atau mekanisme lain yang

diperbolehkan. Sehingga pada akhimyra, beragam prosedur yang

diperbolehkan itu cukup unfuk ma,vujudkan semua tujuan syariat

tanpa harus melalaikan satu perkara pun.

Maka semua harta simpanan dan investasinya;

seumpamanya itu adalah fujuan png dipe6olehkan dan termasuk

fujuan png halal, maka tidak boleh merealisasikan tujuan tersebut

melalui bank-bank yang mengoperasikan transaksin5a dengan

bunga, narnun haruslah 5nng berdasarkan prinsip penydiaan

saham, atau prinsip utangpiutang misalryra. Pertukaran harta

merupakan salah safu maksud qnriat, akan tetapi dalam

pertukaran tersebut haruslah berlangsung dengan transaksi tmbal
balik 5rang fidak mengandung unsur riba atau ghanr.Selain ifu,

terus berlangsungnya kefurunan, dan pelampiasan seksual juga

termasuk fuiuan syariat, namun mekanismenya harus melalui jalur

pemikahan. Bila ada yang beramsumsi bahwa, maksud slnriat

dalam suafu sifuasi dan kondisi mendesak bisa diperoleh dengan

cara yang melanggar. Maka hukum rukhsah dan kaidah darurat

berlaku dalam siturasi tersebut. Namun darurat ifu pun harus diukur

dengan kebufuhan. Rukhsah akan hilang dengan

penyebab hal tersebut.

Sudah meniadi sebuah kepastian bahwa, beragam tujuan dan

maksud dari asuransi adalah tolong menolong dan bahu mernbahu

antar sesarna unfuk menanggulangi dampak dari resiko kertrgian

Snng dialami oleh salah seoftmg nasabah, dan juga membagikan

beragam l<emgian yang ditimbulkan oleh musibah tersebut di

antara banfnk orang. Itu bisa diwujudkan dengan cara yang
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diperbolehkan, seperti asuransi timbal balik, dan asumnsi sosial, ini

jika capaian dua jenis asumnsi ini diperluas dengan dukungan

sarana modem unfuk mengafumya dalam format yang mampu

maamjudkan fujuan-tujuan ters ebut.

Selanjutnya, syariat telah membawakan sistem yang kuat dan

hukum-hukum gnng adil dalam aspek solidaritas, asuransi, dan

tolong-menolong. Negara menumt pandangan Islam wajib

mernberian iaminan kepada orang yang rnlnpu dengan

menyediakan lapangan kerja yang cocok bagnla. Juga melindungi

hak-hak orang lernah dengan memberikan hmjangan hidup bempa

makanan, minum, pakaian, kendaraan, dan ternpat tinggal ala

kadamya. Seperti Fng dikatakan oleh bebempa ularna ahli ijuhad.

Mmnnlah asurarsi lnng diselenggamkan oleh p€rusahaan

asumnsi menurut kami, bukanlah satu-safun1n mekanisme gang

dapat mewuiudkan rnaksud-rnalsud slariat bempa tolong

menolong, dan solidaritas. Sebagaimana omng-orang png terlibat

dalam kontrak ini, Udak sedang dalam keadaan terdesak, yang

memaksa mereka melakukan transaksi terlarang-

Hal Snng kdua, Bahwa karakteristik asuransi pitu rnampu

menanggulangi beragam dampak kerugian, terkadang didapati

dalam bansaksi , n rnun pernberian boleh

tslambat. Periudian dan tanrhan s@ara q,artit dapat mencegah

resiko 5rang tidak pasti, dan juga rnampu mernperbiki bahaya

lpng ditmbulkan olehnlB, yang menimpa pelah ,udi atau

taruhan. Bila sratu kqadian yang meniadi piFkan Uertnt<ntn

pdal$ iudi atau taruhan atas rnng iudi ifu bempa musibah 37ang

menimpa kedtn belah pihak, atau berupa p€talo pada badan atau

harta, seperti kebakaran dan tenggehm umpamanla. Maka

menjadikan taruhan dengan teriadi atau tidak teriadiqn hal di atas
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menjadi haram secara pasti. Jika saja ada seseorang berkata

kepada yang lainnya: "Jika barang daganganmu tenggelam, maka

aku akan bayar kamu 10.000 riyal." "Bila engkau selamat, maka

engkau bayar aku dengan nilai yang sama atau yang lebih sedikit."

Pastilah kesepakatan ini dinamakan taruhan yang diharapkan

sesuai kesepakatan. Padahal dana asuransi dimaksudkan unfuk

mengatasi dampak musibah tenggelam pada sifuasi ini. Disinilah

terjadi keterlambatan hukum, yaitu bolehnla transaksi pertukamn

5nng dibarengi dengan karakteristik tertenfu; memperbaiki dampak

dari suafu bencana-

Hal yang ketiga: Para pengusung anggapan ini dari kalangan

ulama sgrariat dan para pakar ang hukum mq,rakini

sepenuhnla bahwa, kontrak asuransi dinilai sebagai perjudian dan

taruhan, ketika diberlakukan atas satu atau beberapa partisipan.

Padahal transaksi tersebut dalam sifuasi ini dimaksudkan untrk
memperbaiki dampak musibah yang menjadi acuan bagi dana

asuransi. Ini artinya bahwa, memperbaiki dampak musibah

kemgian bukanlah sifat kuat yang mempengaruhi kebolehan suatu

transaksi saat sudah didapati alasan pengharamannln. Yaitu

karena mengandung unsur gharar atau termasuk ke dalam definisi

periudian dan taruhan. Karakteristik -yaih-r mampu memperbaiki

dampak musibah- memang terdapat dalam muamalah ini, han5a

$ja hukumnya; bahwa kebolehan muamalah ini terkadang

terlambat untuk disampaikan. Keberadaan dan terlambatnya

penetapan hukum atas muamalah di atas, yaifu bahr,va sifat ifu
tidak berpenganrh, ini tidak bisa dijadikan pembeda, sehingga

tidak mencegah ketetapan hukum muamalah asli dalam muamalah

cabang.

i

i

I

I

I
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Hal yang keempat: Bahwa pengusung persepsi keliru ini
meyakini sepenuhnya akan kebolehan kontrak asuransi ini dalam

beberapa kondisi lang mana asuransi tidak berperan menuntaskan

dampak suatu musibah, namun hanya dimaksudkan unfuk

menabung, dan mengumpulkan modal, seperti asuransi jiwa dalam

beberapa kondisi. Sang partisipan atau ahli warisnSa berhak

mendapatkan dana asuransi scara sempuma pada kasus asuransi

hidup. Baik dia mengalami petaka yang menjadikan dana asuransi

tersebut digelontorkan demi memperbaih keadaannln atau sama

sekali tidak?. Bahkan seorang partisipan berhak mendapatkan

dana tersebut, meshpun insiden atas aset yang diasumnsikan ifu

tergolong peristirra menyenangkan dan disenangi oleh manusia-

Seperti asuransi jiwa dalam kondisi dirinya partisipan Udak

meninggal dunia, asuransi pemikahan, dan asuransi unfuk anak.

Dalam asuransi jiwa pada situasi tetapn5ra kehidupan
umpamanya, partisipan berhak mendapatkan dana asuransi jika
panjang urnur sampai u/akfu tertenfu- Hidupnya partisipan yang

berlanjut hingga tempo tertentu adalah hal yang disenangi tidak
ditakuti, sebab keadaan demikian tdaklah menimbulkan
konsekuensi apa pun, bahkan kejadian tersebut memberinya

manfaat, karena hal tersebut sebagai pertanda, bahwa dirinya
kelak mendapatkan dana asuransi yang tidak harus dipergunakan
unfuk memperbaiki kerugian yang menimpanya. Maka asuransi di
sini tidak memiliki peran dalam menyelesaikan dampak musibah,

sebab dalam sittrasi ini fidak ada musibah yang menjadikan
partisipan bufuh pada keamanan dari resiko'resikonla, dan juga

penanggulangan kerugian setelah kejadian buruk ifu terjadi. Pada

beragam sifuasi asuransi semacam ini, tidak ada karakteristik
memecahkan dampak musibah setelah musibah ifu terladi, atau
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rasa aman sebelum musibah ifu terjadi. Pada akhimya
dihasilkanlah hukum kebolehan asuransi sesuai pendapat para
pengusungnln. Oleh karena ifu, kami mendapati para pakar
hukum undang-undang menegaskan syarat sahnya kontak
asuransi adalah adanln keharusan. Mereka berrnaksud dengan ifu,
bahwa hal tersebut bukan slrardt'unfuk mengesahkan kontrak-
asuransi 3nng sah, meskipun ada kepentingan bagnya bila sampai
teriadi suafu musibah. Sebab peristiwa tersebut selain
menghasilkan suafu petaka, tetapi juga mendatangkan manhat
baginln, yaifu memungkinkan dirinya unfuk memperoleh dana
asuransi. Inilah yang dinamakan judi dan pertaruhan sendiri. Suafu
kejadian yang driadikan acuan berhakrya partisipan atas dana
asuransi adalah kejadian yang menyenangkan dan tidak
menimbulkan kesulitan yang berarti bagi dirinya. Sebab dia
mernbufuhkan dana asuransi ifu unfuk memperbaiki dan
menanggulangi dampakdampakngra, sehingga partisipan di sini
berperan laksana pelaku judi dan taruhan yang mengharapkan
kejadian sesuafu tanpa hams takut padanya. Sebab
berlangsungnln suatu insiden akan mendatangkan keunhrngan
bersih unfuknya, tanpa menang[lung kerugian, dimana fidak
adan5a insiden malah akan mendatangkan ken-rgian mumi
terhadap dirinya, yang tidak mengunfungkan satna sekali.

Hal5ang kelima: Seperti lrang pemah dijelaskan bahwa, rasa

arnan yang diciptakan oleh kontrak asuransi unfuk partisipan
adalah karakteristik 1nng tidak diperhitungkan dalam penenfuan

kehalalannya. Sebab dia tidak menghilangkan sifat ghamr da'ir
kontrak asuransi. Rasa aman adalah karakteristik 5ang tidak
signifikan, karena pengaruhnya itu berganfung pada kompensasi
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dari uang yang dibayarkan bahkan hingga pemba5nran kredit

asuransi png menjadi nilai tukamp terwujud, bila tidak ada

insiden merugikan selama masa kontrak berjalan. Telah disinggung

sebelwirnp bahwa, rasa afiran yang diduga:dapat diberikan oleh
' ahaani'asurdixi kepada'' segenap' partisitran,^ bitkanlah' *lui
ganti !,ang menjadi kompensasi dari uang lrang disetorkan, sebab
lnisa 'amdh ' bftikahlbh harfa yang ketuar 'dari tanggungan
p?r{rSahaan'5Suransi lafu "masuk dalain'iatgEungan partisipan,

hingEa' itu tergantldan.dehgan'lffedit asurtldi. Rasa amd,n luga
bul{afi: pelterlaan dan us?h5 yang dilaltukan oleh perusahaan
{acufahsi,'htuigga dildtak"d'trreAmy5 ifu 'sebagai upahrya. Ru*
:i1i6rtl56uL'lain' rleblbi tnumi,i d#"'Derasa# yang fidak dapat
diberikan unfuk orang lain kecuali oleh Pencipta *onkalsairairi.
Setiap hal yang mampu dilakukan oleh penrsahaan asuransi ifulah
mempakan komitunennya.gntuk .g!Tbepl.- dana asuransi di saat

terjadi suafu insiden sebdgai kompensasi atas kredit-kredit yang

telah dibaprkan Sfid.rnt $etastafr':Uihwa'ini men-rpaka n ghanr,
spekulasi, dan perjudian ifu sendiri.

.., , Jika sajaiReram5r,,danr, nurani.layak, meniadi kompensasi
g6ng sepadan dengan harta;,,dan juga rnerniliki pengaruh atas

,Perrghalalan. dan penghararrian,,,maka sungguh karni' culmp
katakan: i:SesunggL*mln .rbgnrn.,konhak:taruhan dan, perjudian

,jug9..1nenc=ipgtgl,lqaapap untuk rrleqiadr halal d?!.harar& ?

i. i-:,,. Kita, jraga,rrlr4takan: iseBungguhrryn-tbnsalsi pertanfian dan

,ppriudianr::akin mengf.rasil&ani_ihdrapan,ddlam b€nak pelahiryn
rtlntuk, rnernperoleh .r,lteuntungan h*hn, kerirgian." Flanpan
,nrer*lapad<an keunhrngan',ini merupakan .faktor perarrSisang bagi

r"pffipan unfuk tertibat ehm perhruhanrdan,periudiari. Jika dia
tidak pemah menang dalam perjudian atau pertaruhan, maka
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sungguh dia akan hidup dengan harapan tersebut, dan alangkah

buruknya wakhr yang demikian. Dan Sungguh dia seperti orang

yang membeli buah-buahan sebelum nampak matang, juga

layaknya orang yang membayar pukulan dan lemparan seorang

pemburu, dia membayar harga terserbut sebagai pengganti dari

harapannya; yaitu mendapatkan jumlah Sang lebih besar dari yang

dia bayarkan. Hal tersebut lantaran dia memba3nr harga Snng
buruk pada timbal balik seperti ini. Bukan harapan tersebut ifu
juga merupakan pengganti dari harta gnng dikehnrkan. Ada 5ang
mengatakan: Ifu sama saja dengan buah Snng diharapkan adanya

hama lang menyercmg atau hewan yang tidak terperanglop dam
jaring pemburu, sungguh alangkah buruk harapan yang diberi oletr

seorang perrjual ifu.

Mathlab Ketiga:

Sybhat Dalam Dalil Riba-

Karni telah katakan dalam dalil yang ketisa sebehrmnya atas

kehararrnn beragam akad yang dialah oleh pertrsahaan asuransi,

bahwa beragam akad tersebut di dalamnp rihdengan
dua jenisnya; riba fadhl, riba nasiah,jika ditinjau dari tiga sisL

Sisi Pertama: Kontak asumnsi adalah kesepakatan afrra
penrsahaan asumnsi dengan partisipan, agar partisipan a$rnrnsi

mernbayarkan sejumlah uang seboEai pengganti usaha peruxllimn
asuransi lEng merrrbayarkan seiumlah nominal uang saat inddlm]

teriadi. Maka i&r termasuk jual beli tunai dengan tunai hingp
u,akfu tertenhr, kedua4n termasuk ke dalam 'iiba nasiah; jika,
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nominal kedua uang tersebut sama. Bahkan jika pembayaran

jumlah nominal tersebut itu diakhirkan, selain terkandung di

dalamnya rtba nasiah, maka terkandung juga riba fadhl.

Sisi Kedua: Akad asuransi jiwa pada saat partisipan masih

dalam keadaan hidup, maka.akad tersebut mengandung perjanjian

penrsahaan asuransi bagi partisipannya yang masih hidup, unfuk

mernbayar l$edit asuransi hingga waktu png telah ditenfukan

dalam akad, disertai tambahan bunga, maka ini terrnasuk riba.

Sisi Ketigar Banlnk mgam muamalah yang dilakukan oleh

penrsahaan asurarsi yang berlandaskan riba, dimana penrsahaan

asuransi menaruh saham perusahannya pada pos penyimparnn

lang berbunga, dimana kelak perusahaan meminjamkannya

dengan akad asuransi png berbunga. Dimana diqpratkan bagi

partisipan jika mernbayamla telat dari waktu yang ditempkan akan

ditambah dengan bunga. Suafu akad 5nng mengandung riba di

dalamnya, maka akad itu manjadi batal.

Orang yang memperbolehkan akad asuransi mengemukakan

beberapa persepsi keliru atas dalil png telah kami kemukakan di

atas, dimana kami akan mernaparkan dan, kernudian

menjawabnln.

Sybhat Pertama:

Pertama: Paparan Persepsi Kelim lni-

"IGmi bebicara tentang asuransi dari sisi bahwa, dia

mempakan akad 3rang berdasarkan dengan afumn undang'undang,

kami tdak berticara dengan hal 5png berkaitan dengan mgarn

akadnSra, baik itu dis5nria&an maupun dilararg. Bila kita temui,
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bahwa beragam dasar dan nash syariat tidak sampai melarang

asuransi, maka kami menghukuminya dengan kebolehan dari sisi

bahwa asuransi ifu merupakan sebuah ah:ran yang dalam asas

berpikir dan ragam cara yang dilakukan adalah untuk

menghasilkan kemaslahatan yang disyariatkan, sehingga kami juga

menghukumi afuran tersebut sebagai attimir syar'i, namun hal

tersebut tidak berarti, bahwa ifu juga menetapkan

diperbolehkannln segala cara yang berkaitan dengan muamalah

dan ekonomi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi."

Para pengusung persepsi di atas mengakui bahwa konbak
asuransi itu batal karena dia mengandung unsur riba, akan tetapi

mereka berpandangan bahwa, bukfi ini bukanlah hal yang perlu

diperdebatkan laE. Hal tersebut karena perdebatan dalam

pandangan mereka adalah pada asuransi yang termasuk afuran

, bukan pada ragam akad yang dilakukan oleh

perusahaan asuransi, baik ifu 5nng disyariatkan ataupun dilarang

oleh syariat.

Kedua: Sanggahan Terhadap Persepsi Keliru
Tersebut.

Jawaban terhadap persepsi keliru di atas, adalah dengan dua

perkara:

Perkara Pertama: Telah dijelaskan benrlang kali, bahwa ahli

fikih dalam menilai konkak asuransi, adalah dengan menilainya

sebagai akad yang dilangsungkan antara perusahaan asuransi

dengan partisipan, dimana akad ini merniliki asas berupa hak dan

kannjiban secara bergantian pada keduanya. Para ahli fikih tdak
menghukumi kontrak asumnsi sebagai sebuah afuran yang pikiran
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mendasar dan ragam cam yang ditempuh adalah guna

menciptakan kemaslahatan yang telah syariatkan. Konfuak asuransi

jika ditinjau bahwa dia merupakan sebuah pandangan dan afuran

yang bertujuan unfuk saling tolong menolong dan solidaritas, hal

ini tidaklah masalah dalam sSariat, namun pandangan dan afuran

ini tidak boleh diwujudkan dengan akad beragam perantara yang

dilarang lantaran di dalamnya mengandung riba png telah dilarang

oleh sSariat. Maka, kemaslahatan syariat itu tdak dapat

diwujudkan dengan cara lang tidak diq,ariatkan- Apakah mungkin

seorang ahli fikih menghukumi kontrak asuransi dimana

perputaran uangnla ifu dengan bunga ribawi lantas dinyatakan

boleh?! Sebab, aturan keuangan llang ada itu seiatinla

mengarahkan simpanan dan memutam5ra pada pos lrang dapat

mendatangkan kelegaan hati umat Islam, lantaran dalih bahtva

ifulah kemaslahatan stnri'. l-antas apakah pemlaban tentang

perhrkaran uang tersebut termasuk kernaslahatan sSar'i, dimana

maksudnya adalah dengan meuuujudkan kemaslahatan tmbal balik

pada buah sebelum buah itu ada, kandungan sebelum dia terlahir

pukulan dan tangkapan pemburu sebelum menghasilkan

tangkapan bunran?

Para pengusung persepsi keliru ini telah mengakui bahun

konbak asurarsi ifu dilarang lantaran di dahmnya terkandung riba,

hal ini menuniukkan bahua apa lpng kita paparkan adalah benar

adanlra, lraifu penjelasan tentang hul$rn qar'i te*ait ragam

kontrak asuransi, bahua ifu terrrnsuk sahh safu perkara yang

bebankan syariat baE muhlkfterkait hukum yang sesrai dengan

syariat. Sementara beragam fujuan Fng dihendaki dari ragam

ahrmn untuk diwuiudlon, lraifu tolong menolong dan adanya

solidaritas antara sekelompok manusia, maka kami tegaskan di sini
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bahwa, hal itu semua haruslah sesuai dengan ragam fujuan syariat;

yaitu bahwa segala perantaranya ifu haruslah sesuai dengan slnriat
dan tidak terdapat riba dan ghanr di dalamnya. Hal inilah gang

tidak dimiliki oleh kontmk asuransi, sebagaimana yang berlaku

dibanyak perusahaan asuransi.

Perkara Keduar Dengan adangra pengakuan dari para
pengusung persepsi si atas akan larangan kontrak asuransi, rnaka

hal ini memungkinkan adanya konbak asuransi yang tdak
mengandung persyaratan riba di dalamnya, dimana pemsahaan

asuransi telah menerima unfuk menghilangkan unsur riba dari
segala macam kontrak asumnsi, sehingga pemsahaan

menghilangkan riba pada kredit asuransi yang dibayrarkan

partisipan saat dia masih hidup, juga tidak bunga di
dalamnSra, serta tidak meminjamkannya dengan bunga dalam
perjanjian asuransi. Seluruh kontrak asuransi ini pun terlepas dari
beragam syarat, yaifu hal yang tidak dapat hilang dari afuran
perdagangan, dimana semuanya dibangun atas riba dan bunga

dalam pembagian hasilnya. Oleh karenanla, setelah itu riba selalu

tertanam dalam setiap konbak perdagangan, dimana tdak
terbalnngan ada kontrak perdagangan yang tidak terdapat riba di
dalamnya, sebab semua akan yang ada seperti yang telah kami
paparkan sebelumnya, yaitu seorang partisipan membayarkan

sejumlah uang kepada perusahaan asumnsi, terkadang jumlah

tersebut dibayarkannya sekaligus ataupun dengan cara krdit,
dengan perjanjian bahwa perusahaan asumnsi akan
membayarkahn sejumlah uang sekaligus atau s@ara kredit saat

terjadi suatu insiden, atau pada waktu yang tidak ditenfukan; yaifu
jangka wakfu antara partisipan asuransi membayarkan kredit
tersebut dan insiden yang membahayakan partisipan. Perkam di
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atas tidak akan terlepas dari kontrak asuransi, sebab inilah yang

merupakan bagian dari hakikat asuransi ihr sendiri-

Syubhat Kedua:

Pertama: Paparan Persepsi Keliru ini-

Pemptaan tentang keharaman konbak asumnsi lantamn di

dalamnya mengandung riba, dari sisi bahwa partisipan asurarsi

kredit asuransi yang sedikit, dfonana dia akan

mendapatkan kompensasinya iika teriadi suatu irsiden lnng
mernbahapkan ittr terjadi, terkadang kompensasin3p itu lebih

besar daripada rumlah yang dia setorkan- Ini adalah persepsi yang

menjanjikan namun hakikatrp adalah menipu. Obiek kontrak

asuransi ifu dibangun atas dasar tolong merrolong dahm mengatasi

ragam musibah dan bahalp yang terpdi s€kefika, jika benar ini

dikatakan sebagai riba atau mirip dengan riba, maka wajiblah

mengatakan bahwa asuransi timbal balik ifu dihammkan saat ifu
juga, sebab partisipan telah merrbaSar kredit asuransi yang sedikit

dan mendapatkan pengganti 11ang lebih banyak saat teriadinya

suatu musibah pada dirinp.

Seandaingra persepsi tentang keberadaan riba di dalam

kontrak asurarsi ifu benar adan5a, maka wajib pulalah melarang

funjangan pensiun bagi pqarrni n€geri, s€bab seorang pegauai ifu

har4n dipotong sebagian kecil dari gaiin!,a dan kelak mendapatkan

hmiarEan pada nrasa pensiun atau kehnrganta kelak

mendapatkan turfangan ifu ber.rpa gpii bulanan setdah dia

meninggal dunia, sehingg iika pada kernudian hari dijnrnhtrkan,

maka akan menghasilkan nominal yang l€bih sedikit atau lebih
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banyak dari jumlah nominal gaji yang dipotong selama pegawai itu
bekerja.To

Hasil dari persepsi keliru ini, bahwa seseorang membayar
sejumlah uang yang sedikit dan kelak mendapatkan jumlah yang

lebih banyak setelah wakfu tertentu, maka ini termasuk riba selain

para kontrak asuransi. Sdangkan dalam kontrak asuransi, hal ini
tidak termasuk riba dan juga juga tidak mirip dengan riba, sebab
jaminan asuransi ini adalah suafu benfuk tolong menolong dalam

menghadapi kemudhamtan yang ditimbulkan dari suafu musibah,

sarna seperti asumnsi timbal balik dan funjangan pensiun bagi
pegaurai negeri.

Kedua: Sangahan Terhadap Persepsi Keliru
Tersebtrt-

Kami tidak sefuju, bahwa kontak asuransi yang diadakan
antara perusahaan asuransi dan partisipan mempakan benfuk
tolong menolong dalam menghadapi kemudharatan yang

ditimbulkan dari suafu musibah, sebab jika ifu menrpakan benfuk
tolong menolong, maka tolong menolong ifu merupakan
kesukarelaan yang tidak berhrjuan untuk mendapatkan

keunfungan, dimana partisipan pun fidak mengharapkan
pengganti berupa sejumlah harta. Kontrak asuransi yang dilakukan
oleh perusahaan asuransi berupa ganti rugi sejurnlah uang, telah
disepakati bahwa pemsahaan ini tidak mengambil keunfungan
sama sekali. Pemsahaan asuransi berjanji akan membayarkan

sejumlah uang sebagai kompensasi da;i kr,rdit yang disetorkan

70 Asuransi dalam sudut pandang perekonomian dan sikap q;ariat Islam
tertndapnya, Mtsthafa Al Warqa', hal. 25.
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oleh partisipan asuransi, begitu juga sebalil*yu; partisipan asuransi

mau membayarkan sejumlah kredit asuransi sebagai kompensasi

dari janji perusahaan yang akan membayarkan sejumlah uang

jaminan. Maka dalam pemberian hukum akad ini, akad tersebut

mempakan akad tmbal balik atau kesukarelaan, itu wajib

digantungkan pada fujuan kedua pihak yang berakad, seperti yang

telah tertera dalam nash al<ad, dimana tidak mungkin niatan

melakukan tndakan sukarela ini diwajibkan bagi kedua belah

pihak, hal tersebut karena telah ditetapkan dalam dasar qpriat
Islam, bahwa segala pekeriaan ifu berganhrng pada niatr3ra, dan
juga bahun fujuan seseorang itu tergambarkan dalam prilaku, baik

itu benrpa ibadah, kebiasaan sehari-hari dan ragam muamalah

1ang dilahkan.

Sikap sukarela dalam kontrak asuransi, berdiri atas asumsi,

bahun telah ada kesepakatan atau kontak antara sernua orang
yang berbansaksi, kesepakatan ini ditimbulkan dari adanya

keterkaitan antara semua orang lnng berhansaksi, dimana

keterkaitan antar sernua omng yang bertansaksi ini dibangun atas

dasar niahn unfuk berusaha, berkortan dan bersikap sukarela

dengan mernbaSarkan lsedit asuransi dengan tujmn
menghilangkan kemudharatan yang timbul dari suatu bahaSn png
menimpa seseotang diantara para omng Snng berbansal$i. Orang
png berhak mendapatkan ganti rugi tdaklah mengambil bagian

dari harta yang telah dia berikan secara sukarela sebagai

kompensasi dari pernbagnran dirinf akan suafu l<rdit atau

tagihan lainry7a. Akan tetapi dia mengambil ganti rugi itu
berdasarkan penyifahn dari salah seorang yang memiliki harta

sukarela tersebut, yaifu grang berdiri di atas kaidah: Bahwa orzmg

yrang menyrmbang secara sukarela pada sesuatu organisasi atau
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kelompok tertenhr, maka merekalah yang berhak menyepakati

sifat hartanya tersebut. Dia termasuk orang yang furut memiliki

baEan dalam harta ihr, ini jika dia termasuk anggota dari suafu

organisasi, atau dia menemukan suatu sifat yang telah disepakati

bersama, seperti mewakafkann5a kepada penduduk Makkah, atau

diwasiatkan bagi para penunhrt ilmu, sebab sejatinya dia merniliki

baEan dalam wakaf dan wasiat ifu, iika dia termasuk anggota

suafu organisasi atau namangn ada dalam rqnsiat- Maka dalam

kondisi ini, fidak dapat dikatakan bahun dia mangambil

kompensasi atau pengganti dari apa png telah dia sumbangkan.

Akan tetapi lrang cocok untuk dikatakan baginya adalah, bahwa

dia berhak mendapatkan bagian dari harta sukarela ifu, lantaran

dia memenuhi persyaratan unhrk dapat memilikinln, yaitu dia png
memba5ar, dia juga yang mengambil dari harta sukarela tersebut,

dalam kondisi ini maka hilanglah timbal balik, dan hal ini terjadi

dalam kontrak asuransi timbal balik yang berdiri atas pijakan

lembaga tolong menolong, begitu juga dengan afuran hrnjangan

pensiun png digelontorkan oleh negara. Karena sejumlah kredit

yang dibayarkan oleh anggota atau partisipan pada lembaga

asuransi timbal balik, diniatkan unfuk sumbangan secara sukarela,

dimana sejumlah uang yang kelak diambilnSn cukup unfuk

mengatasi kemudhamtan saat musibah ifu terjadi, maka dia tidak

berhak mengambilnln kecuali sesuai dengan qramt yang telah

ditetapkan dalam afuran lembaga tersebut.

Jika dikatakan: Aturan suafu lembaga ihr tidak memiliki nash,

bahwa omng lang membayar luedit sesungguhnya dia telah

membayamya dengan cara menlnrmbangkannya dengan sukarela.

Dan timbal balik yang berhak diterima sesungguhnSn itu diberikan

s@ara cuma-cuma bagr orang yang mempunyai sifat bqhak
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memiliki harta tersebut. Selanjutrya, bahwa niatan unfuk

menyumbang secara sukarela tidaklah berarti dalam kasus lembaga

semacarn ini. Kami katakan bahwa, kami tidak menyatakan

bolehnya kontrak asuransi semacaln ini, kecuali jika hrjuan

menyumbangnya ifu benar-benar jelas dalam afumn lembaga ini,

apabila fidak demikian, maka kami menyatakan bahwa kontrak

sernacarn ini Udaklah diperbolehkan.

Begitu juga prihalnp dengan tunjangan pensiun lrang

digagas oleh pemerintah, dibalik akad iru tidak ada tujuan untuk

mencari keunhrngan. Kredit atu potongan gaji yang dibagrarkan

oleh setiap pegawai ini diniatkan sebagai sumbangan sukarela,

bagi orang lang memiliki sifat-sifat terterrfu, atau yang berada

dalam suatu kondisi. Apa fng orang itu dapatkan abu iuga

keluargan5a terima sepeninggalan orang tersebut hal ifu

didapatkan lantaran ormg itu memenuhi qpmt berhak

mendapatkannya. Jika kredit atau potongan gaji itu tidak ielas

bertujuan unfuk srmbangan sukarela dalarn pernberian funiangan

bagi pegawai, maka hendaknln dihukurni dengan rasi 5nng ada.

Bila ada lnng mengatakan, bahwa pegauni ifu mernbapr l$edit

atau potongan gaji ifu terpaksa, maka kami katakan: Da
seharusnSn dapat memilih; jika dia mengirginkan rnaka diringa

harus memiliki syarat berhak menerirna seperti lrat4l tdah

ditetapkan dalam perafuran ini. Karena bila dia fdak
memba5ramgn, maka dia udak temrasuk ke ilalam orang 1nng

berhak menerima, seperti yang telah ditegaskan oleh pemttran ihr.

Kami telah sebutkan berulang kali bahwa kontrak as-uransi

yang diterapkan oleh perusahaan asuransi kepada partisipannla,

dia hanya menciptakan safu hubungan, yaitu hubungan antara

sang partisipan dengan penrsahaan Snng menrberikan Frninan
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asuransi. Hubungan ini dibangun berdasarkan akad timbal balik
dan berfujuan mencari keunfungan, sesuai dengan apa yang telah

disepakati oleh pensyarah undang-undang dan ulama syariat.

Pemyataan terkait adanya kesepakatan tolong menolong, hal
ihr berasal dari hubungan yang dasamgn adalah rasa saling tolong
menolong dan solidaritas antar sernua yang bertansaksi dalam
sebauah permsahaan asuransi tertenfu, hal ini sebenamya hanya

asumsi belaka, dimana hukum syariat lainnya tidak ada png
dibangun atas dasar ini, karena niatan unfuk menyumbangn3la

se@ra sukarela tidak nampak, kecuali setelah adanya akad dan

ketetapan. Nyatanya tidak ada akad semacam ini atau ketetapan

lang menetapkan adanya tolong menolong serta mengahrm5n
pada kedua pihak yang berhansaksi. Sementara konfuak yang

terjadi antara pemsahaan asuransi dan partisipan tidak dapat
menciptakan kondisi di atas, sehingga ifu hanyalah asumsi belaka
yang tidak ditetapkan dengan kaidah undang-undang dan tidak
juga dengan dasar dari syariat. l-antas apakah kedua pihak yang

berhansaksi ifu merasa tenang dengan hukum syariat lrang
dibangun atas dasar asumsi dan dugaan belaka, bukan sesuafu

yang rill dan nyata?

Dari sinilah, maka konbak asuransi ifu mumi timbal balik
yang tidak memiliki pengaruh sedikit pun dari beragam usaha,

pengorbanan dan sikap tolong menolong dan saling menjamin,

sebagaimana Srang didengungkan oleh perylusung asuransi bagi
pemsahaan asuransi tersebut. Jika perkamn5ra sudah demikian
rupmga, maka riba di dalamnya itu sangatlah berpengaruh, tanpa
ada perbdaan pendapat.
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Ringkasan

Dalam ringkasan ini dipaparkan hasil kajian dengan

penjabaran dengan rumusan matematika oleh pakar matematika

Dr. Jalaal Musthafa Ash-Shayyad.

Setelah konfuak asuransi ini menjamur dimana-mana dan

menjadi baEan dari kehidupan yang masuk dalam banyak lini

kehidupan manusia, dimana konhak ini terbagi menjadi banfk
ragam dan jenisnga hingga istilah kontrak asuransi ih.r merriadi

sebuah istilah dalam ekonomi pada banSnk negam, khususnln di

sebagian besar negara-negara Islam, dimana mereka

mendefinisikan kontak asuransi sebagai berikut.

Asuransi adalah sebuah kontrak antara dua belah pihak,

salah safunya sebagai penjamin dan yang lainnya sebagai orang

yang menjarninkan. Dimana penjamin kelak akan membaSnrkan

sejumlah uang jaminan tersebut saat terjadi suafu insiden, atau

bahaya yang ada dalam akad. Hal itu sebagai kompensasi dari

kredit asuransi yang disetorkan orang yang menjamin kepada

pihak penjamin.

Dari benfukryu, asumnsi dapat dibagi menjadi dua macam:

Pertiama: Asuransi Umbal balik atau tolong menolong (sosial).

Kedua: Asuransi dengan cicilan laedit.

Kajian kita ini akan kita khususkan pada 5nng kedua ini,

sebab pada macam asuransi Snng kedua inilah banfk terdapat

pe6edaan pendapat ulama. Pada macaln asuransi yang kedua

inilah, perusahaan asuransi melandaskannla atas dasar

perdagangan, dimana perusahaan inilah 1tang bertindak sebagai
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penjamin, perusahaan ini sepakat dengan setiap partisipannya

unfuk memberikan ganti rugi, yaihr bempa pembayaran sejumlah

uang saat ada bahaya yang menimpa sebagai kompensasi dari

kredit asuransi yang telah dibayarkan.

Macam asrrmnsi png kedua inilah yang memiliki banSnk

cabangn3p, hal itu dikaitkan dengan ragam kamudharatan yang

dapat menimpa manusia, dimana mungkin kita

mengelompokkannya menjadi tiga:

Pertama: Asuransi diri: Diantamnln adalah asuransi jiwa.

Kedua: Asuransi aset: yaifu asurarsi pada sesuafu

Ketiga: Asuransi aryrepnan n€[Iam: Asuransi dari sebuah

tangung iauab.

Pendapat ulama terbagi menjadi tiga sudut pandang terkait
hukum asuransi dengan bemgam rrrdcdrrr[Io:

Sudut pandang pertama: Pengharaman asuransi ihr

berdasarkan:

1. Jaminan ifu merupakan benfuk pelaziman sesuafu lang
sebenamln tdak larrn.

2: A dahmnln terdapat sisi mernakan harta manr:sia dengan

cara yang bathil.

3. Di terkandung unsur taruhan dan judi, atau

minimal hal Sang mirip dengan judi.

4. Di terdapat ghamr dan ketidak tahuan, dimana

suatu akad fidaklah sah tanpa4n.
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5. Menyalahi kaidah panrarisan dan wasiat.

6. Di dalamnya mengandung riba.

7. Mayoritas syarat di dalamnya ihr rusak.

8. Tidak ada kemudharatan yang malajibkannya.

Sudut pandang kedua: DiperbolehkannSp asuransi ihl
berdasarkan:

1. Asal dari ragam transaksi adalah dipe6olehkan.

2. Saling tolong menolong dalam mengatasi kernudharatan.

3. Ini merupakan iual beli dengan suka sama suka.

4. Terrnasuk sikap kehati-hatian.

5. Ragam teransal<si ini merupalran sebrnh kebufuhan dan

telah menjadi adat istiadat.

6. Ragam akad ini dikiaslon pada:

a. Jaminan dari bahaSa kebakaran.

b. Mernpekerjaan scurity.

c. Denda dalam mgari jinatph.

d. Akad mernperoleh hak wla' .

Sudut pandang ketiga: Dipertolehkann5ra sebagian kontrak
asumnsi dan diharamkan sebagian lainny'a.

Kami fidak akan bahas sernua perincian sgblnt png ada

seputar kontrak asuransi, yang telah kita
sebelumn5ra dalam bab ini. Jalaal Musthafa Ash-Shayyad trerkata:

Akan tetapi aku fokuskan pada sytbhat 1nng berkaitan dengan
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suatu bahaya, nasib dan kejadian yang datangnya tiba-tiba, yang

juga memiliki ketertkaitan yang ragam kemungkinan yang dapat
terjadi dan ilmu hifungan. Bahasan kali ini akan difokuskan seputar
penjelasan bagaimana cara manghifung kredit asuransi yang

dibayarkan oleh orang yang menjamin kepada pihak penjamin.

Dimana kita telah bahas hal yang berkaitan dengan adanya unsur

taruhan atau judi, dan riba lang merupakan ghamrdalam konkak
asuransi.

Taruhan dan Judi

Kita memulainp dari pengertian taruhan 3nng dilarang atau
juga perjudian, dengan pengetahuan kita bahqn inilah alasan

mengapa kita harus memisahkan orang Snng melakukan taruhan
atas sesuahr, karena kedua belah pihak sama-sama terlibat di
dalamnln, namun dapat kita katakan bahwa ragam taruhan dan
judi yang ada saat ini, dapat kita batasi dengan pengertian berikut:

Taruhan dan judi merupakan sebuah kesepakatan diantara

kedua belah pihak, yang safu dinamakan bandar taruhan dan yang

lainnya dinamakan pemain (orang yang memasang taruhan),

dimana bandar taruhan ifu mengharuskan sang pemain unfuk
membalarkan seiumlah uang saat ada suahr insiden, hal ini
sebagai Umbal balik dari keikutsertaan pernain di dalam apa yang

bandar taruhan itu lakukan.
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Perbandingan Antara Kontrak Asuransi dan
Kesepakatan dalam Taruhan

Kontrak asuransi sama dengan taruhan atau judi

Pihak penjamin (pemberi asuransi) sama dengan bandar

taruhan

Orang yang diberi asuransi sama dengan orang yang

memasang taruhan

Besaran jumlah asuransi sama dengan besaran jumlah dari

taruhan-

Kredit asuransi sama dengan kesepakatan dalam taruhan

Besaran jumlah asuransi diambil saat teriadi suafu isiden

pada asumnsi, ini sama dengan besamn jumlah asuransi

diambil saat terjadi suahr isiden pada taruhan.

Penghitungan Kesepakatan Dalam Taruhan atau Judi

Sang bandar tanrhan, agar dirinya tidak merugi, maka dia

menenhrkan besaran nominal kesepakatan dengan pe6andingan

sebagai berikut:

Kesepakatan Taruhan : Besaran jurnlah lpng kerap
pemain dapatkan

O

o

a

a
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Besaran kesepakatan taruhan : Besaran iumlah yang

disetorkan pemain X Perkiraan besaran iumlah saat

suatu insiden terjadi

Kami akan berikan sebuah contoh sederhana berikut ini, agar

pembaca dapat memahami dengan benar tentang bagaimana

penghihrngan di atas. Contoh:

Sang bandar taruhan sepakat dengan pemain (orang yang

memasang taruhan) bahwa sang bandar membayar sepuluh dinar

kepadanya jika salah satu gambar pada sebuah koin Gambar lrang

telah ditetapkan oleh sang bandar), ifu berada pada bagian atas

setelah koin itu dilempar.

Penyelesaian:

Keikutsertaan taruhan ifu : Besamn jumlah yang disetorkan

pemain X Perkiraan besaran jurnlah saat suafu insiden terladr (t/z

bagian).

Maka, besaran png diambilnln itu adalah:

10 Dinar )(l./2 bagran : 5 Dinar

Dapat kita cermati bersama, bahwa perhifungan nominal

kesepakatan taruhan yang digunakan oleh sang bandar hruhan

tersebut adalah berdasarkan perkiraan terjadinya suafu hal yang

telah disepakati oleh keduanya, sedangkan tentang cam penenfuan

nominal dari kemungkinan yang akan terjadi itu dapat diketahui

dengan beragam cara.
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Yang kami jadikan contoh di atas adalah sebuah uang koin,

sementara dalam praktek taruhan atau judi sehari-hari, alat-alat

perjudian ini sangat baty.k dan beragam, diantaranya adalah

kertas yang digulung kecil, dadu dan lain sebagainya.

Sebuah Perkiraan

Penyebab kalimat pakiraan atau kemungkinan itu

didefinisikan, karena sebagian ulama yang mendiskusikan kontrak

asuransi, mereka menyebutkan bahwa afuran dalam konbak

asuransi itu hanya menggunakan hitunghitungan dan tidak

menggunakan unsur perkiraan (kemungkinan). Namun hakikat

yang ada adalah tidak demikian, karena ilmu perhifungan itu

dibangun atas dasar perkiraan, jika tanpa perkiraan maka tidak

ada pula ilmu hitung-hitungan ini.

Beragam perkiraan dalam perjudian telah muncul sejak abad

ke-L7 Masehi, dimana saat ini hal tersebut memiliki peranan yang

sangat penting dari beragam pengetahuan, khususnln asuransi, ifu

dikarenakan dengan perantara tersebut mampu mengetahui:

1. Perkiraan hidup dan mati serta lamanla perkiman rnsa
hidup orang Snng terikat kontak asuransi jiura, dimana

perkiraan ini digunakan guna menenhrkan besaran l$edit

asuransi 1rang kelak harus dibayarkan.

2. Pembagian mgarn perkiraan sesuai dengan bahaya 1ang
dijaminkan dalam asuransi, misalnya pada asuransi mobil

yang berkaitan dengan suafu insiden yang terjadi pada mobil

tersebut, maka dengan adanya ragam perkiraan di atas,
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pemsahaan asuransi dapat mengetahui beragam perkiraan

dalam pembagian insiden yang dapat terjadi pada mobil,

yaitu berupa sebuah tabel atau mmusan matematika yang

dapat menjelaskan beragam kejadian yang dapat terjadi

berikut ragam perkiraan (kemungkinan) yang ada.

Definisi perkiran itr.r adalah sebagai berikut:

Definisi Pertama: Bila bemgam cara yang dilakukan dan

membuahkan suatu hasil kita lambangkan dengan "N," dimana

cara lnng telah dilakukan, selnua ifu dimungkinkan dapat terjadi.

Diantara sernua Snng mungkin terjadi ifu kita larnbangkan dengan

"S" dan pekiraan mungkinnya teriadi ifu adalah "A". Maka A =
S/I{.

Definisi Kdua: Definisi percobaan yans dihkukan.

Bila jumlah percobaan 5ang telah dilakukan dalam suatu

keadaan itu kita lambangkan dengan "N," dimana jumlah png
sampai terjadi itu kita lambangkan dengan 'S." Perkiraan insiden

itu dapat terjadi (dilambangkan dengan 'A")itu adalah jumlah

nominal ifu dilambangkan dengan N/S saat jumlah ragam

percobaan ifu semakin bertambah banlak. Dari pemaparan ini,

jelas tergambarkan bahua porsenbse perkiraan terjadi ihl

dilambangkan dengan A: S/N. Jika kih cermati, apabila ragam

percobaan Sang dilakukan ihr semakin bertambah "N," maka hal

ini akan menunjukkan pada suafu porsentase yaifu perkiraan

mungkinnya terjadi suafu insiden.

Sedangkan unfuk mengetahui pertedaan dari dua definisi ini,

dapat dilihat dari contoh taruhan pada koin yang dilemparkan

sebelumnSa.
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A. Dengan menggunakan definisi pertama:

Jika kamu lemparkan koin ke atas, maka akan ada safu

gambar yang berada di bagian atasnya, jika saja kita

asumsikan bahwa koin ifu terbuat dari bahan yang sejenis,

.- dimana setiap sisinya bisa saja berada di bagian atas, maka

itulah dua sisi yang sama-sama bisa muncul dan berada di

bagian atas, atau inilah beragam cara yang dapat muncul dan

berada di bagian atas: N = 2. Malsrdr,Slu adalah, bemlang

ulang lempamn koin dimana dia dapat mucul di bagian atas

"S', maka S= 1 kemungkinan muncul :1/ 2-

B. Dengan menspnakan definisi kdua:

Bila sekali pelemparan koin (N) dan muncul satu gambar (S),

maka porsentase perkiraan kemunculannSn adalah

N,/S.Porsentase ini bukanlah hal lnng penting, bahwa

kondisi lang srna itu adalah l/2, namun kita cermati, jika

pelemparan koin itu dilakukan berulang-ulang kali, maka

porsentase itu tetap tidak berubah l/2, maka perkiraan

kemuculannya dalam sekali lempamn adalahl/2.

Dapat kita cermati dari contoh di atas, bahwa hasilnya

adalah 1, akan tetapi cara mernancang hal tersebut banyrak.

Definisi pertama menggunakan alat perjudian untuk

menghihrng perkiraan perkara yang telah disepakati, sedangkan

pemsahaan asuransi ifu menggunakan definisi yang kedua.

Contohnya dalam asumnsi jiwa, bila perusahaan asuransi

ingin mengetahui perkiraan; bahwa saat ini umur seseorang dapat

mencapai sekian tahun (dilambangkan dengan "M"), dan ada juga

yang sarnpai bemmur sekian tahun(dilambangkan dengan "L"),
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maka kemudian perusahaan mengumpulkan populasi orang yang

hidup sekian tahun 'M" dan "L." l-antas kita melihat berapa

jumlah orang yang sampai umur sekian M dan juga L,dan itulah

jumlah hasil yang muncul "S," maka perkiraannya adalah sebagai

berikut:

Jumlah oranq yanq berumur sekian M + L = S/Itl

Jumlah utnur sekian M

Tabel tlidup

Kontrak asuransi menrpakan penerapan 5nrg tepat unfuk konsep

perkiraan atau kemungkinan. Misalnln, asuransi jiwa itu dibangun

atas dasar perkiraan kondisi hidup dan matinln seseorang, lang
mana hal tersebut dapat dihifung dengan cara menrnutkan atau

menghitung jumlah populasi terbanlak orang yang hidup pada

suatu masyarakat dan kondisi png meliputinya, semenjak mereka

dilahirkan hingga orang terakhir dari mereka meninggal dunia, juga

dengan menghifung perkiraan yang hidup dan yang meninggal

dunia diantara mereka, yaifu menghifung umur orang 1nng dalam

keadaan hidup dari mereka, lalu kernudian perusahaan asuransi

menggunakan informasi ini dan menaruhryn dalam sebuah tabel

5nng disebut dengan tabel hidup.
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Kaidah Populasi Terbesar

Sebagian ulama yang mendiskusikan bahasan tentang

asuransi, telah menyebutkan bahwa dasar dalam asuransi ifu
dibangun pada kaidah menghitung jumlah populasi tertanyak,

mereka berkata: "Perkara tersebut disimpulkan dari, bahwa ragam

perubahan dan kejadian yang terjadi pada sebuah populasi

masSarakat yang tertesar lebih stabil daripada Spng ada pada

perorangan." Maka aku melihat bahwa kauajibanku adalah

menyebutkan isi afumn tersebut dengan gambaran png ringkas

sehingga tidak membuang banyak waktu.

Atumn ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan definisi
perkiraan dengan percobaan. Jika saja "S" ifu merupakan jumlah

timbulnya suafu insiden tenfu secam bemlang kali yang termasuk

bagran dari ragam percobaan yang dilakukan, yaitu "N.' Dmana
perkiraan munculryra suafu insiden tersebut adalah "H." Maka
porsentase kemungkinan timbulnya insiden tersebut adalah SrrN.

Oleh karenanya afuran populasi terbanlak ifu menlatakan:
"Kemungkinan perbedaan antam N/S, dimana H bagian dari
jumlah terkecil, dan N merupakan jumlah percobaan yang

dilakukan, yang banyaknya tidak terhingga."

Dengan kata lain, semakin bertambahnya jumlah percobaan

yang dilakukan "N" hingga tidak terhingga, maka pengulangan

porsentase S/N akan ditak\^rilkan kepada perkiraan yang

sesungguhnya "H,' lantaran munorlnSra suafu insiden dalam
percobaan 5nng dilakukan. Atas dasar ifulah penenfuan nilai 1tang

tidak diketahui dengan ragam perkiraan munculnya suatu insiden
"H." Kami menggunakan pengulangan porsentase tersebut
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layaknya suahr perkiraan. Perkiraan ini benar adanya, selama

ragam percobaan yang dilakukan itu bertambah hingga tidak

terbatas "N."

Hal di atas juga dengan melihat, bahwa ragam percobaan

yang dapat dilakukan dalam kehidupan ini terbatas jumlahnya,

sehingga dapat membatasinya dengan batasan terendah unfuk

jumlah percobaan tersebut, dimana ada perbedaan antara

porsentase dan perkiraan yang hakiki lantaran timbulnya insiden

dalam percobaan atau usaha sekalipun ifu usaha lang sederhana.

Berikut ini kami berikan contoh yang menjelaskan bahwa

jumlah insiden yang terjadi dalam populasi maqnrakat terbesar

f,dak lebih stabil dari apa yang teriadi pada setiap individu

masyarakat.

Contoh:

Pemsahaan A memiliki 2000 mobil pada suatu kota dan

pemsahaan B memiliki 100 dalam kota yang sanrEt, bila perkiraan

munculnla suafu insiden pada setiap mobil dalam kota tersebut

adalah 0,01%, lantas berapakah jumlah insiden yang dialami oleh

dua pemsahaan tersebut?

Penyelesaian:

Jumlah insiden yang teriadi pada penrsahaan A: Jumlah

mobil X perkiraan kernungkinan teriadi: 2000 X 0,01 = 2O

irsiden.

Jumlah insiden yang teriadi pada pemsahaan B: 100 X 0'01

= L insiden.
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Dari contoh penyelesaian ini disimpulkan bahwa porsentase

insiden pada dua perusahaan adalah jumlah porsentase mobil pada

dua perusahaan ifu sendiri.

I&edit atau Cicilan Asuransi

Agar penrsahaan dapat menetapkan besaran jumlah lang
dibayarkan oleh partisipan, maka hal itu haruslah berupa cicilan

yang telah ditambah bunga, yang terdiri dari beberapa hal di

bawah ini:

1. Penggantian suafu kerugian atau pembayaran sejumlah

nominal asuransi pada wakfu mendatang.

2. Membayar tagihan administrasi

3. Menciptakan kehati-hatian dalam menghadapi keadaan

darurat, yaitu saat terjadinya kerugian di luar

kemampuannya.

4. Meninggalkan unhrng yang banyak.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, cicilan yang dapat

menufup sernua administrasi ini adalah kredit bisnis llang
dibawakan oleh pertisipan. Sedangkan cicilan !,ang hanln
mencukupi unfuk membayar jumlah nominal asumnsi tanpa

menuttrpi pengeluaran administrasi lainnln, ini disebut juga dengan

kredit atau cicilan mumi.

Dalam penghifungan kredit atau cicilan ini, pertiama adalah

menghitung jumlah cicilan yang mumi kemudian ditambahkan
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porsentase tertentu yang sebanding dengan administrasi

dibebankan kepadanya.

Penghitungan Kredit Atau Cicilan Yang Mumi

Pemsahaan asumnsi, dalam menghifung besaran cicilan yang

mumi menggunakan hal Sang digunakan oleh bandar taruhan,

sehingga penrsahaan tidak mengalami kerugian, yaifut

tkdit mumi: Nominal tagihan asumnsi saat ini X Perkiraan

terjadinya suafu insiden yang tidak diinginkan pada partisipan.

Kredit atau cicilan ini dapat dibagi menjadi cicilan yang dibayarkan

secara berkala dengan jumlah lrang sama: Nominal jumlah tagihan

asuransi saat ini jumlah sama dengan tagihan mumi.

Satu-safun5n perbedaan antara cara yang digunakan oleh

orang Snng b€rtaruh dengan partisipan asuransi adalah, bahwa

orang 5rang bertaruh ifu memba5rarkan sejumlah uangnla ifu secara

cash saat terjadin5n suafu insiden png telah disepakati (dimana

jika pernbalnmn uang taruhan ihr telat, maka sang bandar hanya

akan mernbalnrkan uang sisan3a saja). Sementara perusahaan

asuransi ifu membayar sejumlah uang saat insiden ifu benar-benar

terjadi pada pihak lainnSa, dimana hal ini teriadi setelah

\lakfu yang lama dari aural konbak asuransi itu berialan, lnifu
dengan sejumlah uang Srang diputarkan dengan adan5n bunga di

dalamnya (5ang telah disepakati oleh kedua belah pihak) sehingga

pada akhir batasan waktu kontrak asumnsi tersebut jurnlatrrya

. sama dengan jumlah cicilan 5nng partisipan setorkan. Dengan kata
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lain, taruhan tidak menggunakan b*gu, sedangkan pihak
penjamin asuransi menggunakannya-

Hal yang juga harus dicermati adalah, bahwa partisipan

asuransi yang telat memba5rar cicilannya, maka dia dikenakan

denda berupa pembayaran bunga atas ketelatannya, dengan

iumlah nominal yang melebihi dari cicilan Snng telah dihitung.
Sehingga tidak ada akan ditemukan nominal lffedit atau cicilan

tersebut:

L. Menghifung iumlah nominal uang asuransi dengan

menstsunakan tabel bunga yang berlipat.

2. Menghitung suahr insiden yang terjadi dengan:

a. Tabel hidup, unfuk menemukan perkiraan hidup dan
mati pada asurarsi jiwa-

b. Pembagian perkiraan tersebut pada pos-pos bahaya

yang menimpa partisipan dalam benfuk asuransi yang

lainnya.

Oleh karena ifu, kami menelaah bahura:

1. Adanla bunga ribawi dari konfuak asuransi.

2. Perkiraan yang ada ifu menjadi acuan dasar dahm
kontrak asuransi.

Tanpa setnua hal di atas, maka pertrsahaan asuransi tidak

akan dapat memainkan peranannya.
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Penerapdn Aplikasi

Pqrerapan aplikasi perbandingan sebelumnya, yaifu pada
.,'- 1,

dua'contoh yang mempakan bagian dari astirarsi jiwa:

. Coptolepertama:Hanya,d<qd,lv.al1af belaka. j, ! :, ,,.1,,,:.i.,.; r ' il. . 'i,., r-'.'T 1--'

; 1i,:,.,,r; P,erusd},rtian berjanii rirernbaSnrkart lS4umlah uahg ifasp6d.

partisipannlra, jika dia masih hidup sampai umur U,ia.t i;

Kredit atau cicilan murni = nominal jumlah tnng asumnsi X
(porsentase) p.grlir.ap, 9{apg, rt\r, t-,|!pp .hingga umur tertentu,

, i: .,"P-,flSght"r;.p€rtilgfl, -yaitr,(p,grsentase),perkinrn omng ifu
hidup hingga umur tertenfu, ihr didapatkan,dari tabel unga yang

berlipat ganda. Sedangkan pengggalan kedua, itu diamhil dari tabel

hidup.'
,r.: llj" I ,.i1. ' 'l i- ::.:r''i. i:" ::r-:J

.:. .' a.. t .. :j: r-::r ,'' i , ,, ', .: i ': .. : ,, 'r

Contoh kedua: Dalam janjinya, per-trsa[6an bakal

memberikan nominal uang asuransi saat partisipan meninggal

dunia. Demikian fipiran' kondisinSa,

Kredit mumi : besarair cicilan png sedang berjalan.

:

pertama dari kontak tersebut.

. "Jirirlah l<rdif yrang telah disetorkan tidak kumng dari dua

o Perkiman partisipan dunia pada tahun-tahun

kedua.
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Jumlah kredit yang telah disetorkan tidak kurang dari tiga

tahun.

Perkiraan partisipan meninggal dunia pada tahun-tahun

ketiga.

o Dan begifu setenrsnla.

Catatan

Penggunaan bunga ribawi termasuk salah safu hal terpenting

dan lazim dalam kontrak asuransi, dia bukan hanya sekedar salah

sahr qrarat dalam akad, hal ifu karena:

A. Penghitungan besaran cicilan kredit yang dilakukan oleh

perusahaan asuransi ifu menggunakan harga png merniliki

bunga, dimana tanpanya tdaklah sempuma penghifungan

tersebut.

B. Uang asuransi ternasuk hal Snng terpenting dan lazim serta

merupakan ternpat dari kontrak asuransi dengan

ditambahkan di dalamnya bunga ribawi. Maksudnyra adalah,

bahwa b,rnga ifu bukanlah sahr q;amt dalam akad, akan

tebpi ifu memang datangn5n dari dahm afuran asurarsi ifu
sendiri.

C. Pemsahaan asumnsi mernutarkan uaryrura dengan hat-hat
dengan nilai harga yang memiliki b*gu, dan ini merupakan

riba.

D. Dalam mayoritas kondisi asuransi 5lang ada (pifu pada

kondisi terjadi dan tidaknya suatu irsiden pada partisipan),
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kami menemukan bahwa kedua belah pihak membayar
dengan jumlah yang sedikit dan mendapatkan hasilnya
dengan jumlah yang banyak, dan ini termasuk riba.

E. Bila partisipan asuransi telah membayarkan kredit atau
cicilannya, maka dia dikenai kelaziman membayar bunga
dari ketelatannya ifu. Ini adalah syarat yang selalu menyertai
kontrak asuransi dan banyak dilakukan. Ini merupakan riba
nasiah dan hukumnya haram.

Asuransi, Pertaruhan dan Perjudian

Dari ragam pebandingan definisi yang ada mengenai
asuransi, pertaruhan dan perjudian, iuga jika dilihat dari cara
adanya cicilan dan keikutsertaan setiap pihak, maka aku yakin
bahwa, di dalam konbak asuransi terdapat sisi taruhan dan
perjudian. Hal tersebut dikarenakan:

1. Kita cermati bahwa, setiap dari asuransi dan pertaruhan
atau perjudian di dalamnya terdapat bahaya yang bersandar
pada keberunfungan dan s@ara tiba-tiba. Bahaya ifu
terletak pada perkiraan yang menjadi dasar kontrak
tersebut. Pihak penjamin dan sang bandar taruhan
mendapat suafu bahaya ifu dikarenakan hifungan yang
mereka lakukan berlandaskan asas perkiraan terjadiqn
suatu bahaya pada pihak partisipan.

2. Mungkin ada yang mengatakan: Bahwa bahaya pada
taruhan ifu fujuannya adalah mengikuti suahr permainan
dan mencari keunfungan dari pihak lain, sernentara bahaya
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yang terjadi pada asuransi fujuannya adalah menanggulangi

bahaya yang menimpa pihak lainnya. Namun secara hakiki,

bahaya pada taruhan tujuannya adalah agar mendapatkan

uang taruhan tersebut, ini sama dengan kontrak wakaf

belaka gnng fujuannya hanya unfuk mendapatkan uang

asuransi.

3. Mungkin ada yang mengatakan: Kedua belah pihak, baik

itu pihak penjamin maupun orang yang menjaminkan

sesuatu mereka tidak taruhan pada terjadinya suatu insiden,

kedua belah pihak tidaklah menginginkan insiden itu terjadi,

sedangkan safu pihak yang taruhan menginginkan agar dia

mendapatkan uang taruhan tersebut, maka inilah bedanya

asuransi dengan taruhan.

Pemlntaan ini tidaklah benar, karena n3ntanlp dalam akad

yang mumi wakaf contohnya, pihak penjamin akan senang

dan gembira bila partisipan asuransi itu meninggal dunia

sebelum selesainp jangka wakttr asuransi, atau maksudnya

adalah sebelum partisipan asuransi ifu menyelesaikan waktu

kredit atau cicilannya, dimana setelah itu dia akan

mendapatkan uang asuransi ihr, begihr juga kondisi

sebaliknp pada partisipan yang berangan unhrk dapat

hidup dengan unur yang panjang, sampai dia dapat

mengambil uang asuransi ifu dan tidak meninggal dunia

dalam keadaan sedih memikirkannya.

4. Mungkin ada yang mangatakan: Bahwa perjudian itu

melenvati suafu proses yang tidak disyariatkan, lnihr
menjafuhkan salah satu pihak yang bertransaksi ke dalam

bahaya, sehingga pihak yang lainnya itu mendapatkan

keuntungan, dimana tanpa hal ini, maka perjudian ifu
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tidaklah sempuma. Sementara asuransi jauh dari praktek

itu, dimana pihak penjamin tidak berusaha untuk membuat

rugi pihak yang lainnya dan dia yang mendapatkan

keunfungan, maka dari ifu asuransi berbeda dengan

perjudian.

Alasan yang diungkapkan ini terbantah dengan apa yang

kami yakini bahwa perjudian ifu mernang perkara png
udak disyariatkan, sebab perjudian itu memiliki afuran,

dimana pada perjudian seorang itu difunfut unfuk

menggunakan kepiawaian, kernampuan, strategi

perhifungan dalam permainan, s€trta perkiraannya, maka ini

srrra persis dengan pihak penjamin, dimana mereka

memainkan perhifungan tersebut atas dasar perkiman

terjadin5p suafu insiden pada partisipan.

5. Telah dijelaskan sebelumnSn bahwa, pada setiap dari

perjudian dan asuransi ifu ada bahaya yang datangnya dari

ketidak pastian datangnya suafu insiden pada pihak lainnya,

sdangkan apa lnng dihasilkannya itu tdak sebanding

dengan kerugian yang dialami saat kondisi berbahaya

sebelum sampai pada waktu yang disepakati kedua belah

pihak. Maksudqn bahwa, salah satu pihak akan

menarygung kemgian dan pihak lainnya mendapatkan

karntungan.

Asuransi dan Ghanr

Kami cermati bahwa, uang asuansi dalam banlnk kondisi

tidaklah dapat dimiliki kecuali setelah terjadin5n suatu insiden
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bahaya. Jika hal ini tidak terjadi, maka pihak partisipan asuransi

ifu terus membalar kredit atau cicilan asuransi, tanpa menerima

seperser uang pun dari uang asuransi-

Dari paparan ini semakin jelas bahr,rn, kontak asurarsi

menrpakan akad perkiraan, oleh karena ifu dia termasuk akad
yang berisi ghanr. Rasulullah $ telah melarang glamr dalam

mu'amalah, bark gharar itu sangat buruk maupun hanln sedikit,

sehingga jelaslah apa yang telah dibahas, dirinci s@ara naql hn
akal serta adat oleh Dr Husain Hamid bahwa, di dalam asurarsi

terdapat ghamr yarg buruk.

Demikian, sanoga Allah selalu mernberi taufik

Selesai sudah juz 13 dan berikutrya jrlz 14 yang diaunli
dengan pernbahasan Syirlah (Perseroan).
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Pembahasan

Syirkah (Perseroan)

AslrSyirazi *s berkata: Akad syirkah dalam
perdagangan hukumnya sah, hal tersebut berdasakan
hadits riwalnt Abu Hurairah & bahwa Nabi #
bersabda, -AIIah bertirman' ui3a1 ;fiP v #--fl, :46 (1

W:y U.f 6e $rg ,4b Aku adalah tnns ketiga dari

dua orzrng tnng bersekufu selarna salah seorang dari
keduanya tidak berkhianat kepada temanngm- Apabila

berkhianat, malra Aku keluar dari
(persekufuan) mereka."

Syirkah tidak sah kecuali pada harta yang boleh
digunakan, karena dia merupakan akad unfuk
menggunakan (mengolah) harta sehingga fidak sah
kecuali bagr orErng yang boleh menggunakan harta
tersebut.

Pasal Makruh hukumnya orang Islam berserikat
(kerjasama perseroan) dengan orang kafir. Dalilnya
adalah atsar riwayat Abu Jamrah dari Ibnu Abbas .&

bahwa dia berkata, iri ,qW 7i *Y;75 s-ltg," '$6 7

W7 ulSr'2 ,t;ii #\ ,i0 t6J *Janganlah kalian berserikat
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dengan orang Yahudi maupun orang Nashrani maupun
orang Majusi" Aku pun bertanya, 'Mengapa demikian
?" Ibnu Abbas menjawab, 'Karena mereka melakukan
riba sedang riba itu fidak halal."

Penjelasan,

Hadits Abu Hurairah di atas diriwalntkan secara Mar{u'.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim. Al Hakm
menilainya shahih, akan tetapi Ibnu AI Qaththan menilainSa MaM
(caca$ karena ada periwayat yarg majhul yraitu Sa'id bin Ha36pn

a5ah Abu Hayyan. Ibnu Hibban menampilkan profiln5n dalam .4&-

Tsiqat Dia menptakan bahwa hadits ini juga diriwaptkan darin5a

oleh Al Harits bin Yazid dan Ad-Daruquthni secara mursl tanpa

menyebut narna Abu Hurairah. Dia berkata, "lnilah yang benar."

Tidak ada yang hadits ini secara musnad selain Abu

Hammam Muhammad bin Az-Tabarqaan. Akan tetapi Abu Daud

dan Al Mundziri tidak mengomentari hadits ini.

Hadits lang sama juga diriwayatkan oleh Abu Al Qasim Al

Ashbahani dalam At-Targhib Wa Tarhib dari Hakim bin Hizam.

Dernikianlah gang dinlratakan oleh Al Hafizh hnu Hajar dalam r4f-

Tall<hish.

Az-7aila'i berkata dalam Nashb Ar-Ragh (Juz 3 Hal 474,

Cet. Al Majlis Al 'llmi, India): hnu Al Qaththan berkata dahm
kitabnya, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hayyan AbTamimi

dari aphnya dari Abu Hurairah. Abu Ha546n adalah Yah5ra bin

Sa'id bin Ha16ran, salah seoftmg periunyat tsiqah. Akan tetapi

ayahnp fidak dikenal, dimarn paiwa5at lpng meriwaptkan
darin5ra ifu udak dik€nal kecuali putran5n. Hadits ini diriwaSntkan
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dari Abu Ha5ryan oleh Abu Hammam Muhammad bin Az-

Zabarqaan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Luwain bahwa dia

berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya secam musnad selain

Abu Hammam." Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut dari

riwayat Abu Maisarah An-Nahawandi: Jarir menceritakan kepada

kami dari Abu Hayyan dari ayahnya bahwa Rasulullah # ......

Jadi hadits ini murcal.

hnu Sa'd berkata dalam Ath-Thabaqat "As-Sa'ib bin Abu

As-Sa'ib memiliki nama Shafi bin A'idz bin Abdullah bin Umar bin

Makhzum. Dia memiliki anak bemama AMullah yang juga seorang

sahabat." Kemudian dia menampilkan hadirc tentang syirkah.

Berkenaan dengan ini, ada pula hadits lnng menyebutkan

bahwa Nabi $ bersabda,

"Iakukanlah syirkah seam mufawadhah, l<arena dia lebih

besar berkahnya."

Az-7-aila'i berkata: Aku mengatakan, "Hadits iri Gharib."

hnu Majah meriwayatkan dalam Sunarrnya dalam pembahasan

Perdagangan dari Shalih bin Shuhaib dari ayahn5n, Shuhaib

bahwa dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

.{At#*9*:6

a:a:(dr: JA JL.lr :Kit':r*' 
'i#'Y 9$l- ;gU

i z./.
d/)j

o , o

"jJt U*5
. 

"Ada tiga hal yang terdapat kebql<ahan di dalamnya: Jual

beli sampai batas waktu tertentu, muqamdhah ftadagang atas
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harta omng lain [saeorang menitipkan komoditas

pada orang lain unfuk d$ual dengan ketenfuan bahwa

keuntungann5a untuk si pemilik komodibs dagangan), dan

menampur gandum dangan jewawt unfuk disimpn di rumah,

bukan untuk dijual."

Dalam salah safu cetakan Sunan hnu Majah terdapat

redaksi "Mukumdhalf' sebagai ganti dari "Muqamdhah." hrahim

Al Harbi juga meriwayatkan hadits ini. Dia menafsirkan dalam

Gharibul Hadits, Dia berkata: "Kata Mu'andhah ditulis dagan Ain
dan Dhad. Kata ini ditafsirkan sebagai jual beli Amdh dengan

Andh yang sama." Dia menlratakan lebih lanjut, "Andh adalah

benda selain uang seperti binatang funggangan atau lainnya." Dia

berkata lebih lanjut, "Andh adalah harta duniawi. Kata ini terdapat

dalam hadits Nabi $,

i6s ,u>ir f * al
-"at

"I{a5n bukantah banyakng harla duniawi gang dimiliki,

akan tebpi tnng dimaksud l<a5n adalah kaSa hati."

Contoh lainnya seperti saMa Nabi $,

.Wjur U,fhi,+:ft6 UI

" Bebmp kaum menj,ual agana mqeka dangan ham
duniawi-"

Contoh lainnya juga adalah seperti firman Allah &,
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z{rlt L- )6iti.l lri,fr <t\i
"Kamu menghendaki harta benda duniawiSnh sdangkan

Allah menghendaki (phala) akhint (untukmu)." (Qs. Al Anfaal [8]:

671.

Sedangkan hadits Abu Jamrah dari hnu Abbas, hadits

tersebut diriwayatkan oleh Al Atsram dan Al Khallal.

Penjelasan Redalsional dan Gharib Hadits, l{ata
Asy-Syirkah yaifu dengan mengkasrahkan huruf Syin dan

mensukun Ea'. hnu Bathisy meriwa5atkan dengan memfathahkan

huruf Syin dan mengkasrahkan huruf Ra'. Pengarang Al Fath

menyebutkan empat bacaan yang berkenaan dengan l<ata Asy-

Syirkah, yaitu dengan memfathahkan huruf Syin dan

mengkasrahkan huruf Ra'dan dengan mengkasrahkan huruf Syzn

dan mensukunkan huruf ^Ra'. Terkadang Halnya dibuang bila

huruf awalnya berharakat kasrah, dan terkadang dia dibuang bila

huruf awalnya berharakat fathah. Jadi, dia berdasarkan qman

M'mah, Sgriqah dan Tammh. Demikianlah yang dijelaskan di

awal pembahasan syirkah dalam N Mubdi' Fi Syarhi Al Muqni'

karya Abu Ishaq Burhanuddin bin Muflih Al Hanbali.

Redaksi, "Aku adalah yang ketiga dai dua onng t/ang
bersekufil' maksudnya adalah, bahwa Allah S memberkati harta

kedua omng yang mengadakan syirkah (persekufuan [perseroan])

selama tidak terjadi pengkhianatan di antara keduanla. Allah &
akan selalu melindungi, menolong dan menjaga harta keduanya.
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Redaksi, "Maka Aku keluar dari (percel<ufuan) kduan3a,"

yaitu: Aku mencabut keberkahan harta keduan5a. Razin

menambahkan, "Lalu syetan datang." Sedangkan dalam riwalnt

Ad-Daruquthni disebutkan, "Apabila salah seorang dari keduanla

berkhianat kepada temannya, maka Dia akan mencabut

(keberkahan) dari keduanya. "

Syirl<ah adalah berlakunla hak untuk dua orang atau lebih

atas dasar kepemilikan bersama. Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin

Abi As-Sa'ib Al Makhzumi bahwa dia berkata kepada Nabi $
pada hari penaklukan Makkah, "Dahulu engkau adalah parhrer

usahaku dan engkau adalah sebaik-baik sekutu. Engkau tidak

pemah menentang diriku dan tidak pemah mendebatku." Hadits

ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan hnu Majah dengan

redaksi, "Dahulu engkau adalah sekutr-rku dan engkau adalah

sebaik-baik sekufu. Engkau tidak pemah menentang dan tidak

pemah mendebat-"

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa, As-Sa'ib Al
Makhzumi pemah menjadi sekutu (parhrer dalam syirl<al) Nabi $
sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. lalu As-Sa'ib menemui

Nabi $ pada hari penaklukan Makkah, rnaka Nabi $ bersaMa

kepadanya, "selamat dabng, wahai sudanku dan parherku;

engkau tidak pemah menentang dan tidak panah mqtdebat"

Dalam redaksi lain disebutkan bahwa As-Sa'ib berkata,

"Aku menghadap Nabi *, lalu orcmg-orang memujiku dan

mengingatkanku., maka Nabi & bersaMa, "rQku lebih bhu
tanbng dia (daripada lalian/, maka aku pun berkata, "Engkau

benar, derni aph dan ibuku. Dahulu engkau adalah parhrerku
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dalam syirkah dan engkau adalah sebaik-baik parkrer. Engkau

tidak pemah menentang dan tidak pemah mendebat."

Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam Musnadnya
dari jalur Abdullah bin Utsman bin Khaitsam dari Mujahid dari As-
Sa'ib, bahwa Nabi $ melakukan al,ad syirkah dengan As-Sa'ib Al
Makhzumi dalam perdagangan sebelum Islam, kemudian pada hari
penaklukan Makkah As-Sa'ib menemui Nabi $, lalu Nabi S
bersaMa, " Selamat datang onhai audamku dan sekufuku. Dia
tidak suka menenbng dan fidak suka mendebat. Wahai As-Sa'ib,

dahulu pda masa Jahilgnh engkau melakukan pertuabn yang
frdak diterima, sel<anng dia diterima." Dia adahh oftmg Snng suka

meminjami (tanpa bunga) dan gemar bersedekah.

As-Suhaili berkata dalam Ar-Raudhul Unuf, 'Hadits As-

Sa'ib dengan redaksi 'Dahulu engl<au adalah sekufuku pada masa

Jahilitnh dan engkau adalah sebaik-baik sekutu, (karena) engkau

fidak sul<a menenbng dan tidak suka mendebat" hadits tersebut

mudhtharib (kacau). Ada yang meriwa5atkannya dari Abdullah bin

As-Sa'ib, ada Srang juga yang meriwayatkannSa dari As-Sa'ib bin
Abi As-Sa'ib, dan ada pula yang meriwayatkannya dari Qais bin
As-Sa'ib. Dengan demikian, maka hadits ini tdak tetap dan tidak
bisa dijadikan hujjah. As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib termasuk muallaf
yang baru masuk Islam kemudian menjadi muslim yang baik.

Redaksinya juga mudhthaib, sebab ada yang menganggapnya

sebagai sabda Nabi terhadap Abu As-Sa'ib dan ada pula yang

menganggapnya sebagai perkataan Abu As-Sa'ib terhadap Nabi

$. " Demikian pemlrataannya.

Ibrahim Al Harbi berkata dalam Ghanibul Hadits,
"Redaksi'Tadanl mengikuti pola malunuz, berasal dari kata .4/
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Madaamh, yang artinya adalah menentang. Sedangkan kalimat

'Tamam' adalah tidak mengikuti pola mahmuz, berasal dan Al
Mumanh, yang artinya adalah mendebat."

Kesimpulanngn, kalimat 'Ia Tudarl artinga adalah 'Engkau

tidak suka menentang', ini berasal dari firman Allah &, q.i- 'i':iE

" Laht lamu saling fuduh mertuduh tentang rfu." (Qs- Al Baqarah

l2l:721, lpitu kalian saling berselisih dan saling menentang.

Di antara akad yang tergolong syirkah adalah Ghanimah.

Allah $ menghilangkan kepemilikan orang-orang musyrik darin3ra,

seperti tanah l(haibar yang menjadi milik kaum muslimin,

kemudian mereka menjadi sekutu di dalamn5ra, lalu Nabi *
membagin5ra menjadi lima bagian kernudian mengundinlra, lalu

beliau mengeluarkan daringn seperlima (1/51 untuk AUah 1nng

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya,

kemudian empat per limanya (4/Sldibagikan kepada orang-orang

yang berhak menerimanya. Al Muzani berkata, "lni merupakan

dalil bahwa harta harus dibagi dan diundi."

Hukum-Hukum Y.ng Berkenaan Dengan Pasal Ini

Dalil dibolehkannya syirl<ah adalah Al Qur'an, As-Sunnah

dan ifina'.

Sedangkan dalil dari Al Qur'an adalah firman Allah &,

$)"&6+tvr6'i#6rfiV
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"Kebhuilah, Saungguhnya apa saja tnng dapat kamu
peroleh sebagai nmpasan perang, maka Saungguhn5n seperlima

untuk Allah, rasul." (Qs. Al Anfaal [8]: 41).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa, bagan setelah seperlima

itu dibagikan secam merata kepada orang-orang lang memperoleh

harta rampasan perang-

Allah S berfirman,

"#'"rt -Y, 3r t 1y:{- $5 -ot't {* i
"Allah mensSnribtkan bagimu tentang (pembagian pusala

untuk) anak-anakmu. 3nifu: bagian s@ft,ng anak lelaki fima
dengan bagian dua omng anak perempuan " (Qs. An-Nisaa' [4]:
11).

Dalam ayat ini Allah menjadikan warisan sebagai milik
bersama yang dibagikan kepada anak-anak.

Allah & i.rgu berfirman,

"Saungguhn5n zakat-zakat ifu, hangalah unfuk onng-
orang fakir, omng-onng miskin." (Qs. At-Taubah [9lt 60).

Dalam ayat ini, Allah S menjadikan zakat sebagai milik

bersama yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak

menerimanya-

Allah & jr.rgu berfirman,
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"Dan Sesungguhrya kebanyakan dari omngrcnng tnng

bercerikat ifu sebagian merel<a berbuat zhalim kepada sebagian

Wng lain)'(Qs. Shaad t38]: 24). Yang dimaksud lfriulatha'adalah

omng-orang Snng berserikat.

Semantara dalil dari As-Sunnah, sebagian haditsnSn telah

disebutkan di atas. Kemudian ada lagi hadits Nabi $ bahwa beliau

bersaMa,

" Ehnngsiapa memiliki sel<ufu dakm rumah abu k&un,

hendaHah dia frdak meniualnya nmryi sekutunya

mengizinkannya." Hadits ini telah di-takhrii sebelumn5a, dimana

jalur periwayatann5n adalah dari Jabir bin AMullah .&-

Sedangkan tentang atsarAbu Jammh dari hnu Abbas, I

I ulg ,t$1;{'t ,e0 r6,f :c.i3 ,ufi7s*;*7ivl:tat{rt#
t)Vi "Janganlah l<alian bqserikat dengan oftng Yahudi naupun

oftng Nashnni maupun oftng Maiusi' Aku pun bahrya,
*Mengapa demikian 7' hnu Abbas menjawab, "I{arena mqel<a

melakukan iba sdang nba frdaHah dipqbolehl<ani" Abu Jamrah

adalah Nashr bin Imran Adh-Dhuba'i, teman hnu Abbas. atsarinr

diriwayatkan oleh Al Atsram. Al Khallal juga meriwayat[annlp

dengan sanadnya dari Atha', dia berkata, "tlasulullah $ melamng

U
'..1 2l a .'d), L?

t?o ,.
.4>,Jr,
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berserikat dengan orang Yahudi dan orang Nashrani, kecuali bila
jual belinya di tangan orang muslim."

Jabir rg berkata, "Setiap tujuh orang dari kami berserikat

dalam seekor unta." atsarini dirir,rn5ratkan oleh Muslim.

Diriwayatkan pula dari Abu Musa rg bahwa dia berkata:

Nabi $ bersabda,
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"Sesungguhn5n oftrng-orang suku Asybr apabila kehabian

bel<al dalam pepeftngan atau petsdiaan makanaan unfuk
keluarga mereka tinggal sdikit, mereka mengumpulkan semua

tnng merel<a miliki lalu menaruhnya di dalam kain kemudian

membagi-bagil<ann5m di antara mereka seaftt sana mta. Mereka

adalah bagian dariku dan aku merupal<an bagian dai mereka."

Hadits n\ Mutbfaq Alaih.

Sedangkan dalil dari ijma', tidak ada seorang pun ulama

yang berselisih pendapat tentang kebolehannya.

Apabila hal ini telah jelas, maka setiap hak yang berlaku di

antara dua orang atau lebih yang menjadi milik bersama disebut

"Mus5ttamk." Hak ini terbagi menjadi sesuafu yang tidak

berhubungan dengan harta dan hanya berhubungan dengan tubuh,
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seperti qishash, had qadaf, manfaat anjing burung dan lain

sebagainya. Ada pula yang berhubungan dengan harta, baik 5nng

berupa Ain dan manfaatrya, misalnya orang-orang mendapatkan

ghanimah atau meurariskan atau membelinya, atau harta yang

hanya berupa saja, misalnya omng-orang menlrcwa

kendaraan atau diberi wasiat untuk memanfaatkann5a, atau harta

lang hanya sekedar 'Ain, seperti orang yang meunriskan

kendaman dengan berwasiat agar mananfaatkannya, atau harta

yang merupakan hak 5ang bisa mengantarkan kepada harta lain,

seperti sytfbh yang tetap (berlaku) unfuk segolongan orang.

Dimana sytf'ah it.t terkadang terjadi tanpa kehendak sendiri

seperti warisan, dan ada pula yang terjadi karena kehendak sendiri

seperti pembelian. Inilah yang dimaksud dalam kitab ini.

Cabangr Telah kami jelaskan sebelumn5a bahwa, makmh

hukumnya berserikat dengan orang Yahudi dan Nashrani kecuali

bila jual beliryra di tangan orang Islam. Alasan makruhnya adalah,

karena orang Yahudi dan Nashrani melakukan riba, menjual

khamerdan daging babi. Dimana hal ini fidak akan terjadi bila jual

belinya di tangan orang muslim atau walinya.

Syirkah dibolehkan dalam usaha perdagangan, berdasarkan

hadits yang meriwayatkan bahwa Al Barra' bin Azib dan Zaid bin

fuqarn berserikat kemudian keduaryp membeli pemk s@ara

kontan dan kredit. Ketika Rasulullah $ mendengar hal tersebut,

beliau menyuruh keduanya (dengan berkata), "Yang kontan,

lanjutkanlah! Sdangkan png laedit, kernbalikanlah."

Orang Islam dilarang (dimakruhkan) bersedkat dengan

orang kafir, baik dia yang mengelola maupun si kafir atau
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keduanya sekaligus. Al Hasan rg berkata, "Apabila orang Islam

yang mengelola, maka tidaklah makruh, namun bila orang kafir

lnng mengelola atau keduanya sekaligus, maka itu juga tidak

makruh."

Dalil yang kami miliki adalah atsar dari hnu Abbas rg
bahwa dia berkata, "Menurutku makruh hukumnya bila orang

Islam berserikat dengan orang Yahudi dan Nashrani."

Tidak ada seorang pun ulama yang menyelisihi pendapat

Ibnu Abbas di atas. Disamping itu, orang-orang Yahudi dan

Nashrani tidak melarang riba dan jual bek kharner (miras), serta

harta mereka juga tidak aman dari hal-hal yang haram tersebut

sehingga dilarang mengadakan joint venfure (kerjasama) dengan

mereka. Akan tetapi bila akad syirkah itu dilakukan bersama

mereka, maka tetap sah, karena secara zhahir apa lrang ada di

tangan mereka ifu merupakan milik mereka. Nabi S pemah

merninjam gandum kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju

besinya.

Ahmad berkata, "Boleh berserikat dengan oftIng Yahudi

dan Nashrani, akan tetapi tidak boleh mengkhususkan dengan

keduanlra, sedangkan dengan orang Islam boleh mengkhususkan

dengannlp."

Hadits Al Atsram stafusnya mursal, sedangkan a/sar lbnu

Abbas itl.t mauqufpadanya.
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Akad syirkah Menurut Abu Hanifah

Ulama madzhab Hanaft mengatakan, "sesungguhnya akad

syirl<ah hanln memiliki satu rukun yaitu ijab dan kabul, karena

rukun inilah yang menjadikan akad itu terlaksana (berlaM.

Sementara selain ifu; seperti dua orang lAng melakukan akad dan

harta, dia berada di luar akad, sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam pembahasan jual beli. sedangkan bentuk ijab adalah salah

safunya mengatakan, "Aku berserikat denganmu dalam ini dan

ifu," sementara yang satunSra lag mengatakan, "Aku

menerimanSa." Tidak ada bedanya apakah dengan menyebutkan

jenis khusus, misalnya dengan mengatakan, "Aku berserikat

denganmu dalam gandum atau kafun," atau dengan menyebutkan

jenis umum, seperti mengatakan, "Aku berserikat denganmu

dalam sernua jenis dagangan secara urnum-" Apabila keduanya

tidak menyebutkan kata-kata syirl<ah, misalnya salah seorang dari

keduanln mengatakan, "Apapun jenis-ienis dagangan yang aku

beli hari ini, maka dia berlaku antara aku denganmu," lalu teman

tersebut menerimanya, maka dia menjadi syirl<ah-"

Akan tetapi salah seorang dari keduanp fidak boleh

menjual komoditas dagang tersebut tanpa seizin temannya karena

keduanya telah berserikat dalam pembelian dan tidak berserikat

dalam penjualan, sehingga tidak sah bila salah seorang menjualnp

tanpa izin temann5ra-

Misaln3n bila salah satunya menetapkan wakfunya dengan

mengatakan kepada temann5E, "Apa yang aku beli pada hari ini

atau pada bulan ini menjadi milik aku dan kamu-"
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Dalam ijab dan qabul tidak disyamtkan harus dengan

ucapan. Apabila seseorang menyerahkan seribu (dirham) lalu

mengatakan kepada temannya, "Berikan uang yang sama lalu

belilah komoditas dagang dan untungnya kita bagi bersama," lalu

temann5a mengambil uang tersebut dan melakukan seperti yang

disuruhnya tanpa mengucapkan apapun, maka syirl<ah semacam

ini hukumnya sah.

Cara penulisan akad syirl<ah adalah sebagai berikut: "lni

adalah al<ad syirkah antara si fulan dengan si fulan. Keduanya

berserikat atas dasar ketakwaan kepada Allah & dan menunaikan

amanah. syirkah disepakati dengan harta pokok (modal) sekian

Sang diberikan oleh si fulan dan harta pokok sekian yang diberikan

oleh temannyra. Semuanya ada di tangan keduanla unfuk membeli

sesuafu dan menjualn5a, baik secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri. Masing-masing boleh mengemukakan pendapakrya

dan menjualnya baik secara kontan maupun kredit. Apabila

mendapat laba, maka dibagi unfuk berdua menumt nilai harta

pokok keduanya. Apabila merugi atau lainnya, maka hukumnya
juga demikian." Kemudian tanggal akadn5ra ditulis.

Inilah penulisan akad syirkah secara lengkap, meskipun

sebagiannya tidak perlu, misalnya tulisan bahwa masing-masing

dari keduanSa boleh menjual secara kontan atau kredit, karena

komoditas tersebut dimilikinya dengan adanya akad. Memang

benar bahwa sebagian ulama mengatakan, "Harus ada izin," akan

tetapi pendapat ini lemah. Kemudian persyamtan pembagian

unfung yang berbeda bisa dibenarkan sehingga tidak perlu

mengatakan, "Apabila mendapat laba, maka dibagi untuk kita

sesuaikan nilai pokok harta keduanya," kecuali bila hal tersebut

sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dan keduanya juga boleh
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bersepakat bahwa salah sahr dari keduanSn boleh mengambil

unhrng (laba) yang lebih sedikit dari harta pokoknSa. Apabila

demikian, maka harus ditulis dalam akad.

Sedangkan hal png berkenaan dengan kemgian, maka

hanrS-sesuai dengan har.ta pokok. Apabila ada persgraratan bahwa

salah seorang dari keduanya harus menanggung kerugian png

lebih besar dari harh pokoknya, maka akadnSn batal. Dikutip dari

Al Fiqhu Ala Al Madahib.

Astrsyirazi & berkata: PasaL Sah hukumnya

melakukan akad syirl<ah unfuk jenis uang dirham dan

uang dinar, karena keduanSn merupakan asal bagr

semua yang diperjual-belikan dan dengan keduarr5p

nilai harta dan kelebihannSn berupa laba dapat

diketahui. Sementara selain keduanSn yang bukan jenis

mata uang, maka ada dua macam: jenis yang tidak ada

padananngra dan jenis yang ada ada padananryn-

Harta yang tidak ada padanannya seperti

binatang dan tumbuhan, maka fidak boleh melakukan

akad syirkah untuk keduanya, karena nilai salah safunga

terkadang bisa naik sementara yang lainnln fidak-

Apabila kita menetapkan keuntungan dari yang nilainrc
lebih untuk pemiliknlp, maka kita hanya memberikan

ker:nhmgan pada salah satu pihak sria, padahal syirkah

ifu diadakan agar keuntungan dibagi bersama-

Sedangkan bila kita menetapkan bahwa keuntungan

dibagi untuk keduanya, maka kita telah memberikan

kepada oftmg yang nilai hartanya fidak bertambah
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keuntungan dari harta temannp, dan ini fidak
diperbolehkan.

Sedangkan harta yang ada padanannya seperti
biji-bijian dan minlnk, maka dalam hal ini ada dua
pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh melakukan akad

syirkah untuk keduanya. Pendapat ini dinyatakan dalam

Al Buwaithi, karena dia fidak termasuk dalam jenis

harga sehingga tidak boleh melakukan akad syirl<ah

pada keduan3n, seperti tumbuhan dan binatang.

Pendapat Kedua: Boleh. Ini merupakan pendapat

Abu Ishaq- AlasannSn adalah, karena dia merupakan
harta yang memiliki sesuafu lnng sama dengannya

sehingga mirip dengan harga.

Apabila keduanya tidak memiliki selain Arudh dart

hendak melakukan akad syirlah, maka masing-masing

dari keduanya bisa menju.l sebagian Arudlrnya dengan

sebagian Arudh temannya sehingga semu.rnya menjadi
milik bersama di antara keduanya, dimana keduanya

bisa sama-sama mendapatkan laban57a.

Penjelasan Hukum,

Al Muzani berkata, "Pendapat yang mirip dengan pendapat

Asy-Syafi'i adalah, bahwa tidak boleh melakukan al<ad, syirkah

pada Arudh dan harta yang ketika kondisi tidak stabil kembali

pada nilai dan perubahan harga tersebut."

666 ll,u u"i*u'Syoah Al Muhadzdzab



Penjelasannya adalah, bahwa akad syirkah sah pada dirham

dan dinar karena dia mempakan patokan nilai kerusakan dan

standar harga. Dengan uang dirham dan dinar, maka nilai suafu

harta dan kelebihannya bempa laba bisa diketahui-

Di antara ulama yang melarang al<ad syirl<ah pada Arudh

adalah ulama fikih madzhab Ahmad, sebagaimana dinyatakan

dalam riwayat Abu Thalib dan Harb dan diriwayatkan oleh hnu Al

Mundzir. Sedangkan lang menganggapnla makruh adalah Ibnu

Sirin, Yahya bin Abi Katsir, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur dan

ulama fikih rasionalis, karena syirkah itu terkadang terjadi pada

Arudhitu sendiri atau nilainya atau iuga harganya.

Sementara pada Arudh ifu sendiri, maka hukumnya tidak

boleh, karena al<ad syirl<ah itu akan dikernbalikan pada harta

pokok (modal) atau yang sama dengannya ketika kondisi sedang

tidak stabil (teriadi perubahan tertentu). Sementara pada Arudh

tidak ada sesuatu yang salna dengannya yang bisa dijadikan

rujukan. Terkadang nilai jenis salah safun1a bertambah sementara

5ang lainnya tidak, sehingga semua laba atau semua harta ifu

diambil. Terkadang nilainya berkurang Srang menyebabkan pihak

lain Sdrnd-s"Ind menikmati harga miliknp padahal tidak ada

keunfungannya.

Sedangkan rulai Arudh, dia tidak bisa dipastikan kadamp

sehingga akan menimbulkan perselisihan. Terkadang sesuahr itu

dital$ir lebih banpk dari nilainya. Disamping itu terkadang nilai

b€rtambah pada salah satu dari keduanya sebelum dijual sehingga

pihak lain sama-sama menikmati benda png dimiliki tersebut-

Sementara harga Arudh, dia tidak ada saat akad dan

keduanya tdak memilikinya. Disamping ifu, bila seseorang

Al Majmu'SywattAl Muhodzdzab ll OO,



menghendaki harga png dibelinya, maka dia telah keluar dari

tempatnSn dan menjadi milik penjual. Sedangkan bila dia

menghendaki harga yang dijualnSra, maka dia menjadi syAkahyang

diganfungkan dengan sgnrat, yaitu jual beli Ain, dan ini tidak

dibolehkan.

Ulama madzhab kami membedakan antara harta ,;*;
dengan sesuafu yang tidak memiliki sesuafu lang sama dengannya

seperti tumbuhan dan binatang dan lain sebagain5ra. Hukumnya

tidak sah berserikat padan5n. Pendapat ini dinyatakan oleh orang-

ormg lrang namanya telah disebutkan sebelumngn. Sernentara

menumt Malik, "Sah melakukan akad syirkah padanp dan harta

pokoknln menjadi nilainln. "

Argumentasi kami adalah, bahwa syirl<ah itu dibolehkan

dengan sgarat keunfungan, tdak hanya dinikmati oleh salah safu

pihak saia dari dua pihak, sementara syirl<ah ieris ini bisa

menyebabkan demikian (keunfungan hanya dinikmati salah safu

pihak saja). Karena terkadang nrlai Arudh salah satunla bertambah

sementara nilai Arudh temannya tidak. Hal ini tenhr saja bisa

menyebabkan orang yang nilai Arudl>nya menikmati keunfungan

dan Antdh temannya ketika terjadi perbedaan (kondisi sedang

tidak stabil). Tentu saja hal ini tidak dibolehkan.

Apabila masing-masing dari kedua pihak memiliki dokar

senilai 100 dirham lalu keduanya hendak melakukan al<ad syirkah,

maka masing-masing harus menjual separuh dokamya dengan

separuh dokar temannya lalu keduanya harus saling menerima

(uang dan komoditas), kemudian masing-masing dari keduanya

harus saling mengizinkan safu sama lain unfuk menggunakannya.

Apabila nilai salah satunla 200 dirham sementara nilai milik
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temannya 100 dirham, maka dia harus menjual nilai dokamya

sepertiganya dengan dua pertiga dokar temannya. Dan apabila dia

mau, maka masing-masing pihak bisa menjual kepada temannya

sebagian dokamya dengan harga yang ada dalam tanggungannya

lalu keduanya harus saling berpisah. Dan bila mau, maka keduanln

harus membeli Arudh dari dua laki-laki dengan harga yang

ditanggung keduanya lalu keduanya hams mempertahankan Arudh

dari tanggungan kduanya.

Harta yang memiliki padanan seperti bfi-biiian dan min5ak,

apakah sah berserikat pada keduanya?- Dalam hal ini ada dua

pendapat ulama fikih AsySyafi'i:

Pertama: Boleh. Ini merupakan pendapat kuat yang dikutip

oleh Al Muzani. Karena dia berkata, "Dan tidak pula harta 1lang

kembali kepada nilai ketika sedang terjadi perbedaan. Harta yang

memiliki sesuahr yang sama dengannya tdak bisa kernbali kepada

nilainya. Disamping itu, keduanya adalah dua harta yang apabila

bercampur, maka salah satun5ra tidak bisa dibedakan dari yang

satunya lagi sehingga sah melakukan akad syirl<ah pada keduanya

seperti dirham dan dinar."

Kedua, Tidak boleh. Karena Asy-Syafi'i g berkata dalam

Al Buwaithi, "Dan tidak boleh melakukan akad syAkah pada

Arudh, juga pada Arudh yarg memiliki sesuatu lang sarn t

dengannya. Disamping itu dia adalah syirl<ahpada Arudh sehingga

tidak sah, seperti fumbuh-tumbuhan dan binatang.

Abu Ishaq Al Maruuazi berkata dalam Asy-Siarh, "Apabila

kami mengatakan, 'Sah hukumnp melakukan syirkah padanlra',

apabila nilai keduanya satrta, maka masing-masing pihak boleh

mengambil komoditas dagangannya pada hari kefika teriadi

L
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perbdaan lalu keunfungan yang tersisa harus dibagikan.

Sedangkan bila nilainya berbeda, misalnya gandum salah satun5ra

bagus sementara gandum temannya tidak bagus, maka masing-

masing dari keduanya boleh mengambil nilai gandumnya pada hari

teriadinya syirl<ah lalu keuntungan yang tersisa hams dibagi

bersama-"

Cabang: Imam Nawawi berkata dalam Ar-Raudhah,

'Boleh melakukan al<ad syirkah pada dua mata uang (dinar dan

dirham), akan tetapi tidak boleh melakukannya pada beragam

komoditas yang ditaksir nilainya. Sedangkan untuk beragam

komoditas yang memiliki padanan lrang sama dengannya, maka

dalam hal ini ada dua pendapat Asy-$afi'i. Ada pula yang

mengatakan: Ada dua pendapat ulama fikih AqrSffi'i dalam hal

ini. Yang paling kuat dari dua pendapat tersebut adalah

membolehkan. Yang dimaksud dengan dua mata uang adalah

dirham dan dinar. Sdangkan biji logam, perhiasan dan batangan

emas, menumt rnereka hukumnln dilarang. lalu apakah

dibolehkan bila biji logam tersebut didasarkan pada sesuahr yang

sarna dengannya atau tidak?. Para ulama berselisih pendapat

dalam masalah ini. Akan kami uraikan nanti dalam pembahasan

Ghashab. Insya Allah.

Bila kami menganggapnya sebagai komoditas png bisa

ditaksir nilainla, maka tidak boleh melakukan akad syirl<ah

padanya. Sedangkan bila Udak, maka dia berdasarkan pada

pe6edaan pendapat dalam sesuafu yang sama dengann5a."

Sementara tentang uang dirham palsu, menunrt Ar-Ruyani

tdak sah melakukan syirkah padanya. Akan tetapi dirirrap&an
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dalam At-Tatimmah bahwa boleh melakukan akad qindh

dengannya. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada kebolehan

menggunakan uang palsu tersebut atau tidak. Apabila kami

membolehkatrDla, maka kami telah menyamakan uang palsu

dengan uang asli. Sedangkan bila tidak, maka hukumnya tidak

boleh.

Apabila dalam qindh saja diperselisihkan, maka apalagi

dalam syirlah (tenhr lebih diperselisihkan).

Pengarang Al Uddah berkata, "Fatwa ulama membolehkan

al<ad syirl<ah padanya (uang palsu) bila peredarannya di suatu

negeri tenrs berlaniut. "

Alm mengatakan, "Kutipan darJ' Al Uddah ini merupakan

pendapat yang paling benar. Sedangkan pendapat yang

menya.takan bahwa, para ulama melarang syirkah pada biji logam

dan yang lainnya, maka pendapat ini aneh, karena pengarang,4/-

Tatimmah meriwayatkan dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i

tentang sahnya syirl<ah pada bili logam dan ukiran layaknya benda

yang memiliki sesuafu yang sama dengannya- Yang dimaksud

pengarang Al tiddah adalah Abu Al Makarim Ar-Ruyani-

Kemudian yang telah kami sebutkan tentang masalah ini yaifu

larangan melakukan al<ad syirkah dan pembolehann5ra. Dimana

yang dimaksud adalah bila seseorang mengeluarkan kadar tertenhr

dari hartangA dan temannlA juga mengeluarkan kadar tertentu dari

hartanla lalu keduanya menjadikannya sebagai harta pokok-

syirlah juga bisa digambarkan dalam bentuk lain untuk semua

harta.
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Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Akad
syirkah Yang Sah.

Menurut madzhab kami, syirkah itu memiliki empat mkunt

shighat, dua orang yang melakukan syirkah dan harta. Unfuk

masing-masing dari mkun tersebut memiliki syarat-syarat tertenfu-

Unfuk shighat, disyaratkan mengandung pemyataan yang

isinya mengizinkan adanya pengelolaan harta dalam syirl<ah, yaittt

kepada ormg yang mengelolan5n guna diperjual-belikan- Apabila

yang mengelola mempakan salah safu dari keduanya, maka

shighatnya harus mengandung pemlntaan lrang isinya

mengizinkan hal tersebut, yaitu izin dari sah.r pihak terhadap pihak

lain unfuk mengelola harta tersebut. Apabila lrang mengelola harta

tersebut adalah keduanyra, maka harus ada pem5ntaan yang

menyebutkan bahwa masing-masing pihak saling mengizinkan sahr

sama lain unfuk mengelola harta tersebut. Misalnp masing-masing

dari keduan3n berkata kepada temannya, "Kita menjadikan harta

ini sebagai milik bersama dan aku mengizinkanmu unfuk

mengelolanya dengan cara memperjual-belikann5la,' lalu temannya

yang lain mengatakan, "Aku menerimanya." Pemyataan tersebut

tidak cukup hanya dengan mengatakan, "Kita telah berserikat

dalam hal ini," akan tetapi harus dengan ucapan yang jelas yang

menunjukkan izin tersebut.

Dua omng yang melakukan syirkah, disynratkan agar

keduanln harus berakal, baligh dan merdeka. Dengan demikian,

maka fidak sah akad syirl<ah yang dilakukan oleh orang bodoh

(Udak berakal) atau orang gila atau anak kecil atau budak yang

udak diberi izin. Begitu pula tidak sah akad yang dilakukan orang

yang dipaksa atau yang dicampuri pihak lain. Dan sah akadnya

672 ll et u"j^u'SyoahAl Muhadzdzab



orang buta dengan s5nrat yang mengelola harta selain dia dan dia

harus msuuakilkan orcmg lain pada saat serah terima, dengan

syarat orang yang diunkilkan layak dijadikan wakil, yaitu orang

yang berakal dan baligh.

Sedangkan untuk harta pokok, maka disyaratkan beberapa

hal:

Syarat Pertama: Harta tersebut memiliki. Maksudnya

adalah bahwa dia merupakan harta yang bisa ditakar atau

ditimbang dan boleh dilakukan dengan al<ad salam, seperti dua

mata uang dari emas dan perak yang bisa ditimbang. Juga seperti

gandum dan jannwut, karena dia tidak sah diladikan harta pokok

kecuali bila salah seorang dari keduanya menjual sebagian

dagangannya dengan sebagian dagangan temannln sebagai milik

bersama, kemudian masing-masing pihak mengizinkan temannya

untuk mengelolanlra dengan diperdagangkan. Dengan demikian,

maka sahlah komoditas dagang tersebut sebagai harta pokok, baik

jenisnya sama atau berbda.

Syarat Kedua: Dua harta tersebut telah bercampur sebelum

akad sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan dari lainn5n.

Sedangkan bila keduanya bercampur setelah terjadinya akad, maka

ada yang mengatakan sah dan ada pula yang mengatakan tidak

sah. Berdasarkan pendapat kedua, maka dua olang yang

melakukan s,)irkah ifu harus mengulangi shighatrrya.

Syarat Ketiga: Diqamtkan adanya penggabungan harha

yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dengan sebagiannln.

Jadi tidak sah bila salah safun5ra mengeluarkan emas sementara

yang lainnya mengeluarkan perak, dan sebaliknln. Begifu pula

tidak sah bila salah seorang dari keduanya mengeluarkan perak
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dari sepuluh sementara yang lainnya mengeluarkannya dari lima; 
I

kecuali bila keduanya memiliki harta yang berbeda dengan jalan 
I

hibah atau warisan, maka tidak disyaratkan menggabungkannya. I

Yang disyaratkan adalah, agar masing-masing dari keduan5n 
I

mengizinkan temannya untuk mengelolanSra dengan cara 
I

diperdagangkan.
I

Tidak disyaratkan adan3n persamaan dalam harta pokok I
dan dalam pekerjaannya, menumt pendapat png dijadikan acuan. I
Jadi sah hukumnya bila harta pokok temannya dan pekerjaannya I
yang sebanding dengan bertiambahnya bagiannya menjadi derma I
baginya dimana dia tidak berhak atas apapun darinp. Memang I
benar bahwa, disyaratkan agar laba dan ruginya dibaE sesuai I
kadar dua harta tersebut, baik dua orang yang melakukan syAl<ah I
itu sama dalam pekerjaan atau berbeda. Apabila salah seorang dari I
keduanya menyerahkan dirham sernentara temannya I
menyerahkan 50 dirham, maka orang kedua wajib mengambil I
sepertiga dari keuntungan. Apabila dia mensyaratkan lebih kecil I
atau lebih banyak dari ifu, maka akadnya batal dan masing-masing I
dari keduanya bisa menarik upah dari pekeriaannla dalam harta. I
Apabila stahrs keduanya sama dalam harta ternannya dan I
sebanding dengan perbuatan pihak lain dalam hartanya, maka dia I
menjadi akad mufawadhah (syirkah dua orang yang hartanya I
sarna, pekerjaannya sama dan utangnp sama)- 

I
Sementam menunrt ulama madzhab Hanafi, Akad syirkah I

dengan segala jenisnya ihr memiliki dua syaratt 
I

Syarat Pertama: Berkenaan dengan sesuafu yang 
I

diakadkan. Syaratrya dia harus bisa diwakilkan. Apabila dua orang I
mengadakan perjanjian -misalnya- untuk berserikat dalam berburu 

I
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atau mencari kal,u bakar atau mengumpulkan rumput yang

dibolehkan lalu menjualnya, maka akadnya tidak sah karena hal-

hal tersebut mubah. Jadi tidak sah mer,rnkilkannya, karena

kepemilikannya ifu hanya berlaku bagi orang yang berhubungan

se@ra langsung dengannya- Bagi orang yang mengumpulkan kayr

bakar yang dibolehkan atau memancing ikan atau be6uru kiiang

atau lainn5a, maka dia bisa menrilikin5a bila telah

mendapatkannya, dan orang lain tidak bisa mernilikiqn sehingga

tidak bisa menjadi wakilnya unfuk mengelola miliknla tersebut.

Syarat Kedua: Berkenaan dengan laba (keunfungan). Yaifu

bahwa labanya harus merupakan bagian lrang umum dan diketahui

dengan pasti, seperti setengah atau sepertiga dan sejenisngra.

Apabila labanSa tidak diketahui atau ditenhrkan dengan jumlah,

maka akadnp tdak sah.

Apabila salah seorang dari keduanp (Srang melakukan

syirlal) mengatakan kepada temannya, "Aku melakukan akad

syirl<ah denganmu dan engkau mendapatkan laba sekian," tanpa

menenfukan jumlahnya, atau mengatakan, "Engkau mendapatkan

laba 20 dinar," maka akadnya tidak sah- Yang pertama, sebabnya

adalah karena jumlah laba yang tidak diketahui dengan jelas, dan

ini akan menimbulkan perselisihan. Sedangkan lnng kedua,

menentukan laba dengan jumlah tertenfu akan menghentikan akad

syirkah, karena bisa ladi dia tidak memperoleh laba selain iumlah
tertentu lalu salah safu dari kedua pihak mengambil sesuahr lang
disyaratkan untuknya, sementam pihak kedua -!Eng mempakan

sekutun5a- tidak mendapatkan apa-apa sehingga menyebabkan

berakhimya alad syAlah.
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Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, mereka
menetapkan tiga syarat unfuk dua orang yang melakukan akad.

Syarat Srang pertama adalah merdeka. Jadi akad syirl<ah

tidak sah dilakukan antara budak dengan orang merdeka atau
antara dua budak, kecuali bila budak tersebut diizinkan unfuk
berdagang, maka akadnya sah tapi hartan5ra tetap untuk
majikannya.

Syarat 5ang kedua adalah berakal; jadi tidak sah akad
antara dua orang yang tidak berakal atau antam oftrng yang tidak
berakal dengan orcmg berakal.

Syarat 5ang ketiga adalah baligh; jadi tidak sah akad yang

dilakukan dua anak kecil atau antara anak kecil dengan orang
baligh.

Apabila anak kecil melakukan al,ad syirkah dengan orcmg

detr,rasa, maka tidak ada tanggungiawab atas anak kecil. Contoh
yang sama adalah bila orang yang tidak berakal melakukan akad
syirkah dengan orang berakal, maka tidak ada tanggungiawab atas

orang yang tidak berakal. Begitu pula akad yang dilakukan antara
budak dengan orang merdeka.

Syarat-syarat ini merupakan s5arat sahnya walalah- Karena
tdak sah seseorang meurakilkan sesuafu kepada orang lain atau
menjadi wakil orang lain kecuali bila dia adalah orang yang

merdeka, baligh dan berakal.

Sementara shighabnya, syaratnya adalah dia harus
merupakan sesuafu lang menunjukkan al<ad syAl<ah secara umutn,
baik dengan ucapan atau perbuatan-
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Contoh dari suafu pemyataan adalah agar masing-masing

dari keduanya mengatakan, "Kami melakukan al<ad syirkah unfuk

ini," atau salah sahrnya mengatakan demikian sementara

temannga diam dengan menunjukkan keridhaan, atau salah

satunya mengatakan, "Marilah melakukan al<ad syAkah denganku"

sementara temann5ra meridhainya.

Contoh perbuatan adalah, masing-masing dari keduanya

sama-sarna menggabungkan hartanya dengan harta temannp lalu

diperdagangkan.

Apabila shighat telah terlaksana baik dengan pern5ntaan

maupun perbuatan, maka akad syirkal>nya menjadi berlaku.

Apabila salah seorang dari keduanSn hendak mernisahkan

hartanya dari harta temann5a sebelum kedua harta tersebut

dicampur narnun temannya tidak mau, maka pihak pertama tidak

boleh memisahkannya, kecuali bila komoditas -dagang lnng
dibelinya itu dijual dan besaran harta pokoknya diketahui dengan

jelas.

Sementara berkenaan dengan harta pokok, hukumnya sah

dengan tiga kondisi berikut:

Kondisi Pertama: Dua mata uang dari etnas dan perak.

Dalam hal ini disyaratkan tiga hal:

Syarat Pertama: Jenis yang diberikan masing-masing pihak

sama- Misalnya salah safunya mengeluarkan emas dan temannla

juga mengeluarkan emas, atau salah satunya mengeluarkan perak

dan temannya juga mengeluarkan perak. Jadi tidak sah bila salah

safunya mengeluarkan elnas sementara temannya mengeluarkan

perak. Apabila keduanya melakukannya, maka masing-masing
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memiliki harta pokok kemudian labanya dibagi berdua yaitu setiap
sepuluh mendapat satu.

Syarat Kedua: Kedua harta tersebut hams sarna dalam
pengeluarannya, timbangannya, kualitas baik dan kualitas
burukryra. Jadi, tidak sah bila keduanya berbeda dalam
pengeluarannya, misaln5ra buah salah safu dari keduanya
dikeluarkan dengan nilai 99 sementara buah temannya dikeluarkan
dengan nilai 90 padahal timbangannyra sama, karena keduanSa

sepakat atas tambahannya sementara harta pokokrya berbeda,
mengingat salah safunya mengeluarkan lebih banyak daripada
temannya tanpa dihifung. Adanya perbedaan ini tenfu saja dapat
menrsak akad syirkah. Apabila keduanya sepakat untuk
menghifung tambahannya, maka Srang akan terjadi adalah tidak
berlakunya timbangan dalam pengeluarkan errias dengan emas

atau perak dengan perak. Dan hal ini tenfu saja dilarang.

Begifu pula, tidak sah bila kedua harta tersebut berbeda
timbangannya.

Sedangkan bila keduanya berbeda dalam kualitas baik dan
buruknya, misalnya salah satunya baik sementara yang safunya lagi

buruk, maka hukumnya tidak sah, karena nilai yang bagus ifu lebih

tinggi dari nilai yang buruk. Apabila keduanlra sepakat unfuk
menghapus tambahan tersebut, maka perbedaan 3nng merusak

akad syirkah dan hukumnya menjadi berlaku. Sedangkan bila

keduanya sepakat untuk menghifung tambahannya, maka

keduan5n telah sepakat unfuk menghilangkan timbangannya,
padahal menghilangkan timbangan dalam bobot emas dan perak

itu dilarang.
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Syarat Ketiga: Harta pokok syirkah dari dua mata uang

harus ada di tempat. Apabila keduanya melakukan al<ad syirkah

untuk harta yang tidak ada, maka hukumnya tidak sah. Bila harta

salah safunya ada, sementara harta temannya tidak ada, apabila

harta l,ang tidak ada itu jauh sehingga tidak bisa didatangkan

dalam waktu dua hari, maka al<ad syirl<ahlrp tidak sah.

Kondisi Kedua: Harta pokok salah safunya bempa mata

uang sementara harta pokok temannln berupa komoditas dagang-

Misalnya salah safunya memberikan uang anas atau perak

sedangkan temann5a memberikan komoditas dagang berupa

pakaian atau makanan atau juga katun.

Kondisi Ketiga: Harta pokok keduanya berupa komoditas

dagang. Misalnya salah sahrnya memberikan katr.rn semenhra

temannya memberikan pakaian atau gandum atau padi, atau salah

safun3A memberikan kafun sementara temannya mernberikan

kafun yang sama, karena tidak ada bedanSn apakah harta pokok

tersebut bempa komoditas dagang yang sama jenisnya atau

berbeda. Hanya saja tidak sah bila harta pokok kduanya sdlnd-

sarna berupa makanan, sehingga tidak sah bila masing-masing dari

keduanya mernberikan gandum atau ja"r'rawut' Yang dibolehkan

adalah, bila harta salah safunya berbenhrk makanan sementara

harta temannya berbenfuk mata uang atau komodihs dagang,

karena pada umumnya uang dan komoditas dagang lebih dominan

daripada makanan.

Apabila harta pokok akan dijadikan komoditas dagang,

maka dia harus ditaksir terlebih dahulu dan nanti syirkah yang

berlaku ifu berdasarkan .nilainya. Kemudian, bila komoditas

dagangannla bisa dihihrng atau ditakar atau ditimbang, maka
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nilainya yang berlaku adalah setelah dijual dan diterima, karena dia
hanya masuk dalam tanggungan pembeli dengan diterima sehingga

nilai Sang berlaku setelah diterima. Contohnya adalah, seperti

komoditas dagang yang tidak ada di tempat tapi jaraknln dekat,
nilai yang berlaku adalah pada hari ketika dia diterima. Sementara
selain itu, maka nilai png berlaku adalah pada hari terjadinya akad
syirkah tersebut.

Terkait keunfungan dan kerugian, maka disyaratkan agar

keduanSa disesuaikan dengan prosentase harta. Dengan demikian,
maka tidak sah bila salah satu dari keduarya mengambil lebih

banSrak dari prosentase harta pokok yang diberikannya.

Contoh dari suafu keunfungan adalah pekerjaan. Masing-

masing dari kedua belah pihak harus bekerja sesuai prosentase

harta pokoknya. Apabila keduan5ra mensSaratkan pertedaan
dalam ketrnfungan atau pekerjaan, maka altad syirl<alrnya batal-

Apabila keduanya tidak bekeria dan terlihat batalnya alad syirl<ah,

maka akadnya menjadi batal. Apabila keduaqn telah mengelola

harta tersebut tapi temyata akadnya batal setelah pengelolaan

tersebut, maka keunfungan dibagi untuk keduanp sesuai kadar

harta pokok png diberikan oleh masing-masing.

Apabila salah safunya memiliki sepertiga harta sedangkan

temannya memiliki dua pertiga harta lalu keduanp berserikat

dengan ketenfuan bahwa pemilik sepertiga harta akan

mendapatkan separuh dari keuntungan, sementara pemilik dua
pertiga harta akan mendapatkan separuhnya lagi, maka pemilik

dua pertiga ifu bisa meminta seperenaln yang lebih kepada pemilik

sepertiga sesuai kadar harta pokoknya, sedangkan pemilik

sepertiga bisa meminta upah kerjanya kepada pemilik dua pertiga

I
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yang sebanding dengan seperenam keuntungan lang lebih, yaifu

seperenarn se\ la seluruh pekerjaan.

Sementara menuntt ulama madzhab Hanbali, syarat dalam

al<ad syirkah itu terbagi menjadi tiga:

Pertama: Syaratrsyarat sah yang tidak membahayakan dan

akad tidak tergantung padanya. Misalnya bila dua oftIng

mensyaratkan tidak akan menjual kecuali komoditas tertenfu dan

tidak akan berdagang kecuali di tempat tertentu atau tidak akan

bepergian dengan membawa harta dan lain sebagainnya, maka

semuanya sah dan tidak membahayakan.

Keduar SSnratrsyarat msak 5rang tidak menunfut adanya

akad. Misalnya mensyaratkan tidak adaryra fasakh (pembatalan)

syirl<ah selama satu tahun misalnya atau tidak boleh menjual

kecuali dengan harta pokok atau tidak menjual kecuali kepada

orang yang membelinya dan lain sebagainya, maka s}rarat-syarat

ini tidak berakibat pada rusaknya akad dan tidak perlu dilakukan.

Ketiga: Syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya akad,

yaitu beberapa hal:

Pertama: Dua harta yang digunakan diketahui jelas sebagai

milik dua orang 5ang melakul<an syirkah. Disamping itu dua harta

tersebut harus ada di tempat, sehingga fidak sah bila hartanya

tdak ada di tempat atau dalam tanggungan seperti akad

mudhanbah.

Kedua: Keduanlp sama-sarna mens5aratkan keunfungan

tertentu png diketahui dengan pasti seperti setengah, sepertiga

dan sebagain5a.
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Ketiga: Syarat-syarat yang akan kami sebutkan dalam akad 
]

mudhanbah. Insta Allah. 
I

Sedangkan penjelasan hukum-hukum ini menumt mereka 
i

telah diuraikan oleh pengarang Al Mubdi' Fi S5nrhi Al Muqnii 
I

yaitu Imam AI Allamah Burhanuddin bin Muflih Al Hanbali g. 
I

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa al<ad syirl<ah itu I

ada dua ma@tn: Syirlatut Amtak (Syrleh hak milik) dan syirkah 
I

.A*d (Syirkah Transaksional). Unfuk jenis terakhir ini, ada lima 
I

macarn dan unfuk sernua jenis harus mempakan harta yang boleh I

digunakan, karena dia merupakan akad unfuk mengelola harta I
sehingga tidak sah bila dilakukan pada harta yang tidak bisa 

I
digunakan seperti iual beli. 

I
Jenis pertama (dari jenis syirl<ah kansalsional): syirl<ah I

.Iaan Dirnmakan demikian karena dua orang yang melakukan I
syirkah memiliki persamaan dalam harta dan usaha. Misalnya dua I
penung[Fng kuda Srang memiliki dua kuda ]Eng sama dan jalannya I
juga sama. Al Farra' berkata, 'Dia diambil dari kab *Anna AsJt I
S5ni'u'apabila terjadi. Hal ini karena keduanla telah sepakat I
untuk mengadakan kerjasama satu sama lain. Dikatakan pula I
bahwa kata ini diambil dari kata "Anahtf apabila seseorang I
menentang temannya, karena masing-masing pihak menghalangi I
temann5ra dengan harta dan usaha yang sama (sehingga tidak ada I
kepemilikan tunggal dan menjadi milik bersama). I

Tentang pemyataan dalam Asy-Ssarhbahwa dia kembah I
kepada perkataan Al Farra', maka pendapat ini tdak kuat, akan I
tetapi dibolehkan menunrt ijma', Demikianlah yang dinyatakan I
oleh hnu Al Mundzir, meskipun sebagian syarakrln berbeda yaihr I

;: ::: 

svrt<ah baik keduanv: 

I

-]
I



sarna-sarna muslim atau salah satunya. Dan fidak makruh

melakukan akad syirl<ah dengan orang Ahli Kitab bila !/ang

menjalankan usaha orcmg Islam. Pendapat ini didasarkan pada

larangan Nabi $ unfuk melakukan al<ad syirkah dengan oremg

Yahudi rnaupun orang Nashrani, kecuali bila jual belin5a di tangan

orang Islam. Dernikianlah lang diriwaptkan oleh Al Khallal

dengan sanadn5a dari Atha'. Akan tetapi Al Azii menganggapnya

makruh. Dia meriwayatkannya dari lbnu Abbas, dirnana

sepengetahuan kami udak ada seorang pun sahabat lrang

menyelisihinya dalam hal ini, karena harta mereka tidak baik,

mengingat mereka menjual khaner dan melakukan riba- Begifu

pula kemakruhan melakukannya dengan orang Majusi. Sedangkan

persekufuan antar kedua pihak dengan harta keduanp Srang

diketahui dengan jelas, baik yang kadar, jenis dan sifatryra salna

atau tidak. Keberadaan harta keduan5ra adalah unhrk menetapkan

usaha dan merealisasikan akad syirkah,jadi seperti mudhanbah-

Apabila dua orang melakukan al<ad syirkah pada dua harta

campuran yang bersifat urnuln, maka hukumnya sah bila kduanlra

mengetahui kadar harta tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, maka

hukumnya berteda dengan mudhanbah, karena (dalam

mudhanbahl ifu merupakan hartan5a dari satu sisi sementara

usahan5a dari sisi lainnya- Berbeda dengan mudharabah, karena

dia mengumpulkan harta dan usaha dari safu sisi- Dalilnya adalah

perkataan pengaftIng Al Muqni' "Agar keduanSra bekerja dengan

tubuh keduanya." Akan tetapi dengan syarat agar dia memiliki

lebih banyak dari keuntungan hartanya. Dalam hal ini kadam5a

harus dilelaskan, karena iika udak, maka tdak sah. Ada juga

pendapat ulama fikih AsySyafi'i, "Dan keuntungannya unfuk

keduanya," karena dia merupakan perkembangan dari milik
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keduanya dan usaha keduanyra baik secara sarna rata maupun ada
kelebihan pada salah satunya sesuai yang telah kami syaratkan,
mengingat ketrntungan ifu bisa didapat karena harta dan terkadang
bisa didapat pula karena usaha, seperti omng 37ang melakukan
mudlnnbah.

Jadi, perbuatan masing-masing dari keduanya hukumnya
berlaku menumt hukum kepemilikan dalam bagiannya dan
perunkilan dalam bagian sekufunya, karena masing-masing dapat
melakukan karena adanya izin, jadi seperti wakatah- Ini
menunjukkan bahwa l<ata syirkah tidak memerlukan izin yang jelas

untuk mengelola harta tersebut. Inilah Pendapat yang paling
shahih dan inilah yang diamalkan oleh ma5roritas mereka (ulama

ma&hab Hanbali).

Akad syirkahini Udak sah kecuali dengan dua qrarat:

Syarat Pertama: Hendaknp harta pokoknya bempa uang
dirham atau dinar. Jadi sah hukumnya bila uangnya bukan uang
palsu, karena uang merupakan standar harta dan harga-harga
penjualan- Orang-orang sanantiasa melakukan al<ad, syirkah maka
uang pada setiap masa tanpa ada yang mengingkarinlra. Jadi tidak
sah melakukannya dengan harta selain dinar dan dirham menurut
madzhab ini, karena melakukan syirl<ah dengannln terkadang
pada bendanSra atau nilainya atau juga pada harganya, dan
semuanla itu tdak dibolehkan.

Yang pertama, alasannya adalah karena akad ifu akan
kernbali kepada harta pokok kefika kondisinlra sedang tdak stabil.

Sedangkan dalam hal ini, tidak sesuafu pun 3rang sarta dengannlp
bisa dijadikan acuan.
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Sedangkan yang kedua, alasannya karena nilai ihl

terkadang bertambah sehingga bisa mernperoleh semua

keunfungan, dan terkadang bisa berkurang dimara pihak lain bisa

menikmati harga miliknp yang bukan mempakan keuntungan

orang tersebut. Padahal nilai itu tidak bisa dipastikan kadam5ra

sehingga bisa menimbulkan perselisihan.

Sementara yang ketiga, alasannya karena harganya fidak

ada saat transaksi dan keduanya tidak memilikinya, sebab bila

seseorang menginginkan harga 5nng dibelinya, maka dia telah

keluar dari kepemilikannya dan menjadi milik pembeli. Sedangkan

bila dia menginginkan harga yang dijualnya, maka dia telah

menjadi syhkah Snng berhubungan dengan syarat yaitu penjualan

komoditas tersebut.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa sah melakukan akad

syirkah dengan Arudh- Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dan

Abu Al Khaththab, karena tujuan al<ad syirl<ah adalah kebolehan

dua orang yang melakukan akad unfuk mengelola harta keduanya

secara bersama-sama, dimana keunfungannya dibagi bersama. Hal

ini bisa dilakukan pada Arudh tanpa ada pmipuan sebagaimana

bisa dilakukan pada harga, kemudian harta pokoknlp ihr

ditetapkan nilainya pada waktu akad agar orang lang
mengelolanp bisa mengembalikan harta pokoknya ketika teriadi

perbdaan (ketidak*tabilan), sebagaimana kami tetapkan bahtra,

nishab zakatSra adalah nilainya, bail< Arudh (komoditas

tersebut menrpakan benda-benda lnng sarna seperti biji-bijian atau

bukan. Diriwa5ratkan pula dari Imam Ahmad bahua sah hukumnln

untuk setiap Arudh yang bisa ditaksir nilainya- Dikatakan pula

bahura sah unfuk Arudh yang sarna (antara png sah.r dengan

lainryra).
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L-alu apakah sah unfuk mata uang palsu dan mata uang

receh?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih AsySyafi'i

lrang mengacu pada pendapat AsySpfi'i, bahwa hukumnlra tidak

sah kecuali dengan mata uang elnas dan perak, kemudian

ditegaskan dalam Al Furu'bahwa yang dimaksud adalah mata

uang yang masih berlaku. Dalam At-Taryhib png termasrk salah

satu kitab madzhab AsySy'ali'i disebutkan bahwa, berkenaan

dengan uang yang masih berlaku ada dua riwaSnt pendapat:

Riwayat Pendapat Pertama: Hukumnya Udak sah. Ini

menrpakan pendapat Spng berlaku dalam madzhab kami. Karena

uang palsu udak bisa diteliti kepalsuannya (secara langsung)

sehingga fi'dak bisa mengembalikan lnng sama dengannln.

Sedangkan mata uang receh nilainSn bisa bertambah dan bisa

berkurang. Ia menyempai Arudh (komoditas dagangan). Akan

tetapi dikecualikan untuk uang palsu 5rang tingkat kepalsuannya

hanp sedikit karena ada maslahatorya, seperti biji perak dalam

mata uang dinar (mata uang emas). Demikianlah yang dijelaskan

dalam Al Mughni dan Asy-S3arh. Alasannya adalah, karena sulit

menghindari adan5n uang palsu.

Riwalnt Pendapat Kedua: Hukumnlra sah, karena uang

palsu akan habis digunakan, begitu pula dengan uang receh

karena ada syubhat dalam harga. Imam Ahmad berkata,

"Menurutku tdak boleh menerima uang receh karena dia

rnenyerupai perrukaran uang. Secara zhahir, tidak ada bedanya

antara Sang tidak laku dangan yarg laku. Sebab, bila uang itu tdak

laku, maka nilai harta pokoknya ifu seperti Arudh (komoditas

dagangan). Sedangkan bila laku, maka harta pokoknln akan sama.

Begihr pula dengan uang palsu."
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Ada juga pendapat ketiga, yaitu bila uangnla ifu laku, maka

dibolehkan karena dia mirip dengan mata uarg dinar dan dirham-

Jenis Kedua (dari jenis syirl<ah transaksional): Keduanya

harus mensyaratkan bagian keuntungan unhrk masingmasing

dengan jumlah yrang diketahui dengan jelas seperti sepertiga dan

seperempat, karena keunfungan ifu merupakan hak kduanya
sesuai persyaratannlra tersebut, sehingga memang hams

disyaratkan seperti mudhambah. Disyaratkan agar dia bersiht

umum, karena bila ditenfukan dirham yang telah diketahui, rnaka

bisa jadi 5ang lainnya tidak mendapat unfung sehingga seluruh

keunfungan akan diambil orang yang mendapat untung, dan ada

kemungkinan juga tdak untung, sehingga ormg lpng tdak
mendapatkan unfung itu akan mengambil bagian dari harta

pokoknya. Terkadang seseorang mendapat unfung ban5nk

sehingga orang yang membuat pers5aratan dengannlra ifu merriadi

rugi (karena tidak mendapat untung).

Disyaratkan pula agar keunfungannlp diketahui jelas,

karena bila tidak diketahui jelas akan menyebabkan perselisihan.

Keuntungan ini dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan,

karena usaha mengharuskan adanla keuntungan seperti

mudhanbah. Terkadang keunfungannSra tdak sarna karena

kemahiran salah safu pihak. Apabila kduaryra mengatakan,

"Keunfungan dibagi di antara kita," maka dia dibagi dua di antara

keduanyra, karena perkataan tersebut disandarkan kepada

sahr kali tanpa ada yang dil€bihkan sehingga

menunjukkan adanlra kesamaan, seperti ucapan ses@rang,

"Rumah ini menjadi milikku dan milikmu," apabih
tidak disebutkan, maka hukumnya tidak sah, sep€rti mudhambh
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karena dia adalah fujuan dari adan3n al<ad syirl<ah. Oleh karena ifu

tidak boleh mengesampingkan hal ini.

Berdasarkan hal ini, maka karnfunganngp dibagi di antara

keduanSa sesuai nilai harta masing-rrnsing. Begifu pula bila

kdu4nSra menqnratkan bagian 3png tidak diketahui unfuk salah

safun1a, maka hukumnya juga dernikian, karena sestrafu lnng
fidak diketahui menghalangi penyerahan sesuafu yang wajib.

Dsamping ifu, fujuan al<ad syirkah adalah dernikian, sehingga

tdak sah bila bagian salah satunya tidak diketahui, seperti halnln

harga. Akan tetapi bila seseormg mengatakan, 'Engkau

mendapatkan sesuafu yang sama seperti png diqpratkan unfuk si

fulan," sernentara keduan3n mengetahui hal ini, maka hukumnya

sah. Disamping ifu orang !/ang bekeria memang harus

mendapatkan bagianryn yang diketahui kadamga dengan jelas.

Apabila bagian-bagiannlra tidak diketahui, maka al<ad syirkahaya

rusak.

Begitu pula bila seseorang menetapkan unfuk dirin5n

sendiri baEan tertentu dan 10 dirham. hnu Al Mundzir

meriurayatkan dalam Al Qindh tentang ijma' para ulama

berkenaan dengan dua orang menetapkan beberapa dirham 5nng
diketahui atau menetapkan unfuk salah safunya. Apabila seseorang

mengatakan, "Engkau mendapat separuh kzunfungan kecuali 10

dirham," maka batal karena ada tambahannya. Atau

misalnya dua orang mendapat unfung dari salah safu dari dua baju

atau mendapat unfung dari salah safu dari dua makanan musafir,

atau dagangann5a mendapat unhrng selama safu bulan atau safu

tahun, maka tidak sah. I(arena terkadang yang

mendapat unfung hanya satu saja sernentara png lainnya tdak,
atau sebaliknya, sehingga yang mendapat untung hanya salah
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sahrnya saja. Tenfu saja hal ini bertentangan dengan masahh

syirkah dan tidak ada yang menyelisihi hal ini. Begitu pula hukum

musaqat dan muztzfahbila diqiyaskan dengan syirkah-

Tidak disyaratkan mencatnpur dua harta, karena fujmn

akadnya adalah untuk mendapat keuntrrngan sehingga tdak

disyaratkan demikian, seperti mudhanbah. Disamping itu, dia

adalah akad untuk mengelola harta sehingga tidak diqnratkan

harus mencampumya, seperti wakalah. Tidak disyaratkan puh

kedua harta tersebut dari safu jenis, sehingga salah satunya boleh

mengeluarkan uang dinar dan yang lainnya boleh mengeluarkan

uang dirham, karena kduanya sama-sarn merupakan suafu harga

sehingga al<ad syirl<ah pada keduarya seperti satu jenis. Apabih

harta tersebut telah dibagi, maka masing-masing pihak bisa

menarik kembali hartanla lalu sisanya juga dibagi bersarrn.

Dernikianlah pendapat yang din5atakan para ulama dan

diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan, lrang merupakan

salah satu ulama ma&hab Abu Hanifah.

Tidak dis5aratkan pula adanya kesamaan pada kadam3;a.

Demikianlah menuntt pendapat Jumhur. Al Qadhi berkata,

"Apabila dua harta tersebut ada yang lebih dari lainnya (tdak

sama), maka harus ditalsir sesuai mata uang negeri yang berlaku

dan harta yang lainnln iuga hams ditaksir demikian. Penaksiran ini

harus dilakukan ketika harganya telah diberikan. Harta pokok png
memiliki harga bisa dikenrbalikan sebagai akad syAleh 1ang sah-

Jadi pengambilannyra ifu dengan harga pokok yang seienis

sebagaimana yang berhku dalam satu jenis.

Sedangkan sesuatr png dibeli oleh masing-rnasing dari

keduan5ra setelah alrzrd syAkah, maka dia meniadi milik keduan5a
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karena akad terjadi setelah ifu. Disamping ifu, orang-orang dalam

syirl<ah adalah orang tepercaSa dan wakil bagi masing-masing

pihak.

Dalam As5rS5nrh disebutkan bahwa, salah sahr qnrat
sahn3n adalah ag?r masing-masing dari kedmqp mengizinkan

temannSra unfuk mengelola harta tersebut. Akan tehpi pendapat

yang paling shahih adalah, bahua tidak diryaratkan demikian.

Apabila seseorang membeli sesuafu untuk diringra, maka dia

menjadi miliknya karena dia yang lebih mengetahui niatr5ra.

Apabila salah satu dari dua harta tersebut msak, maka png
bertanggung jawab adalah keduanya setelah komoditas ifu

dicampur, demikianlah menunrt kesepakatan ulama. Begifu pula

sebelum dicampur, menunrt pendapat !/ang paling masyhur.

Karena akadnp itu menghendaki agar dua harta tersebut seperti

satu harta, maka begifu pula dalam tanggungannya. Adanya

penambahan pada harta tersebut agar pembaglan tersebut sah

adalah seperti taksiran pada buah-buahan, maka b€itu pula dalam

akad syirkah. Inilah yang dijadikan Hujjah oleh Ahmad dan

din5ntakan oleh Syaikh Taqiyuddin -yaihr Ibnu Taimiyyah-.

Diriwaptkan darinya bahwa dia mengatakan, "Di antara benfuk
jaminan teman dan pada harta 3nifu dengan menghitungnya,

karena hal itu mempakan benfuk berkurangnya harta pokok. Dia

hanln khusus pada kadar kekurangann5a, sehingga hal yang

kekurangan itu dari bagiannya dan tidak pada 5ang lainnya. Hal ini

sarna saja, baik kerugiannya ifu karena adan5a kemsakan atau

adanSra kekurangan atau juga yang lainnSn. KonsekuensinlB

adalah, bahwa tidak ada tanggungjawab apapun bagi pengelola

dalam mudhanbah, sebab tanggunggiawab tersebut hanp
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dibebankan pada pemiliknya, seperti yang berlaku dahm

muara'ah."

$nikh Burhanuddin bin Muflih & berkata:

Pasal

Masing-masing dari keduanln boleh menjualnp secaftr

kontan dan membeli dengan menawar, supala mendapat laba dan

lain sebagainya. Karena dia itu dianggap sebagai uakil bag

sekuturya. Jadi, kepemilikan keduanya adalah seperti wakil. Dia

boleh mengambil dan menerima karena dia dipercaSn dalam hal

tersebut. Kepemilikan keduanp berbeda dengan urakil dalam

penerimaan harga, karena dalam hal ini dia tidak bisa dijadikan

wakil.

Sementara berkenaan dengan utang, dia bisa ditagih,

karena orang yang merniliki sesuafu juga merniliki hak unhrk

menunfut dan menagihnya. Alasannln adalah, seperti orang lrang
meunkilkan kepada orang lain unhrk menagih utangnlp. Dia juga

bisa melakukan siasat (agar utangn5ra bisa ditagih). Karena

keduanla mempakan al<ad mu'awadhah dan dia bisa merniliki

komoditas tersebut dan bisa menolak bila ada aibgya, baik dia
yang m€ngurusi seorang sendiri atau temannya, karena wakil itrr
bisa ditolak karena hal tersebut. Dengan demikian orang lrang
melakukan akad syirl<ah adalah lebih patut trntuk melakukan

demihan. Secara zhahir dia rela bila sekufunln pun rela.

Kemudian, aibnSra hanrs ditunjukkan, sebagaimana
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wakil terhadap orang yang mewakilkan juga bisa diterima. Apabila
komoditasnya dikembalikan karena adanya aib, maka dia boleh
memilih apakah akan menerimanya atau memberikan pangganti

aib tersebut, atau dikurangi dari harganla atau difunda harganya
karena adan5ra cacat tersebut. Kemudian haruslah dilakukan fukar
menukar, karena terkadang harus dilakukan dernikian.
Demikianlah pendapat yang kuat s@ara mutlak dan inilah
pendapat yang paling shahih sebagaimana disebutkan dalam Asy
Slarh Al l{abir, karena jika dia itu merupakan jual beli, maka telah
ada izlui. di dalamn5a, sedangkan bila dia telah di-fasakh
(dibatalkan), maka pembatalan jual beli yang merugikan termasuk
maslahat dalam perdagangan. Jadi memilikinyra sarna seperti
mengembalikan komoditas yang ada cacatnln. Dalam At Mughni
dan lainnla dibenarkan pendapat png mengatakan bahwa, hal
tersebut mempakan ksakh. Jadi omng tersebut tidak memilikinya
karena bukan lagi komoditas dagang. Dia memang harus
melakukan segala sesuahr yang bermanfaat bagi komoditas dagang
keduanya, sebab landasannya adalah akad u,nkalah (perwakilan)

dan amanah. Jadi dia harus menerima pengakuan parbnemya

berkenaan dengan harga atau sebagian harga atau upah orang
grang memanggilnya atau juga upah buruh angkut komoditas,
karena ini merupakan kebiasaan para pedagang. Dia juga boleh
menyeua dari harta syirkah dan menyevuakannyra, karena
manfaatryra ifu berlaku seperti yang berlaku pada komoditas pada
umumnlra sehingga hal ini menjadi seperti pembelian dan
penjualan pada umumnya. Dia juga bisa menunfut upah keduanya,
karena hak akad tidak hanga khusus pada omng yang melakukan
akad.
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Dia tidak boleh melakukan akad mukatabah dengan budak

karena sekutunSa tidak mengizinkan hal tersebut. Karena syAkah

itu sah pada perdagangan, sedang akad mukaAbah bukan

termasuk perdagangan. Dia juga tidak boleh menikahkan budak

berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan, terlebih karena

menikahkan budak itu akan mernbahapkan. Dia juga tidak boleh

memerdekakannya dengan harta atau dengan lainnya, dan juga

tidak boleh menghibahkannya. Hanbal mengutip pendapat yang

mengatakan, "Dia boleh mendermakan sebagian harganya unfuk

maslahatrya, tapi tidak boleh meminjamkannya meskipun dengan

gadai." Dia juga tidak boleh berat sebelah terhadapnyra, karena

syirkah ifu sah pada dagangan, sedang hal ini bukan termasuk

.darinya.

Dia tidak boleh melakukan akad mudhanbah dengan harta,

karena mudhanbh akan menetapkan beberapa hak dalam harta,

sementara keunhrngannyra ifu unfuk sang pemilik. Karena bila ini

dilakukan akan mengeluarkannya dari akad unlalah dan fdak ada

karrajiban mernbaSrar upah orang kedua atas pemiliknya. Akan

tetapi ada riwayat dari Hanbal, bahwa hukumnya dibolehkan. Ada

pula png mengatakan sesuai pendapat pertama meskipun tidak

diketahui, dengan fujuan untrrk menolak orang lrang meng-

ghaslnb, sdangkan bila diketahui, maka orang lang
melakukannya ifu fidak mendapatkan apa-apa dan keuntungannlp

untuk pernilikngp.

Tidak boleh mencampur harta syirl<ah baik dengan

hartanya maupun dengan harta orang lain, karena hal tersebut

akan ma,rnjibkan beragam hak pada harta tersebut dimana dia

bukanlah termasuk ke dalam perdagangan 37ang diboletrkan. Akan

tetapi ada riunpt dari Hanbal, bahwa boleh mencampumla
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dengan harta sendiri karena hal tersebut diperintahkan sehingga

termasuk dalam sesuafu yang diizinkan. Demikianlah yang

diumikan oleh Al Qadhi. Dimana dia tidak boleh menggunakan

wesel unfuk transaksi ini karena berbahaya. Maksudnya adalah

seseorang memberikan sebagian harta syirl<ah kepada omng lain,

lalu orang yang diberi harta tersebut mengambil darinya sebuah

surat 5ang akan diberikan kepada wakilnya di negeri lain agar

menerima harta tersebut. Akan tetapi dia tdak boleh

melakukannya kecuali atas izin sekufun5ra (orang png melakukan

syirkah dengannya), karena hal tersebut termasuk perdagangan

lrang dibolehkan dan kembali kepada tulisan dan hal-hal

setelahnln. Pendapat yang benar adalah, bahwa hukumnya sah

secara mutlak karena ada maslahatrya, misalnya takut akan

keamanan di jalan dan lain sebagain5ra.

Pelajaran: Sesuafu yang dikeluarkan orcmg yang melakukan

syirkah seperti ongkos bongkar muat, upah sepuluh persen, upah
penjagaan, upah unfuk rombongan atau kafilah lang
mengamankan falan dari musuh, maka semua yang dikeluarkan ini

ada hifungannya tersendiri bersama sekufun5ra- Demikianlah yang

dijelaskan dalam Al Fushul. L-alu apakah dia boleh menitipkan

sesuatu atau menjual secara kredit atau memperdagangkan
(menitipkan komoditas kepada orang lain untuk diperdagangkan)

atau mer,uakilkan kepada orang yang mengurusi sesuatu yang sama

dengannya atau menggadaikan komoditasnya atau mengambil

gadai?. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i. Dalam hal ini ada beberapa perrnasalahan,
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Masalah Pertama: Menitipkan komoditas. Dalam hal ini ada

dua riwayat pendapat ulama ma&hab AsySyafi'i:

Pendapat Pertama: Membolehkan. Pendapat ini disebutkan

dalam Al Waiiz dan di-shahilrl<an dalam Asgr$nrh- Boleh

ditambah ketika dibutuhkan karena ini merupakan kebiasaan

pedagang.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang paling

shahih dari pendapat yang disebutkan dalam Al Muhanar, bahwa

hukumnln tidak boleh dengan alasan karena dia bukan syirl<ah darr

juga akan ada unsur penipuannYa.

Masalah Kedua: Berkenaan dengan jual beli secara tempo

Qffedit). Hal ini berdasarkan dua riwayat pendapat yang berkenaan

dengan unkil, dimana hal ini telah diuraikan pada pernbahasan

sebelumnya- Apabila seseorang membeli sesuahr, maka dia harus

mernbalnr dengan funai bila komoditasnya salna, atau membayar

tunai pada komoditas Spng jenisnya lain, atau mernbeli sesuafu

yang sama sementara dia juga mempunyai komoditas yang sama.

Dalam kasus ini hukumnp diperbolehkan. Apabila tidak dernikian,

maka dia boleh mernbelinya dimana itu untukn5ra, dan

tanggungjawabnp dibebankan atasnya.

Masalah Ketiga: Berkenaan dengan memperdagangkan.

Maksudnya adalah, beberapa harta yang dikirim unfuk

diperdagangkan. Dernikianlah Srang dikatakan oleh Al Jauhari dan

akan dijelaskan nanti. Pendapat yang paling shahih adalah bahwa

hal tersebut tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur

penipuan. Sdangkan menurut pendapat kdua, rnaka hukumn5a

dibolehkan. Pendapat ini disebutkan dalam Al Waiiz. nUsanntn

adalah karena ini menrpakan k€biasaan

Al Majmu'SyoahAtMuhodzdzab ll art



-t

Masalah Keempat: Mewakilkan sesuatu yang merupakan

milik sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i yang dilandaskan pada ketentran wakil. Ada pula pendapat

yang mengatakan bahwa sekufu (partrer dalam al<ad syAkaht

boleh mer,rnkilkan, berbeda dengan wakil, karena dia bisa

mengambil manfaat seperti akad omng yang mer,vakilkan

kepadan5ra. Ini berbeda dengan wakil sekutu, karena dia tidak bisa

mengambil manfaat seperti akad orang lrang metruakilkan

kepadanya, namun dia bisa mengambil manfaat yang lebih khusus

darinya. Apabila dia meruakilkan milik orang lain, maka dia harus

menjauh darinSa kemudian orang lrang diwakilkan ifu harus

bekerja sesuai bagiannya. Dari sini bisa diketahui bahwa, dia bisa

mer,uakilkan sesuatu 1lang tidak bisa diurus sendiri.

Masalah Kelima: Menggadaikan dan mengambil sesuatu

lainnya sebagai gadai (iaminan). Pendapat yang paling shahih

adalah bahwa dia bisa melakukan keduanya. Dalam Asy$nrh
ditambahkan, "yaifu ketika ada keperluan, karena gadai ifu
bertujuan unhrk memba5ar sedangkan mengambil gadai unfuk

mengambil hak sendiri. Dia bisa melakukan keduanya itu, maka

begifu pula dengan sesuatu yang dimaksud dari keduan5n."

Pendapat kedua adalah bahwa dia tidak bisa melakukann5ra karena

akan membahayakan. Berdasarkan pendapat pertama, maka tidak

ada bedanp antara orang yang bisa melakukan akad dengan

orang lain, karena serah terima itu merupakan hak akad. Apabila

dia mengatakan, "Lakukanlah sesuai pendapatrnu," sementara dia

melihat ada maslahatnya, maka semuanya dibolehkan, karena dia

menyerahkan pendapatnya kepada sang parher unfuk melakukan

sesuahr yang dikehendaki dalam al<ad syirlah. Jadi, semua hal

yang termasuk per{agangan ifu dibolehkan.
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Catatan Penting: Pengarang fidak menjelaskan tentang

bepergian dengan membawa harta. Pendapat yang paling shahih

adalah bahr,ra orang Sang melakukan syirlah boleh melakukannya

bila kondisi sedang aman. Ada juga riwa3nt png di-sfiafinhkan

oleh Al Azji. Apabila dia bepergian sedang mayoritas harta yang

dibawanp itu rusak, maka dia harus menggantinya. Dernikianlah

yang diielaskan oleh Abu Al Faraj. Sedangkan pendapat lainnya

unfuk yang tdak ulnum adalah selamat. Segolongan ulama

menyatakan bahwa, wali anak yatim boleh memperdagangkan

harta anak yatim di tempat lang aman. Apabila dua orang Srang

melakukan syirlah ifu Udak mengetahui rasa takutrln atau

kebangkrutan pembeli, maka keduanya Udak wajib

bertanggungjawab. Demikianlah yang dinlntakan oleh Abu Ya'la

Ash-Shaghir.

Cabang: Apabila omng 3nng melalarkan syirkah

mengklaim bahwa komoditasn5n rusak karena sebab yang tidak

jelas, maka klaimnya itu dianggap benar menumt pendapat yang

paling slnhih. Sedangkan bila kerusakann5a itu karena sebab yang

jelas, maka dia tidak perlu menggantinya bila ada saksi, dan saksi

itu harus bersal$i bersamanya bahwa komoditas tersebut rusak.

Dengan demikian, maka orang yang mengingkari pengkhianatan

ifu dianggap benar. Apabila dia mengatakan untuk sesuahr yang

ada di tangannya, "Barang ini milikku atau milik kami," atau'Aku
mernbelin5a sehingga dia menjadi milikku atau milik kami, maka

perkataannlp ini dibenarkan bila dia bersumpah, baik kondisiryra

itu bemnfung atau menrgi. Sedangkan bila dia men(Iabkan,

"Barang ini rnilikku" dengan menyebutkannln, maka yang benar

adalah orang yang mengingkarinya.
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Orang yang melakukan al<ad syirkah tidak boleh meminjam

harta syirkah tersebut, karena dalam harta tersebut akan ada

sesuafu 5rang lebih banyak dari yang diridhai oleh perhernya. Jadi

hulmmn5ra tidak dibolehkan, sebagaimana orang yang

menggabungkan 1000 dirham dari hartanya. Artinp adalah,

bahwa dia bisa membeli lebih banpk dari harta pokok atau

dengan harga yang tdak sejenis dengannya. Apabila dia

melakukannya, maka dialah 5nng bertanggungiauab bila terjadi

apa-apa dan keunfunsfannlp menjadi milil'.nln.

Ahmad berkata dalam riwaSnt Shalih tentang orang lnng
meminjam harta 1000 dirham, 'Dia menjadi miliknya,

keunfungannla juga menjadi milikn5a dan kerugiannln ditanggung

olehnya." Artinya bahwa, dia mendapatkan manfaat dan

mudharatrla karena fidak teriadi pada akad syirkah. Kecuali bila

sekufunya mengizinkannln, maka hukumnln dibolehkan

sebagaimana yang dilakukan pada beragam komoditas dagang

Fng diizinkan.

Al Qadhi berkata, 'Apabila dia meminjam sezuafu, maka

hukumnya berlaku dan keunfungannp menjadi milik berdua,

karena dia merupakan pernilikan harta dengan harta yang mirip

dengan perfukamn uang dan bisa ditolak dengan adanya

perpisahan, karena pertukaran uang ifu adalah jual beli dan

menggantikan harta dengan harta tertenfu, iadi seperti jual beli

pakaian."

Apabila dia menunda haknya pada utang yang kontan,

maka hukumnya dibolehkan, karena dia telah menggugurkan

haknla dari funfutan tersebut, sehingga sah bila dia menyendiri

dengannla seperti halnya pembebasan. Apabila parbremya
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menerima sesuatu yang Udak ditunda, maka dia berselnrfu

dengann5a di dalamnya. Ada ulama !,ang mengatakan bahwa, dia

berhak menunda partremya dan harus menggantinya bila

komoditasnla itu rusak atau orang Snng benrtang wafat- Apabila

keduanya menjadikan utang itu dibagi dua sebagai tanggungjawab

bersama, maka hukumnya tidak sah menumt salah sahr dari dua

riwalnt pendapat ulama fikih Asy-SpIi'i. Dernikianlah yang

disebutkan dalam riwayat Hanbal, dijelaskan dalam N Wajiz darr

dibenarkan oleh hnu Aqil, karena tanggungiawab itu Udak srna

dan tidak seimbang. Oleh karena itu, pembagian akan

menjadikannya seimbang. Karena bila tidak diseimbangkan, maka

dia akan seperti iual beli, padahal jual beli utang itu fidak

dibolehkan. Oleh sebab ihr, bila sudah dibagi lalu sebagian

hartanya nrsak, maka orang yang hartanp rusak bisa menuntut

kepada orang yang hartanln tidak rusak.

Sedangkan menunrt riwayat pendapat ulama fikih Asy
S5nfi'i kedua, sebagaimana png dikutip oleh Harb dan dijelaskan

dalam Ar-Ribtnh adalah bahwa hukumnya boleh, karena

pertedaan tersebut tidak mencegah pembagian seperti perbedaan

pada suatu komoditas. Oleh karena itu, dia udak perlu

menunfutnla bila masing-masing membebaskan utang temannya.

Dia juga men5ratakan demikian dalam Al Furu' bila utang tersebut

mempakan beberapa tanggungan dan bukan satu tanggungan saja

karena dia tidak bisa dibagi. Jadi ini mempakan pengkhususan dan

tidak bisa digambarkan. Berdasarkan pendapat pertama, apabila

utangnln sarner, maka menunrt pendapat 1ang diqlaskan dengan

pendapat ma&hab adalah, bahwa dia menrpakan hitnlah yang

unjib. Derrikianlah yang dikatakan oleh Slnil& Taqiyrddin-

Apabila dia mernbebaskan utangqn atau menangguhkan harga
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komoditas yang dijual selama masa khipr mal<a itu merupakan

haknya yang wajib, karena hal tersebut merupakan derma kepada

selain pemiliknya, tidak seperti dagangan dan seperti sedekah.

Begitu pula bila dia mengakui harta. Yakni bahwa harta tersebut

unfuk orang yang mengaku, bukan unfuk pemiliknlra. Menurut

madzhab kami, baik dia ifu mengakui utang atau suafu komoditas.

Karena partuiemSa telah mengizinkan dirinya unfuk berdagang,

sdang pengakuan ifu Udak termasuk di dalamnya.

Al Qadhi berkata, "Pengakuannlra terhadap harta syirkah

bisa diterima, karena dia boleh membeli se@r?r kredit sedang hal

tersebut mempakan pengakuan tentang tetapn5ra harga.

Demikianlah yang dikatakan oleh lbnu Al Manja."

Akan tetapi pendapat ini perlu dikaji kembali, karena dalam

As5rS5nrh dijelaskan cacahnya, bahwa dia boleh membeli tanpa

harus menerima harganya di tempat hansaksi. Bila pengakuannya

tidak diterima, maka harta-harta orang akan hilang dan mereka

tidak akan mau bermuarnalah dengannlra, karena hal tersebut

sangat diperlukan seperti pengakuan akan suatu cacat. Dalam .4r-

Ri'a5ah dan Al Furu' terkait masalah pengakuan itu diberi

ketentuan yaifu sebelum berpisah, bukan setelahnya-

Masalah: Bila orang yang berutang kepada kdua orang

yang melakukan al<ad syirkah mengaku di hadapan hakim lalu

salah seorang dari keduanya meminta agar orang tersebut ditahan

sementara temannla menolaknya, maka tentang wajibnya

penahanannya ifu, ada dua riwayat pendapat yang diuraikan dalam

Al Mustaubb dan lainnya.
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Catatan Penting: Apabila keduanp memiliki piutang

bersama baik yang diwariskan atau dirusak (dibatalkan) -sl,aikh

Taqiyuddin berkata, "Atau paiak yang sebab perolehannya sahl-,"

maka sekufunln boleh mengambilnya dari orang Sang berutang

dan dari orang lEng menerimanya. Demikianlah png dinyatakan

mayoritas ulama, karena kduanya merniliki hak y6ng sarna dalam

kepemilikan. Pendapat lnng kuat adalah, bila orang yang

menerimanya ifu mengeluarkan hal tersebut dengan cara gadai

atau mernbaSar utang, maka dia seperti sesuafu yang diterima

dengan akad yang rusak. Diriwayatkan pula dari S!/aikh

Taqiyuddin, "Hd ini hanla khusus dengannya." Pendapat ini iuga

dinptakan oleh segolongan ulama, di antaranlp Abu Al Allnh
dan hnu Sirin. Sebagaimana bila komoditas yang diterima ifu

rusak di tangan orang lang menerimanla, maka haknya tetap

berlaku dan tidak perlu menunfut kepada orang png berutang

karena dia tidak melanggamya. Sedangkan bila dengan akad abu

setelah sekufunln menunda haknya tersebut, maka dalam hal ini

ada dua pendapat ulama fikih Asy-S5afi'i:

Pertama: Dia boleh bersekufu di dalamnya seperti

komoditas yang diunriskan.

Kdua: Tidak boleh; karena dia independen dengan akad

terhadap bagiannya, jadi dia seperti orang lnng menyendiri-

Kemudian, masing-masing dari keduanya wajib mengunrs sesuatu

png berlaku menunrt kebiasaan yang berlaku, seperti menggelar

kain dan mernberinya parfum, menuhtp kanrng dan menjaganSp

serta menerima uang. Karena masalah izin ih.l sesuai dengan

kebiasaan, sedangkan kebiasaan itu mengharuskan melakukan hal-

hal tersebut s@ara sendirian. Apabila dia menyanra orang lrang

mau melakukan hal tersebut, maka upahnya ditanggung olehnp

Al Majmu'SytattAl lutuhadzdzab ll ,0,



dengan menggunakan harta pribadinya sebagai kompensasi dari

apa yang wajib dilakukannya.

Apa saja yang menurut badisi boleh diwakilkan seperti

membawa makanan dan komoditas dagang, menimbang

komoditas lang diangkut dan memanggil (orang yang biasa

mengangkut), maka dia juga boleh menyerrra seseorang untuk

melakukannSn dengan menggunakan harta syirlah tersebut,

karena yang demikian ifu sesuai dengan tadisi. Apabila ada omng

yang melakukannya untuk mendapatkan upah, lantas apakah hal

tersebut diperbolehkan?. Dalam hal ini ada dua riwalnt pendapat

ulama fikih As5rS5afi'i Sang disebutkan dalam Al Muqlni dan Al
Muhatrur. Pendapat 5rang paling shahih menyatakan bahwa orang

tersebut tidak perlu mendapatkan upah, karena dia mendermakan

sesuatu yang wajib bagnya sehingga dia fidak berhak

mendapatkan apapun, seperti perempuan yang berhak

rnendapatkan pembantu bila dia melayani dirinya. Sedangkan

pendapat kedua menyatakan bahwa dia boleh menerima upah,

karena dia melakukan sqsuatu yang harus dilakukannya sehingga

dia berhak mendapat upah layaknya orang lain. Berdasarkan

pendapat pertama, bila dia mensyaratkan hal tersebut

(mendapatkan upah), maka dia berhak mendapatkannya.

Cabang: Apabila salah seonrng dari dua orang lrang
melakukan syirl<ah menyet Ja orang lain untuk melakukan sesuatu

lrang fidak lalnk mendapat upah kecuali pekerjaan seperti

mengangkut makanan atau budak atau binatang tunggangan,

maka dibolehkan. Demikianlah yang dikutip dari

mayoritas ulama, seperti saat dia berada di rumahnya. Ada pula
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riwayat yang menyebutkan bahwa, hukumnSn tidak boleh, karena

tidak adanya kemampuan melakukan pekerjaan tersebut

disebabkan tidak dibedakan bagiannlra. Pendapat ini dipilih oleh

hnu Aqil. BaE orang !,ang melakukan akad syirlah pada

tanaman, diharamkan menggosok mayanslnla unfuk dimakan

tanpa seizin partner syirkabnya. Begih-r pula sebaliknya. Pendapat

ini disebutkan dalam Al Furu'.

Pasal

Syarat dalam al<ad syirkah ada dua. Sebab dia mempakan

akad, maka s5amt-syaratryn terbagi menjadi slnrat png sah dan

syarat yang fasid, seperti haln5a jual beli. Sy'arat 1nng sah seperti;

mensyaratkan tdak akan memperdagangkan kecuali jenis

komoditas-komoditas, baik yang keberadaannya diketahui s@ara

umum maupun Udak. Dalam Ar-Ribtnh disebutkan,

"Keberadaannya bersifat umum." Yang dimaksud adalah, bersifat

umum pada saat akad, yaitu di tempat tertentu guna

diperdagangkan, bukan urnum pada setiap wakfu dan ternpat-

Atau bersifat urnuln di negeri tertentu seperti Makkah dan

sebagain5ra. Atau juga mensgraratkan fidak akan menjual kecrrali

dengan mata uang yang diketahui, atau tidak akan bepergian

dengan membawa harta, atau tidak akan menjual kecuali kepada si

fulan atau fidak akan membeli kecuali kepada si fulan. Sernua

syarat ini hukumn5a sah, baik orang tersebut termasuk orang yang

komoditas-komodihsnya banyak ataupun sedikit. Karena dia

merupakan akad Snng sah bila mengkhususkannya dengan omng

tertenhr atau negeri tertenfu, seperti akad wkalah.

Al Majmu'syuahAlMuludzdzab ll ,0,



Apabila seseorang mengumpulkan jual belipada safu jenis,

maka tdak apa-apa. Demikianlah lnng diuraikan dalam Al
Mustaubb. Sedangkan dalam Al Mughni dan AqtS5nrh disebutkan

pendapat png berbeda dan inilah png kuat.

Kemudian ada pula syarat yang fasid (fidak sah), seperti

mensyaratkan sesuatu yang labanya Udak diketahui, -bila

mensyaratkan keuntungan pada salah safu karung (wadah

komoditas dagangan) atau pada seribu (dirham) atau pada bagian

yang tdak diketahui-. Karena hal ini bisa menyebabkan

keuntungan masing-masing pihak tidak diketahui. Bahkan bisa

menyebabkan keuntungan tersebut hilang bila mensyaratkan

beberapa dirham yang diketahui, atau mensSaratkan untuk

menanSpng harta yang tidak sesuai dengan konsekuensi akad,

atau juga mensyaratkan penanggungan kenrgian yang lebih banpk
dari kadar hartanya, atau menguasakan kepada orang lain unfuk

menslums beragam komoditas dagang Srang dipilihnya, karena

mexnang tidak ada maslahatrya dalam hal tersebut, mengingat hal

tersebut sempa dengan mensyaratkan sesuatryang ditiadakan.

Masalah: Apabila salah sahr dari keduanya mensSnratkan

kepada temannla, bahwa apabila dia telah menjualnyra, maka dia

lebih berhak terhadap terhadapnya, kemudian dia menjualnya

kepada omng lain, maka menurut Ahmad dia harus memenuhi

syaratnya tersebut. Sedangkan menurut lbnu Aqil -dan dijelaskan

pula dalam AsySgrh dan lainnya-, dia mempakan syarat yang

batal karena hal ifu menghalangi kauuenangan sekufu lain unfuk

mengelola komoditasnya.
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Akan tetapi pendapat Ahmad yang kuat adalah yang

bertentangan dengan pendapatrya semula- Atau salah safuryla

mensyaratkan agar mengambil manfaat darinya, seperti mernakai

pakaian atau minta dilayani budak. Atau mensyaratkan tidak akan

membatalkan al<ad syirl<ah selama beberapa wakfu tertenfu karena

dia merupakan akad yang dibolehkan, maka mers5raratkan hal

tersebut bertentangan dengan konsekuensinya, seperti akad

wnkalah, meskipun menetapkan wakfunya itu hukumnlp sah

seperti al<ad oval<alah.

Demikianlah pendapat 5rang berlaku. Hal apa saja yang

membuat keuntungan tidak diketahui, maka akadnya nrsak, karena

kerusakan terdapat dalam kompensasi 5nng diakadkan sehingga

akadnp msak, seperti orang yrang menjadikan khamq sebagai

harta pokok. Disamping itu, sesuatu yang tidak diketahui, tidak

bisa diserahkan sehingga kerap akan menimbulkan perselisihan-

Sementara berkenaan dengan sisan5ra yang dikeluarkan,

dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih AqrSfrafi'i-

Pendapat yang shahih menyatakan, bahwa akadnya sah dan

syaratrya batal, karena dia merupakan akad pada sesuahr yang

tidak diketahui, sehingga syaratnya itu tidak membatalkannya,

seperti akad nikah.

Sedangkan riwayat pendapat kedua menyatakan bahura

akadn5n itu batal. Dalam Al Muhatnr disebutkan, "Karena dia

merupakan syarat yang rusak sehingga akadqn ifu batal, seperti

akad muzan'ah apabila seseorang mensyamtkan benih dari

pekerjanya, dan juga seperti persyaratan yang rusak dahm iual

beli." Disamping ifu dia hanya rela dengan akad dengan qprat

tersebut- Bila syaratnya nrsak, maka hilanglah keridhaannya-
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Sedangkan bila akadnya rusak, maka keunfungannya ifu dibagi

menurut kadar dua harta tersebut, karena pengelolaann5ra itu

dibenarkan, mengingat atas izin pemiliknln. Keunfungan adalah

perhrmbuhan sehingga keunfungan dalam akad mudhanbah

adalah untuk pemiliknya. Oleh karena itu, dia wajib memba5rar

upah pekerja secara muflak.

Akad syirkah han dan syirkah wuiuh itu sesuai kadar kedua

harta, sedangkan akad syirkah abdan, mengharuskan pembaglan

upah yang dibebankan kepada keduanya secara sama mta dan

kerugian harus disesuai dengan kadar dua harta. Pendapat lnng
kuat adalah bahwa apabila tidak rusak, maka keuntungan dibagi

berdua sesuai yang disyramtkan keduan5n, seperti riwapt
berkenaan dengan sSrarat yang rusak

[-alu apakah salah seorang dari keduanp boleh menunfut

upah pekerjaannya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih

AsySyafi'i sebagaimana dijelaskan dalam Al Muhatnn

Pendapat Pertama: Tidak boleh. Pendapat ini disebutkan

dalam Al Waiiz dan disahkan dalam S3nrh Al Muhatnr. Alasann5n

adalah, karena keduanya bekerja unfuk diri sendiri sehingga

masing-masing pihak tidak boleh menunfut kepada temannlra.

Oleh karena ifu keunfungan harus dibagi dua sesuai 5rang mereka

syraratkan. Sebab dia merupakan akad lang kompensasinya

kemungkinan tdak diketahui sehingga harus disebutkan dalam

syrarat png rusak, seperti yang berlaku dalam pemikahan.

Pendapat Kedua: Boleh menunfutnya. Pendapat ini

disebutkan dalam Al Kafi dan inilah pendapat yang paling benar,

karena dia merupakan peker5aan dalam bagian sekufunya sehingga

boleh dituntut. Dsamping ifu, dia merupakan akad 5rang sebaikqn
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dipisahkan dalam kondisi kedua, sehingga pekerjaannya harus ada

komper:sasinya, seperti akad mudhambh. Apabila pekerjaan

keduan5n sama, maka kedua utangnya disamakan, sdangkan bila

salah satunya ada yang lebih, maka utang yang sedikit disamakan

dengan l/ang jumlahnp sama lalu ],ang lain bisa merninta

kelebihannlp.

hnu Hamdan berkata, 'Apabila keunhrrgan dibagi sesuai

kadar harta keduanp, maka dia boleh menunhrtrp, sedanglran

bila tidak sesuai, maka tidak pedu." Al Qadhi berkata, "Apabila

akadnya rusak karena keunfungan yang tdak diketahui, maka

hukumnya juga dernikian. Sdangkan bila akadnp rusak karena

sebab lain, maka dia wajib menyebutkannya dengan jelas, seperti

akud F rS sah, sebab dia mempakan akad 5ang sah meshpun

kompensasin5n fidak diketahui. oleh karena itu, dia uraiib

menyebutkannln meskipun rusak, seperti pemikahan'"

Cabang: Apabila salah seorang dari keduan5ra uafat,

maka ahli warisnya harus menyempumakan alad syirlalrnya dart

harus merrberi izin safu sama lainn5A unhrk mengelola harta

syirkah tersebut. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan,

"Apabila hartanp bempa komoditas dagang, maka akadnya harus

dipertarui dan harus ada tunfutan untuk mernbagi hasil. Apabila

yang wafat memiliki utang, maka dia berkaitan dengan harta

peninggalann5ra dan ahli warisnSra tidak boleh menenrskan akad

syirlabnya sampai utangnya diba5rarkan. Apabila utarg ihl

dibalarkan dari selain harra syirl<ah, maka harus disempumakan'

sedangkan bila utang dibalprkan dari harh syirlcah, rnaka

hukumnp batal sesuai kadar !/ang telah berlalu'
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Catatan Penting: Setiap akad yang rusak baik itu berupa

amanah dan derma dengan al<ad mudhanbah, syirlah, u/akalah

dart wadi'ah adalah seperti akad yang sarna dalam ada dan tdak-
adanya tanggung jawab. Setiap akad yang melazimkan adanya

tanggung jawab dalam akad yang sah, dia juga wajib dalam akad

yang msak, seperti jual beli, penyeuaan dan pemikahan.

Demikianlah perkataan Ibnu Muflih dalam Al Mubdi' S5amh Al
Muqni'. Apa yang aku uraikan memang diambil dari kitab ini.

Wabillahit-Tauftq.

Aslrsyirazi & berkata: PasaL fidak ada akad

st/irl<ah yang sah kecuali syirlah Inan- stirhh ini tidak
sah kecuali bila harta salah satungra ifu sejenis dengan
harta temannya dan sesuai sifatnya- Apabila harta salah
satunya dinar sementara temannln dirham, atau harta

lpng salah safunya sempurna sementara harta
temannSa berupa potongan (fidak sempurna), atau
harta salah satunya berupa mata uang tertenfu,
sementara harta temannya berupa mata uang lain,
maka akad girl<alrlnya tidak sah, karena keduanya
merupakan harta yang tidak bercampur sehingga akad
qlirl<alunya fidak sah, seperti Arudh- Apabila harta
salah satunya 10 dinar, sementara harta temannya 100
dirham kemudian keduanya membeli sesuafu dan
mendapat untung, maka keuntungannya itu harus

dibag berdua sesuai nilai harta masing-masing. Apabila
mata uang Negara merupakan mata uang salah

satunya, maka mata uang temannyn harus ditaksir
dengannya- Apabila nilai keduanya sarna, maka
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keduanya mendapat keunfungan lBng satna, sedangkan

bila nilai keduanya berbeda, maka keduanya mendapat

keunfungan !/ang berbeda sesuai nilai harta masing-

masing.

PasaL Akad st/irkah.ni tidak sah sampai kedua

harta tersebut bercampur, karena sebelum bercampur

tidak ada akad syirl<ah antara dalam harta-

Disamping itu, bila kami membenarkan ryirlah sebelum

terjadi percampuran dan kami mengatakan
'sesungguhnln orang yang mendapat unhrng dari harta

akan mendapatlran keunhrngan sendiri," maka kami

telah mengkhususkan keunfungan unfuk salah satu dari

keduanlTa dan hal ini tidak dibolehkan. sedanglmn bila

kami katalon 'Yang lainnya bersekutu dengannyra

(dalam mendapatkan keuntungan)," maka salah saturrgra

telah mengambil keuntungan temannSa (tanpa hak) dan

ini tidak dibolehkan.

Lalu apakah akad st/irliah ihr sah bila dua harta
tersebut berbeda kadarnSp (nilaiqra)?- Dalam hal ini,
ada dua pendapat ulama fikih AgrSyafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak sah- Ini merupakan
pendapat Abu Al Qasim Al Anmathi- Karena akad

syirkah ifu mengandung harta dan pekeriaan-

Kemudian, fidak boleh bila harta keduanSn sarna akan

tetapi keuntungannya berbeda- Dimana fidak boleh iuga
bila pekeriaan keduanya sama tetapi keuntungannlra

berbeda. Apabila harta keduan3n berbeda kadarnSra,
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maka pekerjaan keduanya s.una akan tetapi ketrntungan
yang diperoleh berbeda, maka ini lebih dilarang.

Pendapat Kedua: Sah- Ini merupakan pendapat

mayoritas ulama madzhab kami dan inilah pendapat

lnng benar- Karena fujuan stlirl<ah adalah agar

keduanya sona-Silra mendapatkan keuntungan dari
harta keduangp, dan ini bisa dilalnrkan meskipun harta
keduanya berbeda, sebagaimana bisa dilakukan bila
harta keduanya sama.

Tentang pemlntaan Al Anmathi Yang
mengqiyaskan pekerjaan dengan harta, pemyataannln
itu fidaklah benar, karena lrang berlaku adalah

keuntungan dengan harta, bukan dengan pekeriaan-

Argumentasinya adalah, bahwa salah satunln
fidak boleh menyendiri dengan harta ifu, akan tetapi
dia harus sama-sama mendapatkan keuntungan- Oleh
karena itu, tdak boleh harta keduanya sarna namun

keuntungannya berbeda. Akan tetapi fidak demikian
untuk hal lpng berkaitan dengan suafu pekerjaan,

karena salah satunln boleh menyendiri dengan
pekerjaannga lalu keduan5n Sdrra-Som" mendapatkan
keuntr.rngan. Jadi pekerjaan keduanp boleh sama dan

keuntungan keduanya berbeda-

Penjelasan'

Tentang redaksi " Syirkah Inan," makzudnya adalah dua

orang berserikat dalam sesuatu 5nng khusus dan udak pada
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seluruh harta keduanya. Seakan-akan harta tersebut dari keduan5ra

lalu keduanya membeli sesuafu se@ra bersama-sama-

Dikatakan bahwa kata Inan (tali kekang) diambil dari

kalimat "Inanai Fumsai Ar-Rahhan," karena dua penunggang kuda

apabila berlomba pacu kuda, tali kekang kuda masing-masing akan

sarna. Begifu pula akad syirl<ahyrang kedua pelakunya hams salna.

Syirkah ada empat Eldcdrll: syirl<ah inan, syirl<ah abdan,

syirkah mufawadhah dan syirl<ah w.tiuh.Di antara ragaln syirl<ah

ini, tdak ada yang sah kecuali syirl<ah inan.

Dalam Al h5an disebutkan, "Para ulama berselisih

pendapat mengapa dinamakan syirl<ah Inan. Ada yang

mengatakan bahwa dinarnakan demikian karena dia kelihatan,

maksudnya adalah tampak karena dua harta tersebut dikeluarkan.

Dikatakan, "Annas5rS5nfu" apabila terlihat. Contohnln adalah

perkataan Imru'ul Qais:

Tampilah di hadapn kami hapan-hatmn tetnak, sakan-al<an

birt-bin befinanSn # gadisgadis on:^ rumahan 5nng memal<ai

gaun paryang.

Dikatakan pula bahwa disebutkan'Inan l<arenaberasal dari

Mu'ananahyaitu b€rEndak seperti tindakannya- Maksudnya adalah

bahwa masing-masing pihak saling melakukan seperti yang

dilakukan sekutrrn5a (partrer syirkabnyal dengan menunjukkan

hartanya. Abu Bakar Ar-Razi berkata, "Dinamakan Tnan l<arqra

diambil dari kalimat 'Inan(blli kekang), karena orang yang memiliki

binatang tunggangan suka memegang tali kekang binatang

tL;Y 4 3tSs ,qtib &w,'"oV L.V 6'b'1
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funggangannya dengan salah satu tangannya, sementara tangan

satunya dibiarkan lepas untuk melakukan apa saja yang disukainya.

Begitu pula dengan akad syirl<ah, dimana masing-masing partrer

menahan sebagian hartanya untuk dikelola karena adanya akad

syirl<ah tersebut, sementara sebagian hartan5ra lang lain dia

pergunakan semaunya."

Ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa, al<ad sytkah

itu ada lima dengan menambahkan syirkah mudhanbh ke

dalamnln. Mereka membolehkan sebagian yang dilarang oleh

kami (ulama madzhab Syafi'i) dan akan kami uraikan nanti. InsSa

Allah.

Kesimpulann5n adalah, bahwa al<ad syirl<ah Inan adalah

masing-masing dari kdua pihak mengeluarkan harha yang sejenis

dengan harta parbrem5ra, yang sesuai sifatrla lalu keduanya

dicampur. Para ulama tidak berselisih pendapat tentang sahnya

syirkah im karena dia selamat dari berbagai jenis penipuan.

Kemudian disyaratkan pula bahwa dalam syirkah ini hams

menggunakan kata-kata yang jelas dari masing-masing pihak yang

menunjukkan adanya izin untuk mengelola harta tersebut baik dari

keduanya maupun dari salah satunya- Atau dengan menggunakan

bahasa majaz yang menunjukkan demikian. Benhrk izin yang sarna

dangan ucapan adalah seperti fulisan atau isyarat orang bisu png
bisa dipahami. Apabila yang mengizinkan hanp salah satunln

saja, maka ];ang diberi iz:r:. boleh mengerjakan setnuanya,

sementara lnng memberi tz:r:. hanya mengerjakan bagiannya saja.

Apabila dia mensyaratkan tidak boleh mengelola dalam bagiannya,

maka tdak sah.
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Cabang: Akad syirkah yang benar adalah bila masing-

masing dari dua orang yang melakukan syirkah mengeluarkan

beberapa dinar seperti dinar temannya lalu mencampumla
(menggabungkannSra). Jika ini dilaksanakan, maka mereka berdua

baru dinamakan dua parhrer (1lang mehkukan swkalt.
Penjelasannya adalah, bahwa salah safu qrarat sahnSn syirkah Inan

adalah agar dua harta yang drgunakan mempakan satu jenis dan

menrpakan satu mata uang. Apabila harta sahh sahrnlra

merupakan mata uang lokal sementara harta ternann5ra

merupakan mata uang asing dan nilainSa keduanSa berteda, rnaka

syirl<alrnya tdak sah karena adanla perbedaan asal dan kefidak-

samaan dalam nilainya. Disamping itu, ada kernungkirnn

masuknya unsur penipuan di dalamn5ra ketika teriadi fukar

menukar.

Apabila teriadi seperti ini, maka Udak sah, seperti halnf
bila mata uang salah satunya pecah, sedang mata uang ternannSra

normal (tdak pecah), atau mata uang salah safunya dirham

sementara mata uang temannya dinar, atau mata uang sahh

safunya ThabariSnh sementara mata uang temannln AMiWh-
Akan tetapi menunrt Abu Hanifah hukumnya sah, karena bila

hendak memisahkan mata uang tersebut, maka

komoditasnya bisa ditaksir dengan mata uang neg€ri lrang
bersangkutan, sementara harta temann5ra juga ditaksir dernikian-

Jadi, penaksiran nilai dilakukan ketika kduan5a menyerahkan

harga di dalamnla.

Sedangkan argumentasi kami adalah bahwa keduanya

merupakan dua harta png berbda sehingga wajar saia bila akad

syirlalrnya tidak sah, seperti halnya bila harta salah satun1a biji
gandum sementara harta temannya janrawut. Apabila harta
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keduanya berbeda dimana salah safunya mengeluarkan 10 dinar

sementara temannlra mengeluarkan 10 dirham kemudian

mencampumlra dan digunakan unfuk mernbeli sesuafu, maka apa

yang dibeli menjadi milik keduanya sesuai kadar harta keduanln.

Apabila mata uang Negara yang bersangkutan itu dinar, maka

uarg dirhamnya han:s ditaksir (agar senilai dengan dinar). Apabila

nilainSn 5 dinar, maka pemilik dinar berhak mendapatkan

sepertiga dari komoditas dagang sementara pemilik dirham juga

mendapatkan sepertiganyn. Keunfungan dan kerugian juga harus

dibagi di antara keduanla.

Apabila mata uang negeri yang bersangkutan bukan dari
jenis mata uang keduanya, maka masing-masing mata uang

keduanp harus ditaksir dengan mata uang negeri tersebut.

Apabila nilai keduanla sama, maka harus dibagi dua, sedangkan

bila nilain5n berbeda, maka hukum dalam kepemilikan komoditas

tersebut juga demikian. Sedangkan Udak adanya keabsahan

tidaklah mempangaruhi harga komoditas 1rang dijual, karena bisa

saja harga setelah ifu dengan mata uang dari jenis yang berbeda-

beda, sehingga hukumnya diperbolehkan tanpa ada yang

memperselisihkannya.

Akad syirlah tidak sah sampai kedua harta bercampur lalu

mengatakan, "Kita berserikat" atau "Kita telah

melakukan qlirkah." Apabila keduanya melakukan al<ad syirkah

sebelum kedua harta tersebut dicampur, maka akadnya fidak sah.

l-antaran akad tersebut tidak sah, maka tidak ada konsekuensi dari

akad tersebut, sehingga salah safun1p boleh mernilih (apakah akan

melanjutkan atau mernbatalkan).
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Abu Hanifah e berkata, "Akad syirl<ah hukumnf sah

meskipun keduanya tidak mencampur harta keduanp. Bahkan

harta masing-masing bemda di tanganqn dimana dia bisa

menggunakannlra sesukanSa dan keduanp soma-somd

untung."

Malik g berkata, "Di antara q,rarat dalam a}eid syirbh

adalah agar kedua hafta tersebut berada di tangan keduanla atau

di tangan u/akil keduanya meskipun tidak dicampur.'

Argumentasi kami adalah, bahwa kduaqn merupakan

harta yang berbeda safu sarna lainnya, sehingga syirl<abnya tdak

sah, sebagaimana bila hartanya bempa biji gandum dan janraunrt

atau sebagaimana tangan keduanya tidak memegang dua harta

tersebut. Disamping itu, bila kami membenarkan al<ad syAl<ah

sebelum har.tanp dicampur, maka akan menyebabkan salah

safun1n mengambil keunfungan temannla, karena bisa jadi png
unhrng hanp salah sahrnya sementara temannla fidak.

lalu apakah di antara syarat sahnln syirl<ah ini nilai harh
harus sama?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama

fikih AsySyafi'i,

Pendapat Pertama: Apabila harta salah satuqa 10 dinar

sernentara harta temannya 5 dinar, maka Udak sah,

karena Asy-Slnfi'i mensyaratkan agar salah sahrnya mengeluarkan

uang sama dengan yang dikeluarkan terrannp. Disamping ifu bila

harta keduanya bertda, maka keunhrngannlp juga hanrs beda,

karena keuntungan ihr harus sesuai dengan nilai harta, sehingga

tidak boleh bila keunfungannSra berbeda nalnun

sarna, sebagaimana pula udak boleh bila hartaryra sama akan
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tetapi keuntungannya berbeda. Abu Al Qasim Al Anmathi berkata,

"Akad syirkabnya tidak sah."

Pendapat kedua yang dinSratakan oleh mayoritas ulama

madzhab kami adalah, bahwa syirkabnya sah meskipun dua harta

tersebut berbeda, karena fujuan akad syirkah adalah, agar

keduanya berserikat dalam keuntungan harta keduanya dan ini bisa

dilakukan meskipun dua harta tersebut berbeda, sebagaimana ini
juga bisa dilakukan ketika dua harta tersebut sama.

Hal yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, maksudnya adalah

bahwa sarna dari segi jenis dan mata uang, bukan dari segi

nilainya- Sedangkan ukuran keunfungan dengan pekerjaan, maka

ini tidak benar, karena pekerjaan dua sekufu dalam harta syirkah

fidak berpengaruh terhadapnya mengingat dia hanya

mengikutinya. Karena terkadang salah safunya bekerja lebih

banyak dari temannya padahal harta keduanya sama. Terkadang

pula salah safunln mengelola harta syirkah sendirian tanpa ada

syarat dalam akad. Semuanya sah dan tidak berpengaruh terhadap

keuntungan. Inilah yang sesuai dengan pekerjaan, karena

keuntungan tersebut dibagi sesuai nilai bagian masing-masing dan

prosentase seluruh harta pokok. Oleh karena itu, maka bisa saja

anggota syirl<alrnya banyak, dimana seorang anggota memiliki

saham tertenfu, anggota lainnya memiliki 100, dan anggota

lainnya memiliki lebih banyak atau lebih sedikit sehingga

keunfungannya dibagi berdasarkan saham masing-masing. Jadi,

baEan setiap anggota itu sesuai sahamnya. Dalam hal ini Asy-

Syrrazi melemahkan pendapat Asy-Syafi'i dalam At-Tanbih dengan

mengatakan, "Dan hendaknya nilai harta salah satu dari keduan5n

sarna seperti harta temannya. Akan tetapi ini tidak berpengaruh

apa-apa."

I
)

I

l
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Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang sfirkah
Inan.

Kami lratakan, Sesungguhnya pendapat ma&hab kami

adalah bahwa tidak ada syirl<ah png dibolehkan selain syakah

rnarr, sebagaimana Snng telah kami jelaskan sebelumnSa. Mernrnrt

Abu Hanifah, ada beberapa bentuk dalam pelaksanaan syirlah

inan tersebut, yaitu:

Di antaranln adalah: Masing-masing dari dua orang Sang

melakukan syirl<ah inan boleh marakilkan unfuk melakukan iual
beli dan se\ Ia menye\ ra, sernentara pihak lainrya harus menlruhi

wakilnya. Bila dia meunkilkan kepadan5a unhrk menagih utang,

maka parhremya tidak boleh mencegahnya, sebagaimarn lnng
telah diuraikan dalam akad syirl<ah mufawadhah. Sebagian uhma

ada Snng mengatakan, "sesungguhn5ra itu hanla khusrrs pada

syirkah mufawadhah. Sedangkan selain itu, rnaka setnuit

perbuatan 5nng berlaku dalam syirl<ah mufawadhah juga berlaku

dalam syirlah inan, dan juga semua hal 5nng dilarang dahm

syirl<ah mukwadhah juga dilarang dalam syirlah than, kecrrali

beberapa hal:

Di antamnla adalah, orang yang berserikat dalam syalah

inanbdakbisa melakukan al<ad syirl<ah dengan oremg hin kectrali

atas izin partremya. Apabila dua omng bekeriasama dalam syAkah

inan, lalu salah sahr dari kedmn5n bekerjasama dengan oftmg

ketiga tanpa izin partremya, maka keunfungan ryn itu dibagi di

antam mereka, dengan catatan orang ketiga mengambil

separuhnla, kemudian yang separuh lagi dibagi di antara dua

orang yang berserikat dalam syirl<ah rnan Apabila orang lrang

At Majmu'SyarahAl Muhadzdzab ll n



tidak melakukan syirl<ah membeli sesuatu, maka keunfungannya

ifu hanya khusus unfuk dia."

Di antamngra adalah: Orang yang berserikat dalam syirkah

inan, yaiit yang tidak berinteraksi langsung dengan jual beli, tidak
boleh menggadaikan harta syirkah. Apabila dia menggadaikannya

sebagai jaminan utang, maka hukumnla Udak dibolehkan dan dia

harus mengganti komoditas yang digadaikan tersebut.

Ulama madzhab Hanbali berkata, "Syirlah itnn adalah dua

omng atau lebih berserikat dengan dua harh, bekerja bersama-

sarna unfuk mengembangkannya lalu kannfunganrya dibagi dua

sesuai qlarat png dibuat keduanya, atau dua orang atau lebih

berserikat dengan dua harta keduan5ra, dimana salah safunya

bekerja mengelola harta tersebut dengan syarat dia (sang pekerja)

mendapatkan keuntungan lebih ban5ak dari laba hartanya agar

bagiannya sebanding dengan pekerjaannp. Apabila dia

mens5aratkan keunfungan sesuai hartanya sja, maka ini

mempakan findakan merugikan diri sendiri dan hukumnya tidak

boleh, karena dia mengolah harta orang lain tanpa mendapat

upah."

Ulama madzhab Maliki berkata, "St/irkah mar adalah dua

oftmg berserikat dengan ketentuan agar salah safunya tidak

mengelola harta syirl<ah kecuali atas izin parhremya, karena

masing-masing dari keduanya memegang kendali temannya dan

bisa mencegahnya. Apabila salah safunya mengolah harta syirkah

tanpa izin temann5ra, maka temannya boleh membatalkannya.

Apabila mensyaratkan agar salah safunya mengelola

harta syirl<ah secam mutlak sementara parhremya tdak, maka ada

pendapat yang mengatakan bahwa dia menjadi syirkah inan seeara
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muqatry;ad dan menjadi syirkah mufawadhah secara muflak- Ada

pula yang mengatakan bahwa hukumnya batal, dan inilah

pendapat yang benar. Wallahu AIam."

Cabang: Tentang perkataan An-Nawawi dalam Ar'
Raudlnh

Apabila masing-masing orang mengeluarkan ham 57ang

boleh dijadikan syirl<ahdan hendak melakukan allerd syirl<ah, maka

disfratkan agar kdua harta tersebut dicampur sampai tidak bisa

dibdakan. Apabila keduanya tidak melakukannla lalu harta salah

sahrnya rusak sebelum dikelola, maka yang rusak hanp hara

tersebut dan tidak bisa lagi menetapkan syirkah untuk harta png
tersisa. Jadi syirl<ahtidak sah bila jenisnya berbeda, seperti dirham

dengan dinar, atau sifatrya berbeda seperti perbedaan mata uang,

atau seperti mata uang yang normal dengan mata uang lrang

pecah atau berlubang, atau seperti mata uang lama dengan mata

uang baru, atau seperti mata uang putih dengan mata uang hihm-

Berkenaan dengan mata uang putih dan hitam ada

perrdapat tersendiri dari Al Ishthaktri, 5aihr bahwa apabila kami

mernbolehkan syirl<ah dalam beragam komoditas yang sarrEl,

maka kedtnnla harus salna baik ienis maupun sifatrya- Oleh

karena ifu tdak cukup dengan hanSra mencarnpur biji gandum

warrra merah dengan biji gandum warna putih karena masih bisa

dibedakan meskipun sulit. Ada pula pendapat yrang mengatakan

bahwa hukumnp cukup ftoleh), karena hal tersebut terrnasuk

pencampurem- Kemudian hendaknya percamp'ran dilakukan

sebelum akad. Apabila pencampuran dilakukan setelah akad, maka

ada dua pendapat ulama fikih AryrSyafi'i yrang diriwa5ntkan dalam
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At-Tatimmah. Pendapat yang paling shahih adalah bahwa

hukumnya dilarang (tdak sah) karena tidak ada pencampuran saat 
l

akad. l

Sdangkan menuntt pendapat kedua hukumnya boleh bila 
i

terjadi dalam tempat tansaksi, karena dia sama saja seperti akad- j

Apabila pencampuran dilakukan'setelah akad, maka fidak boleh 
I

menurut dua pendapat. 
I

Sementara An-Nawawi, beliau cenderung berpendapat 
I

bahwa hukumnya boleh, karena syirkah ittt me\ /akilkan dan I

menjadi wakil. Akan tetapi bila izin tersebut dibatasi dalam harta I
tunlgal, maka hams ada pembaruan tz:r:,. Apabila mereka I
mer,r,ariskan harta benda atau membelinya, maka mereka telah I
memilikin5ra secara bersama-sama dan ini lebih kuat dari I
percampuran. Apabila ditambah lagi dengan izin mengelolanln, I
maka akad.,ya menjadi sexnpuma. Oleh karena ifu, Al Muzani d* |
ulama fikih Asfsyafi'i mengatakan, "Siasat dalam syirkah pada I
harta benda yang ditaksir adalah masing-masing pihak menjual I
separuh hartanp dengan separuh harta temannya, baik haru I
tersebut sejenis atau berteda, agar masing-masing dari keduanya I
beserikat di dalamnya lalu saling menerima dan masing-masing I

;]**r;-tt* 
izlrl. satu sarna lain untuk mengelola ** 

|
Dalam At-Tatimmah disebutkan, "Dua harta terseUut I

menjadi milik bersama dan keduanya bisa mengelolanya dengan I
rzrn masing-masing pihak. Akan tetapi hukum-hukum syirkahl

dalam harga tidak berlaku sampai memulai lagi akad.l
Menurut pendapat Jumhur, al<ad syAlah dan hukumnya berlahrl
secara mutlak. Inilah pendapat yang shahih. 

I
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Seandainya kduanla tidak saling menjual harta tersebut

namun menjualnSa dengan harta benda atau uang, maka tentang

sahn5a jual beli tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i png telah

diuraikan sebelumn5a. Apabila kami menilainya shahih, maka

hartanya menjadi milik bersama antara keduan5ra baik secara sama

rata atau berteda sesuai nilai dua harta tersebut. Jadi masing-

masing pihak hanrs mengizinkan temannln unfuk mengelola harta

tersebut."

Menurutku (Al Mrfihi'i): "Apabila masing-masing pihak

menjual hartan5ra dengan sebagian harta temannya, apakah

dis5raratkan agar keduanya mengetahui nilai dua harta tersebut?.

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih AsySpfi'i yang

diriwayatkan dalam Al Hawi. Pendapat yang shahih adalah, bahwa

tidak diqnratkan demikian- Dan di antam siasat dalam hal ini

adalah agar masing-masing pihak menjual sebagian hartanya

kepada temannla dengan harga 5rang ditanggung olehnya lalu

keduanyra saling membalas sesuai perbuatan ]tang dilakukan-

Wallahu A'km."

Cabang: Pendapat yang shahih adalah, bahwa tdak
disyaratkan adanp kesarnaan dalam nilai dua harta tersebut-

Bahkan syirl<ah berlaku meskipun nilainya b€6eda sesuai

prosentase harta tersebut. Akan tetapi menunrt Al Anmathi

disyamtkan demikian, dan pendapatrya ini lernah. lalu apakah

ketika ter}ili akad disyaratl{an harus mengetahui nilai dari dtra

bagian tersebut dimana sorDo-s"rn? mengetahui bahwa

harta tersebut dua bagian atau sesuai prosentase lain?-
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Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asyspfi'i. Pendapat

yang paling shahihmenyatakan, bahwa tidak disyaratkan demikian

bila masih bisa diketahui setelahnya. Sumber dari perbedaan

pendapat ini adalah bahwa apabila di antara keduanya ada harta

lrang dimiliki bersama natnun masing-rnasing pihak udak

mengetahui bagiannya, lalu masing-masing mengizinkan kepada

temann5n untuk mengelola setiap harta atau setiap bagiannya,

maka apakah izinnp ini sah?. Dalam hal ini ada dua pendapat

ulama fikih AsySyafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak sah karena keduanya tdak

mengetahuinSra.

Pendapat kedua yang paling shahih adalah sah, karena hak

tersebut Udak melanggar keduanp. Berdasarkan hal ini, maka

harga di antara keduanla masih sarlar seperti harga lnng masih

ditaksir.

Ragam Pembagian ryirlrah Menurut Malik g-

Imam Malik dan ulama madzhabnya mengatakan, "Akad

syirkah terbagi menjadi syirkah /rfg yaitu berkumpulnya para ahli

waris untuk mengums seorang budak atau beberapa budak dengan

jalan warisan. Kernudian syirkah ghanimah, yaitu berkumpulnya

bala tentara untuk mengurus kepemilikan ghanimah (harta

mmpasan pemng). Kemudian syirlah mubb'in, yaifu dua orang

atau lebih mernbeli mmah dan sejenisnya. syirkah inilah yang oleh

ulama ma&hab Hanafi disebut syirkah kepa nilikan-

Hukumnya menurutt ulama ma&hab Hanafi adalah, bahwa

salah safu dari dua orang yang berserikat tidak boleh mengelola
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harta tersebut tanpa seizin temannya. Apabila dia mengelolanla,

maka ada pendapat 5ang mengatakan bahwa dia seperti orang

5nng melakukan ghashab. Ada pula pendapat Srang mengatakan

Udak. Apabila salah satu dari dua orang 5nng berserikat menanatn

tanaman di negeri milik mereka atau membangtrn rumah, maka

tanamannya ifu harus dicabut dan rumahnya harus dibongkar. Hal

ini berdasarkan pendapat pertama. Sedangkan berdasarkan

pendapat kedua, tanaman dan bangunannln dibia*an sebagai

seu/a bagian sekuh.rnya dalam tanah tersebut dan dia harus

memba5nr nilai bangunan tersebut karena adanya syubhat dalam

syirl<ah tersebut.

Berkenaan dengan syirkah ini ada banfk cabang

permasalahan:

Di antaranSn adalah: Apabila dua orang atau lebih

b€rserikat dalam kepemilikan harta fidak bergerak seperti

bangtrnan toilet umum, pabrik roti, sarang burung merpati dan

sebagain5n lalu bangunan tersebut roboh, sementara salah satu

partrer hendak membangunnyra kembali tapi ynng lainnp tidak

sefuju, maka dia hanrs memufuskan bahwa oftrng 3nng tidak mau

membangunnln kembali agar ikut membangun atau menjual

selunfi bagiannya kepada orang png hendak membangunryn

kembali, meskipun dia memiliki harta tdak bergerak paling banyak

atau menjualnp kepada oftmg png hendak membangunrgn. Ada

pula pendapat Snng mengatakan bahwa dia harus memutuskan

bahwa, otang lpng tdak mau membangun harus menjual

bagiannya yang ct.rkup unfuk digunakan membangun. Akan tetapi

pendapat pertama lebih kuat unfuk memperkecil para selartu.
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Tidak ada bedanya antara harta tidak bergerak Srang tidak

bisa dibagi, dimana sebagiannln merupakan milik sendiri dan

sebagiannya merupakan wakaf, baik orang Snng diberi wakaf

menolak atau mengawasi wakaf 5nng dibangtrn. Dia harus tetap

memufuskan agar sang partner membangunnSa dan mengambil

sernua yang telah dibelanjakan unfuk membangunnya. Begifu pula

terhadap omng yang mengatakan bahwa harus dijual sesuai

kebuhrhan untuk membangunnla, karena fujuannya adalah

mernperkecil sekrtu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jual

beli selain yang diwakafkan.

Memang benar bahwa dia tidak boleh memufuskan untuk

menjual tanah wakaf kecuali bila tidak ada tanah wakaf yang bisa

dibangun dan tidak ada orang Sang bisa diseura dengan upah

langsung selama berhhun-tahun untuk membangunnya- Apabila

ada orang yang bisa disanra, maka dia tidak boleh memutuskan

unfuk menjualnya.

Demikianlah, dia tidak boleh memufuskan unfuk

menjualnln dalam dua kondisi tersebut kecuali setelah adan5a

perintah untuk membangUnnya, akan tetapi dia boleh memutuskan

unhrk menjualnya bila perintah tersebut fidak dilaksanakan.

Di antaranya permasalahan lainnya adalah: Apabila dua

orang berserikat dalam kepemilikan mmah, dimana salah satunln

memegang lantai bawah dan temannlB memegang lantai atas, lalu

lantai bawah rusak atau temboknF roboh karena beban lantai

dua, maka hakim hams menyuruh olang yang berada di lantai

bawah agar membangun kembali lantai yang ditempatinya.

Apabila dia tidak melakukannSn, maka dia harus menjualnla

kepada orang yang mau membangunnSn- Tidak ada
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apakah harta tidak bergerak tersebut mempakan milik pribadi atau

wakaf, sesuai syarat-syarat yang telah diuraikan sebelumnya-

Pemilik lantai bawah wajib menjaga lantai atas agar tidak

roboh ketika dia membangun lantai bawah, baik dengan

menlnngganla atau membuat tiang penyangga lang bisa

menjaganya agar tidak roboh. Dia tidak perlu membangun tangga

agar pemilik lantai atas bisa naik ke tempatrla. Sedangkan

tentang membersihkan toilet png berada di lantai bawah png
menjadi milik bersama antara orang png berada di lantai atas

dengan omng png berada di lantai bawah, maka harus dilakukan

sesuai tadisi png berlaku. Apabila tidak ada tradisi yang berlaku,

maka keduanln harus sama-sama menggunakannya dengan baik

s@ara umurn. Begrfu pula toilet yang berada di rumah kontakan,

dia harus dibersihkan menunrt kebiasaan yang berlaku. Apabila

tidak ada kebiasaan tersebut, maka yang wajib melakukannln

adalah pemiliknya, dan ada pula Sang mengatakan bahura 5rang

wajib melakukannya adalah orcmg yang menye\rranya. Sementara

lumpur yang berada di pasar, paftt pernilik toko tidak perlu

mengangkatrya kecuali bila mereka mengumpulkanryra di tengah

jalan sehingga bisa mengganggu orang yang lalat, maka mereka

harus membersihkannya.

Di antara permasalahan lainnya adalah: Apabila dua omng

berserikat dalam kepernilikan rumah dengan ketenfuan salah

safun5ra memiliki lantai bawah sernentara temannSra mernilik lantai

atas, lalu pemilik lantai atas hendak membangun lantai ketiga di

atasngra, maka hal ini udak bisa dilakukan dan dia harus

memufuskan unhrk tidak melakukannSn. Kecuali bila seorang

insinyrr bangunan men3ratakan, bahwa menrbangun lantai tidak

akan membahapkan lantai di bawahnya baik unfuk saat sekarang
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atau di masa mendatang (maka boleh membangunnya). Dalam hal

ini dia harus meminta pendapat seorang ahli bangunan (insiny.rr).

Di antara permasalahan lainnya adalah: Apabila tiga orang

berserikat dalam kepemilikan sebuah rumah lalu rumah tersebut

roboh sementara salah satunya hendak membangunn3n kembali

sedang dua orang lainnya tidak mau membangunn3n kembali,

maka dia boleh membangunnya dan mengurus sanua biayanyn

hingga selesai, lalu mereka bisa membagi bia5ra tersebut setelah itu

(ditanggung bersama setelah itu). Kecuali bila mereka mernberikan

kepadanya biaya pembangunannya, maka dia boleh mengurusnln

sendirian setelah ifu. Dia boleh men[lurus sendiri pembangunannya

dalam empat benfuk:

Pertama: Ketika dia meminta izin kepada dua sekutunya

unfuk membangunn5ra kembali tapi keduanp menolak.

Keduar Ketika dia meminta lzrn kepada keduanya,

keduanya diam lalu menolak saat sedang proses pembangunan.

Ketiga: Ketika dia meminta izin kepada keduanla, namun

keduanya menolak, lalu diam ketika melihat pembangunan sedang

berlangsung.

Keernpat: Ketika orang-orang meminta izin kepadanga

unh.rk membangunnSn lalu keduanya menolak sebelum membeli

bahan-bahan bangunan, akan tetapi pembangunan ifu tetap

dilaksanakan setelah keduanya menolak.

Selain benfuk-bentuk di atas, maka uang yang

dikeluarkann5n ifu menjadi tanggungan di pundak mereka.

Di antara permasalahan lainnya adalah: Apabila seorang

tetangga memiliki dinding yang bersambung dengan rumah
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tetangganya dan ketika hendak diperbaiki dia harus masuk ke

rumah tetangganya tersebut, maka tetangganya tdak boleh

menolaknya memasuki rumah untuk memperbaikinya- Apabila

tetangganya menolak, dia harus menancapkan kayu dan sejenisnya

dan hams mengambil kain yang jafuh di rumahnya atau

mengeluarkan binatang lang masuk dan lain sebagainya.

Begitu pula bila tangki air toiletrryn berada di rumah

tetangganya, dia harus menyuruh pekerja untuk masuk ke rumah

tersebut guna membersihkannSa. Tetangganya boleh melarangnya

memasukkan tanah liat dan batu bata ke dalam rumahnya. Dia

juga harus membuka jendela dindingnya untuk memasukkan segala

sesuatu lnng harus dimasukkan agar tidak mengotori rumah

tetangganya.

Di antara permasalahan lainnya adalah: Apabila di antara

dua tetangga ada dinding lnng menutupi salah satu rumahnln lalu

sang pemilik merobohkann5a hingga membuat rumahn5a te6uka

karena hal tersebut, maka bagl yang merobohkannya harus

membangunnla kembali. Kecuali bila pembongkaran itu

dikarenakan suatu kerusakan yang dikhauntirkan bisa

menimbulkan bahaya atau dinding tersebut roboh dengan

sendirinya, maka dalam kondisi demikian pemiliknya tidak perlu

membangunnSn kembali. Kernudian harus dikatakan kepada

tetangga tersebut, "Buatlah sesuafu png bisa menuhrpimu bila

engkau mau."

Di antara permasalahan lainnya adalah: Apabila seseorang

membangun rurnah di jalan lrang merupalon milik bersarna, maka

rurnah tersebut harus dirobolil<an meskipun tidak mengganggu

orang-orang yang lalat, baik jalan tersebut merupakan ialan resmi
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atau tidak. Sedangkan bila seseorang memiliki rumah lalu rumah

tersebut dirobohkan kemudian bekas mmah tersebut dibuat jalan,

maka kepemilikannya atas rumah tersebut tidak hilang. Dengan

demikian, maka dia tidak boleh dilarang membangun kembali di

tempat tersebut kecuali bila wakfunya telah berlalu lama -menurut
para ulama 10 tahun-. Bila waktunln telah berlalu lama, maka dia

tidak berhak lagi membangun di tempat tersebut.

Di antara permasalahan lainnln adalah: Tidak melarang

orang-orang unfuk duduk di halaman rumah yang berada di

pinggir jalan lrang luas pada waktu tertenfu dalam sehari.

Sementara unfuk setiap hari, maka dia boleh melarangnSa tetapi

tidak boleh menetapkannya secara resmi, menurut pendapat yang

kuat. Contohnln adalah halamam toko. Akan tetapi larangan

dudukduduk di halaman mmah dan sejenisnya (yang mempakan

rumah resmi) ifu dikarenakan ada hadits yang melarangnla, sebab

perbuatan ini menyia-nyiakan waktu dan dapat mengganggu

orang-omng yang lewat.

Apabila dua orang berselisih untuk duduk di suatu tempat,

maka yang harus duduk adalah orang yang lebih dulu datang.

contoh ltang sama adalah seperti duduk di masjid. Kecuali bila

orang yang Udak lebih dulu datang biasa duduk di tempat tersebut

unfuk mengajarkan ilmu atau memberi fatwa, maka dia harus

didahulukan atas lainnya sebagai sikap menghormatinya. Yaitu

bahwa yang lebih utama adalah agar orang yang lebih dahulu

datang itu mengalah dengan memberikan tempat'rya tersebut

unhrk sang guru.

Di antara permasalahan lainnya adalah: Apabila seseorang

membuka iendela dinding mmahnya yang berada di antara
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rumahnya dan rumah tetangganya, dan ketika jendela tersebut

terbuka dia bisa melihat wajah-wajah penghuni rumah, maka dia

harus menufupnya dan menghilangkan tanda-tandanya sampai

tidak tersisa lagi bekasnya sehingga tidak bisa lagi dibuka setelah

itu.

Bila wajah-wajah penghuni rumah tidak bisa dilihat dari

jendela atau jendela tersebut menghadap ke perkebunan dan

kandang binatang, maka dia tidak disuruh menufupn5a karena

tidak membahayakan. Tetangganya juga tidak perlu meminta agar

jendela tersebut ditutup setelah berlalu 10 tahun dan dia hanla

diam saja.

Di antara permasalahan lainnlra adalah: Para tetangga

harus melarang sesuafu Snng bisa menimbulkan asap yang bisa

membahalnkan mereka dan rumah mereka, seperti membangun

pemandian di dekat rumah mereka atau membuat dapur dan lain

sebagainya. Mereka juga harus melarang sesuatu yang bisa

menimbulkan bau tak sedap seperti tempat penyamakan kulit dan

tempat penjualan babat yang di dalamnya ada kotoran binatang

yang telah disembelih dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan

bau tak sedap setelah itu. Sedangkan bila bangunan tersebut telah

ada sebelum mereka ada ,lalu mereka masuk ke kawasan tersebut,

maka mereka tidak boleh melarangnya.

Di antara permasalahan lainnya adalah: Seseorang boleh

melarang orang lain membangun tempat penumbukan biii di

rumahnln karena ierami yang dihasilkan dari menampi bisa

membahayakannya. Begifu pula membuat ternpat tersebut di

dalam toko.
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Dia iuga harus melarang sesuahl yang bisa memsak

ternbok-terrrbok mmah, seperti batu penggiling, alat penumbuk

biji, srmrr, kakus dan kandang. Sementara tukang besi, fukang

ternbaga dan fukang kuyr, mereka tidak boleh dilarang

menghilangkan sesuatu yang mempakan sumber pencaharian

merdra, kectrali bila dia menyakiti tetangga. Sedangkan sekedar

p€rasaan merasa terganggu dari mereka tidak menyebabkan dia

tlan s dilarang. contoh lainnya adalah tukang celup yang biasa

mencelup pakaian.

Dia juga boleh melarang seseorang mernbuat tempat duduk

prg berhadapan dengan pinfu rumahnyra atau membuat toko

kelontong yang bisa mengganggu penghuni rumah dan membuat

privasi mereka terganggu. Akan tetapi fidak boleh dilamng orang

yang h€ndak mernbuka pinhr yang mempakan jalan menuju

hpangan meskipun berhadapan dengan pinfu tetangganya-

Dianjurkan bagi seseorang membuka pinhr untuk

tebrlgganlE agar dia bisa le'wat bila hal tersebut tidak

mernbahalBkannlra- Dan dianjurkan pula agar dia meminjamkan

ketnmrrya untuk tetangganya yang hendak menanarn kayr di

dahmnla, karena hal ini termasuk akhlak yang mulia-

Seseorang tidak boleh dilarang mernbangun sesuafu yang

bisa menuhrpi rumahnya dari sinar matahari, akan tetapi dia

dilarang menufupi mmah tetangganya dari sinar matahari-

Macam-macam syirkahyang terkenal selain yang telah kami

uraikan ada enam (menurut madzhab Malik), yaitu: mufawadhah,

irn4 .rtzbr, amal, dzimam dan mudhambah- Masing-masing

merni[ki definisi khusus, dimana sebagian ulama ada yang

mernberinya definisi lengkap dengan mengatakan, "Dia adalah
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berlakunla kepemilikan harta antara dua orang pemilik atau

lebih." Tentang perkataan "Berlakunya kepernilikan harta,"

rnaksudnya adalah berlakunp kepemilikan sesuafu png merniliki

nilai rnateri antara dua orang atau lebih. Setiap orang boleh

mengelola harta tersebut sebagai pemiliknln. Jadi, unhrk sestrafu

yang bukan harta keluar dari pengertian ini, seperti berlakuqp

nasab dan perwalian. Karena nasab yang berlaku di antara dm

oftrng bukanlah harta sehingga dalam hal nasab keduanla tidak

boleh melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan dalam akad

syirl<ah. Begitu pula perwalian antam dua orang terhadap

budaknSa, sehingga dia bukan syirl<ah. Tentang perkataan "Antara

dua orang pemilik," maka dikecualikan dari ini adalah berlakunlp

sesuafu Sang bersifat harta antara dua orang yang diberi urasiat

atau antara dua urakil. Karena harta 5ang ada di tangan dua orang

yang diberi wasiat itu hanla sesuai wasiat sehingga tdak
menjadikan kduanSa sebagai sekufu. Contoh lpng sama adalah

dua omng yang menjadi urakil seseoremg, keduanln tidak belbuat

seperti perbuatan orang-oftmg yang berserikat, karena hartanya

pada keduan5a fidak dimiliki oleh keduan5a.

Yang tergolong dalam sernua juis syhtah adalah dzitmm

png terkenal dengan sebutan wujuh (syirl<ah mtjul). Menurut

mereka hukumn5a dilarang, baik harta 1rang digunakan unhrk

berdagang itu secara mufawadhah abru inan. Sedangkan syAkah

dzimam 5ang terkenal dengan wujuh adahh dilarang merurut

ulama madzhab Maliki. Begitu pula, yang ternrasuk ke dalam

definisi ini adalah sfirkah abdanlEng mempertimbangkan manfaat

harta sebagai akibat darinya, karena dia menjadi miliki kduaqp.

Sebagian ularna mendefinisikan syirlah harta dagangan

(pemsahaan modal) dengan segala jenisnp sebagai berikut,
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"Pemberian izin masing-masing dari dua omng lang berserikat

atau beberapa orang yang berserikat terhadap partremgra untuk

mengelola harta yang dimiliki keduanya dengan ketenfuan, bahwa

masing-masing dari keduanp bekerja unfuk dirinya sendiri dan

partnernya. Jadi masing-masing partrrer mengelola hartia ternann5n

unhrk dia dan dirinp sendiri. Berbeda dengan wakil yang

mengelola harta orang yang ma,ruakilkan unfuk dia saja. Definisi

masing-masing jenis syhkah secara detail telah kami bahas dalam

pasalnya tersendiri dalam pembahasan syirkah. Maka pelajarilah

dengan baik pendapat pam ulama terhadap setiap ienis dari jenis-

jenis syirlah in. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada

SSaikh Abdurmhman Al Jaziri yang telah meridhai kami untuk

menyuguhkan berbagai pendapat ulama seputar masalah ini

dengan mudah. Semoga Allah membalas ilmunSn yang mendalam

dengan kebaikan. Siapa saja 5ang telah menolongnln, maka kami

akan senantiasa mela5raninya. hs5n Allah."

Asy-Syirazi g berkata: PasaL Sdah seorang dari

dua orang yang melakukan syirl<ah fidak boleh
mengelola bagian partnerrya kecuali atas izinnya-

Apabila masing-masing saling memberi iztn kepada

partnernln unfuk mengelola hartanya, maka keduanya

bisa melakukannya. Akan tetapi bila Srang memberi izin

h.rrlru salah safunya sementara parhrerryn fidak, maka

yang diberi izin boleh mengelola seluruh harta tersebut,

sementara parhrernln hanyu boleh mengelola

bagiannya. Salah seoftrng dari keduanya iuga fidak

boleh memperdagangkan bagran parhrernln kecuali

bagan yang diizinkan partnemlra tersebut. Dia iuga
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tidak boleh menjual dengan harga lpng bukan harga
standar dan tidak boleh menjual secara kredit- Dia juga

Udak boleh menjual dengan selain mata uang Negara
(mata uang resmi) kecuali bila parhrern3n
mengizinkannya, karena masing-masing dari keduanya
merupakan wakil partnemSn dalam sebagiannyn
sehingga dia tidak memiliki kecuali sebagaimana lnng
dimiliki oleh wakil-

Penjelasan, Hukum

Apabila dua orang melakukan al<ad syirl<ah pada harta

keduan5a menjadi dua bagian, maka masing-masing dari keduan3n

boleh mengelola separuh harta dengan kepernilikan bersama tanpa

izin parfuiemya, karena harta tersebut mempakan milikqn. Lalu

apakah dia boleh mengelola separuh lainnp tanpa izin

parhremya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-

Syaf i 5ang diriwalntkan oleh Al Mas'udi.

Pendapat Pertama: Dia boleh melakukannya. Pendapat ini

dinptakan oleh Abu Hanifah, karena ini adalah konsekuensi dari

alad syirkah sehingga tidak membutuhkan izin parkrem5a, seperti

halnya bila seseorang melakukan al<ad Qindhtqhadap hartaryra.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat kalangan ulama

Baghdad madzhab kami, yaitu bahwa dia tdak boleh

melakukannya tanpa seizin parfuremya. Sebab fujuan dari akad

syirkah adalah dua orcmg berserikat unfuk mendapatkan

keunhrngan dari harta keduanya, dan hal ini tidak mengharuskan

perwakilan dari masing-masing parbrer terhadap parkremp.

Al Majmu'SloattAl Muhadzdzab ll ,r,



Apabila hal ini telah jelas, maka bila masing-masing ,", 

-l

keduanya telah mengizinkan parhrernln unfuk mengelola I
bagiannya, dimana masing-masing dari keduanya boleh mengelola I
seluruh harta syirkahtersebut. Apabila salah satunya mengizinkan I
sementara parkremya tidak, maka apa yang dilakukan orang yang I
diberi izin hukumnya sah unfuk sernua harta, sedangkan orang I
yang tidak diberi izin tidak boleh mengelola kecuali separuhnln I
sebagai milik bersama. Omng llang diberi izin tidak boleh I
memperdagangkan bagian parfiemln keruali pada jenis I
komoditas png diizinkan, baik yang keberadaannya bersifat umum I
atau tidak. Disamping itu apa yang dilakukan tersebut adalah I
meunkilkan. Seseorang memang boleh me\Makilkan kepada orang I
lain untuk membeli jenis komoditas meskipun keberadaannp tidak I
urnurn. Berbeda dengan qindh. Karena fujuannp adalah mencari I
keunfungan, dan ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan I
meng2inkan unfuk memperdagangkan sesuaht yang I
keberadaannln bersifat umum. I

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila dia mengizinkan I
kepadanya untuk memperdagangkan semua komoditas dagang, I
maka hukumnp dibolehkan. Orang 5nng diberi izin tidak boleh I
menjual bagian partnemya kecuali dengan mata uang Negara f
secara kontan dengan harga standar. Sebagaimana 5nng kami I
katakan berkenaan dengan wakil dan kepemilikan bersama, yaitu I



Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang
Pengelolaan Harta dan Lainnya Oleh Orang-Orang

Yang Melakukan Akad qlirkah

Pendapat madzhab kami adalah, bahwa masing-masing dari

orang yang melakukan syirl<ah boleh mengelola harta syirl<aftnya

sesuai kemaslahatan. Dia tidak boleh mengelola harta syirlah

dengan pengelolaan yang dapat membahayakan parkrer-partrer

lainnSn. Apabila salah seorcmg partrrer menyepakati sejak awal

untuk membeli komoditas dagang lalu dia menernukan orang lnng
membelinlp dengan harga lebih tinggi dari harga standar, maka

dia bisa mernbahlkan kesepakatan tersebut demi kemaslahatan

parher-parhemya.

Apabila dia meniual komoditas dagang dengan qprat

khiJnrlalu dia mendapatkan orcmg lnng mau membelinln dengan

harga yang lebih tinggr sebelum habisnp masa khigr tersebut,

maka dia bisa membatalkan akad lalu menjual komoditas tersebut

dengan harga lebih derni kemaslahatan tertenhr. Salah seorang

dari mereka tidak boleh menjual dengan utang atau mata uang

yang beredar di negerin5ra atau juga menjual dengan mata uang

yang lebih rendah dari mata uang di negerinlp, karena hal tersebut

dapat merugikan kepentingan parkremya. Dia juga tidak boleh

menjual dengan menipu 57ang udak unuln di kalangan pedagang.

Dia juga tidak boleh bepergian dengan membawa haru syirl<ah

tanpa ada kepentingan yang mendesak apabila partrer-parkremya

tidak mengizinkannSn. Apabila mereka mengizinkannlp, maka dia

boleh melakukannln dan tidak wajib bertanggung jawab (bila

terjadi kerusakan pada harta yrang dibaunnln). Tapi bila mereka
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tidak mengizinkan, maka dia harus bertanggungjawab (atas

kemsakan harta yang dibawanya). Kemudian bila dia menjual

dengan utang (secara kredit) atau dengan mata uang selain mata

uang resmi yang berlaku di negerinSra, atau menjual dengan

baqnk komoditas, maka jual belinln fidak sah unhrk bagan

partnemya dan dia harus mengganti bila menyerahkannya.

Sedangkan tentang bagiannya, ada pendapat yang mengatakan

bahwa jual belinya sah berdasarkan pendapat 5rang membolehkan

pembagian akad. Bahkan jual belinya sah untuk sebagian

komoditas dan tidak sah untuk sebagian lainnSra. Demikianlah

pemisahan sifatrp. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa

jual belinya tidak sah sebagaimana tidak sah pula pada bagian

partremya, ini berdasarkan pendapat 5ang mengatakan tidak

bolehnya melakukan demikian. Berdasarkan pendapat pertama,

maka pembeli menjadi parkrer bagi parkrer asli karena dia

memiliki bagian partremya yang dijual kepadanya. Sementara

berdasarkan pendapat kedua, seluruh jual belinya batal.

Setiap partrer tidak boleh memberikan harta parkremya

untuk membeli komoditas tanpa upah. Inilah 5nng dinamakan

ibdha'. Demikianlah, akad syirkah memang dibolehkan dan

masing-masing dari dua orang yang berserikat ifu boleh

mernbatalkannya kapan saja dia mau. Apabila dua orang yang

berserikat solrld€olrld membatalkannya, maka harus

meninggalkan pekerjaannya (dalam syirkah tersebut). Sedangkan

bila 1nng meninggalkan hanya salah satun5n, maka hukumnya

tetap berlaku dan parkremya tetap melanjutkan pekerjaannya

sampai parkrer meninggalkannya ifu menyebabkan al<ad syirkab

nya batal, baik karena kematian salah safunya atau gila selamanya-
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Sementam menurut ulama ma&hab Hanafi, hukum

pengelolaan harta syirt<ah oleh orang-omng yang melakukan

syirl<ah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis akad

syirkahtersebut. Pengelolaan dalam akad syirlah mufawadhah, itrt

tertagi menjadi dua bagian:

Bagian Pertama: Masing-masing dari mereka mengelola

harta syirkah.

Bagan Kedua, Masing-masing dari mereka mengelola hana

sesuai yang dilakukan partrremya ketika melakukan akad dengan

orang lain. Pada bagian pertama di atas, ada beberapa bentuk.

Di antaranya adalah bahwa masing-masing parhrer berhak

menjual dengan harga mahal maupun murah, kectrali bila

penjualan tersebut dengan melakukan penipuan yang tidak ulnuln

dilakukan manusia, maka hukumnya tidak boleh. Dia iuga tidak

boleh membeli keruali harga 5nng telah tersebar di banrk orang

secara umum- [-alu apakah sah bila dia menjual dengan komoditas

dagang? ataukah dia harus menjual dengan nilai komoditas dan

uang?. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat-

Benfuk bagian pertama lainnya: Masingmasing dari mereka

boleh menitipkan harta syirl<ahtersebut.

Benhrk bagian pertama lainnya: Masing-masing dari mereka

boleh menjual dan membeli dengan harga kontan dan laedit; iuga

boleh melakukan akad sakm, pifu membeli komoditas dengan

harga kontan akan tetapi komoditasnla baru bisa diterima setelah

beberapa waktu, atau menjual komoditas dengan cam demikian-

Bentuk bagian pertarna lainnya: Masing-masing dari mereka

boleh membeli komoditas dengan harga laedit lalu meniualnla
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dengan harga yang lebih murah tetapi kontan agar hartanlra lang
diterima bisa digunakan.

Bentuk bagian pertama lainnSn: Masing-masing dari mereka

boleh menggadaikan harta syirl<ah sebagai ganti dari utang

terhadap syhkah. Dia boleh menggadaikan harta mufawadhah

lnng nilainSra sama dengan utangnSra sia, kecuali bila dia

menans5lung nilai grang berhak didapatkannya dalam harta yang

digadaikan untuk partremlra. Apabila nilai harta grang digadaikan

lebih banlpk dari utang png wajib dibayamSn, maka dia tidak

perlu menanggung apapun. Apabila dia menggadaikan harta

khusus sebagai ganti dari utang terhadap syirkah, maka parbremSra

5rang menjamin bagian utangnSn, lalu temannya tersebut bisa

menunfut kepadanln.

Benfuk bagian pertama lainnln: Masing-masing dari mereka

boleh bepergian dengan mernbawa harta tanpa izin parhemya,

menurut pendapat yrang benar.

Kemudian, bila perjalanann5ra atas seizin partremya, maka

dia berhak menggunakan harta tersebut unfuk dirinya sendiri baik

unh.rk makan, membeli lauk pauk dan menyewa sesuafu. Dia bisa

menggunakan harta pokok bila Udak mendapat unfung, sedangkan

bila mendapat untung, maka pengeluamn ifu diambil dari

keunfungan.

Benfuk bagian pertama lainnya: Masing-masing dari mereka

boleh menyerahkan harta secara mudharabah, misalnya dia

memberi seseorang 100 (dirham) unfuk digunakan sebagai

keunfungan, sedangkan sisa keunfungannya dibagi antara para

partner. Dia juga boleh mengambil harta secara inudhambah

unfuk dikelola tapi keuntungannya hanya khusus unfuk dirinya.
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Benhrk bagian pertarna lainnya: Masing-masing dari mereka

boleh berserikat dengan orang lain melalui syirkah inan dengarr

sebagian harta syirl<ah. Dia dan para partnemya boleh

melakukann5a baik dengan izin partner maupun fidak. Akan tetapi

dia tdak boleh melakukan qnrkah mufauadhah dengan orang lain

kecrrali atas seizin parhremp. Dalam hal ini, tidak ada bedanf

apakah dia berserikat dengan orang dekatrya seperti a5ah dan

anaknla atau dengan orang iauh-

Benfuk bagian pertama lainnya, Masing-masing dari mereka

boleh menunjuk wakil untuk dirinla dengan menyerahkan sebagian

harta, lalu menyuruhnya agar diperdagangkan sebagai harta

syirl<ah. Apabila parhrer lain memisahkan diri dari unkilmu, maka

si wakil boleh memisahkan diri darinla bila dia menjadi wakil

dalam jual beli atau seura menyeua. Sedangkan bila dia menjadi

wakil unfuk menyelesaikan utang, maka parhrer Sang manakilkan

bisa meniual komoditas dagang syirkah dan partrer lainnp fidak

boleh memisahkan diri darinSra, karena tidak seorang pun parher

yang dibolehkan menerima sesuatu 5nng telah dijual oleh salah

seorang dari mereka atau pun mempelmasalahkannp- Yang

boleh melakukan hal ifu adalah orang yang berhubungan se@ra

langsung. Dengan demikian, maka selain orang yang berhubungan

secara langsung ihr tidak boleh memisahkan diri dari wakL

Benfuk baEan p€rtama lainnya: Masing-masing dari mereka

boleh meminjamkan harta syirl<ah.

Masing-masing dari mereka boleh melarang parkrem9ra

untuk melakukan ragam benfuk 5nng telah disebutkan di atas.

Apabila dia telah melarangnya narnun sang parhrer melanggamla,

maka dia harus bertanggungiawab atas perbuatannp tersebut-
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Apabila dia mengatakan kepadanya, "Jangan pergl dengan

membawa hartaku!," lalu temyata dia pergi dan hartanya rusak,

maka dia harus memberikan bagian parkremya 5rang dilamng itu

unfuk dibawa dalam bepergian.

Setiap parhrer tidak boleh meminjam harta syirkah tanpa

seizin partnemya yang lain. Apabila dia melakukannya, maka dia

harus menang[lung baEan partremya, akan tetapi syirkabnya

tidak batal.

Bagian kedua adalah: Salah seorang dari orang yang

melakukan akad syirkah mengelola harta sesuai yang dilakukan

parfuremya ketika melakukan akad dengan orang lain. Unfuk

bagian ini ada beberapa bentuk.

Bentuk bagian kedua adalah: Apabila salah seorang dari

mereka membatalkan penjualan kepada orang lain, maka

pembatalann3n ini sah unfuk para partremya. Sebagai contoh:

Bila salah seorlng dari mereka menjual komoditas dengan harga

100 (dirham) lalu pembeli meminta dibatalkan, lantas kemudian

parbrer yang tidak berinteraksi langsung dengannya membatalkan

penjualan tersebut, maka pembatalannya ini sah- Contoh lainnya

adalah seperti iual beli salam.

Bentuk bagian kedua lainnya: Apabila salah safu parffrer

menjual komoditas dengan harga l$edit lalu dia meninggal dunia,

maka parUremya tidak boleh menuntut selain yang khusus pada

dirinya. Apabila dia memiliki sebagiannya lalu orang yang berutang

itu memberikan kepadanya, maka tanggungannya ifu telah

berakhir. Dan ahli waris adalah orang-orang lnng merninta bagian

si ma5ryit.
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Benhrk bagian kedua lainnya: Apabila salah seorang dari

mereka menjual sesuahr lalu dia mernberikan harganya dari

pembeli atau mernbebaskannya, maka hukumnln dibolehkan dan

dia harus menanggungnln.

B€nfuk bagiall kedua lainnln: Salah seorang dari mereka

boleh menunda penagihan piutang mereka pada orang lain yang

telah jatgh tempo, dimana penundaan ini berlaku untuk setnualrlp'

baik salah seorang di antara mereka 5ang melakukan akad utang

piutang atau semuanYa.

B€nfuk bagian kdua lainnya: Apabila salah seorang dari

mereka membeli sesuafu, maka pam parher lainnya ikut

bertanggungjawab bersamanya dalam harga komoditas tersebut

sehingga mereka bisa mendapatkan sesuai yang didapatkan

olehn5n 0nng melakukan pembelian). Masing-masing dari mereka

juga boleh menerima komoditas yang telah dibeli salah seorang

dari mereka. Apabila salah seorang dari mereka menemukan aib

dalam komoditas yang dibeli oleh temannya, maka dia boleh

mengembalikannya begifu juga parkremlE. Bila salah seomng dari

mereka membeli komoditas lalu temyata diketahui bahwa

komoditas tersebut bukanlah milik penjual, maka masing-masing

dari mereka boleh menuntut uang yang telah dibaprkan kepada

penjualnp.

Benfuk bagian kedua lainnSa: Apabila salah seorang dari

mereka mernbuat pengakuan, maka pengalmannlp ifu berlaku

terhadap dirinp dan parhremya. Kecuali bila dia dihrduh dusta

dalam pengakuannya itu, misalnya dia bukan orang yang diterima

kesaksiannp, seperti ayah atau anakrya.
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Demikianlah yang diuraikan oleh Syaikh AMurrahman Al

Jazii dalam juz ketiga Al Fiqh 'Ala Al Madahib. Dari kitab inilah 
I

kami mengutip perkataan para ulama yang berkenaan dengan I
beragam permasalahan akad syirl<ah karena pernbahasannya I
mudah dan gamblang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan I
rahmat kepadanya dan merahmati orang-orang yang menolongnya I
dari kalangan syaikh Sang tidak kami kenat. I

Sdangkan pembahasan tentang pekeriaan para partrer I
dalam syirl<ah inan menumt ulama madzhab Hanafi, telah kami I
uraikan di akhir penjelasan pasal ini pada pernbahasan Isebelumn5a 

I
Cabang: syirlrah Mufawadhah dan Cara I

Pelaksanaanngra I
Telah kami uraikan sebelumnSra bahwa syirt<ah I

mufawadhah adalah dua orang melakukan alad syirkah unhrk I
bekerjasama derrgan harta dan hrbuh (usaha), dimana masing- |
masing dari keduanya harus menanggung segala sesuahr yang I
wajib atas pihak lainnya baik karena ghashab, jual beli maupun Idhannn. I

Kami katakan bahwa syirkah ini batal (tdak sah). Akan t
tetapi menunrt ulama ma&hab Maliki hukumnya tidakbatal I

Masing-masing dari dua orang 1nng berserikat (beraliansi) |
boleh melakukan hal-hal berikut ini: I

Pertama: Dia boleh mendermakan sebagian harta syirl<ab I
nln unhrk menyatukan hati orang-orang yang ingin I

:'-:-:-sempa 
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harta yang dikeluarkan untuk iklan pada masa kita sekarang- Dia

juga boleh menyedekahkan sedikit harta syirkah kepada orang lain,

misalnya menyedekahkan uang recehan kepada orang miskin- Dia

juga boleh melakukan hal-hal mudah yang biasa dilakukan orang'

orang, seperti meminjamkan alat dan lain sebagain5ra

Keduat Dia boleh memberikan harta syirkah kepada

seseomng unhrk membeli komoditas dagang dari negeri tertenfu.

Inilah yang dirnmakan ibdha'dan ini salah safu dari

hak dua orang yang berserikat dalam syirl<ah lnan Han5ra saja

ibdha'fidak sah kecuali bila harta syirkal>nya itu ban5nk. Apabila

tidak banyak, maka iMhaLnya itu Udak sah tanpa izin sang

parhrer.

Ketiga: Salah seorang dari dua orang yang berserikat boleh

menitipkan harta syirkah-nya kepada orang Sang menurutnSa bisa

dipercaya karena adanya halangan yang mengharuskan demikian-

Apabila dia menitipkan komoditas tanpa adanya halangan, maka

dia harus bertanggungiawab harta tersebut.

Keempat: Dia boleh berserikat dalam bagian tertentu dari

harta syirkah, bail< syirkah mufaundhah maupun syirkah inan,

dengan catatan parkrer yang baru tidak boleh mengelola kecuali

bagian png telah ditentukan. Apabila dia mengelola semua harta

syirkah tanpa seizin parkrer pertamaryra, maka hukumnya tidak

sah.

Kelima: Dia boleh mernberikan sebagian harta kepada

seseorang secara mudhanbah bila hartanlra banyak dan bisa

dilakukan demikian. Apabila hartanya tdak banyak, maka

hukumryn tidak sah tanpa izin parh'remya.
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Keenam: Dia boleh menerima komoditas yang telah 
)

driualnla atau telah dijual partnemSn bila masih bermanfaat untuk I
diperdagangkan. Apabila tidak bermanfaat, maka komoditas ifu I
wajib untuk parhremya sesuai dengan bagian miliknya. I

Ketujuh: Dia boleh menerima komoditas yang ada cacatnSn I
baik yrang dibeli oleh dirinya sendiri maupun partuiemya tanpa I
seizin parhrem5a 

I
Salah seorang dari dua parhrer boleh melakukan sernua t

png telah dijelaskan di atas dari yang pertama sampai ketujuh, I
meskipun parhremya ifu melarang dan tidak mau menerimanlra. 

I
Kedelapan: Dia boleh mengakui utang pada syirkah I

kemudian utang tersebut diambil dari harta syAl<ah, dimana I
partrerqra wajib menyerahkan kepadan3n bagian Snng khusus I
untuknya ifu dengan tiga syarat, I

Syarat Pertama: Orang yang mengaku harus jujur. Apabila I
dia dusta, maka partnem5a tidak wajib melakukan apapun. I

SSnrat Kedua: Orang yang mendapatkan pengakuan I
dengan orang yang mengaku tidak merniliki hubungan 5rang bisa I
membuatrln difuduh dusta dalam pengakuannSa, seperti kedua I
oremg tua dan pubanya. Apabila dia mengakui berutang kepada I
salah seoftrng dari mereka, maka parhremya ifu Udak wajib I
melakukan apapun dan dia hanya bertanggungjawab terhadap t
omng grang mengaku saja. I

Syarat Ketiga: Pengakuan dilakukan bagi omng Sang tidak I
dituduh dusta saat terjadingra akad syirkah. Apabila dia mengaku t
setelah terjadinya akad syirkahdan orang 5nng diberi pengakuan I- 
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miliknSra, kemudian dia dianggap saksi untuk bagian parEremSa,

lalu dia dan orang Snng berutang harus bersumpah. Setelah itu

parkremSa harus menyemhkan suatu komoditas llang khusus

diperuntukkan baginp.

Keseqpbilan: Dia boleh menjual dengan utang tanpa seizin

parkrem5ra, narnun dia tidak boleh membeli dengan utang tanpa

seizinngra. Apabila dia melakukannya, maka partrremla ifu disuruh

mernilih apakah akan menerima atau menolaknya. Pada saat

menolak harganya, maka utang ifu hanyra wajib atas pembeli saia.

Dalam hal ini tidak ada bdanln apakah komoditas yang dibelinya

itu dengan utang telah ditenfukan di antara keduan5a, misalnp

omng mengatakan kepadanya, "Belilah komoditas si fulan!," atau

komoditasnya tidak ditentukan, misalnln dia berkata, "Apa saia

komoditas lrang kamu suka, belilah!-" Apabila sang partuier

mengizinkan kepadan5ra unhrk membeli komoditas tertentu dengan

utang, maka hukumnya sah. Sedangkan bila dia mengizinkannSn

membeli komoditas apapun dengan utang, maka hukumnyra tidak

sah, karena ini termasuk syirl<ah dzimam yang dilarang oleh

mereka-

Kesepuluh: Salah sahr dari dua orang yang berserikat boleh

mengambil harta dari orang lain selain partrremya, untuk

diperdagangkan s@ara mudharabah, dimana keuntungannlra

hanlra khusus unhtknya, tidak untuk parhemyra, dengan s5rarat

pekerjaan tersebut tidak membuatnya melalaikan pekerjaan dalam

syirkabnya 5rang pertama, atau partrremya bisa mengzinkannla

bila pekerjaan tersebut menyibukannya. Contohnya adalah, bila

salah satu dari keduanSra memperdagangkan komoditas titipan

l,ang ada padan5n, maka keunfungan dari komoditas titipan

tersebut ih-r unfuknya dan dia hams menanggung kerugian tanpa
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harus memberikan pemasukan kepada partremya. Kectrali bila

partremla mengetahui hal tersebut dan tidak melarangnga, maka

dia ikut menanggung bersamanln dalam keunfungan dan

kerugiann3a.

AqrSyirazi * berkata, 'Keuntungan dan kerugian
dibagi sesuai nilai dua harta, karena keuntungan
merupakan bertambahnya harta, sedang kerugian
merupakan berkurangnya harta. Jadi harus disesuaikan
sesuai nilai dua harta tersebut. Apabila keduanya
mensgaratkan perbedaan dalam keuntungan dan
kerugian patahat kedua harta tersebut sarna, atau
mensyaratkan keunhmgan dan kerugian yang sama
padahal kedua harta tersebut berbeda, maka akadnya
fidak sah. Karena dia merupakan s3prat yang
menafikan konsekuensi dari akad syirkah sehingga fdak
sah. Seperti halnya bila disyaratkan bahwa keuntungan
menjadi milik salah satu dari keduanya- Bila keduangra

tetap mengelola dua harta tersebut dengan qnrat ini,
maka hukumnla sah, karena qnrat fidak
menggugurkan izirln sehingga hukumnrc sah- Apabila
keduanSTa mendapat untung atau merugi, maka hanrs
dibagi di antara keduanya sesuai nilai kedua harta,
kemudian masing-masing dari keduanya ifu bisa
meminta upah pekerjaannya dalam bagtan partnernya;
karena dia bekerja dengan fujuan untuk menyerahkan
apa yang disyaratlmnnya itu, sehingga bila fidak
diserahkan, maka dia hanrs menunfut upah
pekeriaannga-"
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Penielasan' Hukum

Apabila dua laki-laki berserikat dan mengelola harta syirl<ah

lalu mendapat keunfungan, maka keuntungann5ra dibagi di antara

keduanln, sernentara kerugian harus disesuaikan dengan nilai

kedua harta tersebut, baik keduanya mensyaratkann5ra saat akad

atau tdak, karena inilah konsekuensi dari syirkah. Apabila

keduanp mensyaratkan perbedaan dalam keunfungan atau

kerugian sementara harta keduanya sama, atau menslpratkan

kesamaan dalam keunfungan atau kerugian sernentara harta

keduanya berbeda, maka qrarat ini tidak sah. Akan tetapi menurut

Abu Hanifah qnratnSa sah.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah bahwa syarat tersebut

menafikan konsekuensi datjl syirkah sehingga tdak sah, seperti

halnya bila keduanp mensyaratkan keunhrngan unfuk salah

safunlE. Apabila kedua pihak melakukannln dengan s5rarat

tersebut, maka hukumnya S*, karena sSnmt itu Udak

mensFgurkan izin. Apabila keduanya mendapat keunfungan atau

memgi, maka keurnfungan dan kerugian tersebut dibagi sesuai nilai

harta keduanln, sebab dia merupakan hasil dari harta keduanya.

Disamping ifu keuntungan adalah hasil dari harta tersebut sehingga

hams dibagi sesuai nilai keduanya. contohnln adalah bila

keduanla memiliki pohon korma yang berbuah-

Kemudian masing-masing dari keduanya bba meminta

kepada parbremya upah pekerjaan pada hartanlp, karena dia

bekerja dengan slamt, sementara dia belum menerima apa yang

diqnratkan tersebut.

An-Nawawi berkata dalam Ar-Raudhah, "sesungguhnlra

keunfungan dibagi di antara keduanya sesuai nilai kedua harta
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tersebut, baik kedua pihak mensSraratkan demikian atau tidak, baik

pekerjaan kedua belah pihak itu sama atau berbeda. Apabila kedua

pihak mensyaratkan kesamaan dalam kannfungan, sementara

harta keduanya berbeda atau juga mensyaratkan perbedaan dalam

ketrntungan, sementara harta kedua pihak ifu sama, maka syirkah

tersebut batal menurut pendapat madzhab kami. Pendapat ini juga

dinyatakan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i."

An-Nawawi juga meriwayatkan pendapat ulama fikih Asy-

Syafi'i yang lain, yaitu bahwa syirkabnya itu fidak batal.

Sementara keunfungannya harus dibag! sesuai nilai kedua harta

tersebut. Kemungkinan perbedaan pendapat ini kernbali kepada

terminologi tersebut. Jumhur ulama menyebutkan kata 'Rusak

.(batal)' secara muflak, sementara sebagian ulama lainnya tidak

menyebufurya demikian lantaran tetapn5ra mayoritas hukum yang

berlaku.

Apabila salah seorang dari keduanya mengkhususkan

tambahan pekerjaan dan mensyaratkan tambahan keunfungan,

maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Spfi'i:

Pendapat Pertiama: Syaratnya sah dan tambahannya ifu

dihifung sesuai nilai kepemilikan lang sebanding dengan

pekerjaannya, dimana akadnya terdiri dan syirkah dan qindh.

Sementara pendapat yang paling shahih menyatakan bahwa,

syaratnya tidak sah, sebagaimana bila dia mensyraratkan perbedaan

dalam kemgian, maka hukumnya tidak sah dan kerugian ifu harus

dibagi sesuai nilai harta yang ada, tdak sah dijadikan qindh,

karena dalam qindh yang dikelola hanya harb milik si pemilik

harta (pemberi modal), sedangkan dalam syirl<ah png dikelola

adalah harta keduanya.
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Apabila qnmtrya rusak, maka itu tidak mempengaruhi

rusaknya pengelolaan harta karena adanln izin- Kemudian

keuntungannya dibagi berdasarkan prosentase kedua harta dan

masing-masing bisa meminta kepada temannlra upah pekerjaannya

dalam hartan5n. Apabila harta dan pekeriaan keduanya salrla,

maka separuh pekerjaan masing-masing ifu berlaku dalam

perbandingan harhanya, sehingga dia tidak mendapat upah,

sedangkan separuhnya lagi berkenaan dengan harta temannSn.

Dalam hal ini partremya berhak mendapatkan gantinlp sehingga

semuanya harus Sama rata. Sedangkan bila pekeriaan keduanln

berbeda, sementara kedua hartanya sama, misalnln pekerjaan

salah safunln satna dengan 200 dirham sementara pekeriaan

temannya sama dengan 100 dirham, apabila pekerjaan orang lrang

mensyaratkan tambahan ifu lebih banyak, maka separuh

pekerjaann5a adalah 100, sedangkan separuh pekerjaan

partrem}ra itu adalah 50, sehingga setelah diambil, maka sisanla

50. sedangkan bila pekerjaan temannya lebih banlak, maka

berkenaan dengan permintaan 50 dirham kepada orang lrang

menqnratkan tambahan unfuknya ihr ada dua pendapat'

Pendapat Perhama: Dia boleh memintanya, seperti halqn

brh qindh itu batal. Akan tetapi pendapat yang paling shahih

adalah tidak boleh. Dua pendapat ini berlaku dalam syirkah yang

batal sementara salah sahr dari keduanya mengkhususkan asal

pengelolaan dan pekerjaan, lantas apakah dia boleh meminta upah

separuh pekerjaannya kepada partrremSp ?. Bila harta keduanSn

berbeda, misalnln salah safunya memiliki 1000 dirham sementara

partrernya memiliki 2000 dirham, dimana pekerjaan keduanya

juga berbeda, lalu pemilik harta Snng lebih banyak itu bekeria lebih

banlnk dan pekeriaannlra senilai 200 dirham sementara pekeriaan
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pertnemya senilai 100, maka dua pertiga hartanya diambil dari

hartanya sementara sepertigan5a diambil dari harta parforemya.

Kemudian bila pekerjaan sang parh,er sebaliknya, maka pemilik

harta yang lebih banyak mendapatkan sepertiga dari 200 yang

harus dibayar oleh pemilik harta yang lebih sedikit, sedangkan

pemilik harta png lebih sedikit mendapatkan dua pertiga dari 100

yang harus dibaSar oleh pemilik harta yang lebih banyak. Nilai

keduanya harus disepakati bersama dan berlaku dalam

pengambilan.

Bila pemilik harta yang lebih sedikit pekerjaannya lebih

ban5ak dan perbedaannla seperti yang telah kami uraikan, maka

sepertiga dari pekerjaan pemilik harta yang lebih sedikit itu diambil

dari hartanln, sementara dua pertiganln diambil dari harta

temannya, sedangkan dua pertiga pekerjaan pemilik harta yang

lebih banyak diambil dari hartanya dan sepertigangra diambil dari

harta parhremln-

Dengan demikian, maka yang tersisa unh.rk pemilik harta

yang lebih sedikit yang wajib diberikan oleh pemilik harta yang

lebih banpk haruslah diberikan setelah pengambilan. Namun bila

pekerjaan keduanya sama, maka pemilik harta yang lebih sedikit

mendapatkan dua pertiga dari 100 yang harus diberikan oleh

pemilik harta 5ang lebih banyak, sedangkan pemilik harta yang

lebih banyak itu berhak mendapatkan sepertiga dari 100.

Sepertiganya diambil sesuai pekerjaan 5nng dilakukan, sementara

pemilik harta yang lebih sedikit tetap mendapatkan sepertiga dari

100.
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Cabang: Hukum ketidak-sahan yang telah kami uraikan

ketika pembagian keunfungan yang berubah, ifu berlaku pula

dalam semua sebab-sebab rusaknya allald syirlah. Akan tetapi sarg

An-Nawawi mengatakan, "Apabila dua harta tersebut tidak dimiliki

bersama dan tidak bercampur, maka menurut pendapat lnng kuat,

tidak ada al<ad syirkah di dalamnya. Harya setiap harta hanln

khusus untuk pemiliknya dan fidak meniadi milik bersama.

Pembahasan tentang sah dan tidakn5ra hanya berlaku setelah

terjadin3n akad syirkah tersebut, dan apabila terjadi proses

perwakilan dari kedua pihak, maka hukumn5ra tdak samar-"

Cabang: Bila kami membolehkan qnrat penambahan

keunfungan bagr orang yang mengkhususkan dirinya dengan

tambahan keria sementara keduanya tidak mennpratkannya dan

tidak mensyaratkan pembagian keuntr.rngan menunrt nilai kedua

harta, dimana hanya menyebutkan s@ara akad secara muflak,

maka menurut pengarang At-Taqrib dan Syaikh Abu Muhamrnad,

para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini, yaifu apakah

keuntungan tersebut dibagi sesuai harta tersebut dan tambahan

pekerjaan4ra itu menjadi derma (tidak mendapat upah) ataukah

tambahan pekeriaan itu harus ada upahngra sebagaimana lnng
diberlakukan pada pekerja yang tidak menyebut upah (tapi harus

diberi upah)? Kernudiarr.. bila keduanla menqraratkan tambahan

keunfungan baE pihak png pekerjaannya bertambah, lanhs

apakah disyaratkan hams independen sebagaimana dalam qimdh

ataukah sarna seperti ragam al<ad, syirlah lainnp?. Dalam hal ini

ada dua pendapat ulama likih Asy-Syafi'i.
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Begitu pula bila salah satunya mensyamtkan tidak bekerja.

Perbedaan pendapat dalam hal ini berkenaan dengan kebolehan

pensyaratan bertambahnya keuntungan baE pihak yang

pekerjaannya bertambah. Dalam hal ini dibolehkan bila salah

safunya mensyaratkan pengelolaan harta sendirian dan

mendapatkan tambahan keunfungan. Ada pula pendapat yang

mengatakan bahwa, hukumnyra boleh dalam kasus ini, akan tetapi

tidak boleh bila keduanya sama-sma berserikat dalam asal

pekerjaannya, karena dia tidak tahu keunfungan png didapat dari

pekerjaan llang mana. Wallahu AIam

Aslrsyirazi g berkata: PasaL Sedanglmn syirl<ah

aMan adalah akad stlirkah terhadap sesuatu lnng
dihasilkan oleh tubuh kedua belah pihak- Hukum

ryirlah ini tidak sah; berdasarkan riwayat Aisyah *
bahwa Nabi g bersaMa, .lbt3. *t b, gq e Al +;l|Sg
'Setiap s5mrat Wng frdak ada dalam Kitab AIIah adalah

batal."

Syarat ini fidak terdapat dalam Kitab Allah
sehingga hukumnya batal. Disamping itu pekerjaan

masing-masing dari keduanya menrpakan baglan khusus

diringa, sehingga orang lain tdak boleh berserikat
dengannya dalam garrtinyra. Apabila keduanSn bekerja

dan mendapatkan hasilnya, maka masing-masing pihak

mengambil upah pekerjaannya karena ifu sebagai upah

dari pekerjaan lpng khusus bagtnya.
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Penjelasan'

Hadits Aisyah @ diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani- An-

Nawawi berkata, "hnu Khuzaimah dan hnu Jarir mengarang kitab

besar yang di dalamnya membahas banyak masalah yang

berdasarkan hadits ini. "

Sedangkan hukum-hukumnp, od syirkah abdan adalah

dua orang atau lebih berserikat dalam harta yang mereka kelola

dengan tangan mereka sendiri, seperti buruh lnng berserikat

dalam suafu pekerjaan, kemudian apa saja re.z.elri yang

dikaruniakan Allah kepada mereka, maka dibag di antara sesalnit

mereka. Misalnya mereka mengumpulkan atau melakukan

pembongkaran terhadap harta kafir harti lpng merupakan musuh

umat Islam atau beragam pekerjaan lainnln png diperbolehkan,

semuanya menurut kami tdak sah. Akan tetapi menurut ulama

ma&hab Hanbali dan Ahmad dalam riwa5rat Abu Thalib,

menlntakan tidak apa-apa bila suafu kaum berserikat dengan

tubuh mereka (tenaga mereka) meskipun mereka tidak merriliki

harta, misalnya para pemburu dan kuli angkut komoditas. Nabi $
pemah memperserikatkan Ammar dengan Sa'd dan lbnu Mas'ud,

lalu Sa'd datang dengan membawa dua tawanan akan tetapi

kduanya tidak membawa apa-apa.

lmam Ahmad menjelaskan sifat syirl<ah dalam ghanilmh

dengan mengatakan, "Keduanya berserikat dalam apa llang

didapatkan bempa harta ftrmpasan perang dari musuh yang tanns,

karena yang membunuh lebih berhak mendapatkannya daripada

orang-orang lain yang mencari harta rampasan perang-" Pendapat

ini juga dinlntakan oleh Malik. Sedangkan menunrt Abu Hanifah,

hukumnya hanya sah dalam perindustrian tapi Udak sah dalam
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pekerjaan mubah lainnya seperti mengumpulkan komoditas dan

berbunr, karena konsekuensi akad syirkah adalah wakalah,

sementara dalam hal-hal ini fidak sah karena orang yang

mengambilryra akan memilikinya.

Argumentasi kami adalah, bahwa dia merupakan syirl<ah

unfuk selain harta sehingga hukumnya tidak sah. Karena dalam

syirkah ini (syirkah aMailbisa jadi kemampuan dan keterampilan

masing-masing anggota berbeda-beda. Disamping itu harta

rampasan perang itu merupakan milik bersama berdasarkan

hukum Allah $, maka bagaimana bisa dia hanya miliki sebagian

orang yang melakukan akad syirkahdi dalamnp?.

Ulama madzhab Hanbali mernbuat cabang permasalahan

dalam hal keboletran syi*ah abdan inr. Mereka

bahwa, boleh melakukan syAkah abdan bila para pekerja sepakat.

Bila mereka tidak sepakat, maka menurut Abu Al Khaththab, -
salah seorang pengikut Ahmad-, tdak sah. Pendapat

ini juga diryntakan oleh Malik. Karena konsekuensingra adalah

bahwa sesuafu lnng diterima oleh safu pihak hartrs diterima pula

oleh pihak lain.

Apabila salah safunyra telah menerima sesuatu padahal

pekerjaan keduanp berteda, maka pihak lainnSn tidak akan bisa

melakukannya, lantas bagaimana bisa pekerjaan tersebut wajib

baginln? atau bagaimana bisa dia ditr.rnfut sesuatu yang dia tidak

mampu melalukannya ?. Akan tetapi menunrt Al Qadhi dari

kalangan ulama madzhab Hanbali, bahwa sah; karena

keduan3n telah berserikat dalam pekerjaan gnng mubah sehingga

sah, jadi sarna saja seandainSn pekerjaan

sma.
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Disamping ifu dalam suafu pekerjaan yang sama terkadang

salah sahrnya lebih mahir dari yang lain, bahkan terkadang salah

satun5ra bisa mengerjakan sesuatu yang tdak bisa dikeriakan

partremya. Jadi, hal tersebut tidak menghalangi sahnlp. Begitu

pula bila dua pekerjaan berbeda. Mereka mengatakan, 'Masing-

masing dari keduanya wajib mendapatkan apa lnng didapat oleh

temannln." Ulama ma&hab Hanbali juga mengatakan,

"Keuntungan dalam syirkah aMan adalah berdasarkan

kesepakatan mereka tentang apakah harus salna atau befteda

antara yang safu dengan lainnya, karena pekeriaan tersebut

memang berhak mendapatkan upah. Boleh juga keduanp

mendapatkan keuntungan yang berbeda dari pekeriaan lnng
dihasilkan."

Cabang: Apabila dua laki-laki memiliki 3000 (dirham)

dimana yang 1000 dirham milik salah satunlra sementara yang

2000 dirham milik temannln, sementara al<ad syirkah ditetapkan

bahwa keunfungan dibagi dua di antara keduanln, apabila pernilik

2000 menqnratkan unfuk dirinya upah terterrhr dari pekerjaan

tersebut, maka syaratrya tidak sah. Apabila keduanya bekerja,

maka keunfungan dan kerugiannya ifu dibagi di antara keduanSn

sesuai nilai harta keduanya, kemudian masing:masing bisa

meminta kepada temannya upah pekeriaan tersebut dalam

hartanp.

Abu Hanifah & berkata, " Syirkabnya tdak sah dan salah

safu dari keduanp tidak boleh meminta kepada temanngra upah

pekerjaan dalam hartanlra. "
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Argumentasi kami adalah, bahwa dia merupakan akad Srang

berfujuan untuk mendapatkan keunfungan dalam segala

kondisi. Apabila akadnya rusak, maka masing-masing berhak

mendapatkan upah pekerjaannya di dalamnya, seperti halnya

Qiradh. Apabila pernilik harta 1000 dirham mengelola harta

syirl<ah dengan upah 300 dirham, sementara pemilik harta 2000
dirham mengelola harta syirkah dengan upah 150 dirham, maka

pernilik harta 1000 dirham berhak mendapat 200 dirham dari
pernilik harta 2000 dirham, sementara pemilik harta 2000 dirham

berhak mendapat 50 dirham darinya sehingga bagiannSa sarna,

kemudian masih tersisa lagi unfuk pernilik harta 1000 dirham

bagan 150 dirham atas pemilik harta 2000 dirham. Bila masing-

masing dari keduanp mengelola harta syirl<ah dengan upah 150

dirham, maka pemilik harta 1000 dirham berhak mendapat 100
dirham dari pemilik harta 2000 dirham sementara pernilik harta

2000 dirham berhak mendapat 50 dirham sehingga bagiannya

sarna, sedangkan untuk pemilik harta 1000 dirham masih tersisa

50 dirham untuk pemilik harta 2000 dirham.

Bila pemilik harta 2000 dirham mens5aratkan seluruh

pekerjaan pada pemilik harta 1000 dirham dan menspratkan
separuh , maka syirkah ini sah dan qindbnya *h,
karena pernilik harta 1000 dirham berhak mendapat sepertiga

ketrnfungan dari akad syirkah, mengingat hartanp ifu merupakan

sepertiga, sdangkan pemilik harta 2000 dirham berhak mendapat

dua pertiga kannhrngan. Apabila dia mensyaratkan seluruh

pekerjaan pada pernilik harta 1000 dirham dan mensSnmtkan

separuh keunhrngan, maka dia telah mensyamtkan seperenarn

keunhrngan unfuk pekerjaannya dan ini dipertolehkan. Seperti

halnSn bila melalarkan qindh yang menghasilkan keunfungan
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berupa seperenarn. Apabila dikatakan, "Bagaimana bisa akad

qimdlrnya sah terhadap harta yang dimiliki bersama ?." Kami

katakan, "Hukumnya sah, karena kepemilikan bersama ihr ada

pada pekerjarya sehingga tidak ada halangan mengelolan3n. Yang

tdak sah adalah bila kepemilikan bersama pada harta pokok itu
bercama selain pekerianSra karena tidak bisa dikelola."

Cabang: Apabila seorang laki-laki memiliki kendaraan

angkutan yang diberikan kepada oftmg lain unfuk digunakan

(mencari nafkah) lalu rezeki yang diperolehnya itu dibagi dua unh.rk

keduanya, atau sepertiga, atau juga sesuai lang diqnratkan

keduan5ra, maka hukumnya tidak sah. Ketrnfungan harya unfuk

pemilik kendaraan, karena muatan lang berhak mendapat

kompensasi ifu dengan perantara kendaraannla. Dia haryra

mendapatkan upah standar unfuk pekerjaann5a ifu, karena ini

bukan termasuk jenis syirkah, kecuali bila dia meniadi akad

mudhambah. Akan tetapi menunrt Ahmad dan ulama

ma&habnya, hukurn perkara di atas adalah sah. Demikianlah png
dinyatakannya dalam riwa5at Al Atsram, Muhammad bin Hart dan

Ahmad bin Sa'id. Pendapat ini juga din5atakan oleh Abu Tsaur,

hnu Al Mun&ir dan ulama fikih rasionalis. adalah,

karena dia merupakan komoditas yang berkembang lantaran

dikelola (dipekerjakan) sehrngga hukumnya sah meskipun

kontraknya hanya sahr hari.

Cabang: Pengarang Al Bayan berkata, "Apabila dua

orang laki-laki memiliki 2000 dirham dimana masing-masing

memiliki 1000, lalu salah seorang dari keduan5ra itu mengizinkan
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temannya unfuk mengelola harta tersebut dengan keuntungan

dibagi dua, maka ini bukanlah akad syirkah dan bukan pula qimdh.

Karena konsekuensi dari akad syirkah ifu sendiri adalah, bahwa

keduanya hams sama-sama bekerja dan mendapat keunfungan,

sementara konsekuensi qindh adalah bahwa pekerjanla ifu berhak

mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut. Sedangkan dalam

kasus ini, tidak ada syarat demikian (sehingga tidak sah)."

Apabila hal ini telah ditetapkan, lantas kemudian ada yang

bekerja dan mendapat keuntungan, maka keunfungan ifu dibagi

dua unfuk keduanya, karena berwuiud pertumbuhan harta

keduanln. hnu Ash-Shabbagh berkata, "Pekerja tidak berhak

mendapatkan upah unfuk pekerjaannya dalam harta parkremSn,

karena dia tidak mensyaratkan kompensasi bagl dirinlp sehingga

pekerjaannln ihr hanp menjadi derma (fidak mendapat upah)-"

Cabang: Apabila seorang laki-lak merniliki tanah

bangunan 5rang dipakai untuk menumbuk padi sementara pihak

lain memiliki alat-alat dan mesin penumbuk padi, kemudian

keduanla berserikat unfuk bekeria mengelolanya dengan alat-alat

itu di tanah bangunan tersebut, lalu hasilnp dibagi berdua, maka

hukumn5n diperbolehkan dan upahnya sesuai dengan perianjian

keduanya. Karena syirl<ah itu berlaku unh.rk pekerjaan keduanya,

sementara pekerjaannya itu berhak mendapatkan upah.

Sedangkan alat-alat dan bangunannlB tidak berhak mendapat apa-

apa karena keduanya dipakai dalam pekeriaan bersama-

j
i
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Cabang: Permasalahan Dalam syirl<ah Abdan darr
Pendapat Para Ulama Dalam Masalah Ini-

Kami katakan: Pendapat kami adalah bahwa syirkah yarg
dibolehkan hanya satu jenis yaitu syirkah inan- Pengertian syirl<ah

inan adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bersama-

sarna mengelola harta syirkah lalu keunfungannya dibagi di antara

mereka sesuai prosentase harta mereka dengan syamt-syarat

khusus. syirkah ini telah kami uraikan dalam pernbahasan

sebelumnln.

Sedangkan syirl<ah abdan adalah dua orang atau lebih

berserikat (beraliansi) untuk bekerja, dimana masing-masing orang

memiliki keahlian untuk bekerja dengan tubuhngra, kemudian

rezel<r yang diperolehnya itu dibagi bersama sebagai upah masing-

masing. syirl<ah ini hukumnya dilarang, baik keahlian mereka salna

seperti tukang besi atau fukang kuyr, atau keahlian mereka

berbda seperti tukang besi dengan tukang kayu. Apabila terfadi

syirkah semacam ini, maka hukumnya bahwa apa saja yang

diperoleh oleh masing-masing dari mereka itu mempakan upah

png hanya dikhususkan baginya dan tidak boleh diberikan kepada

parkremya. Apa saja yang dikerjakan bersama harus dibagi sesuai

prosentase pekerjaannya tersebut. Misalnya bila ada dua orang

lrang bekerja membangun dinding, maka masing-masing dari

keduanp harus mendapatkan upah sesuai pekerjaannya png
berhak didapatkan dalam satu hari. Apabila salah safunya berhak

mendapatkan 10 grrsy dalam safu hari, sementara temannya

berhak mendapatkan 20 qircy dalam sehari, rnaka upah tersebut

dibagi di antara sesuai prosentase ini. Wallahu A'latn.
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Ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Syirkah abdan

adalah dua orang pekerja atau lebih berserikat (beraliansi) unfuk

bekerja dengan fubuh keduanya, lalu upah yang didapatkan dibagi

unhrk berdua sesuai perjanjian. Hukumnya dibolehkan secara

mutlak, baik pekerjaannya ifu sama atau berbeda- Jadi, seorang

fukang kayr boleh bekerjasama dengan tukang besi, lalu masing:

masing dari keduan5a mengambil upah dan orang yang menysdJa

harus memberikan upahnya sesuai yang diinginkan keduanya."

Di antara bentuk syirkah abdan adalah kerjasama unfuk

memiliki sesuafu yang mubah, seperti berbum, mencari kayu bakar

dan lain sebagainya. Wallahu AIam.

Syirkah ini disebut pula syirl<ah a'mal atau syirkah shana'i'

atau syirl<ah bqabbuL syirkah ini adalah s/lrkah perbuatan jasmani

atau pikiran yang bisa dilakukan, seperti dua penjahit atau safu

penjahit dengan fukang celup, atau dua penulis atau pengarang

dan penerbit atau penerbit dan pencetak atau dokter mata dengan

dokter tulang.

Dalam syirkah ini, dua orang ahli atau dua profesi bebas

beraliansi, dimana masing-masing dari keduanya ifu bekerja

menumt metode syirkah lalu keuntungan dibagi bersama, baik dua

parkrer ihr sele'uel atau berbeda, baik keahliannya sama atau

berbeda.

DR. Rafiq Al Mishri berkata, "Setelah dikaji temyata syirkah

ini menumt pakar hukum Perancis hanya sekedar kolaborasi.

Mereka berpendapat bahwa, para tokoh kapitalis adalah orang-

orang yang menjadikan jaminan harta perLama unfuk syirkah.

Dalam hal ini setiap syirkah harus memiliki harta kekayaan (aset)
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atau jaminan harta, karena dia merupakan representasi dari

individu meskipun memiliki karakter 5rang abskak."

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Upah
Standar.

Kami katalon: syirl<ah abdan adalah dua orang pekerja

berserikat (bersekutu) unhrk bekerja dengan tubuh keduanla lalu

berserikat dalam hasil yang diperoleh. syirkah ini hukumrya tidak

sah.

Akan tetapi menurut Malik &, hukumn5ra dibolehkan bila

pekerjaannya sanra, sedangkan bila pekeriaannla ihr berbeda,

maka tidak boleh.

Sdangkan menumt Abu Hanifah g, hukumnya dibolehkan

baik pekerjaannla berbeda atau sarna. Akan tetapi dia tidak
dibolehkan dalam sesuafu yang diperoleh dengan pekerjaan seperti

berburu dan mengumpulkan kayu bakar.

Menurut Ahmad bin Hanbal, hukumn5ra dibolehkan sampai

dalam berburu dan mengumpulkan kayu bakar. Dan yang

dijadikan acuan olehnya adalah riwayat lang menyebutkan bahwa

Sa'd bin Abi Waqqash, AMullah bin Mas'ud dan Ammar bin Yasir
.S berserikat dalam harta rampasan perang badar. Kefika ifu Sa'd

mendapat harta rampasan dua ekor unta. Ada pula yang

mengatakan bahwa dia menawan dua orang. Sementara dua
orang lainnp tdak mendapat apa-apa. Kemudian mereka
membagi harta rampasan perang tersebut. Ini adalah syirl<ah

aMan, bukan syAl<ah harta, dan orang-omng sejak masa Nabi $
sampai masa sekarang biasa melakukan syirkah abdan dan tidak
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ada yang mengingkarinya, sehingga menjadi ijma'. Disamping itu

dia merupakan jenis syirkah sehingga harus sah, seperti syirkah

harta benda. Selain itu pekerjaan tubuh merupakan pangkal yang

bisa menghasilkan harta bila dilakukan sendirian, sementara harta

merupakan cabang darinya yang fidak bisa menghasilkan

perhrmbuhan kecuali bila itu dikelola. Apabila syirl<ah dalam harta

sah, maka syal<ah dengan tubuh tentu lebih sah, ditambah lagi,

bahwa orang lang bekerja dalam qindh merupakan sekuhr

dengan tubuhnSn dalam harta yang tdak sarrr.r dengan

pekerjaann5a. Oleh karena ifu, syirl<ah dalam perbuatan tubuh

lebih utama.

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah larangan

Nabi $ terhadap penipuan. Sedang syirl<ah abdan mempakan

penipuan, karena terkadang salah sahrn5ra bekerja sementara

temannya tidak. Bahkan terkadang salah safu dari keduanya ihr

bekerja lebih cepat daripada parkremya. Disamping itu, dia adalah

syAkah lrang fidak mengandung persekutuan dalam hartia,

sehingga pantas bila hukumnya batal (fidak sah).

Asalnya adalah bila dua orang berserikat dalam sesuahr

5nng bisa diberikan oleh keduanya. Disamping itu dia adalah

syirl<ah dalam manfaat benda yang berbeda, sehingga pantas jika

hukumnya batal. Misalnya bila keduanya berserikat dalam dua ekor

unta unhrk diser,vakan kemudian upahn5n dibagi untuk berdua.

Selain itu, fujuan dari syirkah abdan adalah pekerjaan,

sebagaimana tujuan dat'. syirkah harta adalah harta itu sendiri.

Apabila nilai harta yang tidak diketahui itu menyebabkan rusaknya

al<ad syirkah, maka pekerjaannya juga tidak diketahui dalam segala

kondisinya. Karena setiap yang dikerjakan itu masing-masing dari

keduanya tidak diketahui nilainya dan dia mengetahuinya sehingga
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tidak bekerja. Akan tetapi argumentasi ini lemah karena salah

safunya msak, sehingga keduanya sdlnd-sdlnd mengakui ketidak

jelasan karena masing-masing saling menghalangi sahnya syirkah

ini. Hal ini sama seperti bila keduanya mencampur dua harta yang

Udak diketahui nilainya, dimana jenisnya adalah mufaowdhah

Apabila dalam harta saja bisa menjadi batal karena tidak diketahui

jumlahnya dengan jelas, maka begifu pula dalam pekeriaan yang

bisa menjadi batal bila tidak diketahui dengan jelas. Asalnla adalah

bila seseorang mengatakan, "Aku mempekerjakanmu sebagai kuli

unfuk membangun unfukku tapi engkau tidak mendapat upah."

Sementara jawaban terhadap argumentasi mereka yang

mengambil dalil dengan perserikatan Sa'd, hnu Mas'ud dan

Ammar dalam harta rampasan percmg, maka bisa dikatakan

bahwa berkenaan dengan bagian harta talnpasan perang, syirkalT

nya berlaku unfuk pekerjaan, bukan sSarahrya. Bukankah bila dua

orcmg yang berhak mendapat harta rampasan perang tdak
membuat qnrat, maka harta rampasan salah seorang dari mereka

tetap menjadi syirl<ahdi antara mereka?.

Pemyataan mereka bahwa, hal tersebut telah menjadi iima'

adalah tidak benar, karena ijma'ifu diambil dari perkataan, bukan

dari pertuatan, sebagaimana Abu Hanifah yang tidak menjadikan

ijma' ulama tentang bolehnya mengambil upah mengajar di

sekolah dasar sebagai dalil bolehnya mengambil upah dalam

mengajar Al Qur'an.

Tentang pengqiyasan dengan syirl<ah Imn, masalah ini

telah dibahas pada pembahasan sebelumn3ra.

Sementara argumentasi mereka, bahwa pekerjaan dalam

mencari nafkah itu merupakan asal (pangkal), sedangkan harta
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merupakan cabangnya, maka bila syirl<ah dalam cabang itu

diperbolehkan, maka dalam asalnya pun lebih dibolehkan.

Sementara jawaban terhadapnya adalah, bahwa ketika

syirl<ah abdan itu dianggap batal karena pekerjaan yang tidak

diketahui, maka ini juga berlaku dalam syirkah harta, karena dia

bisa menjadi batal bila hartanya tidak diketahui. Oleh karena itu

bisa dikatakan bahwa kedua hal ini sarna.

Argumentasi mereka dengan qindh, maka sebagaimana

telah diketahui bersama bahwa pekerjaan itu mengikuti harta, dan

adanya ketidak tahuan pada semuanya itu, tidak menghalangi

sahn5ra akad apabila asalnya diketahui. Namun tidak demikian

halnya dengan syirl<ah abdan, karena pekerjaan di dalamnya

merupakan asal yang drtuju sehingga hukumnya batal dikarenakan

pekerjaannyra itu Udak diketahui.

Apabila telah jelas bahwa syirkah abdan tidak sah, maka

bisa jadi pekerjaan masing-masing dari keduanya terpisah

(berbeda) atau tidak terpisah. Apabila terpisah, maka masing-

masing dari keduanya berhak mendapatkan upah pekerjaan untuk

dirinya sendiri. Sedangkan bila pekerjaannya terpisah, maka hasil

yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dibagi antara keduanya

sesuai upah standar keduanya, sehingga upah tersebut hams diberi

kepada masing-masing dari keduanya secara adil. Demikianlah

yang disebutkan dalam Al Hawi(Juz 6, Manuskrip, No. 82, Dar Al

Watsa'id.

Cabang: Apabila dua orang berserikat untuk berburu,

maka syirl<abnyatidak sah. Milik masing-masing dari kedua pihak

adalah yang didapatkannya sendiri dalam berburu. Apabila
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keduanya bergabung dalam buruan yang dimiliki keduanya karena

keduanya srna-sarna mendapatkannya dengan tangan keduanya,

sementara masing-masing dari keduanya berhak memberikan upah

kepada temannya, maka kedua pihak bisa membatalkan sisanya

bila ada. Sdangkan bila tidak, maka keduanya bisa mengambil

bagian ltang sarna sesuai perbuatannya sebagai milik dari syirkah

yang batal, meskipun tidak ada akad syirlah dan tidak ada upah

unfuk masing-masing dari keduan3n.

Begifu pula bila keduanya sama-sarna menaruh jaring atau

keduanya menaruh jaring sebagai milik bersama lalu kduanya
mendapatkan buruan dari jaring tersebut, maka keduanln s"rlo-
sarna memilikinlp dan masing-masing dari kdua pihak ifu berhak

mendapatkan sepanrln dari bagianrrya pada iaring tersebut yang

mempakan upah darinya.

Apabila seorang laki-laki mev,rakilkan kepada orang lain

unfuk berturu atau mengumpulkan rumput kering, maka

hukumnya dibolehkan dan orang yang me\^akilkan bisa memiliki

buman dan rumput kering yang diperoleh oleh wakil. Begitu pula

bila dia mempekerjakan para buruh unfuk mengelola tanah mati,

maka sah dan para buruh berhak mendapatkan upah

dari pekerjaan mereka, sernentara tanahnln dimiliki orang yang

mernpekerjakan mereka dan tidak dimiliki oleh buruh tersebut.

AslrSyirazi & berkata: PasaL ryirkah
mufaw;adhah adalah dua orang melakukan akad qlirkah
unfuk beraliansi dalam apa !/ang dihasilkan oleh
keduang;a dengan harta dan fubuh- Masing-masing
pihak harus menanggung segala sesuafu yang umjib atas

Al Majmu'S)tuattAl lfrfiodz.dzab ll ,CS



-.t

partnemya baik itu ghashab, jual beli atau suatu
jaminan. syirkah ini hukumn5Ta batal (fidak sah),
berdasarkan hadits riwayat Aisyah g. Disamping itu dia
adalah ryirkah llang dibuat agar masing-masing dari
kedua pihak saling berserikat dalam sesuatu yang
khusus terjadi pada sang partner lpng disebabkan
olehnya, sehingga hukumnya tidak sah, seperti haln3n
bila keduanya melakukan akad syirkah dalam sesuatu

!/ang dimiliki karena warisan dan hibah- Selain itu, dia
adalah syirkah yang dibuat agar masing-masing dari
keduan5n ifu menanggung sesuatu yang wajib atas
partrremgn lantaran perbuatan zalimnSn, sehingga
hukumnya tidaklah sah, seperti halrrya bila kedu.rnya
melakukan akad syirkah dengan ketenfuan masing-
masing dari keduanya harus bertanggungjawab
terhadap perbuatan pidana yang dilakukan temannya.
Apabila keduanln melakukan akad syirkah untuk hal
tersebut, lalu mendapatkan hasil dan masing-masing
saling bertanggungjawab terhadap partnemya, maka
masing-masing pihak harus mengambil keunhrngan
harta dan upah pekerjaanDgd, dimana masing-masing
dari keduanya harus bertanggungjawab terhadap segala
sesuatu lpng wajib baginya baik itu berupa ghashab,
jual beli atau suatu jaminan; karena qnratnya telah

[Jugur, sementara keuntungan dan tanggungjawabnya
haruslah sesuai dengan apa yang sudah ada sebelum
syaratnya ifu kemudian ada- Kemudian masing-masing
dari kedua pihak itu bisa menuntut upahnya dalam
bagian partnemya, karena dia bekerja dalam hartanya
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unfuk menerima sesuafu yang diqlaratkan dalam
perjanjian tersebut, sehingga bila dia belum
menerimangra, maka dia haruslah menunfutnln-

Penlelasan,

Hadits Aisyah Sang menjadi dalil di atas, mempakan hadits

yang diriwayatkan dalam Ash-Shahihain- Pengarang telah

m€nampilkannln dalam pasal sebelumnya dengan redaksi, tP tF

|yU # i, Vq e d "setiap s5amt tnng tidak ada dahm

Kibb Allah adakh bafrL

Hrtkum:syirkah mufaondhah menurut kami hukumnp
batal (fidak sah). Pengertian syirl<ah ini adalah dua otang

mens5raratkan agar harta lrang dimiliki keduan5ra itu dibagi

bersama, lalu masing-masing pihak harus bertanggungiawab atas

segala hal 5ang wajib atas parkremya baik ifu berkenaan dengan

ghashab, jual beli atau suafu jaminan.

Imam AsySpfi'i berkata dalam perbedaan pendapat dua

ulama Irak (1;aitu Abu Hanifah dan hnu Abi Laila), "Di dunia ini
tidak ada kebatlan yrang aku ketahui bilo. syirl<ah muhumdlnh
tidak batil. Aku juga tidak mengetahui judi kecuali jenis ini dan
yang lebih sedikit darin1a."

Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza'i mengatakan,
"Syirl<ah mufaowdhah sah." Hanya saja Abu Hanifah
mengatakan, "Di antam syarat sahnya adalah agar masing-masing

dari keduangn mengeluarkan seluruh ernas dan perak lrang
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dimilikinya. Seandainya salah satunya hanya memiliki dirham,

maka akad syirkabnya tidak sah dan harta salah safunyra seperti

harta temann5a. Keduanya haruslah merupakan oftrrlg merdeka,

baligh dan muslim. syirl<ah ini tidak sah antara orang Islam dengan

kafir dzimmi atau antara dua orang dzimmi. Juga tidak sah antara

oftmg merdeka dengan hamba sahaya. Apabila syirkah seperti ini

ada, maka dia mencalsp wkalah dan kafalah."

Sedangkan ormkalah, dia adalah dua orang berserikat dalam

usaha dan segala sesuafu yang dihibahkan kepada keduanya; juga

berserikat dalam harta simpanan yang dimiliki dan segala sesuafu

5png diusahakan, kecua[ berburu dan mengumpulkan rumput

kering, karena kedua hal ini memiliki hukumnya tersendiri.

Sementara urarisan, keduanya tidak boleh berserikat di dalamnya.

Apabila salah safun5ra mendapat warisan dari temannya, maka

hams dilihat dulu; bila warisannya berupa harta benda (selain

uang), maka dia tidak menanggung syirkah. Sedangkan bila dia

berupa emas atau perak, maka sesuafu yang belum diterima

adalah syAl<ah dengan kondisi apa adanya. Sementara bila dia

telah diterima, maka syirkalrnya batal, sebab hartanya menjadi

lebih banyak dari harta parffremya.

Sementara mengenai kafalah, yaihr segala sesuafu yang

wajib pada salah safu dari keduanya, baik itu dengan pengakuan,

atau ghasha6, atau dhaman (jaminan), atau perjanjian, dimana

parhremya pun juga ikut berserikat di dalamnya. Kestnh diyat

findak pidana (kejahatan).

Sedangkan dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahun

Nabi $ melarang tindakan penipuan. Sedangkan dalam syirkahm

terdapat unsur penipuan. Larangan ini menyebabkan msaknla

i
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sesuatu yang dilarang. Disamping itu dia adalah syirl<ah yang sah

dengan adanya sesuatu yang berbeda antara yang safu dengan

lainnya, sehingga tidak sah bila antara yang sahr

dengan lainnya itu sama, seperti syirkah dalam harta benda (selain

ernas dan pemk). Lawan dari syirl<ah ini adalah syAlah inan.

Selain ifu, keduanp melakukan akad syirkah dalam sestratu lnng
mereka miliki lantaran sebab warisan. Atau bisa dikatakan bahwa,

dia adalah syirl<ahdimana masing-masing dari keduanp menjamin

sesuafu yang wajib atas parhremya lantaran perbuatan zhalim png
dilakukannya sehingga hukumnya tidak sah. Seperti halnya bila

melakukan akad syirkah dengan ketentuan masing-

masing dari kedua belah pihak yang menjamin sesuatu yang wajib

atas parkremya, seperti tindakan pidana.

Apabila hal ini telah jelas, maka apabila kduanp bekerja,

masing-masing dari kduanya berhak memiliki sesuafu lang
diusahakannya ltang hanya khusus baginya, dan dia wajib

mengganti sesuafu yang dirusak dan dirampas. Karena adanya

akad ini sama dengan ketiadaannya. Kemungkinan Abu Hanifah

*S berpendapat membolehkannSa agar salah satunya tdak
menahan kewajibannya, sebab pertuatannya ifulah yang bisa

menrsak akad syirl<ah. Dengan demikian, maka dia telah

menganggap syirkah sebagai penjamin dan pelindung.

Kemungkinan akad syirkah ini mirip dengan asuransi yang

dikenal pada zaman sekarang. Juga berkaitan dengan jaminan

(dhamad, Ini telah dibahas s@ara rinci pada babnya dan ins5n

Allahakan diuraikan lagi dalam pernbahasan yang lebih lengkap.

Cabang: Tentang syhl<ah muhvadhah

Al Majnru'SyoahAl lyluhodzdzab ll ,rt



Kami katakan, "Di antam jenis syirkah yang tidak sah

adalah syirkah mufaumdhah. Yaitu dua omng atau lebih beraliansi

dengan harha keduanya tanpa mencampumya dengan sebagian

lainnya sebelum akad. Bila dua harta tersebut dicampur dengan

sebagiannya sebelum akad, maka dia tidak dirnmakan syirkah

mufawadhah, akan tetapi termasuk syirl<ah inan yang

diperbolehkan. Bahkan seandain5ra keduanya men5ratakan sebagai

syirkah mufaumdhah akan tetapi meniatkan sebagai syirkah inan,

maka hukumnSa sah setelah dicampur tapi sebelum akad.

Sebagaimana syirkah mufawadhah bisa dengan harta, dia juga bisa

dengan fubuh saja, dan juga bisa dengan harta dan fubuh secara

bersamaan." Wallahu A'lam-

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, "Yang berhubungan

dengan syirkah ni adalah syirkah llang merupakan gabungan

antara syirl<ah inan dengan syirkah mufawadhah, dan ada pula

yang hanla sekedar syirl<ah mufawadhah."

Syirkah harta yang merupakan gabungan antara syirkah

inan dengan syirl<ah mufawadhah, dalam hal ini ada beberapa

masalah,

Di antamnya adalahr Harta pokoknp harus berupa dua

mata uang yaitu mata uang emas dan mata uang perak (dinar dan

dirham). Jadi, tidak sah akad dalam syirlah mufaumdhah darr

syirl<ah inan bla harta pokoknya berupa komoditas dagang, atau

binatang, atau komoditas takaran seperti gandum dan kacang

adas, atau komoditas timbangan seperti mentega dan madu.

Apabila gandum yang dimiliki dua orang dicampur dengan

sebagiannya, maka dia menjadi syirkah milik, dimana keunfungan

yang didapat dibagi di antara keduanya sesuai prosentase harh
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yang dimiliki keduanya, sementara kerugiannya itu dibagi pula di

antara keduaqn sesuai prosentase tersebut. Sedangkan jika kedua

harta tersebut dari dua jenis yang berbda seperti gandum dengan

jaa,rawut, maka hargan5a dibagi di antara keduanya sesuai nilai

5nng berlaku pada wakfu penjualan. Sedangkan berkenaan dengan

komoditas dagang, ernas dan perak yang belum dicetak iadi mata

uang hanrs dipotong. Kecuali bila tradisi yang berlaku masih

menggunakann5ra, maka boleh menjadikannya sebagai harta

pokok syirl<ah, menunrt pendapat png benar.

Sedangkan emas dan perak yang dicelup (disepuh) seperti

perhiasan perempuan dan gelang kaki, maka dia seperti komoditas

dagang. Para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

Sementara uang fuhrs, yaihr mata uang 1ang tidak teltuat
dari ernas dan perak, seperti mata uang lang tertuat dari tenrbaga

dan perunggu, maka hukumn5ra sah bila dijadikan harta pokok

syirl<ah, apabila ifu digunakan sebagai alat transaksi, sebagaimana

akan diumikan nanti dalam pernbahasan tentang mudhanbh
(qimdllt.

Akan tetapi komoditas dagang sah bila dijadikan harta

pokok syirl<ah dengan siasat. Yaifu masing-masing dari kduanyra

menjual separuh komoditas 1lang dimiliki parhremya lalu kedua

pihak mencampumya dengan harta yang dimilih kduanya. Bila

kasusnp seperti ini, maka dia menjadi syirl<ah milik dirnana

masing-masing dari keduan5a tidak boleh mengelola bagian

ternannp kecuali dengan izinnlra, lalu keduanya melalnrkan akad

syirl<ah mufaumdlnh, dimana masing-masing menyerahkan kepada

ternannya agar mengelola harta tersebut.
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Di antara masalah lainn5n adalah: Harta pokoknya ada di

tempat saat akad dilaksanakan atau ketika terjadi pembelian.

Apabila seseorang memberikan 100 pound kepada orang lain

seraya mengatakan kepadanya, "Berikan yang sama lalu belilah

dengannya kemudian juallah!," maka akadnya sah bila orang

tersebut memberikan 100 pound saat pembelian. Sebagian ulama

lain mengatakan, "Apabila keduanya berpisah dari majlis sebelum

harta diserahkan, maka akadnya tidak sah."

Di antara masalah lainnya adalah: Apabila harta pokok

syirkah ifu berupa utang. Apabila seseorang memiliki utang kepada

orang lain dia mengatakan, "Marilah berserikat denganku dengan

ketenfuan bahwa, harta pokok yang aku berikan merupakan utang

yang harus aku bayarkan kepada si fulan atau kepadamu," maka

hukumnya fidak sah, karena utang itu adalah harta yang absbak.

Padahal telah diketahui bahwa syarakrya adalah hartanya itu harus

ada.

adalah bila harta pokok dua orang yang berserikat sama, misalnya 
l

nilai 5rang diberikan masing-masing pihak satna antara yang satu j

dengan lainqn. Oleh karena itu, dalam syirl<ah mufaumdhah ndak j

sah bila salah seorang dari keduanya memberikan 1000 dirham 
i

sementara temannya memberikan 500 dirham. Apabila harta 
l

pokok salah satunya berbeda dengan harta pokok parkremya, 
I

misaln5a salah satunln memberikan emas sementara temannya 
I

memberikan perak, maka nilai keduanya harus sarna- 
I

i
Di antara masalah lainnya adalahr Tidak ada sesuafu yang I

disimpan dari harta salah satun5a yang sah dijadikan syirkah-yaitu 
I

syirkah mukwmdhalr. Justru dia hams mengeluarkan seluruh 
I

i
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hartanya. Apabila dia memiliki 1000 dirham, maka tidak sah bila

dia melakukan syirl<ah mufaqmdhah dengan orang lain dengan

500 dirham. Dia harus melakukan akad dengan 1000 dirham-

Apabila dia melakukan akad dengan harta yang lebih sdikit, maka

dia menjadi syirl<ah inan, bukan syirkah mufawadhah. Salah

safunya juga boleh memiliki tanah atau rumah lrang merupakan

tambahan dari hartanla, meskipun partremya tidak demikian. Dia

juga boleh memiliki harta abshak lrang merupalon piutang pada

seseorang yang belum diterima. Apabila dia telah menerimanlra,

maka ukadrrf batal dan meniadi syirl<ah inan. Ap:bila salah

satunya memiliki komoditas titipan bempa dua mata uang (dinar

dan dirham) pada seseorang yang mempakan tambahan dari harta

pokok mufawadhah, maka akadnlp batal, dan syarat ini mernang

berkaitan dengan harta pokok.

Di antara masalah lainryn adalah: syirlaltnya berlaku

rxrrurn dalam sernua jenis dagangan sehingga tdak sah

mengkhususkanryn dengan safu jenis seperti kafun atau gandum

atau lainnln. Sprat ini berkaitan dengan sesuatu 3nng diakadkan.

Sernentara hukum syirkah mufawadhah adalah, bahwa

setiap sesuafu yang dibeli oleh salah satu dari dua parfrrer

ditanggung oleh sybl<ah, seperti memberi makan keluarganlB,

mernbeli lauk pauk dan membeli pakaian. Begifu pula nafkah,

uang se\l/a mmah, kendaraan png diperlukan seperti kendaraan

untuk Haji dan lainnlp- Setiap yang dibeli oleh salah satu dari

kduanya hanSn berkaitan langsung dengannln. Sedangkan unfuk

parfirem3la yang tidak mernbeli, harus melaksanakan karajibannln

dan merrunfut kepada parkrcr lainnya sestratu png merupakan

haknya dari harta sytu*ah.
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Salah satu dari keduanya tidak boleh berserikat dengan

temannya dalam harta warisan maupun sesuafu yang diperolehnSra

seperti hadiah dari raja, atau hibah, atau sedekah, atau hadiah.

Apabila salah safu dari dua orang yang beraliansi memiliki

sesuatu sebelum akad syirkah dilaksanakan, maka pihak yang

satunya lagi tidak memiliki apa-apa di dalamnp. Seperti halnya

bila salah satunya membeli unta dengan slnrat ldulpr lalu bersama

parbnemya melakukan syirkah muhwadhah, akan tetapi kemudian

dia menggugurkan khigr-nya, maka unta itu menjadi miliknya dan

partnemSn fidak mendapatkan bagian darinya. Apabila salah

satunya menitipkan sesuafu, maka begitu pula dengan temann5ra.

Apabila salah satunya mengelola harta mudhambah, maka

keuntungan yang diperolehnln dibagi dengan partrrernya sebagai

syirkah mufawadhah-

Apabila salah satu dari keduanya memiliki tanggungan

utang baik karena perdagangan atau yang serupa dengannya,

maka parhrem5ra ikut bertanggungjar,rnb di dalamnp. Sedangkan

yang sempa dengan perdagangan adalah ghashab, penurunan nilai

mata uang, komoditas titipan yang riil atau penunrnan nilai mata

uang dan pinjam-meminjam. Karena bila salah satungra melakukan

ghashab, maka parkremya ikut bertanggungiawab di dalamn5a,

jadi dia seperti perdagangan yang dimiliki dengan pembelian.

Utang yang wajib karena ghashab salna seperti utang yang wajib

karena perdagangan. Jadi, dua orang yang berserikat saling

bemnding dan sama-sama bertanggungjawab.

Barang titipan juga seperti ghashab. Apabila seseorang

menitipkan sesuahr pada salah safu dari dua orang 5rang berserikat,

natnun omng Sang dititipi ihr mengingkarinf atau memsaknya,
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maka parkremya itu ikut bertanggungjawab bersamanln untuk

mengembalikan harta tersebut. Bila salah safunya menanggung

harta seseorang yang dirusak sang partner tanpa seizinnla, maka

parhrem5n itu tidak wajib bertanggung jawab terhadapnya.

" Sedangkan yang tidak wajib atas salah satu

dari kedua pihak, yaitu yang tidak mirip dengan perdagangan

adalah seperti utang mahar, khulu', tindakan pidana, perdarnaian

dalam pembunuhan secara sengaja dan pemberian nafkah. Dalam

hal ini partrremgra tdak ikut bertanggungiawab di dalamn5a-

Menurut mereka, -ulama madzhab Hanafi- syirlah ndak

batal karena syaratnla rusak. Yang batal hanyalah qnratrya-

Apabila dua omng berserikat untuk membeli binatang atau

komoditas dagang dengan ketentuan, bahwa salah sahr dari kdtra
pihak yang meniualnya, maka akad syful<almrsa tidak batal dan

tidak perlu menjalankan syamt tersebut. Begitu pula bila kduanln
berserikat dengan ketenfuan grang memberi harta salah sahrnya

saja, maka syaratngp tdak sah namun akadnla sah- Begifu pula

yang berlaku dalam setnua syarat yang rusak; dia tidak menrsak

akad dan tidak perlu diberlakukan.

Ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Syid<ah

mufawadhah adalah persekuhran untuk mengelola harta agar

menghasilkan keunfungan dengan ketenfuan masing-masing pihak

bertanggung jawab terhadap pihak lainnya dalam pembelian,

penjualan, mudhanhh, perwakilan, jual beli secara utang [sedit),
gadai, jaminan dan lainnya. Hanya saja tidak sah bila keduanya

terjun dalam usaha yang tidak urnuln (iarang dilalilkan) seperti

menemukan komoditas temuan atau mencari harta simpanan dan
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lain sebagainya- Sementara tentang mudharabah, kami akan

menjelaskannya nanti pada pembahasannya- Wallahu A'hm-"

AslrSyirazi g berkata, "Syirlah miuh adalah dua

orang melakukan akad syirl<ah dengan ketentuan
masing-masing pihak berserikat dalam keunfungan yang
dibeli dengan nama baik keduaqTa - stlirkah ini
hukumngTa fidak sah, karena lrang dibeli masing-masing
dari keduanln itu merupakan milik pribadi !/ang hatp
khusus untuknya, sehingga partrrerngn fidak boleh
berserikat dengannln dalam keuntungan tersebut.
Apabila masing-masing dari mewakilkan
kepada parkrerryn untuk membeli sesuafu lalu masing-
masing dari keduan5n ifu membeli komoditas lnng
diizinkan oleh partlernSa dengan niat sebagai
pembelian dia dengan parkrernla, maka komoditas
tersebut menjadi milik keduan3p dan keduanya menjadi
selnrtu di dalamnya- Apabila komoditas tersebut dijual,
maka harganSn dibagi pada keduanya karena dia
merupakan kompensasi harta keduanya-"

Penjelasan'

Ini juga mempakan salah satu jenis syirl<ah Snng tidak sah

menunrt kami (madzhab Asfslafi'i), maksudn5a adalah syirl<ah

wujuh. Yaifu dua orang sepakat dimana masing:masing dari

keduanSn membeli sesuafu dengan urajahnla. Kesepakatan ini

menjadi syirkah di antara keduanp meskipun partremya tidak

demikian. Dikatakan bahwa dua orang atau lebih boleh

1

I
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berserikat untuk membeli komoditas dagang dengan pembayamn

yang ditangguhkan, kemudian kedua pihak menjualnya, dimana

keuntungannya dibagi dua. Atau seseomng berserikat dengan

orang lain unfuk membeli sesuatu, dengan ketenfuan bahwa, pihak

kedua membeli dengan hartanya lalu pihak pertama menjualn5n

dan pihak kedua juga menjualnln.

Ulama madzhab Hanbali mengatakan, "Pengertian syirkah

ini adalah dua orang atau lebih berserikat unfuk membeli

komoditas dagang dengan harga yang ditanggung bersama sesuai

nama, baik keduanya bisa dipercaga, kemudian kedua pihak

meniualnya, dimana keunfungannya dibagi dua (separuh-separuh),

atau sepertiga-sepertiga, atau juga sesuai kesepakatan- Hukumnya

dibolehkan secam mutlak, baik keduanya menenfukan jenis

sesuafu yang dibeli, atau menenhrkan kadamgra, atau juga nilainya,

atau keduanya tidak menenhrkannya. Apabila salah sahrnya

berkata kepada partremya, "sesuatu 5nng telah aku beli akan

dibagi dua," maka hukumnp sah.

Abu Hanifah mengatakan, "syirl<ah wuiuh hukumnya sah."

Argumentasi kami adalah, bahwa komoditas yang dibeli

masing-masing pihak mempakan miliknla sehingga tidak ada

seoftmg pun boleh berserikat di dalamnya. Apabila salah satu dari

keduanya mengizinkan parkremya agar membelikan sesuafu

dengan menentukan komoditasnya, atau menyebutkan

sifat dan menjelaskan harganya, kemudian sang parher

membelikan unfuknSra dengan niat demikian saat pembelian, maka

komoditas tersebut menjadi miliknya.

t-
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Cabang: Ash-Shaimuri meriwayatkan bahwa Asy-Syafi'i

& berkata, " Syirkah Azwad (perseroan dalam bekal) dalam
perjalanan hukumn5ra sunah. Rasulullah $ dan para sahabatnya

melakukan syirkah ini. Tidak ada riba dalam syirkah ini. Seseorang

boleh mencampur makanannla dengan makanan parhremya, baik
benfuknSp safu jenis, atau dua jenis, atau juga lebih sedikit atau

lebih ban3pk, dan kedua pihak boleh memakannSa tanpa ada

unsur riba di dalamq;a. Contoh lainngn adalah, mengadakan

perserikatan dalam jenis makanan di daerah peperangan."

Dalam Manaqib Al Asybnyyin disebutkan sebuah hadits

3nng diriunyatkan oleh Muslim dari jalur Abu Musa ig, bahwa

Nabi $ bersaMa,

it# e,*,il

6S,;, #{-#\*5 2uLqW t u,'j;r'"i

ie
"SesunguhnSra orang-orang suku Asy'ar apabila kehabisan

makanan dalam peperangan atau persediaan makanan mereka

tingsal sedikit, mereka mengumpulkan makanan lnng mereka

miliki lalu menaruhryp dalam safu kain, kemudian membaginp
secam satna rata di antara mereka dalam sahr wadah. Mereka

adalah baEan dariku dan aku mempakan bagian dari mereka."
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Nabi $ menganggap bahwa perbuatan mereka ini baik.

Hadits ini merupakan dalil bahwa hal itu wajib dilakukan pada saat

kondisi sedang kekurangan dan ketika sedang terjadi krisis.

Cabang: Pembahasan Tentang syirkah Wuiuh

Dalam AI Hawi-

Ketahuilah, bahwa syirkah wuiuh termasuk syal<ah harta-

Yaitr-r bila ada seorang lakilaki yang memiliki harta lalu dua orang

finng hendak melakukan akad syirkaht mengatakan, "Kh
berserikat dalam sesuatu yang kita miliki kemudian kita belikan

komoditas dagang lalu keunfungannya dibagi bersama." Ini adalah

syAkah jahdan disebut pula syirkah Mtiuh.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat

bahwa, syirlah jah termasuk jenis pertama apabila harta tersebut

milik salah satr.r dari keduanSa, akan tetapi menjadi syAkah wuiuh

bila harta tersebut milik berdua. Ini hanln perbedaan dalam

ungkapan saja, dimana hukum keduanyra sama- syal<ah ini

hukumnya batal.

Abu Hanifah berkata, "syirkah ini dibolehkan dengan dalih

bahwa, dia mempakan jenis syirkah, sehingga wajib sah pada

keduanya seperti syirkah inan."

Dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa dia

merupakan syirkah pada selain harta sehingga harus batal, seperti

syAkah dalam berburu dan mengumpulkan rumput kering sebagai

syirl<ah abdan. Nanti akan kami uraikan beragam dalil yang

berkenaan dengan masalah ini. Tentang pengqigrasan dengan

syirl<ah inan tehlh diuraikan jawabannya. Bila telah diketahui
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bersama, bahwa syirkah jah ini tidak sah, maka kondisi orang yang

membeli komoditas dagang itu ada tiga:

Kondisi Pertama: Dia membelinya untuk dirinya sendiri.

Kondisi Kedua: Dia membelinya unfuk parbrem5a.

Kondisi Ketiga: Dia membelinya unfuk keduanyra.

Bila dia membelingra unfuk dirinSa sendiri, maka

pembeliannSra itu sah dan menjadi miliknSa. Apabila dia mendapat

unfung, maka keunfungan ifu unfuknyra, dan bila rugl, maka

kerugiannya juga harus ditanggung olehn3n. Sementara pihak lain

fidak berhak mendapat keuntungannln. Apabila dia membeli

seluruh komodihs ifu, maka tidak sah, karena png diizinkan

hanya membeli separuhn5ra. Dimana pembelian ifu menjadi wajib

basnla pada separuh yang lebih dari kadar Snng diizinkan.

Tentang separuh yang diizinkan, maka oftrng lnng
menyrruhnSra ifu harus memenuhi perslaratan Srang akan kami

uraikan nanti, dan dia tidak keluar dari pemisahan transaksi.

Karena transaksi ifu berbeda-beda dalam hal keabsahan dan

kerusakannya. Apabila dia membeli komoditas tersebut unfuk

keduanya, maka yang separuhnln menjadi milik bersama unfuk

dirinya, sedangkan separuh lainnya dalam hukum pembeli untuk

orang 5ang marakilkan kepadanya. Jadi hukumn5a sah dengan

tiga sSramt:

Sprat Pertama: Dia telah menjelaskan kepada pihak

lainn5ra jenis Snng diperdagangkan, baik safu jenis atau beberapa

jenis, karena izin unhrk membeli sesuafu yang tidak disebutkan

sifahrlp, hukumnln adalah batal.
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Syarat Kduat Menaksir nilai harta lnng digunakan unfuk

membeli sesuahr, karena harta yang belum fidak ditaksir nilainya

tdak ada habisnyra. Berbeda dengan syirl<ah harta dan

mudhanbah 1nng ditaksir dengan harta sehingga tidak perlu

disebutkan nilainya.

S5rarat Ketiga: Pada saat kansal$i pernbelian hams

diniatkan untuk dirinlra dan juga unfuk parh'rem1a, karena

kepemilikan komoditas yang dijual ihr berpindah dari pernbeli

kepada orang yang mewakilkan parh€ffiYd, kecuali dengan bukt,

baik lrang diberi izin untuk dijual itu ditentukan ataupun tidak

ditentukan.

Abu Hanifah berkata, "Apabila yang dibeli udak ditentukan,

maka pembeliannya ifu tidak sah unfuk orang yang ma,vakilkan

kecuali dengan adanya bukfi. Sedangkan bila ditenfukan, misalnyra

dengan mengatakan, 'Belikan untukku seorang budak laki-laki,"

maka pembeliannya sah unfuk omng yang mau,;akilkannSta tanpa

perlu adanya buld. Ini adalah perbedaan yang ma,ruajibkan adanya

qiyas unfuk menlamakan keduan5ra, karena dia mempakan

pembelian unfuk selain omng yang melakukan akad sehingga

hams ada syamt buktinya. Karena asalnya adalah sesuafu yang

tidak dipercaya.

Sedangkan sesuatu Sang dibeli oleh orang Snng melakukan

al<ad mudhanbah dan juga parkr€ffigd, maka harus diniatkan

bahwa dia merupakan harta mudhanbah atau harta akad syakah.

Apabila pembelian ifu sah unfuk kduanya berdasarkan sgraratr

syarat yang berlaku, maka keunfungannya ifu dibagi dua.

Sedangkan bila mengalami kemgian, maka juga harus ditanggung

kedua pihak, kemudian pembeli hams mendapatkan separuh upah
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standar yang wajib dibayar oleh parhremya unfuk sesuafu yang

dibeli dan dijual, karena dia merupakan pekerjaan dalam hartanya

dan harta orang lain. Begitu pula setiap syirkah yang tidak sah

apabila mendapat keuntungan di dalamn3ra antara dua partrer
menunrt nilai dua harta tersebut. Apabila pekerjaanngra ifu

dilakukan kedua pihak, maka masing-masing bisa meminta'iatu
sama lainnp separuh upah standar tersebut. Apabila keduanya

sama, maka harus diberikan secara sarna rata, sedangkan bila

keduanSn berbeda, maka keduan5a harus sama-sama

mengernbalikan kelebihannya. Sedangkan bila Snng bekerja adalah

salah sah-r dari keduan5ra, maka Snng bekerja berhak mendapat

separuh upah standar yang harus dibayar oleh partremya.

Abu Hanifah berkata, 'Salah satu dari keduanp tidak boleh

meminta upah standamya kepada sang parhrer, karena pekerjaan

dalam syirkah fidak dibalas dengan , dimana

keberadaannSn itu tidak berpengaruh. Dernikianlah hukum Srang

berlaku. Karena hukum syirkah apabila hilang karena msak, maka

yang berlaku adalah hukum wakalah berdasarkan komoditas yang

rusak ifu, dan ini menghamskan adanya upah standar."

AslrSyirazi & berkata: PasaL Apabila seorang

laki{ald mengambil seekor unta dari seseor.rng dan
mengambil unta yang mengangkut air dari orang lain
untuk mengambil air lalu hasilnya dibagi di antara
or.rng-or.rng lEng melakukan stirkah ini, maka dalam
sahr pembahasan hal ini dikatakan 'Boleh," sedangkan
pada pembahasan lainnya dikatakan, 'fidak boleh."

{

tgz ll .at uoj^u'Syuah At Muhadzdzab



Di antara ulama madzhab kami ada yang

mengatakan, 'Apabila airnlR dimilih oleh seseor.rng
dan memang unfuk diambil aimlra, maka hasil usaha
yang dia lakukan itu untuknya, dimana pemilik unta dan
pemilik lembu pengangkut air itu bisa meminta
kepadanya upah unh.rk unta keduanya- Hal ini karena
dia telah mengambil manfaatnya dengan persewaan

lnng batal, sehingga harus memberi upah yang standar-
Sedangkan bila airnya itu merupakan komoditas lpng
mubah (bukan milik personal secara spesifik), maka
hasilnga dibagi di antara mereka sepertiga-sepertiga,
karena dia telah mengambil air dengan ketentuan
hasilnya yang dibagi di antara mereka- Ini seperti
h.lngn bila dua orang mewakilkan kepada seseorang
unfuk membeli pakaian kemudian dia membelinla
dengan ketentuan hasilnya dibagi di antara mereka-
Dua pendapat ini ditafsirkan sesuai dua kondisi di atas.

Ada pula ulama yang mengatakan, 'Apabila
airnya itu dimiliki oleh seseorang untuk diambil airnya,
maka hasilryTa itu untuk pemilik air tersebut, lalu
keduanya hams meminta kepadanya upah standar
sesuai yang telah kami uraikan. Sedangkan bila airnya
merupakan komoditas yang mubah, maka dalam hal ini
ada dua pendapat AqrS5;af i:

Pendapat Pertama: Dibagi sepertiga-sepertiga di
antara mereka, karena dia mengambilnya dengan
ketenfuan dibagi di antara mereka sehingga meniadi
milik mereka, seperti h.ltUn bila dia membeli sesuafu

dengan izin mereka
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Pendapat Kedua: Apabila hasiln3a itu untuk
pemilik air, maka hal tersebut dibolehkan karena
seseorang boleh memiliki sesuafu secara khusus, seperti
ghanimah. Kemudian keduanga hanrs meminta
kepadan3Ta upah standar, karena keduangn telah
memberikan jasa unta dan lembu pengangkut air
sehingga harus diberi upah."

Penjelasan: Hukum

Asy-Spfi'i *S berkata dalam Al Buumithi, "Apabila empat

omng berserikat dalam pertanian dimana orang perhma
memberikan benih, orang kedua memberikan tanah garapan,

orang ketiga memberikan sepasang lembu unfuk membajak sawah,

dan orang keempat menjadi orang lnng menlgarap sawah
tersebut dengan ketenfuan hasil dari sawah tersebut dibagi di
antara mereka, maka akad ini tidak sah, karena dia bukan syirkah
dan bukan pula qimdh dan bukan pula ijarah (sa,rua-menye\ ra).

Karena syAkah ifu tidak sah sampai orang-orang yang berserikat
ifu mencampur harta mereka, sedangkan disini harta mereka
berbeda-beda. Sedangkan dalam qiradh pemilik harta bisa

menunfut harta pokoknya ketika terjadi pemisahan, dan dalam
kasus ini Udak bisa dilakukan.

Sementara dalam ijanh harus ada upah png jelas dan
pekerjaan 5ang jelas. Apabila hal ini telah jelas, maka seluruh hasil
panennya itu unfuk pemilik benih, karena benih tersebut

mempakan hartanya yang bertambah. Kemudian dia harus
memba5ar upah standar kepada pemilik tanah dan pemilik sapi
pembajakqn, juga orang lnng menggarapnya sesuai standar
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pekerjaannya. Hal ini karena masing-masing dari mereka telah

bergabung dalam akad untuk mendapatkan hasilnya- Apabila si

pernilik benih belum memberikan upah kepada mereka, sernentara

jasa telah diberikan, maka dia harus memberikan kompensasinSa

(berupa upah).

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam Al Buwaithi, "Apabila

empat orang berserikat dimana orang pertama menyediakan

bishal or-u-tg kedua menyediakan batu penggiling, orang ketiga

menyediakan rumah dan orang keempat sebagai orang yang

menggarapnya dengan ketenfuan upahnya dibagi di antara mereka

sesuai perjanjian, maka akad ini batal. Karena dia bukan akad

syirkah, bukan qindh dan bukan pula ijarah, sebagaimana yang

telah kami jelaskan dalam pasal sebelumn5la."

Silahkan baca perkataan Al Mawardi dalam cabang

permasalahan berikutnya.

Cabang: Qadh(Al Qudhat Abu Al Hasan Al Mawardi,

pemuka ulama lrak mengatakan,Tl "syrrk h abdan adalah dua

orang bekerja dengan tubuh keduanya lalu berserikat dalam

hasilnya. syirkahini hukumnya batal."

Menurut Malik &, dia mengatakan, "Hukumn5a dibolehkan

bila pekerjaan keduan5a sama, sedangkan bila pekeriaan keduanSa

berbda, maka tidak dibolehkan."

Sedangkan menumt Abu Hanifah &, dia mengatakan,

"Hukumnya dipetrolehkan, baik pekeriaannya salna rnelupun

7t Al Hawi, Dar AlWatsa'iq Al Mishrig4ph (Manuskrip, kertas LsL18/821)-
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berbeda. Akan tetapi dia tidak dibolehkan dalam sesuatu yang

didapat dari bekerja seperti berbum, mengumpulkan rumput
kering dan mencari kayu bakar."

Menumt Ahmad d$, hukumnSn dibolehkan dalam

sernuanya, bahkan dalam berburu dan mengumpulkan nrmput
kering sekalipun. Dalilnya adalah, riwayat lrang menyebutkan

bahr,ra Sa'd bin Abi Waqqash, Abdullah bin Mas'ud dan Ammar
bin Yasir rg berserikat dalam ghanimah (harta rampasan perang)

pada pemng Badar. Saat ifu Sa'd mendapat Shanimah dua ekor

unta, dan ada pula lang mengatakan bahwa dia berhasil menawan

dua tawanan. Sedangkan dua orang lainnlra tidak mendapatkan

apa-apa. [-alu mereka mernbagi ghanimah tersebut. Ini adalah

syirkah abdan dan bukan syirkah ham.

Disamping ihr orang-orang pada masa Nabi $ sampai

masa sekarang biasa melakukan syirkah abdan dan tidak ada yang

mengingkaringra sehingga menjadi ijma'.

Disamping itu dia juga merupakan jenirs syirlah sehingga

hukumnya sah seperti syirkah harta. Selain itu, pekerjaan yang

dilakukan tubuh adalah asal yang bisa menghasilkan harta apabila

dilakukan sendirian, sedang harta mempakan cabang darinya yang

tidak bisa berkembang kecuali bila dikelola. Apabila syirkah harta

sah, maka syirlah abdan (syirkah dengan tubuh atau tenaga)

tentunya lebih pah.rt sah. Disamping itu orang 1tang bekeria dalam

qimdh menjadi parbrer dengan tubuhnya yang tidak sarna dengan

pekerjaann5ra sehingga syirkah dengan pekerjaan png dilakukan

tubuh lrang sama sahnya.

Dalil yang kami jadikan acuan (dalam madzhab AsySyafi'i)
adalah, bahwa Nabi $ melamng findakan penipuan, sedangkan
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syirleh abdan mengandung unsur penipuan, karena bisa jadi salah

safunga bekerja sedang parffremya fidak, bisa iadi salah safunln

bekerja lebih sedikit daripada temannya. Disamping itu dia adalah

sy*l<ah Snng tidak ada persekutuan harta di dalamqn sehingga

hukumn5ra batal.

Sementara bila dua orcmg berserikat dalam komoditas png
berteda-beda, maka hukumnSa juga batal. Misalnln bila keduanla

berserikat dalam dua unta untuk diseuakan dan upahrya dibagi

bersama. Disamping itu tujuan dari syirl<ah abdan adalah

pekerjaan, sedangkan hrjuan dari syirl<ah harta adalah

mendapatkan harta. Apabila nilai hartanp tidak diketahui, maka

syirlabnya batal. Begitu pula bila pekeriaann5a tidak diketahui,

maka syirl<abnya juga batal. Dalam kasus ini pekerjaannln Udak

diketahui, karena yang dikeriakan masing-masing dari keduan5a ifu

tidak diketahui nilainp. Bisa jadi ada Snng tidak bekeria dalam

t^/aktu lama. Jadi, memang akadnya tdak sah. Apabila salah

safun5n msak, maka adanlp sesuatu yang tidak diketahui pada

masing-masing dari keduangra ifu dapat menghahngi sahnyra akad

syirl<ah. Seperti halnya bila keduanya mencampur dua harta,

dimana masing-masing dari keduanya itu tidak mengetahui nilai

hartanya yang diperserikatkan. Apabila dalam harta saja bisa batal

karena adanya sesuafu 5nng tidak diketahui, maka begihr pula

dalam pekerjaan, tenhrnln hukumnya batal bila ada sesuafu yang

tdak diketahui di Asalnp adalah bila seseorcmg

mengatakan, "Aku mempekerjakanmu unhrk mernbangunkan

rumah untukku dengan ketenfuan aku akan membagarmu."

Jawaban terhadap argumentasi mereka tentang

perserikatan Sa'd, Ibnu Mas'ud dan Ammar g dalam harta

ghanimah, maka bisa dikatakan bahwa hukum ghanimah int
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merupakan syirl<ah yang berlaku di dalamnSa, !,aifu dengan
pekerjaan tanpa ada pensyaratan mendapatkan bagian. Apabila
antam dua oftmg !/ang mendapatkan ghanimah tdak ada
qaratnla, rnaka ghanimah salah seorang dari mereka menjadi
syirkah di antara mereka.

Tentang pemyataan mereka bahwa hal tersebut telah
menjadi ijnla', maka ini tdak benar, karena ijna' ifu diambil dari
perkataan, bukan dari pertuatan. sebagaimana Abu Hanifah tidak
menganggap ijma'tentang pengambilan upah mengajar di Sekolah
Dasar sebagai dalil tentang bolehnla mengambil upah dalam
mengajar Al Qur'an.

Argumentasi mereka, bahwa pekerjaan dalam mencari
rezel<i merupakan asal sedang harta mertrpakan cabangnya,
sehingga bila syirl<ah dalam cabang ifu dibolehkan, maka stil.rkah
dalam asal pun lebih dibolehkan, maka argumentasi ini bisa
dijar,rnb, bahwa syirlah abdan batal karena
pekerjaannya tidak diketahui, dan hal ini juga berlaku dalam
syirkah harta karena dalam syirkah harta juga bisa menjadi batal
bila hartanya tidak diketahui. Jadi, hukum keduanp sama.

Argumentasi mereka dengan qindh, maka sebagaimana
yang telah diketahui bersama, bahwa pekerjaan di dalamnya
mengikuti harta dan adanya jual beli yang tidak diketahui tidak
menghalangi sahn5ra akad bila asaln5a diketahui. Akan tetapi tidak
demikian dengan syirkah abdan, karena pekerjaan di dalamn5a
mempakan asal yang drtuju sehingga batal bila
pekerjaannya tidak diketahui.

Apabila telah jelas bahwa syirkah abilan batal, maka bisa
jadi pekerjaan salah safunya berbeda dan bisa jadi sama. Apabila
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pekerjaannya berbeda, maka masing-masing berhak mendapatkan

upah pekerjaannya. Sedangkan bila pekerjaannya sama, maka

yang dihasilkan keduanya dibagi di antara keduanya sesuai upah

standamya- Masing-masing harus diberi upah secara adil sesuai

standam3n.

Cabang: Apabila empat orang berserikat dalam pertanian

dengan ketenfuan pihak pertama menyediakan tanah, pihak kedua

menyediakan benih, pihak ketiga menyediakan sapi pembajak dan

pihak keempat menjadi orang yang mensprapnya, rrnka

hukumnya batal. Karena syirkah hanya sah dalam sesuafu yang

tidak berbeda-bda apabila dicampur. Berdasarkan hal ini, maka

tanamannya unfuk pemilik benih karena ifu bagian dari

pertumbuhan hartanlra, dimana dia harus mernbayar upah kepada

pemilik tanah, sapi pembajak dan orang lang menggarapnla,

karena mereka telah masuk dalam kompensasi png batal-

AsySyafi'i & berkata, "Apabila mereka mendapatkan

sesuatu, maka masing-masing dari mereka mendapatkan

upahnya." Dalam hal ini beliau menjadikannya seperti harta

pokoknya, kemudian yang diperoleh itu dibagi di antam mereka

sesuai nilainya."

Abu Al Abbas bin Suraij berkata' Dalam hal ini ada dua

masalah:

Masalah Pertama: Apabila seseoftIng datang lalu menyeura

harta kepada masing-masing pihak unfuk menumbuk makanan

unfuknya, dengan ketenfuan makanann!,a diketahui jelas dan

upahnya juga diketahui dengan jelas, misalnya dia berkata kepada

pemilik rumah, "Aku menye\^ra nrmahmu," lalu menyala bafu
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kepada orang lain, lalu menyewa bighal kepada orang lain,

kemudian menyerdda orang yang menumbukkan makanan berupa

gandum dengan nilai sekian dan upah sekian dengan dirham,

kemudian mereka mengatakan, "Kami menerima kontrak ini,"

apakah akadnya sah?. Dalam hal ini ada dua pendapat AsySyafi'i

seperti dua pendapatnln tentang empat omng 5ang memihki

empat binatang funggangan yang dijual dengan harga yang sama,

dan juga seperti dua pendapatnya tentang lakilaki yang menikahi

empat perempuan dengan safu mahar, atau seperti empat

perempuan lang meng-khulu' suamingn dengan sahr kompensasi.

Apabila kami mengatakan tidak sah, maka masing:masing dari

mereka berhak mendapatkan upah lrang sama dengan hartanln

5nng wajib diberikan oleh pemilik makanan. Sedangkan bila kami

nyatakan sah, maka perlu dilihat dahulu bempa upah lnng sama

unfuk masing.masing dari mereka. UpahnSn hants diberi sesuai

standar masing-masing. Apabila dia menyeua dari masing-masing

mereka dengan upah yang diketahui unfuk pekerjaan yang

diketahui atau selama masa yang diketahui dengan akad tunggal,

maka hukumnSn sah menurut safu pendapat, dan masing-masing

dari mereka berhak mendapatkan upah yang telah ditentukan.

Masalah Keduar Apabila dia mempekerjakan mereka

dengan jaminan, misalnya dengan mengatakan, "Aku

mempekerjakan kalian unfuk menggiling makanan ini dengan upah

100 (dirham)," maka kontraknya sah menurut safu pendapat. Dan

masing-masing dari mereka berhak mendapatkan seperempat dari

pekerjaannya dan juga berhak mendapatkan seperempat dari upah

!/ang disebutkan tanpa pengangsuran. Apabila mereka telah

menggilingnya, maka mereka berhak mendapatkan upah 5nng
disebutkan, yaitu seperempat-seperempat. Kemudian masing:
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masing dari mereka berhak meminta kepada parhremya tiga

perempat pekerjaannya, lalu pemilik bighal berhak meminta

kepada partremya tiga perempat upah bighatrnya- Begitu pula

penrilik rumah, bafu penggiling dan pekerjanla, karena masing

masing dari mereka berhak mendapatkan seperempat dari

pekerjaannya. Dalam kasus ini semuanya telah bekerja sehingga

yang seperempat itu gugur karena sesuatu yang berhak atasnya

dan dia menunfut kepada partremya sesuatu yang tidak berhak

atasnln.

Apabila dia mengatakan, "Aku mempekerjakan kalian

untuk menggilingkan makanan unhrkku dengan upah 100

(dirham)," lalu mereka mengatakan, "Kami sefuju," maka menurut

Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dalam At-TaIiq ada dua pendapat

Asy-Syafi'i dalam masalah ini, seperti masalah pertama-

Sedangkan menumt Al Mahamili dalam Al Bahr dan hnu Ash-

Shabbagh, hukumnya tidak sah menumt safu pendapat, ini seperti

masalah kedua.

Apabila salah seorang dari mereka mengatakan, "Aku

mempekerjakan engkau unhrk menggilingkan makanan unfukku

dengan upah 100 (dirham)," lalu dia mengatakan, "Aku sefuju,

unfukku dan teman-temanku," atau meniatkan demikian dan

mereka telah mengizinkannln, maka kontraknya sah dan upah

Snng disebutkan harus dibagi empat pada mereka (masing-masing

mendapat seperempat). Apabila mereka menggilingnp, maka

masing-masing dari mereka bisa meminta tiga perempat upah

hartanp kepada parkrer-parkrem!8. Sedangkan bila dia tidak

bemiat menerima bagian unhrk dirinSn dan juga teman-temannSn,

maka dia harus menggarapnya sendiri. Apabila dia menggiling

makanan dengan alat yang menrpakan hasil perseroan anbra dia
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dengan partrer-parbremya, maka dia berhak mendapatkan upah

yang disebutkan dan dia hams membayar upah alat mereka.

Cabang: Asy-S5nfi'i berkata dalam N Buqmithi, "Apabila

tiga orang berserikat dimana pihak pertama merniliki bighal, pihak

kedua memiliki lembu pengangkut air dan pihak ketiga yang

menggarapqn dengan mengambil air lalu hasilnp dibagi di antara

mereka, maka muamalah ini tidak sah karena bukan maupakan

akad syirkah, bukan pula qindh dan bukan pula ijanh,
berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan sebelumnln.

Apabila dia mengambil air lalu menjualnp, maka menumt

Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapahln, hasil dari penjualan air
tersebut unfuk orcmg yang menggarapnga dan dia harus membayar

upah bighal dan lembu pengangkut aimya. Sedangkan dalam

pendapatr5n yang lain dia mengatakan, "Seluruh hasil penjual air
itu untuk pemilik air dan dia unjib membayar upah bighal darr

lembu pengangkut aimya apabila air itu menrpakan miliknya.

Misalnya seseorang mengambil air dari kolamryra atau dari mata

air Srang mempakan milikn5n. Apabila air ihr mempakan miliknln,
maka hasil penjualannya ifu juga miliknya, dan dia harus

membayar upah bighal dan lembu pengangkut air tersebut, karena

dia telah mengambil jasa keduanya dengan adanya kompensasi,

tetapi dia belum memberikan kompensasi ifu kepada keduanya."

Dalam salah safu kitab dikatakan pula bahwa, hasil

penjualan air dibagi di antara mereka apabila air ifu merupakan

sesuafu yang mubah (milik umum,/tidak ada pemilik khususn5a),

karena hasil yang diperoleh itu lantamn adanya pekerjaan, bighal

dan lembu pengangkut air. I
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Ada pula sebagian ulama yang mengatakan, "Apabila

aimya milik orang yang memberikan air tersebut, maka seluruh

hasilnya untuknya dan dia wajib membayar upah Bighaldan lernbu

pengangkut aimya, sesuai yang telah kami jelaskan di atas.

Sedangkan bila aimya merupakan sesuafu yang mubah, maka

dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Seluruh harganya untuk si pemberi air
(perniliknSa), karena air tersebut merupakan miliknya, dan dia

wajib membayar upah bighal dan lembu pengangkut aimp.
Karena mereka telah sepakat untuk sanna-sama mendapatkan

bagian dari hasil penjualan air tersebut. Apabila mereka tidak

mendapatkannya, maka mereka berhak mendapatkan upahnp.

Pendapat Kedua: Hasil penjualan air (harga png diperoleh)

dibagi di antara mereka, karena dia tidak mengambil air unfuk

dirinya sendiri, akan tetapi untuk dibagi di antara mereka. Jadi dia
seperti wakil mereka.

hnu Ash-Shabbagh berkata, "Begitu pula bila dia berburu

untuk dirinya sendiri dan orang lain. Apakah orang lain berhak
mendapatkan hasilnp ?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama

fikih Asy-$nfi'i:

Pendapat Pertama: Hasilnp dibagi di antara mereka s@ara

mengangsur sesuai upah mereka. Pmdapat ini dinlatakan oleh
Syaikh Abu Hamid dalam Ar-Ta'liq. Ada pula riwayat yang

menyebutkan, bahwa Asy-Syafi'i berpendapat seperti ini.

Perrdapat Kedua: Hasilnya dibagi di antam mereka

sepertiga-sepertiga, lalu pemilik bighal bisa meminta dua pertiga
upahnya kepada partnemga, pemilik lembu pengakut air bisa

meminta dua pertiga upahnln kepada sang parfrrer, dan pernilik
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air juga bisa meminta dua pertiga upahn5a kepada dua partnemya.

Pendapat ini diriuayatkan oleh hnu Ash-Shabbagh dari Asy-Syafi'i

&.

Sedangkan menumt ulama rnadzhab kami yaifu perylarang;

Aslrsyimzi, hasiln5n dibagi sepertiga-sepertiga di antara mereka

se@ra mutlak. Apabila orang lain mempekerjakan mereka unfuk

mengambil air, maka menumt Abu Al Abbas ada dua masalah

lrang sama dengan kasus penggilingan makanan bila konbakryn

ditenfukan dengan satu harga, yang dalam hal ini ada dua

pendapat AsySyafi'i. Sedangkan bila seseorang mernpekerjakan

mereka dalam tanggungan mereka, maka sah, menumt

satu pendapt- Wallahu A'lam.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa menunrt

kami berdasarkan salah safu dari dua pendapat ulama fikih Asy-

S5rafi'i, boleh memperserikatkan dua harh dan hrbuh (pekerjaan)

teman salah safu dari kedua orang yang berserikat sebagai syirkah

dan mudharabah sekaligus, dengan syarat tidak ada unsur

penipuan di dalamn5n. Misalnya dua orang berserikat dengan

3000 dirham, dimana yang 1000 dirham milik salah satunya dan

yang 2000 dirham milik partnemya, lalu pemilik 2000 dirham

mengizinkan kepada pemilik 1000 dirham unhrk mengelola uang

tersebut dengan keunfungan lnng dibagi dua yaihr separuh-

separuh; pemilik 1000 dirham mendapatkan sepertiga sedangkan

sisanla yraifu dua pertiga dibagi di antara keduanSra, dimakan

pemilik 2000 dirham mendapatkan tiga perempat$E sementara

menetapkan unfukn5ra separuh keunfungan. Dengan demikian, i

maka kami tetapkan menjadi enam baEan dimana tiga bagian I

:,' r:-: ::<rua 

basian dan lnng satu 
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bagian merupakan upah pekerjaannya dalam harta parkremya,

sedangkan jatah parkremya adalah empat bagian, dimana safu

bagiannya unfuk pekerjanya, yaitu seperempat-

Menurut Malik, syirkah tidak boleh digabungkan dengan

qimdh, sebagaimana ijamh tidak boleh digabungkan dengannya.

Dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa keduanya tidak

menjadikan salah safu dari nilai sebagai syarat unhrk lainnla
sehingga kami tidak melarang penggabungan keduanya,

sebagaimana bila hartanya berbeda.

Permasalahan: Apabila dua parkrer membeli sesuatu lalu

mendapati cacat padanya, apabila keduanya sepakat untuk

mengembalikann5a atau tetap menahannSra, maka masalahnya

selesai. Sedangkan bila salah satunya ingin mengembalikannyra,

akan tetapi parkremya ingin menahannla; apabila keduanla telah

sorrrd€orrro melakukan akad jual beli, maka salah safunya bisa

mengembalikan bagiann5a. Masalah ini telah diuraikan dalam
pembahasan jual beli.

Sedangkan bila salah satunya yang melakukan akad jual beli

unhrk dirinya dan parfiemya, apabila dia tidak menyebutkan

bahwa dia membeli untuk dirinya dan partrernya lalu dia
mengatakan setelahnya "Aku menjual unfuk diriku dan parfurerku,"

maka ucapannya ini tdak diterima, karena secara zhahir dia hanSra

membeli untuk dirinya sendiri. Sedangkan bila dia menyebutkan

demikian saat pembelian, bahwa komoditas yang dibeli ifu unfuk
dirinya dan parhemya, apakah dia harus mengembalikan

bagiannya?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama ftkih AsV-

S5rafi'i yang dirirraptkan oleh Slnrkh Abu Hamid.
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Pendapat Pertama: Dia harus melakukannga, karena

penjual telah mengetahui bahr,rn transaksinya unfuk dua orang

sehingga sarna seperti halnp bila keduanln membelinya unfuk

mqrel<a berdua.

Pendapat Kedua: Dia tidak perlu melakulonnln. Meskipun

dia menyebutkan bahwa dia mernbeli untuk diriryn dan juga

parhrernln, maka hukum akad tetap unhrknya. Bukankah bila

seseonrng mernbeli kendaman serala mengatakan, "Aku

membelinSn untuk Khalid," lalu Khalid mengatakan, "Aku tidak

mengizinkanngra," maka pembelian berlaku untuk pembelinp?!.

Sementara bila seseorang menjual kendaraan lalu

mengatakan, "Penjualan ini dilakukan olehku dan si fulan."
Apabila dia menjualnya secara muflak lalu mengatakan setelah itu

bahwa penjualan tersebut dilakukan olehn5ra dan orang lain, maka

ucapannla tahadap pembeli ini tidak diterima, karena secara 
r

zhahir dia menjual miliknya. Syaikh Abu Hamid berkata, "Pembeli 
]

harus bersumpah bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut." 
I

Apabila parkremya mendatangkan bukfi, bahwa penjualan tersebut 
I

dilakukan olehnya dan parhremlra, maka hukumqn berlaku 
I

demikian. Apabila dia telah mengizinkan penjualannln, maka 
I

hukumn3n sah. Sedangkan bila dia tidak ma'rgizinkann!8, maka I
yang berlaku adalah ucapannla bahwa dia tidak mengizinkannSa, 

I
karena hukurn asalnya adalah tidak adan!,a izin. I

Apabila penjual menlatakan saat penjualan bahwa I
penjualan tersebut dilakukan olehnp dan parhremya, maka I
ucapannlra ifu diterima, karena dia mengakuingra sebagai miliknya. I
Apabila parbremln mengakui bahr,rn dia telah mengizinkannln, I

: ; ::':dia'iidak 

mengakuinva dan 
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tidak ada saksinya, maka dia harus bersumpah bahwa dia tidak

mengizinkannSra dan jual belinya batal, karena hukum asalnya tdak
adanya izin.

Cabang: Syirkah Mufadhalah

Ketahuilah bahwa syirl<ah ini tidak disebutkan oleh

pengarang secara khusus dalam suafu pasal, sebagaimana yang

disebutkannla dalam ragam syirkah lainnya. Akan tetapi Qadhi Al
Qudhat (Hakim A$ng) Al Mawardi & menjadikannla sebagai

syirkah jenis keempat.

Pengertian syirkah ini adalah, dua orang yang memiliki

harta berbeda berserikat dengan ketenfuan bahwa keunfungannya

itu dibagi sama rata di antara keduanya, atau harta keduanla sarna

akan tetapi keunfungannya berbeda. syirkah ini hukumnla batal.

Abu Hanifah berkata, " Syirkah ini diperbolehkan. Dalilnya

adalah saMa Nabi $,

&3**t'*Y"l
" Onng-orang beriman ifu sesuai dengan perc5amtan

mereka (9nng mereka buat)."

Abu Hanifah melanjutkan pemyataannya, "Disamping ifu
akad syirkah adalah seperti mudharabah, karena pekerjaan dalam

akad mudharabah seperti harta unfuk masing-masing parkrer

dalam syirkah, karena masing-masing dari keduanp ifu
mendapatkan bagian keunfungan tertentu. Apabila dalam

mudhanbah dibolehkan memberi syarat agar salah safun5a
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mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari temannya, maka

begitur pula dalam al<ad syirkah. Disamping itu, salah safu dari dua

parhrer terkadang bekerja lebih baqnk daripada temannya

sehingga meskipun hartanya lebih sedikit dia berhak mendapatkan

keunfungan yang lebih besar-"

Sementara dalil yang kami jadikan acuan adalah, bahwa

perbedaan dalam harta itu menghalangi persamaan dalam

keunhrngan. Disamping ihr dalam syirl<ah terkadang bisa untung

dan terkadang bisa juga merugi. Apabila saat menrgi, maka

hartanya dibagi-bagi dan tidak ada perbedaan dengan syaratr5ra,

maka bqihr pula dalam ketrntungan, tidak ditentukan dengan

syarat.

Sedangkan cacatrya argumentasi sebelumnya bisa ditinjau

dari dua qi5ras:

Qiyas Pertama: Keuntungan adalah salah satu dari dua hal

yang menyebabkan adanya akad. Apabila syamtrya bertentangan

dengan kemuflakannya, maka asaln5ra wajib menjadi batal apabila

keduanya mensyraratkan untuk orang lain- Disamping ifu, dia

adalah perhrmbuhan harta yang dibagi-bagi sehingga harus dibagi-

bagi sesuai nilai harta yang berbeda-beda, seperti binatang temak

dan buah-buahan.

Jawaban terhadap sabda Nabi $, i#P ry S*fS,
" Orang-omng beriman sauai percyamtan mqel<a (lang merel<a

buat)," maka dalam redaksi selanjutnya beliau bersaMa, i"* \t
\U ?y 31 $V oS7 

" 1qn"rur, qarat tnng menghalall<an sauatu

5mng hamm dan menghamml<an sauafu 5nng halaL
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Tentang argumentasi mereka bahwa, syirl<ah ihr seperti

mudhanbah, maka bisa dikatakan bahwa arti dalam mudhanbh
itu sendiri adalah, apabila ketika dia disebut secara mutlak

keunhrngannlp boleh sarna, maka keduanya juga dibolehkan

mens5ramtkan keunfungan yang berbeda, namun tidak demikian

dalam al<ad sybkah.

Tentang argumentasi mereka bahwa, terkadang pekeriaan

salah safun5a lebih ban5ak dari temannya, maka argumantasi ini

tidak benar, karena pekerjaan dalam al<ad syAl<ah mendapatkan

keuntungan. Bukankah bila keduanya melakukan alreid syakah

secara mutlak keunhrngannya tidak dibagi sesuai pekerjaann5a dan

tidak mendapatkan kompensasinya sehingga hukumryra batal?.

Apabila hal ini telah jelas, maka syirlah mufadhalah ada

tiga jenis:

Jenis Pertama: Keduanya memiliki harta png sama dan

mendapat keunfungan png berbeda. Misalnya harta keduanya

separuh-sepamh, tapi keuntungannya masing-rnasing sepertiga.

syirl<ahjenis ini hukumnla batal.

Jenis Kedua: Keduanya memiliki harta 5nng berbeda tapi

mendapatkan keunfungan lrang sarna. Misalngra harta salah

seorang dari keduanya dua pertiga sementara harta temanngn

sepertiga, kernudian keuntungannya dibagi di antara keduanya

sepertiga-sepertiga, dimana pemilik dua pertiga mendapatkan dua

pertiga keunfungan dan pernilik sepertiga mendapatkan sepertiga

keunhmgan,

Menurut AsySSrafi'i, syirl<ah ini dipertolehkan, karena

keuntungannya ifu dibagi sesuai nilai kedua harta tersebut. Akan

tetapi ada sebagian ulama madzhab kami lrang berpendapat
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bahwa, hukumnya batal sampai harta pokok keduanyra sama. Dia

berpedoman dengan perkataan Al Muzani, "syirkah lnng sah

adalah bila masing-masing dari keduanla itu mengeluarkan dinar
seperti dinar parbremya lalu mencampumyn sehingga keduanya

menjadi dua partner." Dia men[FnSfap bahwa, pemyataan
"seperti dinar temann5a" sebagai persamaan dalam nilai.

Akan tetapi penafsiran ini keliru, karena png dimaksud

sama adalah sama jenis dan sifatrSn, bukan kadamSa (nilainya).

Apabila syirkah mufadhalah pada dua jenis ini tdak sah, lantas

apakah s5nrat perbedaan tersebut menyebabkan batalrya syirl<ah

dalam artian batalnf izin dalam memperdagangkan harta tersebut

ataukah tdak?. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy
SSrafi'i:

Pendapat Pertama: Izinn5ra batal karena batalnp qnrat di

dalamnya. Salah satu dari keduanya tidak boleh mengelola seluruh

harta tersebut. Apabila dia mengelolanya, maka dia seperti oftmg

lang mengelola harta yang dimiliki bersama dengan syarat ynng

rusak.

Pendapat Kedua: Pensyamtan adanln perbedaan meskipun

dia menjadi sebuah cacat, namun syaratnln tidak menyebabkan

batalnya izin, sehingga masing-masing dari keduanya ifu boleh

memperdagangkan seluruh harta tersebut lalu keunfungann5a

dibagi sesuai bagian masing-masing.

Apabila sepertiga harta tersebut milik salah safu dari dua

parffrer sementara dua pertiganya milik parbrer lainnlra, kemudian

keduanSn mernbuat syarat agar ketrnfungannln dibagi dua

(separuh-separuh) dengan ketenfuan bahwa, yang

memperdagangkannya ifu hanla pemilik harta sepertiga, maka
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hukumnya dibolehkan dan ini menjadi syirkah dan mudhambh

dengan tubuh. Karena omng yang bekerja bisa mengambil

sepertiga dan separuhnya secaftt lengkap disebabkan

pekerjaannya, dan dalam hal ini dia telah keluar dari slnrat

perbedaan menjadi hukum mudhanbah.

AqlSyirazi g berkata: PasaL Parkrer (orang !/ang
menjadi anggota syirkahl merupakan orang yang

dipercaya dalam mengelola harta parhrer lain yang ada

di tangannya. Apabila harta tersebut rusak di tangannln
tanpa berlebihan, maka dia tidak perlu menggantinlra.
Karena dia merupakan wakil parhremya unfuk menjaga
dan mengelolarrya, sehingga harta yang rusak di
tangannya ifu seperti harta yang rusak di tangan
parkrernya. Apabila dia mengklaim bahwa harta
tersebut rusak; bila sebabnya jelas, maka klaimnya fidak
bisa diterima sampai ada buktinya- Apabila ada bukti
tentang penyebabnya, maka ucapannya dapat diterima
dengan sumpahnya- Sedangkan bila penyebabnya tidak
jelas, maka ucap.urnya bisa diterima dengan sumpahnga
tanpa perlu bulff, karena dia tidak bisa mendatangkan
buld atas kerusakan tersebut sehingga yang berlaku
har,ya ucapannla beserta sumpahnla.

Bila sang partner menuduhnlra berkhianat, akan
tetapi yang dituduh mengingkaringn, maka ucap.tn yang
dituduh ifu dapat diterima, karena hulilm asalnya fidak
adanSla khianat- Apabila di tangannya ada komoditas
dan sang parhrer mengklairnnya sebagai harta syirlah,
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sementara dia mengklaim sebagai komoditasnlp sendiri,
maka yang diterima ucapan or.rng yang memiliki
komoditas beserta sumpahnya, karena secara zhahir,
komoditas lrang ada di tangann3n ifu merupakan
miliknSTa- Apabila dia membeli sesuatu lalu mendapat
keuntungan, lalu sang parkrer mengklaim bahwa,
sesuafu tersebut dibeli dari harta qlirlah, sementara
dirin5n mengklaim bahwa dia itu membeli komoditas
tersebtrt unfuk dirinSn sendiri; atau dia membeli sesuatu
lalu merugi, lalu sang partner mengklaim bahwa yang
dibeliryn itu untuk dirin5n sendiri, sementara dia
mengklaim bahwa lrang dibelin3Ta itu merupakan harta
qirl<ah, maka lpng berlaku ucapan oftmg tersebut,
bukan parkrernSn, karena dia lebih mengetahui akad
yang dilakulmn oleh dirinya dan juga niatannln-

Penjelasan' Hukr-un

Orang Srang melakukan alle.d syirkah adalah orang yang

diperca5n unfuk mengelola harta syirkah yang ada di tangannya.

Apabila harta tersebut msak di tangann5ra tanpa melampaui batas,

maka dia tidak wajib menggantinya, karena dia merupakan wakil

parhremya dalam menjaga harta tersebut sehingga yang rusak di

tangannya ifu sama seperti yang rusak di tangan pemiliknya. Bagi

omng yang diberi amanah agar menjaga sifat jujur dan dapat

diperca5n. Apabila dia mengklaim adanln kerusakan karena sebab

lrang jelas, maka ucapannya tdak diterima sampai dia

menunjukkan buktinya atas sebab png zhahir tersebut, karena dia

bisa menunjukkan buktinya. Apabila bukti menunjukkan bahwa
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ucapannya benar dan kerusakan memang disebabkan oleh sebab

yang zhahir, maka rnasalah sudah selesai (tidak perlu dibahas lagi).

Sedangkan bila bukti menunjukkan adanya sebab tapi tdak
menyebutkan kemsakan harta, maka yrang berlaku adalah ucapan

parkrer dengan sumpahnya bahwa komoditas tersebut memang

rusak. Apabila sang parbrer mengklaim adanya kemsakan karena

sebab yang tidak jelas, maka yang berlaku adalah ucapannya

dengan sumpahnSn, karena sulit bagnya menunjukkan bukti

dengan adan5ra kerusakan.

Apabila seseorcmg menuduh parhrernya melakukan findak

pidana, maka hrduhannya tidak perlu didengarkan sampai dia

menjelaskan tindak pidana tersebut. Apabila dia telah

menjelaskannya, narnun partrer yang dituduh mengingkarinla dan

tidak ada buktinya, maka yang berlaku adalah ucapan sang partrer

dengan sumpahnya, karena hukum asahnln tidak adanya tndak
pidana. Apabila salah seorang dari dua orang 5rang berserikat

membeli sesuatu lalu mendapat keuntungan, dimana parhemya

mengatakan, "Aku membelinya sebagai syirkah di antara kita," lalu

orang yang membelinya mengatakan, "Justu aku mernbelinya

unfuk diriku sendiri," maka yang berlaku adalah ucapan sang

pernbeli dengan sumpahnya.

Apabila dia mernbeli sesuahr lalu merugi, lalu orang yang

membeli mengatakan, "Aku membelinya sebagai syirkah di antara

kh," sementara lnng lainnya mengatakan, "Jushr engkau

membelinya unfuk dirimu sendiri," maka yang berlaku ucapan

pembeli dengan sumpahnya, karena dia lebih tahu akadnya dan
juga karena hukum asalnya ifu tidak adanya khianat.
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Cabangr Apabila masing-masing dari dua orang yang

berserikat meng?inkan partnemya unfuk mengelola harta syirkah,

lalu salah satunya membeli sesuafu unfuk syirkah dengan harga

yang lebih besar dari harga standar yang tidak ada unsur penipuan

di dalamnya. Apabila dia membelin3ra dengan harta yang

ditanggung olehnya, maka pembeli wajib mendapatkan apa yang

dibelinya dan partnemya tidak wajib demikian, karena izin

mengharuskan adanya pembelian dengan harga standar. Apabila

dia menyerahkan harganya dari harta syirkah, maka dia harus

menanggung bagian parhremya karena dia telah melampaui batas.

Sedangkan bila dia membeli dengan harta syirl<ah, maka

pembelian fidak sah untuk bagian parkter, karena akadnya

berkaitan dengan harta tersebut. [-alu apakah bagian sang pembeli

itu batal?. Dalam hal ini ada dua pendapat Asysffi'i berdasarkan

dua pendapatnya tentang pemisahan transaksi-

Apabila kami mengatakan, "Hukumnya batal," maka

keduanya tetap melakukan syirkah sebagaimana biasanya-

Sedangkan bila kami mengatakan, "Hukum pembeliannya sah

unfuk bagiann5la," maka syirkabnya batal di antara keduanya

dalam kadar harganya, karena haknya dalam harga tersebut telah

menjadi milik penjual sehingga dia (si penjual) menjadi parhrer dari

parhremya sesuai kadar harganya, sementara dia sendiri meniadi

parkrer penjual dalam komoditas dagangannya. Apabila salah satu

dari dua parh-rer menjual sesuafu dari harta syirkah dengan harga

yang lebih rendah dari harga standar yang tidak ada unsur

penipuan di dalamnya, maka jual belinya batal untuk bagian

partnemya, karena izin mutlak mengharuskan adanya jual beli

dengan harga standar.
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lalu apakah jual belinya batal untuk bagian pembeli?.

Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Spfi'i. Apabila kami katakan

bahwa hukumn5a batal, maka keduanSn tetap dalam syi*ah
seperti biasan3n. Sdangkan bila kami katakan bahwa hukumqn
fidak batal, maka syirl<ah di antara batal dalam

komoditas 37ang dijual, karena bagian diriqn dan syirl<ah itu telah

menjadi milik pembeli disebabkan pernbelian, sehingga pernbeli

menjadi partrer dari partnemp.

Abu Ishaq berkata, "Penjual tidak perlu mengganti bagian

partremya selama dia fidak menyerahkan bagran tersebut

kepadanya, karena hal ini termasuk masalah ijtihad yang masih

diperdebatkan. Apabila seseorang menitipkan komoditas pada

orang lain lalu komoditas tersebut dijual oleh orang yang dititipi,

maka bila jual belin5n batal dia wajib menggantin5ra jika dia belum

menyerahkannln, karena orang !/ang dititipi fidak boleh

menjualnSn berdasarkan ijma'-"

Akan tehpi Abu Hamid menilai lemah pendapat Abu Ishaq

di atas serala mengatakan, "Dia telah dengan

menjualn5n. Jadi, tidak ada bedanya apakah masalah ini masih

diperdebatkan atau sudah disepakati bersama. Bukankah bila

seseoftrng melanggar harus menggantinya meskipun tdak
diperdebatkan ?!."

Cabang: Apabila seekor binatang diperserikatkan dua

orang lalu datang orang lain kemudian menghilangkan kepemilikan

salah satu dari dua parkrer ini, maka dia telah merampas hak
partrer tersebut, meskipun binatang tersebut dimilik bersama,

karena perampasan telah menghilangkan hukum kepemilikan. Hal
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ini bisa terjadi pada komoditas milik bersama sebagaimana bisa

terjadi pula pada komoditas yang bisa dibagi-bagi- Bukankah bila

dua orang lak-laki berserikat dalam sebuah rumah lalu datang

orang lain kemudian dia mengeluarkan salah safu parher dari

rumah tersebut dan kemudian dia duduk di dalamnln di tempat

orang yang telah dikeluarkan tersebut, bukankah orang yang

seperti ini telah merampas bagian orang ifu pada rumah tersebut?.

Begitu pula 5rang diuraikan oleh Syaikh Abu Hamid. Apabila orang

yang merampas dan parhrer yang tidak dimmpas menjual binatang

tersebut dalam sahr transaksi kepada orang lain, maka menunrt

AsySyafi'i, jual belinya sah unfuk bagian si pernilik, namun batal

unfuk 1nng dijual oleh orang lang merampas.

Al Imrani berkata, "Ulama madzhab kami berselisih

pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang

mengatakan, "Ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini

berdasarkan dua pendapatryia tentang pemisahan transaksi." Ada

pula yang mengatakan, "Jual belinya sah unfuk bagian pemilik,

sebagai safu pendapat Asy-Syafi'i," Hal ini karena akad safu orang

bersama dua orang, sama dengan dua akad sehingga salah safunya

tidak batal dengan batalnya akad gnng lain.

Apabila partrer yang bagiannya tidak dirampas ihr

mer,rrakilkan kepada orang yang merampas unfuk menjualkan

bagiannp lalu orang tersebut menjual seluruh komoditasnya dalam

satu kansaksi, apabila dia menjualnya se@ra muflak tanpa

menyebut partrer yang mau.rakilkan, maka jual belinya tidak sah

unhrk baEan orang yang dirampas. lalu apakah jual belinya sah

untuk bagian omng yang manrakilkan?. Dalam hal ini ada dua

pendapat Asy-Spfi'i.
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Apabila orang yang merampas menyatakan saat menjual

komoditas tersebut bahwa dia merupakan wakil dalam penjualan

separuhnya, maka penjualan bagian orang grang dirampas tidak

sah. lalu apakah sah penjualan unfuk baEan omng yang

mer,vakilkan?. Dalam hal ini dua riwa3nt pendapat yang telah

diuraikan dalam masalah sebelumnya karena dia sama seperti dua

akad. Apabila salah seorang partrer merampas bagian parkremSn

yang lain, lalu dia menjual budak dalam safu bansaksi, maka jual

belinya sah unfuk bagian orang yang dirampas. lalu apakah

hukumnp batal untuk bagiannya?. Dalam hal ini ada dua

pendapat Asy-Spfi'i . Wallahu AIam.

AsfSyirazi g berkata: Pasal: Apabila dua orang
memperserikatkan seor.rng budak laki-laki lalu salah
satunya mengizinkan sang parkter unfuk menjualnga,
kemudian dia menjualnya dengan harga 1000 dirham
lalu partner yang fidak menjualnga ifu mengakui bahwa
penjual telah menerima 1000 dirham dari pembeli dan
sang pembeli juga mengakui hal ifu, akan tetapi sang
peniual mengingkarinya, maka dalam kasus seperti ini
pembeli bebas dari bagian partner yang fidak menjual,
karena dia mengakui bahwa dia telah menyerahkan
bagiannya berupa sejumlah harga tersebut kepada
parhrerrya dan dengan izinnya. Akan tetapi
perseteruan tetap berlaku antara penjual, pembeli dan
dua parhrer-

Apabila penjual dan pembeli memperkarakan
kasus keduanya; apabila pembeli memilih buld bahwa
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dia telah memberikan pembayaran, maka keputusan
yang berlaku adalah untuknya. Sedangkan bila tidak ada

orang yang bersaksi unfuknya selain partner yang fidak
meniual, maka kesaksianryn itu tertolak, sebab dia
telah menarik manfaat unfuk dirin3Ta sendiri, yaifu hak
menunfut baglan lpng diterimanp.

[^alu apakah bagran si penjual harus ditolak?.
Dalam hal ini ada dua pendapat AsSrSpfi'i. Apabila
kami katakan bahwa bagiannya tetap diterima, maka
pembeli bersumpah bersamangra lalu membebaskan
dirinSra. Sedangkan bila kami katakan bahwa, bagiannya
tidak boleh diterima atau dibagikan tapi tidak adil,
maka lpng berlaku adalah ucap.rn penjual dengan
sumpahngra, bahwa dia belum menerimanyra- Apabila
dia bersumpah, maka dia harus mengambil separuh
harga dan partner yang tidak ikut menjual tidak boleh
mengambil apapun dari bagian yang telah diambil
penjual, karena dia telah mengaku, bahwa dia telah
mengambil haknya satu kali, sehingga bila dia tetap
mengambilnya, maka dia telah berbuat zhalim dan ini
fidak dibolehkan- Apabila penjual menarik sumpahnya,
maka pembeli bersumpah dan membebaskan dirinya-

Apabila dua partner mengadukan masalah
keduanln kepada hakim, apabila partner lpng fidak
menjual komoditas tersebut tdak memiliki butd bahwa
si penjual telah menerima harganp, maka dia bisa
meminta bagiannya. Sedangkan bila dia memiliki buld,
maka penjual harus bersumpatr bahwa dia belum
menerima harganya (pembayarannya) dan dia bebas
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It-

dalam masalah ini. Apabila dia menarik sumpahnSn,

maka sumpah harus diucapkan oleh partner lliang fidak
menjual, dan setelah dia bersumpah, maka dia boleh
mengambil bagiannya.

Apabila pqnjual mengklaim bahwa partrrer yang
fidak menjual telah menerima 1000 dirham dari
pembeli dan pembeli juga mengklaim demikian, akan
tetapi sang parhrer yang fidak menjual itu
mengingkarinSTa, maka harus ditinjau lebih dahulu.
Apabila parhrer lpng fidak menjual diizinkan
menerimanya, maka tanggungan pembeli bebas dari
bagtan si penjual, karena dia telah mengakui batrwa dia
telah menyerahlran kepada sang parkrer dan dengan
izinnSTa- Kemudian perselisihan ifu tetap berlaku antara
or:rng yang fidak menjual dengan pembeli dan dua
parhrer- Jadi penjual disini seperti orang lrang fidak
menjual, sedanglon yang tdak menjual seperti peniual
dalam masalah sebelumryn dan telah kami uraikan-

Apabila salah satu dari keduan}Ta Udak diizinkan
menerima pembayaran, maka tanggung jawab pembeli
tdak gufJur, karena lpng meniual telah mengakui
bahwa dia telah menyerahkannya kepada orang lpng
fidak mengizinkanDgo, sementara orang yang fidak
meniual ifu mengingkari penerimaan tersebut. Apabila
penjual dan pembeli mengadukan kasus keduangra

kepada hakim, maka penjual bisa mengambil hak
darinya tanpa perlu bersumpah, karena dia telah
menyerahkarrngra kepada sang partner tanpa seizinnyra.
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Apabila pembeli dan partner yang tidak ikut 
l

menjual mengadukan kasus keduanln kepada hakim, 
I

apabila pembeli memiliki bukfi, maka dia bebas dari 
]

penjual, apabila dia adil, maka kesaksiannSp ifu bisa 
1

diterima, karena dengan kesaksiann5Ta dia tidak 
,

mendatangkan manfaat dan tidak menolak bahaya.
Apabila dia telah bersaksi, maka pembeli juga harus 

l

ikut bersalsi dan dia terbebas dari tanggungannya.
Sedangkan bila dia tidak adil, maka lpng berlaku adalah
ucapan partner yang fidak ikut menjual dengan 

.

sumpahnga. Apabila dia telah bersumpah, maka dia
bisa mengambil hak darinya.

Apabila penjual diizinkan menerima

diizinkan menerimanya, lalu penjual dan pembeli
mengadukan kasusnya kepada hakim, maka dia bisa
menerima haknya tanpa perlu bersumpah, karena dia l

telah menyerahkan kepada partnernln tanpa seizinnSn.
Lalu apakah partner yang tidak ikut menjual boleh 

l

berserikat dalam apa yang diambilnya?. Menurut Al 
i

Muzani dia boleh berserikat di dalamn5n dan dia boleh 
]

memilih apakah akan mengambil dari pembeli 500 j

(dirham) atau mengambil dari pembeli 250 (dirham) dan 
i

dari partnemya 250 (dirham). 
j

Abu Al Abbas berkata, 'Dia fidak boleh 
l

mengambil apapun darinSn, karena ketika dia mengakui I

bahwa partner yang Udak ikut meniual telah menerima 
I

seluruh harga (pembayaran), maka dia telah 
I

I

i
I
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mengundurkan diri dari wakalah dalam penerimaan,

karena tidak ada lagl yang bisa diwakilkan dalam

penerima.ulnya. Oleh karena ifu setelah pengundurzrn

dirinya dia fidak boleh mengambil kecuali haknya

sendiri, dimana partner yang tidak ikut meniual fidak
boleh berserikat di dalamn5Ta' Apabila pembeli dan
partner yang fidak ikut menjual mengadukan kasusn3n

kepada hakim, maka yang berlaku adalah ucapan

parbrer yang fidak ikut menjual bersama sumpahn3ra,

bahwa dia belum menerima pembayarannya, karena

hukum asalnya adalah fidak adanln penerimaan-

Apabila pembeli memiliki bukfi, maka keputusan

dijatuhkan untuknya dan dia bebas. Sedangkan bila
tidak ada sal$i untukngn selain penjual, maka

kesaksiannya itu tidak diterima, menunrt pendapat Al
Mr-rzani, karena dengan kesalrsian ini dia telah menolak

bahaya dari dirin57a, yaifu penuntutan separuh yang di
tangannya oleh partner yang fidak ikut meniual-"
Berdasarkan pendapat Abu Al Abbas, maka

kesaksiannya diterima, menurut safu pendapat, karena

dengan kesaksiannya itu dia tidak menolak bahaf dari

diri4Ta mengingat dia Udak perlu dituntut.

Penjelasan: Hukum

Apabila akad syirl<ah dilakukan dua onrng dengan

keunfungan dibagi dua, lalu salah sahrnya mengizinkan sang

parkrer unfuk menjual ,bagiannya dan menerima harganya

(pernbayarannya), atau kami katakan bahwa dia berhak menerim.I
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pembalnran berdasarkan perwakilan dalam jual beli, lalu dia

menjual komoditas yang menjadi milik bersama kepada seorang

laki-laki dengan harga 1000 dirham, lalu partrer yrang tidak ikut

menjual mengakui bahwa penjual telah menerima 1000 dirham

dari pernbeli dan pembeli juga mengklaim demikian, akan tetapi

penjual mengingkarinp, maka pernbeli bebas dari bagian partrer
yang tidak ikut menjual, karena dia telah mengakui bahwa dia

telah menyerahkan pembayaran ifu kepada parbremya dengan

seizinnya. Kemudian perselisihan tehp berlaku antara dua parhrer

dan antara penjual dengan pernbeli. Apabila penjual dan pernbeli

mengadukan kasusnln kepada hakim, apabila pernbeli memiliki

bukti dua orang saksi lak-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua

perempuan bahun dia telah menyerahkan 1000 dirham

kepadanya, maka dapat dipuhrskan bahwa penjual telah menerima

1000 tersebut dari pernbeli dan pembeli bebas dari kasus ini,

kemudian penjual harus menyerahkan 500 dirham kepada parhrer

yang tidak ikut menjual. Sedangkan bila pernbeli tidak memiliki

bukti yang bisa bersaksi selain parbrer yrang Udak ikut menjual,

maka kesaksiannya terhadap penjual dalam bagiannya itu fidak

diterima.

[-alu apakah kesaksiannln tentang bagian penjual dapat

diterima?. Dalam hal ini ada dua pendapat AsySyafi'i. Apabila

kami katakan bahwa, kesaksiannya dapat diterima, maka pembeli

harus bersumpah dan dia bebas dari bagian penjual. Sedangkan

bila kami katakan bahwa kesaksiannya ih.r tdak diterima atau dia

orang fasik, maka yang berlaku ucapan penjual dengan

sumpahnla, yaifu bahwa dia tidak menerima 1000 dirham, karena

hukumnya asalnSa adalah tidak adanya penerimaan. Apabila dia

bersumpah, maka dia bisa mengambil darinp 500 dirham dan
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partrer yang tidak ikut menjualtidak boleh berserikat di dalamnla,

karena ketika dia telah mengakui bahwa penjual telah menerima

1000 dirham, maka dia telah mengakui bebasnya tanggungan

pembeli dari hargangra, dan bila dia mengambilnya sekarang, maka

dia mengambil secara zhalim sehingga tidak boleh berserikat di

dalamnya.

Apabila peniual menarik sumpahnya, maka pernbeli harus

bersumpah bahwa dia telah memberikan 1000 dirham kepadanya

dan dia bebas dari uang 1000 dirham tersebut. Parkrer Snng tidak

ikut menjual tidak berhak mendapatkan apa-apa dari penjual

karena sumpah pernbeli tersebut, baik kami katakan bahwa,

sumpah orang gnng menuduh dengan penarikan sumpah dari

orang yang difuduh sarla dengan pengakuan dari orang yang

dituduh atau sama dengan adanya bukti dari orang yang menuduh,

karena kami menetapkan ini berkenaan dengan hak dua orang

yang bersumpah dan berkenaan dengan hak selain keduanlra-

Begitu pula bila pembeli memiliki seorang saksi dan bersumpah

bersamanya, maka dia telah bebas dari uang 1000 dirham tersebut

dan parh,er yang tidak ikut menjual tidak berhak menuntut apapun

kecuali bila dia bersaksi bersama saksi. Berteda bila pembeli

mendatangkan buk[, maka kepufusannya untuk pembeli dan

partrrer 1nng tidak ikut menjual.

Apabila dua partrer telah mulai mengadukan kasusnSa

kepada hakim, apabila parbrer yang tidak ikut menjual merniliki

bukti bahwa penjual telah menerirna 1000 dirham, maka tnrus

diputuskan bahwa lnng ada pada peniual diberikan kepada

pernbeli dan partrer yang tidak ikut menjual. sedangkan bila dia

tidak merniliki bukti selain pembeli, maka kesaksiannla Udak

diterima unfuk pembeli, menumt safu pendapat, karena dia telah
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bersaksi unfuk dirinya sendiri. Jadi, penjual harus bersumpah

bahwa dia belum menerima pembayaran dan hak parUrer lrang

tidak ikut menjual menjadi gugur karenan5a dari berbagai sisi.

Apabila penjual menarik sumpahnyra, maka sumpahnya itu

harus dikembalikan kepada partrrer yang tidak ikut menjual.

Kemudian bila dia telah bersumpah, maka dia bisa menuntut 500

dirham kepada penjual dan hak pembeli atas penjual tidak berlaku,

baik kami katakan bahwa, sumpah partrer yang tidak ikut menjual

sama dengan pengakuan penjual atau sama dengan adanp bukti

padanga, karena hal ini dipufuskan berkenaan dengan dua orang

yang bersumpah, bukan berkenaan dengan hak selain keduanSa.

Karena sumpah ifu merupakan bukti bagi orang lnng bersumpah

5ang Udak bisa digantikan sehingga hak orang lain tidak berlaku,

berbeda dengan bukt. Demikianlah fng dikatakan mayoritas

ulama madzhab kami. Akan tetapi Abu Ali As-Sinji menyebutkan

pendapat salah seorang ulama madzhab AsySlnfi'i bahwa dengan

adan5ra sumpah dan penarikan sumpah, maka seluruh harga

menjadi hak penjual, baik dalam kasus ini maupun dalam kasus

sebelumnla, lnihr bila pernbeli bersumpah ketika penjual menarik

sumpahnyn, sebagaimana ]lang kami katakan berkenaan dengan

bukti.

Apabila penjual mengklaim bahwa sang parhrer yrang tidak

ikut menjual telah menerima uang L000 dirham dari pembeli dan

pembeli juga mengklaim demikian, akan tetapi partrer yang tidak

ikut menjual mengingkarinya, maka dalam kasus ini ada empat

kondisi. Bisa jadi masing-masing dari keduanya diizinkan

menerimanla, atau Snng diizinkan menerima hanya sang partrrer

Snng tidak ikut menjual, atau masing-masing dari keduanya tidak

diizinkan menerimanya, atau hanya peniual lang diizinkan
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menerimanya. Apabila masing-masing dari keduanSra telah

meng2inkan parkremya untuk menerimanln, atau peniual

mengizinkan partrer yang tidak ikut menjual unhrk menerima

bagiannya saja, maka pembeli bebas dari bagian penjual yaifu

hargan5a, karena dia telah mengaku bahwa dia telah menyerahkan

haknya kepada sang unkil dirinSn. Jadi, masalah ini sama derrgan

masalah sebelumnya, hanya saja penjual disini seperti parbrer 3png

tidak ikut menjual dalam kasus lain, dan partrer lang tdak

menjual disini satna dengan penjual di sana, ini sebagaimana lpng
telah kami uraikan.

Al Immni berkata, "Apabila masing-masing dari keduanlp

tdak diizinkan untuk menerimanya, maka bila peniual mengaku

bahua parkrer yang tidak ikut menjual telah menerima 1000

dirham, maka tanggung iav.rab pembeli bempa penrbayaran ihr

tidak hilang, karena penjual mengaku telah menyeratrkan

bagiannya berupa 1000 dirham kepada selain wakiln!,a,

sedangkan parhrer yang tidak ikut meniual mengingkari

penerimaan tersebut, sehingga si penjual boleh mengambil haknya

berupa harga tanpa perlu bersumpah. Dan perselisihan tetap

berlaku antara partrer yang tidak ikut menjual dengan pernbeli-

Apabila parhrer yang tidak ikut menjual menuntut haknf
berupa harga (pernbapran) kepada pembeli, apabila sang pernbeli

memiliki bukt, maka dia harus memberikann5n kepada parbrer

!/ang tdak ikut menjual. Sedangkan bila tidak ada bukti lain selain

penjual sementara dia orang yang adil, maka dia harus bersumpah

bersamanSn dan pembeli bebas dari tanggungan tersebut 3raifu

pernberian bagian kepada partrrer !,ang tdak ikut menjual-

Dernikianlah menurut satu pendapat.

Al Majmu'SloahAl Mthdzdzab ll t t



Sedangkan perbedaan antara permasalahan ini dengan

permasalahan sebelumnya adalah bahwa di sana kesaksiannya

ditolak yang berkenaan dengan peneriman karena adanya sesuafu

lang masih mencurigakan (dugaan negatif), sedangkan disini

kesaksianryn tidak ditolak sama sekali.

Apabila penjualnp bukan orang png adil atau termasuk

orang 3rang kesaksiannya tidak diterima unfuk pernbeli, misalnya

dia ayah atau anaknSra, atau dia termasuk orang yang tidak

diterima kesaksiannya terhadap partrer png tidak ikut menjual,

misalnla dia adalah musuhnyra, maka yang berlaku adalah ucapan

parher png tidak ikut menjual beserta sumpahnya, karena dia

tidak menerima uang 1000 dirham tersebut dan tidak menerima

apapun. Apabila dia bersumpah, maka dia bisa mengambil haknya

berupa harga. Sedangkan bila dia menarik sumpahngra, maka

pernbeli hams bersumpah dan dia bebas dari hak parkrer yang

fidak ikut menjual.

Bila penjual telah diizinkan oleh orang lrang belum

menunaikan hakn5ra dan kami katakan bahwa lnng pertama

berkenaan dengan jual beli harus diterima harganyra, namun

penjual tidak mengizinkan parhrer Snng tidak ikut menjual itu
unfuk menerima haknya berupa harga, maka pengakuan penjual

tersebut tdak membebaskan tanggungan pernbeli dari bagian

penjual berupa harga, karena dia mengakui bahura dia telah

menyerahkannla kepada selain wakilnya. Sedangkan tentang

bagian parhrer yang tidak ikut menjual, Al Muzani mengutip

pendapat yang menyatakan bahwa, pembeli bebas dari separuh

harga dengan pengakuan penjual bahwa sang partrer telah

menerimanyra, karena dia merupakan orang yang bisa dipercaya

dalam kasus ini.
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Di antam ulama ma&hab kami, ada yang salah dalam

mengutip dengan mengatakan, "lni mempakan pendapat ulama

Irak, dan bahwasanya pengakuan wakil terhadap orang yang

meu,rakilkan ihr bisa diterima. Oleh karena itu bisa jadi AsySSraf i
gg berpendapat demikian." Katanya lebih laniut, "Pendapat ini

dinyatakan oleh Muhammad bin Al Hasan &-" Jadi Al Muzani

menduga bahwa pendapat tersebut merupakan pendapatnSn,

padahal yang dimaksud Asy-syafi'i tiada lain adalah Muharnmad

bin Al Hasan.

Di antam ulama madzhab kami ada yang memaklumi

perkataan Al Muzani dengan mengatakan, "Arti perkataannya

'Pembeli bebas dari separuh harga" maksudnln adalah berkenaan

dengan hak penjual; karena penjual berhak menuntut seluruh uang

1000 dirham tersebut. Apabila dia telah mengaku bahwa

partremya telah menerima uang 1000 dirham tersebut, maka

gugurlah hrntutan terhadap sepamh bagiannya-"

Apabila hal ini telah jelas dan penrbeli tidak bebas dari

bagian harga tersebut, maka penjual boleh mengambil 500 dirham

tanpa perlu bersumpah- Apabila dia telah menerimanya, lantas

apakah partrer yang tidak ikut menjual boleh berserikat dengan

penjual dalam sesuatu yang diterimanya?. Al Muzani mengutip

pendapat lnng mengatakan bahwa, dia boleh berserikat pada yang

demikian. Pendapat inilah yang dinyatakan oleh sebagian ulama

ma&hab kami. Karena parbner yang tdak ikut menjual

mengatakan, "Penjual telah mengambil 500 dirham dari pernbeli

dengan hak kepernilikan bersama antara aku dengannlra'"

sementam berkenaan dengan perkataan penjual bahwa dia

mengambilryn unfuk dirinya sendiri, rnaka perkataan penitnl

terhadap partrrer yang tidak ikut menjual itu tdak diterima, karena
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harta yang mempakan milik bersama di antara dua orang itu bila

diambil oleh salah safunya, seraya dia mengatakan, "Aku

mengambilnya unfuk diriku sendiri," maka perkataannya ini tidak

diterima. Sementara menurut Abu AI Abbas, pengarang dan

mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, dia tidak boleh berserikat pada

yang demikian itu; karena ketika penjual mengaku bahwa partner

yang tidak ikut menjual telah menerima harganya, maka

pengakuan ini mengandung pengunduran dirinya dari wakil karena

tidak ada IaE yang bisa diwakilkan.

Apabila kami mengatakan seperti perkataan Al Muzani,

maka partrer yang tidak ikut menjual boleh memilih, apakah dia

akan menuntut 500 dirham kepada pembeli ataukah akan

mengambil2S0 dirham dari penjual dan 250 dirham dari pembeli.

Apabila dia mengambil 250 dirham dari penjual, maka penjual

tidak boleh menuntutnya kepada pembeli. Karena dia mengatakan,

"sesungguhnya parhrer yang tidak ikut menjual telah

menzhaliminya, sehingga tidak boleh menunhrt kepada selain

orang yang telah menzhaliminya." Sedangkan bila kami

mengatakan seperti perkataan Abu Al Abbas dan para

pengikutnya, maka sang partner yang tidak ikut menjual, tidak

boleh berserikat dengan penjual dalam bagtan yang telah

diambilnya, dan dia harus meminta haknya kepada pembeli yaitu

500 dirham.

Apabila partner yang tidak ikut menjual menunhrt kepada

pembeli, maka apabila sang pembeli itu memiliki bukti bahwa

parkrer yang tidak ikut menjual ifu telah menerima 1000, maka

dia bebas dari bagiannya berupa harga (pembayaran) dan dia harus

menunfut 500 dirham kepadanya, karena dia telah menerima

1000 dirham dan tidak berhak mendapatkan selain 500 dirham.
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Sedangkan bila pembeli tidak memiliki saksi yang

mengntakan bahwa parhrer yang tidak ikut menjual telah

menerima 1000 dirham selain penjual sementam dia orang yang

adil, apakah kesaksiannla bisa diterima?. Apabila kami

mengatakan seperti perkataan Abu Al Abbas bahwa partrer yang

tidak ikut menjual tidak boleh berserikat dengan penjual dalam

sesuafu png telah diterimanya, maka kesaksiannya ifu diterima,

lalu pernbeli bersumpah bersamanya dan bebaslah tanggungan

pembeli sehingga dia tidak perlu mernberikan harganla dan bisa

menunhrt yang 500 dbham tersebut, karena dengan kesaksiannlp

itu, dia tidak menolak bahaya dan tidak mencari rnanfaat bagi

dirinSra. Sedangkan bila kami mengatakan berdasarkan perkataan

Al Muzani dan para pengikutrya, bahwa parher yang tidak ikut

menjual boleh berserikat dengan penjual dalam sesuafu png
diterimanln, maka kesaksiannya ifu tidak diterima, karena dia telah

menolak bahap dari dirinya, yaifu hak menunfut separuh dari

5rang diterima. Sebab, bila telah ditetapkan bahua dia telah

mengambil haknp berupa uang 500 dirham dari pernbeli, maka

dia tidak boleh berserikat dengan penjual dalam sesuafu yang

diterimanla. Apabila kami katakan, bahwa kesaksiannln tdak
diterima atau dia termasuk orang yang kesaksiannln tidak diterima

karena suafu arti selain ini, maka png berlaku adalah pemptaan
partrer yang tidak ikut menjual beserta , bahwa dia

tidak menerima uang 1000 dirham atau apapun darinSra. Apabila

dia telah bersumpah, maka dia berhak menunhrt bagiannya bempa

harga atas sesuatu yang telah berlalu. Sdangkan bila dia menarik

sumpahnya, lalu pembeli bersumpah bahwa dia parfuier 1nng tidak

ikut menjual tersebut telah menerima darinlp uang 1000 dirham,

maka dia bebas dari tanggungan diri kepadanSn dan dia bisa
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menuntut sesuatu yang lebih atas haknya. Ragam permasalahan

ini akan kami uraikan secara rinci dalam cabang-cabang

permasalahan berikut ini:

!. Cabang, Al Mawardi berkata: Al Muzani berkata, "Apabila

salah dari keduanya membatalkan akad, maka hukumn5a batal dan
partnemya tidak boleh membeli maupun menjual sampai keduanya

membagi hasiln5a." Pemyataan ini benar. lalu dia berkata: Telah

kami uraikan bahwa, akad syirlah berpengaruh terhadap

keterikatan masing-masing dari kedua pihak dalam hak partrremya

seperti hukum walalah (perwakilan). Jadi, al<ad syirl<ah termasuk

salah safu akad yang dibolehkan narnun tidak lazim. Apabila salah

satu dari kduanya membatalkan akad, maka batal,

karena akad Srang diperbolehkan itu boleh dibatalkan oleh salah

satu dari dua orang yang melakukan akad.

Sedangkan arti perkataan kami "sesungguhnya syirkalrnya
menjadi batal" maksudnya adalah, bahwa izin mengelola harta

syirkah menjadi batal, karena harta 57ang dimiliki bersama telah

dipisahkan, dimana adanya pemisahan ini bukan merupakan
penipuan dalam pembagian. Masing-masing dari keduanya tidak

boleh mengelola seluruh harta baik dengan menjual atau

melakukan hal lainnya. Akan tetapi dia boleh mengelola sesuai

nilai haknya berdasarkan kadar kepemilikan bersama,

sebagaimana dia juga dibolehkan mengelola komoditasnya.

Apabila dikatakan, "Bukankah bila orang yang melakukan

mudharabah ifu membatalkan akadnya, maka dia boleh

mernbatalkannya setelah jual beli? lalu apakah orang yang

mekrkukan syirkahjuga boleh melakukan demikian?."
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Kami katakan, "Perbedaan antara keduanya adalah bahwa

hak orang yang melakul<an mudharabah adabh dalam keunfungan

dan dia tidak mengetahuinya kecuali dengan melakukan iual beli,

sehingga dia boleh menjual setelah akadnya batal untuk

mengetahui nilai haknya berupa keunfungan- Sernentara orang

yang melakukan al<ad syirl<ah, haknya dalam selain harta dapat

diketahui sebelum jual beli sehingga dia tidak boleh meniual set&h
membatalkan akadnya."

Cabang: Al Mawardi berkata, "Apabila dua orang png
melakukan syirl<ah memiliki utang dari harta syhl<ah, 1rang berasal

dari tanggungan lrang berbeda-beda setelah akad syirkah itl-t
dibatalkan, lalu dua orang 5ang melakukan syAl<ah ini mernbagi

utang tasebut dan masing-masing dari mereka mengambil

bagiannya, maka tidak dibolehkan dan pernbagian ini

hukumnya batal, karena pembagian hanya sah unfuk komoditas

dan bukan unfuk tanggungan."

Namun pendapat tersebut tidak benar, sebagaimana 5ang
telah kami jelaskan sebelumn5ra, dimana sernua lang merupakan

hak kedua belah pihak harus dibagi dua sesuai harha pokok akad

syhkah. Apabila telah ditetapkan, maka kedua pihak harus

membagin5ra. Kecuali bila orang yang berpiutang menuntut haknya

kepada salah safu dari keduanya. Jadi hukumnya sah selama

pembagian itu tdak menghalanginya dari tanggungan utang.

Cabang: Al Muzani berkata: Apabila salah satu dari

wafat, rnaka batal dan walinp harus

mernbagi harta syirlah ifu dengan parbrer orang yang telah wafat
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tadi. Apabila ahli warisnya sudah baligh dan hendak melanjutkan

al<ad syirkah seperti a5rahnya, maka hukumnya dibolehkan. Dan

mernang perkataannya adalah sesuai yang dikatakannya.

Al Mavvardi berkata: Apabila salah sahr dari dua orang yang

mehkukan syirl<ah itu wafat, maka batal. Dalam artian

bahura, izin mengelolanya batal, karena akad yang dibolehkan ifu

menjadi batal bila ada salah satunya 5ang wafat, seperti akad

ural<alah. Apabila demikian halnya, maka bisa jadi orang yang

wafat merniliki utang dan wasiat atau tidak memiliki utang dan

wasiat. Apabila dia tidak memiliki utang dan wasiat, maka bisa jadi

ahli unrisnya termasuk orang yang berhak mendapatkannya atau

tidak termasuk orang yang berhak mendapatkannlp.

Apabila ahli warisnya termasuk orang yang berhak

mendapatkatrDg?, misalnya dia telah baligh dan berakal sehat,

maka dia boleh memilih tiga hal berkenaan dengan harta syirkah

tersebut. Harta tersebut dibagi lalu bagiannya itu dipisahkan

kemudian dikelola, atau harta tersebut dibiarkan menjadi harta

syirkah sesuai kondisi sebelumnya tanpa perlu meminta izin
kepada sang parbT er untuk mengelolanya, atau dia bisa

melanjutkan al<ad syirl<ah dan meminta izin kepada sang partrer

unhrk mengelolanya, sehingga dia menjadi partnemya

sebagaimana orang yang memberi warisan kepadanya, setelah

sebelumnya dia menjadi partner. Mana saja dari tiga opsi ini yang

dia pilih, maka hukumnya sama saja baik dalam perolehan baEan

atau lainnya- Karena orang yang diperbolehkan mendapatkannya,

maka akadnya itu sah meskipun tidak mendapat bagian. Apabila

sang ahli waris ingin menjadikan harta syirkah menjadi harta milik

bersama, maka dia harus mengetahui nilai harta warisannya dari si

ma5ryit sebelum meminta izin untuk mengelolanya, karena

g2z ll ,at uoj^"'SyarahAl Muhadzdzab



dikhawatirkan si ma5ryit meninggalkan utang sehingga bisa

merugikan harta peninggalan. Nilainya harus diketahui agar sang

ahli waris bisa membedakan keunfungan 5nng dimiliki, laitu pada

hal tidak berkaitan dengan syirl<alz-nya tersebut. Apabila dia tidak

melakukan hal itu, maka hukumnya iuga dipe6olehkan, karena

kekhawatiran adanya utang tidak berlaku bila melihat a*l syalalr
n5ra tetap berlaku dalam tanggungan. Apabila dikatakan "syAl<ah

adalah akad," lantas bagaimana dia bisa sah bila nilai hartanga ifu

tidak diketahui?!.

Dikatakan bahwa masing-masing dari dua orang yarrg

melakukan syirl<ah wajib mengetahui nilai bagian masing-masing

dari hartanla, apakah separuh atau sepertiga atau seperempat,

namun tidak wajib mengetahui timbanganngra. Apabila dua orang

laki-laki itu melakukan akad syirl<ah dimana salah satuny'a

meletakkan uang dirham dalam timbangan sementara parhremya

meletakkan uang dirham yang sama dengannya, kemudian

keduan5ra mengelola uang tersebut untrk berdagang tanpa

diketahui timbangannya, maka sah karena masing-

masing mengetahui bagiannya secara umurn, maka begihr pula

dengan ahli unris dalam harta peninggalann5ra.

Cabang: Apabila ahli waris tidak boleh mengelola harta

syirkah bila dia masih kecil atau gila atau kumng alal (idiot), maka

walinSa boleh melakukan salah sahr dari tiga opsi berkenaan harta

syAl{ah tersebut. Apabila dia memilih unhrk mernbaginSra, maka

boleh dibagi dan dia tidak boleh melaniutkan syhlahrrya ina.

Apabila dia memilih minta izin untuk mengelolanSra, maka dia

harus diizinkan dan tdak boleh membagi harta tersebut. Apabih
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dia memilih meneruskan akad syirkah tanpa membaginya dan

tanpa meminta izin, maka dia boleh melakukannln. Apabila dia

tidak memilih apa-apa, maka perbuatannlra ini tertolak (tidak

diterima).

Cabang: Apabila orang yang wafat memiliki utang, maka
ahli uraris Snng berakal dan urali dari orang Snng tidak berakal Udak

boleh mengizinkan partnemya untuk mengelola harta syirkah

kecuali setelah utangnya ifu dibayar, baik pelunasan utang tersebut

dengan menggunakan harta selain syirkah atau tidak, karena utang

itu berkaitan dengan seluruh harta peninggalan dan ahli waris tidak

boleh mengelola apapun kecuali setelah seluruh utangnya dibayar.

Apabila orang lnng wafat telah memberi wasiat berkenaan

dengan harta peninggalannya, apabila wasiatnya ditenfukan dalam

harta peninggalan selain utang, maka ahli warisnya boleh

mengelola harta peninggalan tersebut dan mengizinkan parhremya

untuk mengelolanya sebelum wasiat sampai kepada orang yang

berhak menerimanya, karena komoditas yang ditenfukan dalam

wasiat itu menjadi hak pemiliknya. Apabila dia rusak, maka

wasiatnya ifu batal, hal tersebut berbeda dengan utang, bila harta

peninggalan yang tersisa itu sedikit, maka itu harus dibagikan.

Apabila wasiafurya ifu unfuk orang merdeka, sementara 5nng
tersisa dalam keseluruhan aset bersama harta peninggalannya,

maka bisa jadi orang yang diberi wasiat itu ditentukan atau tidak

ditentukan. Apabila dia ditenfukan, bila dia menerima wasiafuiya,

maka dia telah menjadi partner dalam harta syirkah, sehingga dia

dan ahli waris sang ma5ryit boleh memilih apakah akan membagi

atau melanjutkan syirkah tersebut. Sedangkan bila orang yang
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diberi wasiat itu fidak ditentukan, maka ahli waris harus

membaginya bersama yang parhrer kepada orang-orang !Et{l
mendapatkan wasiat tersebut.

Cabang:' Apabila salah satu dari dua orang yaql
melakukan syirl<ah itu gila atau dilarang melakukan syirkah karena

kedunguannp, maka ryirl<abnya batal, dan walin3n han.s

melakukan sesuafu yang berkaitan dengannSra seperti mernbagi

atau melanjutkan syirkah tersebut, karena akad FnS dibolehlon

menjadi batal dengan adarya pelarangan.

Sdangkan orang yang terkena epilepsi, apabila narryn

sebentar yrang tidak menyebabkannp gugur dalam menialankan

ibadah yang wajib, maka syirl<ah itu tetap berlaku, karena epilepsi

mempakan gejala 5ang sering terjadi. Sedangkan bila epilepsiryn

lama sampai menggugurkan satu shalat wajib lalu dia mengqadha

waktunya, maka syAlabnya ifu batal.

Cabang: Al Muzani berkata: Apabila salah sahr dari

keduanya membeli sesuatu yang tidak ada unsur penipuan di

dalamnya secara urnurn, maka yang dibeli hanya untuknla sall
dan Udak unfuk temannya. Dan bila temanqn ihr

membolehkanngra, maka hukumnya juga dipertolehkan, karena

pembeliannya itu dilakukan pada sesuahr Snng tidak dibolehkarL

Dan hal ini adalah benar.

Telah kami uraikan bahwa orang yang melakukan sy:rrlalt

kedudukannga seperti wakil dari partrernlp, dan penipuan sedikit

yang biasa dilakukan banyak orang ifu bisa dimaafkan, sebab
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untuk menghindari hal ini sangatlah sulit. sementara penipuan
yang tidak umum, maka itu tdak bisa dimaafkan, baik dalam juar

beli yang dilakukan wakil, parbner maupun sernua orang yang
menjadi wakil oftmg lain seperti orang yang diberi wasiat dan
orang yang dipercaya.

Bila parbrer membeli sesuafu lang secara urnrrn tidak ada
penipuan di dalamnya, maka bisa jadi pembelianngn ifu dengan
harta syirkah atau ditanggung olehnya. Apabila pembelian
ditanggung olehnya, maka komoditas yang dibeli hanya menjadi
miliknya saja. sedangkan bila pembeliannya itu dengan harta
syirkah, mal<a pembeliannya batal karena tidak mendapat izin, baik
dia membolehkan atau tidak, karena akad apabila batal, maka dia
tidak sah dengan se\ /a-menyevra.

Sedangkan pembelian dalam bagian oftmg yang melakukan
akad, maka dalam hal ini ada dua pendapat berkenaan dengan
pemisahan transaksi:

Pendapat Pertama: Batal; dan syirkah dalam harta itu
kondisinlra tetap seperti biasanya.

Pendapat Kedua, Boleh. Berdasarkan hal ini, maka syirkatt
nya batal unfuk nilai harga sepamh karena dia dipisahkan dari
harta milik bersama. Jadi, syirkahuntuk selain ifu tetap berlaku.

Cabang: Apabila salah satu dari dua orcu:rg yang
melakukan syirkah menjual harta syirkahyang secara umum tidak
ada unsur penipuan di dalamnya, maka penjualan dalam bagian
parbrer lainnya batal dan tidak sah meskipun itu dibolehkan.
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lantas apakah hal tersebut batal unhrk bagian penjual?. Dalam hal

ini ada dua pendapat AsySPfi'i:

Pendapat Pertama: Batal dan syirl<almya tetap seperti

biasanln-

Pendapat Kedua, Jual belinp sah dalam bagian miliknga,

akan tetapi syirl<abnya batal. Dalam hal ini sang parhrer fdak

perlu menanggung bagian parkremya yang lain- Apabila dia telah

menyerahkannya, maka dia harus mengganti hal tersebut dengan

jalan menyerahkannla. Sedangkan bila dia diberi titipan, mentrnrt

Abu Ishaq, dia harus menan[lflungnya karena telah ada akad- Dia

mernbedakan antara keduanya, bahwa orang ynng dititipi ifu tidak

diizinkan menjualrya. Dalam hal ini dia tidak melanggar, jadi

menumtku tidak apa-apa, karena partrer ynng tidak diizinkan

menjual sesuatu yang terdapat unsur penipuan di dalamn3p,

seperti orang yang diberi komoditas titipan. Seandainya dia

diizinkan dalam tanggungan pemilik, maka dia dan orang yang

dititipi itu statusnln sanna, bahwa keduanSa udak wajib

menangpngnya kecuali dengan jalan menyerahkannlp, karena

rusaknya akad itu menghilangkan hukum lafazhnya. Hal yang

berbeda pada keduanya adalah keduanya dalam tanggurEan

dengan cara memiliki, bukan dengan diadakannya akad. Orang

yang dititipi harus menanggung dengan cara mengeluarkanryra dari

tempat penyimpanan karena pembeli telah memalingkannya,

sdangkan parher tidak perlu menggantinya.

Cabang: Al Muzani berkatar Siapa saja dari kduan5a

yang mengklaim harta syAkah ada pada partremln, maka dia
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telah mengklaim dan harus menunjukkan buktinya, sementara
parhemya harus bersumpah, inilah yang benar.

Apabila harta dipegang salah satu dari dua partner dan
parbner lainnya mengklaim bahwa harta tersebut merupakan harta
s5tirkah, sementara yang memegang harta mengklaim bahwa harta
tersebut merupakan miliknya, maka yang berlaku adalah perkataan
orang yang memegang harta tersebut dibarengi sumpahnya.
Kecuali bila orang yang mengklaim ifu memiliki bukti. Karena
syirkah ifu fidak menghilangkan hukum sesuafu 5rang ada di tangan
sebagai milik pribadi.

Begifu pula bila salah satu dari dua parurer ifu membeli
seorang budak laki-laki yang harganya merupakan campuran (milik
bersama), lalu parbrer lainnya mengklaim bahwa partner tersebut
membelinya dengan harta syirkah, akan tetapi sang parkrer yang
membeli mengklaim bahwa dia membelinya unfuk dirinya sendiri
dan bukan untuk syirl<ah, maka yang berlaku adalah perkataan
orcmg yang membeli dibarengi sumpahnlra, karena dia berhak
membeli unfuk dirinya sendiri meskipun dia menjadi parkrer orang
lain.

Bila dia membeli budak laki-laki yang memiliki kekurangan,
lalu dia mengatakan bahwa dia membeli dengan harta syirkah,
namun parfuier lainnya mengingkari hal ifu dan mengklaim bahwa
dia membeli untuk dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah
perkataan pembeli dibarengi sumpahnya dan budak tersebut dibeli
dengan harta syirl<ah.
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Cabang: Al Muzani berkata: Siapa saja dari keduanp

yang mengklaim bahwa partremya berkhianat, maka dia harus

menunjukkan buktinp.

Sementara klaim adanya pengkhianatan, klaim ini tidak bisa

diterima begitu saja sampai dia menjelaskan alasan mengapa orang

yang dituduh telah berkhianat, lalu dia menjelaskan tingkat

pengkhianatan tersebut. Apabila dia telah melakukannya tapi yang

diklaim mengingkarinya, maka yang berlaku adalah ucapannya

dengan sumpahnya, kecuali bila orang yang mengklaim itu

memiliki bukti atas klaimnya, karena dia adalah onlng lang
dipercaya dan bebas dari tanggungan.

Cabang: Al Muzani berkata; Srapa saja dari kedua pihak

yang mengklaim bahwa, hartanp telah rusak karena suafu sebab

yang dijelaskan atau tidak dijelaskan, maka png berlaku adalah

ucapannya itu dibarengi sumpah. Apabila kerusakan 1nng dikhim

ihr masuk akal, karena dia merupakan orang yang diperca5a

sehingga mirip dengan orang yang dititipi komoditas dan seorang

wakil. Apabila dia menyebut kenrsakannya terjadi pada hari

tertenfu atau pada bulan tertentu dengan bersumpah dan diperkuat

oleh keterangan dua saksi yang menyatakan telah melihat harta

tersebut di tangannla setelah hari yang dituduhkan, maka dalam

hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syaf i:

Pendapat Pertama: Sumpahqn )lang telah lalu batal

dengan bukti yang bam, dan dia harus mengganti harta Sang

dikasuskan tersebut, karena bukti (saksi) 1nng adil lebih uhma dari

pada sumpahqra.

t-

Al Majmu'S)arattAl Muhadzdzab ll 82g



Pendapat Kedua: Sumpahnya tidak batal. Akan tetapi dia

harus ditanSa tentang hari tersebut. Apabila dia mengingatrSa

dengan sumpah ylang telah lalu, maka dia tidak perlu mengganti

harta tersebut. Sedangkan bila dia tidak menjelaskanrya, maka dia
harus menggantirya. Pendapat ini dinptakan oleh Abu Al Fayadh.

Berdasarkan pendapat pertarna, rnaka dia harus mengganti

dengan bukti dan tidak perlu ditanf tentangqn.

Cabang: Apabila dua partrer mernbeli komoditas dagang

lalu kdua pihak menerimanlra, kernudian komoditas tersebut

rusak, maka kerusakannp ifu mempakan kerusakan harta

kduanSn dan harganya menjadi beban utang; apabila keduanya

telah memberikan harganlp dari harta syirlah, rnaka syirkahtya
itu batal untuk nilai harta png diserahkan. Begitu pula bila
harganya rusak sebelum diserahkan unfuk mengganti harga

komoditas 3png rusak, maka harga tersebut menjadi utang yang

ditanggung kedua pihak dan penjual bisa meminta bagiannln pada

masing-masing dari itu. Penjual tidak boleh mengambil

seluruh harga; kectrali bila orang tersebut menanggung parhremyra,

jika demikian maka dia boleh mengambilryn dengan seluruh harga

karena dia menyendiri dengan akadnp. Apabila sang peniual telah

mengambil harga ihr dariryn, maka harus ditinjau dahulu; apabila

dia dari harta syAkah, maka hukumnp
diperbolehkan dan tidak perlu menunfut kepadanp. Sedangkan

bila dia mernbalnmgn dengan harta pribadinln, maka harus

ditinjau. Apabila dia melakukannya karena harta syAl<ah tidak bisa

digunakan unhrk membayar, maka dia bisa meminta bagianrya
kepada sang parkrer. Bila dia membalnmln dengan harta syirlah,
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maka berkenaan dengan keharusan meminta bagiannya kepada

sang partner, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia bisa merninta separuhnp l<atera

hal tersebut mempakan konsekuensi dalam syirkah'

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh memintan5a, karena

konsekuensi dan syirl<ahitu adalah dia membalpmlp dengan harta

syirl<ah, sehingga bila dia membaSam5a dengan harta pribadi

sebagai derma, maka dia tdak perlu merninta bagiannSa kepada

sang parher-

Cabang: Al Muzani berkata: Apabila seomng budak lakts

laki dimiliki oleh dua onmg laki-laki lalu salah satu dari kedua pihak

menyrruh sang partrrer unhrk menjualnSA, kernudian parher

tersebut menjualn5n kepada seseorang dengan harga 1000

dirham, lalu parkrer yl2ng Udak ikut menjual itu menyatakan bahwa

si penjual telah menerima pembaSarannla narnun si p€r$ual

mengingkarinln, maka penrbeli bebas dari separuh harga png

merupakan bagian orang lrang menlntakan demikian (1ang

menuduh), kemudian penjual bisa mengambil sepamh harga dari

pernbeli lalu menyerahkan kepadanp, kemudian pernbeli

bersumpah kepada sang partrrer bahrara dia Udak menerima uang

1nng difuduhkan tersebut. Apabila dia menarik sumpahnp, maka

partremla ihr hartrs bersumpah dan dia berhak mendapatkan

hrnfutannyra ihr.

Contoh masalah ini adalah, bila ada seomng budak png

dimilih oleh dua orang laki-laki, dimana salah sahr dari kedqarrlp

ifu mengizinkan sang partrer unhrk menjualn5a, lalu parher

tersebut meniualnya kepada orang lain dengan tErga 1000
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dirham. Kemudian pembeli mengklaim bahr,ra dia telah

menyerahkan uang tersebut kepada penjual, namun sang penjual

mengingkari hal itu dan dibenarkan oleh partner yang tidak ikut
menjual.

Dalam kasus seperti ini pembeli bebas dari bagian parfurer

yang Udak ikut menjual karena parher tersebut telah

membenarkan ucapan si penjual. Bagian yang bebas darinya

adalah 500 dirham. Karena dia mengakui bahwa sang wakil

dirinya itu telah menerima uang tersebut. Kemudian yrang berlaku

adalah perkataan parhrer 5nng menjual dengan sumpahnya, yaifu

bahwa dia tidak menerimanya. Apabila dia telah bersumpah, maka

dia bisa menuntut bagiannya kepada pembeli yaitu 500 dirham,

lalu dia bersumpah kepada sang parbrer bahwa dia tidak

menerima bagiannp dari pembeli; karena pemlrataan parbrer

Sang tidak ikut menjual, mengandung pengakuan bagi dirinya

sendiri.

Cabang: Al Muzani berkata: Apabila parkrer yang

menjualnya ifu merupakan orang yang menyatakan bahwa, sang

parher yang menjual budak tersebut telah menerima seluruh

pembayaran dari pembeli, namun parher yang tidak ikut menjual

ifu mengingkarinln dan mengklaim bahwa, uang tersebut masih

ada pada pembeli, maka pembeli bebas dari sepanrh harga,

karena pengakuan penjual bahwa parkremya telah menerima

pembayaran ifu. Sebab dalam posisi ini dia termasuk omng yang

diberi amanah, kemudian penjual bisa meminta separuh bagian

5ang tersisa kepada pembeli lalu dia bisa melakukan syirkah

dengan orang Snng baik.
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Benfuknla adalah seperti masalah pertama, yaitu budak

yang drjual oleh salah satu dari dua parfurer atas seizin ternannga-

Hanya saja pernbeli dalam kasus ini mengklaim telah menyemtrkan

pernbalnran kepada partrer yang tdak ikut menjual dan

dibenarkan oleh partrer png menjualn5ra, natnun parher yang

tidak ikut menjual itu mengingkarinSra. Apabila partler tersebut

telah diizinkan, maka masing-masing dari keduanya telah mernberi

izin saht satna lainnp. Jawaban berkenaan dengan masalah ini,

seperti jawaban pada masalah pertama 5aitu bahwa pembeli bebas

dari separuh harga, dimarn pemyataan yang berlaku adalah

pemyataan partrer yang tidak ikut menjual beserta sumpahnlra;

bahwa dia tidak menerima uang pamba3raran itu, kemudian dia

bisa menunfut bagiannya kepada pembeli, sebagaimana yang telah

kami uraikan sebelumnYa-

Sedangkan bila dia tidak diberi izin untuk menerimangra,

maka png berlaku adalah ucapan parkrer yang tidak menjual

beserta sumpahnya, bahwa dia tidak menerima pembayaran ifu.

Dalam kasus ini pembeli Udak bebas dari apapun, karena

meskipun penjual mernbenarkann5a, bahwa dia telah

menyerahkan hak pernbayaran itu kepada partremya, namun dia

telah menyerahkan pernbayaran itrr kepada orang yang tidak

berhak menerimanlra. Maka status penjual sebagai wakil parfier

Snng tidak ikut meniual ihr menjadi batal, karena pengakuannln itu

berisikan unsur yang mernbatalkan owkalabny4 sehingga dalam

hal ini pernbeli harus mernberikan 1000 dirham kepada kedtnnlp;

500 dirham untuk perriual dan 500 dirham lainnsn untuk parhrer

yang tidak meniual. Apabila dia memulai dan merrberikan 500

dirham kepada parhrer png tidak menjual, maka partrer yang

menjual tidak boleh berserikat di dalamnya, karena dia telah
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mengaku bahwa pembeli itu statusnya dizhalimi. Sedangkan bila

pembeli memulai dan menyerahkan 500 dirham kepada penjual,

maka partrer yang tidak ikut menjual boleh berserikat di dalamnya

bila dia mau atau tidak sama sekali, kemudian dia bisa meminta
sernua bagiann5ra kepada pembeli bila dia mau.

Apabila dia ingin meminta kepada pembeli, maka dia bisa

melakukannSa, lalu pembeli hams memberikan 1000 dirham

kepadanya; lrang 500 dirham untuk penjual dan 5ang 500 dirham

Iagi untuk sang partner yang tidak ikut menjual. Apabila penjual

hendak berserikat dengann5a dalam sesuatu yang dia ambil, maka

dia boleh melakukannya, karena harta tersebut masih milik
bersama dan belum dibagi oleh keduanya. Dalam kasus ini penjual

tidak boleh membenarkan parkremya unfuk membatalkan akad

syirkah+rya. Apabila dia mengambil dari penjual separuh dari apa
yang diambilnya yaitu 250 dirham untuk menyempumakan 500
dirham, maka dia bisa mengambil haknya secana penuh dari
pembeli untuk menyempumakan hak miliknya, yaitu 250 dirham

untuk menyanpumakan yang 500 dirham. Setelah penjual

dimintai separuh oleh parkremya, sang penjual tdak boleh

meminta kepada pembeli, karena dia telah mengaku bahwa dia

telah mengambil hakn5ra secara penuh padanya. Apabila

pembaSaran tersebut Udak diambil dari sang parhrer setelah itu
karena suatu hal, maka pembeli harus menanggung 750 dirham,

dimana yang 500 dirham diserahkan kepada penjual, dimana sang

parhrer yang tidak ikut menjual dapat berserikat dengannya,

kemudian yang 250 dirham diserahkan kepada parhrer yang tidak

ikut menjual ifu. Apabila demikian halnya, maka kesaksian dirinya

terhadap pembeli ditolak karena dalam kasus ini dia dituduh
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membela dirinya ketika sang partner meminta kepadanya sesuatu

yang telah diambilnya.

Cabangr Berkenaan dengan masalah ini, AI Muzani

mengutip pendapat.yang menyatakan bahwa, apabila pembeli

dibenarkan oleh penjual bahwa dia telah menyerahkan 1000

dirham kepada partrrer Snng tidak ikut menjual, maka dia bebas

dari yang 500, seperti masalah perfama. Akan tetapi ulama

ma&hab kami berselisih pendapat tentang kutipan pendapat ini.

Menurut Abu Ishaq Al Marwazi kutipan tersebut salah karena dia

mengutip jawaban Muhammad bin Al Hasan tentang masalah ini,

sebab dia berpendapat bahwa, pengakuan u/akil terhadap orang

yang mewakilkan kepadanSn itu tidak diterima. Jadi, kutipan Al

Muzani tadi keliru dan salah.

Akan tetapi menunrt Abu Ali bin Abi Hurairah, kutipan

tersebut benar dan jawabannya pun juga benar- Penafsirannln

adalah, bahwa pernbeli bebas dari uang yang 500 dirham ketika

penjual meminta itu kepadanya, lantaran status dirinya sebagai

sang wakil sudah batal. Akan tetapi, tanggungiawab tersebut tidak

gugur dari parh.rer yang tidak ikut menjual. Jadi, jawaban tentang

bebasnya pembeli itu ditafsirkan menurut penafsiran ini-

Menurut pendapatku kutipan Al Muzani di atas benar,

bahwa dibebaskannla pernbeli dari pemberian separuh itu

menrpakan pernbebasan lrang sernpuma. Namun, masalah yang

diuraikan oleh Al Muzani hanya berkenaan dengan dua parkrer

yang masing-masing dari kduanya mengizinkan temannln,

sehingga bila pembeli ihr ingin terbebas, hal itu harus dengan

pengakuan masing-masing dari dua parkrer tersebut bahwa
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telah menerima uang pemba5raran ifu, baik dia penjual

maupun bukan penjual. Apabila jawaban ini bisa dibenarkan, maka
tdak ada alasan untuk menyalahkannya, sebagaimana lang
dilakukan oleh Abu Ishaq. Apabila pembeli bisa dibebaskan dari
tanggungan tersebut, maka tidak ada alasan untuk membatalkan
pertrakilan di dalamnSn, sebagaimana lrang dilakukan oleh hnu
Abi Hurairah.

Cabang: Apabila ada seorang budak laki-laki yang dimiliki
oleh dua orang laki-laki, lalu seseorang murg-ghashab bagian salah

safu dari kduanya, kemudian orang yarg mury-ghashab dan
parfuier lain menjual budak tersebut kepada seseorang, maka jual

belingra dibolehkan unfuk bagian si parfrrer, sedangkan penjualan

1ang dilakukan orang lrang meng-ghaslnb tidak dipertolehkan.
Apabila onmg yang di-ghashab membolehkannp, maka tetap
tdak dibolehkan kecuali dengan memperbami akad jual beli,
dernihan menurut pendapat Asy-Syafi'i, dan inilah pendapat yang

benar.

Apabila seoftrng budak dimiliki bersama oleh dua orang lalu
ada seseorang lnng meng-ghashab bagian salah safu dari
keduanya, lalu orang lang meng-ghashab dan partrer lain ifu
sepakat unfuk menjual budak tersebut kepada seseorang dalam
satu akad, maka jual belinya batal unfuk bagian orang 5ang di-
ghashab, karena dia dijual oleh orang yang tdak berhak
menjualn5a, baik dengan dasar kepemilikan maupun perwakilan.

Apabila pemiliknya itu membolehkan kedua orang tersebut, maka
jual belinya tetap tdak sah kecuali dengan mempertarui akadnya,

sebab apabila akad batal, maka tdak sah bila terjadi se'{/a
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menyeua. Sementam penjualan bagian parkrer lain, hukumnla

dibolehkan, menurut sahr pendapat, dan dia tidak mengeluarkan

pemisahan transaksi, karena akad yang dilakukan oleh dua orang

hukumnln seperti dua akad secara sendiri-sendiri. Apabila dua

akad dilal$kan sendiri-sendiri, maka kerusakan salah satu dari

keduanla menyebabkan kerusakan pada Sang lainnp. Akan tetapi

bila orang yang meng-ghashab meurakilkan kepada sang parher

untuk menjual budak ifu, lalu parher tersebut meniual sendirian

seluruh, atau si parher telah meurakilkan kepada orang yang

mag:ghasha6 unfuk meniual bagiannp, lalu orang lnng meng-

ghastab meniual sefuruhnla se@ra sendirian, maka peniualan

bagian yang di-ghashab itu batal. [-alu apakah bagian parher png

dimiliki juga batal?. Dalam hal ini ada dua pendapat tentang

pernisahan transaksi tersebut.

Cabang: Apabila salah safu dari dua partrer mengaku

bahwa dia telah menjual dan menerima pernbayarannya, lalu dia

cacat di tangan keduanya sedang dia telah diizinkan, akan tetapi

partremSra mengingkari penjualan atau penerimaan tersebul

lantas apakah perkataan partrter Fng diizinkan itu bisa diterima?.

Dalam masalah ini, ada dua pendapat AsySpfi'i yang akan lomi

uraikan dalam pembahasan wal<alah. hsta Allah-

Astrsyirazi g berkata: PasaL Masing-masing dari

dna orang yang melalnrkan syirlfih boleh

mengundurkan diri dari pengelolaan harta $irlrah bila
dia menghendaki demikian, karena dia merupakan

wakil. Dia juga boleh memberhentikan partnem5n agar
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fidak mengelola bagiannp, karena sang partner
merupakan wakilnya. Jadi dia berhak melakukan
demikian. Apabila salah satu dari keduanln telah
mengundurkan diri, maka partner lainngra tdak boleh
mengundurkan diri dari pengelolaan harta tersebut,
karena keduanSn merupakan wakil sehingga salah
satunya fidak boleh mundur bila partnemlra mundur-
Apabila salah safu dari keduan3ra mengatakan,
"Syirkalrn3Ta batal," maka keduanya boleh s"rlo-sdrn"
mengundurkan diri, karena pembatalan tersebut
menyebabkan akadn5Ta hilang sehingga keduangTa boleh
mengundurkan diri. Apabila keduan3Ta atau salah
satun3n wafat, maka ryirl<alrnya batal, karena dia
menrpakan akad yang dibolehkan sehingga menjadi
batal bila ada lrang wafat, seperti halryn komoditas
titipan- Begitu pula bila keduanln atau salah satunya
grla, atau terkena epilepsi baik keduan5n atau salah
safungna, maka syirl<alrnya iuga batal, karena gila dan
epilepsi menyebabkan penderitanya fidak bisa
mengelola harta syirl<ah- Oleh karena ifu, berlaku
peruralian padaryn dalam harta itu. Jadi akadqn batal,
sebagaimana bila dia wafat - Wallahu A'lam.

Penjelasan: Hukum

Apabila dua orang berserikat dan masing-masing dari

keduanya mengizinkan partrnemya unfuk mengelola harta syirl<ah,

lalu salah safu dari keduanya memberhentikan parbremya sehingga

dia tidak bisa laE mengelola hartanya, atau salah satunya
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mengundurkan diri sehingga tidak bisa mengelola harta

partnemya, maka syirkabnya tetap berlaku. Hanya saja orang

yang diberhentikan itu tidak boleh mengelola kecuali bagiannln

sendiri sebagai kepemilikan bersama- Sementara parfrer lainnlra,

dia tidak boleh mundur dari pengelolaan bagian partnemya selama

partnernya tersebut fidak memberhentikan dirinya, dan juga Udak

boleh mengundurkan diri; karena pengelolaan masing-masing dari

keduanya terhadap bagian parhremya atas dasar izinnya- Apabila

sang pemilik memberhentikannya atau dia mengundurkan diri,

maka hukumnya berlaku. Apabila masing-masing dari keduanp itu

memberhentikan parffremya, atau salah satun5ra mengatakan,

"Aku mengundurkan diri unfuk tidak mengelola bagian parhrerku

dan aku memberhentikannya unfuk tidak mengelola bagianku,"

maka masing-masing dari keduanya telah berhenti sehingga dia

tidak boleh mengelola bagian parhemya, nalnun syirkabnyandak

batal karena hal tersebut.

Apabila salah satu dari keduanya mengatakan, "Al{'l

membatalkan syAkah," maka masing-masing dari keduanln tidak

boleh mengelola bagian parkremya, karena hal tersebut

menyebabkan kedua pihak ihr mundur. Akan tetapi syirkalrnya

tidak batal. Apabila keduanya sepakat unh.rk membaginya, maka

keduanya boleh membaginya. Apabila kduanya sepakat untuk

menjual atau membiarkann5n, maka kedua pihak boleh

melakukannya. Apabila salah satunya mengajak untuk menjual

harta syirkah, narnun sang partrer mengaiak untuk membaginSn,

maka yang mengajak unhrk mernbagi itu boleh direspon, seperti

harta yang diwariskan di antara para ahli waris. Apabila salah

safunlra gila atau mengalami epilepsi, maka syirkal>nya batal dan

masing-masing dari keduan5n telah mengundurkan diri dari
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pengelolaan bagian parfuremya. Karena izin merupakan akad yang

dibolehkan sehingga dia menjadi batal bila ada yang gila atau

terkena epilepsi, seperti wakalah.

Cabang: Apabila salah safu dari keduanya wafat, maka

syirl<alrnya batal dan yang masih hidup boleh mengundurkan diri

dari pengelolaan bagian parh,remya (yang telah urafat), sebab izin

menrpakan akad yang dibolehkan sehingga dia menjadi batal bila

ada png uaht, seperti walalah.

Cabang: Apabila orang yang telah wafat tidak memiliki

utang dan tidak berrwasiat apapun, atau ahli warisnya telah baligh

dan berakal sehat, maka dia bisa melanjutkan syirl<ah dengan

mangizinkan partrrer lain unfuk mengelola harta syirkah dan sang

parfrer juga harus mengizinkannya. Dia juga boleh membaginya,

karena harta tersebut mempakan hak keduanla sehingga kedua

pihak itu boleh melakukan sesuai yang dikehendaki oleh keduanya.

Syaikh Abu Ishaq berkata, 'Akan tetapi yang lebih utama

adalah membaginya, meskipun bagiannya ada dalam syirkah,

karena akad hiwalah (pemindahan utang) hukumnya berlaku

ketika dia sudah bemkal. Apabila ahli warisnya memiliki wali, maka

lang menangani adalah walinya. Akan tetapi bila bagiannya dalam

syirl<ah, maka dia tdak boleh membaginya. Sedangkan bila

bagiannya ada dalam pembagian tersebut, maka dia tidak boleh

menenrskan alad syirkalmya. karena orang yang menslurusi harta

orErng lain (menjadi wali) tidak sah perbuatannya kecuali dalam

sesuahr yang ada bagiannya. Baik hartianya ihr berupa mata uang

atau komoditas dagang, maka hukumnya diperbolehkan, karena
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syirkah tidak dibolehkan pada komoditas dagang pada

permulaannya saja, sedang dalam kasus ini adalah melanjutkan

syirkahdan bukan memulai akad.

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan utang,

maka ahli raarisnya Udakbgleh mengizinkan unfuk mengelgla harta

syirkah, karena utang tersebut berkaitan dengan seluruh harta

sehingga hal ihr seperti komoditas yang digadaikan. Apabila dia

telah melunasi utangnya dengan menggunakan selain harta

syirkah, maka kasusnSla seperti orang yang wafat dengan fdak

meninggalkan utang. Sedangkan bila dia melunasi utang dengan

menggunakan sebagian harta syirkah, mal<a ahli warisn5a boleh

mengizinkan unfuk mengelola harta yang tersisa. Apabila dia

menruasiatkan sepertiga hartanya atau sebagian dari harta syirl<ah,

apabila wasiakryra ihr ditenhrkan, maka yang diberi wasiat ihr

merupakan parhrer seperti ahli waris dan dia boleh melakukan

seperti yang dilakukan ahli waris.

sedangkan bila wasiahya tidak ditentukan, maka orang

yang diberi wasiat itu tidak boleh mengizinkan parbremya unhrk

mengelola harta tersebut, karena dia unjib menyerahkan harta

tersebut kepada mereka, bahkan dia harus memisahkan bagiannlp

lalu membagikan kepada mereka. Apabila dia (si mayyit) telah

mgu,rasiatkan sepertiga hartanya lalu sepertiga dari harta yang

diwasiatkan itu telah diberikan kepada ahli waris dengan

menggunakan selain harta tersebut, maka hal tersebut fidak

dibolehkan. Karena orang yrang diberi wasiat berhak mendapatkan

sepertiga harta tersebut sehingga tidak boleh diberi dari harta lain.
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Paparan Ringkas Pendapat Ulama Berkenaan Dengan
Ragam Permasalahan Di Atas-

Dalam pembahasan ini akan diuraikan terkait syirlah

dengan beragam jenis dan rukunnp lnng menyebabkan-'

hukumnla menjadi sah. Kami akan membahas beragam hal 1nng

disepakati para ulama dan hal 11ang diperselisihkan mereka dalam

masalah ini. Para ulama membagi akad syirkah in menjadi

beberapa jenis, lpng telah kami umikan pada pembahasan

sebelumn5a, laifu,' syirlah inan, syirkah abdan, syirkah

mufaundhah dan sytlah wuiuh. Yang disepakati para ulama

haryn satu dan Udak ada satu pun lpng berselisih tentang

hukremn5n, yaifu syirlah inan. Mercl<a sepakat akan kehalalannlp-

Meskipun sebagian mereka tidak mendefinisikan sebagai syirkah

inan, akan tetapi mereka mendefinisikan arti dan maksudnln

sesuai definisi ini- Namun mereka berselisih pendapat tentang

sebagian syarat syirlah ^rnan, sebagaimana yang akan dibahas

nanti. Sementara trga syirl<ah lainnya, maka hukumnp masih

diperselisihkan oleh mereka, dimana sebagian qpratrya juga

masih diperselisihkan oleh mereka yang sepakat tentang

hukumryp.
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